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WALI KOTA JAMBI 
 

 

KATA PENGANTAR 
 

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 

Jambi Tahun Anggaran 2024 merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. LKPJ Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kota Jambi untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas dan 

transparansi kinerja Pemerintah Daerah. 

Tahun 2024 ditandai dengan keberhasilan yang dampaknya dapat dirasakan 

langsung oleh masyarakat. Pencapaian Indikator Makro Kota Jambi pada tahun 2024 

menunjukkan trend peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pengakuan dan 

apresiasi yang datang dari berbagai pihak terhadap kebijakan, program dan inovasi yang 

ditempuh Pemerintah Kota Jambi merupakan indikator positif yang menunjukkan 

pencapaian kinerja telah berada dalam jalur yang tepat.  

Apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada seluruh stakeholders, segenap 

pimpinan dan anggota DPRD, Perangkat Daerah, instansi vertikal, masyarakat dan 

pihak swasta yang telah berkontribusi aktif terhadap pencapaian positif dimaksud. Kami 

menyampaikan permohonan maaf, apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan, dalam 

substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran konstruktif sangat kami 

harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan pelaporan ke depannya. Semoga Allah 

SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan 

dan mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. Amin ya robbal alamin. 

Terima kasih. 

 
WALIKOTA JAMBI 

 
 

      DR. dr. H. MAULANA, MKM 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 1040);  

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara  Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438);  

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beebread kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi 

Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);  
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10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Batas 

Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 

Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kota 

Jambi Tahun 2024 Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 

Nomor 14); 
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21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota 

Jambi Tahun 2024 Nomor 7); 

22. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah 

Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11); 

23. Peraturan Walikota Jambi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 26). 

 

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH 

1.2.1. Visi dan Misi 

RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud memberikan 

landasan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Jambi pada tahun 2024-2026. Selanjutnya 

RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh 

jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha dalam 

menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dengan tolak ukur evaluasi kinerja 

dan keuangan tahunan setiap Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam 

menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sekaligus 

merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang 

akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Daerah secara berjenjang. 

RPD tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari tahapan keempat dan 

terakhir dari pelaksanaan RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025. Dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi tahun 2005-2025 sudah dirumuskan 

Visi Kota Jambi sampai dengan tahun 2025, yaitu “Kota Jambi sebagai Pusat 

Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya”. Untuk mewujudkan 

visi tersebut ditetapkan 14 (empat belas) misi pembangunan Kota Jambi 2005-2025 

yakni:  

1. Mewujudkan pembangunan kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang 

beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.  
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2.  Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul 

perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada 

rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.  

3.  Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat 

pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi  

4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu 

dan relevansi melalui peningkatan sarana dan prasarana serta mengembangkan 

kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.  

5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, profesionalisme 

dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program 

dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan 

maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.  

6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan 

hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala 

aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.  

7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan 

terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan 

berkesinambungan.  

8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi 

penerimaan daerah  

9. Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama 

dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi 

dan globalisasi.  

10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun 

global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.  

11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan 

pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan 

yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan 

SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan.  

12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, 

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya 

kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan 

lapangan kerja.  
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13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan 

perlindungan anak.  

14. Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik 

melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi 

berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.  
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Tabel. 1.1 
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Jambi 

 

VISI RPJPD: KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA, YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA 

NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

     

1 Meningkatnya Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik 

Indeks Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatkan Profesionalisme ASN 
dan akuntabilitas kinerja pemerintah 
berbasis TIK 

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE) 

Indeks Profesionalitas ASN 

Nilai SAKIP 

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 

Indeks Pelayanan Publik (IPP) 

Indeks Inovasi Daerah 

2 Meningkatnya Ketentraman, 
ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat 

Persentase layanan 
trantibumlinmas 

Optimalisasi Penegakan Produk 
Hukum Daerah 

Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan 

Peningkatan toleransi masyarakat Indeks Kota Toleran 

Persentase layanan 
kebencanaan 

Peningkatan pelayanan 
kebencanaan 

Tingkat pelayanan pada kondisi pra dan tanggap 
kebakaran dan non kebakaran 

Tingkat pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan 
non kebakaran 

3 Terwujudnya Aksesibilitas dan 
Kapabilitas Utilitas Perkotaan 
yang Berkelanjutan 

Indeks Kepuasan 
Layanan Infrastruktur 
(IKLI) 

Peningkatan kinerja layanan 
infrastruktur perkotaan yang 
terintegrasi 

Indeks kepuasan kinerja layanan air bersih 

Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan 
permukiman 

Indeks kepuasan kinerja layanan air limbah 

Indeks kepuasan kinerja layanan perhubungan 

Penurunan Luasan Kawasan 
Genangan 

Luasan Kawasan Genangan 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

Peningkatan Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas Air 

Indeks Kualitas Udara 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan 
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NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

     

4 Terjaganya Pertumbuhan 
Ekonomi  

Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

Peningkatan Realisasi Investasi Realisasi Investasi 

Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 

Laju Inflasi Peningkatan Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan 

Tingkat Pengangguran 
Terbuka 

Peningkatan Partisipasi Angkatan 
Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

5 Terwujudnya Sumber Daya 
Manusia yang Berdaya Saing 

Indeks Pembangunan 
Manusia 

Peningkatan Derajat Kesehatan Umur Harapan Hidup (UHH) 

Peningkatan Kualitas dan 
Aksesibilitas Pendidikan 

Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Penurunan prevalensi stunting Penurunan angka prevalensi stunting 

Mewujudkan Kota Ramah Anak Kriteria Kota Layak Anak 

Peningkatan Prestasi dan 
Kreativitas Kepemudaan 

Indeks Pembangunan Pemuda 

Pengendalian angka Kelahiran 
Penduduk 

Laju Pertumbuhan Penduduk 

Persentase Penduduk 
Miskin 

Penurunan angka kedalaman 
kemiskinan 

Indeks kedalaman kemiskinan 

Penurunan angka keparahan 
kemiskinan 

Indeks keparahan kemiskinan 
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Tabel. 1.2 
Tujuan dan Sasaran serta Indikator RPD Kota Jambi 2024-2026 

 

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 
Kondisi 

Awal 

Target Capaian 

2024 2025 2026 
         

1 Meningkatnya 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Indeks Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatkan 
Profesionalisme ASN dan 
akuntabilitas kinerja 
pemerintah berbasis TIK 

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Indeks Profesionalitas ASN 64.88 64.97 65.11 65.25 

Nilai SAKIP BB B B BB 

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi 
(IEPK) 

3 3 3 3 

Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4.02 (B) 4.02 (B) 4.02 (B) 4.02 (B) 

Indeks Inovasi Daerah 58.98 59 59 60 

2 Meningkatnya 
Ketentraman, 
ketertiban Umum        
dan Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase layanan 
trantibumlinmas 

Optimalisasi Penegakan 
Produk Hukum Daerah 

Persentase PERDA dan PERWAL yang 
ditegakkan 

81% 84% 84% 84% 

Peningkatan toleransi 
masyarakat 

Indeks Kota Toleran 5.61 s/d 
5.7 

5.71 s/d 
5.8 

5.81 s/d 
5.9 

5.91 s/d 
6 

Persentase Layanan 
Kebencanaan 

Peningkatan pelayanan 
kebencanaan 

Tingkat pelayanan pada kondisi pra dan 
tanggap kebakaran dan non kebakaran 

100% 100% 100% 100% 

Tingkat pelayanan pada kondisi pasca 
kebakaran dan non kebakaran 

100% 100% 100% 100% 

3 Terwujudnya 
Aksesibilitas dan 
Kapabilitas Utilitas 
Perkotaan yang 
Berkelanjutan 

Indeks Kepuasan 
Layanan Infrastruktur 
(IKLI) 

Peningkatan kinerja 
layanan infrastruktur 
perkotaan yang 
terintegrasi 

Indeks kepuasan kinerja layanan air bersih 67.09 67.09 67.09 67.09 

Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan 
dan permukiman 

65 66 67 68 

Indeks kepuasan kinerja layanan air limbah 65 66 67 68 

Indeks kepuasan kinerja layanan 
perhubungan 

65 66 67 68 

Penurunan luasan 
Kawasan genangan  

Luasan Kawasan genangan 711 ha 711 ha 711 ha 711 ha 

Indeks Kualitas Air 40.05 40.05 40.05 40.05 

Indeks Kualitas Udara 80.78 80.78 80.78 80.78 
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No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 
Kondisi 

Awal 

Target Capaian 

2024 2025 2026 
         

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

Peningkatan Perlindungan 
dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan 44.9 44.9 44.9 44.9 

4 Terjaganya 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

Peningkatan Realisasi 
Investasi 

Realisasi Investasi 523.37 
M 

523.37 
M 

523.37 
M 

523.37 
M 

Peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) 

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

9% 9% 9% 9% 

Laju Inflasi Peningkatan Ketahanan 
Pangan 

Indeks Ketahanan Pangan 80 80 80 80 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

Peningkatan Partisipasi 
Angkatan Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 63.12 64.12 66.84 66.84 

5 Terwujudnya Sumber 
Daya Manusia yang 
Berdaya Saing 

Indeks 
Pembangunan 
Manusia 

Peningkatan Derajat 
Kesehatan 

Angka Harapan Hidup (AHH) 72.99 73.1 73.15 73.2 

Peningkatan Kualitas dan 
Aksesibilitas Pendidikan 

Harapan Lama Sekolah (HLS) 15.39 15.4 15.44 15.47 

Penurunan Prevalensi 
Stunting 

Penurunan Angka Prevalensi Stunting 11.22 11.23 11.24 11.26 

Mewujudkan Kota Ramah 
Anak 

Kriteria Kota Layak Anak 9% 7% 6% 5% 

Peningkatan Prestasi dan 
Kreativitas Kepemudaan 

Indeks Pembangunan Pemuda Nindya Nindya Utama Utama 

Pengendalian Angka 
Kelahiran Penduduk 

Laju Pertumbuhan Penduduk 58 58.06 58.13 58.21 

Persentase 
Penduduk Miskin 

Penurunan Angka 
Kedalaman Kemiskinan 

Indeks Kedalaman Kemiskinan 1.25 1.2 1.15 1.1 

Penurunan Angka 
Keparahan Kemiskinan 

Indeks Keparahan Kemiskinan 
0.23 0.2 0.2 0.18 

Penurunan Angka PMKS Persentase PMKS yang tertangani 
82% 84% 86% 90% 
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1.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan 

kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat. 

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola 

strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian 

pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu 

rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan 

mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan 

serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi 

diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari 

upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.   

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan 

pembangunan daerah (strategy focussed management). Rumusan strategi berupa 

pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang 

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih 

lanjut. Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun 

tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode 

sebelumnya. 

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 

menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah 

dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari 

strategi. 

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan 

perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah 

daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah 

kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan 

pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran 

RPJMD secara bertahap.  

Setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon 

waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan, secara 

logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi 

arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 3 (tiga) 

tahun untuk penyusunan RPD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun 
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periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting 

keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah 

yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan 

daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.  

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka 

pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu 

diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun 

kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap 

tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Adapun 

arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan 

sebagaimana tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.3 
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Arah Kebijakan Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 

No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Arah kebijakan 

            

1 Meningkatnya Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Meningkatkan Profesionalisme 
ASN dan akuntabilitas kinerja 
pemerintah berbasis TIK 

Membangun sistem 
penyelenggaraan pemerintahan 
yang akuntabel dan inovatif 

Meningkatkan kinerja 
pemerintah daerah 

Peningkatan sumberdaya aparatur 
yang berkarakter 

Peningkatan manajemen kinerja 
pemerintah daerah 

Peningkatan dan pengembangan 
inovasi daerah 

Peningkatan pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan 

Meningkatkan sistem 
pelayanan publik dengan 
memanfaatkan teknologi 
informasi 

Meningkatkan Manajemen 
Pelayanan Publik 

Peningkatan penggunaan teknologi 
informasi  

Peningkatan Kapasitas SDM Dan 
Sarpras Pelayanan Publik 

            

2 Meningkatnya 
Ketentraman, 
ketertiban Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Optimalisasi Penegakan Produk 
Hukum Daerah 

Meningkatkan upaya 
pencegahan dalam memelihara 
ketertiban dan keamanan 
lingkungan 

Meningkatkan kapasitas 
sumberdaya dan partisipasi 
masyarakat dalam upaya 
memelihara ketertiban dan 
keamanan lingkungan 

Peningkatan upaya pengamanan dan 
penertiban 

Peningkatan toleransi 
masyarakat 

Meningkatkan peran Forum 
Kerukunan Antar Umat 
Beragama (FKUB) 

Peningkatan kerukunan intra 
dan antar umat beragama  

Penguatan Rencana Aksi 
Penanganan Gangguan Toleransi 
daerah 

Peningkatan pelayanan 
kebencanaan 

Meningkatkan penanganan 
bencana alam 

Peningkatan Mitigasi 
Bencana dan Peningkatan 
Pelayanan Tanggap Darurat 
Bencana 

Peningkatan peran masyarakat dalam 
penanganan bencana 
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No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Arah kebijakan 

            

3 Terwujudnya 
Aksesibilitas dan 
Kapabilitas Utilitas 
Perkotaan yang 
Berkelanjutan 

Peningkatan kinerja layanan 
infrastruktur perkotaan yang 
terintegrasi 

Meningkatkan infrastruktur 
wilayah berbasis kawasan 

Meningkatkan kuantitas dan 
kualitas infrastruktur wilayah 
dengan mengutamakan 
kawasan pusat pertumbuhan 

Membangun infrastruktur dan sarana 
prasarana transportasi pada kawasan 
pusat pertumbuhan 

Penurunan Luasan Kawasan 
Genangan 

Mendorong percepatan 
penurunan kawasan genangan 

Penangan yang 
komprehensif untuk 
mengatasi persoalan banjir 

Pembangunan mempertimbangkan 
daya dukung dan daya tampung 
kawasan  

Peningkatan Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Meningkatkan pengelolaan 
lingkungan 

Peningkatan upaya 
perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan 
hidup 

Peningkatan manajemen dan peran 
serta masyarakat dalam pengelolaan 
lingkungan 

Pemerintah berperan sebagai 
fasilitator yang menggerakkan 
partisipasi masyarakat serta 
stakeholders dalam mengelola 
lingkungan 

            

4 Terjaganya 
Pertumbuhan Ekonomi  

Peningkatan Realisasi Investasi Meningkatkan investasi yang 
mendorong perekonomian 
rakyat dan kesempatan kerja 

Peningkatan fasilitasi dan 
mendorong iklim investasi 
yang kondusif 

Peningkatan pelayanan perizinan dan 
promosi investasi 

Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

Meningkatkan sumber dalam 
perencanaan dan peningkatan 
pendapatan pajak dan retribusi 
daerah 

Mengoptimalkan integrasi 
sistem sesuai dengan 
perkembangan teknologi 

Peningkatan kesadaran wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajiban 

Peningkatan Ketahanan 
Pangan 

Meningkatkan ketersediaan 
pangan dan kemudahan akses 
terhadap pangan  

Pengembangan kawasan 
kampung pangan terpadu  

Mendorong pengembangan kawasan 
sentra produksi pangan 

Peningkatan Partisipasi 
Angkatan Kerja 

Meningkatkan  kompetensi dan 
produktivitas tenaga kerja 

Peningkatan kapasitas 
tenaga kerja, 
pengembangan kesempatan 
kerja dan perlindungan 
ketenagakerjaan 

Peningkatan pelatihan dan 
penempatan tenaga kerja 
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No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Arah kebijakan 

            

5 Terwujudnya Sumber 
Daya Manusia yang 
Berdaya Saing 

Peningkatan Derajat Kesehatan Peningkatan upaya promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif 
kesehatan masyarakat 

Meningkatkan upaya 
promotif, preventif, kuratif 
dan rehabilitatif kesehatan 
masyarakat 

Peningkatan promosi kesehatan, 
kesehatan lingkungan dan 
pemberdayaan masyarakat 

Peningkatan pencegahan dan 
pengendalian penyakit 

Peningkatan akses dan kualitas 
pelayanan kesehatan dasar dan 
rujukan 

Peningkatan kualitas dan kuantitas 
sumber daya kesehatan 

Peningkatan pelayanan, 
advokasi dan KIE keluarga 
berencana serta peningkatan 
pembangunan keluarga 

Peningkatan kualitas 
pelayanan,Advokasi dan KIE 
keluarga berencana serta 
peningkatan pembangunan 
keluarga 

Peningkatan Pelayanan dan 
Mengembangkan Metode Advokasi 
Dan KIE Keluarga Berencana 

Peningkatan pembangunan keluarga 

Peningkatan Kualitas dan 
Aksesibilitas Pendidikan 
  

Meningkatkan sistem 
pendidikan 

Mewujudkan wajib belajar 12 
tahun dan 
mengimplementasikan 
pendidikan karakter 

Memenuhi kebutuhan sarana 
prasarana secara bertahap 

Mengintegrasikan pendidikan 
karakter dalam kurikulum muatan 
lokal dan meningkatkan peran 
masyarakat dalam pendidikan 
karakter 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas 
tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan 

Meningkatkan kualitas 
pengelolaan perpustakaan 

Meningkatkan pembinaan 
pengelolaan perpustakaan 

Meningkatkan sarana dan kapasitas 
sumber daya manusia perpustakaan 

Penurunan prevalensi stunting Mendorong pelaksanaan 
program-program konvergensi 
stunting 

Sanitasi berbasis 
Lingkungan melalui 
peningkatan kualitas sanitasi 
lingkungan  

Peningkatan Gizi Masyarakat melalui 
program Pemberian makanan 
tambahan (PMT) untuk meningkatkan 
status gizi anak 
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No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Arah kebijakan 

            

Mewujudkan Kota Ramah Anak Pemenuhan sarana-prasarana 
yang ramah anak 

Menjamin hak setiap anak 
sebagai warga kota 

Peningkatan kapasitas kelembagaan 
dan kapasitas penyedia layanan 
ramah anak 

Peningkatan Prestasi dan 
Kreativitas Kepemudaan 

Meningkatkan pembinaan 
olahraga prestasi dan 
pembinaan pemuda 

Meningkatkan prestasi 
olahraga dan generasi muda 

Meningkatkan pembinaan olahraga 
dan generasi muda serta sarana 
prasarana olahraga 

Pengendalian angka Kelahiran 
Penduduk 

Penyuluhan untuk 
mendapatkan perhatian dari 
kalangan masyarakat terhadap 
program KB 

Menumbuhkan serta 
meningkatkan kepedulian 
masyarakat dalam rangka 
penyuluhan dan 
penggerakan keluarga 
Berencana 

Menekan Pertumbuhan Penduduk 
Dengan Program Keluarga 
Berencana 

Penurunan angka kedalaman 
kemiskinan 

Peningkatan partisipasi para 
pemangku kepentingan dalam 
penurunan angka kedalaman 
kemiskinan 

Mendorong semua 
stakeholder dalam rangka 
penurunan angka 
kedalaman kemiskinan  

Mendorong semua stakeholder dalam 
rangka penurunan angka kedalaman 
kemiskinan  

Penurunan angka PMKS Meningkatkan perlindungan 
sosial 

Peningkatan upaya 
perlindungan penyandang 
masalah kesejahteraan 
sosial (PMKS) 

Peningkatan fasilitasi dan bantuan 
perlindungan sosial 

Sumber: RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 
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1.3.   DATA UMUM DAERAH 

1.3.1.  Data Geografis Wilayah 

Kota Jambi merupakan Ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan 

sebutan “Tanah Pilih Pusako Batuah”. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah 

Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024 - 2044, Luas Kota Jambi 17.552,71 Ha. 

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 88 tahun 2017 

tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Luas 

indikatif Kota Jambi adalah 169.887 Ha yang terdiri dari:  

a. Kecamatan Alam Barajo    36.062  Ha 21,23% 

b. Kecamatan Danau Sipin      7.277  Ha 4,28% 

c. Kecamatan Danau Teluk    13.444  Ha  7,91% 

d. Kecamatan Jambi Selatan       7.602  Ha 4,47% 

e. Kecamatan Jambi Timur      13.679  Ha 8,05% 

f. Kecamatan Jelutung      7.616  Ha 4,48% 

g. Kecamatan Kotabaru    27.260  Ha 16,05% 

h. Kecamatan Paal Merah    24.255  Ha 14,28% 

i. Kecamatan Pasar Jambi      1.670  Ha 0,98% 

j. Kecamatan Pelayangan       10.692  Ha 6,29% 

k. Kecamatan Telanaipura    20.328  Ha 11,97% 
   169.887  Ha 100% 

Sumber: DPUPR Kota Jambi, 2024 

Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 103˚3127,19 BT sampai 

103˚4051,80 BT dan 01˚3248 LS sampai 01˚4146,07 LS. Berdasarkan data DEM 

Nasional, wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 5 – 60 meter dari 

permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar 

Jambi, Danau Sipin, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter 

dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi 

Timur, Paal Merah, Alam Barajo dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 

10 – 40 meter dari permukaan laut. Secara umum, kondisi topografi Kota Jambi disajikan 

sebagai berikut: 

Topografi Kemiringan (%) Persentase 

Datar 0-8 61.529% 

Landai 8-15 28.570% 

Agak Curam 15-25 8.599% 

Curam 25-45 1.302% 
Sumber: DPUPR Kota Jambi, 2024 
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Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada 

bulan Agustus dipengaruhi oleh anomali suhu muka laut positif (lebih hangat daripada 

normalnya) di Samudera Hindia bagian Timur dan musim kemarau pada bulan Juni 

dipengaruhi oleh Musim Barat Monsun Timuran. Selama tahun 2024, keadaan suhu di 

Kota Jambi antara 21,50˚C - 37,00˚C, dengan suhu rata-rata minimum 27,01˚C dan 

maksimum 28,23˚C. Adapun kelembaban antara 51,00% - 100%, dengan kelembaban 

rata-rata minimum 77,83% dan maksimum 86,72%. Kecepatan angin antara 0m/detik – 

9,26m/detik, dengan kecepatan rata-rata minimum 2,19m/detik dan maksimum 

2,19m/detik. Tekanan udara antara 1001,00mb – 1013,40mb, dengan tekanan udara 

rata-rata minimum 1005,50mb dan maksimum 1008,64mb. Selama tahun 2024, curah 

hujan maksimal di Kota Jambi 351,30 mm, dengan jumlah hari hujan maksimal 31 hari 

pada bulan Agustus, Oktober dan Desember dan penyinaran matahari minimum 2,9 jam 

pada Nopember dan maksimal 5,8 jam pada bulan Agustus. 

1.3.2.  Jumlah Penduduk 

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, pada Tahun 2024 jumlah penduduk 

Kota Jambi berdasarkan data dari BPS Kota Jambi sebanyak 635.101 jiwa yang terdiri 

dari laki-laki 319.396 jiwa dan perempuan 315.705 jiwa dengan kepadatan penduduk 

3.738 orang/km2. Berdasarkan data BPS Kota Jambi, jumlah penduduk Kota Jambi 

berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin 

perempuan dengan sex ratio : 101,20. Adapun jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 

2024 sebesar 3.724.300 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk terbesar adalah 

Kota Jambi sebesar 17,05%. Untuk melihat persentase penduduk masing-masing 

Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi seperti pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1.4 

Jumlah dan Persentase Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024 

No Kabupaten Penduduk (Ribu) Persentase Penduduk 

1 Kerinci 259.600 7,06 

2 Merangin 366.520 9,97 

3 Sarolangun 300.020 8,16 

4 Batang Hari 312.420 8,50 

5 Muaro Jambi 416.340 11,33 

6 Tanjung Jabung Timur 238.410 6,49 

7 Tanjung Jabung Barat 328.760 8,95 

8 Tebo 349.630 9,51 

9 Bungo 375.240 10,21 

10 Kota Jambi 635.101 17,08 

11 Kota Sungai Penuh 100.110 2,72 
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025 
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Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025 

Gambar 1.1 

Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi  

Tahun 2024 (Ribu Jiwa) 

 

Untuk melihat penduduk Kota Jambi menurut kelompok umur dan jenis kelamin 

Tahun 2024 seperti pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1.5 
Penduduk Kota Jambi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 

 

Umur Laki - Laki Perempuan 

0-4  25,83  24,95 

5-9  24,96  23,86 

10-14  25,45  24,20 

15-19  26,44  24,98 

20-24  26,26  25,28 

25-29  25,97  25,38 

30-34  25,46  25,34 

35-39  24,86  24,88 

40-44  23,69  23,83 

45-49  22,07  22,32 

50-54  19,18  19,37 

55-59  15,90  16,03 

60-64  12,29  12,45 

65-69  8,68  8,90 

70-74  5,15  5,51 

75+  3,68  4,64 
Sumber: BPS Kota Jambi 2025 

 

Kerinci, 256.7, 7% Merangin, 373.4, 
10%

Sarolangun, 
306.5, 8%

Batang Hari, 
316.6, 9%

Muaro Jambi, 
424.6, 11%

Tanjung Jabung 
Timur, 239, 6%

Tanjung Jabung 
Barat, 335.1, 9%

Tebo, 355.3, 10%

Bungo, 381.3, 10%

Kota Jambi, 635.1, 
17%

Kota Sungai 
Penuh, 100.8, 3%

Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Tahun 
2024

Kerinci

Merangin

Sarolangun

Batang Hari

Muaro Jambi

Tanjung Jabung Timur

Tanjung Jabung Barat

Tebo

Bungo



 

 
I - 19 

 

Gambar 1.2 

Piramida Penduduk Kota Jambi Tahun 2025 

 

Untuk melihat penduduk Kota Jambi menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 

2022-2023 seperti pada tabel di bawah ini. 

 

 
Tabel 1.6 

Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2022-2023 

 

Kecamatan 
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Jambi (Jiwa) 

2021 2022 2023 

Alam Barajo 110.377 113.146 115.880 

Danau Sipin 43.561 43.734 43.907 

Danau Teluk 12.907 13.009 13.112 

Jambi Selatan 57.194 57.515 57.837 

Jambi Timur 66.469 66.925 67.384 

Jelutung 59.602 59.744 59.886 

(25,981)

(25,099)

(25,163)

(26,375)

(26,258)

(26,027)

(25,471)

(25,029)

(23,848)

(22,471)

(19,700)

(16,423)

(12,851)

(9,072)

(5,656)

(3,972)
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Kecamatan 
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Jambi (Jiwa) 

2021 2022 2023 

Kota Baru 81.525 83.381 85.204 

Paal Merah 106.895 108.182 109.388 

Pasar Jambi 11.182 11.147 11.112 

Pelayangan 12.994 13.050 13.106 

Telanaipura 49.456 49.720 49.984 

Jumlah 612.162 619.553 626.800 

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023 

 

 

Gambar 1.3 

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 

 

1.3.3.   Pertumbuhan Penduduk 

Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam 

jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. 

Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, 

geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah 

metode geometrik. Metode geometri menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk 

akan bertambah secara geometri dengan menggunakan dasar perhitungan majemuk. 

Laju pertumbuhan penduduk (rate of growth) dianggap sama untuk setiap tahun. Pada 

Tahun 2023 jumlah penduduk Kota Jambi tercatat sebanyak 627.774 jiwa, sementara 

pada tahun 2024 naik menjadi 635.101 jiwa (BPS Kota Jambi), dengan laju pertumbuhan 

penduduk sebesar 1,25 persen.  
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1.3.4.  Jumlah PNS 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Jambi berdasarkan data 

yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi per Desember 2024 adalah sebanyak 4.656 orang. 

Jumlah PNS sejak tahun 2020 cenderung menurun dikarenakan banyak PNS yang 

pensiun dan rekruitmen PNS baru tidak lebih banyak dari PNS yang pensiun. Berikut 

ditampilkan gambar jumlah PNS Kota Jambi Tahun 2020-2024. 

  

 

Gambar 1.4 

Jumlah PNS Kota Jambi Tahun 2020-2024. 

 

Untuk melihat komposisi PNS laki-laki dan perempuan pada Tahun 2024 dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar 1.5  
Komposisi PNS Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2024 
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Untuk melihat jumlah PNS Kota Jambi Tahun 2024 berdasarkan golongan 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 

Gambar 1.6 
Jumlah PNS Kota Jambi Tahun 2024 berdasarkan Golongan.  

 

Untuk melihat jumlah PNS Kota Jambi Tahun 2024 berdasarkan eselon dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 

Gambar 1.7 
Jumlah PNS Kota Jambi Tahun 2024 berdasarkan Eselon  
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Untuk melihat jumlah PNS Kota Jambi Tahun 2024 berdasarkan tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 

Gambar 1.8 
Jumlah PNS Kota Jambi Tahun 2024 berdasarkan Pendidikan  

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa PNS Kota Jambi didominasi dari 

Pendidikan S1 yang mencapai 2.952 orang, dan diikuti DIII sebanyak 574 orang, 

Pendidikan SLTA 537 orang, S2 mencapai 429 orang, selain dari itu juga yang 

berpendidikan S3 masih sedikit hanya 8 orang. 

 

1.3.5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, 

sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

2. Pendapatan Transfer; 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD 

Tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.886.534.704.938 dengan capaian realisasi sebesar 

Rp. 1.764.822.973.843,29 atau realisasi sebesar 93,55%. 

 
a.  Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sampai dengan tahun 2023 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk 
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pelaksanaan/ pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi 

dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1.7 

Peraturan Daerah Kota Jambi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
 

NO JENIS PAJAK / RETRIBUSI 
DASAR PEMUNGUTAN 

(Perda Kota Jambi) 
1. Retribusi Tertentu Perda No.13 Tahun 2017 
2. BPHTB Perda No. 5 Tahun 2019 
3. Pajak Daerah Perda No. 6 Tahun 2019 
4. PBB Perda No. 4 Tahun 2019 
5. Retribusi Jasa Usaha Perda No. 7 Tahun 2020 
6. Retribusi Jasa Umum Perda No. 6 Tahun 2020 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi berupa optimalisasi penerimaan, dengan memperkuat pelayanan dan 

proses pemungutan, meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi, efisiensi 

administrasi dan menekan biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya 

upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan 

Pendapatan Daerah melalui optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya sebagai berikut: 

- Meningkatkan Pelayanan Perpajakan; 

- Meningkatkan Sosialisasi Pajak Daerah; 

- Terus Melakukan proses pendataan objek pajak daerah; 

- Pemutakhiran Data Wajib Pajak; 

- Mengoptimalkan Penagihan Piutang Pajak Daerah; 

- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah; 

- Melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Pajak Daerah dan administrasi 

tunggakan Pajak Daerah; 

- Mengevaluasi Produk Hukum Daerah tentang Pajak Daerah sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

- Melaksanakan Pendampingan oleh KPK dalam rangka upaya penagihan Pajak 

Daerah; 

- Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah; dan 

- Peningkatan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah.  
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Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari: 

▪ Hasil Pajak Daerah; 

▪ Hasil Retribusi Daerah; 

▪ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;  

▪ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun  2024 mencapai 89,51% 

Atau setara Rp. 454.896.071.532,28 dari target sebesar Rp. 508.179.874.938,00 dan 

memberikan kontribusi sebesar 25,78% terhadap total realisasi Pendapatan Daerah 

Kota Jambi pada Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD 

Tahun 2023, yakni sebesar Rp.448.460.640.789,94 maka PAD Tahun 2024 meningkat 

1,41% atau naik sebesar Rp.6.435.430.742,34. Tabel berikut menunjukkan target dan 

realisasi PAD Tahun 2024. 

 
Tabel 1.8 

Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2024 (sebelum audit BPK RI) 
 

No Uraian Realisasi 2023 Target 2024 Realisasi 2024 Realisasi 

1. Pajak Daerah 325.296.715.240 345.000.000.000 330.055.751.749 95,67% 

2. 
Retribusi 

Daerah 
39.366.332.496 60.192.320.000 32.366.620.736 53,77% 

3. 

Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah yang 

dipisahkan 

10.637.060.712 18.169.808.938 18.905.457.211 104,05% 

4. 
Lain-lain PAD 

yang sah 
73.160.532.340 104.111.650.969 73.164.598.883 70,28% 

 TOTAL 448.460.640.789 508.179.874.938 454.896.071.532 89,51% 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 target Hasil Pajak 

Daerah sebesar Rp. 345.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 330.055.751.749 atau 

setara dengan 95,67%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp. 60.192.320.000 dapat 

direalisasikan sebesar Rp. 32.366.620.736 atau 53,77%. Target PAD dari Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 18.169.808.938 dan 

direalisasikan sebesar Rp. 18.905.457.211 atau melampaui target sebesar 104,05%. 

Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 

Sah sebesar Rp. 104.111.650.969, dapat terealisasikan sebesar Rp. 73.164.598.883 
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atau 70,28%. Gambar berikut menunjukan target dan realisasi komponen Pendapatan 

Asli Daerah Kota Jambi T.A 2024. 

 

 
Gambar 1.9 

Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah 
Kota Jambi T.A 2024 

 
Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen PAD 

terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1.10 
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total 

PAD Kota Jambi T.A 2024 

 

b.  Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer 

Sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer terdiri dari: 

▪ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  

▪ Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

 
Pada Tahun 2024 target penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp. 

1.214.663.935.320 dan realisasinya mencapai Rp. 1.214.255.809.141 atau 99,97%. 
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Tabel berikut menunjukkan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer 

tahun 2024. 

 
Tabel 1.9 

Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 (sebelum audit BPK RI) 
 

No. Uraian Realisasi  
2023 

Target  
2024 

Realisasi 
2024 

Realisasi 
(%) 

1. Pendapatan 

Transfer 

Pemerintah Pusat 

1.050.095.174.631 1.212.706.196.000 1.196.167.394.330 98,64 

2. Pendapatan 

Transfer Antar 

Daerah 

164.160.634.510 164.160.634.000 112.301.001.588 68,41 

 TOTAL 1.214.255.809.141 1.376.866.830.000 1.308.468.395.918 95,03 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 target pendapatan 

transfer pemerintah pusat adalah sebesar Rp. 1,050,748,119,870 realisasinya mencapai 

Rp. 1.050.095.174.631 atau 99,94%. Target pendapatan transfer antar daerah sebesar 

Rp.163.915.815.450 terealisasi sebesar Rp.164.160.634.510 atau 100,15%. 

Gambar berikut menunjukan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota 

Jambi T.A 2024. 

 

Gambar 1.11 
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2024 

 

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen 

Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1.12 
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer  

Terhadap Total Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2024 

 

 
c.  Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:  

▪ Pendapatan Hibah 

▪ Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang 

Undangan. 

 
 

Tabel 1.10 
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024  

(sebelum audit BPK-RI) 
 

No Uraian 
Realisasi 

2023 
Target 2024 

Realisasi 

2024 
% 

Realisasi 

1. 
Pendapatan 

Hibah 
27.133.755 1.488.000.000 1.458.506.393 98,02 

 TOTAL 27.133.755 1.488.000.000 1.458.506.393 - 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 capaian target Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah dalam bentuk Pendapatan Hibah sebesar Rp. 

1.488.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.458.506.393,00 atau setara 

98,02%. Terdapat persentase kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan capaian   

penerimaan Pendapatan Hibah tahun 2023 yaitu 5.375%. Berdasarkan penjelasan 

mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, 

maka realisasi total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2024 adalah Rp. 

91%

9%

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Antar Daerah



 

 
I - 29 

1.764.822.973.843,29 atau terealisasi 93,55% dari target sebesar Rp. 

1.866.534.704.938,00. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota 

Jambi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.11 
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2024  

(sebelum audit BPK-RI) 
 

No Jenis Target (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 

1 PAD 508.179.874.938,00 454.896.071.532,28 89,51 

2 Pendapatan Transfer 1.376.866.830.000,00 1.308.468.395.918,00 95,03 

3 
Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 

1.488.000.000,00 1.458.506.393,01 98,02 

 Total 1.866.534.704.938,00 1.764.822.973.843,29 93,55 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI) 

Gambar berikut menunjukan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota 

Jambi T.A 2024. 

 

Gambar 1.13 
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2024 

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen 

Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1.14 
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah 

Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2024 

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa 

PAD menyumbang 25,77% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 

Anggaran 2024. Adapun Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar, yaitu 

74,14%, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak menyumbang 

sebesar 0.08%. 

 

1.3.6. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja 

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan 

kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam 

peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian 

daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya 

Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan 

akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat. 

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak 

langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik didaerah. 

Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen 

yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam 
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rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan 

daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta 

jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal 

daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip 

penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan 

memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas 

pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi 

pada tahun depan. 

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan 

APBD tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.928.586.899.927 dengan capaian realisasi 

sebesar Rp. 1.800.577.701.737,71 atau setara dengan 93,36%, yang terdiri dari: 

▪ Belanja Operasi 

▪ Belanja Modal; dan  

▪ Belanja Tidak Terduga. 

▪ Belanja Transfer 

Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi 

Tahun Anggaran 2024. 

 

 

Tabel 1.12 
Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 (sebelum audit BPK RI) 

 

No Uraian Realisasi 2023 Target 2024 Realisasi 2024 
% 

Realisasi 

1. 
Belanja 

Operasi 
1.250.254.714.177 1.504.428.798.256 1.393.256.507.975 92,61 

2. 
Belanja 

Modal 
465.396.183.188 418.935.911.164 406.731.036.103 97,09 

3 
Belanja 

Tidak 

Terduga 
4.604.599.306 5.222.190.507 590.157.659 11,30 

Total Belanja 

Daerah 
1.720.255.456.671 1.928.586.899.927 1.800.577.701.737 93,36 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 target Belanja Operasi 

adalah sebesar Rp. 1.504.428.798.256 terealisasi sebesar Rp. 1.393.256.507.975 atau 

92,61%. Target Belanja Modal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 418.935.911.164 

terealisasi sebesar Rp. 406.731.036.103 atau 97,09%. Target Belanja Tidak Terduga 
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pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.222.190.507 dan terealisasi sebesar Rp. 

590.157.659 atau hanya 11,30%.  

Untuk melihat komposisi besaran belanja daerah Kota Jambi TA 2024, seperti 

pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1.15 
Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2024 

Dari gambar di atas terlihat bahwa komposisi persentase besaran Belanja 

Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 sebesar 78,01%. Sedangkan 

Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 sebesar 21,72% dan 

belanja tidak terduga sebesar 0,27%. Gambar berikut menunjukan Target dan Realisasi 

Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2024. 

 

 

Gambar 1.16 
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2024 
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Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja 

Daerah Kota Jambi T.A 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1.17 
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja 

Daerah Kota Jambi T.A 2024 

 
a. Belanja Operasi 

Belanja Operasi pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.504.428.798.256 

dengan realisasi sebesar Rp. 1.393.256.507.975 atau setara 92,61%. dengan rincian 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.13 

Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi 

Tahun Anggaran 2024 (Sebelum audit BPK RI) 

 

No Uraian Belanja 
Belanja Operasi  

Anggaran Realisasi % 
1. Belanja Pegawai 803.726.428.338 756.016.029.498 94,06 

2. Belanja Barang dan Jasa 600.993.424.389 538.769.637.185 89,65 

3. Belanja Bunga 0 0 0 

4. Belanja Subsidi 0 0 0 

5. Belanja Hibah 92.529.313.529 91.639.755.290 99,04 

6. Belanja Bantuan Sosial 7.179.632.000 6.831.086.000 91,95 

Total Belanja Operasi 1.504.428.798.256 1.393.256.507.975 92,61 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 anggaran Belanja 

Pegawai sebesar Rp. 803.726.428.338 terealisasi sebesar Rp. 756.016.029.498 atau 

94,06%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 600.993.424.389 terealisasi 

sebesar Rp. 538.769.637.185 atau 89,65%. Anggaran Belanja Bunga dan Anggaran 
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Belanja Subsidi sebesar pada tahun 2024 tidak tersedia. Anggaran Belanja Hibah 

sebesar Rp. 92.529.313.529 terealisasi sebesar Rp. 91.639.755.290 atau 99,04%. 

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.179.632.000 terealisasi sebesar Rp. 

6.831.086.000 atau 91,95%. Realisasi Belanja Operasi yang masih menyisakan 

anggaran pada tahun 2024 dikarenakan adanya efisiensi program dan kegiatan. 

Gambar berikut menunjukan Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2024. 

 

Gambar 1.18 
Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2024 

 
 

b. Belanja Modal 

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal 

pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 418.935.911.164 dan dapat direalisasikan 

sebesar Rp. 406.731.036.103 atau 97,09%. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 

2024 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.14 
Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024  

(sebelum audit BPK RI) 

No Uraian Belanja 
Belanja Langsung  

Anggaran Realisasi % 

1. Belanja Modal Tanah 3.212.856.818 1.790.275.000 55,72 

2. Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 
115.747.578.461 110.768.234.004 95,70 

3. Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan 
147.122.576.033 143.608.534.591 97,61 

4. Belanja Modal Jalan, 

Jaringan dan Irigasi 
137.877.857.352 135.593.640.117 98,96 

5. Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya 
14.865.092.500 14.865.092.500 100 

6. Belanja Modal Aset 

Lainnya 

109.950.000 104.800.000  

 Total Belanja Modal 418.935.911.164 406.731.036.103 97,09 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI) 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 anggaran Belanja 

Modal Tanah sebesar Rp. 3.212.856.818 terealisasi sebesar Rp. 1.790.275.000 atau 

55,72%. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 115.747.578.461 

terealisasi sebesar Rp. 110.768.234.004 atau 95,70%. Anggaran Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan sebesar Rp. 147.122.576.033 terealisasi sebesar Rp. 143.608.534.591 

atau 97,61%. Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 

137.877.857.352 terealisasi sebesar Rp. 135.593.640.117 atau 98,96%. Anggaran 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 14.865.092.500 terealisasi sebesar Rp. 

104.800.000 atau 100%. Terakhir, Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 

109.950.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 104.800.000 atau setara 95,31%. 

Gambar berikut menunjukan Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi 

T.A 2024. 

 

Gambar 1.19 
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2024 

 
Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja 

Modal Kota Jambi T.A 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1.20 
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal 

Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2024 
 
 

 

c. Belanja Tidak Terduga 

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD 

untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas 

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 

Belanja tidak terduga pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 5.222.190.507 

dan dapat direalisasikan sebesar Rp 590.157.659 atau 11,30%. Adapun perincian 

Belanja Tidak Terduga pada T.A. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1.15 
Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi 

Tahun Anggaran 2024 (sebelum audit BPK RI) 

No Uraian Belanja 
Belanja Langsung  

Anggaran Realisasi % 

1. Belanja Tidak Terduga 5.222.190.507 590.157.659 11,30 

Total Belanja Tidak Terduga 5.222.190.507 590.157.659 11,30 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI)  

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 anggaran Belanja Tidak 

Terduga sebesar Rp. 5.222.190.507 hanya terealisasi sebesar Rp. 590.157.659 atau 

11,30%. Gambar berikut menunjukan Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota 

Jambi T.A 2024. 
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Gambar 1.21 

Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi T.A 2024 
 

 

1.3.7. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan 

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah 

pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara 

penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah disebut 

dengan Pembiayaan Netto. Pada tahun 2024, struktur pembiayaan daerah untuk 

sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 

Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 52.052.194.989,00 Sedangkan untuk pengeluaran 

pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 1.16 
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 (sebelum audit BPK RI) 

PEMBIAYAAN DAERAH ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 

Penerimaan Pembiayaan 52.052.194.989 52.052.194.989 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Daerah Tahun Sebelumnya 
52.052.194.989 52.052.194.989 

Penerimaan Pinjaman Daerah - - 
Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000 10.000.000.000 

PEMBIAYAAN NETTO 42.052.194.989 42.052.194.989 
SURPLUS/(DEFISIT) (42.052.194.989) (47.052.194.988,66) 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 

ANGGARAN (SILPA) 
- 11.297.467.094,24 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI) 
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1.3.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 terus meningkat pesat dibandingkan tahun 

sebelumnya. Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian Kota Jambi telah bangkit 

kembali karena menggeliatnya aktivitas perekonomian dan perkembangan investasi 

yang ditopang meningkatnya permintaan domestik dan terjaganya permintaan eksternal.  

Konsumsi rumah tangga yang telah kembali pulih karena membaiknya 

pendapatan seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dari sektor riil. Kinerja 

konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan didukung oleh kebijakan Pemerintah 

yang mengeluarkan sejumlah aturan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang 

tersedia dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, yaitu aturan mengenai 

penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Transfer Umum (DTU). 

Penggunaan BTT diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli 

masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, serta kestabilan harga pangan. 

Sementara itu, DTU diharapkan dapat direalisasikan untuk pemberian bansos dan 

penciptaan lapangan kerja.  

Sebagai ibukota Provinsi Jambi yang memiliki sektor utama di bidang 

perdagangan dan jasa, keadaan ini juga berdampak signifikan pada kondisi 

perekonomian Kota Jambi. Ekonomi Kota Jambi tahun 2024 mengalami pertumbuhan 

sebesar 7,56 persen berdasarkan data dari BPS Kota Jambi. Selama rentang waktu 

2020-2024 Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi terus mengalami peningkatan. 

Pertumbuhan Ekonomi tertinggi pada triwulan III tahun 2024 tercatat sebesar 7,56% 

mengalami peningkatan pesat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi 

Kota Jambi tahun 2024 berada di atas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, yaitu 

4,51% dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang tercatat sebesar 5,03%; 

Berikut disajikan gambar Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Jambi 

dan Kota Jambi selama tiga tahun terakhir. 
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Gambar 1.22 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia 
Tahun 2022-2024 

 

 

1.3.9. Kondisi Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya 

yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri 

meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut 

menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai 

penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.  

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang menghitung rata-rata 

perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga 

dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur 

tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan 

(inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.  

Kondisi inflasi Kota Jambi selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan 

dimana inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,39% yang disebabkan oleh faktor 

peningkatan harga bahan makanan dan laju inflasi terendah pada tahun 2024 sebesar 

1,16%. Pada Tahun 2024, inflasi Kota Jambi mengalami penurunan dibandingkan tahun 

sebelumnya. Inflasi di Kota Jambi pada Tahun 2024 terjadi karena adanya kenaikan 

yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada delapan kelompok pengeluaran yaitu: 

kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,50 persen; kelompok makanan, 

minuman dan tembakau sebesar 2,52 persen; kelompok penyedia makanan dan 

minuman/restoran sebesar 1,78 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,48 persen; 

5.38
6.61

7.56

5.12
4.66 4.51

5.31
5.05 5.03

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2022 2023 2024

Kota Jambi Provinsi Jambi Indonesia



 

 
I - 40 

kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,03 persen; kelompok perumahan, 

air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,94 persen; kelompok pakaian dan 

alas kaki sebesar 0,90 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan dan 

pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06 persen. Sedangkan untuk tiga kelompok 

pengeluaran lainnya mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi 

sebesar 0,87 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,05 

persen; dan kelompok kesehatan sebesar 2,37 persen 

Langkah strategis jangka pendek telah diambil sebagai upaya untuk merespon 

meningkatnya angka inflasi di Kota Jambi. Selain membentuk satuan tugas khusus, Tim 

Percepatan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi yang memiliki konsentrasi 

tugas yang lebih fokus untuk mengatasi beberapa aspek di bidang Yustisi/Penindakan 

Hukum, bidang pemantauan supply dan demand, serta bidang khusus Mitigasi Dampak, 

Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk 

stabilisasi harga dan terjaminnya ketersediaan pasokan di masyarakat. Upaya yang 

telah dilaksanakan antara lain Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar Murah bersama 

Bulog, Subsidi atas komoditas Volatile Foods, terutama cabai dan bawang merah di 

Pasar Induk dan pasar tradisional maupun modern lainnya di Kota Jambi, sebagai 

komoditas pangan penyumbang terbesar inflasi di Kota Jambi, Sidak Pasar dan Gudang, 

gerakan menanam dan kerjasama dengan daerah penghasil.  

Langkah konkrit pengendalian inflasi di Kota Jambi tersebut telah mampu 

menurunkan dan mengendalikan inflasi sehingga diharapkan dapat membantu menjaga 

perekonomian daerah dan daya beli masyarakat. Adapun nilai inflasi dan rata-rata nilai 

inflasi di Kota Jambi selama tahun 2022-2024 seperti terlihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1.17 

Nilai Inflasi Kota Jambi dan Indonesia Tahun 2022 s.d 2024 

TAHUN 
INFLASI (%) 

KOTA JAMBI INDONESIA 

2022 6,39 5,51 

2023 3,27 5,28 

2024 1,16 1,57 

        Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2024 

Secara umum dari Tahun 2022-2024 kondisi inflasi di Kota Jambi terus 

mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi sebesar 1,16. Trend inflasi Kota 

Jambi selama 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 1.23 
Trend Inflasi Kota Jambi dan Indonesia Tahun 2022-2024 

 
 

1.3.10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat 

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, 

pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator statistik yang penting untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), 

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara. IPM 

diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 

dan metode penghitungan terakhir direvisi pada tahun 2014. 

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu Kesehatan, pengetahuan dan 

standar hidup layak. Kesehatan diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH) yaitu jumlah 

tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan 

asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang 

usia bayi. Pengetahuan diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama 

Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk 

usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan 

Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang 

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar 

hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang 

ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan Paritas Daya Beli.  

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan 

pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, 

terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. 
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Untuk melihat komponen pembentuk IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1.18 
Komponen Pembentuk IPM Kota Jambi Provinsi Jambi dan Indonesia  

Tahun 2022-2024 
 

URAIAN 

UHH (Tahun) HLS (Tahun) RLS (Tahun) 
Pengeluaran per Kapita yang 

Disesuaikan Rp 0 

IPM 

 
 

Capaian 

Pertumbuhan  

(%)  

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2021-2024  

Kota 

Jambi 
74.61 NA 75.12 15.38 15.54 15.55 11.21 11.32 11.51 12,597 12,783 13,388 79.58 80.15 81.77 1,09  

Provinsi 

Jambi 
73.61 73.84 74.06 13.05 13.13 13.14 8.68 8.81 8.90 10,871 11,160 11,621 71.63 72.14 73.73 2.93  

Indonesia 73.7 73.93 73.15 13.10 13.15 13.21 8.69 8.77 8.85 11,479 11,899 12,341 72.29 72.91 74.39 2.90  

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2024 

Keterangan:  

UHH: Umur Harapan Hidup saat lahir 

HLS: Harapan Lama Sekolah 
RLS: Rata-rata Lama Sekolah  

 

Adapun perbandingan IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 

2022- 2024 seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1.24 
Perbandingan IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia 

 Tahun 2022-2024 
 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir, IPM Kota 
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Indonesia. Dimana pada tahun 2024 IPM Kota Jambi sebesar 81,77 diatas IPM Provinsi 

sebesar 74,36 dan IPM Indonesia sebesar 75,02. 

 
1.3.11. Angka Kemiskinan 
 

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok 

orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep kemiskinan menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial sebagai ketidakmampuan individu dalam 

memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non 

makanan). Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan 

merupakan nilai rupiah rata-rata pengeluaran perkapita yang diperlukan seseorang 

untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. Tingkat kemiskinan dan 

Penduduk Miskin Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia selama 3 (tiga) tahun 

terakhir dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Sumber: BPS Kota Jambi, BPS Provinsi Jambi dan BPS RI, 2025 

 

Gambar 1.25 
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia 

 Tahun 2022-2024 

 

Berdasarkan gambar di atas bahwa tingkat kemiskinan di Kota Jambi 

mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Dimana pada tahun 2022 sebesar 

8,33% menurun menjadi sebesar 7,73% pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan Kota 
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Jambi tahun 2024 ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi bahkan 

nasional dimana tingkat kemiskinan provinsi sebesar 8,23% dan Nasional sebesar 

8,57%. Ini berkat upaya pemerintah Kota Jambi menurunkan angka kemiskinan dengan 

menyusun langkah-langkah dan strategis yang tepat dan cepat diantaranya dengan 

menekan angka inflasi, berkurangnya tingkat pengangguran dan bantuan sosial untuk 

mengurangi pengeluaran penduduk miskin. 

Tabel 1.19 
Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia 

Tahun 2022-2024 
 

URAIAN 
Persentase Kemiskinan (%) Garis Kemiskinan (Rupiah) 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Kota Jambi 8,33 8,24 7,73 605.556 667.447 757.014 

Provinsi Jambi 7,62 7,58 7,10 545.870 599.688 650.115 

Indonesia 9,71 8,23 8,57 535.547 550.458 595.242 

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2024 

Berdasarkan tabel di atas bahwa angka kemiskinan dan garis kemiskinan di 

Kota Jambi mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Tahun 2024 Persentase 

Angka Kemiskinan Kota Jambi mencapai 7,73%. Angka ini menurun 0,41 poin dari 

sebelumnya 8,24% pada tahun 2023. Capaian tersebut lebih rendah dari Angka 

Kemiskinan Provinsi Jambi tahun 2024 yang mencapai 7,10% dan Nasional yang 

mencapai 8,57%. Adapun perbandingan persentase Angka Kemiskinan Kota Jambi, 

Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2022-2024 seperti terlihat pada gambar di bawah 

ini. 

 

Gambar 1.26 
Perbandingan Persentase Kemiskinan Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia 

 Tahun 2022-2024 
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir, 

persentase kemiskinan Kota Jambi mengalami penurunan.Tahun 2024, Persentase 

kemiskinan Kota Jambi berada dibawah persentase kemiskinan Provinsi Jambi dan rata-

rata nasional, namun pada tahun 2022-2023 terjadi perubahan yang signifikan dimana 

kota jambi justru lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. 

Dengan kondisi tersebut, menunjukan bahwa kota jambi sangat perlu ekstra untuk 

menurunkan angka kemiskinan dengan menyusun Langkah-langkah dan strategis yang 

tepat dan cepat.  

 
1.3.12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
 

Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja 

dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka di samping mencakup 

penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang 

sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari 

pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok 

penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai 

pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. 

 
Tabel 1.20 

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jambi,  
Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2022-2024 

 

Tahun 
Tingkat Pengangguran Terbuka 

Kota Jambi Provinsi Jambi Indonesia 

2022 8,95 4,59 5,86 

2023 8,27 4,53 5,32 

2024 7,38 4,48 4,91 

     Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2024 

Berdasarkan tabel di atas bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Jambi 

mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Tahun 2024 Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Kota Jambi mencapai 7,38% atau menurun 0,89 poin 

dibandingkan tahun 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jambi masih berada di 

atas tingkat pengangguran Provinsi Jambi dan Indonesia. Adapun perbandingan tingkat 

pengangguran terbuka Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2022-2024 

seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1.27 

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jambi, Provinsi Jambi dan 
Indonesia Tahun 2022-2024 

 
Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi. Pemusatan kegiatan ekonomi 

di kota menciptakan terjadinya migrasi penduduk desa ke kota untuk mencari pekerjaan. 

Situasi ini dalam jangka panjang menyebabkan surplus tenaga kerja. Surplus tenaga 

kerja berarti tingkat pengangguran di kota cenderung tinggi dibandingkan di daerah 

pedesaan.  

 

1.3.13. PDRB Perkapita 

 
PDRB per kapita adalah perhitungan rata-rata pendapatan per orang di suatu 

daerah dalam satu tahun. PDRB perkapita merupakan indikator atau tolak ukur dalam 

mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi nilai PDRB 

perkapita suatu daerah, artinya masyarakat daerah tersebut semakin makmur. Adapun 

perbandingan PDRB perkapita Kota Jambi tahun 2022 - 2024 seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini. 
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Sumber: BPS Kota Jambi, 2025 

Gambar 1.28 
Pendapatan Per Kapita Kota Jambi Tahun 2022-2024 

   

Pada Tahun 2022 PDRB per kapita Kota Jambi berdasarkan Atas Dasar Harga 

Berlaku sebesar 58,41 dan mengalami peningkatan menjadi 68,30 pada tahun 2024. 

Sementara PDRB perkapita Kota Jambi berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan pada 

tahun 2022 sebesar 33,15 dan mengalami peningkatan menjadi 36,05 pada tahun 2024 

(BPS Kota Jambi, data diolah). Meningkatnya PDRB Kota Jambi dari tahun ke tahun 

menandakan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota Jambi. 

1.3.14. Gini Ratio 

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data 

pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Gini 

ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai gini 

ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai gini ratio yang semakin mendekati 1 

mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Artinya, penduduk 

dengan income tinggi akan menerima angka persentase yang jauh lebih tinggi pula dari 

total income seluruh penduduk. 

Tabel 1.21 
Gini Ratio Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2022 s.d 2024 

Tahun 
Gini Ratio 

Kota Jambi Provinsi Jambi Indonesia 

2022 0,362 0,320 0,381 

2023 0,37 0,343 0,388 

2024 0,38 0,37 0,38 
Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2024 
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Secara umum dari Tahun 2022-2024 kondisi gini ratio di Kota Jambi mengalami 

peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat 

memburuk. Namun bila Gini Ratio terus menurun berarti distribusi pengeluaran 

masyarakat mengalami perbaikan. Untuk melihat trend gini ratio Kota Jambi, Provinsi 

Jambi dan Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar di bawah  

ini.  

 

Sumber: BPS Kota Jambi, BPS Provinsi Jambi, BPS RI, 2025 

 

Gambar 1.29 
Gini Ratio Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2022 s.d 2024 

 

Secara umum dari tahun 2022-2024 kondisi gini ratio di Kota Jambi mengalami 

fluktuasi, di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,37. Hal ini mengindikasikan 

bahwa distribusi pengeluaran masyarakat mulai mengalami perbaikan. Namun bila gini 

ratio terus meningkat berarti distribusi pengeluaran masyarakat mengalami perburukan.  

Dari gambar di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 gini ratio Kota Jambi 

mengalami peningkatan dari semula 0,37 di tahun 2022 menjadi 0,38 pada tahun 2024. 

Secara teknis, angka 0,38 masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang yang 

memiliki limitasi 0,3-0,5. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai 

pemangku kepentingan terutama Pemerintah Kota Jambi agar di tahun mendatang 

tingkat ketimpangan bisa diturunkan yang menunjukkan semakin membaiknya distribusi 

pendapatan dan pengeluaran di tengah masyarakat. 
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BAB II 
PERUBAHAN PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara 

tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah 

Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi: 

a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan 

pinjaman; 

b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan 

membayar tagihan pihak ketiga; 

c. Penerimaan Daerah; 

d. Pengeluaran Daerah; 

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat 

berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau 
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f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. 

 

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang 

terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; 

b. Belanja Daerah; dan 

c. Pembiayaan Daerah. 

 

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas 

Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai 

penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja 

Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu 

diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan 

kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua 

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. 

Pendapatan Daerah terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

a. Belanja Operasi; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 

Pembiayaan Daerah terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan. 

Berikut disajikan tabel penjabaran APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 

dan perubahan penjabaran APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2024. 
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Tabel 2.1 
Penjabaran APBD Kota Jambi TA 2024 dan 

Perubahan Penjabaran APBD Kota Jambi TA 2024 
 

Kode Uraian 
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) 

Sebelum 

Perubahan 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) % 

4 PENDAPATAN DAERAH     

4.1 PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) 
545.539.002.000 508.179.874.938 37.359.127.062 7 % 

4.1.01 Pajak Daerah 390.000.000.000 345.000.000.000 45.000.000.000 12 % 

4.1.02 Retribusi Daerah 60.192.320.000 60.192.320.000 0 1 % 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 
10.528.936.000 18.169.808.938 7.640.872.938 73 % 

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 84.817.746.000 84.817.746.000 0 11 % 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.317.195.609.000 1.352.467.932.000 35.272.323.000 3 % 

4.2.01 Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 
1.153.584.975.000 1.188.307.298.000 34.722.323.000 3 % 

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar 

Daerah 
163.610.634.000 164.160.634.000 550.000.000 0,3 % 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 
1.488.000.000  1.488.000.000 0 0,0% 

4.3.01 Pendapatan hibah 1.488.000.000  1.488.000.000 0 0,0% 

 Jumlah Pendapatan 1.864.222.611.000 1.862.135.806.938 2.086.804.062 0,1 % 

5 BELANJA DAERAH     

5.1 BELANJA OPERASI 1.553.462.038.707 1.486.028.902.751 67.433.135.956 4,3 % 

5.1.01 Belanja Pegawai 811.371.108.707 791.124.005.3380 20.247.103.369 2,5 % 
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 623.545.416.116 595.265.951.884 28.279.464.232 4,5 % 
5.1.03 Belanja Bunga 0 0 0 0 % 
5.1.04 Belanja Subsidi 0 0 0 0 % 
5.1.05 Belanja Hibah 110.433.516.884 92.459.313.529 17.974.203.355 16,3 % 
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 8.111.997.000 7.179.632.000 932.365.000 11,5 % 
5.2 BELANJA MODAL 387.160.572.293 411.707.380.024 24.546.807.731 6,3 % 
5.2.01 Belanja Modal Tanah 6.117.581.818 4.289.487.818 1.828.094.000 29,9 % 
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 
105.816.502.719 110.972.757.621 5.156.254.902 4,9 % 

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 
125.763.950.930 145.265.267.733 19.501.316.803 15,5 % 

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, 

dan Irigasi 
135.599.981.891 136.204.824.352 604.842.461 0,4 % 

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya 
13.790.404.935 14.865.092.500 1.074.687.565 7,8 % 

5.2.06 Belanja Modal Aset lainnya 72.150.000 109.950.000 37.800.000 52,4 % 

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 13.600.000.000 6.451.719.152 7.148.280.848 52,6 % 
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 13.600.000.000 6.451.719.152 7.148.280.848 52,6 % 

 Jumlah Belanja 1.954.222.611.000 1.904.188.001.927 50.034.609.073 2,6 % 

 Total Surplus/(Defisit) 90.000.000.000 42.052.194.989 47.947.805.011 53,3 % 
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Kode Uraian 
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) 

Sebelum 

Perubahan 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) % 

6 PEMBIAYAAN DAERAH     

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 100.000.000.000 52.052.194.989 47.947.805.011 47,9 % 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Sebelumnya 
100.000.000.000 52.052.194.989 47.947.805.011 47,9 % 

6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 0 % 

 Jumlah Penerimaan 

Pembiayaan 
100.000.000.000 52.052.194.989 47.947.805.011 47,9 % 

6.2 PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 
10.000.000.000 10.000.000.000 0 0 % 

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0 % 

6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok 

Utang yang Jatuh Tempo 
0 0 0 0 % 

 Jumlah Pengeluaran 

Pembiayaan 
10.000.000.000 10.000.000.000 0 0 % 

 Pembiayaan Netto 90.000.000.000 42.052.194.989 47.947.805.011 53,3 % 

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Daerah Tahun 

Berkenaan 
0 0 0 0 % 
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BAB III 
HASIL PENYELENGGARAAN  

URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 

 

3.1.  CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1.1. URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN 
DASAR) 

3.1.1.1.  Urusan Pendidikan  

Urusan Pendidikan merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-

2026 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan 

Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPD yakni Meningkatkan Kualitas dan 

Aksesibilitas Pendidikan. Adapun keterkaitan Urusan Pendidikan dengan RPD Kota 

Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3.1 
Keterkaitan Urusan Pendidikan dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Capaian 
2024 

Terwujudnya 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berdaya 

Saing 

Indeks 
Pembangunan 

Manusia 
(IPM) 

Meningkatkan 
Kualitas dan 
Aksesibilitas 
Pendidikan 

Harapan 
Lama 
Sekolah 
(HLS) 

15,40  15,55  100,97% 

Rata-rata 
Lama 
Sekolah 
(RLS) 

11,23  11,51  102,49% 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi 2024 
 

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan, dilaksanakan melalui evaluasi 

secara periodik terhadap kinerja, dimana capaian kinerja sangat penting untuk dipantau 

dan dievaluasi secara berkala agar program dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat 

berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal. Berdasarkan tabel di atas, 

Indikator Sasaran Harapan Lama Sekolah (HLS) memiliki target sebesar 15,40 pada 

tahun 2024, dan mencapai realisasi sebesar 15.55. Perhitungan HLS dilaksanakan 

dengan menggunakan formulasi jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t 

dibagi dengan jumlah penduduk usia i pada tahun t dikali dengan faktor koreksi 

pesantren. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki target sebesar 11,23 pada 
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tahun 2024, dengan realisasi sebesar 11.51. Perhitungan RLS dilaksanakan dengan 

menggunakan formulasi lama sekolah penduduk ke i di suatu wilayah dibagi jumlah 

penduduk. Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan Kota Jambi pada 

tahun 2024 adalah sebagai berikut:  

      Anggaran     Realisasi       Persentase 

Belanja Operasi  Rp. 376.348.155.144 Rp.358.772.990.163,15  (95,33%) 

Belanja Modal  Rp.   52.955.184.760 Rp.  51.922.255.193,68   (98,05%) 

Total Anggaran Rp. 429.303.339.904 Rp.410.695.245.356,83  (95,67%) 

 

Dengan anggaran Rp.429.303.339.904,00 Dinas Pendidikan telah memenuhi 

minimal Mandatory Spending 20% dengan persentase dari APBD sebesar 22,54% 

sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Jambi dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.2 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2024 
 

 NO 
Sasaran 
strategis 

Indikator kinerja Target Realisasi 

1 
  
  
  
  
  
  

Meningkatnya 
Kualitas dan 
Aksesibilitas 
Pendidikan 

 
 
 
 
  

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) 
PAUD dan PNF 

71.57% 71.57% 

2. Angka Partisipasi Murni (APM) 
PAUD dan PNF 

73,71% 73.71% 

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 
PAUD dan PNF 

62.50% 62.50% 

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 114,53% 114,53% 

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD 99,90% 99.90% 

6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD 100,54% 103.60% 

7. Rerata UAS SD 100% 100% 

8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 112,35% 112.35% 

9. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 97.50% 97.80% 

10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 
SMP 

85.70% 99.74% 

11. Rerata UN SMP 100% 100% 

12. Kompetensi Pendidik Dan Tenaga 
Kependidikan yang Memenuhi 
Standar Nasional Pendidikan 

100% 100% 

Sumber : Angka sementara Perhitungan Dinas Pendidikan (menunggu publikasi data BPS  
dan Kemendikbud-Ristek) 
 

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Pendidikan pada 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 
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1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan PNF dengan target 71.57% pada tahun 

2024 memperoleh realisasi 71.57%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus 

perbandingan antara jumlah Murid Paud/PNF/Sederajat di Kota Jambi terhadap 

jumlah penduduk usia 3-6 Tahun di Kota Jambi. 

2. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD dan PNF dengan target 73,71% pada tahun 

2024 memperoleh realisasi 73.71%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus 

Jumlah Murid Paud/PNF/Sederajat usia 3-6 Tahun di Kota Jambi terhadap 

terhadap jumlah penduduk usia 3-6 Tahun di Kota Jambi. 

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD dan PNF dengan target 62,50% pada 

tahun 2024 memperoleh realisasi 62,50%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan 

rumus Jumlah penduduk usia 3-6 Tahun yang masih bersekolah di Kota Jambi 

terhadap jumlah penduduk usia 3-6 Tahun di Kota Jambi. Memberikan makna 

bahwa sebagian besar penduduk Kota Jambi berusia 3-6 tahun mengikuti 

pendidikan pada jenjang PAUD. 

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat dengan target 114,53% pada tahun 

2024 memperoleh realisasi 114.53%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan 

rumus perbandingan antara jumlah Murid SD/Sederajat di Kota Jambi terhadap 

jumlah penduduk usia 7-12 Tahun di Kota Jambi. Nilai APK bisa lebih dari 100 

persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan 

tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan 

tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran 

siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat 

menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah 

lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya 

tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada 

jenjang pendidikannya. 

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat dengan target 99,90% pada tahun 

2024 memperoleh realisasi 99,90%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus 

Jumlah Murid SD/Sederajat usia 7-12 Tahun di Kota Jambi terhadap terhadap 

jumlah penduduk usia 7-12 Tahun di Kota Jambi. Secara umum, APM akan selalu 

lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia 

sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. 

6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/Sederajat dengan target 100,54% pada 

tahun 2024 memperoleh realisasi 103,60%. Perhitungan realisasi ini diukur 

dengan rumus Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun yang masih bersekolah di Kota 
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Jambi terhadap jumlah penduduk usia 7-12 Tahun di Kota Jambi. Memberikan 

makna bahwa sudah hampir seluruh penduduk Kota Jambi berusia 7-12 tahun 

sedang bersekolah. 

7. Rata-rata UAS SD ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sesuai target sebesar 

100%. Indikator ini diukur dengan rumus Jumlah Siswa SD/Sederajat yang lulus 

UAS terhadap Jumlah Siswa SD/Sederajat yang mengikuti Ujian UAS SD. 

8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat dengan target 112,35% pada tahun 

2024 memperoleh realisasi 112,35%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan 

rumus perbandingan antara jumlah Murid SMP/Sederajat di Kota Jambi terhadap 

jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Kota Jambi. Nilai APK bisa lebih dari 100 

persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan 

tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan 

tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran 

siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat 

menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah 

lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya 

tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada 

jenjang pendidikannya. 

9. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat dengan target 97,50% pada tahun 

2024 memperoleh realisasi 97,80%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus 

Jumlah Murid SMP/Sederajat usia 13-15 Tahun di Kota Jambi terhadap terhadap 

jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Kota. Secara umum, APM akan selalu lebih 

rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia 

sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa APM tahun 2023 sebesar 98,80% merupakan suatu keberhasilan 

dalam upaya semakin memastikan agar usia bersekolah siswa SMP Kota Jambi 

pada tahun 2023 mendekati angka ideal yakni 13 hingga 15 tahun. 

10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/Sederajat dengan target 85.70% pada 

tahun 2024 memperoleh realisasi 99,74%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan 

rumus Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun yang masih bersekolah di Kota Jambi 

terhadap jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Kota Jambi. Memberikan makna 

bahwa sudah hampir seluruh penduduk Kota Jambi berusia 13 -15 tahun sedang 

bersekolah. Angka absolut belum mencapai 100% pada tahun 2024 dapat terjadi 

dengan kemungkinan dipengaruhi siswa yang mengikuti orang tuanya pindah 

domisili dan tidak melaporkan kepindahan sekolah anaknya. 
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11. Rata-rata UN SMP ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sesuai target 

sebesar 100%. Indikator ini diukur dengan rumus Jumlah Siswa SD/Sederajat 

yang lulus UAS terhadap Jumlah Siswa SD/Sederajat yang mengikuti Ujian UAS 

SD. 

12. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar 

Nasional Pendidikan dengan target 100% pada tahun 2024 memperoleh realisasi 

100%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan terhadap total jumlah 

guru se kota Jambi. 

Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Tahun 2024 

seperti pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.3 

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2024 

 

No Uraian SPM Indikator 
Target 
2023 

Capaian 
2023 

Target 
2024 

Capaian 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
  
  

Angka 
Partisipasi 
Sekolah 
  
  

Angka Partisipasi Sekolah 
(5-6) (PAUD) 

100.00 74.29 100.00 62.50% 

Angka Partisipasi Sekolah 
(APS) 7 – 15 (SD/SMP) 

100.00 98.21 100.00 103.60% 

Angka Partisipasi Sekolah 
(APS) 7 -18 (Kesetaraan) 100.00 38.46 100.00 99.74% 

2. 
  
  
  

Literasi dan 
Numerasi 
  
  
  

Kemampuan Literasi (SD) 56.04 58.94 60.33 Belum 
Dirilis 
Oleh 

Kemendik
bud ristek 

Kemampuan Literasi 
(SMP) 

71.78 74.12 75.20 

Kemampuan Numerasi 
(SD) 

39.63 42.76 43.79 

Kemampuan Numerasi 
(SMP) 

71.09 64.45 71.09 

3. 
  

Kualitas 
PAUD 
  

Proporsi jumlah satuan 
PAUD Terakreditasi 
Minimal B 

54.58 59.62 59.65 

Proporsi Guru PAUD 
dengan kualifikasi S1/D4 

72.08 82.61 84.31 

4. 
  
  
  
  
  

Iklim 
Lingkungan 
Satuan 
Pendidikan 
  
  

Iklim Inklusivitas (SD) 57.50 52.59 59.65 

Iklim Inklusivitas (SMP) 58.03 57.47 61.13 

Iklim Keamanan (SD) 70.19 69.63 73.73 

Iklim Keamanan (SMP) 71.02 70.75 74.36 

Iklim Kebhinekaan (SD) 69.36 71.29 71.85 

Iklim Kebhinekaan (SMP) 68.74 73.29 75.98 
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi 2024 
 

Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun tahun 2024 memiliki 5 program,   

16 kegiatan, 72 sub kegiatan.  
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3.1.1.2. Urusan Kesehatan 

Urusan Kesehatan merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-

2026 urusan ini mengacu pada Tujuan 5, yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia 

Yang Berdaya Saing, dengan sasaran RPD yakni Peningkatan Derajat Kesehatan. 

Adapun keterkaitan Urusan Kesehatan dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 3.4 

Keterkaitan Urusan Kesehatan dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 
 

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terwujudnya 
Sumber Daya 
Manusia yang 
Berdaya Saing 

Indeks 
Pembangunan 

Manusia 

Peningkatan 
Derajat 

Kesehatan 

Usia 
Harapan 

Hidup 
(UHH) 

73,1 75,12 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi 2024 
 

Pada tahun 2024, indikator Sasaran Umur Harapan Hidup ditargetkan sebesar 

73,1 dengan realisasi sebesar 75,12. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan. 

Realisasi Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan formulasi total kelompok umur 

tertentu orang yang meninggal pada tahun 2024 dibagi dengan jumlah orang yang 

meninggal pada tahun 2024. 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kota Jambi pada 

tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

    Anggaran     Realisasi   Persentase 

Belanja Operasi  Rp. 287.788.161.515 Rp. 257.912.543.095,45    89,62% 

Belanja Modal  Rp.   57.877.499.622 Rp.   54.494.883.286,92    94,16% 

Total Anggaran  Rp. 345.665.611.137 Rp. 312.407.426.383,37    90,38% 

 

Adapun capaian kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.5 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2024 

 

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1  Peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan 
  

Persentase masyarakat tidak mampu 
yang mendapat jaminan kesehatan 

100% 100% 

Persentase SPM Bidang Kesehatan 100% 96.8% 
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi 2024 



III - 7 

Tabel diatas menyajikan capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota 

Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan kesehatan 

Capaian kinerja yang memenuhi target ditunjukkan pada indikator persentase 

masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan kesehatan, dengan capaian 

kinerja 100%. 

2. Persentase SPM Bidang Kesehatan 

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator 

persentase SPM bidang kesehatan dengan capaian kinerja 96.8%.  

Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Tahun 2024 

seperti pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.6 

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2024 

 

No Uraian SPM 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Realisasi 
% 

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 10.701 10.582 98.89 

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 10.674 10.577 99.09 

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 10.368 10.327 99.60 

4 Pelayanan Kesehatan Balita  46.691 44.921 96.21 

5 
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 
Dasar 

40.650 39.962 98.31 

6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 117.184 97.032 82.80 

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 65.056 65.056 100 

8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 35.815 35.815 100 

9 
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 
Mellitus (DM) 

13.050 12.449 95.39 

10 
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan 
Jiwa (ODGJ) Berat 

912 942 100 

11 
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 
Tuberkulosis 

13.645 11.697 85.7 

12 
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko 
Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan 
Tubuh Manusia 

17.498 17.498 100 

 

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan 

urusan Kesehatan di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut: 

1. Masih banyaknya kasus TBC ternotifikasi di RS yang belum diobati dikarenakan 

pasien yang datang ke RS bukan semuanya berasal dari kota Jambi dan pasien 

yang dirujuk balik untuk pengobatan ke puskesmas sesuai wilayah tempat tinggal 

tidak datang kembali ke puskesmas untuk pengobatan; 
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2. Kurangnya informasi tentang TBC di masyarakat sehingga terjadi penolakan 

investigasi kontak dari keluarga dan masyarakat sekitar pasien. Untuk itu perlu 

dukungan dari RT, Kelurahan dan Kecamatan serta OPD lainnya dalam Program 

TBC; 

3. Memberdayakan masyarakat untuk ikut dalam pencegahan dan pengendalian 

TBC di wilayah mereka dengan membentuk masyarakat peduli TB atau Kelompok 

Masyarakat Peduli TBC; 

4. Terjadinya penurunan keaktifan peserta BPJS Kota Jambi dari 77.30% pada 

semester I tahun 2024 menjadi 76,27% di semester II Tahun 2024; 

5. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSC 119 JES Kota Jambi untuk 

mengatasi semakin kompleksnya permasalahan kegawatdaruratan di Kota Jambi.  

Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun tahun 2024 memiliki 5 program, 23 

kegiatan, 77 sub kegiatan. 

 

3.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Urusan Wajib 

Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(DPUPR) Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 urusan ini mengacu pada 

Tujuan 3, yakni Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang 

Berkelanjutan.  

Adapun keterkaitan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 

RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.7 

Keterkaitan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terwujudnya 
Aksesibilitas 

dan Kapabilitas 
Utilitas 

Perkotaan yang 
Berkelanjutan 

Indeks 
Kepuasan 
Layanan 

Infrastruktur 
(IKLI) 

Meningkatnya 
Pelayanan 

Infrastruktur dan 
Utilitas 

Perkotaan yang 
terintegrasi dan 
berketahanan 

Iklim 

Indeks 
kepuasan 

kinerja 
layanan air 

bersih 

8.5 8.29 

Indeks 
kepuasan 

kinerja 
layanan 

air limbah 

7,8 6,93 

 Sumber: Dinas PUPR Kota Jambi 2024 
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Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Air Bersih dan Layanan Air Limbah di Kota 

Jambi pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum mampu 

merealisasikan target yang telah ditetapkan. Perhitungan Indeks Kepuasan Kinerja 

Layanan Air Bersih dan Layanan Air Limbah dihitung dari hasil survei masyarakat Kota 

Jambi terhadap unit pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.  

Untuk Layanan Air Bersih, target kepuasan kinerja yang ditetapkan adalah 

8,5, dan terealisasi sebesar 8,29, yang masuk dalam kategori "Baik" dengan 

pencapaian 97,53% dari target. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun tidak 

mencapai target secara penuh, layanan air bersih telah memenuhi sebagian besar 

harapan masyarakat. Nilai IKM untuk layanan ini diperoleh dari beberapa jenis 

pelayanan yang diperoleh masyarakat, seperti pengelolaan sistem penyediaan air 

minum, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengelolaan sumber daya air. 

Beberapa jenis pelayanan memperoleh nilai IKM yang bervariasi, di antaranya 

pengelolaan air minum (IKM = 1,0) dan penataan bangunan dan lingkungan (IKM = 

1,4), yang menyumbang pada pencapaian total nilai IKM sebesar 8,29. Sedangkan 

untuk Layanan Air Limbah, target kepuasan kinerja yang ditetapkan adalah 7,8, dan 

terealisasi sebesar 6,93, dengan pencapaian 88,85% dari target yang ditetapkan. 

Meskipun berada di bawah target, layanan air limbah tetap masuk dalam kategori 

"Baik". Nilai IKM untuk layanan ini diperoleh dari dua program utama, yaitu 

pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (IKM = 3,52) dan pengelolaan 

serta pengembangan sistem drainase (IKM = 3,41). Kedua program ini menghasilkan 

total nilai IKM untuk layanan air limbah sebesar 6,93, yang sedikit lebih rendah dari 

target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tantangan dan 

hambatan, baik layanan air bersih maupun air limbah di Kota Jambi telah mencapai 

kinerja yang baik dengan pencapaian yang mendekati target. Hal ini mencerminkan 

upaya yang terus berlanjut dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan 

infrastruktur di perkotaan, yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan iklim di Kota 

Jambi. 

Adapun jenis layanan yang disurvei dan nilai yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 

Nilai IKM untuk Layanan Air Bersih: 

1. Jenis Pelayanan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum: Nilai IKM = 1,0 

2. Jenis Pelayanan untuk Penyelenggaraan Jalan: Nilai IKM = 0,96 

3. Jenis Pelayanan untuk Penataan Bangunan Gedung: Nilai IKM = 1,18 
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4. Jenis Pelayanan untuk Penataan Bangunan dan Lingkungannya: Nilai 

IKM = 1,41 

5. Jenis Pelayanan untuk Pengembangan Sistem dan Pengelolaan 

Persampahan Regional: Nilai IKM = 0,68 

6. Jenis Pelayanan untuk Pengembangan Jasa Konstruksi: Nilai IKM = 

1,15 

7. Jenis Pelayanan untuk Penyelenggaraan Penataan Ruang: Nilai IKM = 

0,92 

8. Jenis Pelayanan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA): Nilai IKM 

= 0,99 

Total Nilai IKM untuk Layanan Air Bersih = 8,29 

 

Nilai IKM untuk Layanan Air Limbah: 

1. Jenis Pelayanan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Air Limbah: Nilai IKM = 3,52 

2. Jenis Pelayanan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Drainase: Nilai IKM = 3,41 

Total Nilai IKM untuk Layanan Air Limbah = 6,93 

 

Cakupan layanan infrastruktur perkotaan yang ditangani oleh Dinas PUPR Kota 

Jambi meliputi infrastruktur jalan, air minum, air limbah, drainase, permukiman, 

persampahan, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa 

konstruksi dan penataan ruang. 

Total anggaran yang dialokasikan untuk DPUPR Kota Jambi pada tahun 2024 

adalah sebagai berikut: 

 Anggaran Realisasi Persentase 

Pendapatan Asli Daerah  Rp.  18.885.000.000 Rp. 7.620.126.264 40,35% 

Belanja Operasi Rp. 59.400.943.896 Rp. 57.344.711.110 96,54% 

Belanja Modal  Rp. 246.123.562.936 Rp. 241.553.061.676  98,14% 

Total Anggaran  Rp. 305.524.506.832 Rp. 298.897.772.786  97,83% 

 

 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh DPUPR pada Tahun 

2024 adalah Rp.18.885.000.000 terealisasi sebesar Rp.7.620.126.264 atau sebesar 

40,35%. PAD yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 

Retribusi yang terdiri dari Penyedotan Kakus, Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 
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dari Sewa Asphalt Mixing Plant (AMP), Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, 

Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (Badan Layanan Umum Daerah).  

Realisasi PAD meskipun ada beberapa sektor yang tidak mencapai target, ada 

pula sektor yang menunjukkan hasil yang positif, seperti pada retribusi penyedotan 

kakus yang lebih baik dari tahun sebelumnya, serta pendapatan BLUD yang cukup baik. 

Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki 

kinerja PAD di tahun-tahun mendatang.  

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan PAD tahun 2022-2024 melibatkan 

berbagai aspek, termasuk kurangnya informasi, masalah kualitas alat, serta persaingan 

dengan penyedia layanan lain. Namun, berbagai upaya seperti peningkatan sosialisasi, 

peremajaan alat, dan penyederhanaan prosedur perizinan mulai memberikan hasil, 

meskipun masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mencapai target yang 

lebih optimal. 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.8 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Jambi Tahun 2024 
 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target  
2024 

Realisasi 
2024 

1 Layanan 
Infrastruktur 
Kawasan 
Perkotaan 
Berkelanjutan 
serta responsif 
terhadap 
perubahan Iklim 

Indek Kepuasan Kinerja Layanan Air 
Bersih 

8,5 8,29 

Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum 80,27% 82,84% 

Persentase Pelayanan 
Persampahan Perkotaan 

22,5% 18,13% 

Rasio Bangunan Gedung Pemerintah 
dalam Kondisi Baik 

77,14% 78,83% 

Rasio Bangunan dan Lingkungan 
dalam Kondisi Baik 

35,25% 37,74% 

Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi 
Mantap 

90,00% 90,28% 

Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi 
ke-PU an 

51,06% 39,84% 

Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang 86,00% 80% 

Persentase Pengelolaan Sumber 
Daya Air (SDA) 

71,71% 70,93% 

2 Penurunan luas 
wilayah rawan 
genangan 

Indeks kepuasan kinerja Layanan 
Air Limbah 

7,8 6,93 

Rasio Cakupan Pengelolaan dan 
Pengembahan Sistem Air Limbah 

6,37% 6,08% 

Rasio Sistem Jaringan Drainase 
dalam Kondisi Baik 

20,00% 15,18% 

Sumber: Dinas PUPR Kota Jambi 2024 
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Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Jambi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. 

 
1. Target Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Jambi pada tahun 2024 

sebesar 99.460 SR (Sambungan Rumah) atau 80,27%. Tahun 2024 terealisasi 

sebesar 82,84% atau sebanyak 104.009 SR yang terlayani. Capaian ini melebihi 

target karena peningkatan jumlah SR yang dilayani lebih tinggi dari yang 

direncanakan, meskipun rasio yang tercapai lebih tinggi dari target, realisasi 

jumlah penduduk yang dilayani pun lebih besar, yang menunjukan adanya 

optimisasi pelayanan air minum di Kota Jambi.  

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi di bawah ini: 

= (Jumlah Pelanggan x ( 5 Jiwa per KK)) 𝑥 100%  
   (Jumlah Penduduk) 

= (104009*5) x 100% 
(627770) 

= 82.84% 

 
2. Target Persentase Pelayanan persampahan perkotaan di Kota Jambi pada 

tahun 2024 adalah 22,50%, namun yang terealisasi baru mencapai 18,13%, 

menghasilkan pencapaian sebesar 80,60%. Faktor utama penyebab 

ketidaktercapaian target adalah meningkatnya jumlah penduduk yang 

menghasilkan lebih banyak sampah, sementara kapasitas prasarana seperti TPS 

dan kontainer masih terbatas. Selain itu, keterbatasan lahan untuk pembangunan 

TPS baru dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya, seperti TPS 3R, juga menjadi 

kendala. Banyak warga yang enggan memberikan lahan untuk pembangunan 

fasilitas tersebut, sehingga upaya peningkatan kapasitas pengelolaan sampah 

terhambat. 

Perhitungan rasio di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi di bawah ini: 

= Total Vol Prasarana Yg Tersedia (TPS) x 100%  
 Volume Prasarana Yang Dibutuhkan 

= 278 M3 x 100% 
 1533 M3  

= 18,13% 

 

3. Target Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik di Kota 

Jambi adalah 77,14%, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 78,83%. Sampai 

dengan tahun 2024 terdapat 309 unit bangunan dalam kondisi baik dari total 392 
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gedung pemerintah. Untuk tahun 2024, bangunan gedung yang 

dibangun/direhabilitasi terdiri atas 12 bangunan Pemerintah Vertikal, 21 unit kantor 

Pemerintah Kota, 2 unit Gedung Kesehatan, 33 unit Gedung Pendidikan, dan 2 

unit fasilitas umum. Pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan, karena adanya 

upaya yang lebih intensif dalam pemeliharaan dan perawatan gedung-gedung 

pemerintah, yang mengarah pada lebih banyaknya gedung dalam kondisi baik 

dibandingkan dengan yang ditargetkan.  

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi di bawah ini: 

= (Total Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik) x 100% 
(Total Bangunan Pemerintah Kota Jambi) 

= 309 x 100% 
   392  

= 77.58% 

 
4. Target Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik sebesar 35,25%, 

dengan total penataan yang direncanakan adalah 175.998,5 m². Realisasi sampai 

dengan tahun 2024 seluas 66.418,27 m² atau 37,74% dengan pencapaian sebesar 

107,07%. Untuk tahun 2024, bangunan dan lingkungan yang dikerjakan seluas 

5.382 m² yang terdiri dari Pedestrian Kawasan Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun 

Sofwan, dengan panjang 1.064 m dan lebar 3 m, total luasan keseluruhan: 3192 

m2 dan Pedestrian Kawasan Jl. Letkol. RA. Rahman dengan panjang 1.095 m dan 

lebar 2 m, total luasan keseluruhan: 2190 m2. 

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi di bawah ini: 

= (Total Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik) x 100% 
    Total Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam Kota Jambi  
 
= 61.036,27+5.382x 100%            

175.998,50 
 
= 37.74% 

 

5. Target Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap di Kota Jambi adalah 

90%, dengan panjang jalan yang ditargetkan sepanjang 459,429 km dari total 

panjang jalan kota 510,452 km. Pada tahun 2024, realisasi capaian mencapai 

90,28%, dengan panjang jalan yang diperbaiki sepanjang 460,855 km. 

Perhitungan ini menunjukkan pencapaian 100,32% (460,855 x 100%) / 510,452. 

Meskipun anggaran terbatas, hasil ini mencerminkan bahwa perencanaan dan 
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alokasi anggaran untuk perbaikan jalan sudah berjalan cukup optimal, meski 

masih ada tantangan dalam alokasi dana yang harus diatasi.  

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi di bawah ini: 

= (𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 kondisi baik dan sedang (𝑘𝑚)) x 100% 

        𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑎 (𝑘𝑚) 
 
= 447.21+13.645 x100% 
     510.452 
 
= 460.855 x 100% 
  510.452 
 
= 90.28 

 
6. Target Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an adalah 51,06%, 

dengan realisasi mencapai 39,84%. Hasil perhitungan capaian sebesar 78,02% 

didapatkan dengan menggabungkan persentase berbagai faktor yang 

berhubungan dengan pelatihan tenaga konstruksi, sistem informasi, penerbitan 

izin usaha, dan pengawasan. Capaian ini masih di bawah target karena meskipun 

ada beberapa program yang telah berjalan, seperti pelatihan dan pengawasan, 

faktor lain seperti kurangnya koordinasi atau pelaksanaan sistem informasi 

mungkin masih memerlukan pembenahan lebih lanjut untuk meningkatkan 

pencapaian keseluruhan.  

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi di bawah ini: 

=  (Persentase Bobot per kegiatan)  

=  (Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*40%) 

+(Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota *10%) + (Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional 

(Non Kecil dan Kecil)*30%) + (Pengawasan Tertib Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi *20%)  

=  ((40%*37,48%)+(10%*32,46%)+(30%*66,67%)+(20%*8%))    

=  39,84% 

 
7. Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 

86%, namun terealisasi sebesar 80%. Persentase pencapaian 94,47% ini 

mengacu pada hasil penilaian yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi 

Pengawasan Teknis (Siwastek) yang mengukur lima aspek utama terkait penataan 

ruang, yaitu Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, 

Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan 
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Ruang. Nilai akhir yang diperoleh dari penilaian ini adalah 80%, yang 

mencerminkan keberhasilan yang baik, meskipun tidak mencapai target yang 

ditetapkan.  

Meskipun Kota Jambi telah memperoleh nilai 80% dalam penilaian Siwastek, 

pencapaian ini masih sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 86%. 

Penurunan nilai pada beberapa aspek, seperti Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

yang hanya mencatatkan 60%, berkontribusi pada ketidakcapaian target. Aspek 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang memiliki nilai yang lebih rendah karena 

tantangan dalam penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) dan 

pengenaan sanksi yang belum sepenuhnya optimal.  

Namun, ada beberapa faktor yang mendukung pencapaian ini, di antaranya adalah 

keberhasilan dalam aspek Pemanfaatan Ruang, yang memperoleh nilai tinggi 

(90%), serta kinerja yang sangat baik dalam pembinaan penataan ruang dengan 

skor 83,89. Sosialisasi, bimbingan, dan pengembangan profesi perencana tata 

ruang menjadi beberapa elemen yang turut mempercepat pencapaian ini. 

Keberhasilan pada aspek Perencanaan Tata Ruang, yang mendapat nilai 80%, 

juga mendukung pencapaian keseluruhan yang cukup baik.  

Secara keseluruhan, meskipun tidak sepenuhnya mencapai target yang 

ditetapkan, pencapaian 92,47% menunjukkan upaya yang cukup besar dalam 

menata ruang Kota Jambi dan memberikan gambaran adanya area yang perlu 

diperbaiki, khususnya pada pengendalian dan pemanfaatan ruang. 

 

Dalam siwastek tersebut terdiri dari lima (5) aspek, yang terdiri dari: 

I.   Aspek Pengaturan Penataan Ruang 

Aspek penilaiannya meliputi: 

• Produk Hukum Perencanaan Tata Ruang 

• Produk Hukum Pemanfaatan Ruang 

• Produk Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

• Produk Hukum Pembinaan Penataan Ruang 

II.   Aspek Pembinaan Penataan Ruang 

Aspek penilaiannya meliputi: 

• Koordinasi 

• Sosialisasi 

• Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi 

• Pendidikan dan Pelatihan 
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• Litbang dan Inovasi 

• Pengembangan Sistem Informasi 

• Penyebarluasan Informasi 

• Peningkatan Pemahaman Masyarakat 

• Pengembangan Profesi Perencanaan Tata Ruang 

III.   Aspek Perencanaan Tata Ruang 

Aspek penilaiannya meliputi: 

• Ketersediaan Dokumen Rencana (RTRW dan RTR) 

• Kelengkapan Muatan Dokumen Rencana (RTRW dan RTR) 

IV.   Aspek Pemanfaatan Ruang 

Aspek penilaiannya meliputi: 

• Pelaksanaan KKPR 

• Pelaksanaan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 

V.   Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Aspek penilaiannya meliputi:  

• Penilaian KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK 

• Penilaian Perwujudan RTR 

• Penerapan Indis 

• Pengenaan sanksi 

• Penanganan sengketa 

Kelima aspek ini mempunyai penilaian dengan bobot Baik ≥ 80, Sedang ≥ 

50 x < 80, Buruk < 50. Hasil penilaian Sistem Siwastek terhadap isian Kota Jambi 

tahun 2024 diperoleh nilai 80%. 

 
Tabel 3.9 

Sistem Pengawasan Teknis 2024 
 

Hasil Penilaian Komponen Nilai 

1. Pengaturan Penataan Ruang 83,75 

 a Penetapan Peraturan terkait Perencanaan Tata Ruang 90 

 b Penetapan Peraturan terkait Pemanfaatan Ruang 75 

 c Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

70 

 d Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Pembinaan Penataan 
Ruang 

100 

2. Pembinaan Penataan Ruang 83,89 

 a Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 75 

 b Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang 
Penataan Ruang 

100 
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Hasil Penilaian Komponen Nilai 

 c Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan 
Ruang 

100 

 d Pendidikan dan Pelatihan 50 

 e Penelitian, Kajian dan Pengembangan 100 

 f Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang 80 

 g Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat 50 

 h Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat 100 

 i Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang 100 

3. Perencanaan Tata Ruang 80 

 a Ketersediaan Rencana Tata Ruang 90 

 b Kelengkapan Muatan Rencana Tata Ruang 70 

4. Pemanfaatan Ruang 90 

 a Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 100 

 b Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) 80 

5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 60 

 a Penilaian Pelaksanaan KKPR Dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK 70 

 b Penilaian Perwujudan RTR 40 

 c Pemberian Insentif dan Disinsentif 50 

 d Pengenaan Sanksi 70 

 e Penyelesaiaan Sengketa Penataan Ruang 70 

TOTAL 80 

 

8. Target Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pada tahun 2024, 

menetapkan target sebesar 71,71%, dengan realisasi sebesar 70,93%. 

Pencapaian 70,93% dihitung berdasarkan perbandingan antara luas genangan 

yang ditangani sebesar 718,48 Ha dengan total luas daerah rawan genangan atau 

yang berpotensi tergenang di Kota Jambi yang mencapai 1.013 Ha. Dengan 

menggunakan rumus perhitungan ini, persentase pencapaian didapatkan sebesar 

98,91%. 

Beberapa faktor yang menyebabkan pencapaian target pengelolaan SDA di Kota 

Jambi tidak sepenuhnya tercapai, antara lain: 

1. Kegiatan Pembangunan Kolam Retensi di Kampung Banjir dan di Jelutung 

yang Belum Terlaksana, yang seharusnya dapat mengurangi genangan air 

di daerah rawan banjir. 

2. Kegiatan Revitalisasi Sungai Asam yang Terkendala Pembebasan Lahan, 

yang menghambat penyelesaian proyek yang berkaitan dengan 

pengelolaan aliran air dan drainase. 

Walaupun ada kemajuan namun keterlambatan dalam beberapa proyek utama ini 

mengakibatkan target pengelolaan SDA sebesar 71,71% tidak dapat tercapai 

sepenuhnya pada tahun 2024. 
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Perhitungan diatas diperoleh dengan menggunakan formulasi di bawah ini :  

(Luas Genangan yang ditangani Sampai Tahun N)   x 100% 
  (Total Luasan daerah rawan genangan atau  

berpotensi tergenang di kota Jambi) 
= (711 Ha + 7,48 Ha) x 100% 

      1013 Ha 
 

= 70.93% 

 

9. Target Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

di Kota Jambi pada tahun 2024 adalah sebesar 6,37%, dan terealisasi sebesar 

7.630 SR atau setara dengan 6,08%. Persentase pencapaian ini sebesar 95,40%, 

sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan.  

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi di bawah ini: 

(Total Jumlah rumah tangga yang terlayani akses fasilitas sanitasi aman) x 100% 
   Jumlah rumah tangga keseluruhan 
 

= (7630) x 100% 
  125.554 
 
= 6.08% 

 

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian ini adalah kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang pentingnya sambungan rumah (SR) ke sistem 

air limbah yang terkelola dengan baik. Banyak rumah tangga yang belum 

tersambung ke sistem SR karena tidak menyadari manfaat jangka panjangnya, 

seperti peningkatan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Selain itu, Sebagian 

besar masyarakat mungkin belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai 

proses dan prosedur untuk melakukan sambungan, atau merasa tidak ada urgensi 

untuk beralih dari cara pengelolaan air limbah yang mereka anggap sudah 

memadai, seperti menggunakan septic tank. Sosialisasi yang lebih efektif dan 

edukasi yang menyeluruh sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah. 

 
10. Target Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik di Kota Jambi 

pada tahun 2024 sebesar 20% atau sepanjang 2.000 m dari 10.000 meter yang 

direncanakan hingga tahun perencanaan 2026. Untuk tahun 2024, terealisasi baru 

mencapai 15,18% (1.518,62 m) atau realisasi capaian sebesar 75,93%. Meskipun 

telah dilakukan upaya peningkatan, pencapaian ini masih jauh dari target yang 

ditetapkan. Salah satu faktor penyebab ketidaktercapaian target adalah 
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perubahan kondisi eksisting drainase di lapangan, yang mempengaruhi dimensi 

saluran drainase. Perubahan ini menyebabkan rencana perbaikan atau 

pengelolaan drainase menjadi tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga 

menghambat kecepatan realisasi proyek. Dengan demikian, meskipun ada 

progres yang dicapai, masalah terkait kondisi lapangan yang terus berkembang 

perlu menjadi perhatian agar target dapat tercapai di masa mendatang. 

 

Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi di bawah ini: 

= (Panjang Jaringan Drainase yang ditangani sampai Tahun N)       x 100%  
(Total Rencana Panjang Jaringan Drainase yang  
ditangani sampai Tahun 2026) 

 
= 1518,62 m x 100% 

 10000 m  
 
= 15,18%  

 

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021-2024 

(Urusan Pekerjaan Umum) 

Penyusunan SPM urusan Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Jambi berpedoman pada target yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. Dalam laporan ini, analisa kemampuan dan potensi pencapaian 

target SPM ini didasarkan pada data statistik dan informasi lain yang akurat dan 

bersumber dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Jambi. SPM 

mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Pada SPM 

ini pencapaian target lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. SPM merupakan hal 

minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 

100% setiap tahunnya. Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum yang sudah 

memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)yaitu : 

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; 

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. 
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Tabel 3.10 
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)  

Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2021-2024 
 

 
No Urusan 

Pemerintahan 
Indikator 

Kinerja Kunci 

Capaian Kinerja SPM 

2021 2022 2023 2024 

T 

(%) 

R  

(%) 

T 

(%) 

R  

(%) 

T  

(%) 

R  

(%) 

T  

(%) 

R  

(%) 

           

1 

Penyediaan 
Kebutuhan pokok 
air minum 
sehari- hari 

Jumlah Warga 
Negara Yang 
Memperoleh 
Kebutuhan 
pokok Air 
Minum Sehari 
Hari 

100 71,02 100 91,35 100 100 100 100 

2 

Penyediaan 
Pelayanan 
Pengolahan Air 
limbah domestik 

Jumlah Warga 
Negara Yang 
Memperoleh 
Layanan 
Pengolahan Air 
Limbah 
Domestik 

100 3,28 100 37,75 100 100 100 99,27 

Sumber: (spm.bangda.kemendagri) Dinas PUPR Kota Jambi 2021-2024 

 

 

Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari 

Indikator Kinerja Kunci: Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan 

Pokok Air Minum Sehari-hari. 

Target dan Capaian: 

2021 : Target mencapai 100%, namun realisasi hanya tercapai 71,02%. 

Artinya, sekitar 71% warga Kota Jambi pada tahun 2021 telah 

mendapatkan akses air minum yang cukup 

2022 : Target tetap 100%, dan realisasi meningkat menjadi 91,35%. Meski 

lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini masih jauh dari 

100%. 

2023 : Target masih 100%, dan capaian realisasi mencapai 100%, 

menunjukkan bahwa pada tahun ini pelayanan air minum sudah 

tercapai dengan baik di seluruh wilayah 

2024 : Target dan realisasi tetap 100%, yang berarti pelayanan air minum 

sehari-hari diharapkan sudah sepenuhnya tercapai di tahun ini 
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Tercapainya 100% pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa pemerintah 

Kota Jambi berhasil memperbaiki dan memperluas jaringan distribusi air bersih seiring 

waktu, meskipun ada keterlambatan dalam dua tahun pertama. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian ini bisa meliputi peningkatan 

infrastruktur, pemeliharaan pipa yang lebih baik, dan peningkatan alokasi anggaran 

untuk sektor air minum. Penyediaan Air Minum Kota Jambi berhasil meningkatkan akses 

warga terhadap air minum bersih dari tahun 2021 hingga 2023, dengan capaian 100% 

pada 2023 dan 2024. Meskipun mengalami keterlambatan, langkah-langkah perbaikan 

di tahun-tahun berikutnya telah menunjukkan hasil yang positif. 

Hambatan dan Kendala dalam Penyediaan Layanan Air Bersih 

1. Pertumbuhan Penduduk yang Cepat; 

2. Gangguan Lalu Lintas Masyarakat Akibat Pekerjaan Pipa dan Konstruksi; 

3. Umur Pipa yang Tua pada Jaringan Distribusi Utama; 

4. Tingkat Kehilangan Air yang Tinggi; 

5. Keterbatasan Pemasangan Jaringan Perpipaan Distribusi; 

6. Keterbatasan Lahan untuk Pembangunan Booster Pump. 

 

Faktor Pendukung untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan 

1. Komitmen Pemerintah Daerah; 

2. Inovasi Teknologi dan Efisiensi Pengelolaan Air; 

3. Peningkatan Kerjasama dengan Sektor Swasta; 

4. Pendidikan dan Sosialisasi kepada Masyarakat. 

 

Kendala-kendala yang ada dalam penyediaan layanan air bersih di Kota Jambi, 

seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, masalah infrastruktur, serta keterbatasan 

lahan dan sumber daya, memang perlu mendapat perhatian serius. Namun, dengan 

langkah yang tepat dalam hal perbaikan infrastruktur, penerapan teknologi, serta 

kerjasama yang lebih baik antara sektor publik dan swasta, kinerja pelayanan air bersih 

dapat meningkat secara signifikan menuju target 100% pada tahun 2024. 

 

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 

Indikator Kinerja Kunci: Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan 

Pengolahan Air Limbah Domestik. 



III - 22 

Target dan Capaian: 

2021 : Target untuk penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik 

adalah 100%, namun realisasi sangat rendah, hanya mencapai 3,28%. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum mendapatkan 

akses atau layanan pengolahan air limbah yang memadai 

2022 : Target tetap 100%, dan realisasi meningkat menjadi 37,75%. Meskipun 

meningkat, capaian ini masih jauh dari target ideal, mencerminkan 

tantangan besar dalam hal pengolahan limbah domestik. 

2023 : Target untuk tahun ini adalah 100%, dan capaian berhasil mencapai 

100%, yang menunjukkan bahwa pengolahan air limbah domestik telah 

tercapai sepenuhnya di seluruh Kota Jambi. 

2024 : Target dan realisasi tetap 100%, menunjukkan harapan bahwa capaian 

tersebut akan dipertahankan hingga tahun ini. 

Capaian yang sangat rendah pada 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa 

pengolahan air limbah domestik di Kota Jambi menghadapi banyak kendala, seperti 

keterbatasan infrastruktur pengolahan limbah, kurangnya jaringan perpipaan untuk 

limbah, dan mungkin juga kurangnya fasilitas pengolahan yang memadai. 

Namun, pada 2023 dan 2024, capaian 100% menunjukkan perbaikan yang 

signifikan, baik dari segi pembangunan fasilitas pengolahan air limbah maupun 

perluasan jaringan pengolahan limbah domestik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah 

Kota Jambi berhasil mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan berhasil menyediakan 

layanan pengolahan limbah yang lebih baik bagi warganya. 

Faktor yang mempengaruhi perbaikan ini bisa meliputi pembangunan 

infrastruktur yang lebih baik, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan alokasi anggaran 

yang lebih besar dari pemerintah. 

Hambatan dan Kendala dalam Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 

1. Keterbatasan Infrastruktur Pengolahan Limbah; 

2. Tingkat Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat; 

3. Terbatasnya Anggaran dan Sumber Daya; 

4. Kurangnya Jaringan Pipa untuk Pengolahan Limbah; 

5. Pemanfaatan Teknologi Pengolahan yang Belum Optimal. 

 



III - 23 

Faktor Pendukung untuk Meningkatkan Kinerja Pengolahan Air Limbah Domestik 

1. Peningkatan Infrastruktur Pengolahan Limbah; 

2. Kesadaran Masyarakat dan Pendidikan Lingkungan; 

3. Pendanaan dan Kolaborasi dengan Pihak Ketiga; 

4. Pemanfaatan Teknologi yang Tepat Guna; 

5. Pengawasan dan Penegakan Aturan yang Lebih Ketat. 

 

Meskipun capaian pengolahan air limbah domestik di Kota Jambi pada tahun 

2021 dan 2022 masih rendah, hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam hal 

infrastruktur, sumber daya, dan kesadaran masyarakat. Kendala-kendala ini harus 

diatasi melalui peningkatan infrastruktur, kesadaran masyarakat, serta penerapan 

teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan komitmen yang kuat dari 

pemerintah dan kerjasama dengan berbagai pihak, pelayanan pengolahan air limbah 

domestik di Kota Jambi dapat mencapai target 100% dalam beberapa tahun mendatang. 

 
Tabel 3.11 

Realisasi Pencapaian SPM Dinas PUPR Kota Jambi Tahun 2024 
 

No 
Indikator Kinerja / 

Jenis Layanan SPM 
Satuan Indikator Pencapaian / Output 

Total 
Pencapaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  KATEGORI INDEKS 
PENCAPAIAN SPM  

 

TUNTAS UTAMA 99,64% 

1 . Penyediaan 
Kebutuhan Pokok Air 
Minum Sehari-hari 

  

100,00% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN 
DASAR (80%) 

80% 80,00% 

    
 

Jumlah 
Total 
Yang 
Harus 

Dilayani 

Jumlah 
Total 
Yang 

Terlayani 

Yang 
Belum 

Terlayani 

 

  A. JUMLAH YANG 
HARUS DILAYANI : 

Orang 520.045 520.045 - 100,00% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL 
LAYANAN DASAR (20%) 

20% 
20,00% 

    
 

Jumlah 
Mutu 
Yang 
Harus 

Dilayani/ 
Dipenuhi 

(1) 

Jumlah 
Mutu 
Yang 

Terlayani/ 
Terpenuhi 

(2) 

Mutu 
Yang 

Belum 
Terlayani/ 
Terpenuhi 

(3) 

 

  B. JUMLAH MUTU 
(BARANG/JASA/SDM) 

    

100,00% 
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No 
Indikator Kinerja / 

Jenis Layanan SPM 
Satuan Indikator Pencapaian / Output 

Total 
Pencapaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

YANG HARUS 
DILAYANI/DIPENUHI 

  JARINGAN 
PERPIPAAN 

    
 

  Ukuran kuantitas Air 
Minum, Jumlah Rumah 
Tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap Air Minum 
melalui SPAM jaringan 
perpipaan terlindungi 
sesuai dengan 
kebutuhan pokok 
minimal sehari-hari 
sejumlah 60 
liter/orang/hari (enam 
puluh liter per orang per 
hari) sama dengan 4 
galon melalui SPAM 

Rumah 
Tangga 

104.009 104.009 - 100,00% 

  Ukuran kualitas Air 
Minum, Jumlah Rumah 
Tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap Air Minum 
melalui SPAM jaringan 
perpipaan terlindungi 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
yang 
menyelenggarakan 
urusan Kesehatan yaitu 
tidak keruh, tidak 
berwarna, tidak berasa, 
tidak berbusa, tidak 
berbau 

Rumah 
Tangga 

104.009 104.009 - 100,00% 

  BUKAN JARINGAN 
PERPIPAAN 

     

  Ukuran kuantitas Air 
Minum, Jumlah Rumah 
Tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap Air Minum 
melalui SPAM bukan 
jaringan perpipaan 
terlindungi sesuai 
dengan kebutuhan 
pokok minimal sehari-
hari sejumlah 60 
liter/orang/hari (enam 
puluh liter per orang per 
hari) sama dengan 4 
galon melalui SPAM 

Rumah 
Tangga 

- - - 100% 
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No 
Indikator Kinerja / 

Jenis Layanan SPM 
Satuan Indikator Pencapaian / Output 

Total 
Pencapaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Ukuran kualitas Air 
Minum, Jumlah Rumah 
Tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap Air Minum 
melalui SPAM bukan 
jaringan perpipaan 
terlindungi sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan yang 
menyelenggarakan 
urusan Kesehatan yaitu 
tidak keruh, tidak 
berwarna, tidak berasa, 
tidak berbusa, tidak 
berbau 

Rumah 
Tangga 

- - - 100% 

  JUMLAH  208.018 208.018 - 400,00% 

2 . Penyediaan 
Pelayanan 
Pengolahan Air 
limbah Domestik 

  

99,27% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN 
DASAR (80%) 

80% 79,38% 

    
 

Jumlah 
Total 
Yang 
Harus 

Dilayani 

Jumlah 
Total 
Yang 

Terlayani 

Yang 
Belum 

Terlayani 

 

  A. JUMLAH YANG 
HARUS DILAYANI : 

Orang 38.450 38.150 300 99,22% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL 
LAYANAN DASAR (20%) 

20% 19,90% 

    
 

Jumlah 
Mutu 
Yang 
Harus 

Dilayani 
/ 

Dipenuhi 
(1) 

Jumlah 
Mutu 
Yang 

Terlayani 
/ 

Terpenuhi 
(2) 

Mutu 
Yang 

Belum 
Terlayani 

/ 
Terpenuhi 

(3) 

 

  B. JUMLAH MUTU 
(BARANG/JASA/SDM) 
YANG HARUS 
DILAYANI/DIPENUHI 

    

99,48% 

  Ukuran kuantitas 
penyediaan pelayanan 
pengolahan Air Limbah 
Domestik, setiap rumah 
memiliki minimal 1 
(satu) akses 
pengolahan Air Limbah 
Domestik 

Rumah 
Tangga 

7.690 7.630 60 99,22% 
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No 
Indikator Kinerja / 

Jenis Layanan SPM 
Satuan Indikator Pencapaian / Output 

Total 
Pencapaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Ukuran kualitas 
penyediaan pelayanan 
akses aman terhadap 
fasilitas buang air besar 
individu bagi 
masyarakat yang 
bermukim di wilayah 
perdesaan dengan 
kepadatan penduduk 
minimal 25 (dua puluh 
lima) jiwa per hektar 
dan/atau di seluruh 
wilayah perkotaan 
dimana bangunan atas 
dilengkapi kloset leher 
angsa dan bangunan 
bawah dilengkapi 
tangki septik sesuai 
standar dengan lumpur 
tinja disedot secara 
berkala, minimal tiga 
tahun sekali, serta 
dibuang dan diolah ke 
IPLT; dan sambungan 
rumah yang terkoneksi 
ke SPALD-T 

Rumah 
Tangga 

7.690 7.630 60 99,22% 

  Ukuran kualitas 
penyediaan pelayanan 
akses layak merupakan 
fasilitas buang air besar 
bagi masyarakat yang 
bermukim di wilayah 
perdesaan dengan 
kepadatan penduduk 
kurang dari 25 (dua 
puluh lima) jiwa per 
hektar dimana 
bangunan atas 
dilengkapi kloset leher 
angsa dan bangunan 
bawah dapat 
menggunakan tangki 
septic sesuai standar 
maupun lubang tanah 
atau cubluk kembar 

Rumah 
Tangga 

4.409 4.409 - 100% 

  JUMLAH  19.789 19.669 120 298,44% 

Sumber Data : Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Jambi, Desember 2024 
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Tabel 3.12 
Anggaran Pencapaian SPM di Kota Jambi Tahun 2024 

 

No 
Uraian 

Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Alokasi 
Anggaran 

Realisasi 
Anggaran 

Serapan 

  PUPR KOTA JAMBI Rp12.984.496.599 Rp11.925.859.800 91,85% 

1 

PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PENYEDIAAN AIR MINUM 

Rp5.029.549.599 Rp4.799.750.000 95,43% 

  

Kegiatan Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rp5.029.549.599 Rp4.799.750.000 95,43% 

  

Sub Kegiatan Perluasan 
Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Jaringan 
Perpipaan 

Rp5.029.549.599 Rp4.799.750.000 95,43% 

2 

PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
AIR LIMBAH 

Rp7.954.947.000 Rp7.126.109.800 89,58% 

  

Kegiatan Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem Air 
Limbah Domestik dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Rp7.954.947.000 Rp7.126.109.800 89,58% 

  

Sub Kegiatan Penyediaan 
Sub Sistem Pengolahan Air 
Limbah Domestik (SPALD) 
Setempat 

Rp7.954.947.000 Rp7.126.109.800 89,58% 

Sumber Data : Bidang Cipta Karya, DPUPR Kota Jambi, Desember 2024 

 

Secara keseluruhan, Kota Jambi berhasil mencapai tingkat serapan anggaran 

yang tinggi pada kedua program ini. Program penyediaan air minum memiliki serapan 

anggaran yang lebih baik (95,43%) dibandingkan dengan program pengelolaan air 

limbah (89,58%). Hal ini menunjukkan upaya yang baik dalam pengelolaan anggaran 

dan realisasi kegiatan, meskipun masih ada sedikit kekurangan dalam penggunaan 

anggaran pada pengelolaan air limbah yang dapat dievaluasi dan diperbaiki di masa 

depan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi pada tahun 

2024 memiliki 11 (sebelas) program, 25 (dua puluh lima) Kegiatan, dan 66 (enam puluh 

enam) sub kegiatan. 

 

3.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Urusan 

Wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 urusan ini mengacu pada Tujuan 
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3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur Dan Utilitas Perkotaan Serta Penataan 

Lingkungan, dengan sasaran RPD yakni Peningkatan Kualitas dan Kuantitas 

Perumahan dan Permukiman Layak Huni.  

Adapun keterkaitan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.13 

Keterkaitan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terwujudnya 
Aksesibilitas 
dan Kapabilitas 
Utilitas 
Perkotaan yang 
Berkelanjutan 

Indeks 
Kepuasan 
Layanan 
Infrastruktur 
(IKLI) 

Peningkatan kinerja 
layanan 
infrastruktur 
perkotaan yang 
terintegrasi dan 
berketahanan iklim 

Indeks 
kepuasan 
kinerja 
layanan 
perumahan 
dan 
permukiman 

7,35% 8,49% 

Sumber: DPRKP Kota Jambi 2024 

Indikator Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perumahan dan Permukiman 

memiliki target 7,35 pada tahun 2024 dan mencapai realisasi sebesar 8,49 (Kategori 

Baik). Perhitungan Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perumahan dan Permukiman 

dihitung dari hasil survei masyarakat Kota Jambi terhadap unit pelayanan Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi. Adapun jenis layanan yang 

disurvey dan nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Pelayanan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan nilai 8,67. 

2. Jenis Pelayanan Perumahan dengan nilai 8,47. 

3. Jenis Pelayanan Lampu Penerangan Jalan Umum dengan nilai 8,36 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kota Jambi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut 

   Anggaran Realisasi Persentase 

Belanja Operasi Rp. 39.337.050.829 Rp. 37.123.768.865  94,37% 

Belanja Modal Rp    2.853.808.172 Rp.   2.836.825.261  99,40% 

Total Anggaran Rp. 42.190.859.000 Rp. 39.960.594.126  94,71% 

 
Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada tahun 2024 

sebesar Rp.489.400.000 dengan realisasi sebesar Rp.117.554.900 (24,02%). Realisasi 

tidak mencapai 100% dikarenakan untuk jenis PAD Rusunawa dimana terdapat 70 



III - 29 

kamar sedangkan yang dihuni hanya 20 kamar, hal ini disebabkan pada kondisi saat ini 

prioritas penyewa hanya untuk PNS, PPPK, dan TKK yang bekerja di Instansi 

Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi.  

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.14 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPRKP Kota Jambi pada Tahun 2024 
 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 Peningkatan kinerja layanan 
infrastruktur perkotaan yang 
terintegrasi dan 
berketahanan iklim 

Penyediaan Rumah Layak 
Huni Bagi MBR 

79,67% 82,65% 

Persentase rumah tidak 
layak huni yang tertangani 

45,48% 50,81% 

Peningkatan Perumahan 
yang dilayani 
utilitas umum 

93,59% 98,35% 

Persentase registrasi 
pengembangan perumahan 10,00% 87,13% 

Sumber: DPRKP Kota Jambi 2024 

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR dengan target 79,67% memperoleh 

realisasi sebesar 82,65% Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah 

Backlog yang tertangani s.d Tahun 2024 dibagi dengan Jumlah Backlog 

Perumahan yang harus ditangani di Kota Jambi dikali 100%. Jumlah 

Pembangunan Rumah Baru sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 32.934 unit 

sedangkan Jumlah Backlog Perumahan yang harus ditangani di Kota Jambi 

sebanyak 39.847 unit.  

2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh dengan 

target 45,48% pada tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 50,81%, 

perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 

yang tertangani sampai dengan tahun 2024 dibagi dengan Target Jumlah Rumah 

Tidak Layak Huni yang harus ditangani di Kota Jambi dikali dengan 100%. Total 

rumah tidak layak huni yang tertangani sampai dengan tahun 2024 sebanyak 

2.698 unit dengan jumlah bedah rumah yang dilaksanakan pada Tahun 2024 

sebanyak 364 Unit dengan rincian sebagai berikut: 

- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 49 unit. 

- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Penanganan Kemiskinan 

Ekstrem (BSPS PKE) sebanyak 150 unit. 
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- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Penanganan Kemiskinan 

Ekstrem Kolaborasi (BSPS PKE Kolaborasi) sebanyak 30 unit. 

- Program Pemerintah Provinsi Jambi Dua Milyar Satu Kecamatan 

(Dumisake) sebanyak 54 unit. 

- Dana APBD Kota Jambi sesuai Keputusan Walikota Jambi No.511 Tahun 

2024 tentang Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota 

Jambi Tahun Anggaran 2024 sebanyak 81 unit. 

Adapun target Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang harus ditangani di Kota 

Jambi adalah sebanyak 5.310 unit, sehingga realisasi presentasi Rumah Tidak 

Layak Huni yang Tertangani sebesar 50,81%.  

3. Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum dengan target 93,59% pada 

tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 98,35%. Perhitungan realisasi ini diukur 

dengan rumus persentase lampu jalan yang tertangani dikali bobot 95,00% 

ditambah dengan persentase Lokasi Makam yang Tertangani dikali bobot 5,00%. 

Perhitungan tersebut diperoleh dari realisasi jumlah lampu jalan yang tertangani 

sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 24.911 sedangkan target jumlah lampu 

jalan yang tertangani di Kota Jambi adalah sebanyak 25.000 unit sehingga 

memperoleh realisasi persentase lampu jalan yang tertangani sebesar 99,64%. 

Jumlah lokasi pemakaman yang tertangani sebanyak 70 lokasi pemakaman dari 

total jumlah lokasi pemakaman di kota Jambi sebanyak 95 lokasi pemakaman 

sehingga memperoleh realisasi persentase Lokasi Makam yang Tertangani 

sebesar 73,68%. 

4. Persentase Registrasi Pengembang Perumahan dengan target 10,00% pada 

tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 2,68%. Perhitungan realisasi diukur 

dengan rumus Jumlah Pengembang yang terdaftar di form database Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2024 

dibagi dengan jumlah pengembang yang menjadi anggota asosiasi pengembang 

di Kota Jambi dikali 100%. Jumlah Pengembang yang melakukan registrasi di 

dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman hanya sebanyak 4 

Pengembang. Jumlah pengembang sebanyak 149 pengembang. Banyaknya 

jumlah pengembang tersebut di dapat setelah dilakukan verifikasi tahun 2024 dan 

jumlah pengembang yang meregister ulang ke asosiasi pengembang. Realisasi 

tidak mencapai target dikarenakan: 
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- Provinsi belum melaksanakan akreditasi dan sertifikasi pengembang 

perumahan dalam kualifikasi besar maupun kecil, sedangkan 

kabupaten/kota jika hendak melaksanakan hal tersebut, harus berjenjang 

terlebih dahulu setelah provinsi melakukan hal tersebut. 

- Pengembang keberatan dengan salah satu persyaratan registrasi yaitu 

harus melampirkan neraca keuangan perusahaan. 

 

3.1.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat  

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 

merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan beberapa OPD, 

diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi Tahun 

2024-2026 Perangkat Daerah tersebut mengacu pada tujuan Meningkatnya 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun keterkaitan 

Satuan Polisi Pamong Praja dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.15 
Keterkaitan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan 

Masyarakat dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 
 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

 
Realisasi 

2024 
 

Meningkatnya 
Ketentraman, 

Ketertiban Umum 
dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase 
layanan 

trantibumlinmas 

Optimalisasi 
Penegakan 

Produk 
Hukum 
Daerah 

Persentase 
PERDA dan 

PERWAL 
yang 

Ditegakkan 

100% 100% 

Sumber: Satpol PP Kota Jambi 2024 
 

Berdasarkan tabel diatas keterkaitan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi 

dengan sasaran RPD Kota Jambi, yaitu Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah 

dengan indikator Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan, ditargetkan 

sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Capaian indikator sasaran tersebut 

menggunakan formulasi jumlah Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Wali Kota 

Jambi (PERWAL) yang diselesaikan dibagi dengan jumlah Peraturan Daerah (PERDA) 

dan Peraturan Wali Kota Jambi (PERWAL) dikali 100%. Adapun perhitungan sebagai 

berikut: 
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Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝐸𝑅𝑊𝐴𝐿 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝐸𝑅𝑊𝐴𝐿
 

X10%=
708

708
X100% = 100% 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Satpol PP Kota Jambi pada tahun 2024 

adalah sebagai berikut: 

Anggaran  Realisasi         Persentase 

Belanja Operasi  Rp. 15.312.014.256 Rp. 14.853.626.489  97,01% 

Belanja Modal  Rp.  814.829.744 Rp.  720.772.000  88,46% 

Total Anggaran Rp. 16.126.844.000 Rp. 15.574.398.489  96,57% 

 

Capaian kinerja sasaran strategis Satpol PP Kota Jambi pada tahun 2024 dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.16 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Satpol PP Tahun 2024 

 

No Sasaran strategis Indikator kinerja Target Realisasi 

1 
Optimalisasi Penegakan 
Produk Hukum Daerah 

Persentase PERDA dan 
PERWAL yang ditegakkan 

100% 100% 

Sumber: Laporan Tahunan Satpol PP Kota Jambi, 2024 

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja telah 

melaksanakan amanat Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah untuk Urusan 

Wajib Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat dengan capaian yang sangat baik. Adapun Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

seperti pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.17 
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) SATPOL PP Tahun 2024 

 

No Uraian SPM Indikator 
Target 

% 
Realisasi 

% 
Realisasi% 

1 Standar sarana prasarana 
Satpol PP jumlah dan kualitas 
barang dan jasa : 

a. Gedung kantor 1 unit 
b. Kendaraan operasional 42 unit 
c. Perlengkapan operasional 78 

unit 

Jumlah 
Standar 
Sarana 
Prasarana 
Satpol PP 

42 42 100 
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No Uraian SPM Indikator 
Target 

% 
Realisasi 

% 
Realisasi% 

2 Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Satpol PP (SOP 
penegakan Perda, 
Tibumtranmas, pelaksanaan 
penanganan unjuk rasa dan 
kerusuhan massa, pelaksanaan 
pengawalan pejabat/orang-
orang penting, pelaksanaan 
tempat-tempat penting, 
pelaksanaan operasional 
patroli) 

Jumlah 
Standar 
Sarana 
Prasarana 
Satpol PP 

30 43 143,33 

3 Standar peningkatan kapasitas 
anggota Satpol PP dan anggota 
Perlindungan Masyarakat 
(jumlah dan kualitas 
personil/SDM) 

Jumlah 
Standar 
Peningkatan 
Kapasitas 
Satpol PP dan 
Anggota 
Perlindungan 
masyarakat 
(jumlah 
personil) 

350 264 75,43 

4 Standar pelayanan yang terkena 
dampak gangguan Trantibum 
akibat penegakan hukum 
terhadap pelanggaran Perda dan 
Perkada (pelayanan kerugian 
material dan pelayanan 
pengobatan) 

Jumlah 
Standar 
Pelayanan 
yang terkena 
dampak 
trantibum 
akibat 
penegakan 
hukum 
,pelanggaran 
perda dan 
perkada 
(kerugian 
material dan 
pelayanan 
pengobatan 

1 0 0 

5 Warga negara yang 
memperoleh pelayanan kerugian 
materil (kerusakan akibat 
penegakan pelanggaran Perda 
dan Perkada, rusak ringan, 
rusak sedang, rusak berat) 

Jumlah Warga 
Negara yang 
memperoleh 
Kerugian 
Materil 

- - - 

6 Warga negara yang 
memperoleh pelayanan 
pengobatan (pertolongan 
pertama yang terkena cidera 
fisik ringan akibat penegakan 
Perda dan Perkada dan 
ditindaklanjuti dengan membawa 
ke rumah sakit/pusat kesehatan 
masyarakat bila terkena cidera 
fisik sedang dan/atau berat) 

Jumlah Warga 
Negara yang 
memperoleh 
Pengobatan 
(pertolongan 
pertama yang 
terkena cidera 
fisik ringan 
akibat 
penegakan 
perda dan 
perkada dan 
ditindaklanjuti 

- - - 
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No Uraian SPM Indikator 
Target 

% 
Realisasi 

% 
Realisasi% 

dengan 
membawa ke 
rumah 
sakit/pusat 
kesehatan 
masyarakat 
bila terkena 
cidera fisik 
sedang 
dan/atau 
berat) 

 Sumber: Laporan Tahunan Satpol PP Kota Jambi, 2024 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, 

yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu 

pengganti/memperbaharuinya.  

2. Koordinasi antara instansi pemangku kepentingan dan inisiator terhadap Peraturan 

Daerah dan Peraturan Walikota yang diterapkan di masyarakat, perlu ditingkatkan 

lagi bersama dengan Tim Terpadu Penegakan Produk Hukum Daerah. 

3. Perlunya mempertahankan dan meningkatkan hubungan antar lembaga dalam 

kegiatan Cipta Kondisi dan Penegakan Produk Hukum Daerah dengan instansi 

vertikal yang ada di wilayah Kota Jambi. 

4. Kurangnya tingkat kesadaran, kepatuhan, dan pengetahuan masyarakat terhadap 

pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, dan 

Peraturan Walikota yang bermuara pada peningkatan jumlah gangguan 

ketentraman dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah dan keputusan 

Walikota seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tahun 2024 memiliki 2 program, 

11 kegiatan dan 31 sub kegiatan. 

 

Untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 

urusan ini mengacu pada tujuan meningkatkannya ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat. 
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Adapun keterkaitan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

 
Tabel 3.18 

Keterkaitan Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
dengan RPD Tahun 2024 -2026 

 

TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET  

2024 

REALISASI 

2024 

Meningkatnya 

Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Persentase 
Layanan 

Kebencanaan 
 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kebencanaan 

Tingkat 

Pelayanan 

pada Kondisi 

pra dan 

Tanggap 

kebakaran dan 

Non 

Kebakaran 

100% 100% 

Tingkat 

Pelayanan 

Pada Kondisi 

Pasca 

kebakaran dan 

Non 

Kebakaran 

100% 100% 

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi 2024 

 
Indikator Sasaran Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan 

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar 100% pada tahun 2024 dan 

mencapai realisasi sebesar 100% dengan menggunakan Formulasi Jumlah Layanan 

Pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota 

dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dibagi 

jumlah seluruh kejadian dikalikan 100%. 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. 

   Anggaran    Realisasi Persentase 

Belanja Operasi Rp. 13.426.412.704 Rp. 12.843.227.956 95,66% 

Belanja Modal Rp.   2.038.100.296 Rp.   2.027.130.056 99,46% 

Total Anggaran Rp. 15.464.513.000 Rp. 14.870.358.012 96,16% 

 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mempunyai Pagu 

anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.15.464.513.000, ( Lima belas milyar empat ratus 
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enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu rupiah ) dengan Realisasi 

Rp.14.870.358.012,- ( Empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima 

puluh delapan ribu dua belas rupiah ) atau 96,16. 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.19 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 

 

No Sasaran strategis Indikator kinerja 
Target  
2024 

Realisasi 
2024 

1. 
Meningkatnya Pelayanan 

Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Kebakaran 

Jumlah Warga Negara 
yang memperoleh 

layanan penyelamatan 
dan Evakuasi Korban 

Kebakaran 

100% 100% 

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi 2024 

 

Indikator Sasaran Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Kebakaran sebesar 100% pada tahun 2024 dan mencapai realisasi sebesar 

100% dengan menggunakan formulasi jumlah seluruh kejadian kebakaran dibagi jumlah 

laporan kebakaran dikali 100%. Dimana pada tahun 2024 terdapat 897 kejadian 

kebakaran yang dilaporkan, dan dapat terlayani 100%.  

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 memiliki 2 (dua) 

Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 32 (Tiga Puluh dua) Sub Kegiatan. 

 
Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi mengacu pada 

sasaran RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026, yaitu Peningkatan Toleransi Masyarakat, 

dengan indikator Indeks Kota Toleran. Pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 

5,71 s/d 5,8 dan realisasi belum dirilis oleh Setara Institut. Adapun keterkaitan urusan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan RPD Kota 

Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.20 
Keterkaitan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan 

Masyarakat dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 
 

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Meningkatnya 
Ketentraman, 
Ketertiban Umum 
dan Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase 
Layanan 
Trantibumlinmas 

Peningkatan 
Toleransi 
Masyarakat 

Indeks 
Kota 
Toleran 

5,71 
s/d 5,8 

Belum 
dirilis oleh 

Setara 
Institute 

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Jambi 2024 

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2024 belum dirilis oleh Setara 

Institute, Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah 

kota dengan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi 

Sosial. Pengukuran IKT mengkombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai 

jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata 

kelola pemerintah yang inklusif.  

Capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi 

pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.21 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Jambi Tahun 2024 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 

Meningkatkan pemahaman tentang 
arti pentingnya Ideologi Pancasila 
dan Kebhinekaan dalam kehidupan 
sosial masyarakat 

Persentase pembinaan 
terhadap forum 
kemasyarakatan terkait 
Ideologi Pancasila 

35% 35% 

2 
Meningkatkan peran organisasi 
kemasyarakatan dan parpol dalam 
pembangunan 

Persentase orkemas dan 
parpol yang berperan 
aktif di masyarakat 

35% 35% 

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi 2024 

Berdasarkan tabel diatas untuk indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. persentase pembinaan terhadap forum kemasyarakatan terkait ideologi Pancasila 

dengan target 35% dan terealisasi 35%, dimana Jumlah forum kemasyarakatan 

yang akan dibina sebanyak 91 forum dan Jumlah forum kemasyarakatan yang 

terdaftar sebanyak 260 forum dengan formulasi  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑓𝑜𝑟𝑢𝑚 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑓𝑜𝑟𝑢𝑚 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟
) 𝑥 100%] [( atau [

91

260
 𝑥 100%] = 

35% 
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2. 
91

260
𝑥 100% = 35%Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di 

masyarakat dengan target 35% dan realisasi 35%, pada tahun 2024 jumlah ormas 

yang aktif sebanyak 91 dan jumlah ormas dan parpol yang terdaftar sebanyak 260 

dengan formulasi  

[(
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑝𝑜𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑝𝑜𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟
) 𝑥 100%], atau 

 

Anggaran yang dialokasikan untuk Badan Kesbangpol pada Tahun 2024 

sebagai berikut: 

   Anggaran   Realisasi   Persentase 

Belanja Operasi  Rp. 35.596.873.482  Rp. 34.547.078.059   97,05% 

Belanja Modal  Rp.      750.710.961  Rp.      453.404.350   60,39% 

Total Anggaran  Rp. 36.347.584.443  Rp. 35.000.482.409   96,29% 

 

Capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol pada 

tahun 2024 antara lain sebagai berikut: 

1. Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai sarana dalam 

memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang ingin mendirikan rumah ibadah 

dan masalah keagamaan lainnya yang terkait dengan kerukunan umat beragama. 

2. Memberikan pembinaan dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan Ormas 

yang ada di Kota Jambi dengan mengetahui keberadaan Ormas yang ada, untuk 

melihat kondisi tempat dan kegiatan yang dilakukan dan melakukan sosialisasi 

dengan mengundang Ormas-Ormas untuk membangun kerjasama yang baik 

terhadap pemerintah daerah agar Ormas dapat lebih bertanggungjawab dan 

berperan sebagai mitra pemerintah dalam mengisi pembangunan khususnya di 

Kota Jambi.  

3. Melakukan pemantauan akan perkembangan politik di Kota Jambi untuk melihat 

partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. 

4. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 

orang asing dan lembaga asing, dengan mengunjungi tempat-tempat keberadaan 

dari orang-orang asing dan lembaga-lembaga asing yang berada di Kota Jambi. 

5. Melakukan pemantauan dalam kegiatan Penanganan Konflik Sosial (PKS) dengan 

melakukan deteksi dini agar tidak terjadi konflik ditengah-tengah masyarakat dan 

apabila telah terjadi maka dengan tim PKS dapat menekan dan menghilangkan 

sumber konflik serta menyelesaikan masalah yang mengakibatkan konflik tersebut. 
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6. Melakukan pembinaan dan sosialisasi melalui kegiatan Pendidikan Wawasan 

Kebangsaan (PWK) dengan memberikan pembekalan khususnya kepada generasi 

muda untuk lebih mempertebal rasa kebangsaan serta meningkatkan semangat 

kebangsaan dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan. 

7. Melakukan pembinaan dan pendidikan karakter terkait Ideologi Pancasila dan 

Wawasan Kebangsaan kepada putra putri terbaik Kota Jambi untuk menjadi 

Anggota Paskibraka Tahun 2024. 

8. Melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan narkoba kepada 

masyarakat dan melakukan kegiatan tes urin kepada pelajar SMP.  

9. Memfasilitasi kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul 

atau yang sudah ada sebelumnya terkait dengan kegiatan pembangunan disegala 

bidang yang ada di Kota Jambi, melalui rapat koordinasi pimpinan daerah melalui 

kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang biasa langsung 

dipimpin oleh Kepala Daerah. 

10. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi politik terutama 

penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024 dan menyalurkan Dana Hibah kepada 

KPU, Bawaslu, Kepolisian dan TNI. Pelaksanaan Pilkada tahun 2024 berjalan 

dengan aman, tertib, lancar dan kondusif. Tingkat partisipasi masyarakat pada 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi sebesar 62,54% dan Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Jambi sebesar 62,46% dari total Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) sebanyak 457.351 orang.  

 

Adapun yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Adanya Keragaman Budaya, Agama, Etnis dan Suku, dalam hal ini Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak 

terjadinya disintegrasi bangsa dan menjaga keutuhan bangsa dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

2. Masih rendahnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait penyelesaian 

masalah sosial yang terjadi di masyarakat. 

3. Terdapat perbedaan persepsi tentang keberadaan LSM, sehingga menghambat 

pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan LSM di daerah. Hal ini sebagai akibat 

dari sikap dan perilaku sebagian anggota/pengurus LSM belum konsisten dengan 

AD/ART organisasi dan juga terjadinya permasalahan di dalam organisasi. 
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Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut: 

1. Kurang tepat sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau bimtek 

dikarenakan peserta yang mengikuti bukanlah peserta yang diharapkan dan dari 

tahun ke tahun peserta itu saja yang mengikuti sehingga penyebaran pengetahuan 

dan informasi menjadi terbatas. 

2. Belum optimalnya pembinaan terhadap Ormas guna meningkatkan peran mereka 

sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. 

3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk 

membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku 

berdemokrasi. 

4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 

dan perkembangan politik. 

5. Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda. 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi memiliki 6 (enam) program, 12 

(dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh) sub kegiatan. 

 

3.1.1.6. Urusan Sosial 

Urusan Sosial merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan 

oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 urusan ini 

mengacu pada 2 Tujuan RPD, yaitu Tujuan ke 2, yakni Meningkatnya Ketentraman, 

ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Tujuan ke 5, yakni Terwujudnya 

Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.  

Adapun keterkaitan Urusan Sosial dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.22 

Keterkaitan Urusan Sosial dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 
 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Meningkatnya 
Ketentraman, 
ketertiban 
Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase 
layanan 
kebencanaan 

Peningkatan 
pelayanan 
kebencanaan 

Tingkat 
pelayanan pada 
kondisi pasca 
kebakaran dan 
non kebakaran 

100% 100% 
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Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terwujudnya 
Sumber Daya 
Manusia 
yang Berdaya 
Saing 

Indeks 
Pembangunan 
Manusia 

Penurunan 
Angka 
Kemiskinan 

Persentase 
Penduduk Miskin 

8,28 7,73 

Penurunan 
angka PMKS 

Persentase 
PMKS yang 
Tertangani 

100% 100% 

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi 2024 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian indikator sasaran RPD pada 

tahun 2024, Tingkat pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran 

terealisasi sesuai dengan target yaitu sebesar 100%. Adapun indikator sasaran 

Persentase Penduduk Miskin ditargetkan sebesar 8,28% dan terealisasi lebih baik yakni 

sebesar 7,73%. Pada indikator sasaran Persentase PMKS yang tertangani terealisasi 

sesuai dengan target yaitu sebesar 100%. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bahwa Penggunaan Istilah 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diganti menjadi Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, 

dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai 

dan wajar. PPKS terdiri dari: Anak balita terlantar, Anak terlantar, Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), 

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau Diperlakukan Salah, Anak yang 

memerlukan perlindungan khusus, Lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna 

susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan 

Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban 

penyalahgunaan NAPZA, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, Pekerja 

Migran Bermasalah Sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, 

perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial Psikologis, 

dan komunitas adat terpencil. Total alokasi anggaran Dinas Sosial Kota Jambi pada 

tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

 Anggaran Realisasi Persentase 

Belanja Operasi Rp.11.117.346.531 Rp. 10.344.648.483  93,05% 

Belanja Modal Rp.     273.553.469 Rp.      262.460.000  95,94% 

Total Anggaran Rp.11.390.900.000 Rp. 10.607.108.483   93,12% 
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Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Sosial pada tahun 2024 seperti 

pada tabel di bawah ini.  

 

Tabel 3.23 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 
 

No Sasaran strategis Indikator kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1. 

Terpenuhinya 
Kebutuhan Dasar 
Korban Bencana Alam 
dan Sosial 

Persentase Pelayanan Dasar 
Korban Bencana Alam dan 
Sosial yang Tertangani 

100% 100% 

2. 

Peningkatan 
Pelayanan kepada 
Keluarga Miskin dan 
Orang Tidak Mampu 

Persentase Pelayanan 
Keluarga Miskin dan Orang 
Tidak Mampu yang Menerima 
Bantuan 

100% 84,33% 

3 

Terpenuhinya 
Kebutuhan Dasar 
PMKS Terlantar di Luar 
Panti 

Persentase PMKS Terlantar di 
Luar Panti yang Tertangani 

100% 100% 

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi 2024 
 

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Sosial pada Tahun 

2024 adalah sebagai berikut: 

1. Pada Tahun 2024, target Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan 

Sosial yang tertangani sebesar 100% dan terealisasi sesuai target. Perhitungan 

realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah korban bencana 

alam dan sosial yang menerima Bantuan Permakanan sebanyak 4.718 orang 

dibagi dengan jumlah korban bencana alam dan sosial Tahun 2024 sebanyak 

4.718 orang dikali 100%. 

2. Pada Tahun 2024, target Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak 

Mampu yang Menerima Bantuan sebesar 100% dan terealisasi sesuai target. 

Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah 

pelayanan keluarga miskin dan orang tidak mampu yang mendapat bantuan 

sebanyak 8.433 orang dibagi jumlah pelayanan keluarga miskin dan orang tidak 

mampu yang telah diverifikasi dan validasi bantuan Tahun 2024 sebanyak 10.000 

orang. Indikator ini belum mencapai target sebesar 100% pada tahun 2024, 

dikarenakan saat melakukan verifikasi dan validasi pada 10.000 warga ditemukan 

data warga yang sudah meninggal dunia, warga yang sudah tergolong mampu, 

data ganda, warga pindah tempat tinggal ke luar Kota Jambi, dan warga yang tidak 

ditemukan keberadaan/tempat tinggalnya. 
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3. Pada Tahun 2024, target Persentase PMKS Terlantar di Luar Panti yang 

Tertangani sebesar 100% dan terealisasi sesuai target. Perhitungan realisasi ini 

diukur dengan rumus perbandingan antara PPKS terlantar di luar panti yang 

dijangkau sebanyak 729 orang dibagi jumlah PPKS terlantar di luar panti yang 

tertangani dikali 100%. 

Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial tahun 2024 tertera 

pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 3.24 

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 

 

No Uraian SPM 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Persentase 

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar di luar Panti 

135 135 100% 

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar 
di luar Panti 

87 87 100% 

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia 
Terlantar di luar Panti 

170 170 100% 

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial 
Khususnya Gelandangan dan Pengemis 
di luar Panti 

337 337 100% 

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada 
Saat dan Tanggap dan Pasca Bencana 
bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 

4718 4718 100% 

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2024 

 

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah 

ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Urusan 

Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu: 

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial 

ditargetkan sebanyak 135 orang dan terealisasi sebanyak 135 orang dengan 

Persentase 100%; 

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial ditargetkan sebanyak 

87 orang dan terealisasi sesuai target; 

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial ditargetkan 

sebanyak 170 orang dan terealisasi sebanyak 170 orang dengan Persentase 

100%; 

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di 

luar Panti Sosial ditargetkan sebanyak 337 orang dan terealisasi sebanyak 337 
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orang dengan Persentase 100%; 

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat 

Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan target 4718 orang dan terealisasi sesuai 

target. 

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan 

urusan Sosial di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut: 

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Penertiban Razia Gepeng 

2. Belum Optimalnya Penanganan tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, 

khususnya bantuan korban bencana 

3. Belum Optimalnya Penanganan dan pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal 

Tujuannya. 

4. Belum Optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi bagi PPKS. 

5. Belum Optimalnya Pemberian Bantuan Usaha kepada PPKS 

6. Belum Optimalnya Peran serta Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam 

Penanganan dan penanggulangan masalah-masalah Sosial 

7. Banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berasal dari Luar 

Daerah 

8. Rendahnya tingkat kesejahteraan PPKS. 

9. Belum Optimalnya Data yang terpadu. 

 

Dinas Sosial Kota Jambi pada tahun 2024 memiliki 6 program 16 kegiatan dan 

42 sub kegiatan. 

 

3.1.1.7. Urusan Tenaga Kerja 

Urusan Ketenagakerjaan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak 

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi dan UKM Kota Jambi. Urusan Ketenagakerjaan ini mengacu RPD Kota Jambi 

Tahun 2024-2026, dengan sasaran yaitu Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja.  

Adapun keterkaitan Urusan Ketenagakerjaan dengan RPD Kota Jambi tahun 

2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.25 
Keterkaitan Urusan Tenaga Kerja dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terjaganya 
pertumbuhan 
ekonomi 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

Peningkatan 
Partisipasi 
Angkatan 
Kerja 

Tingkat 
Partisipasi 
Angkatan 
Kerja 

 
 
 

63.25% 
 

  

 
 
 

66.40% 

Sumber: DTKK,UMKM Kota Jambi 2024 

Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2024 mencapai 66.40% 

dari target yang ditetapkan sebesar 63.25%. Dimana jumlah penduduk usia kerja pada 

tahun 2024 sejumlah 486.898, Adapun jumlah Angkatan kerja pada tahun 2024 sejumlah 

323.318, dapat formulasi sebagai berikut: 

Jumlah Angkatan Kerja 
                X 100% 
Jumlah Penduduk Usia Kerja 
 
323.318 orang 
              X 100% 
486.898 orang 

= 66,40%. 

 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan 

UKM Kota Jambi Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2024:  

   Anggaran      Realisasi      Persentase 

Belanja Operasi  Rp.     6.413.885.499  Rp. 5.429.325.660     87% 

Belanja Modal  Rp.  874.511.733  Rp.    842.972.905     13% 

Total Anggaran Rp.     7.288.397.232   Rp. 6.272.298.565,- 80% 

 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan 

UKM Kota Jambi Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 3.26 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Urusan Ketenagakerjaan 
pada Tahun 2024 

 

NO Sasaran strategis Indikator kinerja 
Target 
 2024 

Realisasi  
2024 

 

 
Meningkatnya 
produktivitas dan 
penyerapan tenaga 
kerja, serta 
hubungan 
industrial yang 
harmonis 
 
 

Persentase 
Penyerapan tenaga 
kerja 

42% 121,43% 

Persentase 
penyelesaian 
perselisihan 
hubungan industrial 

100% 100% 

Sumber: Angka Sementara (**) DTKK UKM 2024 
  

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi dan UKM Kota Jambi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1.  Persentase Penyerapan Tenaga Kerja 

Indikator ini diukur dengan rumus rasio jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan 

jumlah tenaga kerja terdaftar. 

Untuk tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 639 orang dan 

jumlah tenaga kerja terdaftar sebanyak 1.257 orang. Sehingga capaian 

penyerapan tenaga kerja sebesar 51,00%. 

2.  Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (HI) 

Indikator ini diukur dengan rumus rasio jumlah kasus HI yang diselesaikan 

terhadap jumlah kasus HI yang dicatatkan. Indikator ini ditarget tercapai 100%. 

Dari 38 Kasus HI yang dicatatkan selama tahun 2024, semua dapat diselesaikan, 

sehingga kinerja sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. 

Secara umum dari uraian yang dikemukakan di atas capaian sasaran strategis 

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi telah memenuhi target yang telah 

ditetapkan. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi memiliki 7 (tujuh) 

program, 15 (lima belas) kegiatan, 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Capaian 

realisasi keuangan pada tahun 2024 sebesar 94%. 

 

3.1.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Urusan 

Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi 
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Tahun 2024-2026, DPMPPA mengacu pada tujuan yaitu, Terwujudnya Sumber Daya 

Manusia yang Berdaya Saing dengan indikator tujuan, yakni Indeks Pembangunan 

Manusia. Adapun keterkaitan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 3.27 

Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terwujudnya 
Sumber Daya 
Manusia yang 

Berdaya 
Bersaing  

Indeks 
Pembangunan 

Manusia 

Mewujudkan 
Kota Ramah 

Anak 

Kriteria Kota 
Layak Anak 

Nindya 
Belum 
Rilis 

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2024 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian indikator sasaran RPD pada 

tahun 2024, Kriteria Kota Layak Anak ditargetkan Nindya dan pada saat laporan ini 

disusun realisasi tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak. Dalam evaluasi mandiri Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 

Pemerintah Kota Jambi mencapai nilai sebesar 938,73 dari nilai maksimal 1000. Proses 

selanjutnya verifikasi KLA oleh DP3AP2A provinsi, dari hasil verifikasi tersebut 

DP3AP2A Provinsi mengusulkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dengan nilai Verifikasi mencapai 938,73 dengan usulan peringkat 

kategori Utama dengan persentase standar KLA sebesar 90%, hasil akhir dari evaluasi 

KLA tersebut akan diberikan oleh Kementrian PPPA pada Tahun 2025 melalui proses 

verifikasi lapangan yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 dan penghargaan 

KLA akan diberikan pada Hari Anak Nasional bulan Juli Tahun 2025 (dilaksanakan 2 

tahun sekali). 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:   

  Anggaran      Realisasi   Persentase 

Belanja Operasi   Rp. 7.577.246.609 Rp. 6.965.834.010   91,93% 

Belanja Modal   Rp. 1.299.465.819   Rp. 1.283.840.052   96,58%    

Total Anggaran  Rp. 8.876.712.428 Rp. 8.249.674.062   92,94% 

 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  
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Tabel 3.28 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 
 

No Sasaran strategis Indikator kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1. Meningkatnya perlindungan 
terhadap perempuan dan 
Anak 

Rasio kekerasan terhadap 
perempuan dan TPPO 

0,011 25,84 

Persentase Korban Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan 
anak yang ditangani 

100% 100% 

2. Tercapainya Standar APE Predikat APE 
Nindya 

Belum 
Rilis 

3. Meningkatnya Pemenuhan 
Hak Anak 

Predikat Kota Layak Anak 
Nindya 

Belum 
Rilis 

4. Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Data Gender dan 
Anak 

Jumlah Jenis Data gender dan 

Anak 46 46 

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2024 

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan, 

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada Tahun 2024 adalah 

sebagai berikut:  

1. Pada indikator sasaran Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO 

ditargetkan sebesar 0,011 dan terealisasi sebesar 25,84, tidak mencapai target 

yang ditentukan karena terjadi peningkatan laporan kasus kekerasan perempuan 

yang masuk di UPTD PPA. 

2. Indikator sasaran persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

yang ditangani terealisasi sesuai dengan target yaitu sebesar 100%.  

3. Pada indikator predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) ditargetkan Nindya dan 

realisasi belum dirilis. Adalah penghargaan Pemerintah pusat terhadap Pemerintah 

Daerah yang berhasil dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Tahun 2023 Kota Jambi 

menerima penghargaan atas capaian pelaksanaan pengarusutamaan gender 

kategori Madya. Penilaian untuk penghargaan Parahita Ekapraya dilakukan 2 (dua) 

tahun sekali. Untuk tahun 2024 tetap dilakukan evaluasi pelaksanaan 

pengarusutamaan gender di daerah. Hasil evaluasi untuk Kota Jambi tahun 2024 

berada pada nilai estimasi 944,91 dari nilai maksimal 1000. Hasil evaluasi juga 

merupakan bahan acuan untuk penilaian Penghargaan Parahita Eka Praya (PPE) 

di tahun 2025. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja 

48ancer48iv ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. 

4. Pada indikator Kriteria Kota Layak Anak ditargetkan Nindya dan realisasi belum 

dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
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5. Indikator sasaran Jumlah Jenis Data gender dan Anak yang ditangani terealisasi 

sesuai dengan target yaitu sebesar 100%. 

Beberapa faktor penghambat yang masih menjadi kendala untuk naik peringkat 

adalah : 

1. Perangkat daerah belum semua yang memiliki dokumen Anggaran Responsif 

Gender (ARG)  

2. Belum semua perangkat daerah antusias menyusun dokumen PPRG dari program 

kegiatan di masing-masing perangkat daerah. 

3. Belum digunakan analisis gender dalam perencanaan pembangunan 

4. Masih minimnya SDM perangkat daerah yang memahami dan mampu dalam 

menyusun Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). 

5. Adanya ketentuan standarisasi terhadap beberapa program kegiatan dari 

Kementerian PPA yang menjadi salah satu pertanyaan pada indikator evaluasi 

penilaian PPE yang belum terpenuhi oleh Kota Jambi.  

Target dari sasaran Indikator Peningkatan pemenuhan hak anak pada tahun 

2024 adalah penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori madya dengan 

range nilai 700 sampai dengan 800 dengan persentase 80%, dalam evaluasi mandiri 

Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 Pemerintah Kota Jambi mencapai nilai sebesar 

938,73 dari nilai maksimal 1000 , Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian 

Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Proses selanjutnya verifikasi 

KLA oleh DP3AP2A provinsi, dari hasil verifikasi tersebut DP3AP2A Provinsi 

mengusulkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dengan nilai Verifikasi mencapai 938,73 dengan usulan peringkat kategori Utama 

dengan persentase standar KLA sebesar 90% , hasil akhir dari evaluasi KLA tersebut 

akan diberikan oleh Kementrian PPPA pada Tahun 2025 melalui proses verifikasi 

lapangan yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 dan penghargaan KLA 

akan diberikan pada Hari Anak Nasional bulan Juli Tahun 2025. 

Data gender dan anak adalah data yang menyajikan informasi terkait hubungan 

relasi, status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan, serta kondisi anak 

perempuan dan anak laki-laki. Data gender dan anak penting untuk mendukung 

pengarusutamaan gender (PUG) dan keberhasilan program pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak Data Gender dan Anak adalah Data mengenai hubungan relasi 

dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Data mengenai kondisi 

anak perempuan dan anak laki-laki yang terpilah menurut kategori umur. 
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Target dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak pada Tahun 

2024 belum mengalami peningkatan. Jenis Data yang ada di Sistem Informasi Gender 

dan Anak (SIGA) Kota Jambi belum ada penambahan data dari 46 Jenis data yang ada 

di Sistem Informasi Gender dan Anak.  

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan 

urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, 

krisis energi, ekonomi, bencana alam dan konflik sosial. Pada 50ancer informal 

menyerap tenaga kerja perempuan terbesar.Tantangan pertama yang harus 

dihadapi adalah meningkatnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait 

dengan pentingnya pembangunan yang responsif gender. 

2. Masih minim SDM perangkat daerah yang memahami dan mampu dalam 

menyusun Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). 

3. Organisasi perempuan masih menghadapi stereotip gender, bias, dan diskriminasi 

yang sering dihadapi perempuan dalam peran kepemimpinan, politik, hokum, sosial 

dan ekonomi 

4. Kota Jambi tidak diikutkan dalam sampel verifikasi lapangan penilaian APE 2023, 

sehingga tidak dapat memperlihatkan hasil pembangunan responsif gender yang 

sudah dilakukan. 

5. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia Tim PPA dalam memberikan 

pelayanan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun 

kekerasan terhadap perempuan. 

6. Belum optimalnya peran kelompok Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (PKDRT) di Kecamatan dan Kelurahan. 

7. Masih banyak masyarakat yang belum berani melaporkan kekerasan yang 

dialaminya 

8. Perangkat daerah belum memiliki dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG) 

  

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 

memiliki 6 (enam) program urusan dan 1 (satu) program non urusan, 16 (enam belas) 

kegiatan, 30 (tiga puluh) sub kegiatan. 
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3.1.1.9. Urusan Pangan 
 

Urusan Ketahanan Pangan merupakan Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Dalam RPD Kota Jambi Tahun 

2024-2026 urusan ini mengacu pada Tujuan ke-4, yaitu Terjaganya Pertumbuhan 

Ekonomi. Adapun keterkaitan Urusan Pangan dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-

2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.29 

Keterkaitan Urusan Pangan dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 
 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terjaganya 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

Laju Inflasi 
Peningkatan 
Ketahanan 
Pangan 

Indeks 
Ketahanan 
Pangan 

80 85.88 

Sumber: DPKP Kota Jambi 2024 
 

Berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 

realisasi IKP Kota Jambi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 85,88 dengan target 

80, namun angka realisasi tersebut belum bisa dipublikasikan ke publik karena 

menunggu dari Badan Ketahanan Pangan Pusat yang merilis. Nilai IKP tersebut naik 

disebabkan oleh kemudahan akses pemanfaatan pangan dan keterjangkauan pangan 

yang ada di Kota Jambi dengan skor pemanfaatan sebesar 82,85 dan keterjangkauan 

86,87 serta dipengaruhi pula oleh akses distribusi yang lancar. 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pangan pada Tahun 2024 

adalah sebagai berikut. 

 Anggaran   Realisasi  Persentase 

Belanja Operasi Rp. 15.070.565.856 Rp. 13.551.600.626   89.92% 

Belanja Modal Rp.      551.861.089 Rp.      530.997.218   96.22% 

Total Anggaran Rp. 15.622.426.945 Rp. 14.082.597.844   90.14% 

 
Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kota Jambi pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.30 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2024 
 

Sumber: DPKP Kota Jambi 2024 
 

Meningkatnya IKP disebabkan oleh tingkat kemudahan akses pemanfaatan 

pangan dan keterjangkauan pangan. Untuk tingkat keterjangkauan pangan dan 

pemanfaatan pangan dipengaruhi juga angka dari nilai skor PPH ketersediaan, 

Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Sampel Pangan asal 

Tumbuhan, Pangan Asal Ikan dan Pangan Asal Hewan), dan Nilai Skor PPH Konsumsi. 

Indikator Nilai Skor PPH Ketersediaan memiliki realisasi sebesar 90.34 dengan capaian 

90.34 dari target sebesar 100. Hal ini tidak tercapai disebabkan karena Kota Jambi 

bukan merupakan daerah produksi, ketersediaan pangan masih membutuhkan impor 

dari daerah lain di Luar Kota Jambi dan Luar Provinsi Jambi. 

Indikator Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 

terealisasi sebesar 106.8% dari target sebesar 100%. Hal ini disebabkan bahwa sampel 

yang diambil dari Pangan Segar Asal Tumbuhan, Pangan Segar Asal Hewan dan 

Pangan Asal Ikan yang tingkat keamanan pangan yang diambil berhasil terealisasi. 

Adapun pencapaian skor pola pangan harapan terealisasi sebesar 90,3 dari target 91.8, 

atau setara dengan 98,36%. 

 

3.1.1.10.  Urusan Lingkungan Hidup 
 

Urusan Lingkungan Hidup merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 

yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi 

tahun 2024-2026 urusan ini mengacu pada tujuan ke-3, yaitu Terwujudnya Aksesibilitas 

dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan. Adapun keterkaitan DLH Kota 

Jambi dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
 

No Sasaran strategis Indikator kinerja Target 2024 
Realisasi 

2024 

1  
Meningkatkan 
Ketersediaan Pangan  

Nilai Skor PPH Ketersediaan  100 90.34 

2 
Meningkatnya 
Keamanan Pangan 

Persentase Pengawasan dan 
Pembinaan Keamanan 
Pangan (Sampel Pangan 
asal Tumbuhan, Pangan Asal 
Ikan dan Pangan Asal 
Hewan) 

100% 106.8% 

3 
Meningkatkan 
Konsumsi Pangan 

Nilai Skor PPH Konsumsi 91,8 90,3 
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Tabel 3.31 
Keterkaitan Urusan Lingkungan Hidup 

 dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 
 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terwujudnya 
Aksesibilitas dan 

Kapabilitas Utilitas 
Perkotaan yang 
Berkelanjutan 

Indeks 
Kepuasan 
Layanan 

Infrastruktur 
(IKLI) 

Peningkatan 
Kinerja Layanan 

Infrastruktur 
Perkotaan yang 
Terintegrasi dan 
Berketahanan 

Iklim 

 
Indeks 

Kualitas 
Lingkungan 

Hidup 
(IKLH) 

59,47 65,15 

 Sumber: DLH Kota Jambi 2024 
 

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup memiliki satu 

Indikator Tujuan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2024 IKLH 

mengalami peningkatan dari kondisi awal tahun 2023 sebesar 57.09 meningkat menjadi 

65.15. Tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 59,47 dan dapat direalisasikan 

sebesar 65,15. Meningkat atau menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), serta Indeks 

Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dengan perhitungan sebagai berikut: 

IKLH = ((0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)) 

IKLH = ((0,376x46,71) + (0,405x90) + (0,219x50,87)) 

IKLH = 65.15 

 
Total anggaran yang dialokasikan untuk urusan Lingkungan Hidup pada tahun 

2024 adalah sebagai berikut.  

 Anggaran Realisasi Persentase 

Belanja Operasi  : Rp. 53.702.039.681 Rp. 50.998.275.616  94,97% 

Belanja Modal : Rp.   2.430.551.319 Rp.   2.369.357.210  97,48% 

Total Anggaran : Rp. 56.132.591.000 Rp. 53.367.632.826  95,07% 

 

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada tahun 2024 

sebesar Rp.17.022.083.953 (Tujuh belas milyar dua puluh dua juta delapan puluh tiga 

ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.10.516.519.750 

(Sepuluh milyar lima ratus enam belas juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus 

lima puluh rupiah) atau dapat direalisasikan 61,78% dari target yang telah ditetapkan.  

Tidak tercapainya target PAD tersebut dikarenakan:  
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1. Banyaknya wajib retribusi persampahan yang sudah tutup usaha. 

2. Wajib retribusi yang masih menunggak membayar dikarenakan adanya penurunan 

pemasukan yang diterima pelaku usaha. 

3. Ketidaktahuan terhadap adanya retribusi yang harus dibayarkan setiap tahun 

sehingga wajib retribusi tidak meregistrasi perizinan atau Izin Usaha berupa SITU, 

karena wajib retribusi menganggap bahwa SITU sudah dihapuskan. 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.32 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi  
pada Tahun 2024 

 

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 Peningkatan Kinerja 
Layanan 
Infrastruktur 
Perkotaan yang 
Terintegrasi dan 
Berketahanan Iklim 

Indeks Kualitas Air 43,50 46,71 
Indeks Kualitas Udara 88,11 90,00 
Indeks Kualitas Tutupan Lahan 49,97 50,87 
Persentase jumlah Pengurangan 
Sampah ditingkat sumber 

23,00% 12,59% 

Persentase jumlah Sampah yang 
ditangani 

74,75% 82,54% 

Sumber: DLH Kota Jambi 2024 
 

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Jambi pada Tahun 2024 dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi ditargetkan untuk tahun 2024 sebesar 

43,50 dapat direalisasikan dengan nilai 46,71 termasuk kategori IKA Kurang dengan 

status mutu air rata-rata tercemar ringan. Nilai ini diperoleh dari hasil perhitungan 

akumulasi Indeks Pencemar Air Sungai dan Air Danau. 

2. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi yang ditargetkan untuk tahun 2024 

sebesar 88.11 terealisasi dengan nilai 90,00 dengan kategori IKU Sangat Baik. 

Perhitungan IKU didapat dengan melakukan pengukuran kualitas udara ambien, 

parameter NO2 dan SO2 dengan metode passive sampler. 

3. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 

49,97 dapat direalisasikan sebesar 50,87 dengan kategori Sedang. 

4. Capaian kinerja indikator "Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat 

sumber" tahun 2024 adalah sebesar 12,59% dari target sebesar 23,00%. 

Perhitungan persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber dengan 
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menggunakan rumus total volume pengurangan sampah di Kota Jambi terhadap 

total volume timbulan sampah.  

5. Capaian kinerja indikator "Persentase jumlah sampah yang ditangani" tahun 2024 

dapat direalisasi sebesar 82,54%, dari target sebesar 74,75%. Perhitungan 

persentase jumlah sampah yang ditangani dengan menggunakan rumus total 

volume sampah yang dapat ditangani di Kota Jambi terhadap total volume timbulan 

sampah di Kota Jambi. Hal ini berbanding terbalik dengan persentase pengurangan 

sampah di tingkat sumber, semakin tinggi persentase pengurangan sampah 

ditingkat sumber maka persentase jumlah sampah yang ditangani semakin 

menurun, begitu juga sebaliknya. 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki 9 (sembilan) program, dengan 20 

(dua puluh) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan. 

 

3.1.1.11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Urusan 

Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 urusan ini 

mengacu pada tujuan yaitu Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik, dengan sasaran yakni Meningkatkan Manajemen ASN dan 

akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun keterkaitan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

 
Tabel 3.33 

Keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Meningkatnya 
kinerja 

penyelenggaraan 
pemerintahan 
dan pelayanan 

publik 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatkan 
Manajemen 

ASN dan 
akuntabilitas 

kinerja 
pemerintah 

berbasis TIK 

Indeks 
Pelayanan 

Publik 
(IPP) 

4.02 
(B) 

3,96 (B) 

Sumber: RPD Kota Jambi 2024-2026 

Indeks Pelayanan Publik adalah indikator yang digunakan untuk mengukur 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pada tahun 2024, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk 
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mencapai target Indeks Pelayanan Publik yang telah ditetapkan. Upaya-upaya tersebut 

antara lain peningkatan kualitas pelayanan, penerapan teknologi informasi dan 

peningkatan integrasi data. Tahun 2024 target Indeks Pelayanan Publik Kota Jambi 

sebesar 4,02 dengan realisasi 3,96. Target yang belum tercapai berdasarkan hasil 

pemantauan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Kemenpan RB antara lain 

disebabkan kualitas dan pemenuhan eviden rumah sakit belum sesuai dengan standar 

dokumen pelayanan publik serta belum terpenuhinya beberapa level atau tingkat 

indikator pada komponen pemenuhan standar dokumen evaluasi pelayanan publik.           

Meskipun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi akan  terus 

berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan kepada masyarakat.    

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Jambi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

     Anggaran     Realisasi  Persentase 

Belanja Operasi   Rp.  9.291.074.950 Rp.  8.787.290.954   94,58% 

Belanja Modal   Rp.  2.156.933.050 Rp.  2.025.003.500   93,88% 

Total Anggaran   Rp.11.448.008.000 Rp.10.812.294.454   94,45% 

 

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan anggaran sebesar Rp. 

11.448.008.000 dan realisasi sebesar Rp. 10.812.294.454 atau setara 94,45%. Hal 

tersebut terjadi karena Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sudah 

cukup optimal, efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung 

pencapaian target kinerja pemerintah Kota Jambi.  

Adapun capaian kinerja Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.34 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada Tahun 2024 
 

No Sasaran Strategis Indikator sasaran 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 Meningkatnya kualitas 
dan jangkauan layanan 
Adm. Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Persentase Dokumen 
Kependudukan yang 
diterbitkan 

100% 98,87% 

Persentase Dokumen 
Pencatatan Sipil yang 
diterbitkan 

100% 162,65% 

Persentase Validitas database 
kependudukan 100% 100% 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi 2024 
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Indikator Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kependudukan dan pencatatan sipil 

menjadi tolak ukur keberhasilan Perangkat daerah dalam menopang pelayanan publik 

di Kota Jambi. Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 

layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 91,04 dari target sebesar 

88,8 dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,52%. Capaian ini sudah melebihi 

2,24% dari target yang ditetapkan. Hasil ini didapat dari perhitungan Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Jambi pada semester 2 tahun 2024 dengan Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 

Penilaian hasil kuisioner sesuai dengan SK Menpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Survey Kepuasan Masyarakat dan SK Menpan Nomor 23/2004. 

Tidak tercapainya target pada indikator persentase dokumen kependudukan 

yang diterbitkan sebesar 98,87% dari target 100% hal ini dikarenakan perhitungan 

tersebut menggunakan sumber Data Konsul Bersih (DKB) Dirjen Dukcapil Kemendagri 

Semester I Tahun 2024, sedangkan untuk semester II, baru bisa diakses secara berkala 

pada bulan Februari s/d Maret Tahun 2025. Umumnya perhitungan menggunakan 

persentase semester I ini termasuk dalam kategori baik dalam memberikan layanan 

kepada masyarakat. Dinas Dukcapil Kota Jambi selalu melakukan pendekatan 

pelayanan dengan beberapa kegiatan yaitu Reaksi Cepat di wilayah RT dan perekaman 

ke Sekolah tingkat SMA sehingga masyarakat lebih proaktif dalam mengurus dokumen 

kependudukan. 

Untuk Indikator Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan dengan 

realisasi sebesar 162,65% dari target 100% dalam kategori sangat baik yang 

menggunakan DKB Semester I, penghitungan tersebut diperoleh dari rata-rata 

perhitungan penjumlahan persentase penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, hal 

ini dikarenakan masyarakat baru mengurus akta kematian pada tahun 2024 sedangkan 

kematiannya sebelum tahun 2024.  

Indikator Persentase Validitas Database Kependudukan dengan realisasi 100% 

dari target 100% hal ini dikarenakan Disdukcapil Kota Jambi sudah menggunakan SIAK 

terpusat. Database kependudukan ini digunakan secara real time baik untuk pelayanan 

kependudukan dan pencatatan sipil oleh masyarakat maupun penggunaan data mitra 

Dukcapil seperti BPJS, Perbankan, Kepolisian dan pihak lain yang berwenang. 

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan 

urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jambi, antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada 

masyarakat dengan jumlah personil terbatas, saat ini semua pengurusan di unit 

pelayanan publik lain di Kota Jambi mewajibkan untuk melampirkan KTP, KK dan 

Akta Kelahiran sebagai lampiran persyaratan. 

2. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil, upaya sosialisasi telah dilaksanakan berupa pencerahan yang diberikan 

kepada petugas Kecamatan, Kelurahan dan RT. 

3. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang sering terjadi yakni 

pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak 

ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan tersebut, data individu 

menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan 

publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.  

4. Belum optimalnya pelaporan atas terjadinya peristiwa penting baik itu kelahiran dan 

kematian. Rendahnya pelaporan peristiwa kelahiran dan kematian disebabkan 

masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melaporkan peristiwa tersebut 

pada tahun kejadian.  

5. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur masih terbatas terutama dalam 

bidang teknologi informasi (TI) seperti Administrator database sehingga sulit untuk 

melakukan pengelolaan sistem Pelayanan adminduk. 

6. Tidak ada kepastian ketersediaan Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) yang 

masih menjadi kewenangan pusat dalam penerbitannya sehingga belum bisa 

memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat.  

7. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan layanan online melalui 

aplikasi SIPADUKO.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada Tahun 2024 

memiliki 5 program 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan. 

 

3.1.1.12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Urusan Wajib Non 

Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi 

Tahun 2024-2026, DPMPPA mengacu pada tujuan yaitu, Terwujudnya Sumber Daya 

Manusia yang Berdaya Saing, dengan sasaran RPD yakni Mewujudkan Kota Ramah 
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Anak.  Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.35 

Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
dengan RPD Kota Jambi Tahun 2014-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran Indikator Sasaran 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terwujudnya 
Sumber 

Daya 
Manusia 

yang 
Bersaing 

Cakupan 
Pemberdayaan 

Masyarakat 
dalam 

Pembangunan 

Meningkatkan 
Partisipasi 
Masyarakat 

dalam 
Pembangunan 

Persentase penguatan 
kelembagaan dan 
pengembangan 

partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan 

90% 90,3% 

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2024 

Pada tahun 2024, target persentase penguatan kelembagaan dan 

pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan capaian realisasi 

sebesar 90,3% dari target sebesar 90%, sesuai dengan Kategori Skala Peringkat 

Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Cara pengukuran 

indikator ini yaitu dengan perhitungan: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) = 

91,18% dari 68 kelurahan LPM Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 62 LPM 

kelurahan yang aktif, untuk Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dari 68 

kelurahan yang ada baru 41 kelurahan yang terbentuk KPM sehingga persentasenya 

60,29%, sedangkan untuk RT sejumlah 1650 RT, PKK berjumlah 79 kelompok yang 

terdiri dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan dan Lembaga Adat Melayu (LAM) berjumlah 

79 kelompok yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 68 Kelurahan semuanya sudah 

terbentuk dan aktif 100%, sehingga didapatkan perhitungan persentasenya yaitu 

sebesar : (91,18%+100%+100%+100%+60,29%) : 5 x 100% = 90,3%. 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

  Anggaran     Realisasi   Persentase 

Belanja Operasi   Rp. 3.213.021.572 Rp. 3.176.182.603   98,85% 

Total Anggaran   Rp. 3.213.021.572 Rp. 3.176.182.603   98,85% 

 

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan 

urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan karena masih 

rendahnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat 
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2. Semakin berkurangnya minat dan keaktifan RT dan masyarakat dalam kegiatan 

kampung bantar dan hanya sebagian lurah yang peduli dan memotivasi 

masyarakat untuk mengikuti kampung bantar sehingga upaya pemberdayaan 

masyarakat hanya didorong oleh pendamping kecamatan yang merupakan 

perpanjangan tangan DPMPPA selaku perangkat daerah yang melaksanakan 

urusan pemberdayaan Masyarakat. 

 

3.1.1.13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Urusan 

Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 

urusan ini mengacu pada Tujuan 5, yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang 

Berdaya Saing, dengan sasaran RPD yakni Pengendalian Angka Kelahiran Penduduk.  

Adapun keterkaitan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

 

Tabel 3.36 
Keterkaitan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 

RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 
 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran  Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terwujudnya 
Sumber 

Daya 
Manusia 

yang 
Berdaya 

Saing 

Indeks 
Pembangunan 

Manusia 

Mengendalikan 
Angka 

Kelahiran 
Penduduk 

Menuju 
Keluarga 
Sejahtera 

Laju 
Pertumbuhan 

Penduduk 
1,2% 

Belum 
dirilis BPS 

Mewujudkan 
Penduduk 
Tumbuh 

Seimbang 

Angka 
Prevalensi 
Stunting 

10% 
Belum 
dirilis 

Kemenkes 

Sumber: BPS Provinsi Jambi  
 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sampai saat ini, data realisasi persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Jambi 

Tahun 2024 belum dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jambi.  

2. Persentase Angka Prevalensi Stunting Kota Jambi untuk Tahun 2024 belum dirilis 

oleh oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.  
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Total anggaran yang dialokasikan untuk DPPKB Kota Jambi pada tahun 2024 

adalah sebagai berikut. 

  Anggaran     Realisasi   Persentase 

Belanja Operasi   Rp. 15.304.797.507 Rp. 14.125.643.034   92,29% 

Belanja Modal   Rp.   2.253.478.483  Rp.   2.243.032.000   99,54% 

Total Anggaran   Rp. 17.558.276.000 Rp. 16.368.675.034   93,22% 
 

Pada tahun 2024, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga tidak memiliki 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikarenakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Klinik 

Angso Duo tidak memungut biaya.  

Adapun capaian kinerja sasaran strategis DPPKB Kota Jambi dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.37 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPPKB Kota Jambi Tahun 2024 
 

No Sasaran Strategis Indikator 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 Mengendalikan angka 
Kelahiran Penduduk 
Menuju Keluarga 
Sejahtera 
 

Indeks Pembangunan Keluarga 
(iBangga) 

66,70 66,84 

2 
Angka kelahiran remaja umur 15-19 
tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 
15-19) 

9,10 7,80 

3 Angka kelahiran total (Total Fertility 
Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 

2,04 2,08 

4 Angka prevalensi kontrasepsi 
modern/modern Contraceptive (mCPR) 

62,65 70 

5 
Mewujudkan 
Penduduk Tumbuh 
Seimbang 

Persentase kebutuhan ber-KB yang 
tidak terpenuhi (unmet need) 

8,70 5,40 

  Sumber: Data BKKBN, tahun 2025 
 

Tabel diatas menyajikan capaian Sasaran Strategis Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 

iBangga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

dalam membangun kualitas keluarga. iBangga memiliki tiga dimensi yaitu 

ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan. Hasil Pendataan Keluarga 2024 (PK 

24) menunjukkan capaian nilai iBangga Kota Jambi Tahun 2024 sebesar 66,84% 

dari target 66,70%. Capaian ini meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 66,48%. 

2. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 

15-19)  
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ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas 

dari wanita usia subur menurut usianya. Pada tahun 2024 capaian angka kelahiran 

usia 15-19 tahun Kota Jambi sebesar 7,8 yang artinya ada 7 atau 8 kelahiran per 

1.000 wanita pada kelompok usia 15-19 tahun. 

3. Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR).  

Berdasarkan data PK 24 capaian m-CPR Kota Jambi adalah sebesar 70%, angka 

ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 62,65% pada Tahun 2024. 

4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need).  

Capaian Unmet Need pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 5,40%, capaian ini 

lebih baik dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 8,70% 

 

DPPKB Kota Jambi pada tahun 2024 memiliki 4 (empat) Program 15 (lima 

belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan.  

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan 

Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut: 

1.  Diperlukan revitalisasi sarana prasarana rumah data di Kampung Keluarga 

Berkualitas; 

2.  Baru terbentuknya sekolah siaga kependudukan dan pojok kependudukan; 

3.  Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB dengan 

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), partisipasi pria dalam ber-KB; 

4.  Kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh 

kembang anak; 

5. Belum maksimalnya peranan dan fungsi kader, serta belum memadainya sarana 

prasarana media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). 

 

3.1.1.14. Urusan Perhubungan 

Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Jambi telah dialokasikan 

anggaran belanja sebesar Rp.22.126.055,00 dengan realisasi sebesar 

Rp.20.462.511.596,00 atau sebesar 92,48%. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Jambi 

di Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu Peningkatan Kinerja 

Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim. Untuk 

mencapai sasaran tersebut ditetapkan 1 (satu) IKU yaitu Indeks Kepuasan Kinerja 

Layanan Perhubungan. Adapun keterkaitan Urusan Perhubungan dengan RPD Kota 

Jambi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.38 
Keterkaitan Urusan Perhubungan dengan Rencana Pembangunan Daerah 

Kota Jambi Tahun 2024-2026 
 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terwujudnya 
Aksesibilitas dan 

Kapabilitas 
Utilitas Perkotaan 

yang 
Berkelanjutan 

Indeks 
Kepuasan 
Layanan 

Infrastruktur 
(IKLI) 

Peningkatan 
Kinerja Layanan 

Infrastruktur 
Perkotaan yang 
Terintegrasi dan 

Berketahanan Iklim 

Indeks 
kepuasan 

kinerja 
layanan 

perhubungan 

7,35 8,53 

Sumber: Dishub Kota Jambi 2024 
 

Dalam pencapaian sasaran RPD, dimana indikator sasarannya adalah Indeks 

Kepuasan Kinerja Layanan Perhubungan. Dimana dalam hal ini dapat lihat dari tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor perhubungan, 

baik itu terkait transportasi, infrastruktur jalan, angkutan umum, maupun layanan terkait 

lainnya. Indeks Kepuasan Kinerja Layanan. Perhubungan ini dihitung melalui survei 

yang mengukur berbagai aspek layanan transportasi seperti kualitas, keamanan, 

kenyamanan, aksesibilitas, serta tarif. Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan ditargetkan 

7,35 dan terealisasi sebesar 8,53 (berdasarkan survei kepuasaan masyarakat terhadap 

layanan perhubungan) 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Kota Jambi pada 

tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

   Anggaran   Realisasi Persentase 

Belanja Operasi Rp. 18.855.926.364 Rp. 17.230.737.696 91,38% 

Belanja Modal Rp.   3.270.128.636 Rp.   3.231.773.900 98,83% 

Total Anggaran Rp. 22.126.055.000 Rp. 20.462.511.596 92,48% 

 

Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, 

antara lain, dijabarkan pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.39 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 
 

No Jenis PAD Target 2024 Realisasi 2024 

1 
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir 
di Tepi Jalan Umum 

Rp. 6.350.000.000 Rp. 6.051.285.500 

2 
Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor 

Rp. 4.800.000.000 Rp.      68.410.000 
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No Jenis PAD Target 2024 Realisasi 2024 

3 
Retribusi Pelayanan Penyediaan 
Tempat Parkir untuk Kendaraan 
Penumpang dan Bus Umum 

Rp. 3.644.000.000 Rp.        2.457.000 

4 
Retribusi Pelayanan Penyediaan 
Tempat Kegiatan Usaha 

Rp.      44.000.000 Rp.        3.800.000 

5 
Retribusi Pelayanan Penyediaan 
Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 

Rp.        6.000.000 Rp.           244.000 

 
Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada Tahun 2024 

sebesar Rp.14.844.000.000 dengan total realisasi hanya tercapai sebesar 

Rp.6.126.196.500 atau sebesar 41,27%. 

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi sehingga tidak tercapainya PAD 

yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, disebabkan adanya pemberlakuan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga yang menjadi kewenangan dan boleh 

dipungut retribusinya hanya Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Adapun 

capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.40 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi 
pada Tahun 2024 

 

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Perhubungan 

Penurunan V/C Ratio 
Jaringan Jalan 

0,437 0,435 

Rasio Layanan Angkutan 
Sungai dan Danau 

79% 77% 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi 2024 
 

Tabel di atas menyajikan capaian strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi 

pada Tahun 2024 yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Jambi menetapkan target V/C ratio 

sebesar 0,437. Angka ini menunjukkan bahwa volume lalu lintas yang ada pada 

jaringan jalan yang dipantau harus sekitar 43,7% dari kapasitas jalan. Namun, 

angka 0,435 yang terealisasi pada akhirnya sedikit lebih rendah daripada target, 

yang berarti kondisi lalu lintas di jalan-jalan tersebut kecil dari yang diperkirakan. 

Perbedaan yang sangat kecil ini, yaitu 0,437 – 0,435 = 0,002, menunjukkan 

pencapaian yang sangat baik dan bahwa penurunan V/C ratio berhasil dilakukan 

dengan efektif. 
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2. Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau merujuk pada tingkat pelayanan 

atau keberhasilan sistem angkutan yang menggunakan jalur sungai dan danau 

dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Rasio ini diukur dengan 

mempertimbangkan beberapa faktor, seperti ketersediaan angkutan, ketepatan 

waktu, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengguna layanan. Dinas Perhubungan 

Kota Jambi memiliki target rasio layanan angkutan sungai dan danau sebesar 79% 

pada tahun 2024, namun yang terealisasi adalah 77%. Ini berarti ada sedikit 

perbedaan antara target yang ditetapkan dan pencapaian yang sebenarnya, 

meskipun tetap menunjukkan hasil yang cukup baik. Realisasi 77% berarti pada 

tahun 2024, layanan angkutan sungai dan danau yang tercapai hanya 77% dari total 

yang diinginkan, sedikit lebih rendah daripada target 79% yang ditetapkan, hal ini 

disebabkan: keterbatasan armada, kondisi infrastruktur, perawatan armada, cuaca/ 

musim serta anggaran dan pembiayaan. Walaupun angka realisasi yang tercapai 

sedikit lebih rendah (77%) dari target yang diharapkan (79%), namun hasil ini tetap 

menunjukkan bahwa angkutan sungai dan danau di Kota Jambi berfungsi dengan 

cukup baik.  

Dinas Perhubungan Kota Jambi pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) program, 14 

(empat belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. 

 

3.1.1.15. Urusan Komunikasi dan Informatika 

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan Urusan Wajib non Pelayanan 

Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Pada 

RPJMD Kota Jambi tahun 2024-2026 urusan ini mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan 

Birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat Berbasis Teknologi Informasi, 

dengan tujuan RPD yakni Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik, dimana indikator tujuan tersebut adalah Indeks Reformasi Birokrasi.  

Adapun keterkaitan Urusan Komunikasi dan Informatika dengan RPD Kota 

Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada table di bawah ini 

Tabel 3.41 
Keterkaitan Urusan Komunikasi dan Informatika  

dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 
 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Meningkatkan 
Kinerja 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
dan Pelayanan 

Publik 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatkan 
Profesionalitas 

ASN dan 
Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah 
berbasis TIK 

Indeks 
SPBE 

4,28 4,32 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi 2024 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi pusat dan Pemerintah Daerah tahun 

2024 Kota Jambi berhasil mendapatkan nilai 4,32 dengan predikat “Memuaskan”. Total 

anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada 

tahun 2024: 

Anggaran   Realisasi    Persentase 

Belanja Operasi   Rp. 12,914.691.495,-  Rp. 12.313.195.992     95,34% 

Belanja Modal   Rp.   5.716.497.505,-  Rp.   5.656.651.120     98,95% 

Total Anggaran   Rp. 18.631.189.000  Rp. 17.969.847.112     96,45% 

 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.42 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2024 

 

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 
Meningkatnya layanan aplikasi 
dan Informatika 

Persentase peningkatan 
aplikasi informatika 

90 90 

2 
Meningkatnya layanan 
informasi dan komunikasi 
publik 

Persentase peningkatan akses 
dan kualitas informasi 

70 

 

98,88 

 

3 
Meningkatnya 
penyelenggaraan persandian 
untuk pengamanan informasi 

Persentase pengamanan 
informasi 

50 100 

4 
Meningkatnya 
penyelenggaraan statistik 
sektoral 

Persentase tersedianya data 
statistik sektoral 

80 

 

100 

 

5 
Meningkatnya implementasi 
perencanaan capaian kinerja, 
keuangan dan kepegawaian 

Persentase kinerja pengelola 
sarana prasarana dan 
administrasi perkantoran 

100 100 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi 2024 

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Jambi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Persentase peningkatan aplikasi informatika ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 

90%. Indikator ini diukur dengan Jumlah OPD yang terhubung akses internet, aplikasi 

yang dibuat, OPD yang memiliki website, sistem informasi yang terintegrasi, domain 

dan subdomain yang terdaftar, Jumlah e-mail kedinasan yang terdaftar, Jumlah 

peserta sosialisasi TIK, Jumlah peserta yang mengikuti bimtek, Jumlah video 

conference yang terlaksana, dan Jumlah koordinasi/supervisi yang terlaksana.  
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2. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi ditargetkan sebesar 70% dan 

terealisasi 98,88%. Indikator ini diukur dengan jumlah KIM, Diseminasi informasi 

melalui laman/website, aksesibilitas informasi, pengaduan/aspirasi masyarakat, dan 

diseminasi informasi melalui media mainstream  

3. Persentase pengamanan informasi ditargetkan sebesar 50% dan terealisasi 100%. 

Indikator ini diukur dengan Jumlah sistem informasi milik Pemerintah daerah yang 

diamankan  

4. Persentase tersedianya data statistik sektoral ditargetkan sebesar 80% dan 

terealisasi 100%. Indikator ini diukur dengan Jumlah OPD yang mengumpulkan data 

statistik sektoral 

5. Persentase kinerja pengelola sarana prasarana dan administrasi perkantoran 

ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini diukur dengan Realisasi 

fisik dan keuangan program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada tahun 2024 memiliki 5 

(lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan. 

 

3.1.1.16.  Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Urusan Koperasi dan UKM merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak 

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi dan UKM Kota Jambi. Urusan Koperasi dan UKM ini mengacu RPD Kota Jambi 

Tahun 2024-2026, dengan sasaran yaitu Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja. 

Adapun keterkaitan Urusan Ketenagakerjaan dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.43 
Keterkaitan Urusan Koperasi dan UKM 

dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024 – 2026 
 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terjaganya 
pertumbuhan 

ekonomi 

Tingkat 
Pengangguran 

Terbuka 

Peningkatan 
Partisipasi 
Angkatan 

Kerja 

Tingkat 
Partisipasi 
Angkatan 

Kerja 

 
 

63.25% 
 
 
 

 
 

66.56% 

Sumber: DTKK UKM 2024 
 

Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2024 mencapai 66.56% 

dari target yang ditetapkan sebesar 63.25%. Dimana jumlah penduduk usia kerja pada 
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tahun 2024 sejumlah 485.734, Adapun jumlah Angkatan kerja pada tahun 2024 sejumlah 

323.318, dapat formulasi sebagai berikut: 

Jumlah Angkatan Kerja 
               X 100% 
Jumlah Penduduk Usia Kerja 
 
323.318 orang 
               X 100% 
485.734 orang 

= 66,56%  

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan 

UKM Kota Jambi Urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2024:  

     Anggaran   Realisasi  Persentase 

Belanja Operasi   Rp.1.752.589.928 Rp.1.575.470.318   100% 

Belanja Modal   Rp.       2.490.840 Rp.          0        0% 

Total Anggaran   Rp.1.755.080.768 Rp.1.575.470.318 89,77% 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 

Kota Jambi Urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 3.44 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota 

Jambi Urusan Koperasi dan UKM pada Tahun 2024 
 

NO Sasaran strategis Indikator kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

  
Meningkatnya kualitas koperasi dan 
usaha mikro kecil menengah 

Persentase 
koperasi modern. 

15,46% 12, 37% 

Persentase UMKM 
naik kelas 

7,15% 5, 30% 

 

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi dan UKM Kota Jambi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Persentase Koperasi Modern 

Indikator ini diukur dengan rumusan rasio jumlah koperasi modern dan jumlah 

koperasi berkualitas. Di tahun 2024, target sebesar 15,46% dan realisasinya sebesar 

12,37%. Sampai tahun 2024 jumlah koperasi moderen sebanyak 12 koperasi. Dan 

jumlah koperasi berkualitas sebanyak 97 koperasi. 

Dari angka tersebut diperoleh capaian persentase koperasi modern tahun 2024 

sebesar 12,37%. 
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2. Persentase UMKM Naik Kelas 

Indikator ini diukur dengan rumus rasio jumlah UMKM naik kelas dibagi jumlah 

UMKM yang telah dibina. Jumlah UKM yang dimaksud pada rumusan ini adalah 

UMKM yang dibina oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM sebanyak 3320. 

Sampai tahun 2024 jumlah UKM naik kelas sebanyak 176 UMKM. 

Dari angka tersebut diperoleh capaian persentase UMKM naik kelas tahun 2024 

sebesar 5,30%, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 7,15% 

Secara umum dari uraian yang dikemukakan di atas capaian sasaran strategis 

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi telah memenuhi target yang telah 

ditetapkan. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi memiliki 7 (tujuh) 

program, 15 (lima belas) kegiatan, 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Capaian 

realisasi keuangan pada tahun 2024 sebesar 94%. 

 

3.1.1.17.  Urusan Penanaman Modal 

Urusan Penanaman Modal merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 

yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Jambi. Urusan Penanaman Modal ini mengacu RPD Kota Jambi tahun 

2024 - 2026 , dengan sasaran yaitu Peningkatan Realisasi Investasi. Adapun keterkaitan 

Urusan Penanaman Modal dengan RPD Kota Jambi tahun 2024 - 2026 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.45 

Keterkaitan Urusan Penanaman Modal  
dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024 – 2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 2024 Realisasi 2024 

Terjaganya 
pertumbuhan 

ekonomi 

Laju 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

Peningkatan 
Realisasi 
Investasi 

Realisasi 
Investasi 

 
1.429.000.000.000 

 
 

1.813.281.873.255 
 

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi 2024 
 

Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN pada tahun 2024 mencapai 

Rp.1.813.281.873.255,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.429.000.000.000,-

Capaian kinerja Realisasi Investasi PMA/PMDN sebesar 126,89% dari target yang telah 

ditetapkan pada tahun 2024. Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi pada tahun 2024: 
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    Anggaran      Realisasi     Persentase 

Belanja Operasi  Rp. 8. 934.950.772    Rp. 8.084.211.614      90,48% 

Belanja Modal  Rp.     932.212.228    Rp.     931.525.000      99,93% 

Total Anggaran  Rp.  9.867.163.000    Rp.  9.015.736.614      91,37% 

 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi pada tahun 2024 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.46 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Jambi pada Tahun 2024 

NO Sasaran strategis 
Indikator 
kinerja 

Target 2024 Realisasi 2024 

1 
Nilai Realisasi 
Investasi PMA/PMDN 

Realisasi 
Investasi 

1.429.000.000.000 1.813.281.873.255 

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi 2024 

 

Realisasi Investasi pada tahun 2024 sebesar Rp.1.813.281.873.255 dari 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Target Realisasi Investasi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi pada tahun 2024. 

Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki potensi yang besar 

untuk menarik minat para investor dalam mengembangkan usahanya. 

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota jambi pada akhir tahun 2024 

kembali meraih penghargaan tingkat Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Unit Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik dengan kategori sangat baik (A), Evaluasi Penyelenggaraan Mall 

Pelayanan Publik Kategori “Baik” Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, penilaian Kepatuhan Oleh Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Jambi dengan Kategori Zona Hijau dengan Nilai 93,09, dan 

Penghargaan oleh Pj. Walikota Jambi atas Inovasi Kategori Pelayanan Publik (Jempol 

Pa’ BOSS) pada Lomba Inovasi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 serta Penghargaan 

Oleh Pj. Walikota Jambi sebagai Perangkat Daerah terbaik I dalam kinerja Kerjasama 

Daerah, dan Penghargaan Atas Partisipasi Aktif dalam kegiatan Pembinaan Lembaga 

dalam pengutamaan Bahasa Negara oleh Balai Bahasa Provinsi Jambi Tahun 2024. 

Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kota Jambi adalah pelayanan administrasi baik 

pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her 

registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian data. Pada Tahun 2024 izin usaha baru 

terbit sebanyak 3293 izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Jambi, sementara itu 
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yang diterbitkan oleh OSS sebanyak 17.911 NIB dan yang herregistrasi izin sebanyak 

569 izin dan Perizinan yang diterbitkan melalui SIMBG sebanyak 646 Izin. 

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2024 memiliki 6 program, terdiri 12 (dua 

belas) kegiatan dan 31 sub kegiatan, capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan Tahun 2024 urusan Penanaman Modal. 

 

3.1.1.18. Urusan Pemuda dan Olahraga 

Urusan Pemuda dan Olahraga merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 

yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Jambi. Pada RPD 

Kota Jambi tahun 2024-2026 urusan ini mengacu pada Tujuan 5, yaitu Terwujudnya 

Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, dengan sasaran RPD yakni Meningkatkan 

Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan, dimana indikator sasaran tersebut adalah Indeks 

Pembangunan Pemuda yang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 58,06 dan terealisasi 

sebesar 58,53. Pencapaian indeks ini telah melebihi target Tahun 2026 pada RPD. 

Adapun keterkaitan Urusan Pemuda dan Olahraga dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-

2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.47 

Keterkaitan Urusan Pemuda dan Olahraga  
dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terwujudnya 
Sumber Daya 

Manusia 
yang Berdaya 

Saing 

Indeks 
Pembangunan 

Manusia 

Peningkatan 
Kualitas 

Pembangunan 
Pemuda 

Indeks 
Pembangunan 

Pemuda 
58,50 58,53 

Sumber: Dispora Kota Jambi 2024 
 

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ditargetkan sebesar 

58,50 dan terealisasi 58,53. Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda dihitung dari 5 

domain yaitu: 

1. Domain Pendidikan terealisasi 94,000; 

2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan terealisasi 7,163; 

3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja terealisasi 66,000; 

4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan terealisasi 70,833; dan 

5. Domain Gender dan Diskriminasi terealisasi 54,667. 

Total anggaran yang dialokasikan untuk DISPORA Kota Jambi pada Tahun 

2024 adalah sebagai berikut: 
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 Anggaran Realisasi Persentase 

Belanja Operasi  Rp 14.942.565.180,00 Rp 13.464.290.700,00 90,11% 

Belanja Modal Rp      460.391.820,00 Rp.     458.260.000,00 99,54% 

Total Anggaran Rp.15.402.957.000,00 Rp.13.922.550.700,00 90,39% 
 

 
Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dispora Kota Jambi pada tahun 2024 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3.48 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dispora Kota Jambi Tahun 2024 

 

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1. Meningkatnya Prestasi 
dan Kreativitas 
Kepemudaan 

Persentase Pemuda Pelopor 88% 88% 

Persentase Wirausaha Muda 
Pemula 

94% 94% 

Persentase OKP yang Aktif 96% 96% 

2. Meningkatnya Partisipasi 
SDM dan Prestasi di 
Bidang Keolahragaan 

Persentase Masyarakat Gemar 
Berolahraga 

91% 91% 

Persentase Pembinaan Cabang 
Olahraga Prestasi 

89% 97% 

3. Meningkatnya Kapasitas 
Kepramukaan 

Persentase Gudep yang Dibina 88% 88% 

Sumber: Dispora Kota Jambi 2024 

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Jambi dan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Persentase Pemuda Pelopor ditargetkan sebesar 88% dan terealisasi sebesar 

88%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah 

pemuda pelopor yang dibina terhadap jumlah pemuda pelopor terdaftar.  

2. Persentase Wirausaha Muda Pemula ditargetkan sebesar 94% dan terealisasi 

sebesar 94%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara 

jumlah wirausaha muda pemula terhadap jumlah potensi wirausaha muda pemula.  

3. Persentase OKP yang Aktif ditargetkan sebesar 96% dan terealisasi sebesar 96%. 

Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah OKP 

yang aktif terhadap jumlah OKP Kota Jambi.  

4. Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga ditargetkan sebesar 91% dan 

terealisasi sebesar 91%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus 

perbandingan antara jumlah masyarakat gemar berolahraga terhadap jumlah 

masyarakat Kota Jambi.  



III - 73 

5. Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi ditargetkan sebesar 89% dan 

terealisasi sesuai sebesar 97%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus 

perbandingan antara jumlah cabang olahraga yang dibina terhadap jumlah cabang 

olahraga di Kota Jambi.  

6. Persentase Gugus Depan (Gudep) yang dibina ditargetkan sebesar 88% dan 

terealisasi sebesar 88%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus 

perbandingan antara jumlah Gudep dibina terhadap jumlah Gudep di Kota Jambi.  

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan 

urusan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut: 

1. Tantangan era digital yang membentuk masyarakat khususnya pemuda dengan 

pemikiran yang lebih luas dan beragam, sehingga diperlukan keilmuan yang lebih 

mendalam ketika akan mengarahkan pemuda kepada aspek yang dibutuhkan. 

2. Menurunnya sikap nasionalisme pada masyarakat khususnya usia muda, 

sehingga tantangan untuk membangun semangat persatuan serta bela negara 

dalam jiwa pemuda lebih besar karena tingginya sikap individualis pada pemuda. 

3. Pembangunan olahraga Kota Jambi masih berada pada kategori Rendah sesuai 

dengan norma SDI (Sport Development Index) yang meliputi Ruang Terbuka, 

Sumber Daya Manusia, Partisipasi Olahraga dan Kebugaran Jasmani masyarakat 

Kota Jambi. 

4. Masih jauhnya perbandingan atlet dan pelatih untuk masing-masing cabang 

olahraga serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi olahraga belum sepenuhnya 

dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. 

5. Minimnya fasilitas yang diperlukan dan membantu para pelaku olahraga untuk 

dapat mempertahankan eksistensi olahraga di Kota Jambi juga menjadi masalah 

tersendiri. 

DISPORA Kota Jambi pada tahun 2024 memiliki 4 program, 14 kegiatan, 34 

sub kegiatan. 

 

3.1.1.19. Urusan Kebudayaan 

Urusan Bidang Kebudayaan merupakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 urusan ini mengacu pada sasaran 

RPD yakni Peningkatan pendapatan asli daerah sektor pariwisata terhadap Pendapatan 

Domestik Regional Bruto (PDRB).  
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Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota 

Jambi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. 

   Anggaran   Realisasi  Persentase 

Belanja Operasi Rp. 6.259.469.773 Rp. 5.557.793.840 88,79% 

Belanja Modal Rp. 1. 351.600.000 Rp. 1.341.200.000 99,23% 

Total Anggaran Rp. 7. 611.069.773 Rp. 6.898.993.840
  

90,64% 

 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Kebudayaan pada tahun 2024 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.49 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Kebudayaan pada Tahun 2024 

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
 2024 

Realisasi 
2024 

1. Terselenggaranya Event Seni 
Budaya dan Pariwisata 

Jumlah Penyelenggaraan 
Event Seni dan Budaya 

6 Kali 12 Kali 

2. Meningkatnya Peninggalan 
Sejarah yang dilestarikan dan 
dikembangkan 

Jumlah Benda 
Peninggalan Budaya yang 
dilestarikan 

5 Objek 6 Objek 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi 2024 
 

Tabel di atas menyajikan target dan capaian sasaran strategis Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan pada Tahun 2024 yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Jumlah Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya dengan target 6 kali pada tahun 

2024, sampai akhir tahun 2024 terealisasi sebanyak 12 kali atau 200% yaitu even, 

yang terdiri dari: 

a. Haul Pangeran Wiro Kusumo dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2024 di 

Masjid Al-Ihsaniyah kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota 

Jambi.  

b. Festival Cap Go Meh dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024 di kawasan 

pasar jambi.  

c. Pesta rakyat dalam rangka HUT kota jambi tahun 2024 dilaksanakan pada 

31 Mei 2024 di pelataran Tugu Keris Siginjai Kota Jambi. 

d. Lomba Perahu dan Ketek Hias dilaksanakan pada tanggal 2 juni 2024 di 

Danau Sipin Kota Jambi.  

e.  Festival Tugu Keris Siginjai dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 3 Agustus 2024 

di Kawasan Tugu Keris Siginjai Kota Jambi 

f.  Festival Muharram 1444 Hijriah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024 

di Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura kota Jambi. 

g.  Festival Band dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024 di WTC 

Batanghari Kota Jambi. 



III - 75 

h.  Karnaval Angso Duo dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 di Tugu 

Keris Kota Baru Kota Jambi. 

i.  Festival Kesenian Kota Jambi dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024 

di WTC Batanghari Kota Jambi. 

j.  Haul Tuanku Keramat Tambak dilaksanakan pada tanggal 10 November 

2024 di Kel. Arab Melayu Kecamatan Pelayangan kota Jambi. 

k.  Festival Kuliner Jajan Bengen dilaksanakan pada tanggal 16 November 

2024 di Lapangan Kantor Walikota Jambi. 

l.  Haul Tuanku Keramat Tambak dilaksanakan pada tanggal 10 November 

2024 di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan kota Jambi. 

 

2. Jumlah benda peninggalan budaya yang dilestarikan dengan target 5 Buah pada 

tahun 2024, Sampai dengan akhir tahun 2024 terlaksana pendaftaran dan 

penetapan benda Cagar Budaya sebanyak 6 (Enam) Objek Cagar Budaya dengan 

capaian 120% dari target, objek yang dimaksud Sebagai Berikut: 

a. Bunker Jepang Bandara Sultan Thaha; 

b. Gedung Utama Unja Pasar; 

c. Gedung Politeknik dan bangsal anak rumah sakit dr. Bratanata; 

d. Makam Anna Catharina blok Caspari; 

e. Makam Elisabeth Victoria Clementine; 

f.  Makam Petrus Gerber Bylaard; 

Urusan kebudayaan pada tahun 2024 memiliki 4 program, 10 kegiatan dan 19 

sub kegiatan.  

 

3.1.1.20. Urusan Perpustakaan 

Urusan Perpustakaan merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi. Pada RPD 

Kota Jambi tahun 2024-2026 urusan ini mengacu pada Tujuan 5, yaitu Terwujudnya 

Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. Adapun capaian kinerja sasaran strategis 

urusan Perpustakaan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.50 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perpustakaan Tahun 2024 

No Sasaran Strategis Indikator sasaran Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 Meningkatnya 
Literasi Masyarakat 

Indeks Pembangunan Literasi 
Masyarakat Persentase  

45.90 Poin 
47,81 
Poin 

Sumber: DKP Kota Jambi 2024 

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Urusan Perpustakaan Kota 

Jambi pada tahun 2024 adalah Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

dengan target sebesar 45.90 poin dan mencapai realisasi 47,81 Poin. Indeks 

Pembangunan Literasi Masyarakat melebihi target di karena semua unsur Pemerataan 

Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, 

Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan, Perpustakaan berNSP bertambah 1 

Sekolah, Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Perpustakaan dan Anggota 

perpustakaan meningkat. 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2024 

adalah sebagai berikut: 

 Anggaran    Realisasi  Persentase 

Belanja Operasi   Rp     821.433.844 Rp    810.268.922 99% 

Belanja Modal   Rp. 5.189.615.012 Rp 5.069.399.688 98% 

Total Anggaran   Rp  6.011.048.856 Rp 5.879.668.610     98% 

 

Urusan Perpustakaan pada tahun tahun 2024 memiliki 2 program 4 kegiatan 

10 sub kegiatan. 

 

3.1.1.21. Urusan Kearsipan 

Urusan Kearsipan merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi. Pada RPD 

Kota Jambi tahun 2024-2026 urusan ini mengacu pada Tujuan 1, yaitu Meningkatnya 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan sasaran RPD 

yakni Meningkatkan Manajemen Kepegawaian dan akuntabilitas kinerja pemerintah 

berbasis TIK. Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Kearsipan pada tahun 

2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.51 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Kearsipan Tahun 2024 

No Sasaran Strategis Indikator sasaran 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 Meningkatnya Pengelolaan, 
Perlindungan dan 
Penyelamatan Arsip Pada PD 

Persentase Unit Pengolah/ 
Unit Kearsipan Yang 
Melaksanakan Arsip 
Sesuai Standar 

51,92 54,32 

Sumber: DKP Kota Jambi 2024 

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Urusan Kearsipan Kota 

Jambi pada tahun 2024 dengan indikator Persentase Unit Pengolah/ Unit Kearsipan 

Yang Melaksanakan Arsip Sesuai Standar memiliki target 51,92% dengan capaian 

realisasi 54,32%. 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Kearsipan pada tahun 2024 

adalah sebagai berikut: 

  Anggaran     Realisasi   Persentase 

Belanja Operasi   Rp. 7.911.745.490 Rp. 7.103.697.928   90% 

Belanja Modal   Rp 1.576.245.905 Rp. 1.522.707.720  97% 

Total Anggaran   Rp. 9.487.991.395  Rp. 8.626.405.648  91% 
 

Adapun capaian dan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang 

menjadi urusan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi 

pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

a. Pada Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal telah dilakukan pengawasan 

terhadap seluruh Perangkat Daerah yang ada di Lingkup Pemerintah Kota Jambi dan 

untuk pengawasan eksternal telah meningkat dari 92,35 pada Tahun 2023 menjadi 

94,65 pada Tahun 2024 dengan predikat “Sangat Memuaskan” (peringkat 6 dari 508 

Kabupaten/Kota Se-Indonesia). 

b. Pada Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis telah masuk 

arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah sebanyak 64.458 dari 5.500 yang menjadi 

target tahun 2024. 

c. Pada Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah 

kabupaten/Kota Melalui JIKN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi telah 

menginput Arsip ke dalam Aplikasi SIKN JIKN sebanyak 2.508 Arsip. 

d. Pada Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan 

Daerah Kabupaten/Kota dari 39 Perangkat Daerah yang telah dilakukan pembinaan 

kearsipan dengan hasil: 
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i. 7 Perangkat Daerah yang bernilai Sangat Memuaskan,  

ii. 12 Perangkat Daerah yang bernilai Memuaskan,  

iii. 10 Perangkat Daerah yang bernilai Sangat Baik,  

iv. 9 Perangkat Daerah yang bernilai Baik. 

v. 1 Perangkat Daerah yang bernilai Cukup. 

 

Urusan Kearsipan pada tahun tahun 2024 memiliki 4 program 16 kegiatan 37 

sub kegiatan 

 

3.1.2. URUSAN PILIHAN 

3.1.2.1.  Urusan Pariwisata 

Urusan Pariwisata merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan (DPK) Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 

urusan ini mengacu pada sasaran RPD yakni Peningkatan pendapatan asli daerah 

sektor pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun 

keterkaitan Urusan Pariwisata dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.52 
Keterkaitan Urusan Pariwisata dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terjaganya 
pertumbuhan 

ekonomi 

Laju 
pertumbuhan 

ekonomi 

Peningkatan 
pendapatan 
asli daerah 

sektor 
pariwisata 

Kontribusi 
sektor 

Pariwisata 
terhadap 

PDRB 

50 
Milyar 

124,73 
Milyar  

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi 2024 
 

Indikator Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2024 memiliki 

target sebesar 50 Milyar Rupiah, dan sampai akhir tahun 2024 realisasi sebesar 

Rp.124.726.893.539,- hal ini mengalami peningkatan sebesar Rp.74.726.893.593 atau 

meningkat sebesar 249,45%. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan 

Pariwisata di Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi pada tahun 2024 adalah 

sebagai berikut. 

 Anggaran Realisasi Persentase 

Belanja Operasi Rp. 2.452.381.777  Rp. 2.406.243.908  98,11%  

Belanja Modal Rp         1.770.450  Rp         1.595.000  90,09% 

Total Anggaran Rp. 2.454.152.227 Rp. 2.407.838.908   98,11%  
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Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata 

dan kebudayaan Kota Jambi pada dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.53 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pariwisata pada Tahun 2024 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target  
2024 

Realisasi 
2024 

1 
 

Meningkatnya 
Pertumbuhan Ekonomi 
dari Sektor Pariwisata 

Jumlah Kunjungan Wisata dalam 
dan luar negeri 

750.000 
Orang 

935.025  
Orang 

Rata - rata lamanya hari 
kunjungan wisata di Kota Jambi 

3 Hari 2 hari 

2. Meningkatnya PAD  Jumlah PAD sektor Pariwisata 
50 Miliar 

124,73  
Miliar 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi 2024 
 

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis urusan Pariwisata Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah Kunjungan Wisata dengan target 750.000 Orang pada tahun 2024, 

Pendataan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sampai akhir 

Desember 2024 terealisasi sebanyak 935.025 Orang atau 124,67% Hal ini atau 

mengalami peningkatan/penurunan sebesar 24,67% dari target yang telah 

ditetapkan berdasarkan data jumlah Hunian/Tamu Hotel ataupun penginapan yang 

ada di Kota Jambi. 

2. Rata-rata lamanya hari kunjungan wisata di kota Jambi dengan target 3 hari pada 

tahun 2024, Pendataan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sampai 

akhir tahun 2024 terselisaasi Rata-rata lamamya hari kunjungan wisata selama 2 

hari atau 66,66%. Mengalami penurunan sebesar 33,33% Target. 

3. Penerimaan PAD Sektor Pariwisata dengan target 50 Milyar Rupiah pada tahun 

2024, sampai akhir tahun 2024 data yang dari BPKAD Kota Jambi Penerimaan 

PAD Kota Jambi sebesar 124,73 Miliar Rupiah atau 249,45%. Hal ini mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2024 urusan pariwisata memiliki 4 (empat) program, 7 (tujuh) 

kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan. 

 

3.1.2.2. Urusan Kelautan dan Perikanan 

Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan Urusan Pilihan yang dilaksanakan 

oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi. Pada RPD Kota 

Jambi tahun 2024-2026 urusan ini mengacu pada Tujuan ke-4, yaitu Terjaganya 

Pertumbuhan Ekonomi, dengan sasaran RPD yakni Peningkatan Ketahanan Pangan. 

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja urusan perikanan 
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terangkum dalam 3 (tiga) program, yakni program Pengelolaan Perikanan Tangkap, 

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Perikanan, dengan 4 (empat) kegiatan.  

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut. 

 Anggaran Realisasi Persentase 

Belanja Operasi Rp. 928.828.699 Rp. 905.584.190 97.5% 

Belanja Modal Rp.   50.000.000 Rp.   49.880.000 99.76% 

Total Anggaran Rp. 978.828.699 Rp. 955.464.190 97.61% 

 

Target dan capaian indikator program urusan perikanan tahun 2024 

sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.54 
Capaian Indikator Kinerja Program Bidang Perikanan Tahun 2024 

 
Program Indikator program Target Realisasi 

Program Pengelolaan 
Perikanan Budidaya 

Peningkatan Produksi Perikanan 
Budidaya Perbenihan 

100% 126% 

Program Pengelolaan 
Perikanan Tangkap 

Persentase Produksi Perikanan 
Tangkap Perairan Umum Daratan 
(PUD), Sungai, Danau, dan Rawa 

100% 100,4% 

Program Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil 
Perikanan 

Produksi Produk Perikanan bernilai 
Tambah/Produksi Olahan Hasil 
Perikanan 

100% 101% 

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 
 

Tabel di atas menyajikan capaian Program Kinerja Urusan Perikanan Tahun 

2024 yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut: 

1. Capaian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator yaitu 

peningkatan produksi perikanan budidaya perbenihan pada tahun 2024 yaitu 

126%. Angka ini didapat berdasarkan jumlah produksi benih ikan dalam tahun 

2024 sebesar 85.971.579 ekor dengan target sebesar 67.961.964.  

2. Capaian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator peningkatan 

produksi perikanan tangkap perairan umum daratan (PUD), Sungai, Danau dan 

rawa pada tahun 2024 yaitu 100,4%. Capaian tersebut didapat dari hasil produksi 

ikan tangkap tahun 2024 adalah 621.350 ton dibagi target yang ditetapkan sebesar 

619.000 ton. 

3. Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan produksi produk perikanan bernilai 

tambah/produk olahan hasil perikanan tahun 2024 adalah 100,6%. Dengan 

formula Produksi tahun berjalan dibagi produksi tahun lalu dikali 100%. 
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3.1.2.3. Urusan Pertanian 

Urusan Pertanian merupakan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 

2024-2026 urusan ini mengacu pada Tujuan ke-4, yaitu Terjaganya Pertumbuhan 

Ekonomi, dengan sasaran RPD yakni Peningkatan Ketahanan Pangan.  

Urusan pertanian pada Tahun 2024 memiliki 5 (lima) program, dengan 8 

(delapan) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan.  

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pertanian pada Tahun 2024 

adalah sebagai berikut. 

 Anggaran Realisasi Persentase 

Belanja Operasi Rp. 2.376.669.898 Rp. 2.300.144.831  96,78% 

Belanja Modal Rp.     533.572.458 Rp.     516.117.102  96,73% 

Total Anggaran Rp. 2.910.242.356 Rp. 2.816.261.933  96,77% 

 

Adapun capaian program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Urusan Pertanian 

pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.55 

Capaian Indikator Kinerja Program Bidang Pertanian Tahun 2024 
 

Program Indikator Kinerja  
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 
Program Penyediaan 
dan Pengembangan 
Sarana Pertanian 

1 
Tersedianya sarana 
produksi pertanian 20% 

 
15,36% 

 

2 
Program Penyediaan 
dan Pengembangan 
Prasarana Pertanian 

2 
Persentase 
penambahan 
prasarana Pertanian 

73,74% 64,1% 

3 
Program Pengendalian 
dan Penanggulangan 
Bencana Pertanian 

3 
Persentase 
penanggulangan 
serangan OPT/DPI 

90% 
97,26% 

 

4 
Program Penyuluhan 
Pertanian 4 

Persentase 
peningkatan Kapasitas 
kelompok tani 

20% 30,06% 

5 

Program Pengendalian 
Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner 

5 

Persentase 
pengendalian penyakit 
hewan dan 
penjaminan pangan 
asal hewan 

100% 103% 

 Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 
 

Tabel di atas menyajikan capaian Program Kinerja Urusan Perikanan Tahun 

2024 adalah sebagai berikut. 
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1. Realisasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan 

indikator tersedianya sarana produksi pertanian sebesar 15,36% dengan target 

yang ditetapkan 20%. Angka ini didapat dari pembobotan dua kegiatan yaitu 

kegiatan Pengelolaan sumber daya genetik sebesar 66.6% dari dua sub kegiatan 

(Bidang Tanaman Pangan Hortikultura (TPH) dan UPTD Balai Benih Hortikultura 

(BBH) dan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran bibit ternak sebesar 33,4% 

(Bidang Peternakan). Adapun tidak tercapainya target program tersebut 

disebabkan tidak terpenuhinya bibit yang harus disediakan pada sub kegiatan 

Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman yaitu pada 

penyediaan bibit tanaman di sub kegiatan ini adalah disebabkan oleh pertumbuhan 

bibit tanaman dan batang bawah tidak optimal dikarenakan cuaca panas yang 

ekstrim. Pada Sub kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Bibit yang harus 

disediakan setiap tahunnya harus berjumlah 44.000 batang untuk Kota Jambi dan 

per kecamatan seharusnya disediakan bibit tanaman sebanyak 4.000 batang, 

untuk per kecamatan tidak terpenuhi diakibatkan keterbatasan anggaran, bibit 

yang hanya disediakan berjumlah 13.701 bibit tanaman. 

2. Realisasi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan 

indikator persentase penambahan prasarana pertanian adalah sebesar 64,1% 

dengan target ditetapkan sebesar 73,74%. Angka ini didapat dari jumlah sarana 

yang diberikan tahun 2024 hanya terealisasi sebanyak 32 unit dengan target yang 

ditetapkan sebesar 34 unit dari total yang harus disediakan sebanyak 295 unit. 

Pada saat ini sarana yang telah disediakan sampai tahun 2024 berjumlah 189 unit. 

3. Realisasi Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

dengan indikator kinerja persentase penanggulangan serangan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah 97,26% dengan target yang ditetapkan 

90%. Realisasi capaian ini berasal dari adanya 27 ha lahan yang terkena serangan 

hama, dan 1 ha lahan pertanian yang terdampak fuso. 

4. Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani diperoleh 

dari nilai Jumlah Kelompok Tani Naik Kelas dibagi Jumlah Kelompok Tani dikali 

100%. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 30,06% dari target 20%, dimana 

jumlah kelompok tani yang naik skor ada 101 KT dari total keseluruhan berjumlah 

336 KT (101/336 x 100% = 30,06%). 

5. Realisasi Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner dengan indikator kinerja Persentase pengendalian penyakit hewan dan 

penjaminan pangan asal hewan adalah 103% dengan target yang ditetapkan 
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100%. Persentase realisasi dari program ini berasal dari pembobotan 4 (empat) 

kegiatan yang dikerjakan dan dilaksanakan pada program Pengendalian 

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

 

3.1.2.4.  Urusan Perdagangan 

Urusan Perdagangan merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-

2026 urusan perdagangan ini mengacu pada sasaran RPD yakni Terwujudnya 

Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing. Adapun keterkaitan Urusan Perdagangan 

dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.56 
Keterkaitan Urusan Perdagangan dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi  
2024 

Terwujudnya 
Sumber Daya 
Manusia yang 
Berdaya Saing  

Indeks 
Pembangunan 
Manusia 

Penurunan 
Angka 
Kemiskinan 

Persentase 
Penduduk 

Miskin 
8,28% 7,73% 

Sumber: DPP Kota Jambi 2024 
 

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024, indikator Sasaran Persentase 

Penduduk Miskin memiliki realisasi capaian 7.73% dari target yaitu 8.28% atau 

persentase capaiannya setara dengan 93,35%. Kategori skala peringkat capaian kinerja 

indikator ini termasuk dalam kategori Baik. 

Untuk mengukur capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Jambi melakukan evaluasi secara periodik terhadap kinerja, capaian kinerja sangat 

penting untuk dipantau dan dievaluasi secara berkala agar program dan kebijakan yang 

telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal. 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perdagangan pada tahun 2024 

adalah sebagai berikut. 

Anggaran  Realisasi    Persentase 

Belanja Operasi  Rp. 12.679.843.276 Rp. 10.948.573.436      86% 

Belanja Modal  Rp.      334.876.297 Rp.      333.199.631  99% 

Total Anggaran  Rp. 13.014.719.573 Rp. 11.281.773.067     87% 

 

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada tahun 2024 

dari Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebesar Rp. 7.142.100.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 5.365.369.201 atau 75,12%.  
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Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Perdagangan pada tahun 

2024 terlihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.57 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perdagangan Tahun 2024 

 

No SasaranStrategis Indikator sasaran 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 Meningkatnya penguatan 
pembangunan sarana dan 
prasarana distribusi 
perdagangan, menstabilkan 
harga barang pokok 
pemasaran produk dalam 
negeri dan pelayanan 

Persentase pemberian fasilitasi 
perizinan 

100% 100% 

Persentase pembangunan 
sarana dan prasarana 
distribusi perdagangan 

100% 95.23% 

Persentase terkendalinya 
barang kebutuhan pokok dan 
penting 

100% 100% 

Persentase pelayanan UTTP 
yang ditera tera ulang 

100% 100% 

Persentase pemasaran produk 
dalam negeri yang menembus 
pasar global 

100% 100% 

Sumber: DPP Kota Jambi 2024 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut, Dari capaian 

kinerja sasaran strategis urusan perdagangan pada Tahun 2024 dengan sasaran 

Meningkatnya penguatan pembangunan sarana dan prasarana distribusi perdagangan, 

menstabilkan harga barang pokok, pemasaran produk dalam negeri dan pelayanan, 

ditunjang oleh beberapa indikator sasaran sebagai berikut: 

a)  Persentase pemberian fasilitasi perizinan 

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2024, ditargetkan sebesar 100% dan 

realisasinya sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Suatu prestasi 

kerja yang baik dengan realisasi kinerja sesuai dengan target. Capaian kinerja 

sasaran ini masuk dalam kategori tingkat nilai capaian kinerja sangat tinggi 

(interval penilaian 91≥). 

Untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran bergantung dari capaian kinerja 

1 (satu) program yang mendukung pada indikator sasaran ini yaitu program 

perizinan dan pendaftaran Perusahaan bahwa target Daftar Gudang sebanyak 31 

gudang dan yang telah terverifikasi melalui Online Single Submission (OSS) 

Tahun 2024 adalah sebanyak 31 gudang di Kota Jambi, Pada sasaran ini dengan 

menggunakan ukuran satuan persentase (%). Sedangkan formulasi yang 

dipergunakan mengambil rata-rata realisasi kinerja indikator program dibagikan 

dengan target indikator sasaran ini sehingga menghasilkan realisasi sasaran. 
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Dalam artian bahwa capaian kinerja indikator sasaran ini bergantung pada capaian 

kinerja program. 

Dengan demikian formulasi yang digunakan yaitu: 

capaian rata-rata realisasi indikator program tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi 

dengan target sasaran tahun pelaksanaan (tahun n) dikalikan dengan 100%. 

   atau 

Capaian rata-rata realisasi indikator program 
tahun pelaksanaan (tahun n)             .   
Target indikator kinerja sasaran (tahun n)        x 100% = Realisasi 

                     

Capaian kinerja rata-rata indikator program yaitu sebesar 100%, karena hanya 2 

kegiatan yang mendukung pada capaian kinerjanya. Berdasarkan formula di atas 

maka realisasi kinerja indikator sasaran yaitu: 

31 (Gudang)   x 100% = 100%  

31 (Gudang 
 
 

b)  Persentase pembangunan sarana dan prasarana distribusi perdagangan  

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2024, dimana ditargetkan sebesar 100% 

dan realisasinya sebesar 95.23%, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan 

demikian maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja 

sangat tinggi (interval penilaian 91 ≤). 

Untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran bergantung dari capaian kinerja 

1 (satu) program yang mendukung pada indikator sasaran yaitu program 

peningkatan sarana distribusi perdagangan, dengan target pemberian fasilitas 

pengelolaan sarana distribusi perdagangan tahun 2024 sebanyak 2100 pemberian 

izin tempat usaha pada pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Jambi akan 

tetapi realisasi pencapaian terdapat 2000 izin pemakaian tempat usaha yang telah 

diterbitkan pada tahun 2024. formulasi yang dipergunakan mengambil rata-rata 

realisasi kinerja indikator program dibagikan dengan target indikator sasaran ini 

sehingga menghasilkan realisasi sasaran. Dalam artian bahwa capaian kinerja 

indikator sasaran ini bergantung pada capaian kinerja program. 

Adapun formulasi yang digunakan yaitu: 

capaian rata-rata realisasi indikator program tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi 

dengan target sasaran tahun pelaksanaan (tahun n) dikalikan dengan 100%. 

   atau 
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Capaian rata-rata realisasi indikator program 
tahun pelaksanaan (tahun n)             .   
Target indikator kinerja sasaran (tahun n)        x 100% = Realisasi 

                   

Capaian kinerja rata-rata indikator program ini yaitu sebesar 100% dengan 2 

kegiatan yang mendukung pada capaian kinerja. Berdasarkan rumusan diatas 

maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator sasaran ini yaitu: 

2000 (Izin Tempat Usaha)   x 100% = 95.23% 
2100 (Izin Tempat Usaha) 

 

c)  Persentase terkendalinya barang kebutuhan pokok dan penting 

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2024, ditargetkan sebesar 100% dan 

realisasinya sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Suatu prestasi 

kerja yang baik dengan realisasi kinerja sesuai dengan target, maka capaian 

kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval 

penilaian 91≥). 

Untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran bergantung dari capaian kinerja 

1 (satu) program yang mendukung pada indikator sasaran ini yaitu program 

stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pada kegiatan 

pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di 

Tingkat pasar Kota Jambi memiliki target 12 laporan dengan realisasi 12 laporan 

yang terlaksana pada tahun 2024. Pada sasaran ini dengan menggunakan ukuran 

satuan persentase (%). Sedangkan formulasi yang dipergunakan mengambil rata-

rata realisasi kinerja indikator program dibagikan dengan target indikator sasaran 

ini sehingga menghasilkan realisasi sasaran. Dalam artian bahwa capaian kinerja 

indikator sasaran ini bergantung pada capaian kinerja program. 

Dengan demikian formulasi yang digunakan yaitu: 

capaian rata-rata realisasi indikator program tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi 

dengan target sasaran tahun pelaksanaan (tahun n) dikalikan dengan 100%. 

   atau 
Capaian rata-rata realisasi indikator program  
tahun pelaksanaan (tahun n)         x 100% = Realisasi            
Target indikator kinerja sasaran (tahun n) 

 

Capaian kinerja rata-rata indikator program yaitu sebesar 100% dengan 2 kegiatan 

yang mendukung pada capaian kinerjanya. Berdasarkan rumusan diatas maka 

dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator sasaran ini yaitu: 
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12 (laporan)  x 100% = 100% 
12 (laporan) 

 

d)  Persentase pelayanan UTTP yang ditera ulang 

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2024, ditargetkan sebesar 100% dan 

realisasinya sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Suatu prestasi 

kerja yang baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan, maka 

capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja sangat tinggi 

(interval penilaian 91≥). 

Untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran bergantung dari capaian kinerja 

1 (satu) program yang mendukung pada indikator sasaran ini yaitu program 

standardisasi dan perlindungan konsumen. Pada pelaksanaan metrologi legal 

berupa Tera/ Tera ulang dan Pengawasan memiliki taget sebanyak 4252 UTTP 

dan realisasi pada tahun 2024 sebanyak 4252 UTTP yang terlaksana. Pada 

sasaran ini dengan menggunakan ukuran satuan persentase (%). Sedangkan 

formulasi yang dipergunakan mengambil rata-rata realisasi kinerja indikator 

program dibagikan dengan target indikator sasaran ini sehingga menghasilkan 

realisasi sasaran. Dalam artian bahwa capaian kinerja indikator sasaran ini 

bergantung pada capaian kinerja program. 

Dengan demikian formulasi yang digunakan yaitu: 

Capaian rata-rata realisasi indikator program tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi 

dengan target sasaran tahun pelaksanaan (tahun n) dikalikan dengan 100%. 

   atau 

Capaian rata-rata realisasi indikator program  
tahun pelaksanaan (tahun n)         x 100% = Realisasi            
Target indikator kinerja sasaran (tahun n) 

                        

Capaian kinerja rata-rata indikator program ini yaitu sebesar 100% dengan hanya 

1 kegiatan yang mendukung pada capaian kinerjanya. Berdasarkan rumusan 

diatas maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator sasaran ini yaitu: 

4252 (UTTP) x 100% = 100%   
4252 (UTTP) 
 

e)  Persentase pemasaran produk dalam negeri yang menembus pasar global 

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2024, ditargetkan sebesar 100% dan 

realisasinya sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Suatu prestasi 
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kerja yang baik dengan realisasi kinerja sesuai dengan ditargetkan, maka capaian 

kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval 

penilaian 91≥). 

Untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran bergantung dari capaian kinerja 

2 (dua) program yang mendukung yaitu program pengembangan ekspor dan 

program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Target pelaksanaan 

promosi penggunaan produk dalam negeri di Kota Jambi sebanyak 65 Pelaku 

Usaha dengan realisasi 65 pelaku usaha dan pemasaran dan target peningkatan 

penggunaan produk dalam negeri di Kota Jambi sebanyak 30 Pelaku usaha 

dengan realisasi 30 pelaku usaha. Pada indikator sasaran ini menggunakan 

ukuran satuan persentase (%). Sedangkan formulasi yang dipergunakan 

mengambil rata-rata realisasi kinerja indikator program dibagikan dengan target 

indikator sasaran ini sehingga menghasilkan realisasi sasaran. Dalam artian 

bahwa capaian kinerja indikator sasaran ini bergantung pada capaian kinerja 

program. 

Dengan demikian formulasi yang digunakan yaitu: 

capaian rata-rata realisasi indikator program tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi 

dengan target sasaran tahun pelaksanaan (tahun n) dikalikan dengan 100%. 

   atau 

Capaian rata-rata realisasi indikator program  
tahun pelaksanaan (tahun n)         x 100% = Realisasi            
Target indikator kinerja sasaran (tahun n) 

 

Berdasarkan rumusan diatas maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator 

sasaran ini yaitu: 100% + 100% : 2 Program = 100% 

 
Berdasarkan rumusan diatas maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator 
sasaran ini yaitu : 

 
65 (Pelaku Usaha) 

        X 100 = 100%  
65 (Pelaku Usaha) 

       = 100% 
30 (Pelaku Usaha) 

               X 100 = 100%  
30 (Pelaku Usaha) 

Urusan Perdagangan pada tahun 2024 memiliki 7 (tujuh) program, 17 (tujuh 

belas) kegiatan, 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. 

 



III - 89 

3.1.2.5. Urusan Perindustrian 

Urusan Perindustrian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-

2026 urusan perdagangan ini mengacu pada sasaran RPD yakni Terwujudnya 

Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing. Adapun keterkaitan Urusan Perdagangan 

dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.58 
Keterkaitan Urusan Perindustrian dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Terwujudnya 
Sumber Daya 
Manusia yang 
Berdaya Saing  

Indeks 
Pembangunan 
Manusia 

Penurunan 
Angka 
Kemiskinan 

Persentase 
Penduduk 

Miskin 
8,28% 7,73% 

Sumber: DPP Kota Jambi 2024 
 

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024, indikator Sasaran Persentase 

Penduduk Miskin memiliki realisasi capaian 7.73% dari target yaitu 8.28% Kategori Skala 

Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori (Baik). Untuk mengukur 

capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi melakukan evaluasi 

secara periodik terhadap kinerja, capaian kinerja sangat penting untuk dipantau dan 

dievaluasi secara berkala agar program dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat 

berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal. 

 Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perindustrian pada tahun 

2024 yaitu: 

               Anggaran    Realisasi      Persentase 

Belanja Operasi  Rp. 1.320.353.427 Rp.1.286.301.389 97% 

Belanja Modal  Rp.          0 Rp.         0   0% 

Total Anggaran  Rp. 1.320.353.427 Rp. 1.286.301.389 97% 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Perindustrian pada tahun 

2024 terlihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 3.59 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perindustrian Tahun 2024 

 
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target  

2024 
Realisasi 

2024 

1 Meningkatnya 
penguatan 
pembangunan, 
pengendalian dan 
pengelolaan industri 

Persentase 
pembangunan,pengendalian 
dan pengelolaan industri 

100% 100% 

Sumber: DPP Kota Jambi 2024 
 



III - 90 

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2024, dimana ditargetkan sebesar 100% 

dan realisasinya sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Suatu prestasi 

kerja yang baik dengan tercapainya realisasi kinerja sebagaimana yang ditargetkan, 

maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja sangat tinggi 

(interval penilaian 91≥). Untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran bergantung 

dari capaian kinerja 3 (tiga) program yang mendukung urusan industri yaitu program 

perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri 

Kabupaten/Kota dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional. Pada 

sasaran ini dengan menggunakan ukuran satuan persentase (%). Sedangkan formulasi 

yang dipergunakan mengambil rata-rata realisasi kinerja indikator program dibagikan 

dengan target indikator sasaran ini sehingga menghasilkan realisasi sasaran. Dalam 

artian bahwa capaian kinerja indikator sasaran ini bergantung pada capaian kinerja 

program. Dengan demikian formulasi yang digunakan yaitu : 

Capaian rata-rata realisasi indikator program tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi dengan 

target sasaran tahun pelaksanaan (tahun n) dikalikan 100%. 

 

    atau 

Capaian rata-rata realisasi indikator program  
tahun pelaksanaan (tahun n)         x 100% = Realisasi            
Target indikator kinerja sasaran (tahun n) 

 
Capaian kinerja rata-rata indikator program yaitu: 100% + 100% + 100% : 3 program = 

100% 

Berdasarkan rumusan diatas maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator sasaran 

ini yaitu : 

13 (Dokumen) x 100% = 100%   
13 (Dokumen) 

 

Urusan Perindustrian pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) program, 3 (tiga) 

kegiatan, dan 7 (tujuh) sub kegiatan. 

 

3.1.3  URUSAN PENUNJANG 

3.1.3.1.  Inspektorat 

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota untuk membina dan 

mengawasi urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan mengacu 

pada RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 pada tujuan Meningkatnya Kinerja 
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Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran Meningkatkan 

Manajemen ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK. Adapun 

keterkaitan Inspektorat dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.60 

Keterkaitan Urusan Inspektorat dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 
 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Meningkatkan 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatkan 
Manajemen ASN 
dan Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah 
Berbasis TIK 

Nilai 
SAKIP 

B B 

Maturitas 
SPIP 

3 

Nilai 
belum 

dirilis oleh 
BPKP RI 

Sumber: Inspektorat Kota Jambi 2024 
 

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban 

atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Pelaksanaan 

evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan 

evaluasi SAKIP pada Pemerintah Kota Jambi dengan predikat “B” dari target yang 

ditetapkan predikat “B”. Sedangkan untuk Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Jambi 

Tahun 2024 belum dirilis oleh BPKP RI.  

Total anggaran yang dialokasikan untuk Inspektorat Kota Jambi pada tahun 

2024 adalah sebagai berikut. 

 Anggaran  Realisasi      Persentase 

Belanja Operasi Rp. 14.480.595.340 Rp.  9.782.691.245     67,56% 

Belanja Modal Rp.      723.133.660 Rp.     652.183.000    90,19% 

Total Anggaran Rp. 15.203.729.000 Rp.10.434.874.245 68,63% 

 

Tidak tercapainya realisasi anggaran sebesar 100% tetapi hanya sebesar      

Rp. 10.434.874.245 (68,63%) dikarenakan tidak dicairkanya anggaran untuk kegiatan 

PKPT tetapi pelaksanaannya tetap dilaksanakan, dan juga menganggarkan kenaikan 

TPP bagi PNS Inspektorat tetapi tidak terlaksana dikarenakan belum ada regulasi untuk 

kenaikan tersebut. Adapun capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Jambi 

pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.61 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 
Meningkatnya Kapabilitas 
Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah 

Level Kapabilitas APIP 3 3 

Nilai SAKIP Pemerintah Kota 
Jambi (Komponen Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja lnternal) 

15,30 
 

15,29 
 

Nilai Maturitas SPIP Kota 
Jambi 

3,10 N/A 

Sumber: Inspektorat Kota Jambi 2024 
 

Tabel di atas untuk capaian sasaran strategis Inspektorat Kota Jambi yang akan 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Capaian indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP”, merupakan hasil dari penilaian 

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI untuk 

menentukan level kapabilitas Inspektorat Kota Jambi dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Kapabilitas APIP terdiri dari 5 level, 

yaitu: Level 1 – initial, Level 2 – infrastructure, Level 3 – integrated, Level 4 – managed 

dan Level 5 – optimizing (semakin tinggi level menunjukkan semakin matang dan 

efektif organisasi APIP dalam memberikan layanannya). Target yang ingin dicapai 

pada tahun 2024 adalah Level 3 dan hasil evaluasi BPKP RI, Inspektorat Kota Jambi 

berada pada Level 3 (delivered) dengan skor 3 sehingga capaian indikator ini sebesar 

100%. 

2. Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Komponen 

Evaluasi Internal merupakan 1 dari 4 komponen capaian Nilai SAKIP Pemerintah 

Kota Jambi, berdasarkan hasil penilaian KemenPAN-RB masih terdapat hal-hal yang 

perlu diperhatikan diantaranya: 

• laporan hasil evaluasi belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak 

memberikan catatan temuan maupun rekomendasi yang jelas mengenai hasil 

evaluasi. Informasi temuan yang disajikan sebagian besar hanya berupa daftar 

dan kriteria evaluasi yang digunakan dan tanpa disertai oleh contoh letak 

kesalahan. Contohnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan.  

• laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya 

ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah  

• hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan 

dan peningkatan capaian kinerja output dan outcome pada Perangkat Daerah. 
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3. Capaian indikator kinerja “Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi”, dengan Target 3 dan 

penilaian belum dirilis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) RI. 

 
Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan 

urusan pengawasan di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut: 

1. Rendahnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal 

2. Kurangnya kerja sama Perangkat Daerah untuk memenuhi data pendukung yang 

harus dilengkapi 

3. Rendahnya kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah. 

 
Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) program, 11 (sebelas) 

kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. 

 

3.1.3.2. Perencanaan 

Perencanaan merupakan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi 

tahun 2024-2026 Bappeda mengacu pada sasaran Meningkatkan Manajemen ASN dan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK, indikatornya adalah Nilai SAKIP dengan 

target B dan realisasi B. Adapun keterkaitan Bappeda dengan RPD Kota Jambi Tahun 

2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.62 

Keterkaitan Urusan Perencanaan dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 
 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Meningkatnya 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatkan 
Profesionalisme ASN 
dan akuntabilitas 
kinerja pemerintah 
berbasis TIK 

Nilai 
SAKIP 

B B 

Sumber: Bappeda Kota Jambi 2024 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perencanaan Kerja pada 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

  Anggaran     Realisasi    Persentase 

Belanja Operasi  Rp. 10.848.220.479   Rp. 9.865.341.492  85,92% 

Belanja Modal  Rp.      360.754.730   Rp.    330.712.500  93,69% 

Total Anggaran  Rp. 11.201.205.209   Rp. 9.651.567.028  86,16% 
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Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Perencanaan Bappeda Kota 

Jambi pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.63 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Kota Jambi Tahun 2024 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 2024 

1 Meningkatnya 
Pencapaian Kinerja 
Perencanaan 
Pembangunan 

Nilai SAKIP Kota 
Komponen 
Perencanaan 
Kinerja 

23,18 23,09 

Nilai SAKIP Kota 
Komponen 
Pengukuran Kinerja 

19,42 19,51 

2 Meningkatnya Kualitas 
Pengendalian 
Perencanaan 
Pembangunan 

Persentase realisasi 
capaian Indikator 
Sasaran RPD 

100% 

Masih tahap 
Evaluasi PPEPD 

dan BPS Kota 
Jambi 

 Sumber: Bappeda Kota Jambi 2024 
 

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Bappeda Kota Jambi pada 

tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Pada sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan 

Pembangunan dengan indikator Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan 

Kinerja dengan target 23,18 dan realisasi sebesar 23,09 sedangkan untuk Nilai 

SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja target sebesar 19,42 dan realisasi 

sebesar 19,51, penilaian ini dilakukan oleh KemenPAN-RB. Berdasarkan data 

tersebut, bahwa hasil capaian Sasaran Strategis 1 belum memenuhi target indikator 

sasaran yang ditetapkan yaitu capaian nilai SAKIP Komponen Perencanaan 

Kinerja sebesar 99,61% dan capaian nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja 

sebesar 100,46%, dengan akumulasi keberhasilan seluruhnya sebesar 100,04%.  

2. Sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan 

Pembangunan dengan target 100%, dengan realisasi yang belum dirilis 

dikarenakan masih dalam tahapan evaluasi oleh Bidang PPEPD dan BPS Kota 

Jambi.  

Adapun yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan 

di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut: 

1. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan 

pembangunan daerah yang cukup dinamis, menuntut sumber daya aparatur 

Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan 

menerapkan perkembangan regulasi tersebut. 
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2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan 

pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. 

3. Keterbatasan sumber daya aparatur perencana perangkat daerah yang potensial. 

Maka potensi sumber daya aparatur perangkat daerah harus terus ditingkatkan 

kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan 

optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah. 

Sedangkan permasalahan untuk penyelenggaran urusan perencanaan antara 

lain: 

1. Kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah belum optimal. 

2. Capaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk komponen 

perencanaan dan komponen pengukuran kinerja belum optimal. 

 

Capaian kinerja urusan perencanaan yang telah dilaksanakan Bappeda Kota 

Jambi untuk Tahun 2024 antara lain sebagai berikut: 

1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perencanaan 

pembangunan daerah. 

2. Melaksanakan penyusunan dokumen RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 yang 

telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2025-2045 

3. Melaksanakan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Jambi Tahun 

2025-2029. 

4. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 

2025 . 

Urusan Perencanaan tahun tahun 2024 memiliki 3 program, 13 kegiatan dan 

37 sub kegiatan. 

 

3.1.3.3. Penelitian dan Pengembangan 
 

Penelitian dan Pengembangan merupakan Urusan Penunjang yang 

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi. 

Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 Bappeda mengacu pada sasaran 

Meningkatkan Manajemen ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK, 

dengan indikator sasaran Nilai SAKIP dengan target nilai B, dan realisasi B. Adapun 

keterkaitan Bappeda dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 
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Tabel 3.64 
Keterkaitan Bappeda dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Meningkatnya 
Kinerja 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatkan 
Manajemen ASN 
dan Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah 
Berbasis TIK 

Nilai 
SAKIP 

B B 

Sumber: Bappeda Kota Jambi 2024 
 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan 

pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

 Anggaran     Realisasi    Persentase 

Belanja Operasi     Rp. 606.486.245  Rp. 544.486.964    89,78% 

Belanja Modal     Rp.          -   Rp.             -  

Total Anggaran     Rp. 606.486.245 Rp. 544.486.964    89,78% 

 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Penelitian dan 

Pengembangan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.65 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Penelitian dan Pengembangan  
pada Tahun 2024 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 Meningkatnya 
Pemanfaatan Dokumen 
Litbang dalam 
Pembangunan Daerah 

Persentase hasil kajian 
yang direkomendasikan 
sebagai dasar perumusan 
kebijakan 

100% 100% 

 Sumber: Bappeda Kota Jambi 2024 
 

Sasaran Strategis pada tabel diatas yaitu Meningkatkan Pemanfaatan 

Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah, perencanaan akan lebih baik jika 

dilaksanakan berdasarkan penelitian terlebih dahulu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

yang ada dalam masyarakat, sehingga diharapkan pada saat pelaksanaannya sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kelitbangan antara lain: 

1. Implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah belum 

optimal. 

2. Kualitas inovasi daerah belum optimal. 
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Untuk realisasi indikator kinerja persentase hasil kajian yang direkomendasikan 

sebagai dasar perumusan kebijakan dengan realisasi 100% dari target 100%. Pada 

Tahun 2024 Bappeda Kota Jambi telah melakukan kajian sebanyak 4 (empat) kajian 

yang akan diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah.   

Urusan Penelitian dan Pengembangan pada tahun tahun 2024 memiliki 1 (satu) 

program, 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. 

 

3.1.3.4. Keuangan 

Keuangan merupakan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh 2 (dua) 

Perangkat Daerah. Pertama, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kota Jambi dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. 

Urusan Keuangan ini mengacu Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026, dengan 

sasaran RPD pada BPKAD yakni Meningkatkan Manajemen ASN dan Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah Berbasis TIK. Sedangkan BPPRD mengacu pada sasaran, yaitu 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Adapun keterkaitan Urusan Keuangan 

dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.66 

Keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 
 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Meningkatnya 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatkan 
Profesionalisme 
ASN dan 
Akuntabilitas 
kinerja berbasis 
TIK 

Nilai SAKIP B B 

Terjaganya 
pertumbuhan 
ekonomi 

Laju 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

Peningkatan 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

Realisasi 
Peningkatan 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 

9% 1,43% 

Sumber: BPKAD dan BPPRD Kota Jambi 2024 
 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan 

dan aset daerah serta tugas pembantuan. Sesuai amanat dalam Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi 2024-

2026 maka, untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai 

bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan 

birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat meningkat 



III - 98 

secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan 

memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien 

yang berbasis teknologi informasi. Didalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 BPKAD 

Kota Jambi mengacu pada sasaran RPD Meningkatkan Manajemen ASN dan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK dengan Indikator sasaran pada Tahun 

2024 yaitu Nilai SAKIP dengan target “B” dan realisasi evaluasi SAKIP Kota Jambi pada 

tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB RI mendapatkan predikat “B”. 

Total anggaran yang dialokasikan untuk BPKAD Kota Jambi pada tahun 2024 

adalah sebagai berikut: 

  Anggaran   Realisasi  Persentase 

Belanja Operasi  Rp. 16.845.541.985  Rp. 13.877.493.164 82,38% 

Belanja Modal  Rp.  458.883.020  Rp.  372.212.100 81,11% 

Belanja Tidak Terduga Rp. 5.222.190.507  Rp.  590.157.659 65,86% 

Total Anggaran  Rp. 22.526.615.512  Rp. 14.839.862.923 65.88% 

 

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada Tahun 2024 

sebesar Rp. 30.522.003.538 dengan realisasi sebesar Rp. 28.291.234,452,25 Capaian 

tersebut hanya mencapai 92,69% dari target yang ditetapkan. Penyebab tidak 

tercapainya target dikarenakan kondisi pendapatan bunga atas penempatan uang 

pemerintah daerah di bank daerah tidak dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan 

pada Tahun Anggaran 2024. Adapun capaian kinerja sasaran strategis BPKAD Kota 

Jambi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.67 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Kota Jambi pada Tahun 2024 
 

No Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target  
2024 

Realisasi  
2024 

1 Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan 
Waktu Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah 

Penetapan APBD 
Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

2 
Meningkatnya Kualitas tata kelola 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 
  

Opini BPK terhadap 
Pengelolaan 
Keuangan 

WTP WTP 

Sumber: BPKAD Kota Jambi 2024 

Indikator kinerja sasaran strategis BPKAD Kota Jambi, yaitu Penetapan APBD 

dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, dimana pada tahun 2024 ditargetkan 

Penetapan APBD yang tepat Waktu dimana Tepat Waktu APBD (paling lambat 31 

Desember Tahun Anggaran Sebelumnya), tepat Waktu APBDP (Paling lambat 3 bulan 

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir) dan Opini BPK terhadap Laporan 
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keuangan dengan predikat WTP . Adapun Realisasi indikator Kinerja Sasaran Strategis 

BPKAD Tahun 2024 yaitu: 

1. APBD 2025 Perda Nomor 11 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024  

2. APBDP 2024 Perda Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 

3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan predikat WTP dapat dilihat 

Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 

153/S/XVIII.JMB/5/2024 tanggal 4 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan atas laporan 

keuangan pemerintah Kota Jambi Tahun 2024. 

BPKAD pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, 

dan 64 (lima puluh dua) sub kegiatan. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi mengacu 

pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026, dengan sasaran RPD yakni Meningkatkan 

Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Sedangkan 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mengacu pada 

sasaran RPD yakni Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Adapun keterkaitan 

Urusan Keuangan dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 3.68 
Keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Meningkatnya 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
dan Pelayanan 
Publik 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatkan 
Profesionalisme 
ASN dan 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Pemerintah 
berbasis TIK 

Nilai SAKIP B B 

Terjaganya 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

Laju 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

Peningkatan 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 

Persentase 
peningkatan 
pendapatan 
asli daerah 
(PAD) 

9% 1,43% 

Sumber: BPKAD dan BPPRD Kota Jambi 2024 
 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan 

Daerah di bidang Pendapatan dan tugas pembantuan dengan melakukan perencanaan, 

pembinaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi 

pendataan, penetapan, penagihan, perencanaan dan pelaporan, pengendalian dan 
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penyuluhan, ketatausahaan/kesekretariatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang 

diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pada RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026, BPPRD Kota Jambi mengacu pada 

sasaran Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi data penerimaan PAD 

Kota Jambi Tahun 2024 menurut BPKAD selaku BUD, diketahui bahwa realisasi PAD 

mencapai Rp.454.896.547.482,28 atau 89,51% dari target penerimaan sebesar 

Rp.508.179.874.938,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 

2022, yakni sebesar Rp.448.460.640.789,94,00 maka PAD Tahun 2024 meningkat 

sebesar 1,43% atau naik sebesar Rp.6.435.906.692,34. 

Tidak tercapainya target peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada 

tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 9% disebabkan realisasi PAD dari sektor pajak 

dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan realisasi 

dibandingkan tahun 2023, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.69 
Realisasi PAD dari Sektor Pajak, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2024 

 

Uraian 2024 2023 Kenaikan/Penurunan % 

Pendapatan Asli 
Daerah 

454,896,547,482.28 448.464,707,332.74 6,435,906,692.34 1.43% 

Pajak 330,056,169,249.00 325,296,715,240.00 4,759,454,009.00 1.46% 

Retribusi 32,366,620,736.00 39,366,332,496.91 (6,999,711,760.91) 
-

17.78% 

Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 

18,905,457,211.31 10,637,060,712.59 8,268,396,498.72 77.73% 

lain-lain PAD yang 
sah 

73,568,300,285.97 73,164,598,883,24 407,767,945.53 0.56% 

Sumber: BPKAD Kota Jambi 2024 

Total anggaran yang dialokasikan untuk BPPRD pada tahun 2024 adalah 

sebagai berikut: 

  Anggaran     Realisasi   Persentase 

Belanja Operasi    Rp 33.932.813.770  Rp. 29.640.203.188.51    87.35% 

Belanja Modal    Rp.  1.772.239.230  Rp.   1.746.744.000.00   98.56% 

Total Anggaran    Rp.35.705.053.000  Rp. 31.386.947.188.51    87.91% 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis BPPRD Kota Jambi pada tahun 2024 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.70 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPPRD Kota Jambi pada Tahun 2024 

 

No Sasaran Indikator Sasaran 
Target  
2024 

Realisasi 
2024 

1 Meningkatkan Penerimaan Pajak 
daerah dan Retribusi Daerah yang 
dikelola oleh BPPRD 

Realisasi penerimaan 
pajak daerah dan retribusi 
daerah yang dikelola oleh 
BPPRD 

100% 95,67% 

Sumber: BPPRD Kota Jambi 2024 

Indikator kinerja sasaran strategis BPPRD Kota Jambi, yaitu persentase 

realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD, pada 

tahun 2024 ditargetkan sebesar 100%. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

dikelola oleh BPPRD Kota Jambi pada Tahun 2024: 

▪ Dari sektor pajak daerah ditargetkan sebesar Rp.345.000.000.000,00 terealisasi 

sebesar Rp.330.056.169.249 atau 95,67%; 

▪ Dari sektor retribusi daerah (retribusi jasa usaha pemakaian billboard) yang dikelola 

oleh BPPRD ditargetkan sebesar Rp.30.000.000 terealisasi sebesar Rp 0 atau 0%; 

Dengan demikian, secara keseluruhan target pajak daerah dan retribusi daerah 

yang dikelola oleh BPPRD pada Tahun 2024 sebesar Rp.345.030.000.000,- terealisasi 

sebesar Rp.330.056.169.249,00 atau 95,67%. 

BPPRD pada tahun 2023 memiliki 1 (Satu) program Urusan dan 1 (satu) 

Program rutin, 7 (tujuh) kegiatan, 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. 

 

3.1.3.5. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan Urusan 

Penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi. Pada RPD Perubahan Kota Jambi 

tahun 2024-2026 urusan ini mengacu pada Tujuan 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan 

Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPD 

yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis 

TIK. Adapun keterkaitan BKPSDMD Kota Jambi dengan Perubahan RPD Kota Jambi 

tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.71 
Keterkaitan BKPSDMD Kota Jambi dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Meningkatnya 
Kinerja 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatkan 
Manajemen ASN 
dan akuntabilitas 

kinerja 
pemerintah 

berbasis TIK 

Indeks 
Sistem 
Merit 

0,5 0,58 

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi 2024 
 

Indeks Indeks Sistem Merit pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,5 dan 

terealisasi melebihi target, yakni sebesar sebesar 0,58. Perhitungan Nilai Indeks Sistem 

Merit didapatkan berdasarkan formulasi Nilai Atas Perencanaan Kebutuhan + 

Pengadaan + Perlindungan Dan Pelayanan + Sistem Informasi + Promosi dan Mutasi + 

Pengembangan Karir + Manajemen Kinerja + Penggajian, Penghargaan dan Disiplin. 

Indeks Sistem Merit didapatkan dengan menggunakan penilaian berdasarkan aplikasi 

SIPINTER KASN .  

Kriteria Pengukuran Indeks sistem merit berdasarkan Peraturan Komisi 

Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 dilakukan pada 8 aspek yaitu : 

 

No Aspek Realisasi 2024 

1 Perencanaan Kebutuhan 35 

2 Pengadaan 32 

3 Pengembangan Karier 35 

4 Promosi dan Mutasi 17,5 

5 Manajemen Kinerja 65 

6 Penggajian, penghargaan dan disiplin 32,5 

7 Perlindungan dan Pelayanan 10 

8 Sistem Informasi Kepegawaian 14 

 Total 241 Poin 

 

1. Perencanaan Kebutuhan sebesar 10%; 

2. Pengadaan sebesar 10%; 

3. Pengembangan Karier Sebesar 30%; 

4. Promosi dan Mutasi sebesar 10%; 

5. Manajemen Kinerja sebesar 20%; 

6. Penggajian, penghargaan dan disiplin sebesar 10%; 

7. Perlindungan dan pelayanan sebesar 4%; dan 

8. Sistem Informasi sebesar 6%. 
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Tingkat penerapan sistem merit yaitu: 

1. Kategori IV, nilai 325-400, dengan Indeks 0,81-1, sebutan sangat baik; 

2. Kategori III, nilai 250-324, dengan Indeks 0,61-0,8, sebutan baik; 

3. Kategori II, nilai 175-249, dengan Indeks 0,41-0,6, sebutan kurang; dan 

4. Kategori I, nilai 100-174, dengan Indeks 0,2-0,4, sebutan buruk. 

 

Total anggaran yang dialokasikan untuk BKPSDMD Kota Jambi pada tahun 

2024 adalah: 

     Anggaran     Realisasi  Persentase 

Belanja Operasi   Rp. 98.365.024.769 Rp. 95.126.648.315  96,71% 

Belanja Modal   Rp.      998.904.231 Rp.      910.116.200  91,11% 

Total Anggaran   Rp. 99.363.929.000 Rp. 96.036.764.515  96,65% 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis BKPSDMD Kota Jambi pada tahun 

2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.72 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis BKPSDMD Kota Jambi Tahun 2024 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 
Meningkatnya Tata Kelola 
Kepegawaian Berdasarkan SIstem 
Merit 

Nilai Sistem Merit 215 241 

2 
Meningkatnya Kompetensi ASN 
Menuju Terwujudnya ASN yang 
Profesional 

Nilai Dimensi Kompetensi 
(Dalam Indeks 
Profesionalitas ASN) 

21 25,26 

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi 2024 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Indikator kinerja Nilai Sistem Merit dengan target 216 pada tahun 2024 memperoleh 

realisasi melebihi target yaitu sebesar 241. Perhitungan realisasi ini diukur dengan 

rumus formulasi Perencanaan Kebutuhan + Pengadaan + Perlindungan Dan 

Pelayanan + Sistem Informasi + Promosi dan Mutasi + Pengembangan Karir + 

Manajemen Kinerja + Penggajian, Penghargaan dan Disiplin yang diaplikasikan 

pada aplikasi SIPINTER KASN; 

2. Indikator kinerja Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas ASN) 

dengan target 21 pada tahun 2024 mencapai realisasi 25,26. Perhitungan realisasi 

ini diukur dengan Rata-rata jumlah bobot ASN yang mengikuti pengembangan 

kompetensi yang diukur dengan aplikasi SIASN. 
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BKPSDMD pada tahun tahun 2024 memiliki 3 (tiga) program, 14 (empat belas) 

kegiatan, 50 (lima puluh) sub kegiatan. 

 

3.1.4.  URUSAN PENDUKUNG 

3.1.4.1.  Sekretariat Daerah 

Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan perangkat daerah yang membantu 

Kepala Daerah dalam penyusunan Kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas 

SKPD serta sebagai penyelenggara pelayanan administrasi pemerintahan. Sekretariat 

Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang perannya sangat strategis selaku 

koordinator dalam mewujudkan kebijakan umum Pemerintah Daerah yang akuntabel 

sekaligus selaku pengendali terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi. 

Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Jambi didukung 

oleh 10 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Kesejahteraan 

Rakyat, 3) Bagian Hukum, 4) Bagian Kerjasama, 5) Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam, 6) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, 7) 

Bagian Umum, 8) Bagian Organisasi, 9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan 

10) Bagian Perencanaan dan Keuangan. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 

Sekretariat Daerah mengacu pada tujuan yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan sasaran RPD yakni Meningkatkan 

Manajemen ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK. Adapun 

keterkaitan Sekretariat Daerah dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.73 

Keterkaitan Sekretariat Daerah dengan RPD Kota Jambi 
Tahun 2024-2026 

 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Meningkatnya 
Kinerja 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatkan 
Manajemen ASN 
dan akuntabilitas 

kinerja pemerintah 
berbasis TIK 

Nilai SAKIP B B 

Indeks 
Pelayanan 
Publik (IPP) 

4,02 3,96 

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2024 

 
Pada tahun 2024, target Nilai SAKIP adalah predikat “B” dengan realisasi 

predikat “B”. Penilaian SAKIP terdiri dari beberapa komponen yakni perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 
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Sedangkan untuk Indeks Pelayanan Publik (IPP) target sebesar 4,02 dan realisasinya 

sebesar 3,96, penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, tidak tercapainya target tersebut dikarenakan kualitas 

dan pemenuhan eviden rumah sakit belum sesuai dengan standar dokumen pelayanan 

publik serta belum terpenuhinya beberapa level atau tingkat indikator pada komponen 

pemenuhan standar dokumen evaluasi pelayanan publik.  

Total anggaran yang dialokasikan untuk Sekretariat Daerah pada tahun 2024 

adalah sebagai berikut: 

 Anggaran Realisasi Persentase 

Belanja Operasi Rp. 59.687.595.211 Rp. 57.110.533.612 95,68% 

Belanja Modal Rp. 12.157.974.183 Rp. 10.626.866.222 87,41% 

Total Anggaran Rp. 71.845.569.394 Rp. 67.737.399.834       97,58% 

 

Sekretariat Daerah juga mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Gedung 

Putro Retno dan Kantin Hijau dengan target Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta) 

yang terealisasi sebesar Rp.37.700.000 (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) 

atau 31,42%. Tidak tercapainya target PAD tersebut disebabkan kurangnya minat 

masyarakat untuk menyewa Gedung Putro Retno dikarenakan fasilitas gedung dan 

ruang parkir kurang memadai. 

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.74 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi  
Tahun 2024 

 

Sasaran Indikator Sasaran 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Meningkatkan efektifitas tata 
kelola penyelenggaraan 
pemerintah di Lingkup 
Sekretariat Daerah Kota Jambi 

Skor kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintah daerah 

2,7 
Nilai belum dirilis oleh 

Kemendagri 

Indeks Reformasi 
Hukum 

70 
Nilai belum dirilis oleh 

Kemenkumham RI 

Nilai SAKIP 68,35 68,64 

Indeks Pelayanan 
Publik 

3,9 3,96 

Meningkatkan kualitas BUMD 
dan BLUD dalam kategori sehat 

Persentase tingkat 
kesehatan BUMD dan 
BLUD 

75% 66,50% 

   Sumber: Setda Kota Jambi 2024 
 

Berdasarkan Tabel di atas, capaian kinerja untuk sasaran strategis Sekretariat 

Daerah Kota Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut: 
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1. Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan target 2,7 dan untuk 

realisasinya belum dirilis oleh Kemendagri. 

2. Indeks reformasi hukum dengan target 70 dan realisasinya belum dirilis oleh 

KEMENKUMHAM RI.  

3. Nilai SAKIP dengan target 68,35 dan realisasi 68,64, komponen yang dinilai untuk 

nilai sakip yakni perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi 

akuntabilitas kinerja internal, evaluasi kinerja pemerintah ini dinilai oleh 

KemenPAN-RB dengan tujuan untuk mengetahui implementasi SAKIP dalam 

peningkatan capaian kinerja pemerintah yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.  

4. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk 

menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada 

masyarakat. IPP biasanya mengacu pada seberapa baik pelayanan publik diterima 

dan dirasakan oleh masyarakat, serta seberapa efektif dan efisien pemerintah 

dalam memberikan layanan tersebut. Dengan adanya dinamika penyelenggaraan 

pelayanan publik, perkembangan teknologi, dan untuk peningkatan kinerja 

penyelenggaraan secara berkala diadakan penyesuaian kebijakan pemantauan 

dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik 

Sekretariat Daerah Kota Jambi dengan target sebesar 3,9 untuk realisasi sebesar 

3,96. 

5. Persentase Tingkat Kesehatan BUMD dan BLUD dengan target 75% dan realisasi 

66,50%, cara pengukurannya adalah jumlah BUMD/BLUD dengan kategori sehat 

di bagi jumlah BUMD dan BLUD di kali 100%.  

 Persentase tingkat kesehatan BUMD dan BLUD berdasarkan 2 komponen Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) terdiri dari Perumdam Tirta Mayang yang 

dikategorikan sehat, sedangkan PT. Siginjai Sakti dikategorikan tidak sehat, target 

dari komponen BUMD dengan perhitungan 
1 𝑥 100%

2
= 50 sebesar 50%. 

Persentase tingkat Kesehatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) terdiri dari 

24 komponen yang terdiri dari Puskesmas sebanyak 20 Unit, TPA Talang Gulo, 

RSUD Abdul Manaf, SPAL DLH, dan Laboratorium Dinas Kesehatan, target dari 

komponen BLUD sebesar 83% dengan penghitungan  

 
20 𝑥 100%

24
 = 83 

Dari 2 komponen tersebut didapat Persentase Tingkat Kesehatan BUMD dan 

BLUD 
50%+83%

2
= 66,50% 
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Capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah pada 

tahun 2024 antara lain sebagai berikut: 

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan mental dan spiritual (keagamaan) serta 

melaksanakan rapat koordinasi terkait kebijakan kesejahteraan rakyat, pada MTQ 

Tingkat Provinsi Kota Jambi meraih juara umum yang dilaksanakan di Kabupaten 

Kerinci. 

2. Memfasilitasi penyusunan naskah kerjasama dalam negeri sebanyak 49 (empat 

puluh Sembilan) dan 1 (satu) naskah pernyataan kehendak kerjasama luar negeri. 

3. Melaksanakan sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis terhadap Perangkat 

Daerah, serta adanya komitmen Perangkat Daerah khususnya PA/KPA dan PPK 

untuk melakukan input pengadaan barang/jasa secara akurat, sesuai peraturan 

perundang-undangan Melalui aplikasi SIRUP dan SPSE. 

4. Melaksanakan rapat koordinasi terkait rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh 

KemenPAN-RB.  

5. Pemerintah Kota Jambi selama Tahun 2024 telah menetapkan 11 (sebelas) 

Peraturan Daerah, 43 (empat puluh tiga) Peraturan Walikota dan 781 (tujuh ratus 

delapan puluh satu) Keputusan Walikota. 

 
Sekretariat Daerah pada tahun tahun 2024 memiliki 3 (tiga) program, 20 (dua 

puluh) kegiatan, 52 (lima puluh dua) sub kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut 

ini. 

 

3.1.4.2.  Sekretariat DPRD 

Sekretariat DPRD Kota Jambi merupakan Perangkat Daerah yang melakukan 

urusan Pendukung. Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 Sekretariat DPRD 

mengacu pada tujuan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik, dengan sasaran yakni Meningkatkan Manajemen ASN dan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK.  

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota 

Jambi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.75 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi pada Tahun 

2024 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1. 
Dukungan dan 
fasilitasi pelayanan 
Sekretariat DPRD 

Terpenuhinya Dukungan dan 
Fasilitasi Pelayanan Sekretariat 
DPRD 

100% 97,09% 

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Jambi 2024 
 

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2024, indikator terpenuhinya dukungan 

dan fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD dengan realisasi capaian 97,09% dari target 

sebesar 100%. Sesuai dengan kategori skala peringkat capaian kinerja indikator ini 

termasuk dalam kategori Sangat Baik, sebagian besar capaian kinerja telah tercapai 

yang tidak tercapainya antara lain dikarenakan pelaksanaan medical check up yang 

tidak terealisasi (0%) dari target 100% yang ditetapkan, tidak terlaksananya kegiatan 

tersebut disebabkan kurangnya partisipasi anggota DPRD untuk melakukan 

pemeriksaan kesehatan (medical check up) di RSUD H.Abdul Manaf.  

Capaian kinerja Sekretariat DPRD selama Tahun 2024 telah melaksanakan 

antara lain menetapkan 9 (sembilan) PERDA, 24 (dua puluh empat) RAPERDA yang 

disetujui dalam Prolegda, 29 (dua puluh sembilan) Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti 

dan peningkatan kapasitas Anggota DPRD Kota Jambi sebanyak 45 orang. Dalam 

melaksanakan penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD terdapat permasalahan 

antara lain kurangnya kualitas SDM yang menguasai peraturan bidang hukum, 

keuangan, pengadaan barang dan jasa serta cepatnya perubahan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Sekretariat DPRD pada tahun 2024 

adalah sebagai berikut: 

Anggaran   Realisasi  Persentase 

Belanja Operasi   Rp. 82.636.326.295 Rp. 73.220.068.820    88,60% 

Belanja Modal   Rp.   6.003.530.705 Rp.   5.753.922.712   95,84% 

Total Anggaran   Rp. 88.639.857.000 Rp. 78.973.991.532   89,09% 

 

Sekretariat DPRD pada tahun 2024 memiliki 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) 

kegiatan dan 66 (enam puluh enam) sub kegiatan. 
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3.1.5.  URUSAN KEWILAYAHAN 

3.1.5.1.  Kecamatan 

Urusan Kewilayahan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) 

Kecamatan dalam Kota Jambi. Berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014, 

Kecamatan dalam Kota Jambi mengalami pemekaran dari 8 Kecamatan menjadi 11 

Kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Jelutung, 

Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur, 

Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan 

Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah. 

Pada RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 urusan ini mengacu pada Tujuan 1 

yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 

Adapun keterkaitan Kecamatan dengan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.76 
Keterkaitan Kecamatan dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

 
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

Meningkatnya Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Indeks Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatkan 
Profesionalisme ASN 
dan akuntabilitas 
kinerja pemerintah 
berbasis TIK 

Indeks Pelayanan 
Publik 

Sumber: RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Kecamatan dalam Kota 

Jambi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.77 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan dalam Kota Jambi Tahun 2024 

 

No Kecamatan 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

1 Kota Baru 

Peningkatan 
Pelayanan dan 
Partisipasi 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 90 93,59 

Persentase Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Pembangunan 

75% 85,61% 

2 Telanaipura 

Peningkatan 
Pelayanan dan 
Partisipasi 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 93 93,94 

Persentase Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Pembangunan 

94% 100% 

3 Jelutung 

Peningkatan 
Pelayanan dan 
Partisipasi 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 94 94 

Persentase Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Pembangunan 

92% 96,97% 
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No Kecamatan 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

4 
Pasar 

Jambi 

Peningkatan 
Pelayanan dan 
Partisipasi 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 97 92,90 

Persentase Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Pembangunan 

92% 72,79% 

5 
Jambi 

Selatan 

Peningkatan 
Pelayanan dan 
Partisipasi 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 95% 93% 

Persentase Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Pembangunan 

99 99,10 

6 
Jambi 

Timur 

Peningkatan 
Pelayanan dan 
Partisipasi 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 95% 92,86% 

Persentase Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Pembangunan 

95 95 

7 
Danau 

Teluk 

Peningkatan 
Pelayanan dan 
Partisipasi 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 96% 96% 

Persentase Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Pembangunan 

77,46 90,51 

8 Pelayangan 

Peningkatan 
Pelayanan dan 
Partisipasi 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 100% 100% 

Persentase Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Pembangunan 

88,50 94,70 

9 Alam Barajo 

Peningkatan 
Pelayanan dan 
Partisipasi 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 95% 100% 

Persentase Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Pembangunan 

93 94,58 

10 Danau Sipin 

Peningkatan 
Pelayanan dan 
Partisipasi 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 100% 100% 

Persentase Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Pembangunan 

92 93,95 

11 Paal Merah 

Peningkatan 
Pelayanan dan 
Partisipasi 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 84% 100% 

Persentase Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Pembangunan 

95% 93% 

Sumber: OPD Terkait, 2025 
 

Angka realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari survei kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan aparatur serta sarana dan prasarana kecamatan. 

Angka Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan diperoleh dari 

persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina pada tingkat kecamatan dan 

kelurahan. 

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan dalam Kota Jambi pada 

tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.78 
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan dalam Kota Jambi Tahun 2024 

 

No Kecamatan Anggaran 2024 (Rp) Realisasi 2024 (Rp) Persentase 

1 Kota Baru 15.561.276.000 14.494.397.200 93,14 

2 Telanaipura 16.194.914.000 15.110.499.247 93,30 

3 Jelutung 14.359.740.000 13.359.650.244 93,04 

4 Pasar Jambi 8.795.576.000 7.931.507.040 90,18 

5 Jambi Selatan 15.146.113.000 13.938.098.371 92,02 

6 Jambi Timur 16.803.424.000 14.911.289.848 88,74 

7 Danau Teluk 9.575.752.000 8.743.226.152 91,31 

8 Pelayangan 10.582.903.000 9.526.246.764 90,02 

9 Alam Barajo 15.809.738.000 14.655.563.254 92,70 

10 Danau Sipin 12.539.525.000 11.212.568.133 89,42 

11 Paal Merah 14.401.052.000 13.347.683.418 92,69 

Sumber: OPD Terkait, 2025 

 

Adapun tabel capaian kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2024 

berdasarkan masing-masing urusan yang telah dibahas diatas, secara keseluruhan 

disajikan pada Lampiran III Buku LKPJ ini. 
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3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN  

Kebijakan strategis yang dimaksud dalam Subbab ini adalah kebijakan yang 

diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah 

dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu 

tahun anggaran. Kebijakan strategis yang diambil Kepala Daerah selama Tahun 2024 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.79 

Kebijakan Strategis yang Diambil Kepala Daerah Selama Tahun 2024 
 

No Kebijakan Strategis Dasar Hukum 
Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

1 Penerima Hibah Alat 
Peraga Food Model 
PAUD  

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 713 Tahun 2024 tentang 
Food Model PAUD 

Dalam Rangka Penurunan 
Stunting di Kota Jambi 

2 Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) 

Peraturan Walikota Jambi 
Nomor 17 Tahun 2024 Tentang 
Penerimaan Peserta Didik Baru 
Jenjang Taman Kanak- Kanak, 
Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama di Kota 
Jambi 

Terselenggaranya 
Penerimaan Peserta Didik 
Baru (PPDB) Kota Jambi 

3 Pelaksanaan Kegiatan 
Intervensi serentak 
Pencegahan Stunting 
di Kota Jambi 

Instruksi Walikota Jambi Nomor 
HKM.05/05/INS/V/HKU/2024 

Meningkatkan pencegahan 
stunting Kota Jambi 

4 Puskesmas yang 
menyelenggarakan 
Integrasi layanan 
Primer di Kota Jambi 

Surat Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 306 Tahun 2024 

Pelaksanaan Integrasi 
layanan Primer di 
Puskesmas untuk 
penjangkauan layanan 
kesehatan 

5 Meningkatkan 
Pengawasan, 
Pengendalian, dan 
Penegakan Produk 
Hukum Daerah serta 
Perlindungan 
Masyarakat 

• Surat Keputusan Wali Kota 

Jambi Nomor 90 Tahun 2024 

tentang Tim Pelaksana 

Kegiatan Penanganan Atas 

Pelanggaran Produk Hukum 

Daerah Kota Jambi. 

• Surat Keputusan Wali Kota 

Jambi Nomor 87 Tahun 2024 

tentang Sekretariat Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Pemerintah Kota 

Jambi.  

• Surat Keputusan Wali Kota 

Jambi Nomor 88 Tahun 2024 

tentang Narasumber, 

Moderator, Pembawa Acara 

Dan Panitia Pelaksana 

Sosialisasi Kewaspadaan 

Dini Pelanggaran 

Kebijakan strategis ini 

dilakukan untuk 

menegaskan tugas pokok 

dan fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja sebagai 

satu-satunya aparatur 

Penegak Peraturan Daerah 

dan Peraturan Wali Kota, 

sesuai arahan dari 

Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 

2021 tentang Standar 

Pelayanan Minimal. 

Kebijakan ini juga diambil 

sebagai langkah integrasi 

dalam rangka pencegahan 

dan penindakan atas 

gangguan ketertiban umum 

dan penegakan produk 
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No Kebijakan Strategis Dasar Hukum 
Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

Pengedaran Dan Penjualan 

Minuman Beralkohol Di 

Tempat Umum.  

• Surat Keputusan Wali Kota 
Jambi Nomor 89 Tahun 2024 
tentang Narasumber, 
Moderator, Pembawa Acara 
Dan Panitia Pelaksana 
Sosialisasi Penegakan 
Peraturan Daerah Dan 
Peraturan Kepala Daerah 
Kepada Masyarakat Di 
Wilayah Kota Jambi.  

hukum daerah di wilayah 

Kota Jambi. 

 

 

 

 

 

6 Pembinaan dan 
Pemberdayaan dalam 
Perlindungan 
Masyarakat 

• Surat Keputusan Wali Kota 

Jambi Nomor 69 Tahun 2024 

tentang Peserta Pada 

Kegiatan Pembekalan 

Satuan Perlindungan 

Masyarakat Petugas 

Pengamanan Tempat 

Pemungutan Suara 

Pemilihan Umum Pada 

Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Jambi.  

• Surat Keputusan Wali Kota 
Jambi Nomor 69 Tahun 2024 
tentang Narasumber, 
Moderator dan pembawa 
acara pada kegiatan 
pembekalan satuan 
perlindungan masyarakat 
petugas pengamanan tempat 
pemungutan suara pemilihan 
umum.  

Kebijakan strategis ini 

dilakukan sebagai amanat 

dari dari Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 26 

Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan 

Ketentraman, Ketertiban 

Umum dan Perlindungan 

Masyarakat di daerah. 

Sekaligus,mempersiapkan 
satuan dan gugus 
perlindungan masyarakat di 
Kota Jambi dalam 
mengantisipasi gangguan 
ketertiban umum dan 
persiapan menghadapi 
pelaksanaan Pemilihan 
Umum Serentak di tahun 
2024. 

7 Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah dan 
Sekretariat Kota Jambi 
Tahun 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 49 Tahun 2024 

Dalam rangka mendukung 
efektifitas dan efisiensi 
penyelenggaraan 
Pemerintah di Daerah serta 
membangun sinergitas 
hubungan antar unsur 
pimpinan di Daerah guna 
mendukung pelaksanaan 
kebijakan dan penyelesaian 
permasalahan di Daerah. 

8 Pembentukan tim 
terpadu Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan Kota 
Jambi Tahun 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 83 Tahun 2024 

Dalam rangka 
meningkatkan pengawasan 
terhadap organisasi 
kemasyarakatan yang 
menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Daerah 
berkoordinasi dengan 
instansi terkait sehingga 
perlu dibentuk Tim Terpadu 
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No Kebijakan Strategis Dasar Hukum 
Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan Kota 
Jambi. 

9 Tim Pembinaan dan 
Pengawasan Terhadap 
Penyelenggaraan 
Penanggulangan 
Penyalahgunaan 
Narkotika, Psikotropika 
dan Zat Aktif Kota 
Jambi Tahun 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 84 Tahun 2024 

Dalam rangka untuk 
melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap 
penyelenggaraan 
penanggulangan 
penyalahgunaan Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Aktif 
lainnya di Kota Jambi 

10 Dewan Penasehat 
Forum Kerukunan 
Umat Beragama Kota 
Jambi Tahun 2024  

 Dalam rangka memberikan 
bimbingan dan pelayanan 
agar setiap penduduk 
dalam melaksanakan 
ajaran agamanya dapat 
berlangsung dengan rukun, 
lancar dan tertib 

11 Tim Fasilitasi 
Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 
Dalam Pelestarian dan 
Pengembangan serta 
Komunikasi Pegiat 
Kesenian Daerah di 
Kota Jambi Tahun 
2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor : 81 Tahun 2024  

Dalam rangka 
mengembangkan dan 
memanfaatkan kesenian 
daerah, Pemerintah tidak 
dapat bekerja sendiri tetapi 
memerlukan peran serta 
pekerja seni dan penggiat 
seni sebagai pengguna 
sehingga dapat 
meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
pengguna/penggiat seni 

12 Tim Koordinasi 
Pengawasan Aliran 
Kepercayaan 
Masyarakat Kota 
Jambi Tahun 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 82 Tahun 2024 

Dalam rangka melakukan 
pembinaan dan 
pengawasan dalam 
kehidupan beragama dan 
kepercayaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dalam 
sosial kemasyarakatan 
perlu adanya koordinasi 
antar instansi yang terkait. 

13 Penerimaan Hibah 
Uang dalam Rangka 
Pengamanan 
Pemilihan Kepala 
Daerah Tahun 2024 di 
Kota Jambi kepada 
Kepolisian Resor Kota 
Jambi dan Kepada 
Komando Distrik Militer 
0415/Jambi 2023 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 250 Tahun 2024 

Dalam rangka pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) 
Serentak Tahun 2024 
Pemerintah Daerah 
menyediakan Pendanaan 
Anggaran Pengamanan 
secara Proporsional sesuai 
beban kerja masing-masing 
dengan tahapan Pilkada 
Serentak. 

14 Tim Kewaspadaan Dini 
Pemerintah Daerah 
Kota Jambi tahun 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 170 Tahun 2024 
 

Dalam rangka mewujudkan 
ketentraman, ketertiban, 
dan perlindungan 
masyarakat perlu dilakukan 
upaya-upaya kewaspadaan 
dini oleh masyarakat. 
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No Kebijakan Strategis Dasar Hukum 
Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

15 Tim Verifikasi 
Kelengkapan 
Administrasi 
Pengajuan 
Permohonan Bantuan 
Keuangan Kepada 
Partai Politik Kota 
Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 171 Tahun 2024 

Dalam rangka kelancaran 
dan efektifitas serta 
transparansi pemberian 
Bantuan Keuangan Partai 
Politik Kota Jambi, maka 
perlu menetapkan Tim 
Verifikasi Kelengkapan 
Administrasi Bantuan 
Keuangan Kepada Partai 
Politik Kota Jambi. 

16 Forum Kewaspadaan 
Dini Masyarakat Kota 
Jambi Tahun  

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 157 Tahun 2024 

Dalam rangka untuk 
memelihara ketentraman di 
masyarakat dan menjaga 
stabilitas di Daerah Kota 
Jambi 

17 Tim Terpadu dan 
Sekretariat 
Penanganan Konflik 
Sosial Tingkat Kota 
Jambi tahun 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 169 Tahun 2024  

Dalam rangka peningkatan 
efektifitas, keterpaduan, 
dan sinergi dalam 
pencegahan konflik, 
penghentian konflik, dan 
pemulihan pasca konflik 
melalui sistem koordinasi 
yang terpadu tingkat Kota 
Jambi. 

18 Tim Desk Pemilihan 
Kepala Daerah 
Serentak Tahun 2024 
di Kota Jambi 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 710 Tahun 2024  

Dalam rangka mengetahui 
perkembangan politik di 
Daerah guna menciptakan 
stabilitas Politik 
Pemerintahan yang 
kondusif di Daerah secara 
tertib, terkoordinasi dan 
berkesinambungan untuk 
mendukung efektifitas dan 
efisiensi penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Daerah 
Serentak Tahun 2024 
dalam Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Jambi, 
Walikota dan Wakil 
Walikota Jambi di Kota 
Jambi agar berjalan dengan 
aman, sukses dan lancar. 

19 Pendanaan bagi 
Penyelenggaraan 
Pengurus Dewan 
Pembina dan 
Pengurus Forum 
Pembauran 
Kebangsaan Tingkat 
Kota Jambi Masa 
Bhakti 2021-2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 200 Tahun 2024  

Dalam rangka mendukung 
melaksanakan tugas 
Pengurus Dewan Pembina 
dan Pengurus Forum 
Pembauran Kebangsaan 
Tingkat Kota Jambi masa 
bakti 2021-2024 

20 Pendanaan bagi 
Penyelenggaraan 
Pengurus Pusat 
Pendidikan Wawasan 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 288 Tahun 2024  

Dalam rangka untuk 
mendukung pelaksanaan 
tugas dan wewenang 
pemerintah daerah untuk 
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Kebangsaan Kota 
Jambi masa bakti 
2021-2024 Tahun 
Anggaran 2024 

pengembangan 
pemantapan wawasan 
kebangsaan, dalam 
menyelenggarakan 
pendidikan wawasan 
kebangsaan 

21 Panitia Pelaksana 
Pembentukan Pasukan 
Pengibar Bendera 
Pusaka Tingkat Kota 
Jambi Tahun 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 142 Tahun 2024  

Dalam rangka 
terlaksananya kegiatan 
pengibar bendera pusaka 
dengan baik dan benar 

22 Warga Miskin DI Kota 
Jambi 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 202 Tahun 2024 

Data Warga Miskin  

23 Bantuan Sosial 
Kepada Warga Miskin 
Menjelang Hari Raya 
Idul Fitri 1445 H/ 2024 
M Di Kota Jambi 
Tahun 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 204 Tahun 2024 

Bantuan Sosial Kepada 
Masyarakat Miskin 

24 Keluarga Miskin 
Ekstrem Di Kota Jambi 
Tahun Anggaran 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 321 Tahun 2024 

Data Masyarakat Miskin 
Ekstrem 

25 Bantuan Sosial Bagi 
Kepada Keluarga 
Miskin Ekstrem Di Kota 
Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 353 Tahun 2024 

Bantuan Sosial Kepada 
Masyarakat Kemiskinan 
Ekstrem 

26 Penerima Bantuan 
Sosial Usaha Ekonomi 
Individu Di Kota Jambi 
Tahun 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 367 Tahun 2024 

Bantuan Sosial Kepada 
Keluarga Penerima Manfaat 
PKH yang Graduasi dan 
Data P3KE 

27 Bantuan Sosial Berupa 
Alat Bantu Bagi 
Penyandang 
Disabilitas Di Kota 
Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 411 Tahun 2024 

Bantuan Sosial Bagi 
Disabilitas 

28 Penerima Bantuan 
Sosial Berupa Bantuan 
Sandang Bagi 
Penyandang 
Disabilitas Di Kota 
Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 427 Tahun 2024 

Bantuan Sosial Bagi Lanjut 
Usia 

29 Penerima Bantuan 
Sosial Berupa Bantuan 
Permakanan Dalam 
Rangka Hari Lanjut 
Usia Nasional Bagi 
Lanjut Usia Di Kota 
Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 437 Tahun 2024 

Bantuan Sosial Bagi 
Disabilitas 

30 Bantuan Sosial Berupa 
Bantuan Gizi/Asupan 
Vitamin untuk Anak 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 751 Tahun 2024 

Bantuan Sosial Gizi/Asupan 
Vitamin Untuk Anak 
Terlantar  



III - 117 

No Kebijakan Strategis Dasar Hukum 
Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

Terlantar Dalam Kota 
Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

31 Penerima Hibah 
Berupa Barang 
Kepada Lembaga 
Kesejahteraan Sosial 
Di Kota Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 754 Tahun 2024 

 Bantuan Barang Kepada 
LKS 

32 Penerima Bantuan 
Sosial Berupa Barang 
Kepada Keluarga 
Penerima Manfaat 
Program Keluarga 
Harapan Di Kota Jambi 
Tahun Anggaran 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 754 Tahun 2024 

Bantuan Sosial Usaha Bagi 
KPM PKH 

33 Penerima Bantuan  
Peralatan/ Barang bagi 
Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah 

SK Walikota Jambi nomor 590 
tahun 2024 tanggal 14 Oktober 
2024 tentang perubahan atas 
keputusan Walikota Jambi 
nomor 534 tahun 2024 tentang 
penerima bantuan peralatan/ 
barang bagi usaha mikro kecil 
dan menengah pada Dinas 
Tenaga Kerja, Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah Kota 
Jambi tahun 2024 

Pemberian bantuan berupa 
peralatan kepada UMKM 

34 Meningkatkan Peran 
Kelembagaan Dalam 
Pembangunan 

Surat Keputusan Walikota 
Jambi Kota Jambi Nomor : 5 
Tahun 2024 Tentang 
Penyelenggaraan Percepatan 
Penurunan Stunting di Kota 
Jambi 

Penyelenggaraan 
Percepatan Penurunan 
Stunting di Kota Jambi 

  Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 62 Tahun 2024 Tentang 
Kelompok Kerja Operasional 
Pembinaan Pos Pelayanan 
Terpadu Kota Jambi Tahun 
2024 

Kelompok Kerja 
Operasional Pembinaan 
Pos Pelayanan Terpadu 
Kota Jambi 

  Surat Keputusan Walikota 
Jambi Kota Jambi Nomor : 52 
Tahun 2024 Tentang Tim 
Pembina Kegiatan Lembaga 
Adat Melayu Tanah Pilih Pusako 
Batuah Kota Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

Tim Pembina Kegiatan 
Lembaga Adat Melayu 
Tanah Pilih Pusako Batuah 
Kota Jambi 

  Surat Keputusan Walikota 
Jambi Kota Jambi Nomor : 127 
Tahun 2024 Tentang Tim 
Penyusunan Rancangan 
Peraturan Wali Kota Tentang 
Tata Cara Pembiayaan dan 
Kegiatan Lembaga Adat Melayu 
Tanah pilih Pusako Batuah kota 
Jambi  

Tim Penyusunan 
Rancangan Peraturan 
WaliKota Tentang Tata 
Cara Pembiayaan dan 
Kegiatan Lembaga Adat 
Melayu Tanah pilih Pusako 
Batuah 
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  Surat Keputusan WaliKota 
Jambi Nomor : 288 Tahun 2024 
Tentang Penilaian Kampung 
Bersih, Aman dan Pintar 
(Bantar) Kota Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

Penilaian Kampung Bersih, 
Aman dan Pintar (Bantar) 
Kota Jambi 

  Surat Keputusan Wali Kota 
Jambi Nomor : 61 Tahun 2024 
Tentang Tim Penggerak 
Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga Kota 
Jambi  

Tim Penggerak 
Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
Kota Jambi  

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor 248 Tahun 2024 
Tentang Juara Lomba Inovasi 
Alat Teknologi Tepat Guna 
Tingkat Kota Jambi Tahun 2024 

Juara Lomba Inovasi Alat 
Teknologi Tepat Guna 
Tingkat Kota Jambi 

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor 439 Tahun 2024 
Tentang Narasumber dan 
Moderator Pembinaan Kader 
Pembangunan Manusia 
Stunting Kota Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

Narasumber dan Moderator 
Pembinaan Kader 
Pembangunan Manusia 
Stunting Kota Jambi 

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor 398 Tahun 2024 
Tentang Pemenang Lomba 
Jambore Kader Pemberdayaan 
dan Kesejahteraan Keluarga 
Tingkat Kota Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

Pemenang Lomba Jambore 
Kader Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
Tingkat Kota Jambi 

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor 441 Tahun 2024 
Tentang Narasumber dan 
Moderator Pembinaan Kader 
Pembangunan Manusia 
Stunting Kota Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

Narasumber dan Moderator 
Pembinaan Kader 
Pembangunan Manusia 
Stunting Kota Jambi 

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor 398 Tahun 2024 
Tentang Pemenang Lomba 
Jambore Kader Pemberdayaan 
dan Kesejahteraan Keluarga 
Tingkat Kota Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

Pemenang Lomba Jambore 
Kader Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
Tingkat Kota Jambi 

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor 441 Tahun 2024 
Tentang Juara Terbaik Kategori 
Besar, Kategori Sedang dan 
Kategori Kecil Kampung Bersih, 
Aman dan Pintar Kota Jambi 
Tahun Anggaran 2024 

Juara Terbaik Kategori 
Besar, Kategori Sedang 
dan Kategori Kecil 
Kampung Bersih, Aman 
dan Pintar Kota Jambi 

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor : 455 Tahun 2024 
Tentang Narasumber dan 

Narasumber dan Moderator 
Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
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Moderator Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga Kota 
Jambi Gebrak Stunting Tahun 
Anggaran 2024 

Kota Jambi Gebrak 
Stunting 

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor : 457 Tahun 2024 
Tentang Narasumber 
Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan Pemberdayaan 
dan Kesejahteraan Keluarga 
Kecamatan dan Kelurahan se- 
Kota Jambi Tahun Anggaran 
2024 

Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan 
Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
Kecamatan dan Kelurahan 
se- Kota 

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor : 454 Tahun 2024 
Tentang Penilai Lomba 
Implementasi 10 Program 
Pokok Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga Tingkat 
Kota Jambi Tahun Anggaran 
2024 

Penilai Lomba 
Implementasi 10 Program 
Pokok Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
Tingkat Kota Jambi 

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor : 22 Tahun 2024 
Tentang Tata cara Pembiayaan 
Dana Kegiatan Adat Melayu 
Tanah Pilih Pusako Batuah Kota 
Jambi Tahun Anggaran 2024 

Tata cara Pembiayaan 
Dana Kegiatan Adat Melayu 
Tanah Pilih Pusako Batuah 
Kota Jambi 

  Keputusan Walikota Jambi 
Nomor : 495 Tahun 2024 
Tentang Pemberian dan 
Besaran Honorarium Pengurus 
Lembaga Adat Melayu Tanah 
Pilih Batuah Kota Jambi Tahun 
2024  

Pemberian dan Besaran 
Honorarium Pengurus 
Lembaga Adat Melayu 
Tanah Pilih Batuah Kota 
Jambi 

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor : 471 Tahun 2024 
Tentang Bimbingan Teknis 
Bidang Badan LIT Lembaga 
Adat Melayu Kota Jambi Tahun 
Anggaran 2024  

Bimbingan Teknis Bidang 
Badan LIT Lembaga Adat 
Melayu Kota Jambi 

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor : 399 Tahun 2024 
Tentang Pemenang Lomba 
Semarak Ramadhan Tingkat 
Kota Jambi Tahun Anggaran 
2024  

Pemenang Lomba Semarak 
Ramadhan Tingkat Kota 
Jambi 

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor : 551 Tahun 2024 
Tentang Pemenang Kelompok 
Kerja Operasional Pembinaan 
Pos Pelayanan Terpadu dan 
Kelompok Kerja Pos Pelayanan 
Terpadu Tingkat Kota Jambi 
Tahun 2024 

Pemenang Kelompok Kerja 
Operasional Pembinaan 
Pos Pelayanan Terpadu 
dan Kelompok Kerja Pos 
Pelayanan Terpadu Tingkat 
Kota 
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  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor : 545 Tahun 2024 
Tentang Juri Penilaian Lomba 
Seloko Adat Lembaga Adat 
Melayu Kota Jambi Tahun 2024  

Juri Penilaian Lomba 
Seloko Adat Lembaga Adat 
Melayu Kota Jambi 

  Surat Keputusan Walikota 
Jambi Kota Jambi Nomor : 489 
Tahun 2024 Tentang 
Narasumber dan Moderator 
Temu Lembaga dan Kader 
Kemasyarakatan Tahun 
Anggaran 2024  

Narasumber dan Moderator 
Temu Lembaga dan Kader 
Kemasyarakatan  

  Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor : 530 Tahun 2024 
Tentang Pemenang Lomba 
Implementasi 10 Program 
Pokok Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga Tingkat 
Kota Jambi  

Pemenang Lomba 
Implementasi 10 Program 
Pokok Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
Tingkat Kota Jambi  

  Surat Keputusan Walikota 
Jambi Kota Jambi Nomor : 651 
Tahun 2024 Tentang Juara 
Umum dan Pemenang Lomba 
Seloko Adat Lembaga Adat 
Melayu Kota Jambi Tahun 2024 

Juara Umum dan 
Pemenang Lomba Seloko 
Adat Lembaga Adat Melayu 
Kota Jambi Tahun 2024 

  Surat Keputusan Walikota 
Jambi Nomor : 749 Tahun 2024 
Tentang Pemenang Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Terbaik Tingkat 
Kota Jambi Tahun 2024  

Pemenang Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Terbaik Tingkat 
Kota Jambi 

 Meningkatkan 
Kapasitas Sumber 
Daya Lembaga 
Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas 
Tingkat Daerah 
Kabupaten / Kota 

SK Walikota Jambi Nomor 123 
Tahun 2024 Tentang 
Narasumber dan Moderator 
Workshop Forum Partisipasi 
Publik untuk Kesejahteraan 
Perempuan dan Anak Kota 
Jambi Tahun 2024  

Narasumber dan Moderator 
Workshop Forum 
Partisipasi Publik untuk 
Kesejahteraan Perempuan 
dan Anak Kota Jambi 
Tahun 2024 

  Sk Walikota Jambi Nomor 125 
Tahun 2024 Tentang Peserta 
Workshop Forum Participating 
Publik untuk Kesejahteraan 
Perempuan dan Anak Kota 
Jambi Tahun 2024 

Peserta Workshop Forum 
Partisipasi Publik untuk 
Kesejahteraan Perempuan 
dan Anak Kota Jambi 
Tahun 2024 

  SK Walikota Jambi Nomor 176 
Tahun 2024 Tentang 
Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Ketahanan Keluarga 
Tahun 2024 

Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Ketahanan 
Keluarga Tahun 2024 

 Pengembangan 
Kegiatan Masyarakat 
Untuk Peningkatan 
Kualitas Keluarga 

SK Walikota Jambi Nomor 396 
Tahun 2024 Tentang 
Penyuluhan atau 
Pendampingan Peningkatan 
Kualitas Keluarga Tahun 2024 

Penyuluhan atau 
Pendampingan 
Peningkatan Kualitas 
Keluarga Tahun 2024 
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Kewenangan 
Kabupaten Kota 

  SK Wali Kota Jambi Nomor 397 
Tahun 2024 Tentang Peserta 
Penyuluhan Peningkatan 
Kualitas Keluarga Kota Jambi 
Tahun 2024 

Peserta Penyuluhan 
Peningkatan Kualitas 
Keluarga Kota Jambi Tahun 
2024 

  SK Wali Kota Jambi Nomor 559 
Tahun 2024 Tentang Perubahan 
atas keputusan walikota Jambi 
Nomor 396 Tahun 2024 
Tentang Penyuluh Atau 
Pendamping Peningkatan 
Kualitas Keluarga Tahun 2024  

Perubahan atas keputusan 
wali kota Jambi Nomor 396 
Tahun 2024 Tentang 
Penyuluh Atau Pendamping 
Peningkatan Kualitas 
Keluarga Tahun 2024 

 Pencegahan 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan Lingkup 
Daerah Kabupaten / 
Kota 

SK Walikota Jambi Nomor 433 
Tahun 2024 Tentang 
Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Perlindungan Anak 
Terpadu Berbasis Masyarakat , 
Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Perempuan, Anak 
serta tindak Pidana 
Perdagangan Orang Tahun 
2024  

Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Perlindungan 
Anak Terpadu Berbasis 
Masyarakat , Pencegahan 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan, Anak serta 
tindak Pidana Perdagangan 
Orang Tahun 2024 

  SK Walikota Jambi Nomor 432 
Tahun 2024 Tentang Peserta 
Sosialisasi Desa Ramah 
Perempuan dan Peduli Anak 
Kota Jambi Tahun 2024 

Peserta Sosialisasi Desa 
Ramah Perempuan dan 
Peduli Anak Kota Jambi 
Tahun 2024 

  SK Walikota Jambi Nomor 431 
Tahun 2024 tentang 
Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Desa Ramah 
Perempuan dan Peduli Anak 
Kota Jambi Tahun 2024 

Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Desa Ramah 
Perempuan dan Peduli 
Anak Kota Jambi Tahun 
2024 

  SK Walikota Jambi Nomor 461 
Tahun 2024 Tentang Peserta 
Sosialisasi Perlindungan Anak 
Terpadu Berbasis Masyarakat , 
Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Perempuan, Anak 
serta tindak Pidana 
Perdagangan Orang Tahun 
2024 

Peserta Sosialisasi 
Perlindungan Anak Terpadu 
Berbasis Masyarakat , 
Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Perempuan, 
Anak serta tindak Pidana 
Perdagangan Orang Tahun 
2024 

  SK Wali Kota Jambi Nomor 462 
Tahun 2024 Tentang 
Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Pencegahan 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan Anak, Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
Anak Berhadapan Dengan 
Hukum dan Perkawinan Anak  
 

Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Pencegahan 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan Anak, Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
Anak Berhadapan Dengan 
Hukum dan Perkawinan 
Anak 
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  SK Wali Kota Jambi Nomor 463 
Tahun 2024 Tentang Peserta 
Sosialisasi Pencegahan 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan Anak, Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
Anak Berhadapan dengan 
Hukum dan Perkawinan Anak  

Peserta Sosialisasi 
Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Perempuan 
Anak, Tindak Pidana 
Perdagangan Orang Anak 
Berhadapan dengan 
Hukum dan Perkawinan 
Anak 

  SK Wali Kota Jambi Nomor 583 
Tahun 2024 Tentang 
Narasumber dan Moderator 
Pertemuan Koordinasi dan 
Kerjasama Lintas Sektor 
Pencegahan Kekerasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang  

Narasumber dan Moderator 
Pertemuan Koordinasi dan 
Kerjasama Lintas Sektor 
Pencegahan Kekerasan 
Tindak Pidana 
Perdagangan Orang 

  SK Walikota Jambi Nomor 558 
Tahun 2024 Tentang 
Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Peningkatan Forum 
Anak Dalam Pencegahan 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan Kekerasan 
Terhadap Anak, Tindak Pidana 
Perdagangan Orang Anak 
Berhadap dengan hukum dan 
Perkawinan Anak  

Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Peningkatan 
Forum Anak Dalam 
Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Perempuan 
Kekerasan Terhadap Anak, 
Tindak Pidana 
Perdagangan Orang Anak 
Berhadap dengan hukum 
dan Perkawinan Anak 

  SK Wali Kota Jambi Nomor 559 
Tahun 2024 Tentang Perubahan 
atas keputusan walikota Jambi 
Nomor 396 Tahun 2024 
Tentang Penyuluh Atau 
Pendamping Peningkatan 
Kualitas Keluarga Tahun 2024  

Perubahan atas keputusan 
wali kota Jambi Nomor 396 
Tahun 2024 Tentang 
Penyuluh Atau Pendamping 
Peningkatan Kualitas 
Keluarga Tahun 2024 

  Sk Walikota Jambi Nomor 603 
Tahun 2024 Tentang Peserta 
Pertemuan Koordinasi dan 
Kerjasama Lintas Sektor 
Pencegahan Kekerasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang  

Peserta Pertemuan 
Koordinasi dan Kerjasama 
Lintas Sektor Pencegahan 
Kekerasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang 

 Pengarusutamaan 
Gender 

Sk Walikota Jambi Nomor 30 
Tahun 2024 Tentang Kelompok 
Kerja Pengarusutamaan Gender 
Kota Jambi 

Kelompok Kerja 
Pengarusutamaan Gender 
Kota Jambi 

  Sk Walikota Jambi Nomor 648 
Tahun 2024 Tentang Juri 
Rangkaian Lomba Dalam 
Rangka Peringatan Hari Ibu di 
Lingkungan Pemerintah Kota 
Jambi Tahun 2024 

Juri Rangkaian Lomba 
Dalam Rangka Peringatan 
Hari Ibu di Lingkungan 
Pemerintah Kota Jambi 
Tahun 2024 

  Sk Walikota Jambi Nomor 765 
Tahun 2024 Tentang Pemenang 
Gender Champion Kota Jambi 

Pemenang Gender 
Champion Kota Jambi 2024 

  Sk Walikota Jambi Nomor 766 
Tahun 2024 Tentang Perangkat 
Daerah Pelaksana 

Perangkat Daerah 
Pelaksana 
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Pengarusutamaan Gender 
Terbaik Tahun 2024 

Pengarusutamaan Gender 
Terbaik Tahun 2024 

 Narasumber dan 
Moderator Pelatihan 
Kepribadian dan 
National Character 
Building/Pembangunan 
Karakter Bangsa Kota 
Jambi Tahun 2024 

Sk Walikota Jambi Nomor 735 
Tahun 2024 Tentang 
Narasumber dan Moderator 
Pelatihan Kepribadian dan 
National Character 
Building/Pembangunan Karakter 
Bangsa Kota Jambi Tahun 2024 

Narasumber dan Moderator 
Pelatihan Kepribadian dan 
National Character 
Building/Pembangunan 
Karakter Bangsa Kota 
Jambi Tahun 2024 

  Sk Walikota Jambi Nomor 736 
Tahun 2024 Tentang Peserta 
Pelatihan Kepribadian dan 
National Character 
Building/Pembangunan Karakter 
Bangsa Kota Jambi Tahun 2024 

Peserta Pelatihan 
Kepribadian dan National 
Character 
Building/Pembangunan 
Karakter Bangsa Kota 
Jambi Tahun 2024 

  Sk Walikota Jambi Nomor 409 
Tahun 2024 Tentang Pengurus 
Gabungan Organisasi Wanita 
Kota Jambi Masa Bhakti 2024-
2029 

Pengurus Gabungan 
Organisasi Wanita Kota 
Jambi Masa Bhakti 2024-
2029 

  Sk Walikota Jambi Nomor 360 
Tahun 2024 Tentang 
Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Pemasaran Produk 
Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah Secara Digital 
Marketing Bagi Anggota 
Dharma Wanita Persatuan Kota 
Jambi Tahun 2024 

Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Pemasaran 
Produk Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah Secara 
Digital Marketing Bagi 
Anggota Dharma Wanita 
Persatuan Kota Jambi 
Tahun 2024 

  Sk Walikota Jambi Nomor 124 
Tahun 2024 Tentang 
Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Smartedu Cara 
Mudah Menghafal Al-Quran dan 
Memahami Matematika dengan 
Mengoptimalkan Otak Kanan 
Bersinergi dengan Otak Kiri 
Bagi Anggota Dharma Wanita 
Persatuan Kota Jambi Tahun 
2024 

Narasumber dan Moderator 
Sosialisasi Smartedu Cara 
Mudah Menghafal Al-Quran 
dan Memahami Matematika 
dengan Mengoptimalkan 
Otak Kanan Bersinergi 
dengan Otak Kiri Bagi 
Anggota Dharma Wanita 
Persatuan Kota Jambi 
Tahun 2024 

  
Sk Walikota Jambi Nomor 126 
Tahun 2024 Tentang 
Narasumber dan Pembawa 
Acara Peringatan Hari Besar 
Keagamaan Gabungan 
Organisasi Wanita Kota Jambi 
Tahun Anggaran 2024 

Narasumber dan Pembawa 
Acara Peringatan Hari 
Besar Keagamaan 
Gabungan Organisasi 
Wanita Kota Jambi Tahun 
Anggaran 2024 

 Keputusan WaliKota 
Jambi Nomor 191 
Tahun 2024 Tentang 
Tim Pendamping 
Keluarga Kota Jambi  
 
 

Peraturan Presiden Nomor 72 
Tahun 2021 Tentang 
Percepatan Penurunan Stunting  
 

Untuk Pelaksanaan Strategi 
Nasional percepatan 
Penurunan Stunting  
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 Keputusan WaliKota 
Jambi Nomor 754 
Tahun 2024 Tentang 
Tim Koordinasi 
Pelaksanaan 
Pendataan Keluarga 
Kota Jambi 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 87 
Tahun 2014 Tentang 
Perkembangan Kependudukan 
dan Pembangunan Keluarga 
keluarga Berencana 

Untuk Kelancaraan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pendataan keluarga Kota 
Jambi  

 Peraturan Daerah Kota 
Jambi Nomor 4 Tahun 
2024 Tentang Grand 
Design Pembangunan 
Kependudukan Kota 
Jambi Tahun 2023-
2053 
 

Undang-Undang Nomor 52 
Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan 
dan Pembangunan Keluarga 

Untuk perencanaan, 
pengembangan, dan 
penanganan yang 
terkoordinasi secara 
terpadu dengan melibatkan 
berbagai pemangku 
kepentingan dan 
masyarakat melalui 
Pembangunan keluarga 

 Pendelegasian 
Wewenang 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Berbasis 
Risiko dan 
Nonperizinan Kepada 
Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Jambi 

 
 
 
Peraturan Walikota Jambi 
Nomor 16 Tahun 2024 

 
 
Mempermudah proses 
pemberian perizinan yang 
diberikan oleh Pemerintah 
Kota Jambi 

 Pemberian Bonus 
Kepada Atlet, Pelatih, 
dan Asisten Pelatih 

SK Walikota Nomor 728 Tahun 
2024 Tanggal 19 November 
2024 

Meningkatkan motivasi 
atlet, pelatih, dan asisten 
pelatih untuk berprestasi 

 Keputusan Walikota 
Jambi Nomor 115 
Tahun 2024 Tentang 
Pembentukan Tim 
Pengawasan 
Kearsipan Di 
Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Jambi Tahun 2024. 
 
 

Peraturan Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI) 
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang 
Pedoman Pengawasan 
Kearsipan Yang Menyatakan 
Tim Pengawasan Kearsipan 
Internal dibentuk oleh Menteri, 
Kepala, Ketua, Gubernur, 
Bupati/Walikota, Rektor atau 
pimpinan BUMN/BUMD sesuai 
wilayah kewenangannya. 

Guna terlaksananya 
komitmen bersama Sadar 
Tertib Arsip yang telah 
disepakati dan 
ditandatangani perlu 
ditindaklanjuti dengan 
pengawasan internal yang 
dilakukan terhadap semua 
PD yang di lingkup 
Pemerintah Kota Jambi 
sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku. 

 Program Kerja 
Pengawasan Tahunan 
(PKPT) Tahun 2024 

Keputusan WaliKota Jambi 
Nomor 23 Tahun 2024 tentang 
Program Kerja Pengawasan 
Inspektorat Kota Jambi Tahun 
2024 

Memberikan pedoman dan 
acuan dalam melaksanakan 
pengawasan oleh 
Inspektorat Kota Jambi 
Tahun 2024 

 Pembentukan unit 
pemberantasan 
pungutan liar Di Kota 
Jambi Tahun 2024 

Keputusan Walikota Jambi 
Nomor 59 Tahun 2024 tentang 
Unit Pemberantasan Pungutan 
Liar di Kota Jambi Tahun 2024 

Membangun sistem 
pencegahan dan 
pemberantasan pungutan 
liar 
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 Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kota Jambi 
Tahun 2025 

Peraturan Walikota Jambi 
Nomor 19 Tahun 2024 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Kota Jambi 
Tahun 2025 

Sebagai pedoman 
penetapan Renja Perangkat 
Daerah 

 Perubahan Rencana 
Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Tahun 
2024 

Peraturan Walikota Jambi 
Nomor 21 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Jambi Nomor 20 
Tahun 2023 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kota Jambi Tahun 2024 

Sebagai pedoman 
penetapan Renja Perangkat 
Daerah 

 Penyempurnaan 
Ranwal Renja Tahun 
2025 

Surat Edaran Nomor: HKM.05 / 
03 / EDR / III / HKU / 2024 
tentang Pedoman 
Penyempurnaan Rancangan 
Awal Rencana Kerja (RENJA) 
Perangkat Daerah Kota Jambi 
Tahun 2025 

Sebagai pedoman 
penyempurnaan Ranwal 
Renja Perangkat Daerah 

  
Kerjasama dengan 
BPN Kota Jambi terkait 
Pemutakhiran Zona 
Nilai Tanah 
 

 
Perwal No. 28 Tahun 2024 
tentang Tata Cara 
Pengelolaan PBB dan 
BPHTB 
 

 

Pengintegrasian Data 
Pertanahan dengan PBB 
P2 dan BPHTB Kota Jambi 

 Netralitas Aparatur 
Sipil Negara dan Non 
Aparatur Sipil Negara 
di Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Jambi dalam 
Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum dan 
pemilihan 

Instruksi Walikota Nomor : 
HKM.05/01/INS/HKU/2024 
tanggal 24 Januari 2024 

Dalam rangka 
menindaklanjuti keputusan 
Bersama Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
dan Reformasi Birokrasi, 
Menteri Dalam Negeri, 
Kepala Badan 
Kepegawaian Negara, 
Ketua Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Nomor : 2 
Tahun 2022, Nomor: 800-
5474 tahun 2022, Nomor 
246 Tahun 2022, Nomor 30 
Tahun 2022 dan Nomor 
1447.1/PM.01/K.1/109/2022 
tentang Pedoman 
Pembinaan dan 
Pengawasan Netralitas 
Pegawai Aparatur Sipil 
Negara dalam 
Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum dan 
pemilihan. 

 Implementasi 
koordinasi dalam Tata 
Kelola 
Penyelenggaraan 
Pemerintah di lingkup 

Peraturan Walikota Jambi No. 7 
Tahun 2024 tentang Tata 
Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Kota Jambi 

Meningkatkan tertib, 
efisiensi, dan efektivitas 
administrasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, 
diperlukan pedoman tata 
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Sekretariat Daerah 
Kota Jambi 

naskah dinas dilingkungan 
pemerintah daerah 

  Peraturan WaliKota Jambi 
Nomor 9 Tahun 2024 tentang 
Perubahan atas Peraturan 
WaliKota Jambi Nomor 16 
Tahun 2015 Tentang Belanja 
Penunjang Operasional Wali 
Kota dan Wakil Walikota 

Kekosongan WaliKota dan 
Wakil WaliKota yang 
kemudian diisi dengan 
Penjabat Wali Kota maka 
dilakukan penyesuaian atau 
perubahan terhadap 
peraturan WaliKota yang 
mengatur tentang Belanja 
Penunjang Operasional 
WaliKota dan Wakil Wali 
Kota 

  Surat Edaran Nomor : 
HKM.05/01/EDR/III/HKU/2024 
tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha dalam Bulan 
Suci Ramadhan Tahun 2024 
Masehi/1445 Hijriah di Kota 
Jambi 

Pembatasan Kegiatan 
ekonomi masyarakat pada 
bulan suci Ramadhan 
bertujuan saling 
menghormati umat muslim 
yang beribadah. 

 Penyelenggaraan Kota 
Layak Anak (KLA) 

Peraturan Daerah Kota Jambi 
Nomor 3 Tahun 2024 

Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak Anak 

 Penyelenggaraan 
Percepatan Penurunan 
Stunting di Kota Jambi 

Peraturan Walikota Jambi 
Nomor 5 Tahun 2024 

Penurunan Stunting di Kota 
Jambi 

Sumber: Bagian Hukum Per UU dan OPD terkait, 2024. 
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3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 
 

Pada pembahasan LKPJ 2023 yang lalu, terdapat 4 (empat) Pansus DPRD Kota Jambi yang melakukan Rapat Dengar Pendapat 

(RDP) terhadap LKPJ Walikota Jambi tahun 2023. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi 

tahun 2023 lalu disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3.80 
Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi Tahun 2023 Lalu 

No 
Perangkat 

Daerah 
Rekomendasi DPRD Tahun 2023 Tindak Lanjut 

Tujuan/Masalah 

yang Diselesaikan 

Rekomendasi Pansus I (satu) DPRD Kota Jambi 

1. DPMPTSP KOTA 

JAMBI 

a. Dengan pengurusan perizinan system OSS (online single 
submission), Fungsi DPMPTSP tidak lagi seperti semula yang 
melibatkan semua perangkat dari bawah baik camat maupun 
lurah, sehingga pengawasan dengan system ini tidak lagi 
berjalan dengan maksimal, menyebabkan banyak lokasi tempat 
usaha yang tidak berada pada tempatnya. 
 

1. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 25 

Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha 

yang Terintegrasi Secara Elektronik dan 

PP Nomor 05 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko serta PP Nomor 06 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Daerah maka seluruh pelaku 

usaha dapat mengakses Aplikasi Sistem 

OSS melalui laman Kementerian 

Investasi/ BKPM sesuai dengan KBLI dan 

skala usaha risiko yang akan dijalankan 

oleh pelaku usaha. Dengan demikian 

tugas DPMPTSP hanya sebagai 

pendampingan dan Pengawasan ke 

Pelaku usaha setelah izin yang sudah 

diterbitkan 

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah 

melakukan kegiatan Pengawasan secara 

rutin terkait pemeriksaan perizinan 

berusaha yang terbit melalui sistem oss 

dan Kegiatan Penyelesaian Masalah dan 

Hambatan yang dihadapi oleh pelaku 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Jambi akan 

melakukan Koordinasi dan Konsultasi kepada 

OPD Terkait dalam hal pelaksanaan 

Pengawasan rutin maupun pengawasan 

insidentil (Pengaduan) 
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No 
Perangkat 

Daerah 
Rekomendasi DPRD Tahun 2023 Tindak Lanjut 

Tujuan/Masalah 

yang Diselesaikan 

usaha dalam merealisasikan kegiatannya 

serta menindaklanjuti Pengaduan 

Masyarakat terkait Perizinan yang 

melanggar PERDA dan Peraturan Lainnya 

b. Agar Pemerintah Kota Jambi Segera Membentuk Tim terpadu 
Pengawasan terkait semua tempat usaha yang dikeluarkan 
melalui OSS (online single submission). 
 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Jambi akan 

membentuk Tim Terpadu Pengawasan 

bersama OPD Terkait dalam Penyelesaian 

Masalah Perizinan Baik melalui Pengawasan 

Rutin maupun Pengawasan Insidentil 

SK Tim Terpadu 

2. SATPOL PP KOTA 

JAMBI 

a. Dengan pengurusan perizinan system OSS (online single 

submission), Fungsi DPMPTSP tidak lagi seperti semula yang 

melibatkan semua perangkat dari bawah baik camat maupun 

lurah, sehingga pengawasan dengan system ini tidak lagi berjalan 

dengan maksimal, menyebabkan banyak lokasi tempat usaha 

yang tidak berada pada tempatnya 

- Melaksanakan kegiatan pemeriksaan 
perizinan terhadap tempat usaha secara 
rutin 

- Merespon cepat terhadap pengaduan 
masyarakat maupun koordinasi OPD lain 
terkait permasalahan perizinan tempat 
usaha yang melanggar Peraturan Daerah 
dan Peraturan WaliKota Jambi 

Tempat Usaha/Lembaga/Pelaku Usaha yang 

telah diberikan peringatan dan dilakukan 

penindakan sesuai Standar Operasional 

Prosedur (SOP) 

b. Agar Pemerintah Kota Jambi Segera Membentuk Tim terpadu 

Pengawasan terkait semua tempat usaha yang dikeluarkan 

melalui OSS (online single submission). 

Melakukan pengawasan dan pengamatan 
oleh Tim Wasmat/Intel Satpol PP Kota Jambi 
secara konsisten melakukan pengawasan dan 
pengamatan kegiatan usaha yang 
terindikasi/dugaan pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan Wali Kota Jambi 
terhadap tempat-tempat usaha yang tidak 
sesuai dengan dokumen perizinannya 

Banyaknya Tempat Usaha/Lembaga/Pelaku 
Usaha yang melakukan pelanggaran Produk 
Hukum Daerah telah dilakukan pengawasan 
dan pembinaan dengan melibatkan Tim 
Terpadu Pemerintah Kota Jambi 

3. KESBANGPOL 

KOTA JAMBI  

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi untuk 

menertibkan rumah ibadah yang ada di ruko, hotel yang tidak 

sesuai perizinan (rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat 

Beragama/FKUB) 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Jambi mengirimkan surat kepada Forum 

Kerukunan Umat Beragama untuk melakukan 

monitoring ke ruko dan hotel yang dijadikan 

sebagai rumah ibadah 

Agar kegiatan ibadah dapat dilaksanakan 

sesuai ketentuan dan keputusan bersama 3 

Menteri dalam rangka menjaga ketertiban 

umum, kenyamanan dan keamanan 

masyarakat 

4. DPMPPA KOTA 

JAMBI  

a. DPMPPA bersama Kabag Hukum Setda Kota Jambi serius untuk 

membahas Peraturan Walikota (Perwal) terkait Honorarium 

Lembaga Adat Melayu (LAM) agar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

DPMPPA telah selesai membuat Peraturan 

Walikota (PERWAL) terkait Honorarium 

Lembaga Adat Melayu dengan Nomor 22 

Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembiayaan 

Dana Kegiatan Lembaga Adat Melayu Tanah 

Pilih Pusako Batuah Kota Jambi 

Pendanaan untuk kegiatan LAM Kota Jambi 

Honorarium Lembaga Adat Melayu telah 

terakomodir dalam Peraturan Walikota 
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Tujuan/Masalah 

yang Diselesaikan 

5. BAGIAN 

PEMERINTAHAN 

SETDA KOTA JAMBI  

a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Jambi bersama dengan 

camat untuk menetapkan tapal batas, baik batas dengan 

Kabupaten Muaro Jambi maupun batas dalam Kota Jambi yang 

dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Walikota Jambi. 

Telah dilaksanakan sosialisasi batas wilayah 

Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi di 

kelurahan yang berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Muaro Jambi. Adapun batas 

wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Muaro 

Jambi telah diatur dalam permendagri no 88 

tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kota Jambi 

dan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, 

didalamnya mencakup peta Kota Jambi 

beserta titik koordinat yang mengacu pada 

sistem kartografis. 

Dengan telah adanya permendagri no 88 

tahun 2017 maka batas Kota Jambi dan Muaro 

Jambi telah jelas dan diharapkan masyarakat 

Kota Jambi di perbatasan mengetahui batas 

wilayah Kota Jambi setelah dilakukan 

sosialisasi oleh bagian Tata Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kota Jambi. 

b. Agar Pemerintah Kota Jambi segera melaksanakan Pemekaran 

RT di Wilayah Kota Jambi.. 

Saat ini sedang dilaksanakan proses 

pemetaan batas RT secara digital di 68 

kelurahan Se-Kota Jambi untuk mendapatkan 

gambaran luasan wilayah RT dan kepadatan 

penduduk di tiap RT 

Setelah dilakukan pemetaan batas RT, 

kedepan akan dilakukan penataan batas RT 

dengan memperhatikan luas wilayah dan 

jumlah penduduk di tiap-tiap RT agar terjadi 

pemerataan dan keseimbangan luas wilayah 

dan jumlah penduduk di tiap-tiap RT 

6. BAGIAN 

PEREKONOMIAN 

DAN SDA SETDA 

KOTA JAMBI 

 Pemerintah Kota Jambi wajib memberikan informasi mengenai 

harga Sembilan bahan pokok untuk setiap harinya 

Untuk informasi harga sembilan bahan pokok 

bagi masyarakat pelaporannya dilaksanakan 

setiap hari oleh Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Jambi. Bagian 

Perekonomian dan SDA Setda Kota Jambi 

selaku Sekretariat TPID Juga sudah 

mengupayakan menyebarkan informasi 

terkait harga sembilan bahan pokok melalui 

papan media, namun terkendala dengan 

maintenance. 

Kedepan kami akan minta bantuan dari 

Diskominfo Kota Jambi untuk penyampaian 

informasi Harga sembilan Bahan Pokok 

melalui videotron Kota Jambi. 

7. BAGIAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT SETDA 

KOTA JAMBI 

 Bagian Kesejahteraan Rakyat harus merevisi aturan terkait 

persyaratan untuk memudahkan penerima bantuan tempat ibadah 

dan lainnya 

Persyaratan Pencairan hibah sudah mengacu 

pada  Perwal No. 7 Tahun 2021 

Sesuai dengan Administrasi Pencairan Hibah 

yang telah ditetapkan 

 Jumlah penerima maupun besar honor petugas syara’ 

ditingkatkan dari yang sekarang. 

Pengajuan Nota Dinas Kepada Kepala 

Daerah berkaitan dengan meningkatkan 

besaran honor Petugas Syara' 

1. Guru Ponpes 900 org X 200.000 X 12bln 

2. TPGK 74 org X 250.000 X 12bln 

3. GSM 120 org X 50.000 X 12bln 

Menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan 

Daerah 
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Tujuan/Masalah 

yang Diselesaikan 

4. Petugas Syara : 

i) Imam 80 org X 150.000 X 12bln 

ii) .Muadzin 80 org X 150.000 X 12bln 

iii) P. Jenazah 272 org X 150.000 X 12bln 

iv) P. Kubur 138 org X 150.000 X 12bln 

v) Khatib 45 org X 150.000 X 12bln 

 Melakukan pembinaan para kafilah secara terus menerus 1. Memperbanyak Training Center (TC) 

Terpadu untuk Kafilah MTQ 

2. Melaksanakan TC Berjalan secara berkala 

3. Pembinaan Kafilah MTQ secara 

berjenjang ke tempat/Sekolah untuk 

belajar sesuai dengan Cabang  dan 

Golongan Kafilah MTQ 

Mempertahankan Juara Umum Kafilah MTQ 

Kota Jambi 

 Mengusulkan kembali program santunan kematian bagi Kota 

Jambi 

1. Koordinasi dengan OPD terkait berkaitan 

dengan program santunan kematian 

2. Membuat Nota Dinas Kembali Kepada 

Kepala Daerah Usulan Tentang Santunan  

3. Membuat Nota Dinas Kembali  Kepada 

Kepala Daerah Usulan tentang Santunan 

Kematian 

Menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan 

dan Daerah dan Koordinasi Ke Dinas Sosial 

agar tidak terjadi benturan Anggaran 

8. BAGIAN TATA 

PEMERINTAHAN 

SETDA KOTA JAMBI 

DAN KECAMATAN 

SE-KOTA JAMBI 

a 

 

 

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Jambi bersama dengan 

camat untuk menetapkan tapal batas, baik batas dengan 

Kabupaten Muaro Jambi maupun batas dalam Kota Jambi yang 

dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Walikota Jambi. 

- Tapal batas antara Kota Jambi dan Kab. 
Muaro Jambi telah ditetapkan melalui 
Permendagri No. 88 Tahun 2017, namun 
belum dituangkan dalam bentuk Surat 
Keputusan Walikota Jambi. 

- Pelaksanaan kegiatan penetapan tapal 
batas dalam Kota Jambi telah 
dilaksanakan melalui kegiatan Bantuan 
Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) 
Provinsi Jambi Tahun 2024 serta telah 
dilakukan koordinasi dan sosialisasi 
kepada Ketua RT oleh Bagian Tata 
Pemerintahan Setda Kota Jambi Bersama 
Kecamatan se-Kota Jambi 

 

 

Tapal Batas Wilayah 

b 

 

Agar Pemerintah Kota Jambi segera melaksanakan Pemekaran 

RT di Wilayah Kota Jambi. 

Telah dilakukan survei awal untuk 
mengidentifikasi RT yang memiliki kepadatan 
atau sulit dijangkau dalam pelayanan 

Pemekaran RT. 
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Daerah 
Rekomendasi DPRD Tahun 2023 Tindak Lanjut 

Tujuan/Masalah 

yang Diselesaikan 

administratif sehingga diperlukan pemekaran 
RT, namun temuan di lapangan belum 
diperlukan pemekaran RT di Kota Jambi 

9 DINAS KEARSIPAN 

DAN 

PERPUSTAKAAN 

a. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Jambi harus membuat 

program untuk meningkatkan minat baca dan literasi siswa dan 

masyarakat Kota Jambi 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota 
Jambi telah melaksanakan kelas bahasa 
inggris, kelas calistung, kelas public speaking, 
kelas conversation, pelatihan pembuatan 
buket bunga, kegiatan Senam, Mewarnai, dan 
mendongeng (SEMENDO), kegiatan gemar 
membaca 30 Menit (GemBook30’), sosialisasi 
TPBIS, Roadshow literasi, kegiatan membaca 
nyaring (Read Aloud ) serta berbagai kegiatan 
lomba yang bertujuan meningkatkan minat 
baca masyarakat. 
 

Semua kegiatan bertujuan untuk 

meningkatkan minat baca dan meningkatkan 

literasi masyarakat Kota Jambi  

b. Menyelenggarakan pelatihan – pelatihan untuk para pustakawan 

dan arsiparis secara rutin untuk meningkatkan kualitas kinerja 

Dinas kearsipan dan perpustakaan Kota 

Jambi secara rutin melaksanakan Bimbingan 

teknis Tenaga pengelola perpustakaan 

sekolah, sosialisasi Peraturan Kepala 

Perpustakaan Nasional RI tentang Standar 

Nasional Perpustakaan (SNP) Perpustakaan 

sekolah dan sosialisasi Akreditasi 

Perpustakaan Sekolah. 

Arsiparis/pengelola arsip dan pembantu 

pengelola arsip perlu mendapatkan pelatihan 

penyelenggaraan kearsipan 

Kegiatan Bimbingan teknis dan sosialisasi 
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 
tenaga pengelolaan perpustakaan dalam 
mengelola perpustakaan juga meningkatkan 
pengetahuan tentang perlunya memenuhi 
Standar Nasional Perpustakaan (SNP). 
Kegiatan pelatihan penyelenggaraan 

kearsipan bertujuan untuk tercapainya sadar 

tertib arsip di Lingkungan Pemerintah Kota 

Jambi. 

c. Memperbanyak kegiatan perpustakaan keliling Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota 

Jambi sudah memiliki program rutin 

perpustakaan keliling ke sekolah, Lapas 

Kelas II a dan ke masyarakat. Untuk tahun 

2024 perpustakaan keliling dilaksanakan di 

326 titik 

 Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan 

informasi terutama untuk mereka yang belum 

berkesempatan untuk datang ke perpustakaan 

umum Kota Jambi 

d. Menciptakan inovasi digitalisasi di perpustakaan berbasis 

teknologi 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota 

Jambi telah menyediakan “Spot Baca” yaitu 

titik atau area di mana masyarakat dapat 

mudah membaca berbagai macam buku 

digital koleksi DKP Kota Jambi. 

Keberadaannya juga di lokasi yang sangat 

 Pengadaan Spot Baca ini bertujuan untuk 

memberikan alternatif sumber informasi dan 

bacaan bagi masyarakat sehingga kegemaran 

membaca masyarakat Kota Jambi meningkat 
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strategis karena berada di tengah ruang 

publik yang banyak dikunjungi masyarakat 

10. DINAS PEMADAM 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

a. Melakukan Koordinasi dengan Perumda Tirta Mayang dalam hal 

Kelayakan (Lokasi dan Kondisi) serta akan ditambah Hidran 

Akan diperbaiki hidran yang kurang layak dan 
akan ditambah di beberapa titik di wilayah 
Kota Jambi 

Agar pelayanan pemadam menjadi cepat dan 

lancar 

Rekomendasi Pansus II (dua) DPRD Kota Jambi 

1. BADAN 

PENGELOLA 

PAJAK DAN 

RETRIBUSI 

DAERAH KOTA 

JAMBI 

a. Disegerakan penagihan terhadap piutang-piutang pajak dan 
retribusi daerah untuk PAD Kota Jambi 
 

BPPRD telah berupaya maksimal penagihan 

dengan melakukan optimalisasi pajak daerah. 

Memaksimalkan Peningkatan Penerimaan 
Pajak Daerah 
 

b. BPPRD Kota Jambi dan BPKAD Kota Jambi harus bersinergi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  

BPPRD dan BPKAD telah melakukan sinergi 

dan berkoordinasi dengan provinsi terkait 

database dan pengelolaan Opsen PKB dan 

Opsen BBNKB 

Memaksimalkan Peningkatan Penerimaan 
Pajak Daerah 
 

2. BADAN 

PENGELOLA 

KEUANGAN & ASET 

DAERAH KOTA 

JAMBI 

a. Pemerintah Kota Jambi Harus Menyiapkan Database Kendaraan 

Bermotor Roda dua dan Roda Empat dengan Nomor Kendaraan 

Kota Jambi guna Mengetahui potensi pajak kendaraan bermotor 

BPKAD Kota Jambi telah mempunyai 

database Kendaraan Dinas Pemerintah Kota 

Jambi yang berjumlah 2.347 kendaraan Dinas 

yang terdiri dari 1512 Kendaraan Roda 2 , 118 

Kendaraan Roda 3, 637 Kendaraan Roda 4, 

79 Kendaraan Roda 6 dan 1 Kendaraan Roda 

10. untuk pelaksanaan database Kendaraan 

Bermotor Roda dua dan Roda Empat dengan 

Nomor Kendaraan Kota Jambi dilakukan oleh 

BPPRD Kota Jambi 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (HKPD) Pemerintah Daerah berhak 

memungut Opsen pajak kendaraan bermotor 

maka dari itu dengan selesainya Database 

Kendaraan Bermotor Roda dua dan Roda 

Empat dengan Nomor Kendaraan Kota Jambi 

dapat mengetahui potensi pajak opsen 

kendaraan Bermotor untuk meningkatkan 

pendapatan ke Rekening Kas Daerah Kota 

Jambi 

b. Piutang pajak segera ditagih sehingga dapat menghasilkan 

pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Jambi 

Sesuai dengan LKPD Tahun 2023 BPKAD 

Kota Jambi telah mencatat Total Piutang pajak 

sebesar Rp. 118.078.167.263,76. total 

piutang pajak ini berdasarkan pendataan dari 

BPPRD Kota Jambi , Pelaksanaan Penagihan 

Piutang Pajak dilakukan oleh BPPRD Kota 

Jambi 

Dengan adanya anggaran yang tersedia maka 

kegiatan pengamanan barang milik daerah 

dapat berjalan dengan optimal, cepat dan 

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Jenis dan bentuk pengamanannya 

pun berbeda di setiap tingkatan, yaitu tingkat 

Pengguna Barang dan tingkat Pengelola 

Barang 
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3. DINAS PERTANIAN 

DAN KETAHANAN 

PANGAN KOTA 

JAMBI 

a. Optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Mengupayakan pengembangan penanaman 

melon intanon di UPTD BBH 

Pembuatan sumur Bor dan pembuatan kolam 

terpal 

Pemanfaatan teknologi smart farming 

Untuk mengatasi kekurangan air dan 

kebocoran kolam 

b. Balai Benih Ikan (BBI) ditutup dan dipindahkan jika tidak bisa 

diberdayakan 

- Banyaknya kolam yang bocor 

membutuhkan pendanaan yang besar 

untuk memperbaiki kolam. Yang dilakukan 

tahun 2024 yaitu uji coba menggunakan 

pemasangan terpal pada kolam bocor 

namun tidak efektif karena kebocoran 

lebih besar sehingga ketika debit air 

sungai meningkat mengakibatkan kolam 

terpal terdorong oleh air sehingga terpal 

menggelembung naik keatas 

- Pada saat terjadi kekeringan debit air 

sangat kecil. Pada saat ini telah dilakukan 

dengan pembuatan sumur bor, tetapi debit 

air yang dihasilkan oleh sumur bor tidak 

mencukupi untuk pengisian kolam 

Tujuan :  

Mengatasi kebocoran dan kekurangan air 

c. Pengadaan Tenaga Ahli atau insinyur yang dapat memberikan 

terobosan dan inovasi terhadap perkembangan pembibitan baik 

ikan dan hortikultura yang ada di Kota Jambi 

Belum ada pengadaan untuk penyediaan 

tenaga ahli dan juga untuk tenaga ahli yang 

lulusan S1 tidak diperkenankan di UPTD 

 

4. DINAS 

PERDAGANGAN 

DAN 

PERINDUSTRIAN 

KOTA JAMBI 

a. Pemerintah Kota Jambi agar melakukan pembinaan dan 

pengawasan atas pendistribusian Gas LPG 3 Kg sebagaimana 

Surat Edaran terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Jambi melakukan koordinasi ke PT. 

Pertamina Patra niaga, seluruh agen Se-

Kota Jambi, kecamatan dan Kelurahan untuk 

dapat membantu melakukan pembinaan dan 

pengawasan pendistribusian LPG 3Kg 

bersubsidi sehingga masalah yang timbul 

dapat diselesaikan secara cepat 

Pendistribusian lebih teratur dan terjadwal 

b. Segera dilakukan pendataan masyarakat miskin yang belum 

memiliki kartu pelanggan dan didaftarkan ke sistem Merchant 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Jambi telah melakukan koordinasi ke PT. 

Pertamina Patra Niaga dan Seluruh agen Se-

Kota Jambi untuk mendaftarkan masyarakat 

yang sudah terdata pada program kartu 

pelanggan Lpg 3 kg Bersubsidi dan Merchant 

Untuk meminimalisir terjadinya kebocoran 

penerimaan retribusi 
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Apps sebagai salah satu syarat pengambilan 

gas LPG 3Kg 

c. Segera ditertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) diluar Pasar Talang 

Banjar agar tidak berjualan dipinggir jalan 

1. Koordinasi Dengan Pihak Pol PP dan 

pihak Kecamatan untuk memberikan 

himbauan kepada pedagang kaki lima 

untuk menempatkan fasilitas Pasar talang 

banjar 

2. Pemantauan rutin mencegah pedagang 

kaki lima Kembali 

1. Meningkatkan keselamatan kenyamanan 

masyarakat  

2. Mengurangi kemacetan dan kekacauan lalu 

lintas 

3. Mempertahankan kebersihan dan 

keindahan lingkungan 

4. Agar pedagang kaki lima berjualan di 

fasilitas pasar tradisional talang banjar 

 Penertiban pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan 

dipinggir jalan 

1. Koordinasi dengan instansi Pol PP, 

Tentukan lokasi dan waktu penertiban 

bersama pol pp 

2. Siapkan peralatan  (Mobil operasional ) 

3. Penyampaian peringatan kepada 

pedagang kaki lima tentang bahaya 

berjualan di pinggir jalan 

4. Evaluasi hasil penertiban dan identifikasi 

masalah 

5. Penyuluhan tentang penting nya 

menertibkan pedagang kaki lima 

1. Meningkatkan pendapatan 

2. Pedagang kaki lima melalui 

3. Penjualan di lokasi Mengembangkan usaha 

kecil dan menengah (UKM) Meningkatkan 

perekonomian lokal 

4. Mengurangi persaingan tidak sehat 

  Menentukan lokasi pasar tradisional yang 

akan menjadi studi kelayakan pasar 

tradisional Membuat nota dinas dan 

melakukan studi kelayakan pasar tradisional 

pada provinsi atau daerah yang 

Menilai potensi dan kemampuan pasar 

memenuhi masyarakat Mengidentifikasi 

peluang dan tantangan pengembangan pasar 

Menganalisis potensi pendapatan dan biaya 

operasional 

b. Melakukan efisiensi anggaran belanja operasional BUMD   

5. DINAS 

PARIWISATA DAN 

KEBUDAYAAN 

KOTA JAMBI 

a. Membuat Masterplan dan mengembangkan Destinasi Wisata 3 

(Tiga) Danau di Kota Jambi 

Bersama Stakeholder terkait menyusun 

Naskah Akademik Masterplan Destinasi 

Wisata Tiga Danau di Kota Jambi 

Tersedianya Masterplan Destinasi Wisata 3 
(Tiga) Danau di Kota Jambi 

b. Menggali Potensi Pariwisata Kebudayaan Lainnya untuk Kota 

Jambi 

Mengembangkan Objek Kampung wisata di 

kecamatan dan Penelusuran/Pendataan 

Objek Benda Cagar Budaya Kota Jambi 

Meningkatkan Daya Tarik dan Objek Wisata 
di Kota Jambi 
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6. DINAS TENAGA 

KERJA, KOPERASI 

& UKM KOTA JAMBI 

a. Untuk meningkatkan perekonomian Kota Jambi, diminta untuk 

seluruh UMKM untuk terdaftar di dalam e-catalog karena sampai 

dengan saat ini baru 66 UMKM yang terdaftar 

Penyusunan laporan keuangan (RFK) untuk 

Dalam mendorong dan meningkatkan 

peningkatan khususnya di sektor ekonomi 

kerakyatan, DTKK UKM masih melakukan 

fasilitasi pendampingan UMKM untuk masuk 

ke dalam E - Catalog Kota Jambi, serta 

mewajibkan seluruh Kelompok UMKM binaan 

agar produknya. 

 

b. Meningkatkan peranan Koperasi di Kota Jambi, sehingga tidak 

hanya melayani tentang simpan pinjam tetapi juga Koperasi 

melayani jual beli yang dapat menyediakan kebutuhan 

masyarakat Kota Jambi. 

terdaftar di E katalog Dinas tenaga kerja 

koperasi dan UKM telah melaksanakan 

pembinaan dan pendampingan ke koperasi – 

koperasi binaan untuk memperluas usahanya 

selain usaha simpan pinjam. Diharapkan 

koperasi - koperasi tersebut bisa terdaftar di 

platform digital agar bisa aktif dalam kegiatan 

pengadaan barang dan jasa 

 

7. DINAS 

PERHUBUNGAN 

KOTA JAMBI 

a. Kota Jambi memaksimalkan terhadap penggunaan operasional 

terminal untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Jambi khususnya Terminal Rawasari 

Dinas Perhubungan telah memberikan subsidi 

ke angkutan kota untuk meningkatkan 

operasional bagi pengemudi Angkutan Kota 

sehingga dapat beroperasi sesuai jadwal dan 

kebutuhan masyarakat 

Mengoptimalisasikan pengoperasian angkutan 

kota sesuai jadwal dan kebutuhan masyarakat 

serta melayani sesuai dengan trayek yang 

telah ditetapkan 

b. Terobosan dari kinerja Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk 

menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi 

Dinas Perhubungan Kota Jambi telah 

menyiapkan dan melakukan pembayaran 

wajib retribusi khususnya Retribusi Parkir 

melalui Pembayaran Non Tunai (Qris), 

sehingga dapat meningkatkan PAD dan 

mengurangi pungutan liar sektor Parkir 

Saat ini Dinas Perhubungan telah melakukan 

MoU (Perjanjian Kerjasama) dengan Pihak 

Bank 9 Jambi terkait pembayaran Parkir 

melalui Non Tunai (Qris) 

Rekomendasi Pansus III (tiga) DPRD Kota Jambi 

1. DINAS 

PERHUBUNGAN 

KOTA JAMBI 

a. Dinas Perhubungan Kota Jambi agar Penyelenggaraan Angkutan 
Umum di Kota Jambi untuk dapat diremajakan lagi agar dapat 
ditunjang dengan bantuan subsidi angkutan umum 
 

Dinas Perhubungan Kota Jambi telah 
menganggarkan dan dilakukan pemberian 
bantuan subsidi angkutan umum. 
 

Telah dianggarkan dan dilakukan pemberian 

subsidi angkutan umum. 



III - 136 

No 
Perangkat 

Daerah 
Rekomendasi DPRD Tahun 2023 Tindak Lanjut 

Tujuan/Masalah 

yang Diselesaikan 

b. Untuk peningkatan retribusi parkir agar dapat membuka peluang 
pembangunan gedung parkir 
 

Adanya rencana pembangunan gedung parkir 
dan telah dilakukan koordinasi dengan 
BPKAD dan DPUPR untuk pemanfaatan Aset 
Pemerintah Kota Jambi sebagai gedung atau 
tempat parkir 

Dinas Perhubungan telah melakukan 

koordinasi terkait pemanfaatan Aset 

Pemerintah Kota Jambi dengan BPKAD dan 

DPUPR. 

c. Untuk segera berkoordinasi dengan PLN terkait keberadaan tiang 

listrik yang masih ada di badan jalan karena mengganggu aktivitas 

lalu lintas kendaraan 

Dinas Perhubungan Telah berkoordinasi 

dengan PLN terkait keberadaan tiang listrik. 

PLN telah melakukan pemindahan sesuai 

dengan ketentuan dan tidak lagi menghambat 

kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan 

2. DINAS 

LINGKUNGAN 

HIDUP KOTA JAMBI 

a. Dengan meningkatnya volume sampah yang ada di Kota Jambi 

sementara armada angkutan sampah saat ini sudah tidak layak 

lagi. Oleh Karena itu Pansus III meminta pemerintah Kota Jambi 

untuk menambah armada angkutan sampah seperti kendaraan 

roda empat, Gerobak Motor, dan Container sampah. 

Pada tahun 2024 DLH telah mendapatkan 

anggaran tambahan untuk menyewa mobil 

armada pengangkut sampah sebanyak 8 unit 

mobil dump truck dan mendapatkan dana 

Fiskal untuk pembelian kontainer sampah 

sebanyak 10 unit. 

Penanganan sampah.. 

b. Perlu disediakan lokasi untuk pembuangan sampah di wilayah 

atau zonasi sebagai tempat pengolahan sampah terpilah yang 

berupa Pusat Daur Ulang (PDU) atau Tempat Pengelolahan 

Sampah Terpadu (TPST).. 

DLH akan melakukan koordinasi dengan 

Bappeda dan Bagian Tata Kelola 

Pemerintahan untuk melakukan pembelian 

lahan PDU/TPST 

Penanganan sampah. 

c. Peningkatan taman-taman tematik dan membangun taman-

taman baru di Kota Jambi 

DLH akan melakukan perbaikan taman-taman 

yang ada untuk dijadikan taman tematik dan 

membangun taman-taman yang baru bila 

lahan dan anggaran tersedia. 

Penambahan RTH 

d. Pengelolahan sampah yang ada di Kecamatan agar dapat 

dievaluasi mengingat banyaknya permasalahan yang saat ini 

viral di media. 

Pengelolahan sampah yang ada di 

Kecamatan direncanakan akan dikembalikan 

kembali ke DLH 

Pengelolaan Sampah. 

3. DINAS 

PERUMAHAN 

RAKYAT DAN 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

KOTA JAMBI 

a. Dinas DPRKP agar Setiap TPU di Kota Jambi dapat diberikan 
lampu penerangan dan tenda Pemakaman Kota Jambi 
 

Ada beberapa TPU yang telah terpasang 1. Agar mempermudah masyarakat dalam 

proses pemakaman 

2. Masih kurangnya Pengajuan Masyarakat 

Untuk PJU di Pemakaman 

3. Jauhnya Jaringan Listrik / Sumber arus 

Listrik 

4. Masih Kurangnya Ketersedian tiang dan 

Lampu Penerangan yang akan dipasang 

pada Pemakaman Umum 
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b. Dinas DPRKP agar Pada Tahun Anggaran 2025 agar menambah 

volume pemasangan LPJU karena masih banyak lampu jalan 

yang belum terpasang 

Memfasilitasi Pemasangan (Pokir) dan 

Pemeliharaan Lampu Jalan 

Masih kurangnya Penganggaran Lampu Jalan 

Umum Pada Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kota Jambi 

c. Dinas DPRKP agar Kepada pihak pengembang perumahan 

sebelum melaksanakan pembangunan diwajibkan untuk 

menyediakan KWH meter lampu jalan 

Dalam Proses Serah Terima Fasum 

Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman sudah mengarahkan 

Pengembang untuk memasang Sarana LPJU 

sebelum diterima oleh Pemerintah Kota Jambi 

Agar kedepannya seluruh Perumahan dapat 

Fasilitas LPJU 

d.  Dinas DPRKP agar Meningkatkan pengawasan terhadap progres 

pembangunan pasum dan pasos 

perumahan sesuai ketentuan berlaku 

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman telah melakukan proses 

Verifikasi terhadap 16 Perumahan dan 

melakukan serah terima PSU Perumahan 

pada Tahun Anggaran 2024  

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman telah menginventarisasi 

Perumahan yang belum menyerahkan 

Fasum Fasos kepada Pemerintah Kota 

Jambi  

Aset Fasum Perumahan tercatat sebagai aset 

Pemerintah Kota 

4.. DINAS PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 

KOTA JAMBI 

a. Sehubungan pengelolaan AMP Di PT. Siginjai Sakti tidak efektif, 

agar dikembalikan ke Dinas PUPR Kota jambi dan 

mempersiapkan tenaga-tenaga teknis profesional dalam 

pengelolaannya 

Pengelolaan AMP dikembalikan ke Dinas 

PUPR Kota Jambi dengan mempersiapkan 

tenaga teknis yang kompeten. 

Mengoptimalkan pengelolaan AMP untuk 

memastikan kualitas aspal yang digunakan 

dalam pembangunan infrastruktur Kota Jambi. 

b. Untuk daerah rawan banjir / air tergenang pihak PUPR agar 

dapat merehabilitasi drainase yang ada 

Untuk tahun 2025 kegiatan rehabilitasi tanggul 

dianggarkan sebesar 7,7 m tersebar di 16 

lokasi. 

Masalah yg diselesaikan yaitu, 

pelebaran saluran, pembongkaran Box Culvert 

yang Terjadi penyempitan, dan perbaikan 

Drainase yang rusak. 

c. Dalam hal percepatan pembangunan IPAL di Kecamatan 

Jambi Timur, Kepada Dinas PUPR segera berkoordinasi dengan 

pihak- pihak terkait 

- Dinas PUPR berkoordinasi dengan BPPW 

Jambi, PT Waskita Karya, dan konsultan 

SMEC International untuk percepatan 

pembangunan IPAL 

- Stabilisasi tanah dengan beton lantai kerja 

dilakukan untuk memperbaiki kondisi 

tanah. Alternatif lainnya adalah 

membangun unit wet pit beserta pompa 

dan aksesorisnya 

- Karya diminta untuk memprioritaskan 

proyek MSMIP (Multi- Stakeholder 

- Percepatan pembangunan IPAL untuk 

mengatasi masalah sanitasi dan 

permukiman kumuh 

- Mengatasi kesulitan teknis di lapangan, 

memungkinkan pembangunan jaringan 

perpipaan berjalan lancar meskipun kondisi 

tanah sulit 

- Mengoptimalkan manajemen proyek, 

memastikan proyek MSMIP berjalan sesuai 

Jadwal dan anggaran yang ditetapkan 
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Infrastructure Management Project dan 

mengatasi masalah manajerial dan 

keuangan untuk memastikan kelancaran 

proyek 

- Percepatan pembangunan jaringan 

Perpipaan dan koordinasi dengan 

stakeholder terkait untuk mengurangi 

dampak debu dan gangguan terhadap 

aktivitas warga Konsultan SMEC 

International diminta untuk mengawasi 

pekerjaan di lapangan dan 

memastikan pekerjaan sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan 

- Mengurangi dampak negatif lingkungan 

yang ditimbulkan oleh proyek 

pembangunan jaringan perpipaan, 

khususnya debu dan gangguan aktivitas 

warga. Memastikan kualitas pekerjaan di 

lapangan, memastikan bahwa pekerjaan 

dilaksanakan dengan standar yang telah 

ditetapkan sesuai rencana 

d. Perihal penggalian pada jalan kota yang dilakukan oleh pihak 

tertentu,agar dapat dibuat peraturan walikota tentang utilitas dan 

pengawasan penggalian jalan tersebut 

Dinas PUPR Menyusun Peraturan Walikota 

untuk mengatur pengawasan dan 

pengelolaan penggalian jalan yang dilakukan 

oleh pihak luar 

Mengatur dan mengawasi penggalian jalan 

untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan 

integritas infrastruktur jalan kota 

5. DINAS 

KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

KOTA JAMBI 

 Menambah Pembuatan Videotron untuk Sosialisasi Kegiatan 

Pemerintah dan Peningkatan PAD Kota Jambi 

Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 

2024 Menambah Pembuatan Videotron di 

area Kedatangan Bandara Sultan Thaha 

Dengan adanya Videotron ini dimaksudkan 

sebagai sarana promosi potensi Daerah 

khususnya Kepariwisataan. Dan hal ini juga 

memberikan ruang kepada dunia usaha 

memasang iklan/ promosi yang akan 

dikenakan biaya sewa, tentunya ini menjadi 

sumber PAD Kota Jambi 

 Melakukan 

Pengecekan 

atas kelayakan Tower dan Tiang Tv kabel yang ada di Kota Jambi 

Dinas Komunikasi 

dan Informatika 

melakukan pengecekan atas kelayakan tower 

dan Tv kabel berkoordinasi dengan perangkat 

Daerah lainnya (Dinas PUPR, DPMPTSP, 

Dinas Perkim, dan Dinas Lingkungan Hidup) 

Selain koordinasi 

dengan Perangkat 

Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika 

juga bekerja sama dengan Organisasi pelaku 

Usaha seperti APJII dan APJATEL 
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Rekomendasi Pansus IV (satu) DPRD Kota Jambi 

1. DINAS KESEHATAN 

KOTA JAMBI 

a. Dinas Kesehatan Kota Jambi harus meningkatkan pelayanan dan 

rujukan terpadu untuk Jambi Bugar bersama Dinas Sosial Kota 

Jambi. 

Telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk 

pelaksanaan JKN Kota Jambi 

Cakupan, kepesertaan JKN pelayanan 

pendaftaran peserta 

b. Dinas Kesehatan Kota Jambi harus meningkatkan pembinaan 
dan pengawasan 
terhadap puskesmas di Kota Jambi. 

Pembinaan dan pengawasan telah 

dilaksanakan secara rutin 

Peningkatan mutu pelayanan dan indeks 

Kepuasan Masyarakat 

c. Dinas Kesehatan Kota Jambi Menambah anggaran untuk honor 
kader dan bantuan 
fasilitas Posyandu. 

Honor kader telah dialokasikan pada 

anggaran DPMPPA.  

- 

2 RSUD. H. ABDUL 

MANAP KOTA 

JAMBI 

a. RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi harus berupaya meningkatkan 

kinerja dan pengelolaan keuangan sebagai BLUD yang mandiri 

dan profesional 

Telah dilaksanakan upaya untuk 

meningkatkan kinerja BLUD RSUD H. Abdul 

Manap Kota Jambi , yaitu : 

1. Meningkatkan Efisiensi penggunaan 

sumber daya dengan mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya manusia, 

teknologi, dan fasilitas, mengurangi biaya 

operasional dan meningkatkan 

produktivitas.  

2. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui 

peningkatan kemampuan dan kompetensi 

staf medis dan non-medis serta 

mengembangkan sistem pelayanan yang 

efektif dan efisien. 

3. Meningkatkan pengelolaan keuangan 

dengan mengembangkan sistem 

pengelolaan keuangan yang efektif dan 

transparan, mengoptimalkan penggunaan 

anggaran dan telah dilakukan penyusunan 

draft aturan pengelolaan keuangan 

4. Meningkatkan kerja sama dengan pihak 

lain dengan mengembangkan kerja sama 

dengan instansi kesehatan lain. 

5. Meningkatkan Penggunaan Teknologi 

Informasi dengan Meningkatkan 

Cakupan Upaya yang telah dilakukan : 

1. Mengoptimalkan jadwal kerja staf untuk 

mengurangi kelebihan jam kerja dan 

meningkatkan produktivitas dan 

Mengembangkan program pelatihan dan 

pengembangan staf untuk meningkatkan 

kemampuan dan kompetensi 

2. Mengembangkan program pelatihan dan 

pengembangan staf medis dan non-medis, 

Mengembangkan sistem antrian online, 

Mengembangkan sistem pengaduan dan 

penanganan keluhan yang efektif dan 

efisien, Mengadakan survei kepuasan 

pasien dan Masyarakat.  

3. Adanya Draft Hukum aturan pengelolaan 

keuangan 

4. Terjalinnya Kerjasama RSUD H. Abdul 

Manap Kota Jambi dengan Rumah Sakit 

Daerah maupun Rumah sakit Swasta yang 

ada di provinsi Jambi 

5. Adanya sistem antrian online pasien dan 

pembayaran dengan QRIS serta promosi 

melalui media sosial. 

6. Staf medis dan non medis yang telah 

melaksanakan pelatihan dan 
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penggunaan teknologi informasi dalam 

pengelolaan RSUD. 

6. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia dengan Meningkatkan 

kemampuan dan kompetensi staf 

 

pengembangan untuk meningkatkan 

kemampuan dan kompetensi. 

 

b. Pemerintah Kota Jambi harus membantu RSUD. H. Abdul 

Manap untuk mencarikan solusi keberadaan trafo PLN 

guna menjamin pasokan listrik untuk Rumah Sakit. 

Telah dilaksanakan Prosedur 

permintaan anggaran APBD untuk 

Pengadaan Trafo Listrik TA 2024 

Telah tersedianya Trafo Listrik untuk 

Kegiatan Operasional RSUD H. Abdul 

Manap Kota Jambi.TA 2024 

c. Manajemen RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi harus 
meningkatkan pelayanan 
untuk mengatasi keluhan masyarakat selama ini, terutama 

ketersediaan obat dan peralatan kesehatan 

Telah dilaksanakan prosedur permintaan 

anggaran obat dan alat Kesehatan 

melalui sumber dana APBD 

Terpenuhinya kebutuhan anggaran obat 

untuk kebutuhan pelayanan Kesehatan 

dan tersedianya peralatan Kesehatan 

sesuai dengan kebutuhan 

 RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi agar segera 
membayar jasa pelayanan dan 
kewajiban lainnya yang berkaitan dengan karyawan 

Telah dilaksanakan pembayaran Utang 

Jasa Pelayanan tahun 2022 dan Utang 

Jasa Pelayanan tahun 2023 secara 

bertahap sesuai dengan pendapatan 

BLUD yang masuk. 

Telah selesainya Utang Jasa Pelayanan 

Tahun 2022 dan utang Jasa Pelayanan 

Tahun 2023 

 Melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit lain di 
Kabupaten/Kota dalam Provinsi 
Jambi untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit. 

Telak dilaksanakan perikatan MOU 

Rujukan parsial ke Rumah Sakit- rumah 

sakit yang ada di provinsi Jambi 

Rumah Sakit yang bekerja sama: 

1. RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi 

2. RS. Royal Prima Jambi 

3. RS Rafa Theresia 

4. RS. Kambang  

5. RSUD H. Daud Arief 

6. RS. Bhayangkara 

7. RS. ST Theresia 

8. RSUD Sei Bahar 

9. RSUD Abdurrahman Sayuti 

10. RS. Mitra 

11. RS. Baiturrahim 
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f. Pemerintah Kota Jambi melengkapi dokter spesialis yang 

dibutuhkan beserta tunjangannya. 

- Perekrutan Tenaga dokter spesialis 

tamu 

-  Telah memasukkan Rencana 

Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan ke dalam aplikasi, 

kebutuhan dokter spesialis di RSUD 

H.Abdul Manap yaitu : Spesialis 

Orthopedi, Spesialis Radiologi, 

Spesialis Urologi, Spesialis THT, 

Spesialis Bedah Saraf, Spesialis 

Bedah Digestif, dan Spesialis 

Jantung. 

Kekurangan dokter spesialis di RSUD H. 

Abdul Manap akan segera terpenuhi 

kedepannya.  

3. RSUD. H. 

ABDURRAHMAN 

SAYOETI KOTA 

JAMBI 

a. RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi harus berupaya 
melengkapi dokter 
spesialis dan paramedis lainnya yang dibutuhkan beserta 

tunjangannya 

RSUD H. Abdurrahman Sayoeti 

menganggarkan pemenuhan tenaga dokter 

spesialis 

Tersedianya Dokter spesialis dasar 1 orang 

dan penunjang 1 orang.  

 

b. Manajemen RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi harus 

meningkatkan sistem perencanaan sehingga tidak terjadi 

perbedaan harga yang berakibat silpa 

- Telah dilakukan rapat koordinasi dengan 

seluruh bagian untuk melakukan 

perbaikan terkait usulan perencanaan 

dengan 3 pembanding. 

- Telah dilakukan pertemuan PPTK untuk 

penyesuaikan belanja dengan anggaran 

kas 

 

- Usulan perencanaan akan dilaksanakan 

sesuai ketentuan 

- PPTK dan Tim akan melaksanakan 

belanja sesuai anggaran kas 

 

c. Manajemen H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi harus berupaya 
melengkapi 
sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan 

RSUD H. Abdurrahman Sayoeti 

menganggarkan pemenuhan sarana, 

prasarana dan alat kesehatan melalui APBD 

dan APBN 

Kelengkapan sarana dan prasarana telah 

dilakukan melalui anggaran APBD dan APBN 

secara bertahap 

4. DINAS PENDIDIKAN 

KOTA JAMBI 

a. Dengan sistem zona saat ini, Dinas Pendidikan Kota Jambi harus 

meningkatkan pemerataan kualitas pendidik dan sarana 

prasarana tiap satuan pendidikan 

Berupaya mengusulkan kebutuhan sarana 

prasarana pada satuan Pendidikan serta 

melaksanakan kegiatan peningkatan 

kualitas dan keterampilan pendidik 

Terpenuhinya pemerataan kualitas pendidik 

dan sarana prasarana tiap satuan Pendidikan. 

b. Dinas Pendidikan Kota Jambi harus memberikan penghargaan 

kepada peserta didik dan guru penggerak yang berprestasi di 

setiap tingkatan 

Menganggarkan pemberian hadiah dan 
apresiasi kepada peserta didik dan guru 
berprestasi 

Meningkatkan gairah dan semangat siswa dan 

guru dalam berprestasi 
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c. Dinas Pendidikan harus memperluas jangkauan untuk penerima 

Program Jambi Cerdas bagi siswa di sekolah swasta dan negeri 

Mengusulkan anggaran tambahan bagi 
peserta didik penerima bantuan melalui APBD 

Peserta didik tidak mampu mendapatkan 

bantuan biaya Pendidikan, akan menurunkan 

angka putus sekolah 

d. Pemerintah harus mencari Solusi untuk mengisi kekosongan guru 

tahfidz yang lulus PPPK di Instansi lain 

Mengusulkan anggaran pemenuhan guru 

tahfidz pada Bagian Kesra pada rekening 

belanja dibolehkan secara aturan. 

Terpenuhinya kebutuhan guru tahfidz pada 
satuan Pendidikan. 

5. DINAS 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA 

BERENCANA KOTA 

JAMBI 

a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Jambi meningkatkan Sosialisasi terhadap Akseptor KB 

Sudah dilakukan kegiatan sosialisasi untuk 

meningkatkan jumlah akseptor antara lain: 

1. Pemberian Informasi Perihal penyuluhan 
KB di Kecamatan melalui Mobil Unit 
Penerangan sebanyak 3 kali sebulan; 

2. Pemberian penyuluhan kepada sesama 
kader sebanyak 10 kali dalam setahun; 

3. Penyuluhan di Kampung KB sebanyak 8 
kali setahun; 

4. Melalui Sosial Media Informasi dan 
dokumentasi kegiatan pelayanan KB 
 

Untuk meningkatkan persentase jumlah 

akseptor pada Tahun 2023 sebesar 61,20% 

menjadi 70% pada Tahun 2024 

b. Pemerintah Kota Jambi harus menganggarkan alokasi dana 
untuk menutupi kekurangan Pendirian Klinik KB Pratama Angso 
Duo dalam rangka peningkatan pelayanan KB  
 

Sudah diajukan penambahan anggaran pada 
Tahun 2024 berupa Nota Dinas kepada Pj 
Walikota Jambi Perihal Permohonan 
Penambahan Anggaran pada APBDP Tahun 
Anggaran 2024  
 

Untuk kelengkapan sarana dan prasarana 
pada Klinik Pratama KB Angso Duo Dinas 
PPKB Kota Jambi 

c. Pemerintah Wajib Mendukung dana untuk akreditasi klinik KB 
dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan  
 

Sudah diajukan Nota Dinas kepada Pj 
Walikota Jambi Perihal Permohonan 
Penambahan Anggaran pada APBDP Tahun 
Anggaran 2024 dan diakomodir untuk sarana 
prasarana Klinik Pratama KB Angso Duo 
Dinas PPKB Kota Jambi 
 

Klinik Pratama KB Angso Duo Kota Jambi 
telah terakreditasi dengan predikat utama 
 

6. DINAS SOSIAL 

KOTA JAMBI 

1 Dinas Sosial harus meningkatkan pengawasan terhadap 

penerima bantuan PKH dan bantuan lainnya agar yang menerima 

tepat sasaran 

Telah dilaksanakan Pengawasan Terhadap 

Data Penerima Bantuan 

Penerima bantuan Sosial selalu dilakukan 

evaluasi dan koordinasi melalui RT maupun 

Kelurahan untuk menghindari ketidak tepat 

sasaran penerima Bantuan Sosial 

2 Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan membentuk DTKS terpadu 

untuk pelayanan masyarakat kurang mampu penerima bantuan 

Telah Dilakukan Kerjasama untuk sinkronisasi 
Pemadanan Data Terpadu Bersama Dinas 
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan serta BPJS 

Agar Data Masyarakat Kurang Mampu yang 

Menerima Bantuan Lebih Baik Telah Di 

lakukan Konsolidasi Antara OPD Terkait agar 

data bisa lebih Baik 
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sosial, penerima Program Jambi Cerdas dan pelayanan 

kesehatan masyarakat kurang mampu 

Jambi dan Sedang dilakukan Pembuatan 
Aplikasi Satu Data 
 

3 Dinas Sosial Menggalakan sistem graduasi dan program pelatihan 

untuk meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat 

penerima manfaat sehingga mengurangi ketergantungan bantuan 

sosial 

Telah dilakukan Graduasi PKH dan 

Pemberian Bantuan Sosial Berupa Barang  

Agar KPM PKH yang telah Tergradasi dapat 

lebih mandiri telah dilaksanakan Pemberian 

Bantuan Sosial Berupa Barang Untuk 

Peningkatan Kemampuan Ekonomi agar lebih 

baik dan sejahtera 

4 Untuk memberantas anak jalanan,Pengemis dan gelandangan 

perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Walikota Jambi terkait 

sanksi bagi pemberi dan penerima 

Masih dilakukan pengkajian terhadap 

peraturan tersebut 

Untuk Penerbitan Peraturan Tersebut Dinas 

Sosial Masih melakukan Kajian dan akan 

Mencari Daerah yang telah melaksanakan Hal 

tersebut untuk dilakukannya Studi Tiru 

7. DINAS PEMUDA 

DAN OLAHRAGA 

KOTA JAMBI 

a. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi membuat program untuk 

menghidupkan kegiatan olahraga di setiap Kelurahan 

Kegiatan dengan target setiap kelurahan 

masih dalam proses. Selanjutnya akan 

dilaksanakan koordinasi dengan masing-

masing kelurahan untuk penyediaan tempat 

pelaksanaan senam bersama. Untuk saat ini 

Dispora Kota Jambi telah menyediakan 

tempat senam bersama yang dapat diikuti 

masyarakat di 4 titik di Kota Jambi yaitu Tugu 

Keris, rumah dinas wali kota, Danau Sipin, dan 

Toko Mitra Bangunan. 

Tersedianya fasilitas olahraga yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat  

b. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi mengupayakan sarana 

prasarana olahraga untuk masyarakat disetiap kecamatan 

Pengadaan sarana prasarana olahraga untuk 

warga di setiap kecamatan akan dilakukan 

secara bertahap. Pada Tahun Anggaran 2025 

akan dilaksanakan pembangunan sarana 

prasarana olahraga untuk 3 kecamatan yaitu 

Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Kota 

Baru, dan Kecamatan Paal Merah 

Tersedianya sarana prasarana olahraga untuk 

warga di setiap Kecamatan 

c. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi harus meningkatkan 

pembinaan para atlet dalam rangka meningkatkan prestasi atlet 

Pemberian dana hibah kepada KONI, KORMI, 

dan NPC telah menjadi agenda tahunan di 

Dispora Kota Jambi. Selanjutnya akan 

dilakukan koordinasi dengan Cabang 

Olahraga terkait untuk dapat lebih fokus dalam 

mencapai target meningkatkan prestasi atlet.  

Meningkatnya Prestasi Atlet Kota Jambi 

Sumber: OPD terkait, 2024. 
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BAB IV 
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN 

TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN SERTA 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

 

4.1.  Tugas Pembantuan 

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah 

Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah 

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah provinsi. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan 

bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi 

dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah. 

Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan 

yang diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat 

didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan 

kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. 

Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian 

permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan 

pembangunan daerah. 

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, Pemerintah 

Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman 

pelaksanaannya dari masing–masing Kementerian/Lembaga/Departemen/Direktorat 

Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan. 

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Jambi tidak mendapatkan dana Tugas 

Pembantuan baik dari APBD Provinsi Jambi maupun dari APBN sehingga laporan untuk 

tugas pembantuan adalah nihil atau tidak ada. 

 
4.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable 

Development Goals (SDGs) telah dirumuskan pada tingkat global melibatkan para 

pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015. Agenda tersebut 
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mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk termasuk 

penghapusan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan.Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global 

dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 (lima) prinsip dasar yaitu People, Planet, 

Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan 

yang selaras. Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 

Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan 

secara terintegrasi. Sebagai penguatan regulasi tersebut pemerintah telah menetapkan 

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemerintah Kota Jambi juga 

ikut berperan aktif dalam menyusun Langkah-langkah dan strategis  untuk capaian 

SDGs Kota jambi 2030,  capaian SDGs tersebut meliputi 17 tujuan yaitu: 

 
Tujuan 1.  Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun 

 
Tabel 4.1 

Tingkat Kemiskinan Kota Jambi dan Indonesia Tahun 2024 

No INDIKATOR  
2023 2024 

Indonesia Kota Jambi Indonesia Kota Jambi 

1. 
Tingkat Kemiskinan 
Extrem 

1,12% 1,34% 0,83% 1,34% 

2. 
Persentase Penduduk 
Miskin 

9,36% 8,24% 8,57% 7,73% 

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024 
 

Kemiskinan di Kota Jambi pada tahun 2024 masih menggunakan angka analisis 

dari tahun sebelumnya. Dengan tingkat kemiskinan ekstrem 1,34% tentunya menjadi 

permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan 

kedepan. Demikian jika dibandingkan dengan Tingkat kemiskinan Indonesia Tahun 2024 

tingkat kemiskinan berada pada 0,83%, hal ini menggambarkan Tingkat kemiskinan 

ekstrim kota jambi menunjukkan angka yang cukup tinggi, dengan nilai selisih 0,51% 

lebih tinggi dari Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia.  

 
Tabel 4.2 

Data Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2019-2024 

No Indikator 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Penduduk Miskin (Ribu) 48,95 50,44 54,23 50,4 50,9 47,25 

2 
Tingkat Kemiskinan (%) 
(PO) 

8,12 8,27 9,02 8,33 8,24 7,73% 

3 
Garis Kemiskinan 
(Rp/bulan/kapita) 

488.034 529.090 563.403 605.556 667.447 757.014 
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No Indikator 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4 
Kedalaman Kemiskinan 
(P1) 

1,52 1,47 1,42 1,19 1,31 0,96 

5 Keparahan Kemiskinan 0,42 0,4 0,34 0,25 0,32 0,23 
Sumber : BPS Kota Jambi Tahun 2024, BPS Provinsi tahun 2024. 
 

Jumlah penduduk Kota Jambi pada tahun 2023 sebanyak 627.774 jiwa dan 

persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sebanyak 8,24%. Pada 

tahun 2024 persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan berkurang 

0,51% dengan angka 7,73% penduduk di Kota Jambi hidup dibawah garis kemiskinan. 

 

Tujuan 2.  Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan, Gizi Yang 

Baik Serta Meningkatkan Pertanian Yang Berkelanjutan 

Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi 

yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial 

dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada 

perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak. Bukti empiris menunjukkan 

bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit 

untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. 

Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit 

menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit 

pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukan bahwa betapa pentingnya 

memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak. Prevalensi stunting (pendek dan sangat 

pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita di Kota Jambi dari tahun 2018 hingga 

2024 angka terpantau menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2018 dengan nilai 26,20% 

dan mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan nilai 1,32%. 

Upaya dalam penurunan Stunting dengan beberapa strategi yaitu, melalui 

ditetapkannya proporsi luas lahan Pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebesar 89,82%. Diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan masyarakat Kota Jambi sehingga 

dapat mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik. 

 

Tujuan 3.  Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan 

Seluruh Penduduk Semua Usia  

Berdasarkan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2024 

Persentase Penduduk Kota Jambi yang memiliki jaminan Kesehatan di Daerah 

Perkotaan dan Perdesaan pada Tahun 2024 sebanyak 80,64%. Angka tersebut 
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menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Jambi sudah memiliki jaminan 

Kesehatan dalam bentuk BPJS Kesehatan. Upaya pemerintah Kota Jambi dalam 

jaminan kesehatan juga diwujudkan melalui Program Jambi Bugar dan Kartu Jambi 

Sehat untuk masyarakat menengah kebawah yang terintegrasi sebagai peserta BPJS 

Kesehatan. 

 
Tabel 4.3 

Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota  
dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Provinsi Jambi, 2024 

 

Kabupaten/Kota 
BPJS 

Kesehatan 
Jamkesda 

Asuransi 
Swasta 

Perusahaan/ 
Kantor 

Tidak 
Punya 

Kerinci 48,94 NA - 1,87 49,12 

Merangin 53,30 NA - NA 46,48 

Sarolangun 60,62 NA NA 0,99 37,94 

Batang Hari 81,29 NA - 1,91 16,83 

Muaro Jambi 45,56 NA NA 5,75 48,40 

Tanjung Jabung Timur 45,13 1,21 NA 1,44 52,36 

Tanjung Jabung Barat 46,16 NA - 3,82 49,92 

Tebo 48,03 - - NA 51,84 

Bungo 49,86 2,10 - 1,65 46,38 

Kota Jambi 80,64 NA 0,69 2,10 17,35 

Kota Sungai Penuh 74,28 - NA NA 24,34 

Provinsi Jambi 57,66 0,45 0,16 2,13 39,88 
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2024 

 

 
Gambar 4.1 

Grafik Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Jaminan Kesehatan  
di Kota Jambi Tahun 2024 

 
 
 

Tujuan 4.  Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta 

Meningkatkan Kesempatan Sepanjang Hayat Untuk Semua  

Pendidikan yang inklusif dan merata dengan pencapaian pembelajaran yang 

relevan dan efektif dapat dilihat pada persentase anak dan remaja yang berhasil 

menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia 

yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia 

kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang 

BPJS 
Kesehatan

80%

Jamkesda
0%

Asur…

Perusa…
Tidak Punya

17%
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dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal 

kelas, mereka lulus SD/sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang 

usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/sederajat adalah anak 

atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun). 

Pada tahun 2024 diketahui penduduk Kota Jambi berumur 7-24 tahun 100% 

sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SD, 100% sudah menyelesaikan Pendidikan 

tingkat SMP dan 100% sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA. Berdasarkan data 

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi Tahun 2024 persentase penduduk Kota 

Jambi usia 15 tahun ke atas mampu membaca dan menulis pada tahun 2024 sebesar 

100%.  

Upaya peningkatan kualitas guru yang berkualitas juga berpengaruh terhadap 

kemajuan bidang pendidikan yang dalam hal ini telah diatur baik di Tingkat pusat 

maupun daerah. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar 

nasional menurut jenjang Pendidikan di Kota Jambi tahun 2024 sebesar 98,50%.  

 
Tujuan 5.  Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan  

Komitmen negara terhadap upaya pencapaian kesetaraan gender dapat diukur 

dalam bentuk Peraturan PerUndang-Undangan pada bidang-bidang kebijakan publik, 

kekerasan terhadap perempuan, lapangan kerja dan ekonomi serta perkawinan dan 

keluarga. Tahun 2024 Kota Jambi sudah memiliki 3 peraturan yang mendorong, 

menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi 

berdasarkan jenis kelamin yaitu Perwal Kota Jambi Nomor 49 tahun 2018 tentang 

Pengarusutamaan Gender, Perda Nomor 2 Tahun 2023 Ketahanan Keluarga dan Surat 

Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 107 Tahun 2023 tentang kelompok kerja 

Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Jambi. 

Partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan 

untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik dan 

ekonomi juga merupakan pencapaian dalam kesetaraan gender. Kebijakan afirmatif di 

bidang politik berupa akomodasi keikutsertaan perempuan dengan ketentuan agar partai 

politik harus mengisi kuota keterwakilan calon perempuan minimal 30 persen dalam 

pemilihan legislatif. Ketentuan ini terangkum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

(PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 pasal 27 ayat (1) huruf b menyangkut kuota 30 persen 

keterwakilan calon legislatif (Caleg) perempuan di setiap Daerah Pemilihan (Dapil). 

Ketentuan 30 persen calon legislatif harus perempuan ini dimaksudkan untuk 

memberikan akses yang memadai bagi kaum perempuan agar dapat berpartisipasi 

dalam proses politik dan bernegara.  
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Berdasarkan Data dari Sekretariat DPRD Kota Jambi untuk masa bakti tahun 

2024-2029, jumlah perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Jambi sebanyak 7 orang. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen 

daerah sebesar 12,72%. 

  
Tabel 4.4 

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2024 

 

Partai Politik Laki-laki Perempuan Jumlah 

Partai Demokrat 1 2 3 

PDI-Perjuangan 4 1 5 

Partai Gerindra 7 - 6 

Partai Amanat Nasional (PAN) 4 1 5 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3 1 4 

Partai Golkar 7 1 8 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 - 2 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 - 4 

Partai Perindo 1 - 2 

Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 5 1 6 

Kota Jambi 38 7 45 
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2024. 
 

Perempuan di posisi kepemimpinan seperti pemerintah di tingkat eksekutif, 

legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. 

Jabatan manajer menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi: 

Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan 

Perundang-undangan, Manajer Administrasi dan Komersial, Manajer Produksi dan 

Pelayanan Khusus, dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya. 

Perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah di Kota Jambi sebesar 25% (8 orang). 

 

Tujuan 6.  Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi 

Untuk Semua  

Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Jambi, Persentase jumlah sambungan 

rumah air minum di Kota Jambi  pada tahun 2024 sebesar 82,84%. Apabila dibandingkan 

dengan target nasional (91,72%), realisasi persentase rumah tangga yang 

menggunakan air minum yang dikelola secara aman masih terdapat gap sebesar 8,88%. 

Selain itu, berdasarkan data Strategi Santisi Kota (SSK) Kota Jambi dapat diketahui 

bahwa Kota Jambi memiliki persentase cuci tangan dengan air dan sabun sebesar 

88,1% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat di kota 

Jambi mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Untuk itu masih 
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dibutuhkan perhatian khusus Upaya meningkatkan indikator lainnya (layanan sanitasi 

yang dikelola secara aman) di Kota Jambi melalui program pemerintah. 

 

Tujuan 7.  Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, Dan 

Modern Untuk Semua  

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah pelanggan rumah 

tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Data Rasio Elektrifikasi 

digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses 

listrik. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi pada tahun 2024 

persentase Rumah Tangga berdasarkan sumber penerangan Listrik PLN pada Kota 

Jambi sebesar 99,52%. Dari target sebesar 100%. Dengan demikian pada tahun 2030 

kota jambi mampu menjadikan 100% mendapatkan akses Listrik. 

 
Tabel 4.5 

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan  
Sumber Penerangan Utama Provinsi Jambi, 2024 

 

Kabupaten/ Kota 

Perkotaan + perdesaan 

Listrik PLN 
Listrik Non 

PLN/Bukan Listrik 
Jumlah 

Kerinci 96,49 3,51 100.00 

Merangin 98,98 1,02 100.00 

Sarolangun 98,06 1,94 100.00 

Batang Hari 99,49 0,51 100.00 

Muaro Jambi 97,99 2,01 100.00 

Tanjab Timur 99,32 NA 100.00 

Tanjab Barat 99,19 0,81 100.00 

Tebo 99,83 NA 100.00 

Bungo 99,35 NA 100.00 

Kota Jambi 99,52 NA 100.00 

Kota Sungai Penuh 100,00 - 100.00 

Provinsi Jambi 98,90 1,10 100.00 
        Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2024 
 

Indikator 7.1.2 (proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi 

dan bahan bakar yang bersih) adalah global yang perlu dikembangkan. Indikator ini 

didekati dengan proksi indikator nasional, yaitu 7.1.2(a) (jumlah sambungan jaringan gas 

untuk rumah tangga) dan 7.1.2(b) (rasio penggunaan gas rumah tangga).   

Jumlah sambungan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga merupakan 

indikator dalam program prioritas nasional yaitu pembangunan jaringan distribusi gas 

untuk rumah tangga yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, dan 

penyediaan energi bersih. Pengguna jaringan gas untuk memasak di Kota Jambi adalah 
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sebesar 599.541 jiwa, dengan persentase rumah tangga di Kota Jambi yang 

menggunakan Gas Kota/Biogas sebanyak 97,37%.  

 
Tabel 4.6 

Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan  
Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar/Energi Utama yang Digunakan untuk 

Memasak, Provinsi Jambi Tahun 2024 
 

No 
Kabupaten/ 

Kota 
Listrik 

Elpiji/Gas 
Kota/ 

Biogas 

Minyak 
Tanah/Briket/ 
Arang/ Kayu 

Bakar/Lainnya 

Tidak 
Memasak 

Jumlah 

1. Kerinci - 84,80 2,91 NA 100,00 

2. Merangin NA 85,73 1,40 - 100,00 

3. Sarolangun NA 96,24 NA - 100,00 

4. Batang Hari - 98,13 - - 100,00 

5. Muaro Jambi - 98,01 NA NA 100,00 

6. 
Tanjung Jabung 
Timur 

NA 97,70 NA NA 100,00 

7. 
Tanjung Jabung 
Barat 

NA 97,04 NA NA 100,00 

8. Tebo NA 94,85 NA NA 100,00 

9. Bungo NA 91,65 1,94 NA 100,00 

10. Kota Jambi NA 98,06 1,60 - 100,00 

11. Kota Sungai Penuh NA 83,43 12,02 NA 100,00 

 Provinsi Jambi 0,15 94,10 1,37 0,09 100,00 
 Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2024 
 
 
 

Tujuan 8.  Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan, 

Kesempatan Kerja Yang Produktif, Serta Pekerjaan Layak Untuk Semua 

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan 

angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk 

pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk 

Kota Jambi pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga 

konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk 

melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat 

tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.  

PDRB perkapita Kota Jambi baik ADHB mengalami fluktuasi di periode 2022-

2024. Dimana pada tahun 2022-2024 PDRB Perkapita ADHB mengalami peningkatan 

sebesar 0,01 miliar rupiah. Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat 

dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk.  
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Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri 

Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi 

Berdasarkan data LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Jambi tahun 2024, target rasio jalan status kota dalam kondisi mantap sebesar 90,00% 

atau sepanjang 459,429 km dari total panjang jalan Kota Jambi. Adapun realisasi tahun 

2024 rasio jalan status kota dalam kondisi mantap terealisasikan sebesar 90,28% atau 

sepanjang 460,855 km. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi mantap jalan di Kota Jambi 

tahun 2024 sudah memenuhi targetnya. Adapun perhitungannya dapat dilihat sebagai 

berikut. 

 

𝑘𝑜𝑛𝑑𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑝 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

=  
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑁 (𝑘𝑚) + 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑁 (𝑘𝑚)

𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑎 (𝑘𝑚)
 𝑥 100% 

𝑘𝑜𝑛𝑑𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑝 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 =  
447.210 𝑘𝑚 + 13.645 𝑘𝑚

510.452 𝑘𝑚
 𝑥 100% 

𝑘𝑜𝑛𝑑𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑝 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 =  90,28% 

 

Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara  

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat 

ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 

1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan Tingkat ketimpangan 

yang semakin tinggi. Rasio Gini Kota Jambi tahun 2024 mencapai, 0,37 angka tersebut 

sudah lebih rendah dari nilai rasio gini nasional sebesar 0,38. Gini Ratio kecil dari 0,4 

dikategorikan sebagai ketimpangan sedang. Kondisi ini membutuhkan perhatian yang 

lebih komprehensif dari Pemerintah Kota Jambi pada tahun-tahun mendatang guna 

memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif berkorelasi dengan pemerataan 

kesejahteraan dan penurunan ketimpangan. 

 

Tujuan 11. Menjadikan Kota Dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh, Dan 

Berkelanjutan  

Upaya yang dilakukan untuk membangun kota dan permukiman yang inklusif, 

aman, tangguh dan berkelanjutan salah satunya yaitu dengan meningkatkan kualitas 

perumahan publik dan menciptakan ruang terbuka hijau. Kota Jambi pada tahun 2024 

dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan 

terjangkau mencapai 95,94% berada di atas target nasional tahun 2024 yaitu 63,15%. 
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Ruang terbuka perkotaan adalah lahan terbangun yang bisa berupa ruang 

publik, jalan serta ruang di sekitar jalan di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan yang 

dimaksud adalah kawasan perkotaan fungsional yang berarti kawasan di mana kegiatan 

ekonomi utamanya adalah perdagangan dan jasa serta luas kawasannya tidak terbatas 

pada batas administratif. Untuk mengetahui ruang terbuka perkotaan di Kota Jambi 

menggunakan data hasil digitasi citra satelit. Adapun perhitungannya diantaranya: 

𝑅𝑇𝑃 =  
𝑅𝑇𝐻 + 𝑅𝑇𝑁𝐻 + 𝑅𝐽

𝐿𝑃
 𝑥 100 

𝑅𝑇𝑃 =  
2128,56 + 72,04

8189,51
 𝑥 100 

𝑅𝑇𝑃 = 26,87% 

Keterangan: 

RTP = Proporsi Ruang Terbuka Perkotaan 

RTH = Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha) 

RTNH = Luas Ruang Terbuka Non Hijau (Ha) 

RJ = Luas Ruang untuk Jalan (Ha) 

LP = Luas Lahan Terbangun di Perkotaan (Ha) 

 

Berdasarkan perhitungan diatas untuk mengetahui proporsi ruang terbuka 

perkotaan dihitung dengan menjumlahkan ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau 

dan ruang untuk jalan dalam hectare kemudian dibagi dengan luas lahan terbangun 

dalam satuan hectare. Luas RTH dan RTNH di Kota Jambi sebesar 2128,56ha, luas 

ruang untuk jalan 73,04 ha dan luas lahan terbangun di kota jambi sebesar 8189,51ha. 

 

Tujuan 12. Menjamin Pola Konsumsi Dan Produksi Yang Berkelanjutan 

Tujuan 12 dalam TPB/SDGs adalah memastikan pola konsumsi dan produksi 

yang berkelanjutan dengan mengurangi emisi limbah dan polutan, mengurangi sampah 

pangan dan produksi limbah. Berdasarkan data pada tahun 2023, komposisi sampah 

berdasarkan jenis sampah terbagi menjadi beberapa kategori seperti sisa makanan, 

kayu ranting, kertas karton, plastik, dan logam.  Komposisi sampah berdasarkan jenis 

sampah dominasi oleh sisa makanan (36,66%) dari seluruh komposisi sampah 

berdasarkan jenis sampah di Kota Jambi. Persentase sisa makanan adalah jumlah sisa 

makanan dibagi dengan total sampah dikali dengan 100 persen.  
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2023, dan http://sipsn.menlhk.go.id/ 

 
Gambar 4.2 

Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah, 2023 

 
Tujuan 13. Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan 

dampaknya                          

Selaras dengan Rencana/Strategi Nasional bahwa strategi penanggulangan 

bencana yang diadopsi dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah sejalan atau 

"selaras" dengan rencana atau strategi nasional. Ini menjamin konsistensi dan 

koordinasi antara tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam 

menghadapi risiko bencana. Pengukuran persentase dalam konteks ini akan 

menunjukkan bahwa pemerintah Kota Jambi dalam penanggulangan bencana telah 

mencapai angka 100% dapat dianggap sebagai indikator positif bahwa banyak 

pemerintah daerah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan pedoman dan 

perencanaan nasional untuk mengurangi dampak bencana. Dan saat ini pemerintah 

kota jambi sedang menyusun peraturan daerah terkait pembentukan perangkat daerah 

yang menangani penanggulan bencana.       

 
Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secata berkelanjutan sumber daya 

kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan                          

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Kota Jambi tidak memiliki Kawasan 

perairan laut dikarenakan terletak di Kawasan Perkotaan dan jauh dari kawasan 

konservasi perairan laut sehingga pada Tujuan 14 pada SDgs tidak menjadi prioritas 

untuk dilaksanakan kegiatan pada pemerintah kota jambi. 

 

 

 

 

http://sipsn.menlhk.go.id/
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Tujuan 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan 

ekosistem daratan 

Kota Jambi tidak memiliki Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan di luar 

Konservasi sehingga tidak menjadi prioritas pada kegiatan pemerintah untuk menyusun 

target dan capaian SDGs Kota Jambi. 

    

Tujuan 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan 

berkelanjutan                                                             

Tujuan 16 TPB/SDGs ini memiliki sasaran dalam memberikan akses keadilan 

bagi semua orang dan membangun Lembaga yang efektif, bertanggung jawab dan 

inklusif. Berdasarkan data RKPD Kota Jambi Nilai SAKIP instansi pemerintah dengan 

teralisasi 68,64% (B) pada tahun 2024 dan nilai SAKIP pada target nasional yaitu 

72,05%. Artinya nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan bahwa instansi pemerintah 

tersebut telah berhasil dalam mencapai tujuan-tujuannya dan mengelola sumber daya 

dengan efisien. Sebaliknya, nilai SAKIP yang rendah dapat menunjukkan adanya 

kelemahan dalam pengelolaan kinerja dan sumber daya. Nilai SAKIP mencerminkan 

sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai tujuan-tujuannya dan seberapa 

baik kinerjanya telah diukur dan dinilai berdasarkan indikator-indikator yang telah 

ditetapkan. Penilaian ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi penggunaan 

anggaran, pencapaian target, pelayanan publik, dan sebagainya. 

                

Tujuan 17. Kemitraan Untuk Pencapaian Tujuan    

Persentase Pengguna Internet digunakan Untuk mengukur pembangunan 

masyarakat di bidang teknologi informasi, serta perkembangan masyarakat digital. 

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2024, 

persentase penduduk 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir 

sebesar 85,50%. 

 
Tabel 4.7 

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Pernah Menggunakan  
Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024 

 
No 

Kabupaten/Kota Laki-Laki Perempuan 
Laki-

Laki+Perempuan 

1 Kerinci 70,38 61,00 65,71 

2 Merangin 68,94 62,77 65,90 

3 Sarolangun 72,34 66,93 69,66 

4 Batang Hari 65,37 59,28 62,37 

5 Muaro Jambi 78,32 70,84 74,66 

6 Tanjung Jabung Timur 78,82 63,91 68,95 
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No 
Kabupaten/Kota Laki-Laki Perempuan 

Laki-
Laki+Perempuan 

7 Tanjung Jabung Barat 72,86 64,20 68,66 

8 Tebo 73,93 66,50 70,26 

9 Bungo 74,63 66,35 70,55 

10 Kota Jambi 86,75 84,26 85,50 

11 Kota Sungai Penuh 74,65 67.72 71,12 

Provinsi Jambi 75,03 68,43 71,76 
   Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, 2024 

 

 

Gambar 4.3 
Grafik Persentase Penggunaan Internet di Kota Jambi Tahun 2019 – 2024 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase penggunaan internet di Kota 

Jambi meningkat dari tahun 2019 s.d 2024. Pada tahun 2019 pengguna internet di Kota 

Jambi hanya 55,55% dari penduduk yang ada di Kota Jambi dan di tahun 2024 naik 

hingga 29,95% yaitu sebesar 85,50%. Hal ini memperlihatkan bahwa Kota Jambi terus 

mengalami peningkatan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

 
Siklus kerja pemerintah mensyaratkan hadirnya akuntabilitas dan transparansi. 

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang 

dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Jambi disusun 

untuk memberikan informasi yang utuh dan sistematis. Penyusunan laporan merupakan 

hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua stakeholders pembangunan mulai 

dari Pemerintah Daerah dan segenap jajaran Perangkat Daerah, DPRD Kota Jambi dan 

pihak-pihak terkait sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing yang 

didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2024 

merupakan instrumen yang berguna dalam mengukur dan mengetahui sejauh mana 

hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Tahun 2024 guna keberlangsungan 

pembangunan dalam rangka mewujudkan “Penguatan Stabilitas Ekonomi, Daya 

Saing Sumber Daya Manusia dan Daerah, Infrastruktur yang Handal Serta 

Lingkungan Hidup Berkelanjutan” pada akhir periode dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025. 

 Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam pencapaian visi dan misi 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 patut disyukuri, 

mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun 

waktu transisi kepemimpinan sebagai konsekuensi penyelenggaraan Pilkada Serentak 

2024, jajaran Pemerintah Kota Jambi telah bekerja optimal untuk mengimplementasikan 

kebijakan dan mewujudkan program-program unggulan dengan keterbatasan sumber 

daya terutama dari aspek pembiayaan. Belum semua aspirasi dapat diakomodasi oleh 

Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2024 namun dengan tetap mengedepankan skala 

prioritas dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan, secara bertahap 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Jambi dapat tersolusi 

secara komprehensif. Tantangan ke depan, semakin kompleks bagi Pemerintah Kota 

Jambi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang 

inklusif serta mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum tuntas 

pada tahun 2024. 
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5.1. KESIMPULAN 

Dengan memperhatikan materi, narasi dan data pada bab-bab terdahulu dalam 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2023 ini, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 

2024 adalah sebesar Rp. 1.886.534.704.938,00 dengan realisasi sebesar  

Rp. 1.764.822.973.843,29 dengan persentase capaian target 93,55% (data 

sebelum audit BPK); 

2. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Perubahan APBD Tahun 

2024 adalah sebesar Rp. 508.179.874.938,00 dengan realisasi sebesar  

Rp. 454.896.071.532,28 dengan capaian target 89,51%. Target Pendapatan 

Transfer sebesar Rp. 1.376.866.830.000,00 dengan realisasi  

Rp. 1.308.468.395.918,00. Realisasi tersebut tidak mencapai target yang 

ditetapkan sebesar Rp. 68.398.434.082,00 dengan persentase capaian target 

setara dengan 95,03%. Pada pos penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

Sah pada Tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.488.000.000,00 

dengan realisasi Rp. Rp. 1.458.506.393,01. Realisasi tersebut tidak mencapai 

target sebesar Rp. 29.493.607,03 dengan persentase mencapai 98,02%. 

3. Jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaan Pendapatan Daerah, terlihat bahwa 

PAD menyumbang 25,77% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi 

Tahun Anggaran 2024. Adapun Pendapatan Transfer memberikan kontribusi 

terbesar, yaitu 74,14% (data sebelum audit BPK); 

4. Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD 

Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.928.586.899.927,00 dengan capaian realisasi 

sebesar Rp. 1.800.577.701.737,71 dengan persentase capaian sebesar 93,36% 

(data sebelum audit BPK); 

5. Target Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan 

APBD Tahun 2024 Rp. 5.222.190.507,00 dengan capaian realisasi  

Rp. 590.157.659,00dengan persentase capaian realisasi 11,30%. 

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Jambi pada Tahun 2024 yang dirilis oleh 

Badan Pusat Statistik Kota Jambi mencapai 4,98%. Lebih tinggi dari LPE Provinsi 

Jambi yang mencapai 4,51%. Lapangan usaha yang memiliki distribusi terbesar 

terhadap pertumbuhan Kota Jambi diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 34,01 persen; diikuti Transportasi dan 
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Pergudangan sebesar 11,11 persen; Industri Pengolahan sebesar 10,48 persen 

dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosia Wajib sebesar 

7,10. 

7. IPM Kota Jambi pada Tahun 2024 sebesar 81,77 atau naik 1,62 poin dari IPM Kota 

Jambi pada tahun 2023 sebesar 80,15%. berada jauh di atas IPM Provinsi Jambi 

tahun 2024 dengan nilai 74,36 dan IPM Indonesia dengan nilai 75,02. 

8. Angka kemiskinan Kota Jambi pada tahun 2024 sebesar 7,73% atau menurun 0,51 

poin dari Angka Kemiskinan Kota tahun 2023 sebesar 8,24%. Berada di bawah 

angka kemiskinan nasional pada tahun 2024 dengan nilai 8,57%. 

9. Pada Tahun 2023 PDRB perkapita Kota Jambi berdasarkan Atas Dasar Harga 

Berlaku sebesar 64,06 meningkat menjadi 68,30 pada tahun 2024. Sementara 

PDRB perkapita Kota Jambi berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 

2023 sebesar 34,80 meningkat menjadi 36,05 pada tahun 2024 (BPS Kota Jambi, 

data diolah). 

10. Adapun capaian realisasi 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 

Kota Jambi pada tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, yaitu sebesar 

108,17%. Capaian ini menunjukkan kinerja Kategori Sangat Tinggi. 

 

5.2. SARAN 

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka dapat disusun beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Memperkuat sektor-sektor perekonomian selain sektor perdagangan dan jasa 

seiring upaya optimalisasi sumber-sumber potensi PAD dalam rangka peningkatan 

pendapatan kota Jambi yang diharapkan akan menjadi stimulus untuk 

perekonomian daerah ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

peningkatan pembangunan; 

2. Dalam mewujudkan pencapaian Indikator Tujuan maupun Indikator Sasaran RPD 

2024-2026 Kota Jambi, setiap Perangkat Daerah harus mengetahui apa dan 

bagaimana mencapai setiap indikator tersebut, sesuai dengan peran dan porsi 

masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, koordinasi dan sinergitas antar 

Perangkat Daerah maupun instansi lainnya agar terus ditingkatkan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, DPRD Kota Jambi juga melakukan 

evaluasi atau penilaian terhadap hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sebagai check and balance yang 
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dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Nomor: 

UU.00/03/Kep.DPRD/PANSUS/2024 tentang Rekomendasi DPRD Kota Jambi Kepada 

Wali Kota Jambi Atas Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 

2023. Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Wali Kota Jambi Tahun 2024 

telah disertai dengan tindak lanjut terhadap poin-poin rekomendasi yang disampaikan.  

Saran dan masukan yang konstruktif merupakan suplemen yang bermanfaat untuk terus 

memperbaiki dan menyempurnakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di Kota Jambi. 

Demikianlah beberapa kesimpulan maupun saran sebagai penutup dari Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2024 ini. Semoga 

Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk 

memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. Aamiin ya robbal alamin. 

Terima Kasih. 

 

WALIKOTA JAMBI 

 

 DR. dr. H. MAULANA, MKM 
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LAMPIRAN 1. 
INDIKATOR TUJUAN RPD KOTA JAMBI 

 

NO. TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 

 2024  

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

1 Meningkatnya Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
dan Pelayanan Publik 

Indeks Reformasi 
Birokrasi 

B (70) BB (73.43) 104.90 

2 Meningkatnya 
Ketentraman, ketertiban 
Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase Layanan 
Trantibumlinmas 

100% 100% 100.00 

Persentase Layanan 
Kebencanaan 

100% 100% 100.00 

3 Terwujudnya 
Aksesibilitas dan 
Kapabilitas Utilitas 
Perkotaan yang 
Berkelanjutan 

Indeks Kepuasan 
Layanan 
Infrastruktur (IKLI) 

7.35 8.49 115.51 

4 Terjaganya 
Pertumbuhan Ekonomi 

Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

5.37 4.98 92.74 

Laju Inflasi 4.8 1.16 175.83 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

8.65 7.38 114.68 

5 Terwujudnya Sumber 
Daya Manusia yang 
Berdaya Saing 

Indeks 
Pembangunan 
Manusia 

79.72 81.77 102.57 
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LAMPIRAN 2. 
INDIKATOR SASARAN RPD KOTA JAMBI 

 

NO. TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN INDIKATOR SASARAN 

 2024  

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 
                

1 Meningkatnya 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
dan Pelayanan 
Publik 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatkan  
Profesionalisme ASN 
dan akuntabilitas kinerja 
pemerintah berbasis TIK 

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 

4.28 4.32 100.93 

Indeks Sistem Merit 0.5 0.58 116.00 

Nilai SAKIP B (70) B (68.64) 98.06  

Maturitas SPIP 3.0 Belum dirilis 
BPKP 

  

Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4.02 3.96 98.51 

2 Meningkatnya 
Ketentraman, 
ketertiban Umum 
dan Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase 
Layanan 
Trantibumlinmas 

Optimalisasi Penegakan 
Produk Hukum Daerah 

Persentase PERDA dan PERWAL yang 
Ditegakkan 

81% 100% 123.46 

Peningkatan Toleransi 
Masyarakat 

Indeks Kota Toleran  5,61 s.d 
5,7% 

Belum dirilis 
Setara 
Institute 

  

Persentase 
Layanan 
Kebencanaan 

Peningkatan Pelayanan 
Kebencanaan  

Tingkat Pelayanan Pada Kondisi Pra dan 
Tanggap Kebakaran dan Non Kebakaran 

100% 100% 100.00 

Tingkat Pelayanan Pada Kondisi Pasca  
Kebakaran dan Non Kebakaran 

100% 100% 100.00 

3 Terwujudnya 
Aksesibilitas dan 
Kapabilitas 
Utilitas Perkotaan 
yang 
Berkelanjutan 

Indeks 
Kepuasan 
Layanan 
Infrastruktur 
(IKLI) 

Peningkatan kinerja 
layanan Infrastruktur 
Perkotaan yang 
terintegrasi dan 
Berketahanan Iklim 

Indeks Kepuasan kinerja layanan air bersih 8.50 8.29 97.53 

Indeks Kepuasan Kinerja layanan 
Perumahan dan Permukiman  

7.35 8.49 115.51 

Indeks Kepuasan layanan air limbah 7.80 6.93 88.85 

Indeks Kepuasan Layanan Kinerja 
Perhubungan  

7.35 8.53 116.05 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 59 65.15 110.42 
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NO. TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN INDIKATOR SASARAN 

 2024  

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 
                

4 Terjaganya 
Pertumbuhan 
Ekonomi  

Laju 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

Peningkatan realisasi 
Investasi 

Realisasi Investasi 1.429 M 1.813 M 126.87  

Peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) 

Persentase peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

9 1.43 15.89  

Laju Inflasi Peningkatan Ketahanan 
Pangan  

Indeks Ketahanan Pangan  81 85.88 106.02 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

Peningkatan Partisipasi 
Angkatan Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 63.25 66.40 104.98 

5 Terwujudnya 
Sumber Daya 
Manusia yang 
Berdaya Saing 

Indeks 
Pembangunan 
Manusia 

Peningkatan Derajat 
Kesehatan 

Angka Harapan Hidup (AHH) 
73.59 75.12 102.08  

Peningkatan Kualitas  
dan Aksesibilitas 
Pendidikan 

Harapan Lama Sekolah (HLS) 15.7 15.55 99.04  

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 11.23 11.51 102.49  

Penurunan Prevelensi 
Stunting 

Penurunan Angka Prevelensi Stunting 0.07 Belum dirilis 
Kemenkes 

  

Mewujudkan Kota 
Ramah Anak 

Kriteria Kota Layak Anak Nindya Belum dirilis 
KemenPPA 

  

Peningkatan Prestasi 
dan Kreativitas 
Kepemudaan  

Indeks Pembangunan Pemuda 58.50 58.53 
100.05  

Pengendalian Angka 
Kelahiran Penduduk  

Laju Pertumbuhan Penduduk 1.20 1.40 
116.67  

Penurunan Angka 
Kemiskinan 

Persentase Penduduk Miskin 
8.15 7.73 105.15  

Penurunan Angka PMKS Persentase PMKS yang tertangani 100 100 100.00  
                

 



1. Tabel Capaian Urusan Wajib Tahun 2024

KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MENINGKATNYA INDEK REFORMASI 

BIROKRASI

B NILAI         269,200,676,789 B NILAI         255,217,258,985 84.68

Nilai AKIP (BB) NILAI AKIP 

(BB)

               393,493,004 NILAI AKIP 

(BB)

               348,362,885 89%

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

12 Dokumen  307,396,768 12 Dokumen                274,944,285 89% 100.00

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

4 Laporan  86,096,236 4 Laporan                  73,418,600 85% 100.00

Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan 100%         264,003,636,730 100%         251,148,804,236 95% 100.00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

2179 

Orang/Bulan

 262,433,615,455 2179 

Orang/Bulan

        250,183,227,086 95% 100.00

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

85 Dokumen  1,553,780,400 85 Dokumen                953,262,400 61% 100.00 Efisiensi honorarium pengelola 

keuangan

Optimalisasi anggaran honorarium 

pengelola keuangan yang bisa 

dibayarkan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil

 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

1 Laporan  16,240,875 1 Laporan                  12,314,750 76% 100.00 Efisiensi makan minum rapat, 

kegiatan sudah terlaksana

Penyusunan anggaran kas disesuaikan 

dengan rencana pelaksanaan

Tertib Pengelolaan Administrasi Barang 

Milik Daerah

100%             1,651,491,950 100%             1,161,821,100 70%

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

1 Dokumen  50,625,000 1 Dokumen                  49,049,000 97% 100.00

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 

Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, 

Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik 

Daerah pada SKPD

1 Laporan  57,492,750 1 Laporan                  44,761,300 78% 100.00

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

12 Laporan  1,543,374,200 12 Laporan             1,068,010,800 69% 100.00 Efisiensi honorarium 

pengelolaan BMD

Optimalisasi penganggaran dan 

honorarium BMD yang dibayarkan

Tertib Administrasi Kepegawaian 100%                394,176,828 100%                265,581,425 67%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

1 Paket (170 

stel)

               127,500,000 159 Paket                108,500,000 85% 100.00

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

1 Dokumen                  99,476,500 1 Dokumen                  89,956,847 90% 100.00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan

50 Orang  58,613,528 50 Orang                  35,244,578 60% 100.00 Efisiensi perjalanan dinas luar 

daerah

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

5 Orang  108,586,800 5 Orang                  31,880,000 29% 100.00 Efisiensi bimtek kontribusi 

menyesuaikan ketersediaan 

pembiayaan

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100%             1,333,701,517 100%             1,159,714,481 87%

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1 Paket  19,556,696 1 Paket                  10,786,000 55% 100.00 Efisiensi belanja sesuai 

kebutuhan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

1 Paket  206,754,150 1 Paket                196,417,400 95% 100.00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

1 Paket  144,277,365 1 Paket                131,452,082 91% 100.00

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan 

3 Paket  95,013,306 3 Paket                  55,551,650 58% 100.00 Efisiensi belanja sesuai 

kebutuhan

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan  30,750,000 1 Laporan                  17,235,000 56% 100.00 Berdasarkan intensitas 

kunjungan tamu yang diterima

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 Laporan  837,350,000 2 Laporan                748,272,349 89% 100.00

LAMPIRAN 3.

 CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 REALISASI 

INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

1 Dinas 

Pendidikan

Pendidikan
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Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100%                543,413,200 100%                498,026,053 92%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

3 Laporan  244,000,000 3 Laporan                231,178,053 95% 100.00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

1 Laporan  299,413,200 1 Laporan                266,848,000 89% 100.00

Terpeliharanya Barang Milik Daerah 100%                880,763,560 100%                634,948,805 72%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajaknya

1 Unit  48,000,000 1 Unit                  41,786,800 87% 100.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

107 Unit  663,990,000 97 Unit                439,157,005 66% 100.00 Efisiensi belanja BBM 

berdasarkan tagihan SPBU

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

52 Unit  53,878,000 35 Unit                  39,260,000 73% 100.00 Efisiensi belanja sesuai 

kebutuhan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit  114,895,560 1 Unit                114,745,000 100% 100.00

MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI 

MURNI (APM)

APM

PAUD : 

73,75%

SD : 99,90%

SMP : 

97,50%

        159,799,740,426 APM

PAUD : 

73,75%

SD : 99,90%

SMP : 

97,50%

        154,906,818,369 96.94

Meningkatnya Sekolah Dasar yang sesuai 

Standar Nasional Pendidikan (SNP)

97%           98,402,411,286 97%           96,001,223,517 98% 100.00

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 

Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 

Sekolah yang Telah Dibangun

13 Unit  6,985,493,790 13 Unit             6,889,284,208 99% 100.00 Silpa dari pembangunan ruang 

UKS SDN 193 Rp. 143.868.000,- 

tidak terealisasi dikarenakan 

Pagu tidak mencukupi

Meningkatkan kompetensi SDM 

pelaksana dalam perencanaan 

penganggaran pekerjaan kontruksi

Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 33 Paket

dan 1 Paket 

MKS

(5.800 set)

 10,364,870,811 8 Unit           10,141,574,711 98% 100.00

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 

Sekolah Dasar

Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang 

Menerima Biaya Personil Peserta Didik

1.017 

Peserta 

Didik

 1,290,437,605 1.017 

Peserta Didik

            1,284,372,850 100% 100.00 Silpa dari rehab ruang kelas 

SDN 193 Rp. 428.556.000,- 

tidak terealisasi dikarenakan 

sudah dibangun Dinas PUPR

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama 

lintas OPD (Dinas PUPR)

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang

Tersedia

5 Paket  544,600,000 5 Paket                539,695,247 99% 100.00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas 

Siswa

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang

Kompetisi/Lomba Akademik dan Non 

Akademik

725 Peserta 

Didik

 1,389,271,575 725 Peserta 

Didik

            1,375,114,881 99% 100.00

Penyediaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

yang Tersedia pada Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar

921 Orang 

Pendidik

553 Orang 

Kependidika

n

204 Orang 

Guru Tahfidz

 18,169,489,000 921 Orang 

Pendidik

553 Orang 

Kependidika

n

204 Orang 

Guru Tahfidz

          16,478,550,500 91% 100.00

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan pada Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan 

Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, 

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 

90 Orang  135,526,540 722 Peserta 

Didik

               126,634,694 93% 858%

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1 Dinas 

Pendidikan

Pendidikan
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Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 

Sekolah

Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang 

Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan 

manajemen sekolah

204 Satuan 

Pendidikan

 125,096,100 204 Satuan 

Pendidikan

                 84,447,598 68% 100%

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana 

BOS

204 Satuan 

Pendidikan

 52,360,500,000 204 Satuan 

Pendidikan

          52,245,102,357 100%

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana 

BOS Sekolah Dasar

Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat 

Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 

Sekolah Dasar

204 Orang  128,221,800 204 Orang                102,680,000 80%

Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar 

yang Telah dibangun

6 Ruang  3,773,698,791 6 Ruang             3,716,032,471 98%

Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi 

dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan 

Penggunaan Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

162 Orang  70,001,100 162 Orang                  67,997,160 97%

Pengembangan Konten Digital untuk 

Pendidikan

Jumlah konten digital untuk pendidikan yang 

telah dikembangkan

1 Konten 

Digital

 45,002,100 1 Konten 

Digital

                 42,822,200 95%

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang 

Pendidikan

Jumlah peserta pelatihan penggunaan 

aplikasi di bidang pendidikan yang 

dilaksanakan

74 Orang  34,587,300 74 Orang                  33,805,000 98%

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan 

Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi 

Layanan di Bidang Pendidikan

1 Dokumen  64,999,768 1 Dokumen                  59,175,930 91%

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang 

Pendidikan

Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi 

kebijakan di bidang Pendidikan yang 

dilaksanakan

3 Dokumen  45,721,800 722 Peserta 

Didik

                 44,980,000 98% 100.00

Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan

Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan 

Tenaga Pendidik yang terfasilitasi

1 Komunitas  55,006,200 1 Komunitas                  53,106,890 97% 100.00

Pemberian layanan pendampingan bagi 

satuan pendidikan untuk pencegahan 

perundungan, kekerasan, dan intoleransi

Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan 

pendidikan untuk pencegahan perundungan, 

kekerasan, dan intoleransi

2 Kegiatan  87,074,700 2 Kegiatan                  84,002,000 96% 100.00

Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks 

Peserta Didik

Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang 

Diterima Peserta Didik		

2.910 Buku  299,990,464 2.910 Buku                289,079,860 96% 100.00

Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang 

Tersedia

5 Paket 

(1000 Unit)

 118,075,482 5 Paket 

(1000 Unit)

               117,477,615 99% 100.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana 

dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 

Sekolah yang Telah Direhabilitasi

10 Unit  995,253,089 10 Unit                932,812,039 94% 100.00

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas 

Bidang Pendidikan

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, 

dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan 

Kapasitas Bidang Pendidikan yang 

dilaksanakan  

50 Orang  75,000,600 50 Orang                  71,646,940 96% 100.00

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian 

bagi Peserta Didik

Jumlah Satuan Pendidikan yang

Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian

204 Satuan 

Pendidikan

 103,143,300 204 Satuan 

Pendidikan

                 90,199,480 87% 100.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 

Sekolah

Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah 

Direhabilitasi Sedang/Berat

8 Ruang  1,141,349,371 8 Ruang             1,130,628,886 99% 100.00

Meningkatnya Sekolah Menengah Pertama 

yang sesuai Standar Nasional Pendidikan 

(SNP)

97%  47,588,668,630 97%           46,106,035,064 97%

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 

Sekolah

Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah 

Direhabilitasi Sedang/Berat

25 Ruang  3,422,171,219 25 Ruang             3,407,614,850 100% 100.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana 

dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 

Sekolah yang Telah Direhabilitasi 

Sedang/Berat

9 Unit  1,514,452,389 9 Unit             1,494,599,173 99% 100.00

Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 25 Paket

(2.339 set 

MKS, Mebel 

Labor & 

Perpustakaa

n SMPN 26)

 4,431,073,252 724 Peserta 

Didik

            4,242,668,110 96% 100.00

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 

Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah 

Pertama yang Menerima Biaya Personil 

Peserta Didik

989 Peserta 

Didik

 1,847,164,454 989 Peserta 

Didik

            1,812,276,942 98% 100.00

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama

1 Dinas 

Pendidikan

Pendidikan
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Perlengkapan Belajar Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang 

Tersedia

500 Paket  111,910,080 500 Paket                110,928,200 99% 100.00

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang 

Tersedia

1 Paket  56,925,000 1 Paket                  56,915,000 100% 100.00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas 

Siswa

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 

Kompetisi/Lomba Akademik dan Non 

Akademik

950 Peserta 

Didik

 743,630,590 950 Peserta 

Didik

               717,660,930 97%

Penyediaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

yang Tersedia pada Satuan Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama

292 Orang 

Pendidik

177 Orang 

Kependidika

n

 5,003,669,300 292 Orang 

Pendidik

177 Orang 

Kependidika

n

            4,222,968,000 84%

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan pada Satuan Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan 

Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, 

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 

66 Orang  66,712,960 66 Orang                  61,856,810 93%

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 

Sekolah

Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang 

Dilaksanakan Pembinaan

74 Satuan 

Pendidikan

 118,270,559 74 Satuan 

Pendidikan

                 95,683,320 81%

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 

Mengelola Dana BOS

74 Satuan 

Pendidikan

 29,038,700,000 74 Satuan 

Pendidikan

          28,840,389,000 99%

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana 

BOS Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya 

dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

Menengah Pertama

74 Orang  265,937,009 724 Peserta 

Didik

               211,006,350 79%

Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi 

dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan 

Penggunaan Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

50 Orang  64,989,600 50 Orang                  60,440,200 93%

Pengembangan Konten Digital untuk 

Pendidikan

Jumlah konten digital untuk pendidikan yang 

telah dikembangkan

1 Konten 

Digital

 49,995,600 1 Konten 

Digital

                                -   0%

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang 

Pendidikan

Jumlah peserta pelatihan penggunaan 

aplikasi di bidang pendidikan yang 

dilaksanakan

74 Orang  58,118,625 74 Orang                  30,651,500 53% 100.00

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan 

Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi 

Layanan di Bidang Pendidikan

1 Dokumen

(25 SMP)

 282,341,419 1 Dokumen

(25 SMP)

               271,150,054 96% 100.00

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang 

Pendidikan

Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi 

kebijakan di bidang Pendidikan yang 

dilaksanakan

1 Dokumen  40,204,810 1 Dokumen                  30,490,000 76% 100.00

Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan

Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan 

Tenaga Pendidik yang terfasilitasi

1 Komunitas  55,005,300 1 Komunitas                  52,387,050 95% 100.00

Pemberian layanan pendampingan bagi 

satuan pendidikan untuk pencegahan 

perundungan, kekerasan, dan intoleransi

Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan 

pendidikan untuk pencegahan perundungan, 

kekerasan, dan intoleransi

1 Kegiatan  60,951,260 1 Kegiatan                  48,450,000 79% 100.00

Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta 

Didik

Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses 

Belajar dan Ujian

8596 

Peserta 

Didik

 127,661,835 8596 Peserta 

Didik

               109,376,500 86% 100.00

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas 

Bidang Pendidikan

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, 

dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan 

Kapasitas Bidang Pendidikan yang 

dilaksanakan  

50 Orang  - 50 Orang                                 -   #DIV/0!

Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks 

Peserta Didik

Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang 

Diterima Peserta Didik		

1.700 Buku  228,783,369 1.700 Buku                228,523,075 100% 100.00

Meningkatnya Satuan Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) yang sesuai Standar 

Nasional Pendidikan (SNP)

90%  10,550,537,066 90%           10,121,091,525 96%

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 

PAUD

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 

yang Telah Dibangun

2 Unit  269,975,450 2 Unit                269,285,302 100% 100.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru PAUD

Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 

PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

1 Unit  139,624,999 1 Unit                137,844,757 99% 100.00

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD)

1 Dinas 

Pendidikan

Pendidikan
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Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan 

Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 

PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

1 Unit  89,508,000 1 Unit                  89,235,991 100% 100.00

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 

PAUD

Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima 

Biaya Personil Peserta Didik

450 Peserta 

Didik

 165,341,665 450 Peserta 

Didik

                 10,716,000 6% 15.00 Proses pembuatan perwal 

bantuan biaya pendidikan 

jenjang PAUD memakan waktu 

cukup lama. Saat proses 

terakhir di tingkat Provinsi, 

diketahui bahwa Perwal Hibah 

Kota Jambi harus diperbaharui 

terlebih dahulu mengikuti 

regulasi pusat terbaru. Sehingga 

Perwal yang diajukan sebagai 

dasar pembayaran ditolak dan 

tidak bisa terealisasi.

Memproses Nodis Laporan ke Ibu Pj. 

Walikota Jambi terkait rekomendasi dari 

Provinsi dan berkoordinasi dengan 

Bagian Hukum Setda Kota Jambi

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 

PAUD

Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang 

Tersedia

10 Paket  518,266,453 10 Paket                506,934,626 98% 100.00

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti 

Proses Belajar

400 Peserta 

Didik

100 Satuan 

Pendidikan

 55,939,927 400 Peserta 

Didik

100 Satuan 

Pendidikan

                 52,514,500 94% 100.00

Penyediaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan PAUD

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

yang Tersedia pada PAUD

300 Orang  1,098,805,730 300 Orang             1,078,210,640 98% 100.00

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan 

Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, 

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 

520 Orang  250,670,157 520 Orang                247,332,963 99% 100.00

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 

PAUD

Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan 

Kelembagaan dan Manajemen

11 

Kecamatan

359 Orang 

Tua

270 Peserta

330 Satuan 

Pendidikan

79 Orang 

Bunda 

PAUD

 263,226,820 11 

Kecamatan

359 Orang 

Tua

270 Peserta

330 Satuan 

Pendidikan

79 Orang 

Bunda PAUD

               253,951,360 96% 100.00

Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 305 Satuan 

Pendidikan

 7,062,600,000 305 Satuan 

Pendidikan

            7,030,082,352 100% 100.00

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana 

BOP PAUD

Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya 

dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD

305 Orang  88,196,600 305 Orang                  85,941,664 97% 100.00

Pengembangan Konten Digital untuk 

Pendidikan

Jumlah konten digital untuk pendidikan yang 

telah dikembangkan

1 Konten 

Digital

 54,101,700 1 Konten 

Digital

                                -   0% 0.00 Efisiensi kegiatan menyesuaikan 

ketersediaan pembiayaan

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang 

Pendidikan

Jumlah peserta pelatihan penggunaan 

aplikasi di bidang pendidikan yang 

dilaksanakan

310 Orang  89,999,000 310 Orang                  76,425,000 85% 100.00

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan 

Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi 

Layanan di Bidang Pendidikan

1 Dokumen  94,499,810 1 Dokumen                  64,548,500 68% 100.00

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang 

Pendidikan

Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi 

kebijakan di bidang Pendidikan yang 

dilaksanakan

1 Dokumen  30,700,000 1 Dokumen                  24,350,000 79% 100.00

Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan

Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan 

Tenaga Pendidik yang terfasilitasi

1 Komunitas  49,990,200 1 Komunitas                  49,267,870 99% 100.00

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau 

Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas 

Bidang Pendidikan

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, 

dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan 

Kapasitas Bidang Pendidikan yang 

dilaksanakan  

100 Orang  54,091,155 100 Orang                                 -   0% 0.00 Efisiensi kegiatan menyesuaikan 

ketersediaan pembiayaan

1 Dinas 

Pendidikan

Pendidikan
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Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang 

Tersedia

3 Paket  174,999,400 3 Paket                144,450,000 83% 100.00

Meningkatnya Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan yang sesuai Standar 

Nasional Pendidikan (SNP)

90%  3,258,123,444 90%             2,678,468,263 82%

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang 

Guru Nonformal/Kesetaraan

 Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 

Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun

1 Unit  369,191,000 1 Unit                       375,000 0% 0.00 Pagu DAK Pembanguan Taman 

Bacaan Masyarakat (TBM) SKB 

tidak mencukupi untuk 

dilaksanakan berdasarkan 

perhitungan analisa belanja.

Desk finalisasi penetapan pada 

bulan Desember 2023 

sedangkan Juknis pelaksanaan 

dikeluarkan pada bulan April 

2024

Melaksanakan koordinasi dengan Dinas 

PU-PR Kota Jambi dalam 

mempersiapkan analisa penghitungan 

terhadap ketersediaan lahan dan 

mengusulkan kembali.

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 

Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 

yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

150 Peserta 

Didik

 124,434,600 150 Peserta 

Didik

                 12,503,000 10% 15.00 Proses pembuatan perwal 

bantuan biaya pendidikan 

jenjang PAUD memakan waktu 

cukup lama. Saat proses 

terakhir di tingkat Provinsi, 

diketahui bahwa Perwal Hibah 

Kota Jambi harus diperbaharui 

terlebih dahulu mengikuti 

regulasi pusat terbaru. Sehingga 

Perwal yang diajukan sebagai 

dasar pembayaran ditolak dan 

tidak bisa terealisasi.

Memproses Nodis Laporan ke Ibu Pj. 

Walikota Jambi terkait rekomendasi dari 

Provinsi dan berkoordinasi dengan 

Bagian Hukum Setda Kota Jambi

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 

Nonformal / Kesetaraan

Jumlah Alat Praktik dan Peraga Nonformal / 

Kesetaraan yang Tersedia

5 Paket  99,883,999 5 Paket                  95,000,000 95% 100.00

Penyediaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan

16 Orang  102,395,028 16 Orang                101,581,920 99% 100.00

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 

Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang 

Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen

50 Satuan 

Pendidikan

 39,503,800 50 Satuan 

Pendidikan

                 32,172,800 81% 100.00

Pengelolaan Dana BOP Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang 

Mengelola Dana BOP

28 Satuan 

Pendidikan

 2,209,200,000 28 Satuan 

Pendidikan

            2,151,161,085 97% 100.00

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana 

BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya 

dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non 

Formal/Kesetaraan

28 Orang  88,587,660 28 Orang                  85,140,000 96% 100.00

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan 

Evaluasi Layanan di Bidang  Pendidikan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi 

Layanan di Bidang Pendidikan

1 Dokumen  61,988,109 1 Dokumen                  49,264,458 79% 100.00

Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang 

Tersedia

100 Paket  134,162,964 100 Paket                128,000,000 95% 100.00

Pengadaan Perlengkapan Sekolah 

(Nonformal/Kesetaraan)

Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan yang Tersedia

100 Paket  4,380,780 100 Paket                                 -   0% 0.00 Efisiensi kegiatan menyesuaikan 

ketersediaan pembiayaan

Penyelenggaraan Proses Belajar 

Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses 

Belajar

2.200 

Peserta 

Didik

 24,395,504 2.200 

Peserta Didik

                 23,270,000 95% 100.00

MENINGKATNYA KOMPETENSI PESERTA 

DIDIK TERHADAP KEARIFAN LOKAL

80  47,493,173 80                  44,807,774 98.64

Meningkatnya Implementasi Kurikulum 

Mulok pada Satuan Pendidikan Dasar

80%  22,496,400 80%                  20,226,000 90%

Penyusunan Silabus Muatan Lokal 

Pendidikan Dasar

Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan 

Dasar yang Tersusun

1 Dokumen  22,496,400 1 Dokumen                  20,226,000 99.41 100.00

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan 

Dasar

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

1 Dinas 

Pendidikan

Pendidikan
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Meningkatnya Implementasi Kurikulum 

Mulok pada Satuan Pendidikan PAUD dan 

Pendidikan Nonformal

80%  24,996,773 80%                  24,581,774 98%

Penyusunan Silabus Muatan Lokal 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Nonformal

Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 

yang Tersusun

1 Dokumen  24,996,773 1 Dokumen                  24,581,774 98% 100.00

MENINGKATNYA KINERJA PENDIDIK DAN 

TENAGA KEPENDIDIKAN

100%  95,930,900 100%                  78,739,410 82%

Rasio Guru dan Peserta Didik Sesuai SNP 95%  95,930,900 95%                  78,739,410 82%

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan 

Dasar, PAUD, dan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan 

Pemetaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan 

Dasar, PAUD, dan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

1 Dokumen  63,970,750 1 Dokumen                  48,019,600 75% 100.00

Penataan Pendistribusian Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 

Dasar, PAUD, dan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan 

Pendistribusian Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan 

Dasar, PAUD, dan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

1 Laporan  31,960,150 1 Laporan                  30,719,810 96% 100.00

TERTIB PENGELOLAAN PERIZINAN 

PENDIDIKAN

100%  159,498,616 100%                157,494,582 99%

Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang 

diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai 

dengan Peraturan dan ketentuan yang 

berlaku

100%  74,999,900 100%                  74,420,800 99%

Pengendalian dan Pengawasan Perizinan 

Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh 

Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan 

Pengendalian dan Pengawasan Perizinan 

Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh 

Masyarakat

20 Dokumen  74,999,900 20 Dokumen                  74,420,800 99% 100.00

Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non 

Formal yang diselenggarakan Oleh 

Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan 

ketentuan yang berlaku

100%  84,498,716 100%                  83,073,782 98.31

Pengendalian dan Pengawasan Perizinan 

PAUD dan Pendidikan Nonformal yang 

Diselenggarakan oleh Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 

Pengendalian dan Pengawasan Perizinan 

PAUD dan Pendidikan Non Formal yang 

Diselenggarakan oleh Masyarakat

60 Dokumen  84,498,716 60 Dokumen                  83,073,782 98.31 100.00

429,303,339,904         410,405,119,120 96%

Indeks Birokrasi Pemerintah B         138,132,449,761 B         131,659,563,039 95% 100.00

Terlaksananya Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

100%                  72,849,768 100%                  61,314,400 84% 100.00

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat  Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

2 Dokumen 41,899,884.00 2 Dokumen 38,572,400.00 92% 100.00   Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target 

2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah   Laporan   Evaluasi   Kinerja   

Perangkat

Daerah

2 Laporan 30,949,884.00 2 Laporan 22,742,000.00 73% 100.00   Realisasi Fisik dan Keuangan 

Belum Mencapai Target 

Kegiatan untuk pertemuan tidak jadi 

dilaksanakan karena sudah langsung 

dibahas pada pertemuan sebelumnya

Tertib Administrasi keuangan 100%  132,126,267,609 100%  126,390,819,165 96% 100.00

1 Peyediaan Gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

1170  130,329,197,949 1170  124,827,264,905 96% 100.00   Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target 

2 Pelaksanaan penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

5 Dokumen  1,745,212,800 5 Dokumen  1,521,312,400 87% 100.00   Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target 

kelebihan menganggarkan  honor PPTK

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun  

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

2 Laporan 12,306,860.00 2 Laporan 10,741,860.00 87% 100.00   Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target 

dana untuk narasumber pendamping 

tidak dibayar karena tidak memakai 

pendamping

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulan/smester SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran  SKPD

4 Laporan 39,550,000.00 4 Laporan 31,500,000.00 80% 100.00   Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target 

Biaya perjalanan dinas yg tidak 

terelisasikan dikarenakan ketersediaan 

dana yg defisit

Kesehatan Dinas 

Kesehatan

Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan 

Nonformal yang Diselenggarakan oleh 

Masyarakat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang 

Diselenggarakan oleh Masyarakat

PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN 

PENDIDIKAN

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN

Administrasi Keuangan Perangkat daerah

JUMLAH

1 Dinas 

Pendidikan

Pendidikan

2
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Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100%                  36,699,810 100%                  30,022,514 82% 100.00

1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Jumlah  Laporan  Rekonsiliasi  dan  

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 

pada SKPD

4 Laporan 36,699,810.00 4 Laporan 30,022,514.00 82% 100.00   Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target 

Biaya perjalanan dinas yg tidak 

terelisasikan dikarenakan ketersediaan 

dana yg defisit

Indeks Kompetensi ASN Perangkat Daerah 100%                250,239,719 100%                246,865,430 99% 100.00

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin 

Pegawai

Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Disiplin Pegawai

1 Unit  30,000,000 1 Unit  28,000,000 93% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya

128,250,000.00 128,079,000.00 100% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

9 Orang 40,000,000.00 9 Orang 39,200,000.00 98% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

4 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan

40 Orang 36,999,755.00 40 Orang 36,700,680.00 99%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

40 Orang 14,989,964.00 40 Orang 14,885,750.00 99% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Terwujudnya Kelancaran administrasi 

kantor

100%  513,193,265 100%  499,361,071 97% 100.00

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

2 Paket 32,273,280.00 2 Paket 31,655,000.00 98% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

2 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

1 Paket 99,999,985.00 1 Paket 94,684,240.00 95% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

3 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 55,920,000.00 12 Laporan 49,200,000.00 88% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

tidak Mencapai Target

4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12 Laporan 325,000,000.00 12 Laporan 323,821,831.00 100% 100.00   Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target 

Tertib administrasi Pengadaan Barang 

Milik Daerah

100%  2,105,764,970 100%  2,061,071,814 98% 100.00

1 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan 

51 Unit 2,105,764,970.00 51 Unit 2,061,071,814.00 98% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Tertib administrasi Umum Perkantoran 100%  1,549,124,699 100%  1,222,518,503 79% 100.00

1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya 

air dan Listrik

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

12 Laporan 850,000,000.00 12 Laporan 557,707,203.00 66% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

dana internet yg sdh diputuskan 

2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

12 Laporan 699,124,699.00 12 Laporan 664,811,300.00 95% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Tertib administrasi Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah

100%  1,478,309,921 100%  1,147,590,142 78% 100.00

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajaknya

41 Unit 204,999,913.00 41 Unit 165,970,040.00 81% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

Hanya sebgian dana service kendaraan 

yg direalisasikan

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

6 Unit 535,000,008.00 6 Unit 305,520,102.00 57% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

Hanya sebgian dana service kendaraan 

yg direalisasikan

3 Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan 

prasarana pendukung gedung kantor atau 

bangunan lainnya

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi

6 Unit 738,310,000.00 6 Unit 676,100,000.00 92% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

Tidak semua dana service peralatan 

rumah tangga di service

persentase indikator SPM Bidang 

Kesehatan yang mencapai ˃90%

100% 122,977,363,066.00 100% 113,799,017,503.00 93% 100%

Meningkatnya fasilitas kesehatan yang 

sesuai SPM

100%  90,283,251,797 100%  84,353,638,331 93% 100.00

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 20 Unit 1,500,000,000.00 20 Sarana 1,497,418,000.00 100% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

(DINKES)

 80 Unit 15,227,098,701.00  80 Unit 13,729,561,770.00 90%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Kesehatan Dinas 

Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan barang Milik Daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah

Jumlah  Alat  Kesehatan/Alat  Penunjang  

Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 

Disediakan

2

2
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Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (HAM)

8,285,221,000.00 8,230,571,804.00 99%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (HAS)

301,500,000.00 273,000,000.00 91%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Pengembangan Rumah Sakit (HAS) 2,600,000,000.00 2,579,500,000.00 99% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Pengembangan Rumah Sakit (HAM) 1,198,500,000.00 1,198,000,000.00 100%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Operasional Pelayanan Rumah Sakit (HAS) 19,732,725,954.00 17,281,369,953.00 88%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Belum Mencapai Target

Realisasi tidak mencapai target karena:

1. adanya silpa jasa administrasi untuk 

TKK yg lulus P3K

2.  Silpa dari efisiensi belanja barang 

dan jasa dimana pembelian barang dan 

jasa mendapatkan harga  dibawah pagu 

anggaran.

3. silpa dari Kegiatan pemeliharaan, 

termasuk pemeliharaan yang tidak 

terlaksana karena tdk cukup pagu 

4. belanja alkes yg tidak terealisasi krn 

tidak cukup pagu
Operasional Pelayanan Rumah Sakit (HAM) 30,717,257,009.00 29,066,198,022.00 95%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

5 Pemeliharaan Rutin danBerkala Alat 

Kesehatan/AlatPenunjang Medik 

FasilitasPelayanan Kesehatan

59,914,000.00 56,180,000.00 94%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

6 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan 

Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan 

Minuman di Fasilitas Kesehatan

Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 1 Paket 10,630,898,133.00 1 Paket 10,413,674,002.00 98% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

7 Distribusi Alat Kesehatan,Obat, Bahan Habis 

Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, 

Makanan danMinuman ke FasilitasKesehatan

Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 1 Paket 30,137,000.00 1 Paket 28,164,780.00 93% 100.00  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Meningkatnya layanan kesehatan sesuai 

SPM

100%  30,856,989,298 100%  27,706,008,170 90% 100.00

1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

 11.571 

Orang 

99,999,910.00 10.083 

Orang

25,044,940.00 25% 87.00

2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 

Lahir

Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

10.220 

Orang

1,307,283,803.00 9.680 Orang 147,879,780.00 11% 97,6

3 Pengelolaan Pelayanan KesehatanIbu 

Bersalin

Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

11.044 

Orang

99,999,780.00 10.774 

Orang

59,949,780.00 60% 95.00

4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

28.306 

Orang

86,725,000.00 24.784 

Orang

79,725,000.00 92% 88.00

5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Pendidikan Dasar

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

67.205 

Orang

99,999,970.00 60.254 

Orang

85,049,970.00 85% 90.00

6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Produktif

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

80.000 

Orang

99,992,000.00 64.522 

Orang

92,242,000.00 92% 81.00

7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Lanjut

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

 42.680 

Orang 

99,999,810.00 40.934 

Orang

86,399,810.00 86% 96.00

8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 

Hipertensi

Jumlah Penderita Hipertensi yang 

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

 37.000 

Orang 

99,888,818.00 29.745 

Orang

97,582,534.00 98% 80.00

9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 

Diabetes Militus

Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang 

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

 17.000 

Orang 

874,050,750.00  12.764 

Orang

822,182,200.00 94% 75.00

10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan gangguan Jiwa berat

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Orang dengan Gangguan  Jiwa 

Berat Sesuai Standar

 17.000 

Orang 

99,952,250.00 1.045 Orang 78,459,750.00 78% 95.00

Kesehatan Dinas 

Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah  Alat  Kesehatan/Alat  Penunjang  

Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 

Disediakan

3

4

2

2
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11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

Terduga Tuberkulosis

Jumlah  Orang  Terduga  Menderita  

Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1.100 Orang 868,375,863.00 6.139 Orang 830,035,050.00 96% 68.00

12 Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Resiko Terinveksi HIV

Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang 

Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

16.645 

Orang

99,997,305.00 8.135 Orang 99,212,400.00 99% 49.00

13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

Jumlah  Dokumen  Hasil  Pengelolaan  

Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

12 Dokumen 677,132,520.00 12 Dokumen 655,266,730.00 97% 100.00

14 Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan 

olahraga

Jumlah  Dokumen  Hasil  Pengelolaan  

Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

12 Dokumen 49,998,900.00 12 Dokumen 32,232,900.00 64% 100.00

15 Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Jumlah  Dokumen  Hasil  Pengelolaan  

Pelayanan Kesehatan Lingkungan

12 Dokumen 532,444,512.00 12 Dokumen 526,555,320.00 99% 100.00

16 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 394,213,564.00  379,910,160.00 96% 100.00

17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan 

Tradisional Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, 

Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

12 Dokumen 90,459,999.00 12 Dokumen 80,658,518.00 89% 100.00

18 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12 Dokumen 74,600,000.00 12 Dokumen 74,600,000.00 100% 100.00

19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan 

NAPZA

Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Orang 131,139,840.00 Orang 121,627,740.00 93% 100.00

20 Penyedian Layanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

Jumlah  Dokumen  Hasil  Pelayanan  

Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular

12 Dokumen 1,229,310,485.00 12 Dokumen 763,747,977.00 62% 100.00

21 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah  Dokumen  Hasil  Pengelolaan  

Jaminan Kesehatan Masyarakat

12 Dokumen 16,467,348,325.00 12 Dokumen 16,039,424,881.00 97% 100.00

22 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen 

Penyakit Potensial KLB ke 

LaboratoriumRujukan/Nasional

 3,000,000.00  0.00 0% 100.00

23 Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota Sehat

12 Dokumen 89,999,910.00 12 Dokumen 86,803,070.00 96% 100.00

Operasional PelayananFasilitas Kesehatan 

Lainnya (Dinkes)

100% 15,510,000.00   10,960,000.00 71% 100.00

Operasional PelayananFasilitas Kesehatan 

Lainnya (Labkesda)

6,554,519,999.00  5,880,805,333.00 90% 100.00

25 Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan 

(KejadianIkutan Pasca Imunisasi 

danPemberian Obat Massal)

 9,000,000.00  9,000,000.00 100% 100.00

26 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon 

Wabah

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan

Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

128,809,831.00  126,886,419.00 99% 100.00

27 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Tuberkulosis

 89,991,206.00  88,880,100.00 99%

28 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan HIV (ODHIV)

 49,999,846.00   46,729,600.00 93%

29 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria  86,702,822.00  32,395,378.00 37%

30 Pengelolaan upayak kesehatan Ibu dan Anak  246,542,280.00  245,760,830.00 100%

Terlaksananya kegiatan pengelolaan 

sistem informasi kesehatan

100%  121,099,936 100%  112,778,823 93% 100.00

1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan   Sistem 

Informasi Kesehatan

 1 Dokumen 121,099,936.00  1 Dokumen 112,778,823.00 93% 100.00

Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit 

Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

100%  1,716,022,035 100%  1,626,592,179 95% 100.00

1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit 

Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Lainnya

 64,629,680.00 58,239,680.00 90% 100.00

2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola   

Sesuai Standar

14 Sarana 151,444,867.00 14 Sarana 129,302,540.00 85% 100.00

Kesehatan Dinas 

Kesehatan

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan 

secara Terintegrasi

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

24 Terlaksananya Operasional PMI Kota Jambi

2
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3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan 

Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) 

Pelayanan kesehatan

80 Sarana 267,159,123.00 80 Sarana 251,258,190.00 94%

4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah  Dokumen  Hasil  Penyiapan  

Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan

12 Dokumen 1,232,788,365.00 12 Dokumen 1,187,791,769.00 96% 100.00

persentase peningkatan kompetensi 

sumberdaya manusia kesehatan yang 

sesuai standar

100% 1,052,787,238.00 100% 886,436,350.00 84% 100%

Terlaksananya pengelolaan sistem 

informasi sumber daya manusia kesehatan

Terlaksananya pertemuan Rencana 

Kebutuhan

100%  194,399,829 100%  144,241,050 74% 100.00

1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan 

Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

1 Dokumen 74,999,829.00 1 Dokumen 58,291,050.00 78% 100.00

2 Pembinaan dan PengawasanSumber Daya 

ManusiaKesehatan

Jumlah dokumen pembinaan dan 

penghawasan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan sesuai Standar

12 Dokumen 119,400,000.00 12 Dokumen 85,950,000.00 72% 100.00

Terlaksananya pelatihan UKOM dan Uji 

Kompetensi

100%  858,387,409 100%  742,195,300 86% 100.00

1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya  Manusia  Kesehatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang 

Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya

90 Orang 858,387,409.00 90 Orang 742,195,300.00 86% 100.00

662,066,672.00 423,824,960.00 64%

Terlaksananya pengendalian dan 

pengawasan serta tindak lanjut 

pengawasan perizinan Apotek,Toko 

obat,Toko alkes,Optikal dan IMOT

100%                128,729,879 100%                  96,694,570 75% 100.00

1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko 

Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, 

Usaha Mikro Obat Tradisional  UMOT 

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 

Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan dan Optikal, Usaha   Mikro Obat 

Tradisional (UMOT)

12 Dokumen 128,729,879.00 12 Dokumen 96,694,570.00 75% 100.00

Terlaksananya pembinaan dan 

pengawasan PKRT kelas I tertentu PRT

100%  34,999,824 100%  34,114,300 97% 100.00

1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat 

Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 

1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Jumlah Dokumen Pengendalian dan 

Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 

Tertentu dan PKRT   Kelas 1 Tertentu 

Perusahaan Rumah

Tangga

5 Dokumen 34,999,824.00 5 Dokumen 34,114,300.00 97% 100.00

Terlaksananya pengendalian dan 

pengawasan serta tindak lanjut 

pengawasan Sertifikat produksi pangan 

Rumah Tangga (SPPIRT) dan nomor PIRT 

sebagai izin produksi produk makanan dan 

minuman tertentu yang dapat diproduksi 

oleh Rumah tangga

100%                265,886,876                192,340,000 72% 100.00

1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak 

Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi 

Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor 

PIRT Sebagai Izin Produksi untuk produk 

makanan dan minuman 

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 

Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 

Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan Minuman 

Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri 

Rumah Tangga

12 Dokumen 265,886,876.00 12 Dokumen 192,340,000.00 72% 100.00

Kesehatan Dinas 

Kesehatan

Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana 

Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan 

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT)

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin 

Produksi Untuk Produk Makanan dan Minuman 

tertentu yang dapat di produksi oleh industri 

rumah Tangga

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT 

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA KESEHATAN

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan 

UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

2
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TerlaksananyaPenerbitan Sertifikat Laik 

Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan 

Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, 

Rumah Makan/Restoran dan Depot Air 

Minum (DAM)

                   4,999,700                    3,600,000 72% 100.00

1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak 

Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik 

Hegiene Sanitasi Tempat Pengelola Makanan 

(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan / 

Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 

Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Penerbitan Sertifikat Laik  Higiene  Sanitasi 

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara 

lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan 

Depot Air Minum (DAM)

12 Dokumen 4,999,700.00 12 Dokumen 3,600,000.00 72% 100.00

TerlaksananyaPenerbitan Sertifikat Laik 

Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan 

Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, 

Rumah Makan/Restoran dan Depot Air 

Minum (DAM)

100%  5,999,943 100%  4,500,000 75% 100.00

1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak 

Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Pada 

Makanan Jajanan dan Sentra Makanan 

Jajanan

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 

Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan 

Stiker  Pembinaan  pada  Makanan  Jajanan  

dan Sentra Makanan Jajanan

12 Dokumen 5,999,943.00 12 Dokumen 4,500,000.00 75% 100.00

Terlaksananya pemeriksaan post market 

penerbitan pada produk makanan minuman 

beredar dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan

100%                221,450,450 100%                  92,576,090 42% 100.00

1 Pemeriksaan Post Market pada Produk 

Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga 

yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan

Jumlah Produk dan Sarana Produksi 

Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga 

Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post 

Market dalam rangka Tindak Lanjut 

Pengawasan

3 PRODUK 221,450,450.00 3 PRODUK 92,576,090.00 42% 100.00

82,840,944,400.00 65,638,584,531.37 79%

 39,250,000  34,500,000 88% 100.00

1 Peningkatan Upaya PromosiKesehatan, 

Advokasi,Kemitraan danPemberdayaan 

Masyarakat

 39,250,000.00  34,500,000.00 88% 100.00

Terlaksananya Pelaksanaan Sehat promotif 

dan preventif

 309,000,000  260,223,460 84% 100.00

2 Penyelenggaraan promosi kesehatan dan 

gerakan hidup bersih dan sehat

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan

Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup  

Bersih dan Sehat

12 Dokumen 309,000,000.00 12 Dokumen 260,223,460.00 84% 100.00

Terlaksananya pengembangan UKBM 100% 82,492,694,400.00 100% 65,343,861,071.37 79%

1 Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat(UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan 

Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM)

12 Dokumen 137,170,000.00 12 Dokumen 132,600,000.00 97%

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 69,641,360,400.00 56,500,253,299.37 81%

RSUD. H. ABDUL MANAP 40,000,000,000.00 31,245,154,430.92 78%

PUSKESMAS PUTRI AYU 2,970,000,000.00 2,304,282,845.00 78%

PUSKESMAS AUR DURI 1,200,000,000.00 1,067,048,909.00 89%

PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN 2,116,954,800.00 1,743,585,423.00 82%

PUSKESMAS TANJUNG PINANG 1,839,600,000.00 1,355,617,191.00 74%

PUSKESMAS TALANG BANJAR 850,000,000.00 801,957,314.00 94%

PUSKESMAS PAYO SELINCAH 1,400,000,000.00 1,148,031,644.00 82%

PUSKESMAS PAKUAN BARU 2,402,000,000.00 2,131,741,846.00 89%

PUSKESMAS TALANG BAKUNG 1,929,375,000.00 1,377,854,813.00 71%

PUSKESMAS KEBUN KOPI 908,000,000.00 863,711,254.00 95%

PUSKESMAS PAAL MERAH I 974,400,000.00 808,669,155.00 83%

PUSKESMAS PAAL MERAH II 850,000,000.00 690,766,329.00 81%

PUSKESMAS OLAK KEMANG 1,150,000,000.00 1,034,554,584.00 90%

PUSKESMAS TAHTUL YAMAN 920,000,000.00 882,870,770.00 96%

2

Kesehatan Dinas 

Kesehatan

Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan 

Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Advokasi, Pemberdayaan,Kemitraan, 

Pelaksanaan Sehat dalam Rangka 

Promotif,Preventif Tingkat 

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan 

Produk Makanan Minuman Industri Rumah 

Tangga 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 

Tempat Pengelolaan Makanan  TPM antara lain 

Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air 

Minum  DAM 

2
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PUSKESMAS KONI 750,000,000.00 692,381,297.00 92%

PUSKESMAS PAAL V 1,315,000,000.00 1,274,001,962.45 97%

PUSKESMAS PAAL X 1,197,000,000.00 1,122,832,832.00 94%

PUSKESMAS KENALI BESAR 2,187,500,000.00 1,892,489,662.00 87%

PUSKESMAS RAWASARI 1,881,530,600.00 1,737,778,828.00 92%

PUSKESMAS SIMPANG KAWAT 1,400,000,000.00 1,111,858,740.00 79%

PUSKESMAS KEBUN HANDIL 1,400,000,000.00 1,213,063,470.00 87%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

Karena Puskesmas Membuat Pagu 

Anggaran Telalu Tinggi dan Adanya 

Kesalahan dalam Penetapan Belanja 

Modal.

Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) 12,714,164,000.00 8,711,007,772.00 69%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Belum Mencapai Target

PUSKESMAS PUTRI AYU 706,374,000.00 565,333,641.00 80%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

PUSKESMAS AUR DURI 714,341,000.00 403,822,009.00 57%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

1) Masih banyak kegiatan yg tidak 

terlaksana karena keterbatasan waktu 

serta sarana dan prasarana. 2) 

Pemberian PMT lokal yg dimulai 

terlambat sedang PAGU PMT sangat  

Besar
PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN 561,649,000.00 332,686,324.00 59%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

PUSKESMAS TANJUNG PINANG 738,606,000.00 521,576,909.00 71%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

PUSKESMAS TALANG BANJAR 531,384,000.00 411,487,993.00 77%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

PUSKESMAS PAYO SELINCAH 576,181,000.00 480,090,500.00 83%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

PUSKESMAS PAKUAN BARU 566,746,000.00 312,120,150.00 55%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

PUSKESMAS TALANG BAKUNG 756,272,000.00 544,766,173.00 72%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

PUSKESMAS KEBUN KOPI 700,929,000.00 357,911,777.00 51%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

1.  Proses Aktivasi ulang BNI / 

maintenance ke cabang BNI lama di 

proses karena Menunggu SK KPA dan 

Bendahara sementara Puskesmas 

Mengajukan Maintenance dari  tanggal 

31 Januari 2024                                                                                                                                                                                                                               

2.  Proses Pencairan dana Salur Tahap I 

Baru bisa di lakukan pada bulan Juni                                                                                                                                                                                                                           

3.  Kegiatan PMT Bumil KEK tidak 

sepenuhnya terealisasi Karena Ibu 

Hamil butuh waktu 120 Hari pemberian 

MT                                                                                                                                                           

4.  Kegiatan PMT Balita Gizi Kurang  

tidak Sepenuhnya terealisasi karena 

sasaran Balita  yang membutuhkan PMT 

( Gizi Kurang , Stunting , Gizi Buruk ) di 

wilayah kerja Puskesmas Paal Merah I  

Sangat Rendah                                                                                                                                                                          

2

3

Kesehatan Dinas 

Kesehatan

2
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PUSKESMAS PAAL MERAH 1 523,735,000.00 406,340,027.00 78%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

1. Proses aktivasi ulang BNI / 

maintenance ke cabang BNI lama  

diproses, adanya keterlambatan SK KPA 

dan Bendahara, sehingga pencairan 

baru bisa dilakukan pada bulan Juni.

2. Proses layak salur dari pusat baru 

terealisasi pada bulan Mei 2024.

3. Kegiatan PMT lokal tidak sepenuhnya 

terealisasi karena waktu realisasi diakhir 

tahun, sedangkan ibu hamil butuh waktu 

120 hari pemberian PMT.

PUSKESMAS PAAL MERAH 2 559,446,000.00 331,175,291.00 59%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

PUSKESMAS OLAK KEMANG 704,533,000.00 553,783,414.00 79%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

PUSKESMAS TAHTUL YAMAN 465,504,000.00 326,634,195.00 70%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

PUSKESMAS KONI 502,583,000.00 377,319,098.00 75%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

PUSKESMAS PAAL V 749,737,000.00 481,737,204.00 64%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

1. Proses aktivasi ulang BNI / 

maintenance ke cabang BNI tdk 

diproses, baru diproses bulan Juni, 

sementara Puskesmas mengajukan 

maintenance tanggal 31 Januari 2024

2. Pencairan baru bisa dilakukan pada 

bulan Juni dikarenakan aktivasi Ulang 

BNI yg terlalu lama

3. Fokus pada kegiatan PIN Polio 

sehingga kegiatan lain tertunda, capaian 

yang kecill membuat kegiatan diulang - 

ulang

4. Kegiatan PMT lokal tidak sepenuhnya 

terealisasi karena waktu realisasi diakhir 

tahun, sedangkan ibu hamil butuh waktu 

120 hari pemberian PMT.

PUSKESMAS PAAL X 760,981,000.00 413,020,826.00 54%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

1. Masih banyak kegiatan yg tidak 

terlaksana karena keterbatasan  waktu 

serta sarana dan prasarana.                                                                   

2. Pemberian PMT lokal yg dimulai 

terlambat sedang PAGU PMT sangat  

Besar
PUSKESMAS KENALI BESAR 763,766,000.00 474,333,598.00 62%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

PUSKESMAS RAWASARI 711,575,000.00 623,744,000.00 88%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

PUSKESMAS SIMPANG KAWAT 559,424,000.00 428,709,855.00 77%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tidak Mencapai Target

1. Masih banyak kegiatan yg tidak 

terlaksana karena keterbatasan  waktu 

serta sarana dan prasarana.                                                                    

2. Pemberian PMT lokal yg dimulai 

terlambat sedang PAGU PMT sangat  

Besar
PUSKESMAS KEBUN HANDIL 560,398,000.00 364,414,788.00 65%  Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

1. Pencairan baru bisa dilakukan pada 

bulan Juni dikarenakan aktivasi Ulang 

BNI yg terlalu lama  

2. Dana Salur Tahap I  pada bulan Mei

3. Pemberian PMT lokal yg dimulai 

terlambat sedang PAGU PMT sangat  

Besar

3

Kesehatan Dinas 

Kesehatan

2
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        345,665,611,137         312,407,426,383 90%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

83.00%  Rp    16,401,132,223 78%  Rp    15,589,523,477 95.44 100.00

Persentase Dokumen perencanaan dan 

pelaporan capaian program disusun tepat 

waktu

100%  Rp         182,082,760 100%  Rp         180,407,250 99% 100.00

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

5 Dokumen  Rp         105,447,893  5 Dokumen  Rp         104,064,000 99% 100.00

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Laporan  Rp           76,634,867  2 Laporan  Rp           76,343,250 100% 100.00

Persentase Tertib Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

100%  Rp    11,307,096,307 100%  Rp    10,759,455,611 95% 100.00

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

90 orang/ 

bulan

 Rp      9,083,830,956  90 orang/ 

bulan 

 Rp      8,688,763,131 96% 100.00

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1 Dokumen  Rp      2,134,468,651  1 Dokumen  Rp      1,992,594,480 93% 100.00

3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1 Dokumen  Rp           88,796,700  1 Dokumen  Rp           78,098,000 88% 100.00

Persentase Tersedianya Administrasi 

Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

100%  Rp           35,351,140 100%  Rp           27,989,000 79% 100.00

1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

1 Laporan  Rp           35,351,140  1 Laporan  Rp           27,989,000 79% 100.00

Persentase pelayanan pemenuhan 

administrasi kepegawaian Perangkat 

Daerah

100%  Rp         409,750,000 100%  Rp         389,768,475 95% 100.00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

2 Paket  Rp         184,750,000  2 Paket  Rp         180,290,000 98% 100.00

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

26 Orang  Rp         225,000,000  30 Orang  Rp         209,478,475 93% 100.00

Persentase Tertib Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

100%  Rp         442,155,342  Rp            1  Rp         422,781,872 96% 100.00

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1 Paket  Rp           15,926,690  1 Paket  Rp           15,785,600 99% 100.00

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

2 Paket  Rp         140,068,652  2 Paket  Rp         121,625,210 87% 100.00

3 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 29 Laporan  Rp           26,160,000  29 Laporan  Rp           26,022,500 99% 100.00

4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

40 Laporan  Rp         260,000,000  40 Laporan  Rp         259,348,562 100% 100.00

Persentase Tersedianya Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

100%  Rp      1,497,957,673 98%  Rp      1,455,494,500 97% 100.00

2 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 147 Unit  Rp         421,782,408  147 Unit  Rp         415,882,000 99% 100.00

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

73 Unit  Rp      1,076,175,265  70 Unit  Rp      1,039,612,500 97% 100.00

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100%  Rp         529,800,000 100%  Rp         437,554,330 83% 100.00

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

1 Laporan  Rp         529,800,000  1 Laporan  Rp         437,554,330 83% 100.00

Persentase Tingkat ketersediaan layanan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

100%  Rp      1,996,939,001 100%  Rp      1,916,072,439 96% 100.00

JUMLAH

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dinas 

Pekerjaan 

Umum Dan 

Penataan 

Ruang

Pekerjaan 

Umum Dan 

Penataan Ruang

3

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah
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1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajaknya

45 Unit  Rp         651,750,000  45 Unit  Rp         583,464,339 90% 100.00

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

12 Unit  Rp           71,789,000  12 Unit  Rp           61,183,000 85% 100.00

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

6 Unit  Rp      1,273,400,001  6 Unit  Rp      1,271,425,100 100% 100.00

Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air 

(SDA)

71.71%  Rp    32,030,074,568 71%  Rp    31,607,208,360 99% 99.10

Persentase Peningkatan pengelolaan SDA 16.09%  Rp    31,330,074,568 16.09%  Rp    30,908,112,860 99% 98.85

1 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 2,37 KM  Rp    14,904,471,205  4,24 Km  Rp    14,722,565,503 99% 97.46

2 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang 

Dibangun

 0,27 KM  Rp      1,800,000,000  0,284 KM  Rp      1,787,630,000 99% 100.00

3 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 6,33 KM  Rp      8,275,000,003  2,02 KM  Rp      8,228,786,000 99% 100.00

4 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang 

Direhabilitasi

0,34 KM  Rp         900,000,001  0,117 KM  Rp         891,035,000 99% 100.00

5 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang 

Dinormalisasi/Direstorasi

0 KM  Rp                            -  Rp             -  Rp                            - #DIV/0! 100.00

6 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan 

Tebing Sungai

Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang 

Dipelihara

73 KM  Rp      2,450,603,359  116,11 KM  Rp      2,424,190,357 99%

7 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup untuk Konstruksi 

Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman 

Pantai

Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi 

Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman 

Pantai yang Disusun

1 Dokumen  Rp      3,000,000,000  1 Dokumen  Rp      2,853,906,000 95% 95.62

Persentase Peningkatan pengelolaan SDA 16.09%  Rp         700,000,000 16.09%  Rp         699,095,500 100% 99.36

1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Rawa

Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang 

Dioperasikan dan Dipelihara

4,5 KM  Rp         700,000,000  4,502 KM  Rp         699,095,500 100% 98.72

Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum 80.27%  Rp      5,198,079,999 82.84%  Rp      4,964,313,164 96% 100.00

Persentase peningkatan pengelolaan dan 

pengembangan SPAM di Kawasan 

perkotaan 

4.88%  Rp      5,198,079,999 4.88%  Rp      4,964,313,164 96% 100.00

1 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) Jaringan Perpipaan

Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani 

oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) Jaringan Perpipaan

70 SR  Rp      5,198,079,999  70 SR  Rp      4,964,313,164 96% 100.00

Persentase Pelayanan persampahan 

perkotaan

22.50%  Rp         947,596,961 22.50%  Rp         927,017,625 98% 99.00

Persentase Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Persampahan

0.13%  Rp         947,596,961 0.13%  Rp         927,017,625 98% 99.00

1 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang 

dioptimalisas

1 Unit  Rp         947,596,961  1 Unit  Rp         927,017,625 98% 98.00

Rasio Cakupan Pengelolaan dan 

Pengembahan Sistem Air Limbah

6.37%  Rp    11,101,319,017 6.08%  Rp      9,951,287,127 90% 92.29

Persentase peningkatan saluran air limbah 

yang terbangun

0.36%  Rp    11,101,319,017 0.29%  Rp      9,951,287,127 90% 92.29

1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan 

Dipelihara

 1 unit  Rp      2,740,852,025   1 unit  Rp      2,421,363,930 88% 84.61

2 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air 

Limbah Domestik (SPALD) Setempat

Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet 

dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar

553 Rumah 

Tangga

 Rp      8,360,466,992  501 Rumah 

Tangga 

 Rp      7,529,923,197 90% 99.96

Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam 

Kondisi Baik

58.02%  Rp      2,292,353,712 61.00%  Rp      2,282,886,471 100% 99.52

Persentase peningkatan Sistem Jaringan 

Drainase dalam Kondisi Baik

1.63%  Rp      2,292,353,712 1.63%  Rp      2,282,886,471 100% 99.52

1 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang 

Dibangun

900 M  Rp      1,792,353,712  1073,62 M  Rp      1,783,563,415 100% 100.00

2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 

Lingkungan

Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang 

Beroperasi dan Terpelihara

300 Meter  Rp         500,000,000  445 Meter  Rp         499,323,056 100% 99.03

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 

Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan 

Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 

yang Terhubung Langsung dengan Sungai

Dinas 

Pekerjaan 

Umum Dan 

Penataan 

Ruang

Pekerjaan 

Umum Dan 

Penataan Ruang

3

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN 

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

(SDA)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 

Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang 

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman 

Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) 
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Rasio Bangunan Gedung Pemerintah 

dalam Kondisi Baik

77.14%  Rp  106,169,377,939 77.58%  Rp  103,474,873,834 97% 93.53

Persentase Peningkatan Gedung 

Pemerintah dalam Kondisi Baik

0.75%  Rp  106,169,377,939 0.75%  Rp  103,474,873,834 97% 93.53

1 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang 

Diubahsuaikan

16 

Bangunan 

Gedung

 Rp  104,877,584,362  16 

Bangunan 

Gedung 

 Rp  102,247,138,540 97% 85.71

2 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan 

Berkala Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, 

Dirawat, dan Diperiksa Berkala

10 

Bangunan 

Gedung

 Rp         525,000,000  12 

Bangunan 

Gedung 

 Rp         522,895,914 100% 90.68

3 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan 

Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik 

Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan 

Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis 

Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim 

Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), 

Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung 

melalui SIMBG

Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung 

(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran 

Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli 

(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan 

Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

500 

Dokumen

 Rp         766,793,577  520 

Dokumen 

 Rp         704,839,380 92% 97.71

Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam 

Kondisi Baik

35.25%  Rp    25,886,184,170 37.74%  Rp    25,825,467,898 100% 100.00

Persentase Penataan Bangunan dan 

Lingkungan kondisi baik

0.50%  Rp    25,886,184,170 0.50%  Rp    25,825,467,898 100% 100.00

1 Penataan Bangunan dan Lingkungan 

Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, 

Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan 

Kawasan Strategis Lainnya

Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan 

Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan 

Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan 

Strategis Lainnya yang Ditata

2 Kawasan  Rp    25,886,184,170  2 Kawasan  Rp    25,825,467,898 100% 100.00

Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi 

Mantap

90.00%  Rp  102,995,417,747 90.28%  Rp  101,917,411,007 99% 99.21

Persentase Peningkatan Panjang jalan 

status kota dalam kondisi mantab

1.80%  Rp  102,995,417,747 1.80%  Rp  101,917,411,007 99% 99.21

1 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 7 Dokumen  Rp      2,507,500,000  7 Dokumen  Rp      2,476,700,000 99% 100.00

2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan 

serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan 

Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan 

Jalan serta Perencanaan Teknis 

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang 

Disusun

9 Dokumen  Rp      1,015,000,000  9 Dokumen  Rp         998,335,000 98% 100.00

3 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey 

Kondisinya

510 Km  Rp         307,500,000  510 Km  Rp         297,900,000 97% 100.00

4 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 4,57 Km  Rp    19,541,742,817  5,958 Km  Rp    19,172,373,470 98% 97.19

5 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 49 Km  Rp    62,625,617,052  26,536 Km  Rp    62,250,823,200 99% 100.00

6 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 3,39 Km  Rp    11,865,000,002  7,283 Km  Rp    11,758,017,000 99% 99.96

7 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 1,2 Km  Rp      2,858,057,876  1,622 Km  Rp      2,719,915,337 95% 100.00

8 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 1 Jembatan  Rp      2,067,500,000  1 Jembatan  Rp      2,041,848,000 99%

9 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara 

Rutin

5 Jembatan  Rp         207,500,000  6 Jembatan  Rp         201,499,000 97% 96.49

Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-

PU an

51.06%  Rp      1,475,047,010 39.84%  Rp      1,419,365,268 96% 100.00

Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang 

Terlatih dan Bersifikat

56%  Rp         921,545,381 37.48%  Rp         896,048,095 97% 100.00

1 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi 

Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau 

Analis

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi 

Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 

yang Difasilitasi Sertifikasi

240 Orang  Rp         446,892,432  240 orang  Rp         438,256,800 98% 100.00

2 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga 

Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator 

dan Teknisi atau Analis

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi 

Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 

yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya

1 Dokumen  Rp           43,589,274  1 Dokumen  Rp           35,027,895 80% 100.00

3 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi 

Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi 

Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang 

Dilatih

200 Orang  Rp         431,063,675  125 Orang  Rp         422,763,400 98% 100.00

Persentase Layanan  Infromasi Jasa 

Konstruksi 

32.45%  Rp         389,514,217 32.46%  Rp         378,266,323 97% 100.00

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil 

Konstruksi

Dinas 

Pekerjaan 

Umum Dan 

Penataan 

Ruang

Pekerjaan 

Umum Dan 

Penataan Ruang

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan 

Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah 

Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 

3

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 

LINGKUNGANNYA

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 

KONSTRUKSI

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 
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INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

1 Penyediaan Data dan Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang 

Disediakan

1 Dokumen  Rp           18,519,769  1 Dokumen  Rp           17,042,880 92% 100.00

2 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa 

Konstruksi

Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi 

yang Dioperasikan

2 Layanan 

Informasi

 Rp         370,994,448  2 Layanan 

Informasi 

 Rp         361,223,443 97% 100.00

Persentase Kepatuhan Badan Usaha Jasa 

Konstruksi

66.67%  Rp           57,145,196 66.67%  Rp           51,158,560 90% 100.00

1 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di 

Kabupaten/Kot

Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah 

terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di 

Kabupaten/Kota yang Disusun

1 Dokumen  Rp           57,145,196  1 Dokumen  Rp           51,158,560 90% 100.00

Persentase Tertib Penyelenggaraan dan 

Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi  Ke- 

PU an 

8%  Rp         106,842,216 8%  Rp           93,892,290 88% 100.00

1 Pengawasan dan Evaluasi Tertib 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

Kabupaten/Kota

Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi 

Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi 

Tertib Penyelenggaraan

1 Paket 

Pekerjaan

 Rp           25,592,648  1 Paket 

Pekerjaan 

 Rp           15,096,000 59% 100.00

2 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan 

Produk Jasa Konstruksi

Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina 

Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan 

Tertib Pemanfaatan Produk

50 Lembaga  Rp           81,249,568  50 Lembaga  Rp           78,796,290 97% 100.00

Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang 86.00%  Rp      1,027,923,486 80%  Rp         938,418,555 91% 100.00

Persentase ketersediaan dokumen tata 

ruang Kota Jambi untuk pengendalian 

perizinan dan investasi

95.00%  Rp         204,036,263 85%  Rp         180,048,649 88% 100.00

1 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen  Rp           38,062,960  1 dokumen  Rp           37,297,800 98% 100.00

2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR 

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen administrasi persetujuan 

substansi RDTR Kabupaten/Kota

1 Dokumen  Rp         130,000,000  -  Rp         122,585,549 94% 100.00

3 Penetapan Kebijakan dalam rangka 

Pelaksanaan Penataan Ruang

Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada 

selain RTRW Kabupaten/Kota

1 Dokumen  Rp             4,777,445  1 Dokumen  Rp             4,378,300 92% 100.00

4 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 

dan pedoman Bidang Penataan ruang

Jumlah pemangku kepentingan yang 

mengikuti kegiatan sosialisasi

100 Orang  Rp           31,195,858  100 orang  Rp           15,787,000 51% 100.00

Persentase ketersediaan draft dokumen 

tata ruang

100.00%  Rp           25,971,610 100.00%  Rp             7,384,000 28% 100.00

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan 

RRTR Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

1 Dokumen  Rp                            -  1 Dokumen  Rp                            - 100.00

2 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR 

Kabupaten/Kota

1 Dokumen  Rp           12,971,610  1 Dokumen  Rp             7,384,000 57% 100.00

3 Peningkatan kompetensi SDM bidang 

penataan ruang

Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan 

dan pelatihan

5 Orang  Rp           13,000,000  2 Orang  Rp                            - 0% 100.00

Persentase kesesuaian rencana 

pembangunan untuk investasi dengan 

rencana tata ruang Kota Jambi

88.00%  Rp         264,992,480 85.00%  Rp         232,085,956 88% 97%

1 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai 

dengan ketentuan waktu yang berlaku

50 Layanan  Rp         221,127,200  239 layanan/ 

berkas 

 Rp         208,796,556 94% 478%

2 Sistem informasi dan komunikasi penataan 

ruang

Jumlah sistem informasi dan komunikasi 

penataan ruang

1 Dokumen  Rp           43,865,280  1 dokumen  Rp           23,289,400 53% 100.00

persentase kegiatan pemanfaatan ruang 

sesuai dengan tata ruang Kota Jambi

77.00%  Rp         532,923,133 75.00%  Rp         518,899,950 97% 97%

1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan 

Penataan Ruang

1 Dokumen  Rp         101,350,000  1 Dokumen  Rp           96,880,800 96% 100.00

2 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan 

mandiri pelaku UMK

Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian 

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang

12 Dokumen  Rp         303,123,133  12 Dokumen  Rp         298,575,050 98% 100.00

3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum 

Penataan Ruang

Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Forum Penataan Ruang

3 Laporan  Rp                            -  3 Laporan  Rp                            - 100.00

4 Penilaian Perwujudan RTR Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil 

Penilaian Perwujudan RTR

1 Dokumen  Rp         128,450,000  1 Dokumen  Rp         123,444,100 96% 100.00

 Rp  305,524,506,832  Rp  298,897,772,786 98% 98.55JUMLAH

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa 

Konstruksi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN 

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 

Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Dinas 

Pekerjaan 

Umum Dan 

Penataan 

Ruang

Pekerjaan 

Umum Dan 

Penataan Ruang

3

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata 

Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional 

(Non Kecil dan Kecil)
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 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

BB             6,327,231,970 BB             5,131,544,991 81.10% 98.83%

Peningkatan Nilai AKIP 76                  84,050,170 74.6                  75,565,130 89.90% 92.23%

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan perangkat 

daerah

7 dokumen                  61,452,350 7                  56,397,050 91.77% 100.00%

2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

1 Laporan                  22,597,820 1                  19,168,080 84.82% 100.00% Efisiensi Anggaran karena hasil 

negoisasi PPBJ dalam 

pengadaan barang/jasa secara 

epurchasing, Ada silpa gaji 1 

orang TKK karena resign

Tertib administrasi keuangan 100%             4,725,051,132 100%             3,808,965,735 80.61% 100.00%

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

40 Orang             4,486,319,122 33             3,598,366,635 80.21% 100.00% Efisiensi Anggaran

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1 Dokumen                197,544,000 1                176,561,400 89.38% 100.00% Efisiensi Anggaran karena hasil 

negoisasi PPBJ dalam 

pengadaan barang/jasa secara 

epurchasing

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 

KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

12 Laporan                  41,188,010 12                  34,037,700 82.64% 100.00% Efisiensi Anggaran karena hasil 

negoisasi PPBJ dalam 

pengadaan barang/jasa secara 

epurchasing

Persentase Peningkatan Indeks 

Profesionalitas ASN Perangkat Daerah

100%                  97,437,500 100%                  67,750,000 69.53% 100.00%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

75 Paket                  62,437,500 75                  56,250,000 90.09% 100.00%

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

7 Orang                  35,000,000 32                  11,500,000 32.86% 100.00% Efisiensi Anggaran, Banyak 

pegawai yang mengikuti 

Bimbingan Teknis melalui Zoom 

dan tanpa kontribusi.

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100%                503,447,014 100%                452,339,297 89.85% 100.00%

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1 Paket                    9,339,540 1                    8,402,300 89.96% 100.00% Efisiensi Anggaran karena hasil 

negoisasi PPBJ dalam 

pengadaan barang/jasa secara 

epurchasing

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

1 Paket                166,891,911 1                142,954,555 85.66% 100.00% Efisiensi Anggaran karena hasil 

negoisasi PPBJ dalam 

pengadaan barang/jasa secara 

epurchasing

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

1 Paket                  69,149,313 1                  67,730,500 97.95% 100.00%

4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan                  17,599,050 5                    8,659,000 49.20% 100.00% Efisiensi Anggaran dan untuk 

Pemeliharaan AC hanya 

dilakukan Cuci AC yang hanya 

menghabiskan dana sebesar 

Rp.150.000,00/unit dari 

Anggaran sebesar 

Rp.677.100,00/unit AC.
5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

30 Laporan                240,467,200 30                224,592,942 93.40% 100.00%

Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah 100%                371,247,554 100%                368,380,000 99.23% 87.04%

1 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 35 Unit                  77,114,475 35                  75,780,000 98.27% 100.00%

2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

21 unit                294,133,079 21                292,600,000 99.48% 100.00%

Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100%                143,500,000 100%                  84,557,529 58.93% 100.00% Efisiensi Anggaran dan 

Penurunan Tagihan Listrik dan 

Air dikarenakan sebagian 

pegawai berkantor di Dinas 

Dukcapil (Bangunan Gedung 

Kantor DPRKP sedang 

dibangun ulang)

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Dinas 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kota Jambi

Urusan 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

4

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Menyurat 4 Laporan                    2,500,000 4                    2,500,000 100.00% 100.00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

12 Laporan                141,000,000 12                  82,057,529 58.20% 100.00% Efisiensi Anggaran dan 

Penurunan Tagihan Listrik dan 

Air dikarenakan sebagian 

pegawai berkantor di Dinas 

Dukcapil (Bangunan Gedung 

Kantor DPRKP sedang 

dibangun ulang)

Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100%                402,498,600 100%                273,987,300 68.07% 100.00% Efisiensi Anggaran dan untuk 

Pemeliharaan AC hanya 

dilakukan Cuci AC yang hanya 

menghabiskan dana sebesar 

Rp.150.000,00/unit dari 

Anggaran sebesar 

Rp.677.100,00/unit AC.

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

29 unit                291,204,800 29                224,261,500 77.01% 100.00% Efisiensi Anggaran

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

97 Unit                111,293,800 45                  49,725,800 44.68% 100.00% Efisiensi Anggaran dan untuk 

Pemeliharaan AC hanya 

dilakukan Cuci AC yang hanya 

menghabiskan dana sebesar 

Rp.150.000,00/unit dari 

Anggaran sebesar 

Rp.677.100,00/unit AC.

Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR 79.67%                577,503,881 82.65%                527,409,901 91.33% 80.85%

Tersedianya Data Penyediaan dan 

Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

100.00%                100,000,000 0.00%                  99,456,000 99.46% 0.00%

1 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana 

Kejadian Sebelumnya yang Tertangani

Jumlah Dokumen Data Rumah Korban 

Bencana Kabupaten/Kota Kejadian 

Sebelumnya yang Belum Tertangani

1 Dokumen                100,000,000 1                  99,456,000 99.46% 0.00%

Terlaksananya Penatausahaan 

Pemanfaatan Rumah Susun Umum 

dan/atau Rumah Khusus 

100.00%                147,642,640 100.00%                119,844,255 81.17% 100.00% Efisiensi Anggaran karena 

hasil negoisasi PPBJ dalam 

pengadaan barang/jasa secara 

epurchasing

1 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun 

Umum dan/atau Rumah Khusus

Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah 

Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

1 Dokumen                147,642,640 1                119,844,255 81.17% 100.00% Efisiensi Anggaran karena hasil 

negoisasi PPBJ dalam 

pengadaan barang/jasa secara 

epurchasing

Persentase tersusunnya kesepakatan 

komitmen dengan pengembang/pelaku 

pembangunan dan pengembangan 

perumahan

100.00%                329,861,241 100.00%                308,109,646 93.41% 93.43%

1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan 

Izin Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan 

Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah 

untuk Penerbitan izin Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan Terintegrasi 

Secara Elektronik

1 Dokumen                  62,135,941 1                  59,565,610 95.86% 100.00%

2  Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 

Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan 

danPengembangan Perumahan

5 Laporan                267,725,300 5                248,544,036 92.84% 90.00%

Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman serta Permukiman Kumuh

45.48%             2,459,644,798 50.81%             2,436,876,758 99.07% 100.00%

Persentase Penerbitan Izin Pembangunan 

dan Pengembangan Kawasan 

PermukimanPembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman dan 

Permukiman Kumuh

100.00%                  33,990,900 100.00%                  29,240,527 86.02% 100.00% Efisiensi Anggaran karena 

hasil negoisasi PPBJ dalam 

pengadaan barang/jasa secara 

epurchasing

Dinas 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kota Jambi

Urusan 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

4

Penerbitan Izin Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan

Penerbitan Izin Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Perumahan

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau Relokasi Progrma 

Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum 

dan/atau Rumah Khusus

Program Kawasan Permukiman

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah
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2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan 

Kawasan Permukiman

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman dan 

Permukiman Kumuh

1 Laporan                  33,990,900 1                  29,240,527 86.02% 100.00% Efisiensi Anggaran karena hasil 

negoisasi PPBJ dalam 

pengadaan barang/jasa secara 

epurchasing

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh 

yang Tertata di bawah 10 ha

100.00%                404,590,960 100.00%                399,788,500 98.81% 100.00%

1 Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan 

Bidang PKP

Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan 

dan Pengembangan Kawasan Permukiman 

danPermukiman Kumuh yang Tersusun 

dan/atau Tereview serta Terlegalisasi

2                404,590,960 2                399,788,500 98.81% 100.00%

Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang 

Tertangani

45.48%             2,021,062,938 50.81%             2,007,847,731 99.35% 100.00%

1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 81 Unit             1,997,301,258 364             1,986,507,731 99.46% 100.00%

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 

Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan 

Permukiman Kumuh

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan 

Pemugaran/Peremajaan Permukiman

Kumuh

2 Laporan                  23,761,680 2                  21,340,000 89.81% 100.00% Efisiensi Anggaran karena hasil 

negoisasi PPBJ dalam 

pengadaan barang/jasa secara 

epurchasing

Peningkatan Perumahan yang dilayani 

Utilitas Umum

93.59%           32,818,021,181 99.64%           31,861,336,976 98.34% 98.56%

Peningkatan Perumahan yang dilayani 

Utilitas Umum

93.59%           32,818,021,181 99.64%           31,861,336,976 97.08% 100.00%

1  Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan PSU 

Perumahan 

1 Dokumen                111,065,042 1                106,513,600 95.90% 100.00%

2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum di Perumahan untuk Menunjang 

Fungsi Hunian

Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang 

Menunjang Fungsi Hunian

500 Lokasi           32,550,448,009 475           31,604,109,957 97.09% 100.00%

3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka 

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum Perumahan

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan

10 Laporan                136,136,354 1                131,254,519 96.41% 100.00% Realisasi Fisik Keuangan 

rendah, dikarenakan di 

dalamnya terdapat silpa 

anggaran dana penanganan 

covid dan silpa anggaran dana 

bimbingan teknis untuk teknisi 

listrik yang belum terlaksana
4 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman 

dari

Pengembang

Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU 

Perumahan yang Terverifikasi dari 

Pengembang

1 Laporan                  20,371,776 22                  19,458,900 95.52% 100.00%

Persentase Sertifikasi dan Registrasi 

Pengembang Perumahan

10.00%                    8,457,170 2.68%                    3,425,500 40.50% 100.00% Efisiensi Anggaran karena 

hasil negoisasi PPBJ dalam 

pengadaan barang/jasa secara 

epurchasing

Persentase Sertifikasi dan Registrasi 

Pengembang Perumahan

10.00%                    8,457,170 0.0268                    3,425,500 40.50% 100.00% Efisiensi Anggaran karena 

hasil negoisasi PPBJ dalam 

pengadaan barang/jasa secara 

epurchasing

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan 

Sertifikasi dan Registrasi Pengembang 

Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan 

Registrasi Pengembangan Perumahan 

dengan Kualifikasi Kecil

1 Laporan                    8,457,170 1                    3,425,500 40.50% 100.00% Efisiensi Anggaran karena hasil 

negoisasi PPBJ dalam 

pengadaan barang/jasa secara 

epurchasing

          42,190,859,000           39,960,594,126 94.71% 98.43%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

BB (70,21)             9,679,958,184 BB (70,21)             9,139,911,437 94% 100.00

Peningkatan Nilai AKIP 100%                  64,844,653 100%                  64,694,653 100% 100.00

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

7 Dokumen                  34,326,180 7 Dokumen 34,206,180 100% 100.00

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja 

SKPD

3 Laporan                  30,518,473 4 Dokumen 30,488,473 100% 100.00

Tertib Administrasi Keuangan 100%             6,034,382,589 100%             5,707,372,436 95% 100.00

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan AS

624 

Orang/Bulan

 5,772,674,189 612 Orang/ 

Bulan

5,445,943,816 94% 100.00

JUMLAH

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, 

Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan 

Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan 

Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

5 Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Kota Jambi

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dinas 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

Kota Jambi

Urusan 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

4

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum (PSU)

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 
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2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2 Dokumen                190,656,000 2 Dokumen 190,656,000 100% 100.00

3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1 Dokumen                  71,052,400 1 Dokumen 70,772,620 100% 100.00

Tertib Administrasi Pengelolaan 

Administrasi Barang Milik Daerah

100%                  20,498,700 100% 19,800,000 97% 100.00

1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

2 Laporan                  20,498,700 2 Laporan 19,800,000 97% 100.00

Jumlah Administrasi Kepegawaian 100%                251,200,000 100%                238,585,000 95% 100.00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

2 Paket                206,200,000 2 Paket                202,585,000 98% 100.00

2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

5Orang                  45,000,000 20 Orang                  36,000,000 80% 100.00

Tertib Administrasi Umum 100%                508,677,872 100%                492,025,490 97% 100.00

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1 Paket                  12,748,605 1 Paket                  12,585,000 99% 100.00

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

5 Paket                  61,169,477 5 Paket                  46,803,126 77% 100.00

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

1 Paket 16,905,300 1 Paket                  16,844,000 100% 100.00

4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 25,260,000 2 Laporan                  23,468,000 93% 100.00

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 Laporan 332,850,000 2 Laporan                332,580,874 100% 100.00

6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

2 Dokumen 22,544,490 2 Dokumen                  22,544,490 100% 100.00

7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD

2 Dokumen 37,200,000 2 Dokumen                  37,200,000 100% 100.00

Tertib Administrasi Pengadaan Barang 

Milik Daerah

100%  802,066,020 100%                708,072,000 88% 100.00

1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Disediakan

1 Unit 523,492,650 1 Unit                435,000,000 83% 100.00

2 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Disediakan

4 Unit 159,529,200 4 Unit                157,680,000 99% 100.00

3 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 17 unit 35,076,000 17 unit                  32,350,000 92%

4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

5 Unit 83,968,170 5 Unit                  83,042,000 99% 100.00

Tertib Administrasi Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan

100%  1,051,698,400 100%                980,650,358 93% 100.00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

3 Laporan 21,060,000 3 Laporan                  17,260,000 82% 100.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

3 Laporan 231,000,000 3 Laporan                166,416,068 72% 100.00

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

3 Laporan 799,638,400 3 Laporan                796,974,290 100% 100.00

Tertib Administrasi Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah

100%  946,589,950 100%                928,711,500 98% 100.00

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

42 Unit 755,148,250 42 Unit                738,406,500 98% 100.00

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

35 Unit 48,251,700 35 Unit                  47,555,000 99% 100.00

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan 

Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 143,190,000 1 Unit                142,750,000 100% 100.00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

5 Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Kota Jambi

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
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Persentase Penurunan Jumlah Kasus 

Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah 

dan Peraturan Walikota

100%  6,446,885,816 100%             6,434,487,052 100% 100.00

Persentase  Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

 5,901,176,160 70 Persen             5,891,937,302 100% 100.00

1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan 

Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan 

Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, 

Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan 

Pengawalan

Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui 

Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 

Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan 

Pengawalan

120 Laporan 4,309,424,274 200 Kasus             4,307,867,534 100% 100.00

2 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman 

Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda 

Dan Perkada Melalui Penertiban Dan 

Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan 

Massa

Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan 

Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan 

Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang 

Dilakukan Penindakan

18 Laporan 161,461,640 120 Kasus                158,520,240 98% 100.00

3 Koordinasi Penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

serta Perlindungan Masyarakat

Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 

Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

10 Dokumen #DIV/0! 100.00 Refocusing

4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 

dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban 

Umum

Jumlah Pemberdayaan Satlinmas 1,053,208,075 4 Dokumen             1,052,317,500 100% 100.00

5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi 

Pamongpraja dan Satuan Perlindungan 

Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan 

Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan 

Masyarakat

355,381,707 229 Orang                352,339,028 99% 100.00

6 Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan 

Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan 

Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban 

Umum

21,700,464                  20,893,000 96%

Jumlah Penegakan Perda dan Perwal  384,875,187 54 Persen                382,962,000 100% 100.00

1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan 

Peraturan Kepala Daerah

#DIV/0! Refocusing

2 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap 

Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati/Wali Kot

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 

Pengawasan yang Dilakukan Terhadap 

Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

31,483,137 24 Laporan                  31,330,750 100% 100.00

3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan 

Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan 

Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani 

Sesuai SOP

353,392,050 36 Laporan                351,631,250 100% 100.00

Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS)

               160,834,469 11 Orang                159,587,750 99% 100.00

1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 

Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam 

Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta 

Penegakan Perda dan Perkada

160,834,469 1 Laporan                159,587,750 99% 100.00

          16,126,844,000           15,574,398,489 96.57%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

 Rp      8,941,831,966  Rp      8,550,629,456 96% 100 %

Indeks Reformasi Perangkat Daerah Jumlah 

Dokumen

Perencanaa

n

 Rp           30,958,735 Jumlah 

Dokumen

Perencanaa

n

 Rp           19,773,325 64% 100 %

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 5 Dokumen  Rp           18,718,985 5 Dokumen  Rp           12,351,525 66% 100 %

2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

6 Laporan  Rp           12,239,750 6 Laporan  Rp             7,421,800 61% 100 %

JUMLAH

Urusan 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum Serta 

Perlindungan 

Masyarakat

6

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban 

Umum

5 Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Kota Jambi

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten/Kota

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Dinas 

Pemadam 

Kebaran dan 

Penyelamatan

PROGRAM PENUNJANG  URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
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Tertib Laporan Administrasi Jumlah 

Orang yang 

Menerima 

Gaji dan 

Tunjangan

 Rp      6,506,235,525 Jumlah 

Laporan 

Keuangan

 Rp      6,233,553,504 96% 100 %

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan

60 

Orang/Bln

 Rp      6,290,189,581 60 Orang/Bln  Rp      6,025,711,844 96% 100 %

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

1 Dokumen  Rp         216,045,944 1 Dokumen  Rp         207,841,660 96% 100 %

Tertib Administrasi Kepegawaian Jumlah 

Paket 

Pakaian 

Dinas 

Beserta 

Atributnya

 Rp         331,673,000 Tertib

Administras

i 

Kepegawaia

n

 Rp         316,940,000 96% 100 %

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 

Atributnya

4 Paket  Rp         326,673,000 4 Paket  Rp         316,940,000 97% 100 %

2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti Pelatihan

1 Orang  Rp             5,000,000 1 Orang  Rp                          -   0% 100 %

Tertib Administrasi Umum Jumlah 

Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/ 

Penerangan 

bangunan 

Kantor yang 

Disediakan

 Rp         670,444,525 Tertib 

Administras

i Umum

 Rp         630,568,741 94% 100 %

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan bangunan Kantor yang 

Disediakan

1 Paket  Rp           39,065,986 1 Paket  Rp           35,649,898 91% 100 %

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

2 Paket  Rp         284,294,371 2 Paket  Rp         278,555,317 98% 100 %

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 

Disediakan

1 Paket  Rp           18,278,637 1 Paket  Rp           18,269,194 100% 100 %

4 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

1 Paket  Rp           31,497,549 1 Paket  Rp           26,022,570 83% 100 %

5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Fasilatas Kunjungan tamu 1 Laporan  Rp           25,174,800 1 Laporan  Rp           12,778,000 51% 100 %

6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat dan 

Konsultasi SKPD

1 Laporan  Rp         256,250,000 1 Laporan  Rp         245,847,832 96% 100 %

7 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 

Dinamis Pada SKPD

1 Dokumen  Rp           15,883,182 1 Dokumen  Rp           13,445,930 85% 100 %

Tersedianya Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah 

Paket Yang 

Disediakan

 Rp         176,435,923 Tersedianya 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah

 Rp         174,405,000 99% 100 %

1 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 56 Unit  Rp         111,685,691 56 Unit  Rp         110,955,000 99% 100 %

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

lain Yang Disediakan 

 24 Unit  Rp           64,750,232 24 Unit  Rp           63,450,000 98% 100 %

Urusan 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum Serta 

Perlindungan 

Masyarakat

6 Dinas 

Pemadam 

Kebaran dan 

Penyelamatan

Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Keg. Pengadaan Barang Milik  Daerah  Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Keg. Administrasi Kepegawaian  Perangkat 

Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah
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Indeks Reformasi Birokrasi Tersedianya 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah

 Rp         378,819,468 Tersedianya 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah

 Rp         358,425,083 95% 100 %

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat 1 Laporan  Rp             4,000,000 1 Laporan  Rp             4,000,000 100% 100 %

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

1 Laporan  Rp         273,342,741 1 Laporan  Rp         258,071,597 94%

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

1 Laporan  Rp         101,476,727 1 Laporan  Rp           96,353,486 95% 100 %

Indeks Reformasi Birokrasi Pemelihara

an Barang      

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

Daerah

 Rp         847,264,790 Pemeliharaa

n Barang      

Milik Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

Daerah

 Rp         816,963,803 96% 100 %

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indeks Reformasi Birokrasi 46 Unit  Rp         290,789,000 46 Unit  Rp         273,803,003 94% 100 %

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang 

Dipelihara

41 Unit  Rp           36,525,790 41 Unit  Rp           24,660,800 68%

2 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi

6 Unit  Rp         519,950,000 6 Unit  Rp         518,500,000 100% 100 %

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) Respontime 

Penanggula

ngan 

Kebakaran

 Rp      6,522,681,034 Tingkat 

Waktu 

Tanggap 

(Response 

Time)

 Rp      6,319,728,556 97.21 100 %

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) Respontime 

Penanggula

ngan 

Kebakaran

 Rp      6,188,251,376 Respontime 

Penanggula

ng an 

Kebakaran

 Rp      6,012,060,201 97.36 100 %

1 Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kab/ 

Kota

Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan 

/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten /Kota Setiap Tahunnya

2 Dokumen  Rp             9,937,294 Respon time 

Penanggulan

gan 

Kebakaran

 Rp             9,506,065 97.59 100 %

2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran 

dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Kesiapsiagaan Petugas Piket dan 

Pemadaman Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten / Kota

2 laporan  Rp      3,569,900,539 2 laporan  Rp      3,508,806,320 96.99 100 %

3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Kebakaran dan Non

Kebakaran

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Kesiapsiagaan Petugas Piket dan 

Penyelamatan / Evakuasi Saat 

Penanggulangan Kebakaran dan Non 

Kebakaran

1 Dokumen  Rp           58,523,552 1 Dokumen  Rp           35,252,475 85.85 100 %

Standarisasi Sarana dan Prasarana 

Pencegahan,

Penanggulangan Kebakaran dan Alat 

Pelindung Diri

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Standarisasi Sarana dan Prasarana 

Penceghanan, Penanggulangan Kebakaran 

dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala

1 Dokumen  Rp             8,517,030 1 Dokumen  Rp             3,161,040 

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang 

Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan 

Analis Dalam Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran

80 Orang  Rp         302,893,782 80 Orang  Rp         281,883,431 

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN  NON

KEBAKARAN

Keg. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 

Penyelamatan, dan Penanganan Bahan 

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Urusan 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum Serta 

Perlindungan 

Masyarakat

6 Dinas 

Pemadam 

Kebaran dan 

Penyelamatan

Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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4 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan 

Informasi Kebakaran dan Penyelamatan 

(SKIK)

Jumlah Desa / Kelurahan yang Memiliki 

Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran 

dan Penyelamatan

68 Desa / 

Kelurahan

 Rp           29,549,919 68 Desa / 

Kelurahan

 Rp           27,783,000 97.34 100 %

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pencegahan,

Penanggulangan Kebakaran dan Alat 

Pelindung Diri

Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk 

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 

dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal 

Sesuai Standar Teknis Terkait

31 Unit  Rp      2,208,929,260 31 Unit  Rp      2,145,667,870 97.34 100 %

Jumlah Dokumen yang Memuat Data 

Bangunan /Gedung /Lingkungan yang 

Memenuhi Kelaikan Standar Sarana 

Prasarana Proteksi Kebakaran

Persentase 

Peralatan 

Proteksi 

Kebakaran 

Layak 

Fungsi

 Rp           93,201,868 1 Dokumen  Rp           89,925,320 96%

Penilaian Sarana Prasarana Proteksi 

Kebakaran

Jumlah Dokumen yang Memuat Data 

Bangunan /Gedung / Lingkungan yang 

Memenuhi Kelaikan Standar Sarana 

Prasarana Proteksi Kebakaran

1 Dokumen  Rp           93,201,868 1 Dokumen  Rp           89,925,320 96%

Persentase Masyarakat Yang Memperoleh 

Informasi Pencegahan Kebakaran

Jumlah 

Warga 

Masyarakat 

yang 

Mendapatka

n 

Sosialisasi 

Edukasi 

Pencegahan 

dan 

Penanggula

ngan 

Kebakaran 

Setiap 

Tahunnya

 Rp         151,062,490 Persentase 

Masyarakat 

yang 

memperoleh 

informasi 

pencegahan 

kebakaran

 Rp         130,252,535 86% 100 %

1 Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 

Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan 

Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya

820 Orang  Rp           92,270,475 Jumlah 

Warga 

Masyarakat 

yang 

Mengikuti 

Sosialisasi 

Edukasi 

Pencegahan 

dan 

Penanggulan

gan 

Kebakaran 

Setiap 

Tahunnya

 Rp           77,170,390 84% 100 %

2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan 

Pemadam Kebakaran

Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan 

Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada 

Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran 

Lingkungan

 59 Desa / 

Kelurahan

 Rp           58,792,015  59 Desa  / 

Kelurahan

 Rp           53,082,145 90% 100 %

Urusan 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum Serta 

Perlindungan 

Masyarakat

6 Dinas 

Pemadam 

Kebaran dan 

Penyelamatan

Keg. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pencegahan Kebakaran
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Respon Time Operasi Pencarian dan 

Pertolongan Terhadap Kondisi 

Membahayakan Manusia

Jumlah 

Sarana dan 

Prasarana 

yang 

Tersedia 

untuk 

Pencarian 

dan 

Pertolongan 

Terhadap 

Kondisi 

Membahaya

ka 

Manusia/Pe

nyelamatan 

dan 

Evakuasi 

Sesuai 

dengan 

Standar 

Teknis

 Rp           90,165,300 7 Unit  Rp           87,490,500 97% 100 %

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian 

dan Pertolongan Terhadap Kondisi 

Membahayakan Manusia

Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia 

untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap 

Kondisi Membahayakan 

Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai 

dengan Standar Teknis

7 Unit  Rp           90,165,300 7 Unit  Rp           87,490,500 97% 100 %

 Rp    15,464,513,000  Rp    14,870,358,012 96% 100 %

Indeks Reformasi Birokrasi 72 5,554,689,824 - 4,526,782,571 81% 100% Tidak ada

Nilai AKIP B 76,383,094 39,797,020 52% 100% Effisiensi Anggaran

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah

8 dokumen 62,149,894 25,673,360 41% 100% Effisiensi Anggaran

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD dan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 laporan 14,233,200 14,123,660 99% 100%

Tertib Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

100% 3,571,051,608 100% 3,073,580,635 86% 100%

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan 

Tunjangna ASN

23 orang 3,126,048,208 2,695,650,084 86% 100%

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

12 laporan 388,867,200 332,041,200 85% 100%

3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan 

akutansi SKPD

1 dokumen 45,390,200 38,433,351 85% 100%

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 

SKPD

Jumlah laporan Keuangan Bulanan  

/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan 

KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan  /Triwulan/Semesteran SKPD

18 laporan 10,746,000 7,456,000 69% 100% Effisiensi Anggaran

Indeks Profesionalitas ASN Perangkat 

Daerah

33.33 86,682,000 - 58,950,000 68% 100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut 

kelengkapannya

45 paket 33,750,000 33,750,000 100% 100%

2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan 

administrasi kepegawaian

1 dokumen 5,550,000 5,100,000 92% 100%

3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

Jumlah dokumen hasil koordinasi dan  

Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

1 dokumen 17,382,000 2,100,000 12% 100% Effisiensi Anggaran

4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah bimbingan teknis implementasi 

peraturan perundang-undangan

3 orang 30,000,000 18,000,000 60% 100% Effisiensi Anggaran

Terlaksananya  Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

100% 510,247,699 100% 405,396,190 79% 100%

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah paket komponen/instalasi 

telekomunikasi, sumber daya air, dan listrik

4 paket 69,997,753 19,796,000 28% 100% Effisiensi Anggaran

Badan 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Urusan 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum Serta 

Perlindungan 

Masyarakat

7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

Keg.Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan 

Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan 

Manusia

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

JUMLAH
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2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan 

kantor

1 paket 71,747,016 66,861,800 93% 100%

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang 

disediakan

1 paket 12,662,440 12,655,300 100% 100%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah paket barang cetakan dan 

penggandaan

1 paket 30,245,490 30,175,385 100% 100%

5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan 64,395,000 50,725,000 79% 100%

6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan konsultasi SKPD

1 laporan 250,000,000 215,015,205 86%

7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah  Lapaoran Penatausahaan Arsip 

DInamis pada SKPD

1 dokumen 11,200,000 10,167,500 91% 100%

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

100% 592,494,215 100% 489,920,050 83% 100%

1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah pengadaan kendaraan perorangan 

dinas atau kendaraan dinas jabatan

1 unit 315,749,999 311,000,000 98% 100%

2 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 17 unit 90,229,570 88,605,950 98%

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang 

disediakan

4 unit 132,550,122 36,750,000 28% Effisiensi Anggaran

4 Pengadaan aset lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang 

disediakan

28 unit 53,964,524 53,564,100 99% 100%

Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 

Uusan Pemerintahan Daerah

100% 186,974,800 100% 174,837,276 94% 100% Tidak ada

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

12 laporan 113,374,800 113,374,800 100% 100%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, 

sumberdaya air, dan listrik

12 laporan 73,600,000 61,462,476 84% 100%

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

100% 530,856,408 100% 284,301,400 54% 100% Effisiensi Anggaran

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau 

kendaraan Dinas Jabatan yangdipelihara dan 

dibayarkan pajaknya

14 unit 247,030,000 201,019,300 81% 100%

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional atau 

lapangan yang dipelihara dan dbayarkan 

pajaknya

3 unit 36,140,000 31,542,100 87% 100%

3 Pemeliharaan Mebel Jumlah pemeliharaan mebel - 0 0 #DIV/0! 100%

4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang 

dipelihara

34 uit 48,560,000 47,740,000 98%

5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah unit aset tetap lainnya yang dipelihara 1 unit 4,000,000 4,000,000 100%

6 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

1 unit 118,068,201 0 0% 100% Effisiensi Anggaran

7 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan 

prasarana gedung kantor atau bangunan 

lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi

1 unit 77,058,207 0 0% 100% Effisiensi Anggaran

Persentase Peningkatan Penguatan 

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan yang cinta tanah air

100% 1,882,788,500 1,828,296,640 97% 100%

Meningkatnya penguatan pembinaan 

Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan pada kelompok  

masyarakat/organisasi kemasyarakatan 

Kota Jambi 

100% 1,882,788,500 1,828,296,640 97% 100%

1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, 

Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah orang yang mengikuti  koordinasi di 

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan 

Sejarah Kebangsaan

150 orang 120,547,000 94,909,600 79% 100%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Badan 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan

Urusan 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum Serta 

Perlindungan 

Masyarakat

7

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA 

DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Lampiran 3 - 28



KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

 REALISASI 

INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, 

Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika 

dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil monitoring, evaluasi, 

dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, 

Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal 

Ika dan Sejarah Kebangsaan

3 laporan 15,750,000 10,210,000 65% 100% Effisiensi Anggaran

3 Pembinaan terhadp Aktivitas Kepaskibrakaan 

dan Purnapaskibraka

Jumlah Laporan Hasil monitoring, evaluasi, 

dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, 

Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal 

Ika dan Sejarah Kebangsaan

3 Laporan 1,657,359,000 1,640,195,040 99%

4 Pembentukan Paskibraka Jumlah peserta Paskibraka 168 Orang 89,132,500 82,982,000 93% 100%

Persentase peningkatan peran partai politik 

dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu di 

Kota Jambi

100% 27,333,704,149 27,286,834,572 100% 100%

Meningkatkan motivasi, partisipasi 

masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu, 

dan Indeks Demokrasi di Kota Jambi serta 

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan

100% 27,333,704,149 27,286,834,572 100% 100%

1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan 

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 

Daerah

Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di 

Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 

Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 

Situasi Politik di Daerah

500 orang 27,319,918,289 27,279,484,512 100% 100%

2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan 

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 

Daerah

2 laporan 13,785,860 7,350,060 53% 100% Effisiensi Anggaran

Persentase peningkatan pembinaan 

organisasi kemasyarakatan dalam 

mewujudkan kondisi daerah yang kondusif

100% 938,752,470 899,425,000 96% 100%

Meningkatkan peran serta ormas yang 

terdaftar dalam pembangunan di Kota 

Jambi serta pelaksanaan monitoring, 

evaluasi dan pelaporan

100% 938,752,470 899,425,000 96% 100%

1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 

Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, 

Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di 

Daerah

Jumlah orang yang mengikuti  Koordinasi di 

Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan 

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 

Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing 

di Daerah

150 Orang 891,352,470 878,185,000 99% 100%

2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, 

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 

Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi 

dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, 

Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di 

Daerah

2 laporan 47,400,000 21,240,000 45% Effisiensi Anggaran

Persentase peningkatan fasilitasi 

pembinaan umat beragama dan sosialisasi  

pencegahan penyalahgunaan Narkoba

100% 210,117,800 190,791,586 91% 100%

Badan 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PENGAWASAN ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN

Urusan 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum Serta 

Perlindungan 

Masyarakat

7

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI 

POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI 

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum 
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Meningkatnya toleransi antar umat 

beragama dan pemberian Izin 

Rekomendasi IMB Rumah Ibadah di Kota 

Jambi serta sosialisasi pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba dan monitoring, 

evaluasi dan pelaporan

100% 210,117,800 190,791,586 91% 100%

1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di 

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 

Beragama dan Penghaya Kepercayaan di 

Daerah

250 orang 152,197,800 134,090,800 88% 100%

2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya dan  Fasilitasi Pencegahan 

Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat 

Kepercayaan di Daerah

Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan 

Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di Daerah

8 laporan 57,920,000 56,700,786 98% 100%

Persentase peningkatan kewaspadaan 

daerah dan potensi konflik di Kota Jambi

100% 427,531,700 275,701,700 64% 100% Tidak ada

Meningkatnya pencegahan dini potensi 

konflik di Kota Jambi serta monitoring, 

evaluasi dan pelaporan

100% 427,531,700 275,701,700 64% 100%

1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 

Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di 

Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama 

Intelijen, Pemantauan Kerjasama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 

Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah

150 orang 169,751,700 116,201,700 68% 100% Effisiensi Anggaran

2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja 

Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, 

Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 

Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 

serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan 

Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, 

Pemantauan Kerjasama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 

Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah

4 laporan 20,160,000 2,750,000 14% 100% Effisiensi Anggaran

3 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksanaan forum Koordinasi 

pimpinan daerah/kabupaten/kota

4 laporan 237,620,000 156,750,000 66% 100% Effisiensi Anggaran

36,347,584,443 35,007,832,069 99% 100%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

BB 5,936,076,302 BB 5,483,432,166 95,78 100

Peningkatan Nilai AKIP BB 42,484,800 BB 41,949,680 99% 100

1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

6 Dokumen 37,084,800 6 Dokumen 36,789,680 99% 100

2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 Laporan 5,400,000 5 Laporan 5,160,000 96% 100

Tertib Administrasi Keuangan 100% 4,024,236,960 100% 3,685,669,089 92% 100

1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/ 

Bulan

3,847,160,960 36 Orang/ 

Bulan

3,544,175,089 92% 100

2 Sub Kegiatan Pelaksaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ 

Verifikasi Keuangan SKPD 

30 Dokumen 177,076,000 30 Dokumen 141,494,000 80% 100 Masih Dianggarkan Honorarium 

Staf PPTK yang Tidak ada Di 

dalam Perpres Standar Harga 

Satuan dan Menjadi Temuan 

yang tidak di cairkan

Dinas Sosial Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

JUMLAH

Badan 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik

8 Sosial

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial 

dan Budaya

Urusan 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum Serta 

Perlindungan 

Masyarakat

7

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN 

NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN 

Lampiran 3 - 30
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Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah

100% 31,050,000 100% 29,700,000 96% 100

1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

12 Laporan 31,050,000 12 Laporan 29,700,000 96% 100

Tertib Administrasi Kepegawaian 100% 141,250,000 100% 103,760,800 73% 100

1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan

82 Paket 87,200,000 82 Paket 87,200,000 100% 100

2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan 

Sistem informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 

Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

12 Dokumen 4,050,000 12 Dokumen 3,920,000 97% 100

3 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

50 Orang 50,000,000 50 Orang 12,640,800 25% 100 Tidak adanya Diklat yang sesuai 

Kompetensi di ikuti Oleh ASN 

yang ada 

Tertib Administrasi Umum 100% 445,252,473 100% 435,477,584 98% 100

1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1 Paket 20,098,932 1 Paket 19,677,000 98% 100

2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

1 Paket 89,116,541 1 Paket 84,001,874 94% 100

3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

1 Paket 17,427,000 1 Paket 16,575,000 95% 100

4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

50 Laporan 318,610,000 50 Laporan 315,223,710 99% 100

Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah 100% 290,263,469 100% 279,110,000 96% 100

1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 8,411,580 10 Unit 7,560,000 90% 100 Harga Negoisasi Pengadaan 

yang Di bawah Standar Satuan 

DPA

2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

30 Unit 281,851,889 30 Unit 271,550,000 96% 100

Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

100% 474,588,600 100% 465,906,513 98% 100

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

12 Laporan 2,000,000 12 Laporan 2,000,000 100% 100

2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

12 Laporan 204,070,000 12 Laporan 200,519,335 98% 100

3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

12 Laporan 268,518,600 12 Laporan 263,387,178 98% 100 Akan disesuiakan Kembali

Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah 100% 486,950,000 100% 441,858,500 91% 100

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

30 Unit 441,030,000 30 Unit 399,128,500 90% 100

2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Rehabilitasi

50 Unit 45,920,000 50 Unit 42,730,000 93% 100

Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

dalam Menangani PMKS

100% 1,562,429,300 100% 1,398,584,830 98,51 100

Jumlah PSKS yang diberdayakan 170 Orang 1,562,429,300 170 Orang 1,398,584,830 90% 100

1 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan 

Potensi Pekerja Sosial Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Mendapat Peningkatan 

kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota

68 Orang 484,834,300 68 Orang 474,174,830 98% 100

2 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan 

Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan 

Kabupaten/Kota

11 Orang 148,496,500 11 Orang 142,790,500 96% 100

3 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan 

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitas 

Kewenangan Kabupaten/Kota

100 

Keluarga

717,617,500 100 Keluarga 612,708,500 85% 100 Jambore PKH yang tidak 

dilaksanakan 

Dinas Sosial

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

8 Sosial

Program Pemberdayaan Sosial
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4 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan 

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

Kelembagaan Masyarakat Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang 

Meningkat Kapasitasnya Kewenangan 

Kabupaten/Kota

36 Lembaga 178,731,000 36 Lembaga 167,411,000 94% 100

5 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan 

Sumber Daya Manusia dan Penguatan 

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 

(LK3)

Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan 

Sumber Daya Manusia dan Lembaga 

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 

Kewenangan Kabupaten/Kota

5 Sertifikat 32,750,000 5 Sertifikat 1,500,000 5% 100 Honororium LK3 yang Tidak di 

cairkan 

Persentase Penanganan Warga Negara 

Migran Korban Tindak Kekerasan

100% 27,500,000 100% 14,819,000 54% 100

Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran 

Korban Tindak Kekerasan dari Titik 

Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk 

dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

150 Orang 27,500,000 150 orang 14,819,000 54% 100

1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga 

Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari 

Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota 

untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak 

Kekerasan yang dipulangkan dari Titik 

Debarkasi di Daerah Provinsi untuk 

dipulangkan ke Desa/kelurahan Asal 

Kewenangan Kabupaten/Kota

150 Orang 27,500,000 150 Orang 14,819,000 54% 100 Orang Terlantar yang di jangkau 

Tidak  Sebanyak Tahun Lalu

Persentase PMKS yang memperoleh 

bantuan sosial dan Di Layani

100% 1,177,091,698 100% 1,141,766,197 94,11 100

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis di Luar Panti 

Sosial yang di layani

1.000 Orang 611,444,558 1.000 Orang 598,990,403 98% 100

1 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 

dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 

Kabupaten/Kota

250 Orang 195,818,600 250 Orang 188,097,850 96% 100

2 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan 

Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 

Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota

200 Orang 77,160,000 200 Orang 75,775,000 98% 100

3 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu 

dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

37 Orang 141,425,158 37 Orang 139,934,433 99% 100

4 Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan 

Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke 

Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 

Kewenangan Kabupaten/Kota

200 Orang 197,040,800 200 Orang 195,183,120 99% 100

Jumlah Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 

Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar 

Panti yang di layani

1000 Orang 565,647,140 1000 Orang 542,775,794 96% 100

1 Sub Kegiatan Pemberian Layanan 

Kedaruratan 

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 

Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota

250 Orang 351,043,140 250 Orang 328,508,294 94% 100

2 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 

dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 

Kabupaten/Kota

200 Orang 214,604,000 200 Orang 214,267,500 100% 100

Persentase Perlindungan dan Jaminan 

Sosial Yang Dilayani

100% 2,055,774,700 100% 2,014,773,380 89,03 100

Jumlah Pemeliharaan Anak-anak Terlantar 20 Orang 21,907,500 20 Orang 16,950,000 77% 100

1 Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-anak 

Terlantar

Jumlah  Anak-Anak  Terlantar   yang  

Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota

20 Orang 21,907,500 20 Orang 16,950,000 77% 100

Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin 24.000 KK 2,033,867,200 24.000 KK 1,997,823,380 98% 100

1 Sub Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin 

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang Mendapatkan 

Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota

23.000 

Keluarga

178,278,600 23.000 

Keluarga

171,523,000 96% 100

Dinas Sosial

Program Penanganan Warga Negara Migran 

Korban Tindak Kekerasan 

Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran 

Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di 

Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 

Panti Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

8 Sosial

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 

Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar                                                    

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan 

Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
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2 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

yang Mendapatkan Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

6882 

Keluarga

1,553,033,000 6882 

Keluarga

1,548,579,000 100% 100

3 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan  

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota

50 Keluarga 302,555,600 50 Keluarga 277,721,380 92% 100

Persentase Penanganan Bencana saat 

Tanggap Darurat

100% 632,028,000 100% 553,732,910 86,99 100

Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang 

ditangani

300 

Kejadian

291,418,000 300 

Kejadian

247,907,910 85% 100

1 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap 

Darurat (Pengungsian) Kewenangan 

Kabupaten/Kota

250 orang 127,680,000 250 orang 86,866,600 68% 100 Bantuan Sosial yang tidak Bisa 

Di cairkan Keran Stok bantuan 

Masih Ada

2 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian 

dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia 

pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) 

dan Pasca Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota

250 Orang 124,276,000 250 Orang 122,607,310 99% 100

3 Sub Kegiatan Penyediaan Tempat 

Penampungan Pengungsian 

Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan 

Kabupaten/Kota

5 Unit 25,550,000 5 Unit 24,950,000 98% 100

4 Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi 

Kelompok Rentan

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

30 Orang 12,240,000 30 Orang 11,878,000 97% 100

5 Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan 

Psikososial

Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan 

Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan 

Kabupaten/Kota

30 Orang 1,672,000 30 Orang 1,606,000 96% 100

Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan 

Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan 

Bencana

100 Orang 340,610,000 100 Orang 305,825,000 90% 100

1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 

Jumlah Kampung yang Melaksanakan 

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 

Kampung Siaga Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota

2 Kampung 41,500,000 2 Kampung 7,950,000 19% 100 Pembentukan Kampung Siaga 

Bencana yang tidak di 

Laksanakan Karean bantuan 

Sosial Berupa Barang

2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Jumlah Orang yang Melaksanakan 

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 

Taruna Siaga Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota

50 Orang 299,110,000 50 Orang 297,875,000 100% 100

100% 11,390,900,000 100% 10,607,108,483 100

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

100%  Rp      6,810,616,414 100%  Rp      5,811,633,475 85% 100%

Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah 78 Nilai  Rp           50,412,548 78 Nilai  Rp           48,221,200 96% 100%

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

8 Dokumen  Rp           39,747,348 2 Dokumen  Rp           38,692,200 97% 100%

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Laporan  Rp           10,665,200 1 Laporan  Rp             9,529,000 89% 100%

Tertib Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

100%  Rp      4,675,879,166 100%  Rp      3,811,233,370 82% 100%

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

35 Orang / 

Bulan

 Rp      4,489,744,231 35 Orang / 

Bulan

 Rp      3,636,774,770 81% 100%

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

6 Dokumen  Rp         143,177,680 6 Dokumen  Rp         131,692,000 92% 100%

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ 

Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD

6 Laporan  Rp           42,957,255 6 Laporan  Rp           42,766,600 100% 100%

Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100%  Rp           13,222,915 100%  Rp           13,043,370 99% 100%

JUMLAH

Dinas Sosial

9 Tenaga Kerja DTKK - UKM Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

8 Sosial

Program Penanganan Bencana

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan 

Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana 

Kabupaten/Kota

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana 

Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
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1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah Laporan Penatausaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

2 Laporan  Rp           13,222,915 2 Laporan  Rp           13,043,370 99% 100%

Tertib Administrasi Kepegawaian 100%  Rp           76,919,000 100%  Rp           64,174,500 83% 100%

1 Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

65 Paket  Rp           52,269,000 60 Paket  Rp           45,564,500 87% 100%

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang 

Undangan

10 Orang  Rp           24,650,000 8 Orang  Rp           18,610,000 75% 100%

Tertib Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

100%  Rp         624,078,952 100%  Rp         599,452,390 96% 100%

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1 Paket  Rp           13,432,754 1 Paket  Rp           12,903,000 96% 100%

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

9 Paket  Rp         247,189,929 3 Paket  Rp         232,347,700 94% 100%

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

1 Paket  Rp           44,986,269 1 Paket  Rp           39,835,000 89% 100%

4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 30 Laporan  Rp           27,070,000 30 Laporan  Rp           25,550,000 94% 100%

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

50 Laporan  Rp         291,400,000 50 Laporan  Rp         288,816,690 99% 100%

Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah 100%  Rp         576,608,233 100%  Rp         553,067,000 96% 100%

1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Disediakan

1 Unit  Rp         450,578,000 1 Unit  Rp         438,967,000 97% 100%

2 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit  Rp           65,424,540 13 Unit  Rp           60,408,500 92%

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

4 Unit  Rp           60,605,693 4 Unit  Rp           53,691,500 89% 100%

Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

100%  Rp         230,050,410 100%  Rp         211,925,243 92% 100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

2 Laporan  Rp           94,078,590 2 Laporan  Rp           90,581,345 96% 100%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 

yang disediakan 

3 Laporan  Rp         135,971,820 3 Laporan  Rp         121,343,898 89% 100%

Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100%  Rp         563,445,190 100%  Rp         510,516,402 91% 100%

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

24 Unit  Rp         281,055,800 24 Unit  Rp         234,595,607 83% 100%

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

3 Unit  Rp           70,835,390 3 Unit  Rp           65,055,390 92%

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

yang Dipelihara/Direhabilitasi 

2 Unit  Rp         211,554,000 1 Unit  Rp         210,865,405 100% 100%

Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang 

Dilatih untuk Menjadi TKM dan Bekerja

70% 155,298,915Rp          69% 145,765,730Rp          94% 100%

Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan 

Kerja

65% 155,298,915Rp          69% 145,765,730Rp          94% 100%

1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan 

Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat 

Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 

2024

80 Orang 155,298,915Rp          16 Orang 145,765,730Rp          94% 100%

Persentase Penempatan Tenaga Kerja 

Terdaftar

60% 84,300,958Rp            51.00% 81,000,020Rp            96% 100%

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase Serapan Lowongan Kerja Pada 

IPK

50% 84,300,958Rp            46.42% 81,000,020Rp            96% 100%

1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar 

Kerja Online

Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang 

Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem 

Online (Karir Hub)

1500 Orang 84,300,958Rp            1257 Orang 81,000,020Rp            96% 100%

Persentase Perusahaan yang Menerapkan 

Tata Kelola yang Layak

23,3% 238,180,945Rp          14.00% 233,899,340Rp          98% 100%

PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN 

UNIT KOMPETENSI

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

9 Tenaga Kerja DTKK - UKM

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
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Persentase Peningkatan Perusahaan yang 

Memiliki PP

21% 23,066,100Rp            5.00% 21,212,380Rp            92% 100%

1 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi 

Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan

Jumlah Data dan Informasi Sarana HI 

(PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS 

Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai 

Peserta Jamsostek serta Pengupahan

12 Laporan 23,066,100Rp            12 Laporan 21,212,380Rp            92% 100%

Persentase penyelesaian perselisihan HI 

dengan Perjanjian Bersama

65% 215,114,845Rp          100.00% 212,686,960Rp          99% 100%

1 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja 

Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah  LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 215,114,845Rp          1 Lembaga 212,686,960Rp          99% 100%

            7,288,397,232             6,272,298,565 86.06%

Peningkatan Nilai AKIP (Nilai Reformasi 

Birokrasi Perangkat Daerah)

BB Indeks             5,528,833,892 BB             5,293,082,414 96%           95.74 

Peningkatan Nilai AKIP BB Indeks                  61,743,529 Belum rilis                  57,708,600 93%           93.47 

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah     Dokumen     Perencanaan     

Perangkat

Daerah

5 Dokumen                  15,252,370 5 Dokumen                  14,957,850 98% 100% Sisa penawaran ATK

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 Laporan                  46,491,159 5 Laporan                  42,750,750 92% 100% sisa penawaran ATK dan sisa 

Gaji TKK yang bekerja tidak 

penuh 12 Bulan 

 Tertib Administrasi Keuangan 95 Persen             3,765,585,620 95 Persen             3,677,298,566 98% 100%

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah    Orang    yang    Menerima    Gaji    

dan

Tunjangan ASN

30 Orang/ 

bulan

            3,422,165,332 30             3,345,771,486 98% 100% Sisa Gaji tunjangan dan TPP 

PNS yang pindah/mutasi 

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah       Dokumen       Penatausahaan       

dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

37 Dokumen                332,451,823 37                321,060,910 97% 100% Sisa Penawaran, dan sisa 

pembayaran honorarium 

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran  SKPD

12 Laporan                  10,968,465 12                  10,466,170 95% 100% Sisa Penawaran 

Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah 100 Persen                  93,500,000 100 Persen                  80,750,000 86% 100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah  Paket  Pakaian  Dinas  beserta  

Atribut Kelengkapan

1 Paket                  70,500,000 1                  70,500,000 100% 100%

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang - Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

17 Orang                  23,000,000 3                  10,250,000 45% 100%

Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah 100 Persen                540,666,341 100                478,672,381 89%           88.53 

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan    Bangunan    Kantor    

yang Disediakan

18 Paket                  15,535,585 18                  13,855,560 89%           89.19 

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

4 Paket                243,969,571 4                190,493,578 78%           78.08 

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

1 Laporan                  20,732,538 1                  19,259,000 93%           92.89 

4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 25 Laporan                  26,748,225 25                  24,112,750 90%           90.15 

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

80 Dokumen                190,000,000 80                189,850,093 100%           99.92 

6 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 

Dinamis

pada SKPD

2000 

Dokumen

                 43,680,422 2000                  41,101,400 94%           94.10 

Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 Persen                249,885,792 100                245,063,000 98%           98.07 

1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

11 unit                249,885,792 11                245,063,000 98%           98.07 

Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

100 Persen                213,764,800 100                210,021,343 98%           98.25 

10 Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak

DPMPPA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

JUMLAH

9 Tenaga Kerja DTKK - UKM

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk 

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
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1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

250 Laporan                  21,564,800 250                  19,915,100 92%           92.35 

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

12 Laporan                192,200,000 12                190,106,243 99%           98.91 

Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 Persen                603,687,810 100                543,568,524 90%           90.04 

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajaknya

21 Unit                247,730,000 21                209,708,674 85%           84.65 

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

5 Unit                  90,739,999 5                  79,375,600 87%           87.48 

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

49 Unit                  68,904,800 49                  59,872,300 87%           86.89 

4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

5 Unit                196,313,011 5                194,611,950 99%           99.13 

94.5 Belum rilis

68.5 Belum rilis

Persentase Peningkatan Lembaga 

Pemerintah Kewenangan Kab/Kota yang 

Melaksanakan Pengarustamaan Gender 

(PUG)

50%                135,008,399 50%                125,963,583 93%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti 

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) 

Termasuk Perencaan Pembangunan 

Responsif Gender (PPRG) Kewenangan 

Kabupaten/Kota

39 OPD                135,008,399 39 OPD         125,963,583 93% SilPa sisa anggaran :

- Sisa SPPD Luar Daerah Rp. 

4.830.567,- (Sedianya SPPD 

untuk menghadiri penyerahan 

Pengharagaan APE 2023 di 

Jakarta, namun pengumuman  

penyerahan dilaksanakan 

secara online)

- Sisa Penawaran E-Katalog dari 

PP dan Penyedia (ATK 

Rp.171.550,- ; Kertas dan Cover 

Rp.179.850,- ; Bahan Cetak 

Rp.1.421.299,- ; Bahan 

Komputer Rp.300.250,-; 

Makanan dan Minuman Rapat 

Rp.275.000,-)

- Gaji TKK Rp. 1.700.000,- 

(Pemotongan atas 

Keterlambatan TKK dan Gaji 

Tidak Terbayarkan 1 Bulan 

dikarenakan TKK dalam Masa 

dirumahkan)

- Bpjs Ketenagakerjaan 

Rp.15.400,- (Tidak Terbayarkan 

1 Bulan dikarenakan TKK dalam 

Masa dirumahkan)
Persentase Peningkatan Organisasi 

Perempuan

38%                694,808,885 38%         692,840,335 100%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Peningkatan Partisipasi Perempuan dan 

Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah Organisasi Masyarakat yang 

Mendapat Advokasi dan Pendampingan 

Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan 

di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 

Kewenangan Kabupaten/Kota

38 

Organisasi

               694,808,885 38 

Organisasi

               692,840,335 100%

Cakupan Perempuan Korban kekerasan 

yang mendapatkan penanganan 

100%                122,121,866 100%                119,571,390 98%           94.91 

Persentase Penigkatan Pengarusutamaan 

Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) 

pada Lembaga Pemerintah Kewenangan 

Kabupaten/Kota

               829,817,284                818,803,918 99%

10 Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak

DPMPPA

Program Pengarustamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan Bidang 

Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Program Perlindungan Perempuan
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

 REALISASI 

INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Cakupan Perempuan Korban kekerasan 

yang mendapatkan penanganan oleh 

petugas 

100%                122,121,866 100%                119,571,390 98%           94.91 

1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat 

Bagi Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah  Perempuan  Korban  Kekerasan  

Tingkat

Kabupaten/Kota   yang   Mendapatkan   

Layanan Pengaduan

100%                122,121,866 100                119,571,390 98%           93.97 Sisa dari Penawaran Barang 

dan Jasa

Cakupan Keluarga berkualitas 40                211,452,860 40                206,602,200 98%           97.83 

JUMLAH Anak Ikut dalam Organisasi 

Forum Anak Daerah (FAD)

80                161,953,300 80                158,303,000 98%           97.83 

1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk 

Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan 

Kabupaten / Kota

Jumlah     Laporan     Pengembangan     

Kegiatan

Masyarakat      untuk      Peningkatan      

Kualitas Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

6 Laporan                161,953,300 6                158,303,000 98%           97.83 sisa  penawaran dan sisa 

pembayaran gaji TKK

Jumlah Sosialisasi GN Aksa,PATBM dan 

Konvensi Hak Anak

32                  49,499,560 32                  48,299,200 98%           98.95 

1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / 

Kota

Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang 

mendapat Peningkatan   Kapasitas   Keluarga   

Kewenangan

Kabupaten/Kota

180 Orang                  49,499,560 180                  48,299,200 98%           98.95 sisa penawaran

Cakupan Data Gender dan Anak 30                267,409,747 30                253,809,453 95%

Persentase Kualitas dan Kuantitas Data 

Gender dan Anak

30                267,409,747 30                253,809,453 95%           46.10 

1 Penyediaan Data Gender dan Anak di 

Kewenangan Kabupaten / Kota

Jumlah   Dokumen   Data   Gender   dan   

Anak

Kabupaten/Kota yang Tersedia

4 Dokumen                138,392,576 4 Dokumen                130,052,503 94% Sisa dari Penawaran Barang 

dan Jasa

2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan 

Anak dalam Kelembagaan Data di 

Kewenangan Kabupaten/ Kota

Jumlah Dokumen Penyajian dan 

Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam 

Kelembagaan Data di Kewenangan 

Kabupaten/Kota

4 Dokumen                129,017,171 4 Dokumen                123,756,950 96%           46.10 Rencana SPPD untuk 

Menghadiri Penghargaan APE di 

Jakarta, Penerimaan 

Penghargaan Hanya Melalui 

Zoom Meeting

Persentase Cakupan Kota Layak Anak 80                295,626,741 70                289,214,381 98%           98.67 

JUMLAH Anak Ikut dalam Organisasi 

Forum Anak Daerah (FAD)

250                295,626,741 250                289,214,381 98%           93.30 

1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan 

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non 

Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang 

Mendapat Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada 

Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, 

Media dan Dunia Usaha

22 

Organisasi

               295,626,741 22                289,214,381 98%           93.30 sisa  penawaran dan sisa 

pembayaran gaji TKK

Persentase  Anak Korban kekerasan yang 

mendapatkan penanganan 

100                515,554,337 100                311,211,271 60%

Jumlah Sosialisasi GN Aksa,PATBM dan 

Konvensi Hak Anak

8 kali                139,175,130 8 kali                137,718,671 99%           99.72 

1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan 

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap 

Anak Kewenangan Kabupaten / Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat 

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan 

Kegiatan Pencegahan       Kekerasan       

Terhadap      Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota

23 OPD                139,175,130 23 OPD                137,718,671 99%           99.72 sisa penawaran

Cakupan anak korban kekerasan yang 

mendapatkan penanganan oleh petugas 

UPTD PPA

100                376,379,207 100                173,492,600 46%           99.72 

1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat 

Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

47 Anak                376,379,207 47 Anak                173,492,600 46%           99.72 Sisa Penawaran ATK, Sisa 

Penawaran bahan cetak, Sisa 

Gaji TKK yang bekerja tidak 

penuh 12 bulan.             Silpa 

Dana DAK Non Fisik yang tidak 

bisa dipergunakan 

10 Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak

DPMPPA

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi 

Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan 

Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 

NonPemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan 

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan 

Program Perlindungan Khusus Anak

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus yang Memerlukan 

Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang 

Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten 

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam 

Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak 

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan 

Penyajian Data Gender dan Anak Dalam 

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Peningkatan Kuliatas Keluarga 

Lampiran 3 - 37



KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

 REALISASI 

INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

            7,770,816,727             7,292,295,027 93.84%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

80           14,580,513,094 71,55%           13,076,661,638 90%     100,00 

Peningkatan Nilai AKIP A                  30,400,000 BB (71,55)                  16,750,000 55%     100,00 

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

9 Dok                  21,625,000 10 Dok                  12,455,000 58%     100,00 Penyusunan Dokumen 

perencanaan sering sekali tidak 

dipersiapkan dengan matang, 

bersifat copy paste

Sebaiknya kegiatan harus dipersiapkan 

sesuai perencanaan 5 tahun dan jika 

ada perubahan harus dikomunikasikan 

degnan bagian perencanaan

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 Laporan                    8,775,000 5 Laporan                    4,295,000 49%     100,00 Penyusunan Laporan capaian 

sering kali ditemukan tidak 

sesuai dengan target 

perencanaan diawal

Duduk bersama menghitung capaian 

triwulan sehingga pada waktu 

penyusunan untuk 1 tahun tidak berubah-

ubah

Terlaksananya Tertib administrasi 

Keuangan

100%           12,126,478,636 100%           10,775,149,210 89%     100,00 

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan 

tunjangan ASN

109           11,513,954,836 109           10,165,328,410 88% 100,00

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

1 dok                605,023,800 1 dok                602,620,800 100% 100,00

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhit Tahun SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 laporan                    7,500,000 1 laporan                    7,200,000 96% 100,00

Terlaksananya Tertib ADministrasi Barang 

Milik Daerah pada Perangkat Daerah

100                    6,000,000 100                    6,000,000 100%     100,00 

1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 

Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, 

Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik 

Daerah pada SKPD

12 laporan                    6,000,000 12 laporan                    6,000,000 100%     100,00 

Terlaksananya Tertib Pengelolaan 

Administrasi Umum

100                273,485,000 100                241,306,091 88%     100,00 

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya

174 Stel                130,500,000 166 Stel                122,840,000 94%     100,00 

2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

7 Dokumen                    9,225,000 7 Dokumen                    6,600,000 72%     100,00 

3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

13 Dok                  16,860,000 13 dok                  12,550,000 74%     100,00 

4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundnag-undangan

60 orang                    9,000,000 120 orang                    7,800,000 87%     100,00 

5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah orang yang mengikuti bimbingan 

teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

60 orang                107,900,000 40 orang                  91,516,091 85%     100,00 

Terlaksananya Tertib Pengelolaan 

Administrasi Umum

100                393,834,369 100                386,163,930 98%     100,00 

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang 

Disediakan

4 paket                  18,981,061 2 paket                  18,903,500 100%     100,00 

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor Yang Disediakan

1 paket                  57,289,789 1 paket                  53,864,800 94%     100,00 

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang disediakan

4 Paket 29,063,519                 3 Paket 28,270,350                 97%     100,00 

4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

40 Laporan                288,500,000 35 Laporan                285,125,280 99%     100,00 

Terlaksananya Tertib Pengelolaan 

Pengelolaan Adminsitrasi Umum

100                346,861,089 100                333,280,000 96%     100,00 

1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang 

disediakan

41 Unit                346,861,089 32 Unit                333,280,000 96%     100,00 

Terlaksananya Tertib pengelolaan 

administrasi umum

100                709,346,000 100                700,777,554 99% 100,00

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

12 laporan                309,000,000 12 Laporan                301,416,354 98%     100,00 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

JUMLAH

Pangan Dinas 

Pertanian dan 

Ketahanan 

Pangan (DPKP)

11

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
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2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

12 Laporan                400,346,000 12 Laporan                399,361,200 100%     100,00 

Terlaksananya Tertib pengelolaan 

Administrasi umum

100                694,108,000 100                617,234,853 89% 100,00

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

145 unit                640,360,000 145 unit                565,599,853 88% 100,00

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

20 unit                  53,748,000 20 unit                  51,635,000 96% 100,00

Pencapaian Skor Pola Pangan harapan            91.80                339,686,174  90,3                323,564,716 95%     100,00 Skor PPH Konsumsi Masih 

dibawah Target Nasional yang 

dianjurkan (Konsumsi ideal )

Persentase Penyediaan dan Penyaluran 

Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai 

dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota 

dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan 

harga Pangan

1 paket                230,442,000 100%                 218,343,979 95%     100,00 Belum ada nomenklatur untuk 

fasilitas distribusi pangan

Perlu dimunculkan nomenklatur  

untuk fasilitas distribusi pangan agar 

bisa dianggarkan

1 Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan 

Pangan Lainnya

Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan 

pelaksanaan distribusi pangan pokok dan 

pangan lainnya 

12 Kali                230,442,000  12 kali                218,343,979 95%     100,00 

Persentase pencapaian target konsumsi 

pangan perkapita/tahun sesuai dengan 

angka kecukupan gizi 

100%                109,244,174  90,3 %                105,220,737 96%     100,00 

1 Sub. Keg. Penyusunan dan Penetapan Target 

Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 

Target Konsumsi Pangan per Kapita per 

Tahun

1 Dok                  17,779,871  1 dok                  17,151,427 96%     100,00 Belum optimalnya sosialisasi, 

edukasi B2SA seperti kampanye 

B2SA Goes To School. 

Evaluasi edukasi, Sosialisasi, dan 

Konsumsi Pangan ideal, yang beragam 

bergizi seimbang dan aman (B2SA) 

2 Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal

Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat 

dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal 

8 Laporan 

(16 KWT)

                 91,464,303 12  Laporan 

(34 KWT)

                 88,069,310 96%     100,00 Belum semua masyarakat Kota 

Jambi paham dalam 

mengkonsumsi makanan yang 

beragam bergizi seimbang dan 

aman (B2SA) yang ideal 

Meningkatkan pemberdayaan Sumber 

Daya Masyarakat denga Edukasi, 

Sosialisasi Pelatihan Kampanye dan 

Lomba – Lomba yang beragam bergizi 

seimbang dan Aman (B2SA) dengan 

Pangan LOkal 

Penurunan Kelurahan status rentan rawan 

pangan 

100%                171,361,171 100%                170,637,632 100%     100,00 

Tersedianya Peta FSVA  1 Peta 1 -  Kurangnya  Koordinasi di 

Tingkat OPD terkait

-  Perlu di tingkatkan koordinasi di 

Tingkat OPD terkait peta FSVA

1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta 

Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Peta dan Analisis Ketahanan dan 

Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan 

1 Dok                                 -    Peta FSVA                                 -         99,04     100,00 -  Belum disosialisasikan secara 

maksimal hasil peta FSVA di 

Tingkat OPD Pemda Kota jambi 

dikarenakan dana anggaran 

yang tidak tersedia

-  Tresedianya anggaran untuk 

melakukan sosialisasi terhadap kondisi 

ketahanan pangan berdasarkan peta 

FSVA

Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan 

Pangan Kewenangan Kab/Kota

1 Dokumen                171,361,171 1 Dokumen                170,637,632 100%     100,00 

1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan 

Penyaluran Cadangan Pangan pada 

Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan 

Penyaluran Cadangan Pangan pada 

Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

1 Dok                171,361,171 1 Dok                170,637,632 100%     100,00 Minimnya Pengelolaan dan 

Monitoring terhadap 

penanganan daerah Rawan 

Pangan 

Perlu Ditingkatkan Anggaran  

Pengelolaan dan Monitoring terhadap 

penanganan daerah Rawan Pangan

Tingkat Keamanan Pangan Segar 100%                300,866,506 106,7 %                289,213,690       98,45     100,00 

Persentase Pengawasan keamanan pangan 

segar daerah kabupaten/kota

100%                300,866,506 100%                289,213,690       98,45     100,00 

1.Tingkat Pengetahuan 

Masyarakat yang masih kurang 

tentang pentingnya keamanan 

pangan segar yang beredar dan 

aman konsumsi

1. Edukasi dan pembinaan tentang 

keamanan pangan segar, pendaftaran 

produk pangan dan pencantuman label 

bagi masyarakat dan pelaku usaha 

pangan

96,15 100,00                 76,865,650 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan 

Segar Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 

Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan 

Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga Pangan 

Program Peningkatan Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat 

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN 

PANGAN

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan 

Segar Daerah Kabupaten/Kota

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

1

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Dokumen penguatan kelembagaan 

pengawas keamanan dan mutu pangan segar 

asal tumbuhan

5 Dokumen                 79,674,758 5 Dokumen

Pangan Dinas 

Pertanian dan 

Ketahanan 

Pangan (DPKP)

11

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi 

Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka 

Kecukupan Gizi

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan 

Pangan Kecamatan

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
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2. Belum Terbentuknya  OKKPD 

Kabupaten/Kota dikarenakan 

belum adanya Perda tentang 

Keamanan Pangan

2. Terus meningkatkan pelaksanaan 

pengawasan, edukasi dan pembinaan 

tentang keamanan pangan segar yang 

aman konsumsi kepada pelaku usaha 

dan masyarakat Kota Jambi pada 

umumnya.
3. Kurangnya JFT Pengawas 

Mutu Hasil Pertanian

4. Masih kurangnya kemauan 

pelaku usaha pangan/ beras 

untuk  mendaftarkan produk 

pangan (PDUK) dan 

pencantuman Label Pangan 

Segar
1. Adanya perubahan jumlah 

parameter pengujian pada 

Laboratorium Pekan Baru yang 

tidak sesuai dengan anggaran 

sehingga untuk Tahun ini 

pengujian dilakukan di 

Laboratorium Sumatera Barat

1. Melaksanakan pengiriman sampel uji 

secara langsung ke Laboratorium yang 

dituju dan mengetahui teknik perlakuan 

terhadap sampel yang akan diuji agar 

tetap segar dan kondisi baik

2. masih kurangnya pemahaman 

pelaku usaha pangan/kelompok 

tani dalam menghasilkan produk 

pangan aman konsumsi 

(tersertifikasi Prima) 

2. masih diperlukan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi dan Pembinaan 

kepada pelaku usaha pangan/Kelompok 

Tani dalam memperoleh jaminan mutu 

keamanan pangan / sertifikasi Prima

3. Tidak adanya pencatatan 

kegiatan budidaya/tanam yang 

dilakukan petani atau pelaku 

usaha mulai dari awal tanam 

sampai produksi sehingga data 

pengolahan, penanaman, 

pemupukan dan produksi tidak 

tersedia sedangkan data ini 

merupakan salah satu 

persyaratan dari registrasi 

sertifikasi prima 3

3. perlunya pendampingan dan 

pembinaan dari penyuluh pertanian 

kepada petani atau pelaku usaha untuk 

dapat  membuat catatan kegiatan usaha 

tani sehingga tersedia data-data yang 

diperlukan oleh petugas sertifikasi prima 

3. Dan data ini juga nantinya dapat 

digunakan petani sebagai acuan 

kegiatan usaha taninya. 

4.Masih adanya lahan petani 

yang belum teregistrasi areal 

pertaniannya dikarenak an 

bukan milik sendiri sehingga 

dikhawatirkan budidaya tanaman 

tersebut tidak berkelanjutan.

4. Pendataan lahan petani yangsudah 

teregistrasi areal pertaniannya bersama 

bidang tanaman pangan hortikultura.

1. Tidak tersedianya Tenaga 

yang dapat mengoperasionalkan 

mobil laboratorium mini yang 

telah di modifikasi untuk 

pelaksanaan pengawasan 

PSAT.

1. Membutuhkan dan menyiapkan 

Tenaga yang dapat 

mengoperasasionalkan mobil 

laboratorium

2. Tidak adanya JFT Pengawas 

Mutu Hasil Pertanian.

2. Membutuhkan JFT Pengawas Mutu 

Hasil Pertanian

3. Kurangnya JFT Analis 

Ketahanan Pangan

3. Membutuhkan JFT Analis Ketahanan 

Pangan

          15,392,426,945           13,860,077,676 90.04%

Indeks reformasi birokrasi perangkat 

daerah

BB 11,800,899,273 BB 10,591,328,671 90%

Peningkatan Nilai AKIP 83.5 50,542,185 83.7 47,821,010 95% 100%

1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan perangkat 

daerah

2 3,598,065 2 3,174,600 88% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

pencairan sesuai dengan 

peruntukannya

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu 

pangan segar asal tumbuhan daerah 

kabupaten/kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota

100,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian 

Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal 

Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal 

tumbuhan Daerah Kab./Kota

99,32 100,00

2

3

96,15 100,00

15 sertifikat                  29,049,730 15 sertifikat                  22,763,800 95,95

                 76,865,650 

Jumlah sertifikat Keamanan Pangan segar 

asal tumbuhan daerah kab/kota 

Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan 

Segar Daerah Kabupaten/Kota

1

               189,584,240 1 Dokumen 

(600 reagent)

               192,142,018 1 Dokumen 

(450 

reagent)

Jumlah Dokumen penguatan kelembagaan 

pengawas keamanan dan mutu pangan segar 

asal tumbuhan

5 Dokumen                 79,674,758 5 Dokumen

Pangan Dinas 

Pertanian dan 

Ketahanan 

Pangan (DPKP)

11

JUMLAH

12 Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Lingkungan 

Hidup
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2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan 

hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA 

SKPD

2 36,837,385 2 35,888,920 97% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

pencairan sesuai dengan 

peruntukannya

3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

DPA-SKPD

Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan 

hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA 

SKPD

2 3,280,306 2 2,799,580 85% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

diambil sesuai peruntukan, dan 

pajak tidak diambil

4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil 

koordinasi penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3 3,538,331 3 3,223,550 91% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

diambil sesuai peruntukan, dan 

pajak tidak diambil

5 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat 

daerah

16 3,288,098 16 2,734,360 83% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

diambil sesuai peruntukan, dan 

pajak tidak diambil

Tertib pengelolaan administrasi keuangan 100% 9,387,413,226 100% 8,324,115,644 89% 100%

1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah orang yang menerima gaji dan 

tunjangan ASN

81 8,823,309,550 66 7,760,627,624 88% 100% Sisa anggaran karena insentif 

triwulan IV tidak tercapai 

sehingga tidak dicairkan, dan 

adanya PNS yang sudah 

pensiun.

Melakukan penagihan retribusi 

kebersihan kepada pelaku kegiatan 

usaha

2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah dokumen panatausahaan dan 

pengujian/verifikasi keuangan SKPD

12 551,898,000 12 551,340,000 100% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi

dan Pelaksanaan Akuntansi

SKPD

12 7,500,000 12 7,500,000 100% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD dan

Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

3 4,705,676 4 4,648,020 99% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

Tertib pengelolaan administrasi barang 

milik daerah

100% 40,800,000 100% 40,800,000 100% 100%

1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan

Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

9 40,800,000 12 40,800,000 100% 100%

Index propesionalitas ASN perangkat 

daerah

61 258,480,000 244,508,041 95% 100%

1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya

164 136,530,000 154 128,205,000 94% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai

Berdasarkan Tugas dan

Fungsi yang Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan 

11 121,950,000 17 116,303,041 95% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

biaya kontribusi yang sudah 

terkunci dan digunakan dibawah 

anggaran yang tersedia. Biaya 

perjalanan dinas silpa 

dikarenakan biaya kontribusi nya 

sudah habis.

Mengajukan Penyesuaian standar harga 

biaya kontribusi

Tertib pengelolaan administrasi umum 100% 629,447,878 100% 617,823,460 98% 100%

1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor yang

Disediakan

2 14,739,690 2 14,675,000 100% 100%

2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang

Cetakan dan Penggandaan

yang Disediaka

2 36,288,188 2 31,718,850 87% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

3 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi

Kunjungan Tamu

1 15,000,000 1 8,550,000 57% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

2 563,420,000 2 562,879,610 100% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai SPJ.

Tertib pengelolaan administrasi umum 100% 292,169,287 100% 290,176,000 99% 100%

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Kegiatan Pengadaan barang milik daerah 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

12 Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Lingkungan 

Hidup
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1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang

Disediakan

#DIV/0! 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan

Mesin Lainnya yang

Disediakan

11 292,169,287 11 290,176,000 99% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

Tertib pengelolaan administrasi umum 100% 816,571,931 100% 743,224,716 91% 100%

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

0 0 0 0 #DIV/0! 100%

2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik yang

Disediakan

1 408,600,000 1 363,959,017 89% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai SPJ.

3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang

Disediakan

5 135,030,731 5 124,892,800 92% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Pelayanan Umum

Kantor yang Disediakan

4 272,941,200 12 254,372,899 93% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

Tertib pengelolaan administrasi umum 100% 325,474,766 100% 282,859,800 87% 100%

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

Jumlah Kendaraan

Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan

yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya

20 264,509,677 73 222,837,800 84% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

pajak beberapa kendaraan yang 

tidak bisa dibayarkan karna tidak 

ada BPKB.

2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin

Lainnya yang Dipelihara 

50 60,965,089 23 60,022,000 98% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai SPJ.

3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau

Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitas

#DIV/0!

Kesesuaian perencanaan

lingkungan hidup dengan

RPJMD

100% 8,085,120 100% 8,000,000 99% 100%

Tersusunya RPPLH Kota

Kesesuaian perencanaan

lingkungan hidup dengan

RPJMD

1 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan 

RPPLH Kabupaten/Kota

Jumlah Muatan Hasil

Penyusunan dan Penetapan

RPPLH Kabupaten/Kota

yang Disusun

Keselarasan Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis dengan 

Dokumen Perencanaan

100% 8,085,120 100% 8,000,000 99%

1 Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi 

KLHS

Jumlah KLHS yang dipantau dan di evaluasi 1 8,085,120 1 8,000,000 99%

Status mutu air sungai dan

danau Kota Jambi

7 1,020,476,268 7 985,231,124             95.39 100%

Terlaksananya pencegahan

pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup

di Kota Jambi

100% 991,376,268 100 956,131,124 96% 100%

1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap 

Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Jumlah Dokumen Uji Kualitas

Lingkungan Hidup

Dilaksanakan Terhadap

Media Tanah, Air, Udara, dan

Laut

2 138,892,330 2 128,478,000 93% 100%

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup

12 Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Lingkungan 

Hidup
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2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah 

Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi

Inventarisasi Gas Rumah

Kaca dari Sektor Lingkungan

Hidup yang Dilaksanakan

1 87,348,000 1 81,866,395 94% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

3 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium 

Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Jumlah Pengambilan Contoh

Uji, Pengujian Parameter

Kualitas Lingkungan dan

Dokumen Mutu yang

Dilaksanakan

350 765,135,938 864 745,786,729 97% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai SPJ.

Terlaksananya penanggulangan 

pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup di Kota Jambi

1 Sub Kegiatan Pemberian Informasi 

Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Jumlah Laporan Sosialisasi

Informasi Peringatan

Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan Hidup

pada Masyarakat di

Kabupaten/Kota yang

Dilaksanakan

Persentase peningkatan kualitas 

lingkungan hidup

22.50% 29,100,000 -4.21 29,100,000 100% 100%

1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan 

Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang 

menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Luas area yang dilakukan pembersihan unsur 

pencemar di kabupaten/kota yang menjadi 

kewenangan kabupaten/kota

300 29,100,000 300 29,100,000 100% 100%

Meningkatnya indeks kualitas tutupan 

lahan

49.93 7,094,360,822 50.87 6,914,610,440               0.97 100%

Persentase peningkatan pengelolaan 

keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi

0.08% 7,094,360,822 0.02 6,914,610,440 97% 100%

1 Sub Kegiatan Pengelolaan Taman 

Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan 

Hutan

Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang 

dikelola lingkup kewenangan kabupaten/ kota

3 1,170,509,320 3 1,165,517,544 100% 100%

2 Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH)

Luas RTH yang Dikelola

Lingkup Kewenangan

Kabupaten/Kota

971.18 5,571,803,243 971.18 5,398,695,950 97% 100% Sisa anggaran BBM, gaji PHL 

dikarenakan dicairkan sesuai 

peruntukan.

3 Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan 

Prasarana Keanekaragaman Hayati

Jumlah Sarana dan

Prasarana Keanekaragaman

Hayati yang Dikelola

53 352,048,259 53 350,396,946 100% 100%

Persentase pengendalian bahan berbahaya 

dan beracun (B3) dan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (limbah B3)

100% 23,269,115 100% 21,170,975 91% 100%

Persentase penyimpanan sementara 

limbah B3

100% 18,839,435 100% 16,995,975 90% 100%

1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan 

Komitmen Izin Penyimpanan Sementara 

Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

Jumlah Fasilitasi

Persetujuan/Izin

Penyimpanan sementara

Limbah B3 yang

Dilaksanakan Melalui Sistem

Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

17 12,843,260 17 12,548,000 98% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

2 Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan  untuk 

Memastikan Pemenuhan Persyaratan 

Administrasi dan Teknis Penyimpanan 

Sementara Limbah B3

Jumlah Laporan Kegiatan

Verifikasi Lapangan

Pemenuhan Komitmen

Persetujuan/Izin

Penyimpanan sementara dan

Pengumpulan Limbah B3

20 5,996,175 6 4,447,975 74% 50% Sisa anggaran dikarenakan 

anggaran perjalanan dinas 

digunakan sesuai dengan 

pengajuan dari perusahaan.

Melakukan pembinaan dan pengwasan 

terhadap kegiatan usaha

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (Limbah B3)

Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

Kabupaten/ Kota

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

(KEHATI)

Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

12 Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Lingkungan 

Hidup
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Terkelolanya limbah medis

yang bersumber dari fasilitasi

isolasi diluar fasilitas

pelayanan kesehatan

100% 4,429,680 4,175,000 94%

1 Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan 

Penyimpanan Sementara Limbah B3 di 

Kabupaten/Kota

Jumlah pengumpulan dan penyimpanan 

sementara limbah B3 yang dibina

100 4,429,680 14 4,175,000 94%

Persentase pembinaan dan pengawasan 

terhadap izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup (PPLH)

100% 247,002,275 100% 230,579,918 93% 100%

Persentase pembinaan dan pengawasan 

terhadap usaha di bidang lingkungan hidup

100% 247,002,275 100% 230,579,918 93% 100%

1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan 

Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan 

dan/atau Izin PPLH

Jumlah Rekomendasi

dan/atau Persetujuan Teknis,

Persetujuan Lingkungan, dan

Surat Kelayakan Operasi

yang Diberikan

150 88,509,850 110 88,185,690 100% 100%

2 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti 

bimtek/kursus/pelatihan

9 47,000,000 4 33,094,218 70% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

adanya bimtek yang 

dilaksanakan secara online 

serta biaya bimtek yang 

beberapa sudah ditanggung 

panitia.
3 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin 

PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Laporan Dari Usaha

dan/atau Kegiatan yang

Diawasi Izin Lingkungan,

Persetujuan Lingkungan,

Surat Kelayakan Operasi

oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

160 111,492,425 166 109,300,010 98% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai SPJ.

Persentase orang atau lembaga yang 

mendapatkan fasilitasi pendidikan, 

pelatihan dan penyuluhan lingkungan 

hidup

100% 89,689,330 100 85,055,000 95% 100%

Persentase orang atau lembaga yang 

mendapatkan fasilitasi pendidikan, 

pelatihan dan penyuluhan lingkungan 

hidup

100% 89,689,330 100 85,055,000 95% 100%

1 Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli 

Lingkungan Hidup

Jumlah Pendampingan

Pembinaan Gerakan Peduli

dan Berbudaya Lingkungan

Hidup yang Dilaksanakan

2 17,698,950 2 17,595,000 99% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

2 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang 

Lingkungan Hidup untuk Lembaga 

Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga/kelompok

Masyarakat/Institusi yang

Terdaftar yang Meningkat

Kapasitas dan

Kompetensinya Terkait PPLH

3 71,990,380 3 67,460,000 94% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai peruntukan.

Persentase penanganan pengaduan kasus 

lingkungan hidup

100% 87,456,400 100% 86,339,885 99% 100%

Persentase penanganan pengaduan kasus 

lingkungan hidup

100% 87,456,400 100% 86,339,885 99% 100%

1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota

Jumlah Pengaduan

Masyarakat Terhadap PPLH

Kabupaten/Kota yang

Ditindaklanjuti/Ditangani

35 16,587,800 2 16,456,815 99% 100% Sisa anggaran dikarenakan tidak 

adanya kasus yang memerlukan 

uji laboratorium.

2 Sub Kegiatan Penerapan Sanksi administrasi 

yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah penerapan sanksi administratif yang 

dikenakan kepada penanggung 

jawabusaha/kegiatan yang tidak taat dan 

menjadi kewenangan kabupaten/kota

18 70,868,600 54 69,883,070 99% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai SPJ.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, 

dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap 

Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di 

Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan 

Hidup

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap 

Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan 

dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah 

12 Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Lingkungan 

Hidup
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Persentase pengelolaan persampahan 97.25% 35,342,322,850 96.41% 34,017,832,263 96% 100%

Persentase berkurangnya sampah yang 

terangkut ke TPA

23.00% 35,342,322,850 22.46% 34,017,832,263 96% 100%

1 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta 

Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Jumlah Masyarakat,

Kelompok Masyarakat atau

Para Pihak Lainnya yang

Terlibat Aktif dalam Kegiatan

Pengelolaan Sampah

Berbasis Masyarakat

2 23,274,960 3 23,108,050 99% 100%

2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan

Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Bersama Pemerintah

Pusat, Provinsi maupun

Pihak Lain di Luar

Kabupaten/Kota untuk

Pengelolaan Sampah

Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Persampahan

Sesuai dengan Rencana

Induk Pengelolaan Sampah

dan Mengacu pada

Jakstrada

1.00 4,950,000 1 4,950,000 100% 100%

3 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui 

Pengangkutan

Jumlah sampah yang tertangani melalui 

proses pengangkutan

116613.84 25,968,914,904 133995.63 25,673,978,486 99% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

pembayaran gaji PHL 

disesuaikan dengan kehadiran, 

BBM 

4 Sub Kegiatan Pengurangan Sampah melalui 

Pendauran Ulang Sampah

Jumlah sampah yang terdaur ulang 11416.94 836,367,454 19298.19 819,098,630 98% Sisa anggaran dikarenakan 

dicairkan sesuai SPJ.

5 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui 

Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST 

Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional

Jumlah sampah yang tertangani melalui 

pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST 

Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional

200000 8,508,815,532 131616630 7,496,697,097 88% 100% Sisa anggaran dikarenakan 

adanya selisih harga  BBM 

dexlite dan dicairkan sesuai SPJ

          55,713,561,453           52,940,148,276               0.95 

Indek Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

96             8,684,870,800 96             8,098,929,824 93% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Belum Mencapai Target

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 86                  30,609,220 86                  26,970,050 88% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Belum Mencapai Target

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

2 Dokumen                  23,975,421 2 Dokumen                  20,490,375 85% 100% Menyesuaikan dengan rapat 

pada OPD dan Jumlah 

Pendidikan Tenaga Administrasi

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6 Dokumen                    6,633,799 6 Dokumen                    6,479,675 98% 100% Menyesuaikan dengan Tenaga 

Administrasi

Efisiensi pembayaran berdasarkan 

Pendidikan Tenaga Administrasi

Tertib Administrasi Keuangan 100%             4,696,259,445 100%             4,382,358,850 93% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

53 Orang, 

53 Orang

            4,451,648,396 53 Orang, 

53 Orang

            4,175,705,405 94% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

28 Orang                214,999,894 28 Orang                177,608,795 83% 100% Menyesuaikan dengan Tenaga 

Administrasi

Efisiensi pembayaran berdasarkan 

Pendidikan Tenaga Administrasi

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

3 Laporan                  29,611,155 3 Laporan                  29,044,650 98% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah 100%                  14,400,000 100%                  14,400,000 100% 100% Menyesuaikan dengan Jumlah 

Honor

Efisiensi Pembayaran Honorarium

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Pengelolaan Sampah

Program Pengelolaan Persampahan

JUMLAH

13 Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

12 Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Lingkungan 

Hidup
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1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

100%                  14,400,000 100%                  14,400,000 100% 100% Menyesuaikan dengan Jumlah 

Honor

Efisiensi Pembayaran Honorarium

Tertib Pengelolaan Administrasi 

Kepegawaian

100%                  99,969,000 100%                  89,950,000 90% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Belum Mencapai Target

Realisasi Fisik dan Keuangan Belum 

Mencapai Target

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

105 Pcs                  86,469,000 105 Pcs                  76,890,000 89% 100% Sisa Hasil Penawaran Efisiensi Anggaran Hasil Penawaran 

Penyedia

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Terlaksannya Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Peraturan Perundang-Undangan

12 Bulan                  13,500,000 12 Bulan                  13,060,000 97% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100%             2,007,984,677 100%             1,889,229,659 94% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Belum Mencapai Target

Realisasi Fisik dan Keuangan Belum 

Mencapai Target

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

153 Buah                  20,350,124 153 Buah                  20,169,700 99% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

48 Jenjis, 28 

Unit, 25 Unit

            1,619,614,406 48 Jenjis, 28 

Unit, 25 Unit

            1,501,130,239 93% 100% Sisa Hasil Penawaran Efisiensi Anggaran Hasil Penawaran 

Penyedia

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 

Disediakan

2 Orang                  82,102,276 2 Orang                  82,020,275 100% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

4 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

1000 

Lembar

                 55,382,871 1000 Lembar                  55,381,945 100% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 30 Kali                  14,985,000 30 Kali                  14,977,500 100% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

16 Kali                215,550,000 16 Kali                215,550,000 100% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Tersedianya Barang Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

100%                630,779,962 100%                616,807,500 98% 100% Sisa Hasil Penawaran Efisiensi Anggaran Hasil Penawaran 

Penyedia

1 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau 

Lapangan yang Disediakan

1 Unit                320,000,000 1 Unit                318,000,000 99% 100% Sisa Hasil Penawaran Efisiensi Anggaran Hasil Penawaran 

Penyedia

2 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit                310,779,962 10 Unit                298,807,500 96% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

100%                436,124,000 100%                376,910,709 86% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Belum Mencapai Target

Realisasi Fisik dan Keuangan Belum 

Mencapai Target

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan  Jasa

Surat Menyurat

1200 Surat                  96,124,000 1200 Surat                  76,059,200 79% 100% Menyesuaikan dengan Tenaga 

Administrasi

Efisiensi pembayaran berdasarkan 

Pendidikan Tenaga Administrasi

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air

dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan  Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

42 Mbps                340,000,000 42 Mbps                300,851,509 88% 100% Menyesuaikan dengan 

Kebutuhan Telepon dan Air 

pada Bulan Berjalan

Efisiensi Pembayaran berdasarkan 

kebutuhan Telpon dan air 

Meningkatnya Kualitas Barang Milik 

Daerah

100%                768,744,496 100%                702,303,056 91% 100% Menyesuaikan dengan 

Kebutuhan Pembayaran Pajak 

dan Kebutuhan Pemeliharaan 

Peralatan

Efisiensi anggaran dengan Kebutuhan 

Pembayaran Pajak dan Kebutuhan 

Pemeliharaan Peralatan

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajaknya

36 Unit, 36 

Unit, 36 Unit

               334,145,200 36 Unit, 36 

Unit, 36 Unit

               285,469,987 85% 100% Menyesuaikan dengan 

Kebutuhan Pembayaran Pajak

Efisiensi pembayara dengan Kebutuhan 

Pembayaran Pajak

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

12 Bulan                192,654,900 12 Bulan                176,233,100 91% 100% Menyesuaikan Kebutuhan 

Pemeliharaan dan Tenaga 

Keamanan

Efisiensi pembayaran  Kebutuhan 

Pemeliharaan dan Tenaga Keamanan

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 UNIT                241,944,396 1 UNIT                240,599,969 99% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Cakupan Kepemilikan Dokumen 

Kependudukan

100%                263,061,555 100%                260,999,021 99% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Meningkatnya Penerbitan Dokumen 

Kependudukan

100%                181,849,515 100%                180,398,021 99% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

13 Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
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1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan

Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, 

Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen 

Atas Pendaftaran Penduduk

23.162 

Dokumen

               181,849,515 23.162 

Dokumen

               180,398,021 99,98% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Terlaksananya pelayanan Dokumen 

Kependudukan

100%                  81,212,040 100%                  80,601,000 99% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain

Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait

Pendaftaran Penduduk sesuai dengan 

Kebutuhan

Jumlah Dokumen Kependudukan selain 

Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait 

Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan 

Kebutuhan yang Tersedia

Formulir 

Layanan 

Adminduk 

460 Buku

                 81,212,040 Formulir 

Layanan 

Adminduk 

460 Buku

                 80,601,000 99% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Cakupan Kepemilikan Dokumen 

Pencatatan Sipil

100%                316,062,095 100%                305,895,757 97% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Meningkatnya Penerbitan dokumen 

Pencatatan Sipil

100%                316,062,095 100%                305,895,757 97% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan

Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, 

Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen 

Atas Pelaporan Peristiwa Penting

400 Buku                185,197,097 400 Buku                182,599,757 99% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan 

Sipil 

Jumlah Layanan Pencatatan Sipil

yang Ditingkatkan

62 

Kelurahan 

dan sekolah-

sekolah

                 59,891,598 62 Kelurahan 

dan sekolah-

sekolah

                 58,544,000 98% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

3 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain

Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait

Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan

Jumlah Dokumen Kependudukan selain 

Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait 

Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan 

yang Tersedia

20000 Akta, 

Formulir 

Layanan 

Akta 

Pencatatan 

Sipil

                 70,973,400 20000 Akta, 

Formulir 

Layanan 

Akta 

Pencatatan 

Sipil

                 64,752,000 91% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Persentase validitas database 

kependudukan

95% 95% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan 100% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Meningkatnya Validitas database 

kependudukan

95%                425,863,681 95%                423,302,960 99% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

1 Pengolahan dan Penyajian Data 

Kependudukan

Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang 

Diolah dan Disajikan

282786 

Data, 

156026 Data

               393,659,929 282786 Data, 

156026 Data

               391,357,065 99% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan 

Data Kependudukan

3 OPD                  32,203,752 3 OPD                  31,945,895 99% 100% Menyesuaikan dengan Tenaga 

Administrasi

Menyesuaikan dengan Tenaga 

Administrasi

Meningkatnya penataan pelayanan, 

sosialisasi adminduk dan pencatatan sipil

100%             1,675,742,627 100%             1,644,311,142 98% 100% Sisa Hasil Penawaran Efisiensi Anggaran Hasil Penawaran 

Penyedia

1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan

22 Kali                  29,686,200 22 Kali                  29,338,800 99% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

2 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data

Kependudukan

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 

Pemanfaatan Data Kependudukan

22 OPD                  64,316,336 22 OPD                  59,083,980 92% 100% Menyesuaikan dengan Tenaga 

Administrasi

Efisiensi pembayaran berdasarkan 

Pendidikan Tenaga Administrasi

3 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan

Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan

15 Kali                186,947,714 15 Kali                179,967,479 96% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

4 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada

Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan 

Masyarakat

12 Kali             1,394,792,377 12 Kali             1,375,920,883 99% 100% Sisa Hasil Penawaran Efisiensi Anggaran Hasil Penawaran 

Penyedia

Meningkatnya Tata Kelola Adminduk dan 

Kinerja Operator SIAK

100%                  47,748,185 100%                  44,637,750 93% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah 

Mencapai Target

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

100%

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan

Pengumpulan Data Kependudukan dan

Pemanfaatan dan Penyajian Database

Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

            2,112,251,852 98%

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan

13

Pelayanan Pencatatan Sipil

Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

            2,149,354,493 

Penataan Pendaftaran Penduduk
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1 Pembinaan dan Pengawasan Terkait 

Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan 

Pengawasan Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan

30 

LAPORAN

                 47,748,185 30 

LAPORAN

                 44,637,750 93% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah 

Mencapai Target

Tingkat Penyajian Data Kependudukan 100%                  35,899,691 100%                  34,218,000 95% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

meningkatnya kualitas profil 

kependudukan

100%                  35,899,691 100%                  34,218,000 95% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

1 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan

Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan 

yang

lain

Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan 

dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan 

yang Lain yang tersusun

90 Buku                  35,899,691 90 Buku                  34,218,000 95% 100% Realisasi Fisik dan Keuangan 

Sudah Mencapai Target

          11,449,248,634               100           10,812,294,454 94% 100%

Persentase Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan 

Masyarakat Hukum Adat.

89             5,134,374,903 89             5,042,114,801 98%           98.20 

Jumlah Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Mendapatkan 

Layanan Pengaduan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

89             5,134,374,903 89             5,042,114,801 98%           98.20 

1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan ( 

RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif 89 %                418,188,212 89                410,566,993 98%           98.18 Sisa penawaran dan silpa 

anggaran untuk moderator 

acara, dikarenakan adanya 

perubahan konsep acara, 

pelaksanaan kegiatan rakon 

LPM, KPM dan Pokjanal 

Posyandu yang awalnya 

direncanakan untuk 

dilaksanakan terpisah,namun 

dikarenakan menggunakan 

narasumber dari luar daerah, 

maka untuk efisiensi kegiatan 

pelaksanaan acara digabungkan 

diwaktu bersamaan

2 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Kelembagaan Lembaga Kemasayarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, 

LPM, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Adat

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat

150 Unit             3,298,124,910 150             3,232,231,759 98%           98.00 Silpa merupakan 1. Hadiah 

Kampung Bantar, dikarenakan 

proyeksi perkategori hadiah 

yang sulit untuk dipastikan tepat 

sesuai dengan kondisi 

dilapangan, dikarenakan jumlah 

KK di wilayah RT yang terus 

berubah, dan keikutsertaan RT 

nominasi tiap tahunnya tidak 

dapat dipastikan jumlahnya 

perkategori. Disamping itu waktu 

persiapan pada periode kedua 

sangat singkat sehingga 

kesiapan RT tidak maksimal 

untuk mengikuti Kampung 

Bantar             2. Sisa 

Penawaran            3. Sisa 

pembayaran Gaji TKK 
3 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Kelembagaan Lembaga Kemasayarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, 

LPM, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Adat

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  

dan  Pemerintah Desa dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa

3 Dokumen                  71,033,310 3                  69,576,990 98%           97.95 Sisa penawaran 

Penyusunan Profil Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL

KEPENDUDUKAN

14

JUMLAH

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa

DPMPPA

13 Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota 

serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 

Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat 

Hukum Adat
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4 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah 

Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat 

Guna

3 Laporan                112,459,850 3                111,457,930 99%           99.11 Sisa penawaran 

5 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim 

Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan 

Gerakan Pemberdayaan   Masyarakat   dan   

Kesejahteraan

Keluarga

3 Dokumen             1,234,568,621 3             1,218,281,129 99%           98.68 Selain sisa penawaran, silpa 

merupakan anggaran pada 

bahan percontohan untuk 

pelatihan dan persiapan lomba 

10 Program PKK Tingkat 

Provinsi, namun pelatihan 

didasarkan pada program kerja 

PKK setiap pokja, yang 

terkadang berubah sesuai 

dengan fokus pelaksanaan 

program dari TP PKK Pusat dan 

untuk lomba 10 Program PKK 

Tingkat Provinsi di Tahun 2023 

ditiadakan  
            5,134,374,903             5,042,114,801 98%           98.20 

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

97.00%             6,783,594,858 97.00%             6,086,321,505 90% 100.00

Tersusunnya Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

100%                  36,505,482 100%                  36,353,200 100% 100.00

1 Penyusunan dokumen perencanaan 

perangkat daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

10 Dokumen                  36,505,482 10 Dokumen                  36,353,200 100% 100.00

Tersusunnya Dokumen Penatausahaan 

Keuangan Perangkat Daerah

100%             4,601,255,535 100%             4,013,546,600 87% 100.00

1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

37 Orang             4,429,781,770 37 Orang             3,843,696,101 87% 100.00

2 Pelaksanaan penantausahaan dan pengujian/ 

verifikasi keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah 

Pengelola Keuangan

5 Dokumen                165,934,400 5 Dokumen                164,455,999 99% 100.00

3 Koordnasi dan penyusunan laporan keuangan 

bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3 Dokumen                    5,539,365 3 Dokumen                    5,394,500 97% 100.00

Tersusunnya Administrasi barang milik 

daerah pada perangkat daerah

100%                  69,738,265 100%                  66,296,000 95% 100.00

1 Penatausahaan barang milik daerah pada 

SKPD 

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

8 Laporan                  69,738,265 8 Laporan                  66,296,000 95% 100.00

Tersusunnya Dokumen Kepegawaian 

Perangkat Daerah

100%                173,299,432 100%                172,110,200 99% 100.00

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

125 Stel                  93,750,000 125 Stel                  93,125,000 99% 100.00

2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

33 Dokumen                  57,549,432 33 Dokumen                  57,325,200 100%

3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang 

Undangan

2 Orang                  22,000,000 2 Orang                  21,660,000 98% 100.00

Tertib Administrasi 100%                303,654,191 100%                298,091,444 98% 100.00

1 Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1 Paket                    3,137,948 1 Paket                    2,805,000 89% 100.00

2 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

4 Paket                  48,735,815 4 Paket                  45,283,400 93% 100.00

3 Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

2 Paket                  14,596,500 2 Paket                  14,225,000 97% 100.00

4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

15 Laporan                233,010,000 15 Laporan                232,158,044 100%

5 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

2 Dokumen                    4,173,928 2 Dokumen                    3,620,000 87% 100.00

Administrasi keuangan perangkat daerah

Administrasi barang milik daerah pada perangkat 

daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

15 Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

14 Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa

DPMPPA

JUMLAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah 
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Terpenuhinya Pengadaan Sarana 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100%                754,998,928 100%                749,885,000 99% 100.00

1 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau 

lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Disediakan

1 Unit                550,800,000 1 Unit                550,800,000 100%

2 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit                  40,071,000 100 Unit                  38,850,000 97%

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

100                164,127,928 100                160,235,000 98% 100.00

Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

100%                292,413,025 100%                226,910,051 78% 100.00

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

3 Laporan                208,640,000 3 Laporan                143,603,051 69% 100.00

2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

3 Laporan                  83,773,025 3 Laporan                  83,307,000 99% 100.00

Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas 

Operasional atau lapangan dan Peralatan 

Kantor

100%                551,730,000 100%                523,129,010 95% 100.00

1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan, pajak, da perizinan kendaraan 

dinas operasional atau lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

66 Unit                531,800,000 66 Unit                504,057,010 95% 100.00

2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

15 Unit                  19,930,000 15 Unit                  19,072,000 96% 100.00

Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro 

Pengendalian Kependudukan

100%                181,897,885 100%                179,632,390 99% 100.00

Persentase Pelaksanaan Kebijakan 

Pengendalian Kuantitas Penduduk

100%                106,915,189 100%                104,899,694 98% 100.00

1 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi 

Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur 

Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI 

dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal  

Jumlah Satuan Pendidikan yang 

Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan 

Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan 

Kependudukan Jalur Formal di Satuan 

Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, 

Jalur Nonformal dan Informal

8 Satuan 

Pendidikan

                 61,569,261 8 Satuan 

Pendidikan

                 60,248,261 98% 100.00

2 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program 

Bangga Kencana

Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program 

Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 

1 Laporan                  45,345,928 1 Laporan                  44,651,433 98% 100.00

Persentase Pemetaan Perkiraan yang 

berkaitan dengan rancangan Pengendalian 

Penduduk

100%                  74,982,696 100%                  74,732,696 100%

1 Penyediaan data dan informasi keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang 

Tersedianya 

1 Dokumen                  74,982,696 1 Dokumen                  74,732,696 100% 100.00

Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan 

Lini Lapangan  dan Rasio Aseptor KB,

11 

Kecamatan     

70,21 %

            8,021,314,264 11 

Kecamatan     

70,21 %

            7,619,526,846 95% 100.00

Persentase Terwujudnya Pemahaman dan 

Kemitraan Stakeholder Tentang KB

100%             2,975,216,764 100%             2,915,372,911 98% 100.00

1 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Organisasi yang Mendapatkan 

Advokasi Program Bangga Kencana 

(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana) kepada Stakeholders 

dan Mitra Kerja

50 

Organisasi

                 80,000,000 50 

Organisasi

                 80,000,000 100% 100.00

2 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE 

Program Bangga Kencana

Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana 

(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya 

Lokal

11 Dokumen                160,000,000 11 Dokumen                158,125,216 99% 100.00

15 Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Pemetaan parkiran pendendalian penduduk 

cakupan daerah kabupaten/kota

Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan 

edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB 

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah 

daerah 

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintahan daerah

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan 

pemerintah daerah provinsi dengan pemerintahan 

PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA ( KB)

Pengadaan barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah

Lampiran 3 - 50



KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

 REALISASI 

INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

3 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai 

Penyuluhan Bangga Kencana

Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan 

Pendistribusian KIE, Program bangga 

Kencana (Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan dan Keluarga Berencana)

5 Unit                900,800,000 5 Unit                857,752,067 95% 100.00

4 Pelaksanaan Mekanisme Operasional 

Program Bangga Kencana melalui Rapat 

Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat 

Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini 

Lokakarya (Minilok)

Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program 

Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 

Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik 

serta Media Luar Ruang

11 Dokumen                165,000,000 11 Dokumen                165,000,000 100% 100.00

5 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 

Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik 

serta Media Luar Ruang

Jumlah Laporan Mekanisme Operasional 

Program Bangga Kencana (Pembangunan 

Keluarga, Kependudukan dan Keluarga 

Berencana) Melalui Rapat Koordinasi 

Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi 

Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)

11 Laporan                  16,500,000 11 Laporan                  16,280,000 99% 100.00

6 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

Jumlah laporan Hasil Pengelolaan 

Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan 

Bangga Kencana 9Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan dan Keluarga Berencana)

11 Laporan                651,374,000 11 Laporan                649,674,000 100% 100.00

7 Advokasi Program Bangga kencana oleh 

pokja advokasi kepada Stakeholders dan 

Mitra Kerja

Jumlah laporan hasil Pengendalian Program 

KKBPK

11 Laporan             1,001,542,764 11 Laporan                988,541,628 99% 100.00

Persentase Angka Pemakaian 

Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah 

Usia 15 - 49 Tahun

62.65%             4,896,047,500 70.00%             4,554,123,935 93% 100.00

1 Pengendalian pendistribusi alat dan obat 

kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan 

KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan 

dan jejaringannya

Jumlah Laporan Pengendalian 

Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi 

dan Sarana Penunjang KB ke Fasilitas 

Kesehatan Termasuk Jaringan dan 

Jerjaringannya

2 Laporan                  74,700,000 2 Laporan                  74,680,000 100% 100.00

2 Peningkatan kesetaraan penggunaan metode 

kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

Jumlah Orang yang mengikuti kesertaan 

penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP)

90 Orang                986,168,000 90 Orang                744,841,000 76% 100.00

3 Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang pelayanan KB 60 Unit             3,671,700,046 60 Unit             3,572,077,852 97% 100.00

4 Pembinaan pelayanan keluarga berencana 

dan kesehatan reproduksi di fasilitas 

kesehatan termasuk jaringan dan 

jejaringannya

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan 

Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk 

Jaringan dan Jejaringannya

112 Laporan                    9,999,957 112 Laporan                    9,911,627 99% 100.00

5 Dukungan operasional pelayanan KB 

bergerak 

Jumlah Laporan Dukungan Operasional 

Pelayanan KB Bergerak

33 Laporan                153,479,497 33 Laporan                152,613,456 99% 100.00

Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan 

Lini Lapangan

100%                150,050,000 100%                150,030,000 100% 100.00

1 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 

Bangga Kencana di Kampung Keluarga 

Berkualitas

Jumlah Kampung KB yang Mengikuti 

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 

Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan dan keluarga Berencana) di 

Kampung KB

68 Kampung 

KB

               150,050,000 68 Kampung 

KB

               150,030,000 100% 100.00

Persentase Keluarga yang mengikuti 

Kelompok Kegiatan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga

1.88%             2,571,468,993 1.88%             2,483,194,293 97% 100.00

Tercapainya Sarana dan Prasarana 

Kelompok Poktan untuk menambah 

pengetahuan kader Poktan

100%             2,328,227,000 100%             2,244,578,000 96% 100.00

1 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran 

Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan 

Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran 

Keluargadalam Keterlibatan Perencanaan 

Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

1829 

Keluarga

               503,627,000 1829 

Keluarga

               480,003,000 95% 100.00

15 Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Pemberdayaan dan peningkatan peran serta 

organisasi kemasyarakatan tingkat daerah 

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui 

pembinan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat 

dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan 

pelayanan KB di daerah kabupaten/kota 
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2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor 

(UPPKA)

Jumlah Keluarga yang mengikuti Kelompok 

Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan 

Keluarga

25 Paket                300,000,000 25 Paket                239,975,000 80% 100.00

3 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola 

dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan 

Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 

PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Jumlah Kader yang mengikuti Kelompok 

Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan 

Keluarga

2420 Group             1,524,600,000 2420 Group             1,524,600,000 100% 100.00

Meningkatnya Pengetahuan Kelompok 

Kegiatan dan UPPKS

100%                243,241,993 100%                238,616,293 98% 100.00

1 Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan 

organisasi kemasyarakatan dalam 

pengelolaan program ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, 

PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan  ekonomi 

keluarga/UPPKS)

Jumlah Organisasi yang Mengikuti 

Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi 

Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonom Keluarga/UPPKS)

93 

Organisasi

               243,241,993 93 

Organisasi

               238,616,293 98% 100.00

          17,558,276,000           16,368,675,034 93% 100.00

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

100%      13,202,964,465.00 100%      11,789,504,409.00 89.29% 100% Efisiensi Anggaran dan 

Anggaran silpa di sub 

kegiatan Penyediaan Gaji dan 

tunjangan ASN dikarenakan 

Target pemungutan retribusi 

PAD tidak sepenuhnya 

tercapai sehingga Belanja 

insentif bagi ASN atas 

pemungutan retribusi tidak 

terealisasi sepenuhnya 

Akan dilakukan perhitungan yang 

lebih matang lagi dalam hal 

perencanaan.

Persentase Peningkatan Nilai Sakip 100%               6,390,827.00 100%               4,117,250.00 64.42% 100%  Efisiensi Anggaran 

1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

10 Dokumen               6,390,827.00 10 Dokumen               4,117,250.00 64.42% 100%

Tertib Administrasi Keuangan 100%        8,998,493,122.00 100%        8,012,564,618.00 89.04% 100%

1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan 

Tunjangan Asn

Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan 

Tunjangan Asn

73 Pengawai        7,661,413,037.00 68 Pegawai        6,823,793,918.00 89.07% 100% Efisiensi Anggaran

2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan 

Dan Pengujian/ Verfikasi Keuangan Skpd

Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan 

Pengujian/ Verfikasi Keuangan Skpd

100 

Dokumen

       1,329,549,600.00 100 

Dokumen

       1,182,851,200.00 88.97% 100%  Target pemungutan retribusi 

PAD tidak sepenuhnya tercapai 

sehingga Belanja insentif bagi 

ASN atas pemungutan retribusi 

tidak terealisasi sepenuhnya  

 Akan melakukan evaluasi internal agar 

target PAD tahun selanjutnya dapat 

tercapai 

3 Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd 

Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd

1 Laporan               7,530,485.00 1 Laporan               5,919,500.00 78.61% 100% Efisiensi Anggaran

Persentase Peningkatan Indeks 

Profesionalitas Asn

100%           638,400,000.00 100%           564,541,252.00 88.43% 100%  Efisiensi Anggaran 

1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

3 Paket           535,400,000.00 3 Paket           532,069,000.00 99.38% 100%

2 Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan 

Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan 

Pelatihan

10 Orang           103,000,000.00 10 Orang             32,472,252.00 31.53% 100% Efisiensi Anggaran

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100%        1,452,501,175.00 100%        1,363,975,053.00 93.91% 100%

1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor Dan Fungsi

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan Kantor Yang 

Disediakan

1 Paket             46,794,770.00 1 Paket             34,710,000.00 74.17% 100%  Efisiensi Anggaran 

2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan 

Kantor Yang Disediakan

4 Paket           858,849,274.00 4 Paket           832,997,000.00 96.99% 100%

3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang 

Disediakan

4 Paket           141,059,856.00 4 Paket           122,004,000.00 86.49% 100%  Efisiensi Anggaran 

15 Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Pelaksanaan dan peningkatan peran serta 

organisasi kemasyarakatan tingkat daerah 

JUMLAH

Dinas 

Perhubungan

Perhubungan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kab/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan 
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4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 

Dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan Dan 

Penggandaan Yang Disediakan

4 Paket             57,062,275.00 4 Paket             37,225,000.00 65.24% 100% Efisiensi Anggaran

5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan             26,685,000.00 12 Laporan             20,467,500.00 76.70% 100% Efisiensi Anggaran

6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

12 Laporan           322,050,000.00 12 Laporan           316,571,553.00 98.30% 100%

Persentase Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

100%           487,500,000.00 100%           436,787,558.00 89.60% 100%

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

12 Laporan             12,500,000.00 12 Laporan               9,625,000.00 77.00% 100%  Efisiensi Anggaran 

2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 

Yang Disediakan

12 Laporan           475,000,000.00 12 Laporan           427,162,558.00 89.93% 100%  Efisiensi Anggaran 

Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah

100%        1,619,679,341.00 100%        1,407,518,678.00 86.90% 100%

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

Atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau 

Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan 

Pajak Dan Perizinannya

48 Unit           496,026,849.00 48 Unit           377,792,591.00 76.16% 100%

2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang 

Dipelihara

191 Unit           346,652,500.00 191 Unit           258,326,087.00 74.52% 100%

3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

5 Unit           776,999,992.00 5 Unit           771,400,000.00 99.28% 100%

Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan 0.437        8,712,923,425.00 0.435        8,478,262,387.00 97.31% 100%

Cakupan Jalan Yang Berkeselamatan 100%        2,808,380,922.00 100%        2,791,685,840.00 99.41% 100%

1 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan 

Jalan Di Jalan Kab/Kota

Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan 

Kab/Kota Yang Tersedia

11455 Unit        1,568,695,134.00 11455 Unit        1,561,497,100.00 99.54% 100%

2 Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan

Jumlah Perlengkapan Jalan Yang 

Terehabilitasi Dan Terpelihara

46018 Unit        1,239,685,788.00 46018 Unit        1,230,188,740.00 99.23% 100%

Persentase Peningkatan Pengelolaan 

Terminal Penumpang Tipe C

50%           888,703,860.00 100%           883,047,100.00 99.36% 100%

1 Sub Kegiatan Pengawasan Operasional 

Terminal Penumpang Tipe C

Jumlah Terminal Penumpang Tipe C Yang 

diawasi

2 Unit           888,703,860.00 2 Unit           883,047,100.00 99.36% 100%

Persentase Penerbitan Izin Dalam 

Penyelenggaraan Dan Pembangunan 

Fasilitas Parkir

91.70%        2,126,566,245.00 95.85%        2,081,399,800.00 97.88% 100%

1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaran 

Dan Pembangunan Fasilitas Parkir 

Kewenangan Kab/Kota Dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan 

Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan 

Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan 

Kab/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

650 

Dokumen

          446,576,523.00 650 

Dokumen

          442,242,000.00 99.03% 100%

2 Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan Dan Pembangunan 

Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota

Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan Dan Terbangunnya Fasilitas 

Parkir Kewenangan Kab/Kota

24 Laporan        1,679,989,722.00 24 Laporan        1,639,157,800.00 97.57% 100%

Persentase Kendaraan Layak Uji 100%           980,960,796.00 100%           975,387,700.00 99.43% 100%

1 Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian 

Berkala Kendaraan Bermotor

30.000 

Dokumen

          705,167,235.00 30.000 

Dokumen

          701,523,600.00 99.48% 100%

2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan 

Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor

Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengujian 

Berkala Kendaraan Bermotor Yang 

Terpelihara

2 Unit           275,793,561.00 2 Unit           273,864,100.00 99.30% 100%

Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas 

Jalan

100%           366,057,728.00 100%           312,820,274.00 85.46% 100%

1 Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, 

Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan 

Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan 

Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah Perlengkapan Jalan Dalam Rangka 

Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Yang 

Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan Dan 

Pemeliharaan

5600 Unit           301,756,544.00 5600 Unit           254,214,074.00 84.24% 100%  Efisiensi Anggaran (Anggaran 

operasi dan modal tidak sesuai 

dengan LRA) 

2 Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan Kab/Kota

Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan 

Kab/Kota

2 Laporan             64,301,184.00 2 Laporan             58,606,200.00 91.14% 100%

Dinas 

Perhubungan

Perhubungan16

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan 

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di 

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe 

C

Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan Dan 

Pembangunan Fasilitas Parkir

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa 

Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota
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Persentase Persetujuan hasil Andalalin 

untuk jalan Kab/Kota

100%             53,204,829.00 100%                  550,000.00 1.03% 100%

1 Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan hasil 

Rekomendasi Andalalin

Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang 

Terawasi

4 Laporan             53,204,829.00 4 Laporan                  550,000.00 1.03% 100% Efisiensi Anggaran

Persentase Peningkatan Keselamatan 

Pengguna Jalan

67%        1,489,049,045.00 100%        1,433,371,673.00 96.26% 100%

1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit 

Dan Pemantauan Terminal

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit Dan 

Pemantauan Terminal

40 Laporan        1,489,049,045.00 40 Laporan        1,433,371,673.00 96.26% 100%

Rasio Layanan Angkutan Sungai Dan 

Danau

71%           210,167,110.00 75%           192,100,000.00 91.40% 100%

Persentase Peningkatan Operasional 

Pelabuhan Sungai Dan Danau

100%           210,167,110.00 100%           192,100,000.00 91.40% 100%

1 Sub Kegiatan Pengoperasian Dan 

Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau

Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang 

Beroperasi Dan Terpelihara

1 Unit           210,167,110.00 1 Unit           192,100,000.00 91.40% 100%

     22,126,055,000.00 100%      20,459,866,796.00 92.47% 100%

Cakupan Urusan Pemerintah Daerah 100%             7,594,367,267 100%             7,001,104,509 92%

Tersusun Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja

10%                  36,664,995 10%                  26,081,330 71%

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan 6 Dokumen                  17,385,627 6 Dokumen                  16,872,130 97%

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan evaluasi Perangkat Daerah 4 laporan                  19,279,368 4 laporan                    9,209,200 48%

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Terlaksananya Admnistrasi Keuangan 100%             4,885,244,179 100%             4,454,972,271 91%

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan 

tunjangan

37 Orang             4,554,227,552 37 Orang             4,144,036,511 91%

2. Pelaksanaan Penatausahaan  

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Dokumen Penatausahaan  

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

12 Dokumen                316,177,600 12 Dokumen                296,297,600 94%

3. Koordinasi dan Penyusunan laporan 

keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran 

SKPD

Jumlah laporan keuangan bulanan/Semester 

dan laporan koordinasi penyusunan laporan 

keuangan

12 Laporan                  14,839,027 12 Laporan                  14,638,160 99%

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian 100%                119,045,000 100%                106,183,284 89%

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah paket pakaian batik tradisional 1 Paket                  71,595,000 1 Paket                  60,200,000 84%

2. Bimbingan teknis implementasi perundang-

undangan

Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis 31 Orang                  47,450,000 31 Orang                  45,983,284 97%

Terlaksananya Administrasi Umum 100%                277,074,000 100%                253,726,946 92%

1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan 

penggandaan yang disediakan

1 Paket                  12,432,000 1 Paket                  11,865,000 95%

2. Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu 20 Laporan                  10,342,000 20 Laporan                  10,031,000 97%

3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah laporan penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi

50 Laporan                254,300,000 50 Laporan                231,830,946 91%

Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik 

Daerah 

32 Unit             1,433,930,817 32 Unit             1,404,445,000 98%

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapanganJumlah unit Kendaraan dinas  yang 

disediakan

6 Unit             1,398,949,999 6 Unit             1,370,000,000 98%

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang 

disediakan

9 Unit                  34,980,818 9 Unit                  34,445,000 98%

Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan 

Pemerintah Daerah 

100%                375,741,532 100%                349,390,778 93%

1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat 

menyurat

27 laporan                143,701,200 27 laporan                141,864,800 99%

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik

12 Laporan                  88,800,000 12 Laporan                  73,318,678 83%

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

Laporan penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

2 Laporan                143,240,332 2 Laporan                134,207,300 94%

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah 

100%                466,666,744 100%                406,304,900 87%

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya 

pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan 

dinas operasional atau lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional atau 

lapangan yang dipelihara dan dibayarkan 

pajak dan perizinannya

28 Unit                404,029,444 28 Unit                343,875,400 85%

Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak 

Lalulintas(ANDALALIN) Untuk Jalan Kab/Kota

JUMLAH

Dinas 

Perhubungan

Perhubungan

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan Llaj Di 

Jalan

Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan Pembangunan Dan Penerbitan Izin 

Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

16

17 Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Komunikasi dan 

Informatika

DISKOMINFO Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang 

dipelihara

56 

Unit/Tahun

                 62,637,300 56 

Unit/Tahun

                 62,429,500 100%

Persentase Peningkatan Pemanfaatan 

Aplikasi Informatika

90%             7,306,043,473 90%             7,272,390,943 100%

Terkelolanua Domain Dan Sub Domain 

Dengan Baik Dan Terkoneksinya Opd 

Dengan Jaringan Intra Pemerintah Kota 

Jambi

100%             6,524,293,679 100%             6,498,358,330 100%

1. Penyelenggaraan  Sistem Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah

Jumlah yang terhubung dan terkoneksi 

internet dengan jaringan intra Pemerintah 

Kota Jambi

12 Unit             6,524,293,679 12 Unit             6,498,358,330 100%

Indeks Spbe (Standar Menpan) 3%                781,749,794 3%                774,032,613 99%

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-

Government dalam penyelenggaraan 

Pemerintah Kota Jambi

Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan 

pengawasan e-government dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah kab/kota

18 Dokumen                182,005,994 18 Dokumen                179,253,800 98%

2. Pengembangan Aplikasi dan Proses bisnis 

Pemerintah berbasis Elektronik

Jumlah aplikasi dan proses bisnis 

pemerintahan berbasis elektronik yang 

dikembangkan

12 Unit                280,283,200 12 Unit                278,867,200 99%

3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem 

kota cerdas (smart city)

Jumlah dokumen program inovasi yang 

diimplementasikan sesuai dengan masterplan 

(smart city)

6 Dokumen                110,618,000 6 Dokumen                109,145,713 99%

4. Pengembangan dan pengelolaan sumber 

daya TIK Pemerintah Daerah 

Jumlah Dokumen Pelaksana Pengembangan 

Dan Pengelolaan Sumber Daya Tik 

Pemerintah Daerah

3 Dokumen                208,842,600 3 Dokumen                206,765,900 99%

Persentase Peningkatan Akses Dan 

Kualitas Informasi 

80%             3,582,000,260 80%             3,548,319,560 99%

Terlaksananya Pengelolaan Informasi Dan 

Komunikasi Publik 

100%             3,582,000,260 100%             3,548,319,560 99%

1. Monitoring opini dan aspirasi publik Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan 

aspirasi publik

19 Dokumen                  65,580,000 19 Dokumen                  64,080,000 98%

2. Pengelolaan media komunikasi publik Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 

pengelolaan media komunikasi publik

4 Dokumen                468,355,690 4 Dokumen                444,373,660 95%

3. Pelayanan informasi publik Jumlah dokumen hassil pelayanan informasi 

publik

12 Dokumen             1,029,384,570 12 Dokumen             1,027,350,900 100%

4 Layanan Hubungan Media Jumlah layanan hubungan media 3 Layanan             2,018,680,000 3 Layanan             2,012,515,000 100%

Terwujudnya Pengamanan Informasi 55%                  70,892,000 55%                  70,476,100 99%

Terlaksananya Penyelenggaraan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah

4 Laporan                  70,892,000 4 Laporan                  70,476,100 99%

1. Pelaksanaan keamanan informasi 

Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota 

Berbasis elektronik dan Non Elektronik

terpenuhinya layanan persandian dan 

keamanan infromasi 

4 Laporan                  70,892,000 4 Laporan                  70,476,100 99%

Tersedianya Data Statistik Sektoral 40%                  77,886,000 40%                  77,556,000 100%

Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik 

Sektoral

9 Dokumen                  77,886,000 9 Dokumen                  77,556,000 100%

1. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan diseminasi data 

statistik sektoral

Jumlah dokumen koordinasidan sinkronisasi 

pengumpulan pengelolaan, analisis dan 

diseminasi data statistik sektoral

9 Dokumen                  77,886,000 9 Dokumen                  77,556,000 100%

          18,631,189,000           17,969,847,112 96%

Persentase Pengurus Koperasi yang 

Berkompetensi

25% 134,461,795Rp          33,1% 132,824,040Rp          99% 100%

Persentase Pengurus Koperasi yang 

Berkompetensi

25% 134,461,795Rp          33,1% 132,824,040Rp          99% 100%

1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan 

Perkoperasian serta Kapasitas dan 

Kompetensi SDM Koperasi

Jumlah SDM yang memahami pengetahuan 

perkoperasian

105 Orang 134,461,795Rp          45 Orang 132,824,040Rp          99% 100% Penyesuaian Proses Harga 

Negosiasi

Persentase Omset Koperasi 6% 32,481,640Rp            15,59% 30,349,880Rp            93% 100%

Persentase Omset Koperasi 6% 32,481,640Rp            15,59% 30,349,880Rp            93% 100%

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 

PERKOPERASIAN

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi 

Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 

JUMLAH

Urusan 

Koperasi, Usaha 

Kecil dan 

Menengah

DTKK-UKM

17 Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Komunikasi dan 

Informatika

Program  Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah 

Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub 

Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk 

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

DISKOMINFO

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

Dilingkup Kota Jambi

Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi 

Publik Pemerintah Kota Jambi

Kegiatan Pengelolaan E-Government Dilingkup 
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

 REALISASI 

INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

1 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, 

Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan 

Kelembagaan, Penataan Manajemen, 

Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai 

Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses 

Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, 

Penataan Manajemen, Standarisasi, dan 

Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

70 Unit 

Usaha

32,481,640Rp            52 Unit 

Usaha

30,349,880Rp            93% 100% Penyesuaian Proses Harga 

Negosiasi

PERSENTASE PENINGKATAN UMKM 

YANG DIBINA

49,56% 1,588,137,333Rp       79,38% 1,412,296,398Rp       89% 100%

Persentase Pelaku UMKM Binaan 46,47% 1,588,137,333Rp       15,13% 1,412,296,398Rp       89% 100% Masih terbatasnya jumlah 

pelaku UMKM yang mampu 

meningkatkan kualitas 

produknya untuk dikategorikan 

produk UMKM naik kelas

Mengupayakan pembinaan secara

berkelanjutan bagi pelaku UMKM 

1 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan 

Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima 

Pembinaan dan Pendampingan Terhadap 

Usaha Mikro

1400 Unit 

Usaha

1,158,750,839Rp       10 Kelompok 

UMKM

1,037,623,943Rp       90% Penyesuaian standar

Honorarium Panitia

Penyesuaian harga proses

negosiasi

2 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan 

Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi 

SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan 

Usaha Mikro dan Kewirausahan

55 Orang 429,386,494Rp          167 Orang 374,672,455Rp          87% 100% Belanja Tenaga Ahli

(Narasumber) Pelatihan

menggunakan Tenaga Ahli

Dalam Kota

Tiket Pesawat yang

diperuntukan untuk Narasumber

Pelatihan tidak digunakan,

karena menggunakan

Narasumber dari dalam Kota
            1,755,080,768             1,575,470,318 90%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

 B             7,997,991,365  B             7,247,195,336 91%           95.84 

Nilai Sakip Sesuai Renstra 100%                113,279,290 100%                107,585,310 95% 92.26          

1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

:Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat 

Daerah dalam dokumen Perencanaan

4 Dokumen                  46,864,128 4 Dokumen 45,508,395 97% 92.95          

2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku

5 Dokumen                  66,415,162 5 Dokumen 62,076,915 93% 90.71          

Pelaksanaan Administrasi Tugas dan 

Fungsi OPD berjalan dengan baik

100%             4,509,878,837 100%             4,001,763,215 89%           98.67 

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pembayaran 

gaji dan tunjangan

  30 

Orang/bulan  

            4,115,571,959   30 

Orang/bulan  

3,618,611,080 88% 98.76          

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

jumlah dokumen pertanggungjawaban 

keuangan SKPD yang telah dibukukan, 

diverifikasi dan dilaporkan

 28 

Dokumen 

               384,100,562  28 Dokumen 379,382,695 99% 97.75          

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dokumen Laporan keuangan akhir tahun 

SKPD Lengkap dan sesuai dengan aturan 

yang berlaku  

 1 Dokumen                    4,120,504  1 Dokumen 1,473,440 36% 98.70          

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Dokumen rekonsiliasi laporan 

keuangan bulanan/semesteran SKPD yang 

sesuai dengan aturan yang berlaku

 10 Laporan                    6,085,812  10 Laporan                    2,296,000 38% 95.81          

Persentase Pemenuhan Prasarana 

Kedisiplinan Pegawai

100%                192,811,500 100%                158,768,360 82%           98.31 

1 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan

 70 Paket                132,811,500  70 Paket                126,873,000 96% 100.00        

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis 

Peraturan Undang-Undang

  7 Kali                   60,000,000   7 Kali                   31,895,360 53% 91.87          

Peningkatan Nilai Akip 100%                739,247,188 100%                725,005,329 98%           96.55 

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket KomponenInstalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

  9 Jenis                     9,825,199   9 Jenis  7,825,200 80% 98.48          

Penanaman 

Modal

DPMPTSP

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program penunjang urusan pemerintah daerah 

kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

JUMLAH

19

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO 

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan 

melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan 

Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 

Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Urusan 

Koperasi, Usaha 

Kecil dan 

Menengah

DTKK-UKM
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

 REALISASI 

INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

- Jumlah Jenis ATK

- Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang di sediakan

 5 Unit

3 Paket

               147,381,625  5 Unit

3 Paket

145,604,850 99% 94.75          

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang disediakan

  2 Unit                   56,564,114    2 Unit 56,364,965 100% 99.94          

4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   2 Laporan                 165,526,250   2 Laporan  158,416,250 96% 88.61          

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

 2 Laporan                359,950,000    2 Laporan                356,794,064 99% 98.49          

Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan 100%                833,080,000 100%                833,080,000 100%           97.76 

1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

disediakan

  3 Unit                 826,600,000 100%                826,600,000 100%           97.27 

2 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Meubel yang Disediakan  1 Unit                    6,480,000  1 Unit 6,480,000 100%           99.88 

Persentase Pelaksanaan Administrasi 

Tugas dan Fungsi OPD Berjalan dengan 

Baik

 100 %             1,147,431,395  100 %             1,028,225,922 90%           86.13 

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

disediakan

  12 

Laporan/ 

Tagihan  

               644,150,000   12 Laporan/ 

Tagihan 

544,543,472 85%           83.06 

2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang disediakan

  9 Laporan                 503,281,395   9 Laporan                 483,682,450 96%           88.71 

Persentase Cakupan Pelayanan 

Administrasi Umum

 100 %                462,263,155  100 %                392,767,200 85%           91.52 

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan 

yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

  27 Unit                   13,000,000   27 Unit  12,526,900 96%           72.32 

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

  27 Unit                 312,600,000   27 Unit  244,475,393 78%           86.22 

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja   77 Unit                   50,399,500  77 Unit  49,859,500 99%           99.04 

4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau  Bangunan 

Lainnya

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan gedung 

kantor yang terpelihara

 1 Tahun                  86,263,655  1 Tahun                  85,905,407 100%           96.57 

Peningkatan Jumlah Investor Berskala 

Nasional yang Berinvestasi di Kota Jambi

 2 Investor                133,146,902  2 Investor                130,526,150 98%           97.98 

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam 

Pemberian Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal

 1 dokumen                133,146,902  1 dokumen                130,526,150 98%           97.98 

1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha 

Kabupaten/Kota

Buku Peta Potensi Investasi dan Peluang 

Usaha Kabupaten/Kota

 1 Dokumen                133,146,902  1 Dokumen 130,526,150 98%           97.98 

Peningkatan Jumlah Calon Investor 

(pengunjung)

 10 %                210,321,500  10 %                207,090,925 98%           98.43 

Terpromosinya Informasi Peluang dan 

Potensi Penanaman Modal Di kota Jambi

 100 %                210,321,500  100 %                207,090,925 98%           98.43 

1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman 

Modal Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi 

penanaman modal kabupaten/kota

 5 Dokumen                210,321,500  5 Dokumen 207,090,925 98%           98.43 

Ketaatan Pelaporan Kegiatan Penanaman 

Modal di Kota Jambi

10%                683,036,016  -                668,688,980 98%           95.73 

Terlaksananya Pelayanan Perizinan 

Konsultasi, pendampingan serta 

pengaduan perizinan

90%                683,036,016 90%                668,688,980 98%           95.73 

Penanaman 

Modal

DPMPTSP

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang 

Penanaman Modal yang menjadi kewenangan 

daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 

Yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara 

Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal 

Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal

19
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

 REALISASI 

INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan 

Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang 

menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

100%                  72,660,000 100% 72,510,000 100%           95.89 

2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha 

melalui sistem Perizinan Berusaha bersasi 

resiko Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan 

Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Terintegrasi secara Elektronik

 5000 Pelaku 

Usaha 

               457,915,156  5000 Pelaku 

Usaha 

445,721,865 97%

3 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan 

Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis 

Resiko

Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh 

Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha 

melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi secara Elektronik

100%                  55,832,631 100% 54,369,786 97%           95.59 

4 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat 

pemantauan, analisis, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang perizinan berusaha 

berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha

100%                  96,628,229 100% 96,087,329 99%           94.13 

Ketaatan Pelaporan kegiatan Penanaman 

Modal oleh investor (LKPM)

100%                833,671,736 100%                794,376,526 95%           95.44 

Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha 

dalam Pelaksanaan Penanaman Modal

 100 %                833,671,736  100 %                794,376,526 95%           95.44 

1 Penyelesaian permasalahan dan hambatan 

yang dihadapi pelaku usaha dalam 

merealisasikan kegiatan usahanya

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan 

Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam 

merealisasikan Kegiatan Usahanya

100%                105,759,491 100% 92,392,470 87%           98.95 

2 Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko

  256 Pelaku 

Usaha  

               289,688,957   90 Pelaku 

Usaha  

275,003,596 95%           91.06 

3 Pengawasan Penanaman Moda Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha 

yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi 

pengawasan

Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi 

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan 

Berusaha

  417 

Kegiatan 

Usaha 

               438,223,288  417 

Kegiatan 

Usaha 

426,980,460 97%           97.43 

Terselenggaranya Pengelolaan data dan 

sistem informasi Penanaman Modal 

Terintegrasi Secara Elektronik

 8 Dokumen                  57,490,648  -                  56,938,975 99%           99.18 

Tersedianya data dan Informasi Perizinan 

dan Non Perizinan Berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi 

secara elektronik

 8 Dokumen                  57,490,648  -                  56,938,975 99%           99.18 

1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan 

Data dan Informasi Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik

Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan 

Non Perizinan Pada tingkat Kota

 8 Dokumen                  57,490,648  8 Dokumen                  56,938,975 99%           99.18 

            9,915,658,167             9,104,816,892 92%
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah B B 100.00%

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 69.5 67.55 97.19%

Tersedianya Dokumen Laporan Capaian 

Perencanaan

4 Laporan 89,996,501 4 Laporan 64,463,175 71.63% 100.00%

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

2 Dokumen 37,496,329 2 Dokumen 29,388,310 78.38% 100.00% Efisiensi kebutuhan belanja 

ATK, kertas cover, bahan cetak 

dikarenakan adanya proses 

negosiasi pada pemesanan e-

katalog

Dilakukannya penyesuaian anggaran

5,420,193,800

Penanaman 

Modal

DPMPTSP

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Yang Menjadi Kewenangan Daerah 

JUMLAH

20 Pemuda dan 

Olahraga

Dinas Pemuda 

dan Olahraga

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

89.72%4,862,904,481

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal

Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan 

Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

19
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

 REALISASI 

INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Laporan 6,000,172 2 Laporan 3,589,865 59.83% 100.00% Adanya keterlambatan dalam 

realisasi pada proses belanja

Pemilihan spesifikasi pada saat 

penganggaran RKA harus lebih 

diperhatikan

3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

4 Laporan 46,500,000 4 Laporan 31,485,000 67.71% 100.00% Adanya kesalahan 

penganggaran mengenai 

kebutuhan makan minum rapat

Anggaran pada sub kegiatan akan 

disesuaikan dengan kebutuhan di Tahun 

yang akan datang

Tersedianya Laporan Keuangan SKPD 6 Laporan 4,085,701,623 6 Laporan 3,713,820,406 90.90% 100.00%

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

32 

Orang/Bulan

3,539,291,106 27 

Orang/Bulan

3,217,066,576 90.90% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

12 Dokumen 515,917,222 12 Dokumen 475,737,260 92.21% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

6 Laporan 9,977,435 6 Laporan 3,180,500 31.88% 100.00% Adanya keterlambatan dalam 

realisasi pada proses belanja

Akan disesuaikan belanja sesuai dengan 

anggaran kas

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

5 Laporan 20,515,860 5 Laporan 17,836,070 86.94% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

Terlaksananya Administrasi Barang Milik 

Daerah pada SKPD

36 Laporan 33,000,000 36 Laporan 27,380,000 82.97% 100.00%

1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

36 Laporan 33,000,000 36 Laporan 27,380,000 82.97% 100.00% Adanya kesalahan pada 

penginputan realisasi anggaran 

pada aplikasi SIPD

Akan ditingkatnya ketelitian dalam 

penginputan

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian 

bagi ASN Dispora

11 Orang 135,150,000 7 Orang 132,562,000 41.19% 100.00%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan

5 Paket 110,150,000 5 Paket 109,762,000 99.65% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

5 Orang 25,000,000 6 Orang 22,800,000 91.20% 120.00% Tidak Ada Permasalahan

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

4 Laporan 443,096,229 4 Laporan 376,011,244 84.86% 100.00%

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

4 Paket 20,019,916 4 Paket 11,114,610 55.52% 100.00% Harga lampu pada pagu 

anggaran terlalu tinggi dari 

harga pasar

Akan dilakukan penyesuaian pagu 

anggaran dengan harga pasar

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

3 Paket 36,420,000 3 Paket 36,150,000 99.26% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

7 Paket 82,156,313 7 Paket 53,210,375 64.77% 100.00% Harga spanduk pada pagu 

anggaran terlalu tinggi dari 

harga pasar

Akan dilakukan penyesuaian pagu 

anggaran dengan harga pasar

4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4 Laporan 304,500,000 4 Laporan 275,536,259 90.49% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

Tersedianya Barang yang Menunjang 

Urusan Perkantoran

43 Unit 74,271,820 43 Unit 74,210,000 99.92% 100.00%

1 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 43 Unit 74,271,820 43 Unit 74,210,000 99.92% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

Tersedianya Sarana Penunjang Urusan 

Perkantoran

12 Laporan 210,560,000 12 Laporan 171,398,745 81.40% 100.00%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

12 Laporan 175,000,000 12 Laporan 137,088,745 78.34% 100.00% Pembayaran air dan listrik 

disesuaikan dengan pemakaian 

/tagihan

Dilakukannya penyesuaian anggaran

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

4 Laporan 35,560,000 4 Laporan 34,310,000 96.48% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan 

Perkantoran

20 Unit 348,417,627 20 Unit 303,058,911 86.98% 100.00%

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 

dan Dibayarkan Pajaknya

20 Unit 238,960,000 20 Unit 207,573,681 86.87% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

20 Pemuda dan 

Olahraga

Dinas Pemuda 

dan Olahraga

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

 REALISASI 

INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedun Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ 

Direhabilitasi

1 Unit 109,457,627 1 Unit 95,485,230 87.23% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

Persentase Pemuda Pelopor 88% 88% 100.00%

Persentase Wirausaha Muda Pemula 94% 94.00% 100.00%

Persentase OKP yang Aktif 96% 96.00% 100.00%

Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam 

Kepeloporan, Kewirausahaan dan 

Kepemimpinan

120 Orang 776,840,650 120 Orang 425,933,663 54.83% 100.00%

1 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas 

Daya Saing Pemuda Pelopor

Jumlah pemuda pelopor yang ditingkatkan 

kapasitas daya saingnya

120 Orang 127,532,100 120 Orang 105,310,723 82.58% 100.00% Adanya kesalahan 

penganggaran untuk belanja 

bantuan transportasi peserta

Akan dilakukan penyesuaian standar 

harga bantuan transportasi peserta di 

tahun anggaran berikutnya

2 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas 

Daya Saing Wira Usaha Pemula

Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota 

dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan 

Kapasitas Daya Saingnya

150 Orang 78,138,600 150 Orang 65,075,000 83.28% 100.00% Adanya kesalahan 

penganggaran untuk belanja 

bantuan transportasi peserta 

Akan dilakukan penyesuaian standar 

harga bantuan transportasi peserta di 

tahun anggaran berikutnya

3 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas 

Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Jumlah Pemuda Kader yang ditingkatkan 

Kapasitas daya saingnya

70 Orang 96,815,400 70 Orang 84,500,000 87.28% 100.00% Tidak Ada Permasalahan 

4 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas 

Sektor Penyelenggaraan Pelayanan 

Kepemudaan melalui Implementasi Rencana 

Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis 

Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan 

Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana 

Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota

1 Dokumen 260,338,000 1 Dokumen 102,497,940 39.37% 100.00% Kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan karena adanya 

keterbatasan anggaran pada 

Pemerintah Kota

Kegiatan akan disesuaikan dengan 

kemampuan pada Pemerintah Kota

5 Pemberian Penghargaan Pemuda dan 

Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau 

Berprestasi

Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau  

berprestasi Penerima penghargaan

5 Orang 140,774,750 5 Orang 68,550,000 48.69% 100.00% Adanya kesalahan 

penganggaran untuk belanja 

bantuan transportasi peserta

Akan dilakukan penyesuaian standar 

harga bantuan transportasi peserta di 

tahun anggaran berikutnya

6 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan 

dan Kesukarelawanan Pemuda

Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, 

Kepeloporan dan Kesukarelawanan 

Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan

50 Orang 73,241,800 - 0 0.00% 0.00% Kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan karena adanya 

keterbatasan anggaran pada 

Pemerintah Kota

Kegiatan akan disesuaikan dengan 

kemampuan pada Pemerintah Kota

Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam 

Pembangunan

1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000 100.00% 100.00%

1 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan 

Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan 

Kapasitas Organisasi Kepemudaan

1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000 100.00% 100.00% Tidak Ada Permasalahan 

Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga 91% 91.00% 100.00%

Persentase Pembinaan Cabang Olahraga 

Prestasi

89% 97% 108.99%

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di 

Kota Jambi

79.00% 390,175,000 79.00% 388,068,400 99.46% 100.00%

1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga 

Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga 

Kabupaten/Kota yang Tersedia dan 

Termanfaatkan

3 Unit 390,175,000 3 Unit 388,068,400 99.46% 100.00% Tidak Ada Permasalahan 

Terlaksananya Pembinaan dan 

Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota 

Jambi

134 Orang 2,177,680,000 161 Orang 1,691,016,087 77.65% 120.00%

1 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas 

Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Keolahragaan (Sport Science)

5 Pelatda 561,120,000 5 Pelatda 465,414,087 82.94% 100% Jasa tenaga ahli untuk kegiatan 

PPLPD tidak dapat dibayarkan 

karena adanya keterbatasan 

anggaran pada Pemerintah Kota

Kegiatan akan disesuaikan dengan 

kemampuan pada Pemerintah Kota

2 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi 

Kabupaten/Kota

Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang 

Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan

134 Orang 1,585,400,000 161 Orang 1,211,652,000 76.43% 120% Adanya pengurangan cabang 

olahraga yang dipertandingkan pada 

POPDA 2024 yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang 

semula 9 cabang olahraga menjadi 5 

cabang olahraga

Penganggaran kegiatan akan disesuaikan 

ditahun yang akan datang

3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan 

Informasi Sektoral Olahraga

Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang 

Tersedia dan Termanfaatkan

1 Dokumen 31,160,000 1 Dokumen 13,950,000 44.77% 100% Adanya ketidaksesuaian 

pelaksanaan kegiatan sesuai 

anggaran kas

Anggaran kas akan disesuaikan dengan 

agenda kegiatan di tahun anggaran 

selanjutnya

Terlaksananya Pembinaan dan 

Pengembangan Organisasi Olahraga di 

Kota Jambi

3 Organisasi 4,850,000,000 3 Organisasi 4,810,795,000 99.19% 100.00%

20 Pemuda dan 

Olahraga

Dinas Pemuda 

dan Olahraga

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan 

Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda 

Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang 

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

926,840,650 575,933,663 62.14%

7,580,655,000 7,014,529,487 92.53%PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 

SAING KEOLAHRAGAAN

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 

Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 

SAING KEPEMUDAAN

Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi 

Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 
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4
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NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

1 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan 

Organisasi Keolahragaan

3 Dokumen 4,850,000,000 3 Dokumen 4,810,795,000 99.19% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan 

dan Pemasalan Olahraga Rekreasi di Kota 

Jambi

4 Lokasi 162,800,000 4 Lokasi 124,650,000 76.57% 100.00%

1 Penyelenggaraan, Pengembangan dan 

Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, 

Pengembangan dan Pemasalan Festival dan 

Olahraga Rekreasi

1 Dokumen 162,800,000 1 Dokumen 124,650,000 76.57% 100.00% Jasa tenaga ahli untuk kegiatan 

senam tidak dapat dibayarkan 

karena adanya keterbatasan 

anggaran pada Pemerintah Kota

Kegiatan akan disesuaikan dengan 

kemampuan pada Pemerintah Kota

Persentase Gudep yang Dibina 80% 1,475,267,550 81.00% 1,469,183,069 98.45% 100.00%

Meningkatnya Anggota Pramuka yang 

Mendapatkan Pembinaan Kepramukaan

770 Orang 1,475,267,550 770 Orang 1,469,183,069 98.45% 100.00%

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data 

dan Informasi Kepramukaan Berbasis 

Elektronik

Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan 

Berbasis Elektronik yang Tersedia dan 

Termanfaatkan

1 Dokumen 96,383,430 1 Dokumen 93,870,339 97.39% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

2 Peningkatan Kapasitas Organisasi 

Kepramukaan Tingkat Daerah

Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat 

Daerah yang Meningkat Kapasitasnya

40 Orang 1,130,849,820 40 

Organisasi

1,129,414,500 99.87% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

3 Pengembangan Kapasitas SDM 

Kepramukaan Tingkat Daerah

Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 

yang Meningkat Kapasitasnya

100 Orang 248,034,300 100 Orang 245,898,230 99.14% 100.00% Tidak Ada Permasalahan

          15,402,957,000           13,922,550,700 90.39

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

60,03             6,550,762,477             5,930,795,516 91% 91%

Peningkatan Nilai AKIP 75                    8,725,934 75                    6,472,195 74% 100% Tidak Ada Masalah -

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat  

Daerah

2 Dok                    8,725,934 2 Dok                    6,472,195 74% 100% Tidak Ada Masalah -

Tertib Administrasi Keuangan 100%             4,233,324,857 100%             3,827,819,507 90% 96% Tidak Ada Masalah -

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

30 Orang             3,769,582,357 30  Org             3,369,597,907 89% 100%

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1 Laporan                458,257,600 1 Laporan                453,508,000 99% 88% Tidak Ada Masalah -

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

1 Laporan                    5,484,900 1 Laporan                    4,713,600 86% 100% Tidak Ada Masalah -

Tertib Adminstrasi Kepegawaian 100%                104,500,000 100%                  95,502,640 54% 50%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

55 Paket                  37,500,000 55 Paket                  37,450,000 54% 100% Tidak Ada Masalah -

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

6 Orang                  67,000,000 6 Orang                  58,052,640 54% 0% Tidak ada yg ikut Bimtek Perencanaan yg lebih baik

Tertib Pengelolaan Adminstrasi Umum 100%                408,427,122 100%                385,251,165 94% 91% Tidak Ada Masalah -

1 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

-                                 -   -                                 -   #DIV/0! 70% Tidak Ada Masalah -

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

1 Paket                104,966,368 1 Paket                  92,792,565 88% 91% Tidak Ada Masalah -

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

1 Paket                  20,935,754 1 Paket                  17,254,882 82% 100% Tidak Ada Masalah -

4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1  Dokumen                    9,000,000 1  Dokumen                    5,850,000 65% 100% Tidak Ada Masalah -

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 Dokumen                273,525,000 1 Dokumen                269,353,718 98% 92% Tidak Ada Masalah -

Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 100%                  73,066,664 100%                  41,216,558 56% 100% Tidak Ada Masalah -

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

1 Laporan                  73,066,664 1 Laporan                  41,216,558 56% 100% Tidak Ada Masalah -

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

100%             1,351,600,000 100%             1,341,200,000 99% 100% Tidak Ada Masalah -

1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Disediakan

5 Unit             1,351,600,000 5 Unit             1,341,200,000 99% 100% Tidak Ada Masalah -

JUMLAH

20 Pemuda dan 

Olahraga

Dinas Pemuda 

dan Olahraga

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

21 Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan

Kebudayaan 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Rekreasi

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 

Kepramukaan
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

 REALISASI 

INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100%                371,117,900 100%                233,333,451 63% 100% Tidak Ada Masalah -

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

25 Unit                349,484,000 25 Unit                218,503,451 63% 100% Tidak Ada Masalah -

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

30 Unit                  21,633,900 30 Unit                  14,830,000 69% 100% Tidak Ada Masalah -

Persentase Pengembangan Kebudayaan 100%                861,063,092 100%                829,254,912 96% 100%

Persentase Pengelolaan Kebudayaan 

Tradisional 

35%                861,063,092 35%                829,254,912 96% 100% Tidak Ada Masalah -

1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, 

Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang 

Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan 

5 Objek                861,063,092 2 Objek                829,254,912 96% 100% Tidak Ada Masalah -

Persentase Pengembangan Kesenian 

Tradisional

100%                116,884,304 100%                  90,296,800 77% 100% Tidak Ada Masalah -

Persentase Pelestarian Kesenian 

Tradisional yang Masyarakat Pelakunya 

Dalam Daerah Kota

35%                116,884,304                  90,296,800 77%

1 Sub Keg.Peningkatan Pendidikan dan 

Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian 

Tradisional

Jumlah SDM Lembaga, dan Pranata Adat 

yang dibina

100 Orang                116,884,304                  90,296,800 77% 100% Tidak Ada Masalah -

Peningkatan Persentase Pelestarian dan 

Pengelolaan Cagar Budaya

100%                  82,359,900 100%                  47,916,139 58% 90%

Persentase Sejarah Kota Jambi yang dibina 35%                  82,359,900 35%                  47,916,139 58% 90% Tidak Ada Masalah -

1 Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya Jumlah Objek diduga Cagar Budaya yang 

didaftarkan

5 Objek                  12,999,931 5 Objek                    4,350,000 33% 100% Tidak Ada Masalah -

2 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan 5 Objek                  69,359,969 6 Objek                  43,566,139 63% 80% Tidak Ada Masalah -

            7,611,069,773             6,898,263,367 90.63% 96.92%

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca 70%  Rp      5,890,321,036 68%  Rp      5,759,574,085 97.78% 98.53%

Jumlah Rata - Rata Pemustaka Pertahun 45000 

Pengunjung

 Rp      1,064,801,734 64298 

Pengunjung

 Rp      1,028,520,367 96.59% 142.88%

1 Pengembangan Perpustakaan ditingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perpustakaan Di kembangkan di 

Tingkat  Daerah Kabupaten/Kota  Sesuai 

Standar Nasional Perpustakaan Diwilayah 

Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya

1 

Perpustakaa

n

 Rp         500,000,012 1 

Perpustakaa

n

 Rp         478,220,000 95.64% 100%

2 Pembinaan Perpustakaan Pada  Satuan 

Pendidikan Dasar  di Seluruh Wilayah 

Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar 

Nasional Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan pada Satuan 

Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan 

Pembinaan dalam Mewujudkan Standar 

Nasional Perpustakaan

100 

Perpustakaa

n

 Rp           25,916,340 134 

Perpustakaa

n

 Rp           25,444,000 98.18% 134%  Masih minimnya perpustakaan 

yang memenuhi Standar 

Nasional Perpustakaan (SNP) 

Sosialiasasi tentang Standar Nasional 

Perpustakaan (SNP) dan Akreditasi 

Perpustakaan 

3 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan  

dan Pustakawan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga Perpustakaan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat 

Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan 

Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

50 Orang  Rp           39,005,420 50 Orang  Rp           36,126,000 92.62% 100%  Masih ada peserta yang 

mengikuti acara bukan tenaga 

pengelola perpustakaan/guru 

Memberikan pengertian bahwa Bimtek 

ini di peruntukan bagi tenaga pengelola 

perpustakaan 

4 Pengembangan Layanan Perpustakaan 

Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang 

Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota 

Melalui Peningkatan Koleksi

15 Layanan  Rp         387,096,343 15 Layanan  Rp         377,793,050 97.60% 100%  belum pulihnya Kerusakan pada 

aplikasi pengelolaan 

perpustakaan "inlislite" 

menyebabkan kendala dalam 

pemberian layanan   

Berkoordinasi dengan tim IT dari 

Perpustakaan Nasional untuk perbaikan 

5 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan 

Pustaka

Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan 

Pengelolaan dan Pengembangan untuk 

Mewujudkan Keberagaman Koleksi 

Perpustakaan

500 

Eksemplar

 Rp         107,340,861 927 

Eksemplar

 Rp         106,409,607 99.13% 185%  Minimnya tenaga pustakawan 

dalam proses pengolahan bahan 

pustaka terutama dalam 

pengklasifikasian buku 

Menggunakan tenaga perpustakaan 

yang ada dan meningkatkan 

kemampuan  melalui media digital

6 Penyusunan Data dan Informasi 

Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan 

Perpustakaan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, 

Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1 Dokumen  Rp             5,442,758 1 Dokumen  Rp             4,527,710 83.19% 100%  sebagian perpustakaan sekolah 

tidak menyerahkan kembali 

instrumen pendataan yang telah 

diberikan sehingga data yang 

diperoleh memadai 

Menghubungi kembali pihak 

perpustakaan sekolah untuk segera 

mengembalikan instrumen pendataan 

yang telah diberikan.

Program Pembinaan Perpustakaan

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar 

Budaya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

21 Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan

Kebudayaan 

Dinas 

Kearsipan dan 

Perpustakaan

Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat 

Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kotaa

Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya 

dalam Daerah Kabupaten/Kota

JUMLAH

Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat 

Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Kebudayaan

22 Perpustakaan
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

 REALISASI 

INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Jumlah Orang/Masyarakat Yang Terlibat 

Dalam Literasi

1310 Orang  Rp      4,825,519,302 1310 Orang  Rp      4,731,053,718 98% 100%

1 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada 

Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Khusus serta Masyarakat

Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran 

Membaca dan Literasi pada Satuan 

Pendidikan 

8 Lokus  Rp           55,721,316 8 Lokus  Rp           55,402,740 99% 100%

2 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana 

Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang 

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di 

Tempat-Tempat Umum yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3 

Perpustakaa

n 

 Rp      4,554,750,000 3 

Perpustakaa

n 

 Rp      4,461,675,798 98% 100%

3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya 

Gemar Membaca

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Penghargaan Gerakan Budaya Gemar 

Membaca Tingkat Kabupaten Kota 

24 Orang  Rp         147,059,370 24 Orang  Rp         146,178,900 99% 100%

4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi 

Sosial

Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 

di Wilayah Kabupaten/Kota yang 

Dikembangkan

4 

Perpustakaa

n

 Rp           67,988,616 7 

Perpustakaa

n

 Rp           67,796,280 100% 233.33%

Jumlah Sosialisasi Tentang Pelestarian 

Naskah Kuno

1 Naskah  Rp         114,428,701 1 Naskah  Rp         120,094,525 104.95% 100.00%

Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta 

dalam Penyimpanan, Perawatan, 

Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

1 Orang  Rp           76,342,000 2 Orang  Rp           76,203,500 100% 200%

1 Peningkataan Peran Serta Masyarakat Dalam 

Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan 

Pendaftaran Naskah Kuno

Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta 

dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, 

dan Pendaftaran Naskah Kuno

2 Orang  Rp           12,442,000 2 Orang  Rp           12,363,500 99% 100%

2 Pengembangan, Pengolahan dan 

Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki 

oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan 

Didayagunakan

Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh 

Masyarakat yang Dikembangkan untuk 

Dilestarikan dan Didayagunakan

3 Naskah  Rp           63,900,000 3 Naskah  Rp           63,840,000 100% 100%

Meningkatnya Jumlah Koleksi Budaya 

Etnis Nusantara

50 

Eksemplar

 Rp           38,086,701 75 

Eksemplar

 Rp           43,891,025 115% 150%

1 Seleksi Dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis 

Nusantara

Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil 

Seleksi Dan Pengadaan

50 

Eksemplar

 Rp           38,086,701 75 

Eksemplar

 Rp           43,891,025 115% 150%

            6,004,749,737             5,879,668,610 97.92%

Nilai Sakip 82.80%  Rp      8,869,048,071 100 %  Rp      8,092,397,348 96.50 100.00%

Tersedianya Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

23 

Dokumen

 Rp           43,552,632 23 Dokumen  Rp           42,136,010 97% 100.00%

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

11 Dokumen  Rp           41,451,856 11 Dokuem  Rp           40,497,970 98% 100.00%

2 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan  Kinerja 

dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12 Laporan  Rp             2,100,776 12 Laporan  Rp             1,638,040 78% 100.00%

Tertib Administrasi Keuangan 12 Laporan  Rp      5,636,098,667 12 Laporan  Rp      5,061,518,944 90% 100.00%

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan 

tunjangan ASN

50 Orang/ 

Bulan

 Rp      5,362,049,608 50 Orang/ 

Bulan

 Rp      4,812,073,254 90% 100.00%

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi  Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen penatausahan dan 

pengujian/Verifikasi keuangan SKPD

12 Laporan  Rp         272,299,964 12 Dokumen  Rp         247,823,550 91% 100.00%

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan keuangan 

Bulanan/Triwulan/semestreran SKPD dan 

laporan Koordinasi penyusunan Laporan 

Keuangan  Bulanan/Triwulan /Semesrteran 

SKPD

12 Laporan  Rp             1,749,095 12 Laporan  Rp             1,622,140 93% 100.00%

Tertib Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

12 Laporan  Rp         154,164,800 12 Laporan  Rp         121,543,911 79% 100.00%

1 Pengadaan Pakaian  Dinas Beserta 

Perlengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 

kelengkapannya

88 Paket  Rp           66,000,000 78 Paket  Rp           58,422,000 89% 88.64%

2 Pendidikan dan Pellatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsinya Yang Mengikuti pendidikan dan 

Pelatihan

12 Orang  Rp           88,164,800 12 Orang  Rp           63,121,911 72% 100.00%

Kearsipan

JUMLAH

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dinas 

Kearsipan dan 

Perpustakaan

23

PELESTARIAN NASIONAL NASKAH KUNO MILIK 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 

Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah 

Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan 

Naskah Kuno

Dinas 

Kearsipan dan 

Perpustakaan

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

22 Perpustakaan
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMASALAHAN
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4
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NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Tertib Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

12 Laporan  Rp         916,589,327 12 Laporan  Rp         894,200,590 98% 100.00%

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/peneranganm Bangunan Kantor yang 

disediakan

22 Paket  Rp           32,569,202 11 Paket  Rp           31,870,400 98% 50.00%

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor Yang Disediakan

6 Paket  Rp         535,663,086 8 Paket  Rp         523,490,330 98% 133.33%

3 Penyediaan bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di 

sediakan

3 Paket  Rp             5,320,308 3 Paket  Rp             5,214,400 98% 100.00%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

2 Paket  Rp           21,636,731 2 Paket  Rp           17,887,750 83% 100.00%

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12 Laporan  Rp         321,400,000 12 Laporan  Rp         315,737,710 98% 100.00%

Jumlah Unit Pengaadaan Barang Milik 

Daerah penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

16 Unit  Rp      1,040,390,067 16 Unit  Rp      1,020,029,000 98% 100.00%

1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 

Atau kendaraan Dinas Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Atau 

kendaraan Dinas Jabatan Yang Tersedia

3 Unit  Rp         996,700,000 3 Unit  Rp         985,000,000 99% 100.00%

2 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 Unit  Rp           43,690,067 13 Unit  Rp           35,029,000 80% 100.00%

Tertib  Pengelolaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

12 Laporan  Rp         600,186,051 12 Laporan  Rp         545,840,998 91% 100.00%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

12 Laporan  Rp           10,534,800 12 Laporan  Rp           10,160,000 96% 100.00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air Dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 

Yang Disediakan

12 Laporan  Rp         473,147,251 12 Laporan  Rp         425,676,998 90% 100.00%

3 Penyediaan Jasa Peralatan  Dan 

Perlengkapan  Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 

Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan

12 Laporan  Rp           36,580,000 12 Laporan  Rp           30,080,000 82% 100.00%

4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor Yang Disediakan

12 Laporan  Rp           79,924,000 12 Laporan  Rp           79,924,000 100% 100.00%

Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

12 Laporan  Rp         478,066,527 12 Laporan  Rp         407,127,895 85% 100.00%

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

pemeliharaan dan Pajak kendaraan 

Perorangan Dinas Atau Kendaraan dinas 

Jabatan

Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau 

kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara 

dan Dibayarkan Pajaknya

7 Unit  Rp         182,188,842 7 Unit  Rp         181,332,525 100% 100.00%

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

pemeliharaan dan Pajakdan Perizinan 

kendaraan Perorangan Dinas Operasional 

Atau lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau 

Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

18 Unit  Rp         225,149,350 18 Unit  Rp         172,032,970 76% 100.00%

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya  Yang 

Dipelihara

2 Unit  Rp             6,525,135 3 Unit  Rp             6,525,000 100% 150.00%

4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah  Gedung Kantor dan Bangunqan 

Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit  Rp           64,203,200 1 Unit  Rp           47,237,400 74% 100.00%

Persentase Perangkat Daerah Yang Telah  

Menerapkan Penyelenggaraan  Kearsipan 

42,3 %  Rp         353,727,275 42,3 %  Rp         334,207,680 99.99 100

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip 

Dinamis Kewenangan Kab/Kota

2 Laporan  Rp           70,886,229 2 Laporan  Rp           69,715,500 98% 100.00%

1 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan  

Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip 

Dinamis Kewenangan Kab/Kota

2 Laporan  Rp           70,886,229 2 Laporan  Rp           69,715,500 98% 100.00%

Jumlah Arsip Statis yang dilakukan 

Akuisisi, Pengolhan, Preservasi dan Akses 

Arsip Statis

5500 Arsip  Rp         193,597,705 61862 Arsip  Rp         189,852,430 98% 1125%

1 Akuisisi, Pengolahan. Preserpasi dan Akses 

Arsip Statis

Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, 

Pengolhan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

5500 Arsip  Rp         193,597,705 61862 Arsip  Rp         189,852,430 98% 1125%

Tersedianya Informasi dan  Akses Layanan 

Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Melalui JIKN

350 

Pengguna

 Rp           89,243,341 350 

Pengguna

 Rp           74,639,750 83.64% 100%

Kearsipan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pengelolaan Arsip Statis  Daerah Kabupaten/Kota

Dinas 

Kearsipan dan 

Perpustakaan

23

Pengadaan Barang Milik daerah  Penunjang 

Urusan  pemerintahan daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Program Pengelolaan Arsip

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah 

Kabupaten/Kota

PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI 

KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT 

KABUPATEN/KOTA
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1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan 

Kearsipan Tingkat Daerah kabupaten/Kota 

Melalui JIKN

Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses 

dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota Melalui JIKN

350 

Pengguna

 Rp           38,764,889 498 

Pengguna

 Rp           28,514,810 73.56% 142%

2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan 

Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan 

Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga 

Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

2 Laporan  Rp           50,478,452 2 Laporan  Rp           46,124,940 91.38% 100%

Persentase Arsip Statis Yang di Lindungi 

dan di selamatkan

1000 Arsip 

(20)

 Rp         256,050,849 2620 Arsip 

(54,2)

 Rp         192,665,620 89%

Jumlah Berkas Yang Akan Di musnahkan 2500 Arsip  Rp           29,568,353 3758 Arsip  Rp           13,758,520 46.53% 150%

1 Penilaian, Pentapan Dan Pelaksanaan 

Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di 

Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, 

Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan 

Aersip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 

(Sepuluh) Tahun

3000 Arsip  Rp           10,959,527 3758 Arsip  Rp           10,000,150 91.25% 125%

2 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang 

Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun

Jumlah Arsip Yang Akan Dimusnahkan Di 

Bawah 10 Tahun

1500 Berkas  Rp           18,608,826 1718 Berkas  Rp             3,758,370 20.20% 115%

Jumlah Arsip Yang dilindungi dan 

diselamatkan Akibat bencana

30 Arsip  Rp             5,099,763 58 Arsip  Rp             4,639,030 90.97% 193%

1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat 

Bencana

Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, 

Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan 

Akibat Bencana

31 Arsip  Rp             5,099,763 59 Arsip  Rp             4,639,030 90.97% 193%

Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan 

Pendataan, Penyusunan dan Penilaian 

serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip 

bagi Penggabungan Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota

1000 Arsip  Rp         114,328,442 1280 Daftar  Rp           90,207,530 78.90% 128%

1 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian 

Serta Penyerahan/Pemusnahan Arsip Bagi 

Penggabungan Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan 

Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta 

Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi 

Penggabungan Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota

15 Daftar  Rp         113,243,972 89 Daftar  Rp           89,322,030 78.88% 593%

2 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi 

Pemekaran Desa/Kelurahan

Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan 

Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi 

Pemekaran Desa/Kelurahan

200 Arsip  Rp             1,084,470 1280 Daftar  Rp                885,500 81.65% 640%

Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan 

Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai 

Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

700 Arsip  Rp           68,054,430 772 Arsip  Rp           51,812,490 76.13% 110%

1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip 

Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan 

Keabsahan Arsip

Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai 

Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 

yang Dinilai dan Ditetapkan

700 Arsip  Rp           19,999,854 772 Arsip  Rp             6,005,000 30.03% 110%

Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media 

sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan 

Arsip

Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian 

dan Penetapan Alih Media Sesuai 

Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

700 Arsip  Rp           48,054,576 772 Arsip  Rp           45,807,490 95.32% 110%

Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan 

Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan 

Arsip yang Bersifat Tertutup

200 Arsip  Rp           38,999,861 382 Arsip  Rp           32,248,050 82.69% 191%

1 Penetapan dan Pengumuman Daftar 

Pencarian Arsip (DPA)

Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang 

Dilakukan Penetapan dan Pengumuman 

200 Arsip  Rp           38,999,861 382 Arsip  Rp           32,248,050 82.69% 191%

Jumlah Penetapan Arsip Yang Bersipat 

Tertutup

850 Arsip  Rp             9,165,200 1022 Arsip  Rp             7,135,000 77.85% 120%

Jumlah Daftar Arsip Hasil penyediaan 

Daftar Dan penetapan Izin Penggunaan 

Arsip Yang Bersifat Tertutup

850 Arsip  Rp             9,165,200 1022 Arsip  Rp             7,135,000 77.85% 120%

1 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin 

Penggunaan Arsip Yang Bersipat Tertutup

Jumlah Daftar Arsip Hasil penyediaan Daftar 

Dan penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang 

Bersifat Tertutup

850 Arsip  Rp             9,165,200 1022 Arsip  Rp             7,135,000 77.85% 120%

            9,487,991,395             8,626,405,648 90.92%

Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersipat 

Tertutup di Kabupaten/Kota

Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat 

Bencana Yang Berskala Kabupaten/Kota

Kearsipan

JUMLAH

Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih 

Media Kabupaten/Kota

Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota Yang Digabung dan/atau 

dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan 

dan Desa/Kelurahan

Program Perizinan Penggunaan Arsip

Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat 

Tertutup di Kabupaten/Kota

Dinas 

Kearsipan dan 

Perpustakaan

23

Pemusnahan arsip Dilingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota Yang memilikiRetensi di 

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
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2. Tabel Capaian Urusan Pilihan Tahun 2024

KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Persentase Peningkatan Kunjungan Objek 

Daya Tarik Destinasi Wisata

100%  912,702,717 900,597,538 99%

Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata - 105,906,393 102,576,100 97%

1 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya 

Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata 

Unggulan yang Dikembangkan

3 Lokasi 105,906,393 3 Lokasi 102,576,100 97% 100.00

Persentase Pengelolaan Destinasi 

Pariwisata

0.3 640,978,635 0.3 635,635,580 99% 100.00

1 Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 

yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan 

Pengembangan

1  Laporan 43,075,460 1  Laporan 42,511,860 99% 85%

2 Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi 

Pariwisata Kabupaten/Kota

1  Laporan 597,903,175 1  Laporan 593,123,720

Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota

30% 165,817,689 30% 162,385,858 100.00 100.00

1 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 

Pariwisata di Tingkat Kab/Kota

Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 3 Dokumen 106,317,989 103,172,964 100.00

2 Pengelolaan Investasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan 

Pengawasan Usaha Pariwisata

2  Laporan 59,499,700 1 Dokumen 59,212,894 100.00 100.00

Cakupan Pemasaran Pariwisata 100% 912,089,168 100% 895,222,770 98%

Persenatse Pemasaran Pariwisata Dalam 

dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan 

kawasan Strategis Pariwisata

30% 912,089,168 30% 895,222,770 98% 100.00

1 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi 

Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan 

Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 

Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi 

Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan 

Luar Negeri

3 Media 39,389,713 3 Media 38,153,640 97% 100.00

2 Peningkatan Kerja  Sama dan Kemitraan 

Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan 

Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

1 Dok. 18,549,949 1 Dok. 18,130,230 98%

3 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata 

Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran 

Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

1 Dok. 666,899,752 1 Dok. 653,451,680 98% 100.00

4 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, 

Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam 

dan Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi 

Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media 

Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

4 keg. 187,249,754 4 keg. 185,487,220 99% 46%

Persentase Pengembangan Ekonomi 

Kreatif  melalui Pemanfataan dan 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

100% 95,031,329 100% 93,079,521 98%

Persentase Pengembangan Ekonomi 

Kreatif  melalui Pemanfataan dan 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

35% 95,031,329 35% 93,079,521 98% 100.00

1 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem 

Ekonomi Keatif

2 Dokumen 78,971,061 2 Dokumen 77,404,480 98% 100.00

2 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan 

Ekosistem Ekonomi Kreatif

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan 

Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi 

Kreatif 

1 Laporan 16,060,268 1 Laporan 15,675,041 98% 100.00

Persentase Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

100% 534,329,013 100% 518,939,079 97%

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Manusia Pariwisata dan EkonomI 

Kreatif Tingkat Dasar yang dapat 

dilaksanakan

35% 401,500,938 35% 391,831,988 98% 100.00Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tingkat Dasar

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

TARGET

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah 

Kabupaten/Kota

Program Pemasaran Pariwisata

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 

Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis 

Pariwisata Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui 

Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

1 Pariwisata Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi 

Pariwisata

Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

1 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi 

Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses 

Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan 

Konservasi Ekonomi Kreatif

1 Dokumen 374,340,938 1 Dokumen 364,675,638 97%

2 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata 

Berbasis SKKNI

Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan 

Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI

90 orang 27,160,000 90 orang 27,156,350 100% 100.00

Persentase Pengembangan Kapasitas 

Pelaku EkonomI Kreatif 

35% 132,828,075 35% 127,107,091 96% 100.00

1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan 

Pendampingan Ekonomi Kreatif

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, 

Bimbingan Teknis,  dan Pendampingan 

Ekonomi Kreatif

60 orang 132,828,075 1 Laporan 127,107,091 96% 100.00

 - 2,454,152,227 - 2,407,838,908 98% 96.01

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 

Perairan Umum Daratan (Pud) Sungai 

Danau dan Rawa

100% 74,763,800 100% 73,577,300 98% 100%

Persentase Pengelolaan Pangkapan Ikan di 

Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan 

Genangan Air Lainnya yang dapat 

Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah 

Kab./Kota

100% 74,763,800 100% 73,577,300 98% 100%

1 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha 

Perikanan Tangkap

Jumlah sarana usaha Perikanan Tangkap 

yang Terjamin dan tersedia

40 unit 74,763,800 0 unit 73,577,300 98% 100

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 

Perbenihan

100% 763,528,176 126% 747,200,090 98% 100

Persentase pembudi daya ikan kecil yang 

dibudidayakan

3% 197,898,893 3% 189,074,920 96%

1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya 

Ikan Kecil

Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecl 

yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas

13 Klpk 197,898,893 13 Klpk 189,074,920 96% 100 ‘- Tingginya harga pakan  sangat 

memberatkan usaha budidaya 

ikan yang berakibat lesunya 

minat masyarakat untuk usaha 

budidaya ikan.

Untuk mengurangi biaya produksi   

akibat tingginya harga pakan diharapkan 

petani pembudidaya ikan menggunakan 

pakan buatan/memproduksi pakan 

sendiri yang berbahan baku lokal.

Persentase produksi benih 2% 565,629,283 7.7% 558,125,170 99% 100

Target yang ditetapkan tidak 

sesuai dengan Anggaran yang 

akan dilaksanakan yaitu untuk 

pengadaan perahu sebanyak 25 

unit dikarenakan keterbatasan 

anggaran. Dan dikarenakan 

adanya rasionalisai anggaran 

sehingga pengadaan perahu 

untuk bantuan masyarakat tidak 

dapat terealisasi.

Kegiatan pengadaan sarpras untuk 

perikanan tangkap harus tetap 

mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah 

Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 

Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 

BUDIDAYA

Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi 

Kreatif

JUMLAH

2 Kelautan dan 

Perikanan

 DPKP Kota 

Jambi

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 

TANGKAP
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

1 Penjaminan Ketersediaan Sarana 

Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

1 unit UPTD 

(1.248.400 

ekor)

518,935,688 1 unit 

(1.344.979)

515,343,140 99% 100 Kondisi sarana dan prasarana 

yang tidak mendukung, 

kobocoran kolam, tidak 

berfungsi pintu air yang ada, 

berkurangnya indukan 

dikarenakan terjadinya banjir, 

tidak bagusnya kondisi air yang 

tersedia karena musim kemarau 

sehingga menurunnya debit air 

sungai yang menjadi sumber 

utama penggantian air kolam 

sehingga membuat pH air 

menurun dan daya tahan 

indukan juga berpengaruh yang 

menyebabkan tingkat kematian 

tinggi dikarenakan kadar 

oksigen air berkurang, tingginya 

kandungan Fe air kolam.  

Setelah pemasangan terpal 

HDPE yang melapisi kolam yang 

bocor untuk menghindari hama 

predator yang memangsa larva 

ikan ternyata masih menemui 

kendala yaitu terjadinya 

penggelembungan terpal akibat 

besarnya kebocoran yang 

berada di pinggiran kolam. 

Terjadinya refocusing yang 

mengurangi anggaran untuk 

pembelian pakan ikan.

Melakukan perbaikan sarana dan 

prasarana produksi yang mendukung 

proses budidaya ikan, memperbaiki pintu 

air dan saluran inlet keluar masuknya air 

ke dalam kolam. Penambahan 

pembelian pakan untuk proses produksi.

2 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 

Budidaya dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1 Dokumen 

(24 sampel)

46,693,595 1 Dok (26 

sampel)

42,782,030 92% 100

Produksi Produk Perikanan bernilai 

Tambah/Produksi Olahan Hasil Perikanan

100% 140,536,723 100,6% 134,686,800 96%  Masih kurangnya sarana dan 

prasarana produksi pada Unit 

Pengolahan Ikan bahkan 

sebagian besar Masih 

mengunakan peralatan rumah 

tangga yang seadanya.

- Menambah sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan.

Peningkatan produksi produk hasil 

perikanan

25% 140,536,723 25% 134,686,800 96% 100 -Kurangnya intensitas promosi 

dan rendahnya partisipasi 

stakeholders produk perikanan 

yang bernilai tambah di 

masyarakat belum popoler

1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk 

Konsumsi dan Usaha

Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/K

Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk 

Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 

1(satu) Daerah kabupaten/kota

38,309,969 35,594,000 93% 100

2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha 

Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro 

dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kot yang terfasilitasi

40 Pelaku 

Usaha

102,226,754 36 pelaku 

usaha

99,092,800 97% 100

978,828,699 955,464,190 98%

Tersedianya sarana produksi pertanian 20% 1,658,987,307 15% 1,622,984,863 98% 77%

Peningkatan pengawasan penggunaan 

Alsintan, Pupuk, dan Pestisida

100% 105,314,100 100% 98,499,180 94% 100%

1 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan 

Sarana Pendukung Pertanian

Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana 

Pendukung Pertanian

105,314,100 98,499,180 94% 100

Peningkatan ketersediaan bibit unggul 100% 1,454,735,565 77% 1,433,591,212 99%

JUMLAH

Pertanian  DPKP Kota 

Jambi

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 

2 Kelautan dan 

Perikanan

 DPKP Kota 

Jambi

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN 

HASIL PERIKANAN

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri 

Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/ Kota
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG 

Hewan/Tanaman

Jumlah SDG Tanaman yang dilakukan 

pelestarian dan pemurnian

7 VUB 

(3.960 btg)

834,458,645 7 VUB (3.604 

btg)

827,693,632 99% Masih rendahnya minat 

masyarakat terhadap pembelian 

bibit tanaman buah baik 

perorangan dan penangkaran 

bibit. Tingginya serangan hama 

terhadap bibit tanaman dan 

pertumbuhan bibit tanaman juga 

sangat dipengaruhi oleh 

keadaan cuaca dan iklim yang 

berubah-ubah. Adanya 

refocusing anggaran tahun 2024 

sehingga terjadi pengurangan 

pembelian bahan-bahan 

operasional/ produksi tanaman. 

Di Tahun 2024 UPTD BPBTPHP 

berusaha tetap menjalin kerjasama 

kembali dengan penangkar buah dan 

pedagang buah, Bekerjasama dan 

berkoordinasi dengan Depelover 

perumahan untuk membuat program 

setiap depan rumah ditanami tanaman 

buah

2 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 

(4 jenis 

sebanyak 

44.000)

620,276,920 1 Dok ( 

13.701 bibit)

605,897,580 98% 100 Kurangnya kepedulian 

masyarakat untuk merawat dan 

memelihara bantuan yang 

diberikan dan adanya bibit yang 

kurang baik pertumbuhannya

Memaksimalkan monitoring dan 

pengawasan oleh penyuluh terhadap 

bantuan yang diberikan

Terjadinya Peningkatan mutu ternak sapi 

melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB)

100 % (60 

ekor)

98,937,642 108,3 % (65 

ekor)

90,894,471 92% 100

1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak 

bahan pakan/opakan tanaman skala kecil

           73.74 98,937,642 65 ekor 90,894,471 92% 100

Persentase penambahan prasarana 

Pertanian

73,74% 312,885,340 64,1 % 296,438,300 95%

Peningkatan Prasarana Pertanian yang 

dibangun/direhab

100% 312,885,340 100% 296,438,300 95% 100

1 Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta 

Sarana Pendukungnya yang Dibangun, 

Direhabilitasi dan Dipelihara

34 Unit 312,885,340 32 unit 296,438,300 95% 100

Persentase pengendalian penyakit hewan 

dan penjaminan pangan asal hewan

100% 540,189,363 64,1 % 510,704,850 95% Terbatas nya Jumlah tenaga 

teknis Peternakan dan 

Kesehatan Hewan

Menambah jumlah tenaga teknis 

Peternakan dan Kesehatan Hewan 

sesuai dengan Analisa Jabatan

Terkendalinya dan tertanggulangi penyakit 

hewan

800 ekor 193,874,214 100% 189,235,400 98% 100 Belum memiliki Payung hukum 

tertulis

Membuat Payung Hukum sebagai Acuan 

untuk penanganan kasus rabies

Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan 

Zoonosis dalam 1 (stu) Daerah kab./Kota

Jumlah wilayah atau Kawasan yang 

mengalami penurunan kasus penyakit hewan 

menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

12 Laporan 140,405,295 12 Laporan 136,680,900

1 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah 

Penyakit Hewan Menular

Jumlah Daerah terdampak Wabah yang 

Terkendali

3500 ekor 53,468,919 3.500 ekor 52,554,500 98% 100

Tersedianya pelayanan kesehatan hewan 100% 36,463,066 77% 36,220,400 99%

1 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan jasa medik veteriner 12 Laporan 

(11.600 

ekor)

36,463,066 12 Laporan 

(13.085 ekor)

36,220,400 99%

Menjaga Pangan Asal Hewan yang layak 

Konsumsi

100 Sampel 88,510,000 100 Sampel 85,641,300 97% 100

1 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk 

Hewan

Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan 

Produk Hewan

100 Sampel 88,510,000 100 Sampel 85,641,300 97% 100

Persentase penurunan pemotongan 

sapi/kerbau betina produktif di RPH

80% 221,342,083 85% 199,607,750 90% 100

1 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, 

produk hewan dan media pembawa penyakit 

hewan lainnya

Jumlah  Analisis Risiko Penyakit Hewan, 

zoonosis, produk hewan dan media pembawa 

penyakit hewan lainnya

12 Laporan 

(5.600 ekor)

221,342,083  12 Laporan 

(4.772) ekor

199,607,750 90% 100

Persentase penanggulangan serangan 

OPT/DPI

90% 91,675,380 97% 87,536,630 95% Peningkatan perlakuan system 

goproyokan yaitu petani Bersama 

membersihkan pematang sawah dan 

juga areal semak di sekitar persawahan.

Banyaknya tempat-tempat 

pemotongan liar di sekitar Kota 

Jambi dan Kab. Muara Jambi, 

fasilitas pemotongan (RPH) 

masih belum tercukupi 

Berupaya melengkapi prasarana dan 

peralatan penunjang operasional 

pemotongan ternak di UPTD RPH Kota 

Jambi, Tetap menegakkan aturan 

pelarangan pemotongan ternak betina 

PROGRAM PENGENDALIAN DAN 

PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Terjadinya serangan hama yaitu 

keong mas dan tikus sebanyak 

27 ha dan akibat fuso sebanyak 

1 ha (dari luas lahan hanya 2,8 

% yang terserang) serta adanya 

pertumbuhan anakan padi yang 

kurang bagus akibat kemarau 

bulan Juli dan Agustus Tahun 

2024

Pola pemeliharaan ternak yang 

masih di lepas liarkan. Sehingga 

sulit untuk handling dan 

melakukan pemeriksaan 

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PERTANIAN

Pembangunan Prasarana Pertanian

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 

HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 

Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan 

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan 

Jasa Medik Veteriner dalam Daerah 

Pertanian  DPKP Kota 

Jambi

Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit 

Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan 

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis 

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan 

dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
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Persentase Pengendalian dan 

penanggulangan bencana Pertanian 

Kabupaten/Kota

90% 91,675,380 97% 87,536,630 95% 100 Untuk mengurangi dampak kekeringan 

petani dapat memanfaatkan bantuan 

Pompanisasi dari Kementan RI dan 

APBD Kota Jambi

1 Pengendalian Organisme Pengganggu 

Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, 

Hortikultura, dan Perkebunan

Jumlah Luas Serangan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman 

Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang 

Dikendalikan

25 Ha 91,675,380 28 Ha 87,536,630 95% 100

Persentase Peningkatan Kapasitas 

Kelompok Petani

20% 306,504,966 30,06% 298,597,290 97% 1 . kurangnya penerapan inovasi 

teknologi

1.Melakukan pembinaan KT

Peningkatan jumlah kapasitas 

kelembagaan petani

100% 306,504,966 100% 298,597,290 97% 100 1.Tidak adanya koneksi internet 

di BPPP

2. perlu penganggaran koneksi internet

1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan 

Desa

Jumlah BPP yang ditingkatan kapasitasnya 3 BPP 111,180,715 3 BPP 107,157,280 96% 2. Prasarana BPP banyak yang 

rusak

3. perlu perbaikan BPP secara 

berkelanjutan

2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 

Petani di Kecamatan dan Desa

Jumlah Kelembagaan Petani yang 

ditingkatkan kapasitasnya

60 KT 142,159,398 101  KT 138,695,320 98% 3.Kurangnya penerapan 

Kompetensi yang dimiliki

4. perlunya peningkatan motivasi 

aparatur terhadap kompetensi yang 

dimiliki

3 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah 

Lapang Kelompok Tani

Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang 

Terbentuk 

53,164,853 52,744,690 99% 100

2,910,242,356 2,816,261,933 97%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

100%  9,758,875,298 100%  8,518,932,615 87%

Peningkatan Nilai AKIP BB 51,830,382 BB 45,883,410 89%

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan perangkat 

daerah

6 Dokumen 19,565,335 6 Dokumen 16,310,750 83% Sebagian anggaran seperti 

belanja cetak dan penggandaan 

yang dialihkan ke subkegiatan 

cetak dan penggadaan

2 Evaluasi Kinerja Perengkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah 4 Dokumen 32,265,047 4 Dokumen 29,572,660 92% 100.00

Tertib Administrasi Keuangan 100 7,330,146,718 100 6,209,422,843 85% 100.00

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pebayaran gaji dan tunjangan ASN 53 ASN 6,926,876,943 53 ASN 5,835,626,403 84% 85% 1. Rencana kenaikan tunjangan 

jabatan fungsional perdagangan 

selama 1 tahun tertunda 

dikarenakan belum keluar 

regulasinya sehingga tidak 

dibayarkan

2. Rencana kenaikan TPP dan 

pembayaran TPP 14 yang belum 

terlaksana

3. Pembayaran insentif retribusi 

daerah untuk pasar grosir dan 

pertokoan target terpenuhi 75% 

sehingga dibayarkan sebesar 

75% dan retribusi pelayanan 

pasar target belum terpenuhi 

sehingga tidak dapat dibayarkan

4. Ada pegawai yang purna 

bhakti sehingga gaji dan 

tunjangan tidak dibayarkan lagi

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah jasa tenaga penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi keuangan daerah

2000 

Dokumen

315,189,535 2000 

Dokumen

286,923,440 91%

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah pelaksanaan koordinasi laporan 

keuangan akhir tahun

5 Laporan 5,891,740 5 Laporan 5,776,000 98%

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran 

SKPD

Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan 

keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

72 Laporan 48,571,350 72 Laporan 48,169,700 99%

5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran 12 Dokumen 33,617,150 12 Dokumen 32,927,300 98%

Tertib Administrasi Keuangan 100% 10,753,940 100% 10,430,685 100.00 100.00

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

JUMLAH

1 Perdagangan Dinas 

Perdagangan 

dan 

Perindustrian

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 

Terjadinya serangan hama yaitu 

keong mas dan tikus sebanyak 

27 ha dan akibat fuso sebanyak 

1 ha (dari luas lahan hanya 2,8 

% yang terserang) serta adanya 

pertumbuhan anakan padi yang 

kurang bagus akibat kemarau 

bulan Juli dan Agustus Tahun 

2024

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 

Pertanian Kabupaten/Kota

Pertanian
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1 Penyusunan Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran

umlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran 

36 Dokumen 10,753,940 36 Dokumen 10,430,685 100.00

Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah 100% 198,977,500 100% 188,925,000 95% 100.00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu 

dan pakaian kerja lapangan beserta 

perlengkapannya

181 Paket 188,977,500 181 Paket 188,925,000 100% 100.00

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah bimbingan teknis implementasi 

peraturan perundangan-undangan

2 Orang 10,000,000 2 Orang 0 0% tidak adanya pelatihan 

bimbingan teknis pada ASN 

Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100% 1,205,521,333 100% 1,147,559,247 95% 100.00

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Litrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan komponen instalasi 

telekomunikasi, sumber daya air dan listrik

7 Paket 36,601,547 7 Paket 36,010,000 98% 100.00

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor

6 Paket 754,736,649 6 Paket 731,137,428

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetakan 

penggandaan

3 Paket 16,694,400 3 Paket 16,152,200

4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah fasilitasi kunjungan tamu 2 Paket 6,750,000 2 Paket 2,025,000 kurangnya intensitas kunjungan 

tamu pada Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kota Jambi

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD

8 Paket 390,738,737 8 Paket 362,234,619 93% 100.00

Persentase Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

100% 450,748,932 100% 422,336,955 94% 100.00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat 12 Laporan 33,748,932 12 Laporan 33,437,670 99%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik

12 Laporan 388,000,000 12 Laporan 361,643,285

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

12 Laporan 29,000,000 12 Laporan 27,256,000 94% 100.00

Persentase Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

100% 412,435,135 100% 397,112,925 96% 100.00

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

43 Unit 358,585,135 43 Unit 343,952,075 96%

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

43 Unit 15,000,000 43 Unit 14,808,500

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin 

lainnya

46 Unit 38,850,000 46 Unit 38,352,350 99% 100.00

Persentase Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

100% 98,461,358 100% 97,261,550 99% 100.00

1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Paket Kendaraan yang disediakan 3 Unit 0 3 Unit 0 #DIV/0!

2 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara 1 Unit 98,461,358 1 Unit 97,261,550

Persentase fasilitasi perizinan dan 

pendaftaran perusahaan

100% 74,202,640 100% 72,597,270 98% 1 . kurangnya penerapan inovasi 

teknologi

1.Melakukan pembinaan KT

Persentase fasilitasi perizinan dan 

pendaftaran perusahaan

100% 29,211,182 100% 28,226,390 97% 100

1 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam 

penerbitan tanda daftar gudang

4 Dokumen 29,211,182                 4 Dokumen 28,226,390 97%

Persentase fasilitasi perizinan dan 

pendaftaran perusahaan

100% 13,281,006 100% 12,943,990 97% 100

1 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha 

Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan 

B dan C

Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam 

penerbitan surat izin usaha perdagangan 

minuman beralkohol golongan B dan C

4 Dokumen 13,281,006                 4 Dokumen 12,943,990 97%

Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 

Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk 

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

1 Perdagangan Dinas 

Perdagangan 

dan 

Perindustrian

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
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Persentase fasilitasi perizinan dan 

pendaftaran perusahaan

100% 31,710,452 100% 31,426,890 99% 100

1 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Jumlah pelaku usaha penyimpanan bahan 

berbahaya

4 Laporan 31,710,452                 4 Laporan 31,426,890 99%

Persentase peningkatan sarana distribusi 

perdagangan

100% 1,268,093,404 100% 1,226,667,402 97% 1 . kurangnya penerapan inovasi 

teknologi

1.Melakukan pembinaan KT

Persentase pembangunan dan pengelolaan 

sarana distribusi perdagangan

100% 344,555,078 100% 328,870,972 95% 100

1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pelaksanaan penyediaan sarana 

distribusi perdagangan

6 Unit 170,052,065 6 Unit 161,417,438 95%

2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdagangan

Jumlah pemberian fasilitasi pengelolaan 

sarana distribusi perdagangan

2100 Unit 174,503,013               2100 Unit 167,453,534 96%

Persentase pembinaan terhadap pengelola 

sarana distribusi perdagangan masyarakat 

di wilayah kerjanya

66.66% 923,538,326 66.66% 897,796,430 97% 100

1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola 

Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah pelaksanaan pembinaan dan 

pengendalian pengelola sarana distribusi 

perdagangan

20 Dokumen 510,789,005 20 Dokumen 493,807,200 97%

2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan

Jumlah penerimaan retribusi dari 

pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi 

perdagangan

6 Dokumen 412,749,321               6 Dokumen 403,989,230 98%

Persentase stabilisasi harga bahan 

kebutuhan pokok dan barang penting

100% 952,654,253 100% 523,835,314 55%

Persentase stabilisasi harga bahan 

kebutuhan pokok dan barang penting

100% 949,676,425 100% 521,344,914 55% 100

1 Pemantauan Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada 

Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 

(satu) Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksanaan/ pemantauan harga dan 

stok barang kebutuhan pokok dan barang 

penting pada pelaku usaha

12 Laporan 15,545,292 12 Laporan 15,332,320 99%

2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan 

Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 

(satu) Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksanaan operasi pasar reguler 

dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 

(satu) kabupaten/ kota

1 Laporan 934,131,133               1 Laporan 506,012,594 54% Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Jambi juga 

mendapat bantuan Dana Tidak 

terduga (BTT) pada awal tahun 

yang di peruntukan untuk 

melakukan penangan inflasi. 

Jumlah dana BTT yang didapat 

sebesar Rp. 500.000.000 

dengan realisasi sebesar Rp. 

75.250.000 atau 15,05 %. 

Pelaksanaan Operasi Pasar 

Penangan Inflasi dilakukan 2 

Kali yaitu pada bulan Maret dan 

Mei dilakukan operasi pasar 

cabai merah dan bawang merah. 

Dasar dilakukan hal tersebut 

ialah melihat harga harian 

barang kebutuhan pokok dan 

penting di pasar tradisional dan 

hasil rapat tim TPID Kota Jambi. 

Melihat dari laporan realisasi 

anggaran yang hanya 54.17 % 

itu di sebabkan karena pada 

tahun 2024 inflasi hanya terjadi 

di 2 komoditas, dengan dana 

yang telah dikeluarkan untuk 

penanganan inflasi.
Persentase pengawasan pupuk dan 

pestisida bersubsidi 

100% 2,977,828 100% 2,490,400 84% 100

1 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas 

Dokumen Perizinan

Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan 

pokok dan penting

4 Dokumen 2,977,828 4 Dokumen 2,490,400 84% Terdapatnya sisa belanja sesuai 

dengan hasil penawaran

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan 

Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, 

Program Peningkatan Sarana distribusi 

Perdagangan

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdagangan

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting

Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar 

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di 

tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Persentase pengembangan ekspor 1 29,972,969 1 29,545,500 99%

Persentase penyelenggaraan promosi dan 

misi dagang badi produk ekspor unggulan

1 29,972,969 1 29,545,500 99% 100

1 Pembinaan dan Pengembangan Usaha 

Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksanaan pembinaan dan 

pengembangan usaha produk ekspor 

unggulan

25 Pelaku 

Usaha

29,972,969 25 Pelaku 

Usaha

29,545,500 99%

Persentase standarisasi dan perlindungan 

konsumen

1 105,761,472 1 100,199,327 95%

Persentase pelaksanaan metrologi legal 

berupa tera, tera ulang, dan pengawasan

1 105,761,472 1 100,199,327 95% 100

1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, 

Tera Ulang 

Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang 4252 unit 87,786,005 4252 unit 82,479,087 94% Belanja Perjalanan Dinas luar 

daerah bersisa karena 

penganggaran untuk Diklat 

teknis tidak terpakai dan yang 

diutamakan dari daerah yang 

belum ada Unit Metrologi Legal 

dan SDM yang masih kurang
2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah pelaksanaan pengawasan/ 

penyuluhan metrologi legal

550 Orang 17,975,467                 550 Orang 17,720,240 99%

Persentase penggunaan pemasaran produk 

dalam negeri

1 825,159,537 1 809,995,639 98%

Persentase pelaksaan promosi pemasaran 

dan peningkatan penggunaan produk 

dalam negeri

1 825,159,537 1 809,995,639 98% 100

1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk 

Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan 

peningkatan penggunaan produk dalam 

negeri 

65 UMKM 815,392,451 65 UMKM 800,547,609 98%

2 Pemasaran dan peningkatan penggunaan 

produk dalam negeri di tingkat 

Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksanaan pengembangan 

kemitraan usaha

30 UMKM 9,767,086                   30 UMKM 9,448,030 97%

 - 13,014,719,573 - 11,281,773,067 87% 96.01

Dinas 

Perdagangan 

dan 

Perindustrian

Persentase perencanaan dan 

pembangunan industri

100% 1,189,958,286 100% 1,158,106,980 97%

Persentase meningkatnya penyusunan dan 

evaluasi pembangunan industri

100% 1,189,958,286 100% 1,158,106,980 97% 100

1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksanaan penyusunan rencana 

pembangunan industri kabupaten/ kota

1 Dokumen 58,677,406 1 Dokumen 33,186,079 57% Sisa dari ATK dimana belanja 

disesuaikan dengan standart 

harga penyedia dan Naskah 

Akademik masih tertunda 

Dikarnakan Adanya Perubahan 

Praturan terbaru dari Kementrian 

Perindustrian Sesuai hasil 

kordinasi dan Konsultasi 

Bersama Bag.Hukum Ke 

Kementrian Perindustrian.

2 Koordinasi ,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sumber Daya Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 

,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pembangunan 

Sumber Daya Industri

4 Dokumen 156,500,000 4 Dokumen 155,765,605 100% Beberapa belanja menyesuaikan 

dengan standart harga penyedia 

dan dilakukan efisiensi dan 

efektivitas menyesuaikan 

dengan harga berlaku saat 

pelaksanaan
3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 

Masyarakat

Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, 

dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan 

peran serta masyarakat

2 Dokumen 974,780,880               2 Dokumen 969,155,296 99% Beberapa belanja menyesuaikan 

dengan standart harga penyedia 

dan dilakukan efisiensi dan 

efektivitas menyesuaikan 

dengan harga berlaku saat 

pelaksanaan

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera 

Ulang, dan Pengawasan

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk 

Dalam Negeri

Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

JUMLAH

Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Penyusunan dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Program Standardisasi dan Perlindungan 

Konsumen

Program Pengembangan Ekspor

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui 

Pameran dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor 

Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah 

Lampiran 3 - 73



KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

Persentase pengendalian izin usaha 

industri

100% 92,854,649 100% 91,864,403 99%

Persentase penerbitan izin usaha industri 

(IUI) dan IUI Menengah

100% 92,854,649 100% 91,864,403 99% 100

1 Fasilitasi verifikasi pemenuhan 

persyaratan/standar kegiatan usaha sektor 

perindustrian dalam rangka penerbitan 

perizinan berusaha berbasis risiko melalui 

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 

yang terintegrasi dengan Sistem Online Single 

Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi 

Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan 

Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri 

dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha 

untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha 

Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas 

yang Terintegrasi dengan Sistem OSS

1 Dokumen 35,575,505 1 Dokumen 35,019,310 98%

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 

terhadap Perizinan Berusaha sektor 

perindustrian yang menjadi kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang 

Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha 

Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, 

Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan 

Perluasan Kawasan Industri Kewenangan 

Kabupaten/Kota

1 Dokumen 57,279,144 1 Dokumen 56,845,093 99%

Persentase pengolahan sistem informasi 

industri

100% 37,540,492 100% 36,330,006 97%

Persentase penggolahan sistem informasi 

industri

100% 37,540,492 100% 36,330,006 97% 100

1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan 

Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri 

serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota 

melalui Sistem Indormasi Industri Nasional 

(SIINas)

Jumlah fasilitasi pengumpulan dan 

pengolahan dan analisis data industri melalui 

sistem SIINas

1 Dokumen 28,628,785 1 Dokumen 28,187,036 98%

2 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan 

Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui 

SIINas

Jumlah diseminasi, publikasi data informasi 

dan analisa industri

1 Dokumen 8,911,707                   1 Dokumen 8,142,970 91%

 - 1,320,353,427 - 1,286,301,389 97% 100.00

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri 

Nasional

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi 

Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan 

JUMLAH

Perindustrian

Program Pengendalian Izin Usaha Industri 

Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin 

Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha 
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3. Tabel Capaian Urusan Penunjang Tahun 2024

KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indeks Reformasi Birokrasi 100%  12,348,941,280 Level 3 9,232,539,245 89.40 89.69

Nilai SAKIP - 4,495,500 - 3,407,500 76% 50.00

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

2 Dokumen 4,495,500 2 Dokumen 3,407,500 76% 100.00

2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

1 Laporan 1 Laporan 0.00

Persentase Penyampaian Laporan 

Keuangan Tepat Waktu

100% 8,201,553,622 100% 6,330,533,682 77% 100.00

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

65 

Orang/Bulan

8,036,905,622 55 

Orang/Bulan

6,165,885,682 77% 85%

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

10 Dokumen 164,648,000 10 Dokumen 164,648,000 100% 100.00

Persentase Penyampaian hasil Rekonsiliasi 

BMD tepat waktu

100% 14,400,000 100% 14,400,000 100.00 100.00

1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

12 Laporan 14,400,000 12 Laporan 14,400,000 100.00 100.00

Tertib Administrasi Kepegawaian  100% 767,404,250  100% 485,523,581 63%  100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya

163 Paket 103,063,500 114 Paket 90,986,000 88% 70%

2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang mengikuti pendidikan

64 Orang 586,000,000 34 Orang 384,287,581 66% 53%

3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan

64 Orang 78,340,750 58 Orang 10,250,000 13% 91%

Persentase Pemenuhan Sarana dan 

Prasarana sesuai RKBU

 85% 1,478,062,648 71% 1,093,617,275 74% 70.93

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

disediakan

9 Paket 17,254,950 9 Paket 12,760,000 74% 100%

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang disediakan

3 Paket 168,710,565 3 Paket 144,288,680 86% 100%

3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

disediakan

3 Paket 17,380,013 3 Paket 12,557,100 72% 100%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang disediakan

2 Paket 81,437,370 2 Paket 71,982,750 88% 100%

5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 146,242,500 12 Laporan 40,976,350 28% 100%

6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12 Laporan 1,047,037,250 12 Laporan 811,052,395 77% 100%

Persentase Pemenuhan Sarana dan 

Prasarana sesuai RKBU

70%  723,133,660 70% 652,183,000 90% 100.00

1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau 

lapangan yang disediakan

- - - - 100.00

2 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 154 Unit 197,913,000 154 Unit 160,070,000 81% 100.00

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

41 Unit 525,220,660 41 Unit 492,113,000 94% 100.00

Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

 50% 384,023,600  50% 350,510,022 91% 97.47

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

400 7,900,000 400 7,300,000 92% 99.50

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

disediakan

36 Laporan 152,200,000 36 Laporan 120,536,422 79% 100.00

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang disediakan

60 Laporan 223,923,600 60 Laporan 222,673,600 99% 100.00

Persentase Peningkatan BMD dalam 

kondisi baik (layak pakai)

 65% 775,868,000  65% 302,364,185 39% 100.00

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

1 Inspektorat Inspektorat 

Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan 

pajak dan perizinannya

29 Unit 714,118,000 29 Unit 285,049,185 40% 100.00

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

dipelihara

83 Unit 61,750,000 83 Unit 17,315,000 28% 100.00

Rata-rata nilai SAKIP Perangkat Daerah 

(Komponen Evaluasi Internal)

70% 4,428,093,720 70% 1,239,745,000 95.88 98.33

Persentase Penurunan Temuan Internal 

dan Eksternal yang bernilai uang

70% 4,189,468,720 70% 1,097,720,000 26% 69.11

1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja 

Pemerintah Daerah

19 Laporan 697,550,000 19 Laporan 371,900,000 53% 100.00

2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan 

Pemerintah Daerah

154 Laporan 515,350,000 154 Laporan  232,600,000 45% 100.00

3 Reviu Laporan Kinerja Terlaksananya Evaluasi LKj Dinas/Instansi 2 Laporan 90,900,000 2 Laporan 29,250,000 32% 100.00

4 Reviu Laporan Keuangan Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Jambi

40 Laporan 2,290,825,000 40 Laporan 105,575,000 5% 100.00

5 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal 

yang terbentuk

1 

Kesepakatan

212,733,720  1 

Kesepakatan

170,770,000 80% 80.00

6 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan 

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

APIP

48 Dokumen 382,110,000 48 Dokumen 187,625,000 49% 100.00

Persentase Penanganan Pengaduan 

Masyarakat (Dumas)

100%  238,625,000 100% 142,025,000 60% 100.00

1 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan 

Tujuan Tertentu

14 Laporan 238,625,000 14 Laporan 142,025,000 60% 100.00

Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi  70% 531,354,000  70% 145,634,000 27% 100.00

Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah

 70% 531,354,000  70% 145,634,000 27% 100.00

1 Pendampingan dan Asistensi Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan 

Pendampingan Asistensi dan Urusan 

Pemerintah Daerah

40 

Perangkat 

Daerah

122,920,000 40 Perangkat 

Daerah

32,134,000 26% 100.00

2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan 

Penilaian Reformasi Birokrasi

Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan 

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan 

Penilaian Reformasi Birokrasi

40 

Perangkat 

Daerah

174,900,000 40 Perangkat 

Daerah

3,000,000 2% 100.00

3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta 

Verifikasi Pencegahan dan  Pemberantasan 

Korupsi

Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan 

Evaluasi serta verivikasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi

24 Kegiatan 191,534,000 11 Kegiatan 99,550,000 52% 46%

4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi 

Penegakan Integritas

Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan 

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi 

Penegakan Integritas

40 

Perangkat 

Daerah

42,000,000 40 Perangkat 

Daerah

10,950,000 26% 100.00

 - 17,308,389,000 - 2,902,020,537 90.42 96.01

NILAI SAKIP BAPPEDA A 3,383,794,396 Belum di 

rilis 

Inspektorat

2,619,020,556 77%

Persentase ketepatan waktu penyusunan 

dan pelaporan dokumen perencanaan

100% 368,551,022 100% 266,413,976 72%

1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah  (Dengan Satuan: Dokumen)

6 62,613,816 6 Dokumen 59,949,601 96% 100

2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD (Dengan 

Satuan:Laporan)

3 305,937,206 3 Laporan 206,464,375 67% 100

Tertib Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

100% 5,718,675,547 100% 5,029,439,729 88%

2 Perencanaan BAPPEDA PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

JUMLAH

1 Inspektorat Inspektorat 

Daerah

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan 

Tertentu

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan 

Pendampingan dan Asistensi
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN (Dengan Satuan: org/bln)

36 5,214,563,602 36 

Orang/Bulan

4,546,308,509 87% 100

2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

(Dengan Satuan: Dokumen)

12 456,895,251 12 Dokumen 438,432,145 96% 100

3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan 

Satuan: Dokumen)

2 47,216,694 2 Dokumen 44,699,075 95% 100

Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100% 77,013,780 100% 70,124,800 91%

1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)

1 77,013,780 1 Dokumen 70,124,800 91% 100

Tertib Administrasi Kepegawaian 100% 396,635,954 100% 230,624,106 58%

1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut 

kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)

70 148,634,994 70 Paket 139,910,000 94% 100

2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

Laporan Dokumen Pendataan dan 

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 

(Dengan Satuan: Dokumen)

3 94,750,960 3 Dokumen 65,832,400 69% 100

3 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan 

fungsi yang mengikuti diklat (Dengan Satuan: 

Orang)

20 40,550,000 20 Orang 5,830,000 14% 43

4 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah orang yang mengikuti Bimtek 

Peraturan PerUU (Dengan Satuan: Orang)

20 112,700,000 20 Orang 19,051,706 17% 75

Tertib Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

100% 1,320,076,670 100% 1,049,628,022 80%

1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

disediakan (Dengan Satuan: Paket)

1 57,354,085 1 Paket 56,815,500 99% 100

2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: 

Paket)

8 456,283,130 8 Paket 423,910,500 93% 100

3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang 

disediakan (Dengan Satuan: Paket)

6 207,339,205 6 Paket 172,022,610 83% 100

4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang disediakan (Dengan 

Satuan: Paket)

1 37,014,550 1 Paket 37,014,550 100% 100

5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 

(Dengan Satuan: Laporan)

1 42,447,510 1 Laporan 37,838,610 89% 0

6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan 

Satuan: Laporan)

1 475,362,110 1 Laporan 303,774,252 64% 100

7 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: 

Dokumen)

1 44,276,080 1 Dokumen 18,252,000 41% 100

Tertib Pengeloaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

100% 587,625,170 100% 462,966,463 79%

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)

1 26,752,770 1 Laporan 22,780,700 85% 100

2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

(Dengan Satuan: Laporan)

3 355,000,000 3 Laporan 281,890,363 79% 100

3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor (Dengan Satuan: 

Laporan)

1 75,000,000 1 Laporan 27,423,000 37% 100

4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor (Dengan Satuan: Laporan)

1 130,872,400 1 Laporan 130,872,400 100% 100

Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 633,891,800 100% 539,263,189 85%

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan: Unit)

23 239,134,800 23 Unit 216,360,355 90% 100

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 Perencanaan BAPPEDA

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
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2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan 

pajak dan perizinannya (Dengan Satuan: Unit)

7 69,020,000 7 Unit 64,522,570 93% 100

3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)

75 44,960,000 75 Unit 22,094,625 49% 100

4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap 

Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 

(Dengan Satuan: Unit)

1 60,000,000 1 Unit 59,183,000 99% 100

5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang dipelihara/diherabilitasi (Dengan 

Satuan: Unit)

2 142,527,000 2 Unit 112,706,139 79% 100

6 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ 

diherabilitasi (Dengan Satuan: Unit)

1 78,250,000 1 Unit 64,396,500 82% 100

PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN 

KINERJA PERANGKAT DAERAH 

(Satuan: Persen)

100% 1,290,106,754 100% 1,240,541,687 96%

Terlaksananya Penyusunan Perencanaan 

dan Pendanaan

100% 851,831,834 100% 817,759,052 96%

1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang 

Kabupaten/Kota

Jumlah Berita Acara Musrenbang 

Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Berita 

Acara)

1 365,808,226 1 Berita 

Acara

359,414,085 98% 100

2 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan 

Penetapan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang 

Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dengan 

Satuan: Dokumen)

2 486,023,608 2 Dokumen 458,344,967 94% 100

Terlaksananya Analisis Data dan Informasi 

Pemerintahan Daerah

100% 234,907,480 100% 227,661,540 97%

1 Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, 

Permasalahan, dan Isu Strategis 

Pembangunan Daerah

Jumlah masukan analisis data untuk 

penyusunan kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah (Dengan Satuan: 

Dokumen)

2 234,907,480 2 Dokumen 227,661,540 97% 100

Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan 

Pelaporan Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah

100% 203,367,440 100% 195,121,095 96%

1 Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)

2 30,010,210 2  Laporan 24,043,435 80% 100

2 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 

Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 

Pembangunan Daerah (Dengan Satuan: 

Laporan)

2 173,357,230 2 Laporan 171,077,660 99% 100

NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PADA 

KOMPONEN PERENCANAAN & 

PENGUKURAN KINERJA 

(Satuan: Angka)

25,56

&

19,27

808,628,512 Belum dirilis 

inspektorat

761,954,356 94%

Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai 

Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia

25,28

&

22,67

354,495,309 Belum dirilis 

inspektorat

318,346,414 90%

1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 

yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: 

Dokumen)

2 68,840,084 2 Dokumen 63,307,340 92% 100

2 Sub Kegiatan Koordinasi  Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan 

RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan 

Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan 

Satuan: Dokumen)

4 285,655,225 4 Dokumen 255,039,074 89% 100

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

2 Perencanaan BAPPEDA

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN 

DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan 

Pendanaan

Kegiatan Analisis Data dan Informasi 

Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai 

Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian 

dan SDA

26,93

&

18,32

198,695,958 Belum dirilis 

inspektorat

191,017,874 96%

1 Sub Kegiatan Koordinasi  Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan daerah Bidang Perekonomian 

yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: 

Dokumen)

2 113,774,228 2 Dokumen 109,695,323 96% 100

2 Sub Kegiatan Koordinasi  Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan 

RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan daerah Bidang SDA yang 

Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, 

dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)

2 84,921,730 2 Dokumen 81,322,551 96% 100

Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai 

Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur 

dan Kewilayahan

24,46

& 

16,82

255,437,245 Belum dirilis 

inspektorat

252,590,068 99%

1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur 

yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: 

Dokumen)

2 255,437,245 2 Dokumen 252,590,068 99% 100

5,482,529,662 4,621,516,599 84%

PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG 

DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR 

PERUMUSAN KEBIJAKAN  

(Satuan: Persen)

100% 606,486,245 100% 545,097,664 90%

Rekomendasi hasil kajian bidang 

penyelenggaraan pemerintah dan 

pengkajian peraturan 

100% 147,412,360 100% 121,816,081 83%

1 Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan 

Evaluasi Penelitian dan Pengembangan 

Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, 

Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan 

Pengembangan Bidang Aparatur dan 

Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan: 

Laporan) 

2 147,412,360 2 Laporan 121,816,081 83% 100

Rekomendasi hasil kajian bidang sosial 

budaya dan kependudukan

100% 100,136,610 100% 97,823,650 98%

1 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

Bidang Aspek-Aspek Sosial

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 

Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 

(Dengan Satuan: Dokumen)

2 100,136,610 2 Dokumen 97,823,650 98% 100

Rekomendasi hasil kajian bidang Ekonomi 

dan Pembangunan

100% 94,490,780 100% 91,214,540 97%

1 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 

Pengembangan Perindustrian dan 

Perdagangan (Dengan Satuan: Dokumen)

1 47,672,760 1 Dokumen 46,372,270 97% 100

2 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

Pekerjaan Umum

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 

Pengembangan Pekerjaan Umum (Dengan 

Satuan: Dokumen)

1 46,818,020 1 Dokumen 44,842,270 96% 100

Nilai Indeks Inovasi Daerah 62,75 264,446,495 67.71 234,243,393 89%

1 Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan 

Perekayasaan di Bidang Teknologi dan 

Inovasi

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, 

Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang 

Teknologi dan Inovasi (Dengan Satuan: 

Dokumen)

1 98,095,635 1 Dokumen 75,148,948 77% 100

2 Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan 

Metode Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Yang Bersifat Inovatif

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

Bersifat Inovatif (Dengan Satuan: Laporan)

1 166,350,860 1 Dokumen 159,094,445 96% 100

606,486,245 545,097,664 90%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

B 10,574,122,622.00     B 8,982,524,522.00       80.42% 104%

Peningkatan Nilai AKIP 80 Nilai 70,389,388.00            81,10 Nilai 58,141,200.00            82.60% 104% - -

JUMLAH

4 Keuangan BPKAD PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

3 Penelitian dan 

Pengembangan

BAPPEDA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

DAERAH

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 

Peraturan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Sosial dan Kependudukan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Koordinasi  Bidang Perekonomian dan 

SDA  (Sumber Daya Alam)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang 

Infrastruktur dan Kewilayahan

JUMLAH

2 Perencanaan BAPPEDA
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1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

11 Dokumen             50,045,344.00 11 Dokumen             40,566,000.00 81.06% 100% Pelaksanaan Rapat Evaluasi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan  Dilaksanakan 

Bersamaan dengan 

Pelaksanaan Rapat Evaluasi 

Pelaporan Triwulan 

Merencanakan pengalokasian anggaran 

untuk tahun berikutnya lebih baik

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan             20,344,044.00 4 Laporan 17,575,200.00            86.39% 100%

Tertib Administrasi Keuangan 100% 7,558,540,242.00       100% 6,435,363,189.00       85.14% 100% - -

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

46 

Orang/bulan

       6,256,919,854.00 45 

Orang/bulan

       5,219,142,638.00 83.41% 100%  - Pengalokasian dana gaji dan 

tunjangan ASN disesuaikan 

dengan analisa kebutuhan 

pegawai  yang akan mutasi ke 

BPKAD 

- Mengantisipasi kebijakan 

pemerintah pusat atas 

pembayaran gaji dan tunjangan

Meningkatkan Koordinasi dengan pihak 

terkait untuk penyesuaian belanja pada 

tahun anggaran berikutnya

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

100 

Dokumen

       1,271,621,907.00 93 Dokumen        1,186,822,853.00 93.33% 93% - -

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

1 Laporan 14,998,513.00            1 Laporan 14,718,600.00            98.13% 100% - -

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

18 Laporan 14,999,968.00            18 Laporan 14,679,098.00            97.86% 100% - -

Indeks Profesionalitas ASN Perangkat 

Daerah

65 indeks 434,480,000.00          76,61 Indeks 401,829,481.00          92.49% 114% - -

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

4 Paket 288,480,000.00          4 Paket 277,662,500.00          96.25% 90% - -

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

12 Orang 146,000,000.00          16 Orang 124,166,981.00          85.05% 87% Pelaksanaan bimbingan teknis 

pada tahun anggaran 2024 

dilaksanakan dengan 

penugasan peserta Bimbingan 

Tekhnis sesuai dengan 

undangan.

Merencanakan pengalokasian anggaran 

untuk tahun berikutnya lebih baik

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100% 796,150,893.00          100% 666,150,858.00          83.67% 100% - -

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

11 Paket 28,684,169.00            11 Paket 25,496,912.00            88.89% 100% - -

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

16 Paket 68,205,273.00            16 Paket 55,716,250.00            81.69% 100% - -

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 

Disediakan

26 Paket 43,006,552.00            26 Paket 9,564,400.00              22.24% 100% Realisasi Belanja Peralatan 

rumah tangga sesuai dengan 

kebutuhan 

Merencanakan pengalokasian anggaran 

untuk tahun berikutnya lebih baik

4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

5 Paket 23,021,400.00            5 Paket             16,024,490.00 69.61% 100% Realisasi Belanja Bahan Logistik Merencanakan pengalokasian anggaran 

untuk tahun berikutnya lebih baik

5 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan 

16 Paket 97,403,499.00            16 Paket             92,497,980.00 94.96% 100% - -

6 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan             85,830,000.00 12 Laporan             58,532,500.00 68.20% 100% Realisasi Belanja Fasilitasi 

Kunjungan Tamu sesuai dengan 

kebutuhan 

Merencanakan pengalokasian anggaran 

untuk tahun berikutnya lebih baik

7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12 Laporan           450,000,000.00 12 Laporan           408,318,326.00 90.74% 100%

Tertib pengadaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan daerah

100% 466,608,287.00          100% 377,939,200.00          81.00% 100% - -Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

4 Keuangan BPKAD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah
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1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

8 Unit 466,608,287.00          8  Unit           377,939,200.00 81.00%

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

0 Unit -                             0 Unit -                             #DIV/0! 100%

Tertib Pengelolaan jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah

100% 493,300,012.00          100% 408,341,613.00          82.78% 100% - -

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

12 Laporan               8,550,000.00 12 Laporan               7,600,000.00 88.89% 100%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

12 Laporan           419,456,412.00 12 Laporan           336,864,913.00 80.31% 100% Penyediaan dana untuk 

pembayaran listrik , air dan 

internet telah disesuaikan 

penggunaanya dengan 

kebutuhan 

Merencanakan pengalokasian anggaran 

untuk tahun berikutnya lebih baik

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

12 Laporan             65,293,600.00 12 Laporan             63,876,700.00 97.83% 100%

Tertib Pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan daerah

100%           754,653,800.00 100%           634,758,981.00 84.11% 100% -

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

25 Unit           444,048,800.00 25 Unit           337,846,231.00 76.08% 100% Penyediaan Belanja Pajak 

Kendaraan Yang direalisasikan 

sesuai kebutuhan dan 

kekosongan 2 orang Pejabat di 

BPKAD

Merencanakan pengalokasian anggaran 

untuk tahun berikutnya lebih baik

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

20 Unit             70,707,000.00 20 Unit             68,294,750.00 96.59% 100% - -

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit           198,128,000.00 1 Unit           197,900,000.00 99.88% 100% - -

4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit             41,770,000.00 1 Unit             30,718,000.00 73.54% 100% - Pengeluaran Belanja BBM 

Genset Sesuai Kebutuhan

-  Merencanakan pengalokasian 

anggaran untuk tahun berikutnya lebih 

baik

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Daerah

62 Nilai      10,331,740,795.00 71,74 Nilai        4,835,156,910.00 72.60% 116% - -

Ketepatan waktu penyusunan dokumen 

Anggaran Daerah

100%        2,655,926,251.00 100%        1,964,505,104.00 73.97% 100% - -

1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang 

Disusun

 2 Dokumen        1,373,632,140.00  2 Dokumen        1,078,483,344.00 78.51% 100% KUA dan PPAS disusun 

berdasarkan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). 

Keterlambatan penyusunan 

RKPD atau data yang tidak 

lengkap akan menghambat 

penyusunan KUA dan PPAS. 

Rincian belanja yang belum 

lengkap saat penyusunan RKPD 

juga menjadi masalah

Memastikan kelengkapan data pada 

dokumen RKPD dengan berkoordinasi 

secara intensif dengan Bappeda atau 

OPD lain. Rincian belanja harus sudah 

terinput dengan lengkap saat 

penyusunan RKPD

2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA 

dan Perubahan PPAS

Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS yang Disusun

 2 Dokumen           247,085,852.00  2 Dokumen           171,027,100.00 69.22% 100% Pelaksanaan koordinasi 

Penyusunan Perubahan KUA 

dan Perubahan PPAS 

terkendala waktu yang singkat 

dan menyesuaikan jadwal 

kegiatan DPRD

Berkoordinasi lebih intens kepada 

semua OPD untuk dapat mempercepat 

penginputan Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS kedalam aplikasi SIPD

3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-

SKPD

Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi  39 

Dokumen 

            11,058,303.00  39 Dokumen             10,120,960.00 91.52% 100% Kurangnya kapasitas Sumber 

Daya Manusia di Bidang dalam 

melakukan koordinasi guna 

penyusunan dan Verifikasi  RKA-

SKPD

Menambah kapasitas SDM di Bidang 

Anggaran agar kegiatan koordinasi 

penyusunan dan Verifikasi  RKA-SKPD 

lebih maksimal

4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang 

Diverifikasi

 39 

Dokumen 

              9,004,264.00  39 Dokumen               7,717,450.00 85.71% 100% Kurangnya kapasitas Sumber 

Daya Manusia di Bidang dalam 

melakukan koordinasi guna 

penyusunan dan Verifikasi  

Perubahan RKA- SKPD

Menambah kapasitas SDM di Bidang 

Anggaran agar kegiatan koordinasi 

penyusunan dan Verifikasi  Perubahan 

RKA-SKPD lebih maksimal

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 

Daerah

4 Keuangan BPKAD
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5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-

SKPD

Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi  39 

Dokumen 

              8,899,858.00  39 Dokumen               7,826,300.00 87.94% 100% Kurangnya kapasitas Sumber 

Daya Manusia di Bidang dalam 

melakukan koordinasi guna 

penyusunan dan Verifikasi  DPA-

SKPD

Menambah kapasitas SDM di Bidang 

Anggaran agar kegiatan koordinasi 

penyusunan dan Verifikasi  DPA-SKPD 

lebih maksimal

6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 

Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang 

Diverifikasi

 39 

Dokumen 

              8,899,858.00  39 Dokumen               7,362,000.00 82.72% 100% Kurangnya kapasitas Sumber 

Daya Manusia di Bidang dalam 

melakukan koordinasi guna 

penyusunan dan Verifikasi  

Perubahan DPA-SKPD

Menambah kapasitas SDM di Bidang 

Anggaran agar kegiatan koordinasi 

penyusunan dan Verifikasi  Perubahan 

DPA-SKPD lebih maksimal

7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD

Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD

 2 Dokumen           320,517,835.00  2 Dokumen           206,840,674.00 64.53% 100% Waktu pembahasan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD di 

DPRD menyesuaikan jadwal dari 

Banggar

Komitmen pembahasan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD  di DPRD agar tepat waktu

8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan APBD

Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD 

2 Dokumen           273,850,950.00 2 Dokumen           206,787,023.00 75.51% 100% Waktu pembahasan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan 

APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan APBD di DPRD 

menyesuaikan jadwal dari 

Banggar

Komitmen pembahasan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD  di DPRD 

agar tepat waktu

9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta 

Kebijakan Bidang Anggaran

Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan 

Bidang Anggaran

 4 Dokumen             97,751,508.00  4 Dokumen             78,853,382.00 80.67% 100% Perubahan kebijakan di 

Pemerintah Pusat yang cepat 

terkait anggaran mempengaruhi 

Penyusunan Regulasi serta 

Kebijakan Bidang Anggaran di 

Pemerintah Daerah

Selalu meng Update informasi terkait 

aturan serta kebijakan dari Pemerintah 

Pusat terkait penganggaran 

10 Koordinasi Perencanaan Anggaran 

Pendapatan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 

Perencanaan Anggaran Pendapatan

 4 Dokumen             90,378,754.00  4 Dokumen             65,849,468.00 72.86% 100% Perubahan undang-undang 

tentang Hak Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah 

mempengaruhi rencana atau 

target Pendapatan dari OPD 

yang membidanginya

Penyesuaian Target dan jenis 

Pendapatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang terbaru.

11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja 

Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 

Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

 12 

Dokumen 

          157,868,480.00  12 Dokumen           113,766,153.00 72.06% 100% Pelaksanaan Koordinasi 

Perencanaan Anggaran Belanja 

Daerah dengan OPD 

dilaksanakan bersamaan 

dengan Kegiatan Lainnya 

-  Merencanakan pengalokasian 

anggaran untuk tahun berikutnya lebih 

baik

12 Koordinasi Perencanaan Anggaran 

Pembiayaan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 

Perencanaan Anggaran Pembiayaan

2 Dokumen             56,978,449.00 2 Dokumen               9,871,250.00 17.32% 100%

- Pelaksanaan Rapat Anggaran 

Pembiayaan dilaksanakan 

bersamaan dengan 

pembahasan rapat lainnya 

-  Merencanakan pengalokasian 

anggaran untuk tahun berikutnya lebih 

baik

Persentase Kemampuan OPD dalam hal 

Penatausahaan Penerimaan dan 

Pengeluaran Belanja

100%        1,252,136,706.00 100%        1,187,741,486.00 94.86% 100% - -

1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 

Pengelolaan Kas Daerah

12 Dokumen           206,306,722.00 12 Dokumen           184,453,658.00 89.41% 100% - -

2 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan 

Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 

Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

234 

Dokumen

          420,168,927.00 234 

Dokumen

          407,924,400.00 97.09% 100%

3 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, 

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 

Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana 

Transfer Lainnya

Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, 

Asistensi, Sinktronisasi, Supervisi, Monitoring 

dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan 

dan Dana Transfer Lainnya

48 Dokumen             47,954,305.00 48 Dokumen             37,985,921.00 79.21% 100% Dikarenakan terlambat dalam 

menjalankan Monitoring dan 

Evaluasi Pengelolaan Dana 

Perimbangan dan Dana Transfer 

Lainnya

Membuat Tim terkait percepatan Monev 

Pengelolaan Dana Perimbangan dan 

Dana Transfer Lainnya

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 

Daerah

4 Keuangan BPKAD
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4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Daerah,Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan 

Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran 

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, 

dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan 

dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga 

(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam 

rangka Penyusunan Laporan Realisasi 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, 

Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan 

Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran 

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

742 Laporan             40,686,513.00 742 Laporan             34,287,750.00 84.27% 100% Dikarenakan terlambat dalam 

menyelesaikan Berita Acara 

Rekon 

Pemungutan/Pemotongan Pajak  

Melakukan percepatan rekonsiliasi 

5 Rekonsiliasi Data Penerimaandan 

Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan 

PemotonganAtas SP2D dengan Instansi 

Terkait

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta 

Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D 

dengan Instansi Terkait

468 

Dokumen

            38,947,188.00 468 

Dokumen

            36,423,938.00 93.52% 100% - -

6 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi 

Keuangan yang Berkaitan dengan 

Penerimaandan Pengeluaran Kas serta 

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 

SubKegiatan

Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi 

Keuangan yang Berkaitan dengan 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta 

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 

Sub Kegiatan

3 Dokumen           230,134,763.00 3 Dokumen           226,403,459.00 98.38% 100%

7 Pembinaan Penatausahaan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 

Penatausahaan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota

240 Orang           267,938,288.00 240 Orang           260,262,360.00 97.14% 100% - -

Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Daerah

100%        1,201,487,331.00 100%        1,092,752,661.00 90.95% 100% - -

1 Koordinasi PelaksanaanAkuntansi 

Penerimaan danPengeluaran Kas Daerah

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas Daerah

12 Laporan             79,473,872.00 12 Laporan             77,980,038.00 98.12% 100% - -

2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, 

Ekuitas, Pendapatan, Belanja, 

Pembiayaan,Pendapatan-LO dan Beban

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan 

Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, 

Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, 

Pendapatan-LO, dan Beban

936 

Dokumen

            50,507,475.00 936 

Dokumen

            46,743,050.00 92.55% 100% Penghematan dari SPPD Luar 

Daerah yang dapat diserap yang 

merupakan SPPD Luar Daerah 

yang tidak direalisasikan

Untuk kedepannya diupayakan agar 

anggaran yang tidak terserap segera 

dilakukan pergeseran untuk kegiatan 

yang menjadi prioritas bidang akuntansi 

dan pelaporan keuangan daerah

3 Koordinasi Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Bulanan,Triwulanan dan Semesteran

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan 

Semesteran

16 Laporan             35,704,596.00 16 Laporan             35,082,883.00 98.26% 100% - -

4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD 

dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang 

Terkonsolidasi

17 Laporan           210,903,323.00 17 Laporan           199,573,910.00 94.63% 100% - -

5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota

4 Dokumen           185,105,429.00 4 Dokumen           173,936,691.00 93.97% 100% - negosiasi harga antara pejabat 

pengadaan barang dan jasa 

dengan pihak ketiga

 - Adanya beberapa kegiatan 

penting yang harus 

dilaksanakan, sehingga tidak 

bisa melakukan perjalanan 

dinas biasa

 Menginformasikan ke pihak ketiga agar 

memperhatikan satuan harga pada saat 

negosiasi yang dilakukan melalui 

aplikasi

 - Penjadwalan kegiatan yang lebih baik 

untuk tahun berikutnya

6 Penyusunan Tanggapan/ TindakLanjut 

terhadap LHP BPK atas Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut 

Terhadap LHP BPK atas Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

2 Dokumen               5,045,427.00 2 Dokumen               4,949,000.00 98.09% 100% - Pelaksanaan perjalanan dinas 

dalam kota terkait penyusunan 

Tanggapan/Tindak Lanjut 

terhadap LHP BPK atas Laporan 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

dilaksanakan dengan rapat 

koordinasi langsung OPD di 

Inspektorat kota jambi

Merencanakan pengalokasian anggaran 

untuk tahun berikutnya lebih baik

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Daerah

4 Keuangan BPKAD
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7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian 

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 

Kerugian Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian 

Daerah

12 Dokumen           285,321,830.00 12 Dokumen           215,579,422.00 75.56% 100% Merupakan honor majelis 

pertimbangan penyelesaian 

kerugian daerah dan honor 

TPKD yang tidak dapat 

direalisasikan sebagaimana 

mestinya, karena honor 

dibayarkan berdasarkan  

perkegiatan

1. Kedepan diupayakn agar anggaran 

yang tidak terserap segera dilakukan 

pergeseran untuk kegiatan yang lebih 

menjadi prioritas bidang akuntansi dan 

pelaporan keuangan daerah

2. Agar untuk penganggaran belanja 

honorarium sekretariat TPKD dan TPKD 

berikut belanja pendukung kegiatan 

TPKD agar dapat dianggarkan oleh 

Inspektorat mengingat Permendagri 

Nomor 133 Tahun 2018 Pasal 4 bahwa 

TPKD terdiri atas pejabat pada unit 

SKPD yang melaksanakan fungsi 

dibidang Pengawasan dan untuk 

mendukung haln ini seyogyanya 

didukung dengan anggaran yang 

memadai pada Instansi dimaksud

8 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

15  

Dokumen

          170,383,227.00 15  Dokumen           164,732,336.00 96.68% 100% Merupakan sosialisasi Perda 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang tidak direalisasikan karena 

masih dalam proses 

pembahasan oleh Legislatif, 

sehingga belanja yang berkaitan 

dengan sosialisasi Perda ini 

tidak dapat diserap dengan baik

Untuk kedepannya diupayakan agar 

anggaran yang tidak terserap segera 

dilakukan pergeseran untuk kegiatan 

yang menjadi prioritas bidang akuntansi 

dan pelaporan keuangan daerah

9 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Pemerintah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 

Akuntansi, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Pemerintah 

Kabupaten/Kota

 312 Orang             67,824,113.00  312 Orang             65,252,519.00 96.21% 100% Realisasi Honorarium 

Narasumber Luar dan Sewa 

Hotel pada Kegiatan Bimbingan 

Teknis Penyusunan Laporan 

Keuangan SKPD dengan 

Menggunakan SIPD tidak Dapat 

direlisasikan karena 

Narasumber Luar tidak dapat 

hadir menjadi Narasumber 

dalam Kegiatan tersebut dan 

untuk realisasi Honorarium 

Narasumber dari dalam hanya 

diberikan 50%

Kedepannya akan menindaklanjuti 

kegiatan tersebut semaksimal mungkin 

dan akan terus berkoordinasi dengan 

beberapa pihak

10 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD 

Kabupaten/Kota

Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina  22 Lembaga           111,218,039.00  24 Lembaga           108,922,812.00 97.94% 100% Pelaksanaan Belanja perjalanan 

dinas biasa untuk pelaksanaan 

pembinaan pengelolaan 

keuangan BLUD kabupaten/kota 

antara BLUD dengan BPKAD 

telah dilaksnakan koordinasi 

dengan BLUD di Kantor BPKAD 

Kota Jambi

Merencanakan pengalokasian anggaran 

untuk tahun berikutnya lebih baik

Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah

Tertib Penunjang Urusan Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah

100%        5,222,190,507.00 100%           590,157,659.00 11.30% 100% - -

4 Keuangan BPKAD
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1 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana 

Darurat dan Mendesak 

12 Laporan        5,222,190,507.00 12 Laporan           590,157,659.00 11.30% 100% Belanja Tidak Terduga adalah 

belanja untuk mendanai 

kegiatan yang sifatnya tidak 

biasa atau tidak diharapkan 

terjadi berulang, seperti 

kebutuhan tanggap darurat 

bencana, penanggulangan 

bencana alam dan bencana 

sosial, termasuk pengembalian 

atas kelebihan penerimaan 

daerah tahun-tahun sebelumnya 

yang telah ditutup seperti 

restitusi pengembalian pajak.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga 

dipersiapkan untuk apabila terjadi 

peristiwa tanggap darurat bencana, 

penanggulangan bencana alam dan 

bencana sosial, baru kemudian 

direalisasikan sesuai kebutuhan 

Persentase Pengelolaan Barang Milik 

Daerah

85%        1,620,752,095.00 85%        1,022,181,491.00 63.07% 100% - -

Meningkatnya Persentase Manajemen 

Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi

85%        1,620,752,095.00 85%        1,022,181,491.00 63.07% 100% - -

1 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen           261,585,970.00 1 Dokumen           124,904,658.00 47.75% 100% Belanja Makanan dan Minuman 

rapat hanya terealisai sebagian 

dikarenakan ada tambahan di 

ABT yang belum diserap semua

Akan terus memaksimalkan kegiatan 

tersebut

2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang 

Milik Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Daerah

1 Dokumen             25,796,168.00 1 Dokumen               3,835,050.00 14.87% 0% Laporan RKBMD tahun 2024 

yang dibuat oleh seluruh OPD 

belum sepenuhnya dilaksanakan 

oleh beberapa OPD

Kedepannya akan menindaklanjuti 

kegiatan tersebut semaksimal mungkin

3 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah

1 Laporan           338,381,692.00 1 Laporan           171,163,958.00 50.58% 100% Kegiatan sosialisasi 

penatausahaan BMD tidak 

sepenuhnya direalisasikan 

karena jam pelaksanaan tidak 

sepenuhnya diserap sesuai 

dengan anggaran yang ada

Kedepannya akan menindaklanjuti 

kegiatan tersebut semaksimal mungkin

4 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang 

Milik Daerah

2 Laporan           275,452,364.00 2 Laporan           161,370,572.00 58.58% 100% Belanja Jasa Pengukuran tanah 

hanya sebagian terealisasi 

dikarenakan masih banyak 

bahan/berkas yang belum 

lengkap yang diajukan belum 

diajukan ke BPN

akan berkordinasi ke OPD Dinas 

Pendidikan

5 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik 

Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian 

Barang Milik Daerah

4 Laporan             48,643,366.00 4 Laporan             28,732,140.00 59.07% 100% Masih ada beberapa objek 

barang yang idhe tapi belum 

diserahkan ke pengelola 

sehingga belum dilakukan 

penilaian sewa

Perlu diterbitkannya penggunaan BMD 

sesuai tupoksi OPD

6 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan 

Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan 

Pengendalian Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

2 Laporan 140,850,840.00          2 Laporan 98,131,631.00            69.67% 100% "a.Belum adanya peraturan yang 

lebih spesifik terkait 

pengawasan dan pengendalian, 

sehingga pola dan bentuk 

pengawasan msaih bersifat 

perkiraan

b. Kurangnya Pemahaman 

ditingkat OPD/Pengguna Terkait 

Pengawasan dan Pengendalian 

a. Disusun dan diterbitkannya Perwal 

atau SOP tentang Pengawasan dan 

Pengendalian BMD

b. Peningkatan pengetahuan terkait 

pengawasan dan pengendalian baik 

serupa workshop, template, brosur dan 

sebagai berikut

7 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 

Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi 

Penggunaan, Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 

Penghapusan Barang Milik Daerah

4 Dokumen           153,002,320.00 4 Dokumen 120,755,891.00          78.92% 100% Belum optimalnya pemanfaatan 

BMD seperti dalam bentuk sewa

Disusun dan diterbitkannya Perwal 

tentang tahapan dengan nilai 

pemanfaatan dalam bentuk sewa

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK 

DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah

4 Keuangan BPKAD
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8 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam 

rangka Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah 

39 Laporan           110,526,265.00 39 Laporan 96,699,669.00            87.49% 100% - -

9 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang 

Disusun 

39 Laporan           144,687,753.00 39 Laporan 120,529,010.00          83.30% 100% - -

10 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah 

Kabupaten/Kota

100 Orang           121,825,357.00 100 Orang 96,058,912.00            78.85% 100% Belum terlaksananya Kegiatan 

Sosialisasi Tentang 

Pengamanan Barang Milik 

Daerah dikarenakan belum 

sesuai dengan jadwal

Kedepannya akan menindaklanjuti 

Kegiatan tersebut semaksimal mungkin 

dan akan terus berkordinasi dengan 

beberapa pihak

          22,526,615,512 14,839,862,923          65.88%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

B           25,590,428,861           22,949,273,190 89.68 B

Penilaian Nilai AKIP A                    2,280,245 A                    1,803,275 79.08 79,35

1 Penyusunan dokumen perencanaan 

perangkat daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

3 Dokumen                    1,361,970 3 Dokumen                       976,000 71.66 4 Dok

2 Evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 

daerah

1 Laporan                       918,275 1 Laporan                       827,275 90.09 1 Dok

Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%           20,642,260,311 76.91%           18,651,051,821 90.35 86,93%

1 Penyediaan gaji dan tunjangan asn Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

65 Org           20,321,115,134 65 Org           18,356,154,641 90.33 64 Org

2 Pelaksanaan penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi keuangan skpd

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2 Dok                218,483,977 2 Dok                216,152,819 98.93 4 Dok

3 Koordinasi dan penyusunan laporan 

keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran 

skpd

Junlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/triwulan/ Semesteran

2 Lap                102,661,200 2 Lap                  78,744,361 76.70 2 Lap

Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah 55,5                449,522,000                348,074,241 77.43 67,4

1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut 

kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut 

kelengkapan

1 Paket                  90,150,000 1 Paket                  88,940,000 98.66 1 Paket

2 Pendidikan dan pelatihan pegawai 

berdasarkan tugas dan fungsinya

Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan 

fungsi yang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan

12 Org                  59,372,000 11 Org                         25,522 4% -   Tidak tersedianya jadwal diklat 

PPNS Pajak  

  Mengupayakan diklat PPNS pajak  

3 Bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundang-undangan

Jumlah orang yang mengikuti bimbingan 

teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

25 Org                300,000,000 25 Org                259,108,719 86.37 30 Org

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100%             2,579,892,861 100%             2,429,237,894 94.16 100.00%

1 Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah paket komponen instalasi 

listrik/bangunan kantor yang disediakan

2 paket                  42,960,854 2 paket                  36,798,100 85.65 2 paket

2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 

kantor

Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan 

kantor yang disediakan

4 Paket             1,795,802,707 6 Paket             1,752,426,480 97.58 6 Paket

3 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik yang disediakan 1 Paket                  43,989,300 1 paket                  33,205,200 75.48 1 paket

4 Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan

Jumlah paket barang cetakan dan 

penggandaan yang disediakan

1 Paket                  33,300,000 2 paket                  22,212,450 66.70 2 paket

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan

Jumlah dokumen bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan yang 

disediakan

1 Dok                    3,840,000 1 dok                    2,680,000 69.79 1 dok

6 Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu 12 Lap                  60,000,000 4 Lap                  32,110,000 53.52 4 Lap   Belanja sesuai kebutuhan rapat   Akan menghitung kembali kebutuhan 

rapat 

7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 

konsultasi skpd

Jumlah laporan penyelenggraan rapat 

koordinasi dan konsultasi SKPD

12 Lap                600,000,000 4 Lap                549,805,664 91.63 4 Lap

Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

100%                634,040,000 100.00%                581,290,372 91.68 100.00%

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat 

menyurat

4 Lap                  58,040,000 4 Lap                  58,040,000 100.00 4 Lap

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik yang disediakan

4 Lap                576,000,000 4 Lap                523,250,372 90.84 4 Lap

Tertib Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah

100%              1,282,433,444 83.33%                937,815,587 73.13 83.33%

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

JUMLAH

5 Keuangan BPPRD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

4 Keuangan BPKAD
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1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan 

dinas operasional lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional atau 

lapangan yang dipelihara dan dibayarkan 

pajaknya

37 Unit                654,559,632 37 unit                354,984,549 54.23 37 unit   adanya 2 kendaraan dinas  

yang diajukan untuk dilakukan 

lelang sehingga pembayaran 

bahan bakar minyak tidak 

dilaksanakan  

  anggaran akan disesuaikan dengan 

pemakaian  

2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang 

dipelihara

101 Unit                  79,612,780 90 unit                  76,118,940 95.61 90 unit

3 Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan 

bangunan lainnya

Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya 

yang dipelihara /direhabilitasi

2 Unit                548,261,032 2 Unit                506,712,098 92.42 2 Unit

Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah ##########           10,114,624,139  

325,296,715,

240 

            8,412,177,521 83.17 ##########

Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak dan retribusi 

daerah

9%           10,114,624,139             8,412,177,521 83.17 7,20%

1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah dokumen rencana pajak daerah 2 dok                  80,688,625 2 dok                  57,769,070 71.60 2 dok

2 Analisa dan pengembangan pajak daerah, 

serta penyusunan kebijakan pajak daerah

Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah 

serta pengembangan pajak daerah serta 

pengembangan pajak daerah dan kebijakan 

pajak daerah

1 Dok                165,780,650 1 dok                140,535,100 84.77 1 dok

3 Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan 

pajak daerah

Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan 

penyebarluasan kebijakan pajak daerah

6 lap                954,724,882 6 lap                855,861,440 89.64 6 lap  Silpa perjalanan dinas 

penyuluhan dilakukan sesuai 

dengan kebijakan yang baru 

ditetapkan 

 perjalanan dinas akan menyesuaikan 

dengan kebijakan baru yang akan dibuat 

4 Penyediaan sarana dan prasarana 

pengelolaan pajak daerah

Tersedianya sarana dan prasarana 

pengelolaan pajak daerah

11 unit             1,151,886,244 11 unit                925,841,500 80.38 13 unit

5 Pendataan dan Pendaftaran objek pajak 

daerah

Jumlah laporan hasil pendataan dan 

pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak 

dan wajib pajak daerah

12 lap             1,976,775,199 12 lap             1,693,280,001 85.66 12 lap

6 Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan 

basis data pajak daerah

Jumlah laporan hasil pengolahan, 

pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak 

daerah

12 lap             1,155,616,229 12 lap             1,008,063,330 87.23 17 lap

7 Penilaian pajak dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan

Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP 

nya

10.000 

Objek pajak

            1,914,053,894 13.640 Objek 

pajak

            1,596,637,080 83.42 13.640 

Objek pajak

8 Penetapan wajib pajak daerah Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah 33.000 Dok                293,608,829 33.000 dok                197,308,340 67.20 33.000 dok   Efisiensi perjalanan dinas 

dalam daerah 

  Akan menyesuaikan kembali  belanja 

perjalanan dinas dalam daerah 

9 Pelayanan dan konsultasi pajak daerah Jumlah Layanan dan konsultasi pajak daerah 30.768 

Layanan

               435,047,078 30.768 

layanan

               387,423,480 89.05 30.768 

layanan

10 Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak 

daerah

Jumlah data pelaporan pajak daerah yang 

telah dilakukan penelitan dan verifikasi

33.000 Dok                103,563,519 33.000 dok                103,295,500 99.74 33.000 dok

11 Penagihan pajak daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 

penagihan pajak daerah

3 Dok             1,034,400,900 3 dok                952,099,900 92.04 3 dok

12 Penyelesaian keberatan pajak Jumlah dokumen hasil penyelesaian 

keberatan pajak daerah

1 Dok                206,339,610 1 dok                  98,847,925 47.91 1 dok   Banyaknya penelitian atas 

pengajuan keberatan yang 

dilaksanakan di kantor sehingga 

mengurangi perjalanan dinas 

dalam daera 

  Menghitung kembali belanja perjalanan 

dinas dalam daerah 

13 Pengendallian, pemeriksaan dan pengawasan 

pajak daerah

Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta 

pengendalian dan pengawasan pajak daerah

2 Dok                464,967,060 2 dok                295,561,380 63.57 2 dok Tingkat kepatuhan wajib pajak 

reklame mulai meningkat 

sehingga pelaksanaan 

perjalanan dinas dalam daerah 

untuk penertiban reklame 

berkurang

 Menghitung kembali belanja perjalanan 

dinas dalam daerah 

14 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan 

retribusi daerah

Jumlah laporan hail pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan retribusi daerah

4 Lap                177,171,420 12 lap                  99,653,475 56.25 12 lap   Efisiensi perjalanan dinas 

dalam daerah 

  Akan menyesuaikan kembali  belanja 

perjalanan dinas dalam daerah 

          35,705,053,000           31,361,450,711 87.83            

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 83,60%           94,683,584,373 84,75%           92,573,248,858 98%

Tersedianya  Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

11 Dokumen                  15,755,000 11 Dokumen                    9,007,000 57.17% 100%

JUMLAH

6 Kepegawaian 

serta 

Pendidikan dan 

Pelatihan

BKPSDMD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

5 Keuangan BPPRD
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1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan   Perangkat 

Daerah

 8 Dokumen                  11,725,000  8 Dokumen                    6,777,000 57.80% 100% - Dokumen perencanaan dan 

penganggaran dicetak tidak 

sebanyak yang ada di DPA

Untuk tahun selanjutnya akan 

disesuaikan

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 Laporan                    4,030,000  3 Laporan                    2,230,000 55.33% 100% -Laporan Kinerja, LPPD dan 

Laporan Tahunan diperbanyak 

dengan dicopi dan dijilid biasa. 

Anggaran cetak Buku tidak di 

realisasikan. 

-Kegiatan rapat-rapat tidak 

menggunakan makan minum

untuk tahun selanjutnya laporan akan 

dicetak buka dan untuk rapat-rapat akan 

merealisasikan makan minum

Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat 

waktu

4 Laporan           91,126,772,035 4 Laporan 89,926,239,467 98.68% 100%

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah    Orang    yang    Menerima    Gaji    

dan Tunjangan ASN

2382 

Orang/Bulan

          90,853,945,935  2379 Orang 

/Bulan 

          89,659,924,017 98.69% 100%

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah       Dokumen       Penatausahaan       

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

12 Dokumen                262,036,100  12 Dokumen                256,895,200 98.04% 100%

3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah  Dokumen  Koordinasi  dan  

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

12 Dokumen                    3,845,000  12 Dokumen                    3,236,250 84.17% 100%

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran  SKPD

12  

Dokumen

                   6,945,000  12 Dokumen                    6,184,000 89.04% 100%

Tersedianya Laporan administrasi Barang 

Milik Daerah

24 Laporan                  71,554,000 24 Laporan                  40,500,000 56.60% 71%

1 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 

SKPD

Jumlah  Laporan  Hasil  Penilaian  Barang  

Milik

Daerah  dan  Hasil  Koordinasi  Penilaian  

Barang Milik Daerah SKPD

12 Laporan                    9,990,000  12 Laporan                    9,900,000 99.10% 100% (1) Laporan BMD tidak 

disampaikan sesuai Form 

tersedia, (2) SPPD menyesuikan 

undangan/giat pelaksanaan 

BMD, (3)Honor PPKOM tidak 

diperkenankan untuk dibayarkan 

karena menjadi tugas dan fungsi 

Ppkom, (4)Honor Staf pengelola 

keuangan tidak diperkenankan 

untuk dibayarkan karena 

menjadi objek temuan BPK 

tahun sebelumnya

Tidak menganggarkan kembali 

Honorarium Ppkom dan Staf Pengelola 

Keuangan serta Laporan disampaikan 

sesuai standar yang tersedia

2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah  Laporan  Penatausahaan  Barang  

Milik Daerah pada SKPD

12 Laporan                  61,564,000  5 Laporan                  30,600,000 49.70% 42%

Presentase ASN Perangkat Daerah yang 

Memiliki Kesesuian Kompetensi

80%                492,450,000 68%                183,718,332 37.31% 94%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah  Paket  Pakaian  Dinas  beserta  

Atribut Kelengkapan

75 Stel                  72,450,000  75 Stel                  53,550,000 73.91% 100%

2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

20 Orang                260,000,000  19 Orang                129,948,332 49.98% 95% Pelaksanaan diklat kontribusi 

disesuaikan dengan surat yang 

masuk dan kebutuhan

 Perlu mengetahui informasi Agenda 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Instansi Pusat dan Daerah serta 

memiliki Analisis Kebutuhan  

Pengembangan Kompetensi ASN 

3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

10 Orang                160,000,000  5 Orang                       220,000 0.14% 50% Pelaksanaan Bimtek kontribusi 

disesuaikan dengan surat yang 

masuk dan kebutuhan

 Perlu mengetahui informasi Agenda 

Kegiatan Bimbingan Teknis/sosialiasi 

Instansi Pusat dan Daerah serta 

memiliki Analisis Kebutuhan  

Pengembangan Kompetensi ASN 

Terwujudnya Kelancaran administrasi 

kantor

100%                653,740,715 114%                508,257,418 77.75% 114%

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah         Paket         Komponen         

Instalasi  Listrik/Penerangan    Bangunan    

Kantor    yang Disediakan

5 

Paket/Jenis

                 46,549,166 5 

Paket/Jenis

                 41,266,000 88.65% 100%

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah    Paket    Peralatan    dan    

Perlengkapan Kantor yang Disediakan

4 Paket                106,134,165 4 Paket                101,395,700 95.54% 100%

6 Kepegawaian 

serta 

Pendidikan dan 

Pelatihan

BKPSDMD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah
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3 Penyediaan Barang cetakan dan 

penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

3 Paket                  35,081,384 3 Paket                  31,721,000 90.42% 100%

4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi  kunjungan Tamu 60 Laporan                111,500,000 51 Laporan                105,490,000 94.61% 85%

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah  Laporan  Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

50 Laporan                330,500,000 50 Laporan                228,384,718 69.10% 100% Pelaksanaan Rakor dan 

Konsultasi dengan Instansi 

Pemerintah Daerah dan Pusat 

menyesuaikan Undangan dan 

Rencana Kerja yang ada 

dibidang/sekretariat

 Perlu Informasi Agenda Kerja 

Pemerintah Pusat dan Daerah dan 

Rencana Kerja yang ada di 

bidang/sekretariat 

6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

5000 

Dokumen

                 23,976,000 5701 

Dokumen

                                  - 0.00% 114% Standar cetak map gantung 

arsip belum tersedia

 Perlu koordinasi dengan Arsiparis 

bkpsdmd dan Instansi pembina 

kearsipan 

Tertib administrasi Pengadaan Barang 

Milik Daerah

100%                999,755,731 100%                910,116,200 91.03% 91%

1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Disediakan

1 Unit                280,000,000 1 Unit                279,930,000 99.98% 100%

2 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 157 Paket                298,679,778 151 Paket                231,922,500 77.65% 96%

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

28 Unit                301,076,950 28 Unit                298,355,000 99.10% 100%

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah   Unit   Sarana   dan   Prasarana   

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

2 Unit                119,999,003 2 Unit                  99,908,700 83.26% 100%

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100%                798,296,892 100%                599,302,631 75.07% 93.1%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah     Laporan     Penyediaan     Jasa     

Surat Menyurat

6500 

Laporan

                 54,949,000  6049 

Laporan 

                 27,025,000 49.18% 93% Tidak ada kebutuhan cetak yang 

diajukan oleh bidang dan masih 

tersedianya belanja cetak tahun 

sebelumnya

 Perlu perencanaan kebutuhan cetak 

dari setiap bidang yang ada 

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

4 Laporan                436,114,692  4 Laporan                288,829,231 66.23% 100% Pembayaran dilakukan sesuai 

tagihan yang ada

 Anggaran Menyesuaikan tagihan tahun 

sebelumnya 

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   

Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

4 Laporan                307,233,200  4 Laporan                283,448,400 92.26% 100%

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah

90%                525,260,000 90% 396,107,810 75.41% 86%

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

25 Unit                350,000,000  25 Unit                232,095,641 66.31% 100% Pembayaran dilakukan sesuai 

tagihan yang ada

 Anggaran Menyesuaikan tagihan tahun 

sebelumnya 

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah   Peralatan   dan   Mesin   Lainnya   

yang Dipelihara

92 Unit                119,960,000  75 Unit                109,525,169 91.30% 81.52% Pembayaran dilakukan sesuai 

tagihan yang ada

 Standar pemeliharaan menyesuaikan 

SIPD 

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2 Unit                  55,300,000  2 Unit                  54,487,000 98.53% 100%

Nilai Kriteria

- Perencanaan Kebutuhan

- Pengadaan

 - PerlindunganDan Pelayanan; 

- Sistem Informasi

101                533,916,077 91                463,635,535 86.84% 99%

Tersedianya Dokumen Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 

ASN

9 Dokumen                533,916,077 9 Dokumen                463,635,535 86.84% 99%

1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan 

Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 

Pengadaan ASN

Jumlah Dokumen Hasil  penyusunan Rencana 

Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 

Pelaksanaan Pengadaan ASN

39 Dokumen                  33,754,122  39 Dokumen                  33,530,908 99.34% 100%

2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan 

PPPK

Jumlah   Dokumen   Kegiatan   Koordinasi   

dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

10 Dokumen                182,336,600  10 Dokumen                141,703,895 77.72% 100% Adanya perpanjangan jadwal 

pelaksanaan pengadaan ASN 

tahun 2024 sampai dengan 

tahun 2025

 Mengoptimalkan anggaran sesuai 

dengan jadwal 

3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 

Pemberhentian

Jumlah   Dokumen   Hasil   kegiatan   

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 

Pemberhentian

298 

Dokumen

                 15,077,555 298 

Dokumen

                 14,252,600 94.53% 100%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Program Kepegawaian Daerah

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian

6 Kepegawaian 

serta 

Pendidikan dan 

Pelatihan

BKPSDMD
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

4 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang 

Difasilitasi

1 Lembaga                174,910,000  1 Lembaga                161,475,000 92.32% 100%

5 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah   Dokumen   Hasil   Pengelolaan   

Sistem Informasi Kepegawaian

2 Dokumen                  84,676,200  2 Dokumen                  72,262,560 85.34% 100%

6 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah    Dokumen    Hasil    Pengelolaan    

Data Kepegawaian

2 Dokumen                  32,661,600  2 Dokumen                  29,910,572 91.58% 100%

7 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi 

Kepegawaian

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, 

Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

1 Laporan                  10,500,000  1 Laporan                  10,500,000 100.00% 100%

Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi 17.5                333,412,710 17.5                203,330,015 60.98% 100%

Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi 

dan Promosi ASN

7 Dokumen                333,412,710 7 Dokumen                203,330,015 60.98% 67%

1 Pengelolaan Mutasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi 

Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 

Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi 

ASN antar Daerah

210 

Dokumen

                 71,256,480  37 Dokumen                  41,577,340 58.35% 18% -M299Kegiatan Rapat tidak 

menggunakan makan minum -

Kegiatan Pelaksanaan Mutasi 

mengacu pada berkas usulan 

Mutasi yang masuk

untuk tahun selanjutnya rapat-rapat akan 

merealisasikan makan minum

2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1560 

Dokumen

                 64,999,860  1150 

Dokumen 

                 39,752,973 61.16% 74% -Kegiatan Pengelolaan Kenaikan 

pangkat dilaksanakan 6x 

setahun sesuai dokumen usulan 

kenaikan pangkat yg masuk

3 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah   Dokumen   Hasil   Pengelolaan   

Promosi ASN

2 Dokumen                197,156,370  2 Dokumen                121,999,702 61.88% 100% Anggaranperjalanan dinas luar 

daerah digunakan sesuai 

kebutuhan

untuk tahun selanjutnya akan 

disesuaikan

Nilai Kriteria Pengembangan Karier 30                889,846,400 35                739,545,146 83.11% 117%

Tersedianya Dokumen Pengembangan 

Kompetensi ASN

5 Dokumen                889,846,400 5 Dokumen                739,545,146 83.11% 94%

1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 326 ASN                805,740,000  317 ASN                675,006,600 83.77% 97%

2 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi 

ASN

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 

Administrasi

Diklat dan Sertifikasi ASN

1 Dokumen                  11,949,896  1 Dokumen                  10,333,166 86.47% 100%

3 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 80 Orang                  46,999,864  80 Orang                  36,578,280 77.83% 100% kegiatan dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal kegiatan dan 

efisiensi penggunaan anggaran 

makan minum dan perjalanan 

dinas biasa

Untuk tahun selanjutnya akan 

disesuaikan

4 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan 

Fungsional

Jumlah     ASN     Jabatan     Fungsional     

yang Mendapatkan Layanan Pengembangan 

Karir

2753 Orang                  25,156,640  2572 Orang                  17,627,100 70.07% 93% Penerbitak SK JF yang 

disesuaikan usulan dan 

kebutuhan serta efisiensi 

terhadap penggunaan anggaran 

cetak dan makan minum  

Untuk tahun selanjutnya akan 

disesuaikan

Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan 

Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

67.5                256,852,352 97.5                246,151,941 95.83% 144%

Persentase penilaian Kinerja ASN yang 

mendapatkan penilaian sesuai ekspetasi

93%                256,852,352 93%                246,151,941 95.83% 41%

1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja 

Aparatur

Jumlah  Dokumen  Hasil  Pelaksanaan  

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

39 Dokumen                  58,200,023  39 Dokumen                  55,131,320 94.73% 100%

2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi 

Pegawai

Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 213 ASN                  53,840,487  6 ASN                  51,095,600 94.90% 3% Refocusing anggaran untuk ASN 

Berprestasi sebanyak 9 orang 

dan belum terbitnya 

satyalancana Karya Satya dari 

Kemendagri sebanyak 207 

orang
3 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah   ASN   yang   Mendapatkan   

Pembinaan

Kedisiplinan

136 Orang                  98,260,695  115 Orang                  94,239,000 95.91% 85% Kegiatan Sumpah/Janji PNS 

berdasarkan usulan dari 

Perangkat Daerah (Target 70 

PNS Realisasi 44 PNS)

4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran 

Disiplin ASN

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 

Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

24 Laporan                  46,551,147  8 Orang                  45,686,021 98.14% 33%

Mutasi dan Promosi

6 Kepegawaian 

serta 

Pendidikan dan 

Pelatihan

BKPSDMD

Pengembangan Kompetensi ASN

Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi 

ASN

21             2,335,465,270            25.26             1,812,021,820 77.59% 120%

Terlaksananya Pengembangan Kompetensi 

Teknis

240 Orang                483,613,015 372 Orang                263,584,130 54.50% 155%

1 Penyelenggaraan Pengembangan 

Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan 

Bagi Jabatan Administrasi  Penyelenggara 

Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat 

Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan 

Umum

Jumlah   ASN   yang   Mengikuti   

Pengembangan Kompetensi

120 orang                468,006,614  140 Orang                252,413,710 53.93% 117% Kegiatan Pelatihan berjalan 

sesuai jadwal yang telah 

ditentukan akan tetapi anggaran 

retribusi penggunaan gedung 

diklat untuk Pelatihan yang tidak 

terealisasi dan efisiensi 

anggaran perjalanan dinas biasa

Untuk tahun selanjutnya akan 

disesuaikan

2 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, 

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 

Pengembangan  Kompetensi  Teknis umum,  

Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi 

Penyelenggara Urusan Pemerintahan 

Konkuren, Perangkat    Daerah    Penunjang,    

dan    Urusan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, 

Pengoordinasian, Fasilitasi,  Pemantauan, 

Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan 

Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan 

bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara 

Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat 

Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan 

Umum

120 

Dokumen

                 15,606,401  232 

Dokumen 

                 11,170,420 71.58% 193% Kegiatan Monev dilakukan 

sesuai jadwal dengan efisiensi 

anggaran makan minum rapat

Untuk tahun selanjutnya akan 

disesuaikan

Terlaksananya Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional

5 Laporan             1,851,852,255 5 Laporan             1,548,437,690 83.62% 84%

1 Penyelenggaraan Pengembangan 

Kompetensi Bagi Pimpinan   Daerah,   

Jabatan   Pimpinan   Tinggi, Jabatan     

Fungsional,     Kepemimpinan,     dan 

Prajabatan

Terselenggaranya Pengembangan 

Kompetensi bagi  Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan 

Prajabatan

4 Laporan             1,816,129,325  7 Laporan             1,536,759,090 84.62% 175% Kegiatan Pelatihan berjalan 

sesuai jadwal yang telah 

ditentukan akan tetapi anggaran 

retribusi penggunaan gedung 

diklat untuk Pelatihan yang tidak 

terealisasi

Untuk tahun selanjutnya akan 

disesuaikan

2 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, 

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 

Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan 

Kelembagaan dan Tenaga Pengembang 

Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, 

dan Kerjasama, serta Pengembangan 

Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan 

Prajabatan

Terlaksananya Pembinaan, 

Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, 

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 

Sertifikasi, Pengelolaan kelembagaan dan 

Tenaga Pengembnag Kompetensi, 

Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja 

Sama, serta Pengembangan Kompetensi 

Pimpinan Daerah, Kepemimpinan dan 

Prajabatan

71 Dokumen                  35,722,930  61 Dokumen                  11,678,600 32.69% 86% Penyesuaian jadwal pelatihan 

kepemimpinan yang 

mengakibatkan pelaksana 

monev kepemimpinan yang 

tidak dapat dilakukan

Untuk tahun selanjutnya akan 

disesuaikan

99,033,077,182          96,037,933,315          96.98%JUMLAH

6 Kepegawaian 

serta 

Pendidikan dan 

Pelatihan

BKPSDMD

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Kompetensi Teknis

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan Fungsional
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4. Tabel Capaian Urusan Pendukung Tahun 2024

KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

100%  44,696,970,315 42,680,955,767 95%

Peningkatan Nilai AKIP - 206,740,000 204,467,421 99%

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

8 Dokumen 146,080,000 144,503,376 99% 100.00

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Laporan 60,660,000                  59,964,045 0.00

Tertib Administrasi Keuangan 100% 19,616,767,981 18,461,156,831 94% 100.00

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

138 Orang 17,725,201,976 16,898,860,934 95% 85%

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

250 

Dokumen

1,719,185,605 1,399,875,399

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran 

SKPD

4 Laporan 172,380,400 162,420,498 94% 100.00

Indeks Profesionalitas ASN Perangkat 

Daerah

100% 143,440,840 140,680,700 100.00 100.00

1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah

1 Laporan 143,440,840 140,680,700 100.00 100.00

Tertib Administrasi Kepegawaian  100% 345,750,000 341,210,484 99%  100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapan

261 Paket 195,750,000 195,489,000 100% 70%

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

40 Orang 150,000,000 145,721,484 97% 53%

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100% 2,803,034,800 2,798,429,646 100% 70.93

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1 Paket 110,000,000 109,990,200 100% 100%

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

72 Paket 111,280,800 111,266,585 100% 100%

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 

Disediakan

4 Paket 229,555,000 226,913,284 99% 100%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

9 Paket 86,894,000 86,714,000 100% 100%

5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan

Tamu

500 Laporan 1,518,905,000 1,518,904,890 100% 100%

6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

30 Laporan 746,400,000 744,640,687 100% 100%

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100% 3,590,000,000 3,552,700,000 99% 100.00

1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang

Disediakan

12 Unit 3,590,000,000 3,552,700,000 99% 100.00

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100% 9,692,655,744 9,320,910,100 96% 97.47

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

12 Laporan 372,806,000 322,909,600 87% 99.50

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

3 Laporan 3,514,562,927 3,391,110,401 96% 100.00

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

yang Disediakan

15 Laporan 5,805,286,817 5,606,890,099 97% 100.00

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum  65% 2,737,613,850 2,557,423,861 93% 100.00

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

TARGET

1 Urusan 

Pendukung

Sekretariat 

Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas

Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya

2 Unit 210,151,600 145,494,104 69% 100.00

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan

Perizinannya

130 Unit 1,994,158,750 1,930,632,888

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

100 Unit 189,200,000 180,733,669

4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

6 Unit 344,103,500 300,563,200 87% 100.00

Tertib Administrasi Keuangan dan 

Operasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

12 Bulan 856,050,000 691,576,800 81% 69.11

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

KDH/WKDH

2 

Orang/bulan

173,250,000 8,776,800 5% 100.00

2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 

Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut 

Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah yang

Disediakan

16 Paket 82,800,000 82,800,000 100% 100.00

3 Penyediaan Dana Penunjang Operasional 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Pembayaran Belanja Penunjang 

Operasional KDH/WKDH

2 

Orang/Bulan

600,000,000 600,000,000 100% 100.00

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100% 750,000,000 741,245,668 99% 100.00

1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 

Sekretariat Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga 

Sekretariat Daerah yang Disediakan

2 Paket 750,000,000 741,245,668 99% 100.00

Persentase Penataan Organisasi 100% 904,297,100 840,690,457 93% 100.00

1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan

Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan 

dan Analisis Jabatan

6 Dokumen 394,970,128 372,044,494 94% 100.00

2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan 

Publik dan Tata Laksana

2 Laporan 323,733,890 290,240,380 90% 100.00

3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

5 Dokumen 185,593,082 178,405,583 96% 46%

Persentase Pelayanan Fasilitasi 

Keprotokolan, Dokumentasi dan 

Komunikasi Pimpinan

100% 3,050,620,000 3,030,463,799 99% 100.00

1 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 1000 

Laporan

517,680,667 498,981,420 96% 100.00

2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi 

Pimpinan

1000 

Laporan

2,322,698,540 2,322,097,805 100% 100.00

3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian

Tugas Pimpinan

1000 

Laporan

210,240,793 209,384,574 100% 46%

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi 

Program Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti

100% 25,338,739,129 23,242,186,100 92%

Persentase Pelaksanaan Kebijakan 

Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan 

dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti

100% 6,639,931,839 5,057,635,819 76% 100.00

1 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi 

Pemerintahan

2 Dokumen 671,629,917 650,679,917 97% 100.00

2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 

Administrasi Kewilayahan

15 Dokumen 5,043,790,339 3,489,037,902 69% 100.00

3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan 

Otonomi Daerah

3 Dokumen 924,511,583 917,918,000 99% 46%

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bina 

Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan 

Kesejahteraan Masyarakat

100% 17,005,407,000 16,558,974,508 97% 100.00

Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat 

Kegiatan Penataan Organisasi

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan 

Rakyat

1 Urusan 

Pendukung

Sekretariat 

Daerah
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1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil

Fasilitasi Pengelolaan

Bina Mental Spiritual

1 Dokumen 16,530,410,000 16,097,311,707 97% 100.00

2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Jumlah Dokumen Hasil

Kebijakan, Evaluasi, dan

Capaian Kinerja Terkait

Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan 

Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, 

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Pengendalian

Penduduk dan KB

1 Dokumen 237,500,000 232,460,050 98% 100.00

3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 

Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil

Kebijakan, Evaluasi, dan

Capaian Kinerja Terkait

Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi 

Urusan

Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, 

Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, 

Kearsipan, Trantibum Linmas

1 Dokumen 237,497,000 229,202,751 97% 46%

Persentase Rancangan Produk Hukum dan 

Perkara yang diselesaikan

80% 875,160,290 843,981,803 96% 100.00

1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 325 

Dokumen

222,216,000 208,428,945 94% 100.00

2 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi 

Bantuan Hukum

12 Kasus 452,868,110 440,604,500 97% 100.00

3 Pendokumentasian Produk Hukum dan 

Pengelolaan Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan 

Informasi Hukum yang Didokumentasi

325 

Dokumen

200,076,180 194,948,358 97% 46%

Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah 100% 818,240,000 781,593,970 96% 100.00

1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama 

Dalam Negeri

10 Dokumen 347,280,000 337,984,100 97% 100.00

2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama 

Luar Negeri

8 Dokumen 290,960,000 270,262,622 93% 100.00

3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan 

Kerja Sama

1 Laporan 180,000,000 173,347,248 96% 46%

Persentase Kebijakan

Perekonomian dan SDA yang

diimplementasikan

100% 1,809,859,950 1,790,962,101 99%

Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, 

Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang 

ditindaklanjuti

100% 520,109,950 512,628,267 99% 100.00

1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan 

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan 

BLUD

Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi, Sinkronisasi,

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan BUMD dan BLUD

4 Dokumen 172,829,950 171,209,526 99% 100.00

2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil

Pengendalian dan

Distribusi Perekonomian

4 Laporan 170,000,000 169,684,906 100% 100.00

3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi 

Mikro kecil

Jumlah Dokumen Hasil

Perencanaan dan

Pengawasan Ekonomi

Mikro Kecil

4 Dokumen 177,280,000 171,733,835 97% 46%

Persentase Tertib Administrasi 

Pembangunan dan Pelaporan 

Pembangunan

100% 80,000,000 78,191,800 98% 100.00

1 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 

Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi 

dan Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan

39 Laporan 80,000,000 78,191,800 98% 100.00

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi 

Pembangunan

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

1 Urusan 

Pendukung

Sekretariat 

Daerah
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Persentase Kinerja Pengadaan 

Barang/Jasa

100% 1,104,750,000 1,096,599,369 99% 100.00

1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

1167 

Dokumen

330,150,000 325,465,214 99% 100.00

2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara 

Elektronik

Jumlah Dokumen Hasil

Layanan Pengadaan

Secara Elektronik

17 Dokumen 461,000,000 458,610,739 99% 100.00

3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang 

dan Jasa

Jumlah Orang yang

Mengikuti Pembinaan

dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

576 Orang 313,600,000 312,523,416 100% 46%

Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, 

Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait 

SDA yang ditindaklanjuti

100% 105,000,000 103,542,665 99% 100.00

1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi 

Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan 

Hidup

Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi 

Kebijakan

Urusan Pertambangan

dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, 

Kominfo,

Perhubungan, Statistik, Persandian

4 Dokumen 105,000,000 103,542,665 99% 100.00

 - 71,845,569,394 - 67,714,103,968 94% 96.01

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 64 53,916,853,930 65 50,255,031,619 93% 102%

Nilai AKIP 73 120,150,000 73 79,285,375 66% 100%

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

6 Dokumen 116,100,000 6 Dokumen 77,435,375 67% 100

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Laporan 4,050,000 1 Laporan 1,850,000 46% 100

Tertib Administrasi Keuangan 100% 4,595,231,536 100% 3,905,582,877 85% 100

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang  yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

34 Orang 4,191,068,536 34 Orang 3,660,424,977 87% 100

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

44 Dokumen 381,768,000 44 Dokumen 242,207,600 63% 100

3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

34 Dokumen 12,225,000 - 0 0% 100

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran  

SKPD

15 Dokumen 10,170,000 15 Dokumen 2,950,300 29% 100

Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100% 37,400,000 100% 34,757,000 93% 100

1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Keluaran :

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1 Laporan 10,400,000 1 Laporan 7,908,500 76% 100

2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Keluaran :

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang  Milik 

Daerah pada SKPD

1 Laporan 27,000,000 1 Laporan 26,848,500 99% 100

Tertib Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

80% 506,445,000 80% 485,075,568 96% 100

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Keluaran :

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

3 Paket 192,696,000 3 Paket 188,395,620 98% 100

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan 

Jasa

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya 

Alam

JUMLAH

2 Pendukung Sekretariat 

DPRD Kota 

Jambi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
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2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Keluaran :

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

25 Orang 313,749,000 25 Orang 296,679,948 95% 100

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100% 7,518,514,787 100% 7,356,314,013 98% 100

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran :

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1 Paket 103,974,330 1 Paket 100,873,750 97% 100

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Keluaran :

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

3 Paket 828,905,978 3 Paket 789,780,000 95% 100

3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluaran :

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

2 Paket 703,634,043 2 Paket 669,996,101 95% 100

4 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Keluaran :

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

1 Paket 486,050,019 1 Paket 484,944,001 100% 100

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Keluaran :

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang -Undangan yang 

Disediakan

12 Dokumen 182,000,000 9 Dokumen 156,900,000 86% 100

6 Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluaran :

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

120 Laporan 101,250,000 120 Laporan 49,134,065 49% 100

7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Keluaran :

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

35 Laporan 5,112,700,417 35 Laporan 5,104,686,096 100% 100

Tertib Administrasi Pengadaan Barang 

Milik Daerah

100% 4,688,787,686 100% 4,479,198,502 96% 100

1 Pengadaan Kendaraan Perorangan  Dinas 

atau Dinas Jabatan

Keluaran :

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan 

atau Dinas Jabatan yang Disediakan

5 Unit 4,427,188,000 5 Unit 4,217,900,000 95% 100

2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Keluaran :

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

9 Unit 261,599,686 9 Unit 261,298,502 100% 100

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 80% 1,937,883,173 80% 1,725,415,477 89% 100

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

12 Laporan 399,816,188 12 Laporan 366,420,125 92% 100

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Keluaran :

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

12 Laporan 960,624,185 12 Laporan 825,735,077 86% 100

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Keluaran :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1 Laporan 148,518,000 1 Laporan 148,351,500 100% 100

4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluaran :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

1 Laporan 428,924,800 1 Laporan 384,908,775 90% 100

Tertib Administrasi Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah

80% 3,581,616,710 80% 3,094,107,606 86% 100

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Keluaran :

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajaknya

21  Unit 658,523,200 21  Unit 513,348,109 78% 100

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Keluaran :

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

26 Unit 900,828,200 26 Unit 597,477,175 66% 100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

2 Pendukung Sekretariat 

DPRD Kota 

Jambi

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
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3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluaran :

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

181 Unit 211,266,100 181 Unit 188,140,010 89% 100

4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Keluaran :

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

5 Unit 1,584,023,720 5 Unit 1,574,394,067 99% 100

5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Keluaran :

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara 

/Direhabilitasi

7 Unit 226,975,490 7 Unit 220,748,245 97% 100

Persentase Layanan Administrasi 

Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

100% 28,403,602,096 100% 26,919,702,362 95% 100

1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan 

DPRD

Keluaran :

Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak 

Keuangan DPRD

45 Orang 27,358,714,806 45 Orang 26,021,649,362 95% 100

2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Keluaran :

Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut 

DPRD yang Disediakan

7 Paket 980,330,790 7 Paket 898,053,000 92% 100

3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Keluaran :

Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check 

Up DPRD

45 Orang 64,556,500 0 Orang 0 0% 100

Persentase Layanan Administrasi DPRD 100% 2,527,222,942 100% 2,175,592,839 86% 100

1 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan 

DPRD

Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 

Administrasi Keanggotaan DPRD

12 Dokumen 295,112,392 12 Dokumen 289,697,938 98% 100

Fasilitasi Fraksi DPRD Keluaran :

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD

8 Laporan 322,904,750 8 Laporan 247,095,101 77% 100

2 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

DPRD

Keluaran :

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi DPRD

18 Laporan 1,909,205,800 18 Laporan 1,638,799,800 86% 100

Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi DPRD

85% 34,723,003,070 85% 28,718,959,913 83% 100

Persentase Realisasi Program 

Pembentukan Peraturan Daerah dan 

Peraturan DPRD

75% 2,414,135,000 75% 1,839,977,795 76% 100

1 Penyusunan dan Pembahasan Program 

Pembentukan Peraturan Daerah

Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan 

Pembahasan Program Pembentukan 

Peraturan Daerah

3 Dokumen 1,181,740,000 3 Dokumen 854,655,780 72% 100

2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Keluaran :

Jumlah Fasilitasi Pembahasan Rancangan 

Perda

6 Dokumen 1,232,395,000 6  Dokumen 985,322,015 80% 100

Persentase Fasilitasi Pembahasan 

Kebijakan Anggaran

85% 2,323,895,000 85% 2,105,466,725 91% 100

1 Pembahasan KUA dan PPAS Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA 

dan PPAS

1 Dokumen 449,231,000 1 Dokumen 383,863,800 85% 100

2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan 

PPAS

Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan 

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

1 Dokumen 438,527,500 1 Dokumen 374,610,965 85% 100

3 Pembahasan APBD Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD

1 Dokumen 623,773,500 1 Dokumen 566,994,560 91% 100

4 Pembahasan APBD Perubahan Keluaran :

Jumlah Dokumen  Hasil Pembahasan APBD 

Perubahan

1 Dokumen 444,332,500 1 Dokumen 416,460,600 94% 100

5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan 

Pertanggungjawaban APBD

1 Dokumen 368,030,500 1 Dokumen 363,536,800 99% 100

Persentase Fasilitasi Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Oleh 

DPRD

85% 9,560,322,420 85% 8,740,587,946 91% 100

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS 

DAN FUNGSI DPRD

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan 

DPRD

Pembahasan Kebijakan Anggaran

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Layanan Administrasi DPRD

2 Pendukung Sekretariat 

DPRD Kota 

Jambi

Lampiran 3 - 97



KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pemerintahan dan Hukum

Keluaran :

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan 

Hukum

55 Laporan 1,621,556,300 55 Laporan 1,434,870,017 88% 100

2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Infrastruktur

Keluaran :

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang Infrastruktur

55 Laporan 2,131,233,500 55 Laporan 2,025,363,162 95% 100

3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat

Keluaran :

Jumlah Laporan Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

55 Laporan 2,363,325,200 55 Laporan 2,147,018,045 91% 100

4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perekonomian

Keluaran :

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang Perekonomian

55 Laporan 2,266,311,170 55 Laporan 1,955,440,472 86% 100

5 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan

Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan

4 Dokumen 573,098,600 4 Dokumen 573,098,600 100% 100

6 Pembahasan Laporan Keterangan 

Pertanggung- jawaban Kepala Daerah

Keluaran :

Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah

4 Dokumen 604,797,650 4 Dokumen 604,797,650 100% 100

Persentase Fasilitasi Peningkatan 

Kapasitas DPRD

85% 6,020,338,680 85% 2,995,938,623 50% 100

1 Orientasi DPRD Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil  Pendalaman  Hasil 

Penyelenggaran Orientasi DPRD

1 Dokumen 767,858,000 1 Dokumen 367,875,000 48% 100

2 Pendalaman Tugas DPRD Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil  Pendalaman  Tugas 

DPRD

4 Dokumen 2,955,400,000 4 Dokumen 454,660,120 15% 100

3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Keluaran :

Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan 

Tim Ahli

8 Orang 96,000,000 8 Orang 68,000,000 71% 100

4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Keluaran :

Jumlah Tenaga Ahli Fraksi

8 Orang 247,878,400 8 Orang 213,501,200 86% 100

5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 

Hubungan Masyarakat

1 Dokumen 377,993,000 1 Dokumen 357,051,703 94% 100

6 Penyusunan Program Kerja DPRD Keluaran :

Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD

1 Dokumen 31,189,280 1 Dokumen 6,600,600 21% 100

7 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Keluaran :

Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk 

Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi 

Dewan

6 Dokumen 1,544,020,000 6 Dokumen 1,528,250,000 99% 100

Persentase Fasilitasi Penyerapan dan 

Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

50% 1,758,430,156 50% 1,119,592,798 64% 100

1 Kunjungan Kerja dalam Daerah Keluaran :

Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD

12 Laporan 223,750,000 12 Laporan 47,154,050 21% 100

2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Keluaran :

Jumlah  Dokumen Pokok-Pokok Pikiran 

DPRD yang Disusun

5 Dokumen 25,765,900 5 Dokumen 0 0% 100

3 Pelaksanaan Reses Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses

2 Dokumen 1,508,914,256 2 Dokumen 1,072,438,748 71% 100

Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan 

Pengawasan Kode Etik DPRD

85% 587,090,800 85% 427,324,170 73% 85%

1 Penyusunan Kode Etik Keluaran :

Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD

2 Dokumen 281,888,800 2 Dokumen 239,538,820 85% 100

2 Pengawasan Kode Etik DPRD Keluaran :

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik 

DPRD

5 Laporan 305,202,000 5 Laporan 187,785,350 62% 100

Persentase  Fasilitasi Tugas DPRD 80% 12,058,791,014 80% 11,490,071,856 95% 100

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Fasilitasi Tugas DPRD

Peningkatan Kapasitas DPRD

2 Pendukung Sekretariat 

DPRD Kota 

Jambi

Lampiran 3 - 98



KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

TARGET

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan 

Tugas DPRD

Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi  dan 

Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

15 Dokumen 9,228,945,200 15 Dokumen 9,154,136,299 99% 100

2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Keluaran :

Jumlah Laporan Fraksi,  Alat Kelengkapan 

dan Kinerja DPRD yang Disusun

13 Laporan 64,844,200 13 Laporan 53,885,125 83% 100

3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan 

Musyawarah

Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi  

Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

1 Dokumen 2,280,964,000 1 Dokumen 2,057,506,680 90% 100

4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Keluaran :

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas 

Pimpinan DPRD

1 Dokumen 484,037,614 1 Dokumen 224,543,752 46% 100

88,639,857,000 78,973,991,532 89%JUMLAH

Lampiran 3 - 99



5. Tabel Capaian Urusan Kewilayahan Tahun 2024

KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah
100             8,292,600,350 100             7,918,545,567 95% 100.00

Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat 

Daerah dalam Dokumen Perencanaan
2 Dokumen                  12,479,692 2 Dokumen                    8,987,000 72% 90.00

1
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah     Dokumen     Perencanaan     

Perangkat

Daerah

9 Dokumen                    9,982,912 9 Dokumen                    7,131,000 71% 90.00

2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9 Laporan                    2,496,780 9 Laporan                    1,856,000 74% 90.00

Meningkatnya Pengelolaan  Administrasi 

Keuangan
100%             7,192,632,687 100%             6,865,138,357 95% 100.00

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah    Orang    yang    Menerima    Gaji    

dan

Tunjangan ASN

52 Orang/ 

bulan
            6,787,835,148 

52 Orang/ 

bulan
            6,462,471,957 95% 100.00

2
Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah       Dokumen       Penatausahaan       

dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

6 Dokumen                401,461,600 6 Dokumen                399,461,600 100% 100.00

3

Koordinasi dan Penyusunan laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran  SKPD

1 Laporan                    3,335,939 1 Laporan                    3,204,800 96% 100.00

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi 

Barang Milik Daerah
100%                  44,064,800 100%                  43,764,800 99% 100.00

1
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada 

SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD
4 Laporan                  44,064,800 4 Laporan                  43,764,800 99% 100.00

Meningkatnya Profesionalitas ASN 

Perangkat Daerah
100%                  76,623,934 100%                  72,159,400 94% 100.00

1
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 

Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
2 Dokumen                  18,859,862 2 Dokumen                  18,083,800 96% 100.00

2
Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja 

pegawai

Jumlah Dokuemn Monitoring, Evaluas, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai
2 Dokumen                  42,764,072 2 Dokumen                  41,515,600 97% 100.00

3
Bimbingan teknis implentasi peraturan 

perundang-undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang - 

undangan

4 Orang                  15,000,000 3 Orang                  12,560,000 84% 100.00

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi 

Umum
100%                245,561,948 100%                237,657,826 97% 100.00

1
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

43 Paket                    7,343,767 43 Paket                    7,305,000 99% 100.00

2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yg disediakan
3 Paket                  52,831,980 3 Paket                  52,296,500 99% 100.00

3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan
25 Paket                  23,217,413 25 Paket                  21,751,000 94% 100.00

4
Penyediaan Bahan Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
3 Paket                    9,040,950 3 Paket                    8,628,600 95% 100.00

5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan                  18,000,000 6 Laporan                  17,920,000 100% 100.00

6
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12 Laporan                132,364,000 12 Laporan                128,556,726 97% 100.00

7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD
4 Dokumen                    2,763,838 4 Dokumen                    1,200,000 43% 90.00

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi 

Umum
100%                  90,266,118 100%                  89,620,000 99% 100.00

1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang 

disediakan
                 90,266,118                  89,620,000 99% 100.00

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi 

Umum
100%                233,217,621 100%                226,544,684 97% 100.00

1 Kewilayahan Kecamatan 

Kotabaru

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Lampiran 3 - 100



KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun                197,217,621 1 Tahun                190,544,684 97% 100.00

2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Sewa Gedung Kantor 2 Kantor                  36,000,000 2 Kantor                  36,000,000 100% 100.00

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi 

Umum
100%                397,753,550 100%                374,673,500 94% 100.00

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

40 Unit                179,778,750 40 Unit                165,253,700 92% 95.00

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

dipelihara
82 Unit                  42,010,000 82 Unit                  33,455,000 80% 95.00

3
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

yang Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit                175,964,800 1 Unit                175,964,800 100% 100.00

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Adm. Kecamatan
100%                697,409,552 91 ,02 %                670,828,450 96% 100.00

Meningkatnya Koordinasi yang 

Dilaksanakan Oleh Kecamatan
100%                529,788,186 100%                520,717,950 98% 100.00

1

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait

2 Laporan                  13,553,680 2 Laporan                  12,381,500 91% 100.00

2
Peningkatan Efektivitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2 Dokumen                516,234,506 2 Dokumen                508,336,450 98% 100.00

Persentase Koordinasi Pelayanan Umum 100%                  76,923,964 100%                  62,610,450 81% 100.00

1
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di 

Wilayah Kecamatan

9 Laporan                  76,923,964 9 Laporan                  62,610,450 81% 90.00

Persentase Pelayanan yang Diakomodir 100%                  90,697,402 100%                  87,500,050 96% 100.00

1

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan Pelayanan Perizinan Non 

Usaha

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang 

Dilaksanakan
7 Dokumen                  74,233,799 7 Dokumen                  73,253,550 99% 100.00

2
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan Non Perizinan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan

pada Urusan Pemerintahan
7 Laporan                  16,463,603 7 Laporan                  14,246,500 87% 95.00

Persentase Peningkatan Lingkungan yang 

Aman dan Kondusif
100%                  85,496,254 100%                  62,275,550 73% 100.00

Meningkatnya Pembinaan Sistem 

Keamanan Lingkungan
100%                  57,633,588 100%                  40,450,000 70% 100.00

1

Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4 Laporan                  57,633,588 2 Laporan                  40,450,000 70% 90.00

Fasilitasi Penanganan Perda dan Perkada 100%                  27,862,666 100%                  21,825,550 78% 100.00

1

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah 

yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian 

Negara Republik Indonesia

2 Laporan                  27,862,666 2 Laporan                  21,825,550 78% 100.00

Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum
100%             1,525,248,324 100%             1,477,543,052 97% 100.00

Persentase Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum di Kecamatan
100%             1,525,248,324 100%             1,477,543,052 97% 100.00

1

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan 

yang bukan merupakan Kewenangan Daerah 

dan tidak Dilaksanakan Intansi Vertikal

Jumlah Dokumen Semua Urusan 

Pemerintahan yang Bukan Merupakan  

Kewenangan  Daerah dan Tidak Dilaksanakan 

oleh Instansi Vertikal

8 Dokumen             1,525,248,324 8 Dokumen             1,477,543,052 97% 100.00

Jumlah Lembaga masyarakat yg dibina di 

Kelurahan
6 Lembaga             4,960,521,520 6 Lembaga             4,365,204,581 88% 100.00

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum

1 Kewilayahan Kecamatan 

Kotabaru

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Lampiran 3 - 101



KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat 

yang ikut serta dalam Pembangunan
100%             4,960,521,520 100%             4,365,204,581 88% 100.00

1

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Kelurahan

Jumlah Musrembangkel dan muskel 1 Kegiatan                  28,441,620 1 Kegiatan                  27,552,460 97% 100.00

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Jumlah Sarana dan Prasarana yang 

terbangun

10 Titik 

Lokasi 
               973,000,000 

10 Titik 

Lokasi 
               956,671,606 98% 100.00

3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Lembaga masyarakat yg dibina di 

Kelurahan
10 Lembaga             3,959,079,900 10 Lembaga             3,380,980,515 85% 100.00

15,561,276,000          14,494,397,200          93%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah
100%             8,756,189,839  100%             8,305,586,132 95% 100.00

Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat 

Daerah dalam Dokumen Perencanaan
100%

                 24,893,667  100%                  23,774,700 
96%

100.00

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah
100%

                   8,205,750  100%                    7,939,000 
97%

100.00

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen RKA SKPD
100%

                   5,821,800  100%                    5,637,500 
97%

100.00

3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 100%                    5,920,917  100%                    5,779,200 98% 100.00

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

100%

                   4,945,200  100%                    4,419,000 

89%

100.00

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi 

Keuangan
100%

            7,164,184,757  100%             6,783,335,766 
95%

100.00

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan

tunjangan ASN
100%

            6,637,084,087  100%             6,257,279,046 
94%

100.00

2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN

Jumlah dokumen hasil penyediaan

administrasi pelaksanaan tugas ASN
100%

                 45,058,420  100%                  44,883,320 
100%

100.00

3 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah dokumen penatausahaan dan

pengujian/verifikasi keuangan SKPD
100%

               471,931,200  100%                471,266,400 
100%

100.00

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD

Jumlah laporan keuangan

bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan

laporan koordinasi penyusunan laporan

keuangan bulan /triwulan/semester SKPD

100%

                 10,111,050  100%                    9,907,000 

98%

100.00

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi 

Barang Milik Daerah
100%

                 19,200,000  100%                  19,200,000 
100%

100.00

1 Penatausahaan barang milik daerah pada

SKPD 

Jumlah laporan penatausahaan barang milik

daerah pada SKPD
100%

                 19,200,000  100%                  19,200,000 
100%

100.00

Terwujudnya tertib administasi 

kepegawaian
100%

                 67,432,500  100%                  67,230,000 
100%

100.00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut

kelengkapan
100%

                 67,432,500  100%                  67,230,000 
100%

100.00

2  Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah orang yang mengikuti bimbingan

teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

100%

                                  -  100%                                 -   

#DIV/0!

100.00

Terwujudnya tertib administasi umum 100%                325,682,366  100%                321,678,201 99% 100.00

1 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah paket komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor yang

disediakan

100%

                   6,413,025  100%                    6,011,375 

94%

100.00

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang disediakan
100%

                 66,467,033  100%                  66,467,033 
100%

100.00

3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang

disediakan
100%

                 94,210,908  100%                  91,683,100 
97%

100.00

4 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 

Jumlah paket barang cetakan dan

penggandaan yang disediakan
100%

                   8,591,400  100%                    7,530,400 
88%

100.00

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

konsultasi SKPD

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat

koordinasi dan konsultasi SKPD
100%

               150,000,000                149,986,293 

Terpenuhnya kebutuhan barang penunjang 

pelaksanaan urusan pemerintah daerah 100%

               774,784,999  100%                760,134,000 

98%

100.00

2 Kewilayahan Kecamatan 

Telanaipura

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Pemberdayaan Kelurahan

JUMLAH

1 Kewilayahan Kecamatan 

Kotabaru
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1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional

atau lapangan yang disediakan
100%

               573,749,000  100%                573,749,000 
100%

100.00

2 Pengadaan Mebel Jumlah paket yang disediakan 100%                  14,999,999  100%                  14,950,000 100% 100.00

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya
100%

               186,036,000  100%                171,435,000 
92%

100.00

Terpenuhnya kebutuhan jasa penunjang 

urusan pemerintahan daerah
100%

               173,618,350  100%                161,722,987 
93%

100.00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat

menyurat
100%

                   4,400,000  100%                    3,900,000 
89%

100.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

air dan Listrik

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang disediakan
100%

               169,218,350  100%                157,822,987 
93%

100.00

Presentase barang milik daerah dalam 

keadaan bailk
100%

               206,393,200  100%                168,510,478 
82%

100.00

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional atau

lapangan yang diperihara dan di bayarkan

pajak dan perizinan
100%

               166,499,800  100%                134,250,978 

81%

100.00

2 pemeliharaan Aset tetap lainnya Jumlah Aset tetap lainnya yang diperihara 100%                  39,893,400  100%                  34,259,500 86% 100.00

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya

yang dipelihara/direhabilitasi
100%

                                  -  100%                                 -   
#DIV/0!

100.00

Indeks kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan administasi kecamatan
100%             2,288,934,360  92,40%             2,263,834,744 99% 92,40

Presentase koordinasi yang dilaksanakan 

oleh kecamatan
100%

               176,832,194  100%                171,764,422 
97%

100.00

1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

Terkait

Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan

100%

                 56,694,470  100%                  54,589,222 

96%

100.00

2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah dokumen peningkatan efektifitas

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
100%

               120,137,724  100%                117,175,200 
98%

100.00

Presentase koordinasi yang dilaksanakan 

oleh kecamatan
100%

            2,102,503,426  100%             2,085,995,822 
99%

100.00

1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada

Masyarakat di Kecamatan

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan

pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
100%

            2,064,123,786  100%             2,049,472,922 
99%

100.00

2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Dokumen
100%

                 38,379,640  100%                  36,522,900 
95%

100.00

Persentase Pelayanan yang Diakomodir 100%                    9,598,740  100%                    6,074,500 63% 100.00

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

terkait dengan Pelayanan Perizinan Non

Usaha

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang

Dilaksanakan 100%

                   5,818,800  100%                    2,865,000 

49%

100.00

2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

terkait dengan Nonperizinan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan

Pada Urusan Pemerintahan
100%

                   3,779,940  100%                    3,209,500 
85%

100.00

Persentase Peningkatan Lingkungan yang 

Aman dan Kondusif
100%                217,364,780  100%                213,461,400 98% 100.00

Presentase peningkatan sistim keamanan 

lingkungan
100%

               189,962,630  100%                188,981,800 
99%

100.00

1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Tentara Nasional

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah

Kecamatan

Jumlah laporan hasil sinergitas dengan

kepolisian negara Republik Indonesia dan

instansi vertikal di wilayah kecamatan
100%

               189,962,630  100%                188,981,800 

99%

100.00

Presentase Fasilitasi panganan 

pelanggaran perda dan perkada
100%

                 27,402,150  100%                  24,479,600 
89%

100.00

1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah

yang Tugas dan Fungsinya di Bidang

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

dan/atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan

perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di

bidang penegakan peraturan perundang-

undangan dan/atau kepolisian negara republik

indonsia

100%

                 27,402,150 100%                  24,479,600 

89%

100.00

Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum
100%                915,536,134  100%                872,044,360 95% 100.00

Persentase terwujudnya pelaksanaan 

penugasan kepala daerah
100%

               915,536,134  100%                872,044,360 
95%

100.00

2 Kewilayahan Kecamatan 

Telanaipura

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban 

Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik

Koordinasi Penyelenggaraan  Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
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1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan

Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan

Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan

Nasional

Jumlah orang yang mengikuti pembinaan

kerukunan antar suku, umat beragama, ras,

dan golongan lainnya guna mewujudkan

stabilitas keamanan lokal, regional, nasional

100%

                 51,754,800  100%                  51,109,800 

99%

100.00

2 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan

yang bukan merupakan Kewenangan Daerah

dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan 

yang bukan merupakan kewenangan daerah

dan tidak dilaksanakan oleh instasi vertikal
100%

               863,781,334  100%                820,934,560 

95%

100.00

Persentase Peningkatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
100%             4,016,888,887  100%             3,455,572,611 86% 100.00

Persentase kelembagaan masyarakat yang 

ikut serta dalam pembangunan
100%

            4,016,888,887  100%             3,455,572,611 
86%

100.00

1 Penigkatan partisipasi masyarakat dalam

forum musyawarah perencanaan

pembangunan di keluraha

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang

berpatisipasi dalam forum musyawarah

perencanaan pembangunan di kelurahan

100%

                 16,904,383  100%                  15,622,195 

92%

100.00

2 Pembangunan sarana dan prasarana

kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang

terbangun 
100%

               733,339,943 100.00%                728,493,478 
99%

100.00

3 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jumlah pokmas dan ormas yang

melaksanakan pemberdayaan di kelurahan
100%

            3,266,644,561  100%             2,711,456,938 
83%

100.00

16,194,914,000          15,110,499,247          93%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah
            8,457,610,258 100%             8,088,671,939 96%

Persentase Nilai Akip 30,873,997Rp            100% 29,258,480Rp            95%

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

100% 5,583,420Rp              100% 5,221,030Rp              94% 100%

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen RKA SKPD 100% 4,834,500Rp              100% 4,717,000Rp              98% 100%

3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-P SKPD 100% 4,701,000Rp              100% 4,228,000Rp              90% 100%

4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 100% 4,853,184Rp              100% 4,521,450Rp              93% 100%

5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-

SKPD

Jumlah Dokumen DPA-P SKPD 100% 5,928,003Rp              100% 5,700,000Rp              96% 100%

6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

100% 4,973,890Rp              100% 4,871,000Rp              98% 100%

Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan 100%  Rp      6,995,496,500 100%  Rp      6,638,820,977 95%

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 100%  Rp      6,393,931,842 100% 6,038,496,102Rp       94% 100%

2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN

Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100% 4,793,760Rp              100% 4,706,075Rp              98% 100%

3 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

100% 587,892,800Rp          100% 587,548,800Rp          100% 100%

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulan/

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan

Bulanan/Semesteran

100% 8,878,098Rp              100% 8,070,000Rp              91% 100%

Terwujudnya tertib administrasi barang 

milik daerah

100% 33,600,000Rp            100% 33,600,000Rp            100%

1 Penatausahaan barang milik daerah pada

SKPD 

Jumlah laporan penatausahaan barang milik

daerah pada SKPD

100% 33,600,000Rp            100% 33,600,000Rp            100% 100%

Terwujudnya tertib administasi umum 100% 385,608,874Rp          100% 384,712,340Rp          100% 100%

1 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen/Instalasi Listrik 100% 11,928,004Rp            100% 11,904,000Rp            100%

2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Jumlah Jenis

Bahan/Alat Kebersihan Kantor 

100% 75,266,768Rp            100% 74,679,340Rp            99% 100%

3 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Cetakan dan Penggandaan 100% 39,714,102Rp            100% 39,610,000Rp            100% 100%

4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman 100% 38,700,000Rp            100% 38,519,000Rp            100% 100%

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi

keluar Daerah 

100% 220,000,000Rp          100% 220,000,000Rp          100% 100%

Pemberdayaan Kelurahan

JUMLAH

3 Kewilayahan Kecamatan 

Jelutung 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan 

Kegiatan Administasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2 Kewilayahan Kecamatan 

Telanaipura

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan
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Terpenuhnya kebutuhan barang penunjang 

pelaksanaan urusan pemerintah daerah

100% 300,007,795Rp          100% 298,181,000Rp          99% 100%

1 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebeleur 100% 47,965,622Rp            100% 47,957,000Rp            100%

2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 100% 252,042,173Rp          100% 250,224,000Rp          99% 100%

Terpenuhnya kebutuhan jasa penunjang 

urusan pemerintahan daerah

100% 235,247,092Rp          100% 235,066,743Rp          100% 100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Menyurat 100% 9,347,092Rp              100% 9,183,300Rp              98%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi

Jumlah Jasa Listrik

Jumlah Jasa Sumber Daya Air

100% 225,900,000Rp          100% 225,883,443Rp          100% 100%

Presentase barang milik daerah dalam 

keadaan bailk

100% 476,776,000Rp          100% 469,032,399Rp          98% 100%

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan

4

100% 225,220,800Rp          100% 217,893,199Rp          97%

2 Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100% 26,800,000Rp            100% 26,560,000Rp            99% 100%

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

100% 224,755,200Rp          100% 224,579,200Rp          100% 100%

Indeks kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan administasi kecamatan

100%
               348,682,602 100%                343,173,600 

98%
100.00

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Adminstrasi Kecamatan

100% 180,092,880Rp          100% 177,753,900Rp          99%

1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

Terkait

Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan 100% 7,777,460Rp              100% 7,400,000Rp              95%

2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan 100% 172,315,420Rp          100% 170,353,900Rp          99% 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Adminstrasi Kecamatan

100% 96,343,911Rp            100% 93,582,300Rp            97% 100%

1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada

Masyarakat di Kecamatan

Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan 100% 89,142,080Rp            100% 87,132,300Rp            98%

2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Dokumen 100% 7,201,831Rp              100% 6,450,000Rp              90% 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Adminstrasi Kecamatan

100% 72,245,811Rp            100% 71,837,400Rp            99% 100%

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

terkait dengan Pelayanan Perizinan Non

Usaha

Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non

Usaha

100% 67,371,150Rp            100% 67,309,400Rp            100%

2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

terkait dengan Nonperizinan

Jumlah Fasilitas Non Perizinan 100% 4,874,661Rp              100% 4,528,000Rp              93% 100%

Presentase Peningkatan lingkungan yang 

aman dan kondusif

100%
                 95,591,311 100%                  94,564,800 

99%
100.00

Presentase peningkatan sistim keamanan 

lingkungan

100% 95,591,311Rp            100% 94,564,800Rp            99%

1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di

Wilayah Kecamatan

Jumlah Pembinaan 100% 95,591,311Rp            100% 94,564,800Rp            99%

Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan 

urusan pemerinatahan umum

100%
               565,287,330 100%                562,551,620 

100%

Persentase terwujudnya pelaksanaan 

penugasan kepala daerah

100% 565,287,330Rp          100% 562,551,620Rp          100%

1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan

Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan

Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas

Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Jumlah Pembinaan 100% 3,365,370Rp              100% 3,020,000Rp              90% 100%

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 

3 Kewilayahan Kecamatan 

Jelutung 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM
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2 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan

yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah

dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan

Umum di Kecamatan

100% 561,921,960Rp          100% 559,531,620Rp          100% 100%

Persentase peningkatan pemberdayaan 

masyarakat di kelurahan

100% 4,818,568,499Rp       100%  Rp      4,199,128,285 87%

Persentase kelembagaan masyarakat yang 

ikut serta dalam pembangunan

100% 4,818,568,499Rp       100% 4,199,128,285Rp       87%

1 Penigkatan partisipasi masyarakat dalam

forum musyawarah perencanaan

pembangunan di kelurahan

Jumlah Musrembangkel dan Muskel 100% 12,215,181Rp            100% 7,349,280Rp              60% 100%

2 Pembangunan sarana dan prasarana

kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun 100% 729,995,360Rp          100% 681,682,632Rp          93% 100%

3 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di

Kelurahan

100% 4,076,357,958Rp       100% 3,510,096,373Rp       86% 100%

14,285,740,000Rp     100% 13,288,090,244Rp     93%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah
100%             5,615,270,397  100%             5,231,519,430 93% 100.00

Peningkatan Nilai AKIB 100%                  23,991,151  100%                  22,880,750 95% 100.00

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Jumlah Dok Renstra dan Renja PD 2 Dok                    3,317,220  2 Dok                    3,070,000 93% 100.00

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 

SKPD

Jumlah Dok RKA SKPD 1 Dok                    2,887,500  1 Dok                    2,750,000 
95%

100.00

3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA 

SKPD

Jumlah Dok RKA Perubahan SKPD 1 Dok                    4,297,921  1 Dok                    4,131,250 
96%

100.00

4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dok DPA SKPD 1 Dok                    7,393,010  1 Dok                    7,050,500 95% 100.00

5 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA 

SKPD

Jumlah Dok DPA Perubahan SKPD 1 Dok                    5,543,500  1 Dok                    5,327,000 
96%

100.00

6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD 4 Laporan                       552,000  4 Laporan                       552,000 

100%

100.00

 

Tertib Administrasi Keuangan 100%             4,070,502,086  100%             3,803,636,569 93% 100.00

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 34 

Org/Bulan

            3,686,364,752  34 

Org/Bulan 

            3,421,259,769 93% 100.00

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Jasa Tenaga administrasi Keuangan 39 

Org/Bulan

               374,018,400  39 

Org/Bulan 

               372,524,400 100% 100.00

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester

Jumlah Laporan 

Bulanan/Semesteran/tahunan

9 Laporan                  10,118,934  9 Laporan                    9,852,400 97% 100.00

Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah 100%                  31,350,000  100%                  31,350,000 100% 100.00

1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Barang 6 Org/Bulan                  31,350,000  6 Org/Bulan                  31,350,000 100% 100.00

Indeks Profesionalitas ASN Perangkat 

Daerah

100%                  60,750,000  100%                  56,985,000 94% 100.00

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari 

tertentu

65 Stel                  48,750,000  65 Stel                  48,425,000 99% 100.00

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah BIMTEK 2 Kali                  12,000,000  2 Kali                    8,560,000 71% 100.00

Indeks Profesionalitas ASN Perangkat 

Daerah

100%                350,610,116  100%                343,448,793 98% 100.00

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik 6 Paket                  12,366,510  6 Paket                  11,766,676 95% 100.00

2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan/Alat Kebersihan Kantor 15 Paket                  76,907,246  15 Paket                  73,609,344 96% 100.00

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Cetak dan Penggandaan 6 Paket                  53,586,360  6 Paket                  51,397,268 96% 100.00

4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman 3 Laporan                  57,750,000  3 Laporan                  56,735,000 98% 100.00

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

Keluar daerah

30 Laporan                150,000,000  30 Laporan                149,940,505 100% 100.00

Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik 

Daerah

100%                321,472,245  100%                305,624,500 95% 100.00

1 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel 3 Unit                  25,000,000  3 Unit                  20,200,000 81% 100.00

JUMLAH

4 Kewilayahan Kecamatan 

Pasar Jambi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

3 Kewilayahan Kecamatan 

Jelutung 
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2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin dan 

Lainnya

28 Unit                296,472,245  28 Unit                285,424,500 96% 100.00

Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

100%                400,120,000  100%                326,103,518 82% 100.00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tertib administrasi Surat menyurat 1                140,120,000                   1                140,120,000 100% 100.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

1 Tahun                260,000,000  1 Tahun                185,983,518 72% 100.00

Persentase BMD dalam Keadaan Baik 100%                356,474,799  100%                341,490,300 96% 100.00

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas Operasional

26 Unit                272,824,799  26 Unit                259,474,300 95% 100.00

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan AC, Jumlah 

Pemeliharaan Laptop, Jumlah Pemeliharaan 

Komputer

65 Unit                  43,650,000  65 Unit                  42,866,000 98% 100.00

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya (Kecamatan Pasar)

1 Tahun                  40,000,000  1 Tahun                  39,150,000 98% 100.00

 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Administrasi Kecamatan
100%                306,253,300  92,40%                291,445,500 

95%
92,40

Persentase Koordinasi yang dilaksanakan 

oleh Kecamatan

100%                142,028,700  100%                137,833,000 97% 100.00

1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di 

Kecamatan

5 Dok                142,028,700  5 Dok                137,833,000 97% 100.00

Persentase Urusan Pemerintahan yang 

Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD di 

Kecamatan

100%                  85,147,150  100%                  80,007,500 94% 100.00

1 Perencanaan kegiatan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Kecamatan

Pelaksanaan Musrenbang dan Monev PBB 5 Dok                  85,147,150  5 Dok                  80,007,500 94% 100.00

Persentase Pelayanan yang Terakomodir 100%                  79,077,450  100%                  73,605,000 93% 100.00

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan Pelayanan Perizinan Non 

Usaha

Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perizinan Non 

Usaha

3 Dok                  70,118,250  3 Dok                  65,655,000 94% 100.00

2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan NonPerizinan

Jumlah Fasilitasi Pelayanan NonPerizinan 15 Laporan                    8,959,200  15 Laporan                    7,950,000 89% 100.00

Persentase Peningkatan Lingkungan yang 

Aman dan Kondusif
100%                226,841,870  100%                219,689,000 

97%
100.00

Meningkatnya Pembinaan Sistem 

Keamanan Lingkungan

100%                226,841,870  100%                219,689,000 97% 100.00

1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan 

Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Penertiban dan Pembinaan 

Keamanan Lingkungan yang dilakukan oleh 

Kecamatan

20 Laporan                226,841,870  20 Laporan                219,689,000 97% 100.00

Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum
100%                781,854,361  100%                761,530,500 

97%
100.00

Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan 

Kepala Daerah

100%                781,854,361  100%                761,530,500 97% 100.00

2 Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan 

yang bukan merupakan Kewenangan Daerah 

dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

Umum di Kecamatan

20 Dok                781,854,361  20 Dok                761,530,500 97% 100.00

Persentase Peningkatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
70%             1,869,317,072  100%             1,427,322,610 

76%
100.00

Persentase Kelembagaan Masyarakat yang 

ikut serta dalam Pembangunan

100%             1,869,317,072  100%             1,427,322,610 76% 100.00

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Kelurahan

Jumlah Musrenbang kel dan muskel 46 Lembaga                  17,786,760  46 Lembaga                  13,155,400 74% 100.00

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana Yang 

Dibangun

45 Unit                326,540,992 45 Unit                249,267,730 76% 100.00

3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina di 

Kelurahan

10 Pokmas / 

Ormas

            1,524,989,320  10 Pokmas / 

Ormas 

            1,164,899,480 76% 100.00

8,799,537,000             100% 7,931,507,040            90%JUMLAH

4 Kewilayahan Kecamatan 

Pasar Jambi

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 

Daerah yang Ada Di Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Program KoordinasiKetentraman Dan Ketertiban 

Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik

Koordinasi Penyelenggaraan  Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan Pasar

Pemberdayaan Kelurahan 
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Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah
100% 7,809,371,646 100% 7,256,579,077 93% 100%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

100% 107,839,280 100% 88,472,300 82% 100%

1
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

2 Dokumen 63,170,400 2 Dokumen 58,020,000 92% 100%

2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD

2 Dokumen 4,935,849 2 Dokumen 3,879,900 79% 100%

3 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 4,935,849 1 Dokumen 1,922,500 39% 100%

4
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- 

SKPD
Jumlah Dokumen RKA Perubahan- SKPD

2 Dokumen 4,935,849 1 Dokumen 2,379,900 48% 100%

5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD

2 Dokumen 4,935,849 1 Dokumen 3,190,000 65% 100%

6
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD

2  Laporan 24,925,484 19,080,000 77%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

100% 6,139,268,539 100% 5,736,324,663 93% 100%

1 .Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

ASN

54 Orang 5,758,526,319 54 Orang 5,397,829,663 94% 100%

2
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN
Jumlah AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN

1 Dokumen 1,964,700 1 Dokumen 0% 100%

3
Pelaksanaan Penatausahaan 

danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

42 Dokumen 347,460,000 42 Dokumen 318,110,000 92% 100%

4

Koordinasi dan Penyususnan Laporan 

Keungan Bulanan/Tahunan/Semester 

an/SKPD

Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran 

SKPD

64 Kali 31,317,520 64 Kali 20,385,000 65% 100%

Terpenuhinya Tertib Pengelolaan 

Administrasi Barang Milik Daerah

1 Dokumen 38,280,000 1 Dokumen 38,280,000 100% 100%

1 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah tenaga penatausahaan bmd 5 Orang 38,280,000 5 Orang 38,280,000 100% 100%

Meningkatnya Profesionalitas ASN 

Perangkat Daerah

1 Dokumen 75,750,000 1  Dokumen 71460000 94% 100%

1
Penyediaan Pakian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Penikngkatan Kualitas infrastuktur Perkotaan 

yang Berkelanjutan

125 Paket 63,750,000 125 Paket 62900000 99% 100%

2
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsinya

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya

- - - - -

3
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan
Jumlah Bimbingan Teknis

6 orang 12,000,000 6 orang 8560000 71% 100%

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi 

Umum

100% 197,089,315 100% 159,152,551 81% 100%

1
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

11 Jenis 10,022,668 11 Jenis 5,543,715 55% 100%

2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkagkapan Kantor yang disediakan

- - - - - -

3
Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

3 Paket 42,619,647 3 Paket 25,322,720 59% 100%

4
Penyediaan Bahan Cetakan dan 

Penggandaan
Jumlah Cetakan dan Penggandaan

7 Paket 5,217,000 7 Paket 2,400,000 46% 100%

5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman 12 Laporan 14,230,000 12 Laporan 2,403,000 17% 100%

6
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 

Luar Daerah

12 Laporan 125,000,000 12 Laporan 123,483,116 99% 100%

Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

100% 603,665,312 100% 603,249,000 100%

1
Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan atau 

Operasional

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional

7 Unit 573,749,000 7 Unit 573,749,000 100% 100%

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

32 unit 29,916,312 32 unit 29,500,000 99% 100%

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100% 440,719,200 100% 388,432,353 88% 100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Menyurat 12 Laporan 34,960,000 12 Laporan 33,560,000 96% 100%

5 Kewilayahan Kecamatan 

Jambi Selatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Administrasi  Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
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2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

12 Laporan 184,000,000 12 Laporan 133729153 73% 100%

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum 

Kantor

33 Orang 221,759,200 33 Orang                221,143,200 100% 100%

Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah

100% 206,760,000 100%                171,208,210 83% 100%

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas Operasional

31 Unit 178,060,000 31 Unit                155,378,210 87% 100%

3 Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 30 Unit 28,700,000 30 Unit                  15,830,000 55% 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Adminstrasi Kecamatan
95% 3,286,790,330 95% 3,149,745,174 96% 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Adminstrasi Kecamatan

95% 1,169,881,100 95% 1,058,088,500 90% 100%

1

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan

16 Laporan 467,166,500 16 Laporan 397,122,500 85% 100%

2
Penigkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di 

Tingkat Kecamatan 
Jumlah Pembinaan yg dilaksanakan

5 Dokumen 702,714,600 5 Dokumen 660,966,000 94% 100%

Persentase Pelayanan yang Diakomodir 95% 2,116,909,230 95% 2,091,656,674 99%

1

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non-

Usaha

Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dipenuhi

1 Dokumen 82,276,130 1 Dokumen 81,062,000 99% 100%

2

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Terkait dengan kewenangan lainnya yang 

dilimpahkan

Pengelola Sampah

1 Tahun 

Laporan

2,034,633,100 1 Tahun 

Laporan

2,010,594,674 99% 100%

Persentase Realisasi Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Pembangunan
100% 3,871,650,923 100% 3,377,105,120 87% 100%

Persentase Peningkatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan

3,871,650,923 3,377,105,120 87% 100%

1

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Kelurahan 

Jumlah Musrenbang Kelurahan

5 Kelurahan 11,957,346 5 Kelurahan 7,678,140 64% 100%

2
Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan 

Persentase Sarana dan Prasarana yang 

Dibangun

100% 748,170,000 100% 682,691,300 91% 100%

3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Persentase Sarana dan Prasarana yang 

Dibangun

8Lembaga 3,111,523,577 8Lembaga 2,686,735,680 86% 100%

Persentase Peningkatan Lingkungan yang 

Aman dan Kondusif
100% 109,731,905 100% 106,550,001 100% 100%

Meningkatnya Pembinaan Sistem 

Keamanan Lingkungan
100%

24,000,000 5 Kelurahan 24,000,000 100% 100%

1

Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peratuaran Kepala 

Daerah

Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan 

Lingkungan

1 Dokumen 24,000,000 1 Dokumen 24,000,000 100% 100%

Persentase Fasilitasi Penanganan 

Pelanggaran PERDA dan PERKADA

100% 85,731,905 100% 82,550,001 96% 100%

1

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah 

yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia

Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi

2 Kegiatan 85,731,905 2 Kegiatan 82,550,001 96% 100%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah  

100% 68,568,016 100% 48,119,001 70% 100%

Jumlah Kegiatan Pembinaan 6 Kegiatan 68,568,016 6 Kegiatan 48,119,001 70% 100%

1

Pelaksanaan semua urusan pemerintahan 

yang bukan merupakan kewenangan daerah 

dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

Umum di Kecamatan

6 Kegiatan 68,568,016 6 Kegiatan 48,119,001 70% 100%

15,146,112,820 13,938,098,373 92.02%JUMLAH

5 Kewilayahan Kecamatan 

Jambi Selatan

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik  

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Program Penyelenggaraaan Urusan 

Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 
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Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah
B 9,490,543,767 B 8,838,764,078 93% 100.00

Peningkatan Nilai AKIP BB                  98,321,450  BB                  89,962,200 91% 100.00

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

8 Dokumen                  93,945,350  8 Dokumen                  85,592,200 
91%

100.00

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil

koordinasi Penyusunan Laporan Capaian

kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

4 laporan                    4,376,100  4 laporan                    4,370,000 

100%

100.00

Tertib Administrasi Keuangan 100%             8,007,708,750 100             7,448,362,780 93% 100.00

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan

tunjangan ASN

72 orang             7,551,234,000 72 orang             7,041,074,780 93% 100.00

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan an

Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

35 dokumen                451,415,250 35 dokumen                404,453,000 90% 100.00

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran

SKPD

Jumlah laporan keuangan bulanan 12 laporan                    5,059,500 12 laporan                    2,835,000 56% 100.00

Terwujudnya Tertib administrasi Barang 

Milik daerah

100%                  58,370,800 100%                  58,053,500 99% 100.00

1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

12 laporan                  58,370,800 12 laporan                  58,053,500 99% 100.00

Terwujudnya Tertib administrasi 

kepegawaian

100%                122,642,250 100%                  93,390,000 76% 100.00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut

kelengkapan

115 stel                  86,250,000 115 stel                  83,250,000 97% 100.00

2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan

Administrasi kepegawaian

6 dokumen                  12,392,250 6 dokumen                    7,115,000 57% 100.00

3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan

Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

4 Orang                  24,000,000  4 Orang                    3,025,000 13%

Terwujudnya Tertib Administrasi Umum 100%                287,985,470 100                271,204,182 94% 100.00

1 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

jumlah paket komponen Instalasi Listrik /

Penerangan bangunan kantor yang

disediakan

1 paket                    5,328,000 1 paket                    4,761,500 89% 100.00

2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Paket bahan logistik kantor yang

disediakan

3 paket                  39,383,920 3 paket                  38,176,500 97%

3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket barang Cetakan dan

Penggandaan yang disediakan

2 paket                    6,593,400 2 paket                    4,731,108 72% 100.00

4 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 12 laporan                    6,787,650 12 laporan                    5,469,000 81% 100.00

5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan penyelenggaraan rapat

koordinasi dan konsultasi SKPD

12 laporan                  39,892,500 12 laporan                  34,242,500 86% 100.00

6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan

2 paket                190,000,000  2 paket                183,823,574 97% 100.00

Terpenuhinya kebutuhan Barang 

Penunjang Pelaksanaan Urusan 

Pemerintah Daerah

100%                263,301,390 100.00%                260,320,000 99% 100.00

1 Pengadaan Mebel Jumlah Paket mebel yang disediakan 13 Unit                  97,145,000  13 Unit                  96,850,000 100% 90.00

2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya

yang Disediakan

11  unit                166,156,390  11  unit                163,470,000 98% 75.00

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

100%                218,225,257 100.00%                217,197,216 100% 100.00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat

menyurat

12  laporan                  62,414,400  12  laporan                  62,414,400 100% 100.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

disediakan

12  laporan                155,810,857  12  laporan                154,782,816 99% 100.00

Presentase Barang Milik Daerah dalam 

Keadaan baik

100%                433,988,400 100%                400,274,200 92% 100.00

6 Kewilayahan Kecamatan 

Jambi Timur
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah
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1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional atau

lapangan yang dipelihara dan dibayarkan

pajak dan perizinannya

31 unit                230,140,800 31 unit                198,736,600 86% 100.00

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

dipelihara

12 unit                  11,370,000 12 unit                    9,060,000 80% 100.00

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya

yang dipelihara / direhabilitasi

1 unit                192,477,600  1 unit                192,477,600 100% 100.00

Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Administrasi Kecamatan
9200% 894,215,340 94,91 769,765,650 98.52% 100.00

Presentase Koordinasi yang dilaksanakan 

oleh kecamatan

50%                441,721,120 50.00%                399,086,550 90% 100.00

1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi

Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan

Instansi Vertikal Terkait

5 dokumen                  10,715,900 5 dokumen                                 -   0% 60.00

6 Kewilayahan Kecamatan 

Jambi Timur

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Lampiran 3 - 111



KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1 laporan                431,005,220  1 laporan                399,086,550 93% 30.00

Presentase urusan pemerintahan yang  

dilaksanakan di kecamatan

100%                347,558,420 100%                296,119,900 85% 100.00

1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada

Masyarakat di Kecamatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan

Pelayanan Kepada Masyrakat di Kecamatan

5 dokumen                285,139,100  5 dokumen                249,040,300 87% 100.00

2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan

Pencapaian standar pelayanan minimal di

wilayah Kecamatan

8 laporan                  62,419,320  8 laporan                  47,079,600 75% 100.00

Persentase Pelayanan Administrasi yang 

sesuai SOP

100%                104,935,800 100%                  74,559,200 71% 100.00

1 Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang

terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non

Usaha

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang

dilaksananakan

1 Dokumen                  43,394,200  1 Dokumen                  36,829,600 85% 100.00

2 Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang

terkait Dengan Nonperizinan

Jumlah Laporan Pelaksnaaan Non Perizinan

pada Urusan Pemerintahan

6 laporan                  61,541,600  6 laporan                  37,729,600 61% 100.00

Presentase Peningkatan Pemberdayaan 

Masyarakat di kelurahan
90% 5,539,435,743 90% 4,616,523,720 94.81% 100.00

Presentase Kelembagaan Masyarakat yang 

ikut serta dalam Pembangunan

90%             5,539,435,743 90%             4,616,523,720 83% 100.00

1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

forum musyawarah perencanaan

pembangunan di kelurahan 

Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang

Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

72 lembaga                  23,599,820  72 lembaga                  20,564,370 87% 100.00

2 Pembangunan sarana dan prasarana

kelurahan 

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan

yang terbangun

50 sarana             1,205,810,000  50 sarana                963,805,010 80% 100.00

3 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang

melaksanakan pemberdayaan masyarakat di

kelurahan

63 pokmas/ 

ormas

            4,310,025,923  63 pokmas/ 

ormas 

            3,632,154,340 84% 100.00

Presentase Peningkatan Lingkungan yang 

aman dan kondusif
100% 151,232,000 100% 103,617,600 69% 100.00

Persentase Pembinaan dan Pengawasan 

Ketentraman dan ketertiban umum di 

Kecamatan

90%                  88,221,800 90%                  73,982,100 84% 100.00

1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil sinegritas dengan

kepolisian Negara Republik Indonesia,

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi

vertikal di wilayah kecamatan

2 laporan                  88,221,800  2 laporan                  73,982,100 84% 100.00

Presentase Fasilitasi Penanganan Perda 

dan Perkada

100%                  63,010,200 100%                  29,635,500 47% 100.00

1 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah 

yang tugas dan fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang-undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia

Jumlah Laporan Koordinasi / sinergi dengan

perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di

bidang penegakan peraturan perundang-

undangan dan / atau kepolisian negara

republik indonesia

1 laporan                  63,010,200  1 laporan                  29,635,500 47% 100.00

Terwujudnya Fasilitasi Pnyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum
100% 727,997,150 100% 582,618,800 80.03% 100%

Persentase Pelaksanaan Program 

Pemerintahan Daerah di Kecamatan

100% 727,997,150 100%                582,618,800 
80.03%

100%

1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan 

Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan 

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 

Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan 

Nasional

Jumlah orang yang mengikuti pembinaan

kerukunan antar suku dan intra suku, umat

beragama, ras, dan golongan lainnya guna

mewujudkan stabilitas keamanan Lokal,

regional, dan nasional

200 orang                  12,606,550  200 orang                  10,250,000 

81.31%

100%

2 Pelaksanaan semua urusan pemerintahan

yang bukan merupakan kewenangan daerah

dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan 

yang bukan merupakan kewenangan daerah

dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

8 dokumen                715,390,600  8 dokumen                572,368,800 

80.01%

100%

16,803,424,000          14,911,289,848          89%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah
100% 6,389,740,033 100% 6,057,338,318 98% 100%

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah 

JUMLAH

7 Kewilayahan Kecamatan 

Danau Teluk

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

6 Kewilayahan Kecamatan 

Jambi Timur

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat 

Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang 

dilimpahkan Kepada Camat 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan
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Peningkatan Nilai AKIP 100% 22,738,987 100%                  14,996,320 66% 100%

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

6 Dokumen                  15,000,236 6 Dokumen                  10,210,750 68% 100%

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

2 Laporan                    7,738,751 2 Laporan                    4,785,570 62% 100%

Tertib Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

100%             4,926,796,567 100%             4,707,043,924 96% 100%

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

39 

Orang/Bulan

            4,564,358,277 39 

Orang/Bulan

            4,361,967,014 96% 100%

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

12 Dokumen                356,157,000 12 Dokumen                339,543,000 95% 100%

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

5 Laporan                    3,999,950 5 Laporan                    3,733,910 93% 100%

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulan/

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3 Laporan                    2,281,340 3 Laporan                    1,800,000 79% 100%

Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah 100%                  16,135,303 100%                  12,323,000 76% 100%

1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

12 Laporan                  16,135,303 12 Laporan                  12,323,000 76% 100%

Tertib Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

100%                151,798,798 100%                143,774,400 95% 100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan 

61 Paket                  57,500,000 61 Paket                  55,500,000 97% 100%

2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan

Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian

3 Dokumen                  61,878,798 3 Dokumen                  56,074,400 91% 100%

3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

2 Orang                  32,420,000 2 Orang                  32,200,000 99% 100%

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100%                304,663,419 100%                272,204,860 89% 100%

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

12 Paket                    4,635,333 12 Paket                    4,040,000 87% 100%

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

6 Paket                    1,993,852 6 Paket                    1,375,000 69% 100%

3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

50 Paket                  57,157,526 50 Paket                  52,648,150 92% 100%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

5 Paket                    7,146,258 5 Paket                    7,085,250 99% 100%

5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan                  21,325,000 5 Laporan                  17,700,000 83% 100%

6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5 Laporan                212,405,450 5 Laporan                189,356,460 89% 100%

Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100%                448,254,959 100%                433,927,000 97% 100%

1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Disediakan

1 Unit                  54,943,000 1 Unit                  46,000,000 84% 100%

2 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Paket                  81,257,041 7 Paket                  80,540,000 99% 100%

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

4 Unit                312,054,918 4 Unit                307,387,000 99% 100%

7 Kewilayahan Kecamatan 

Danau Teluk

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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Tertib jasa penunjang urusan pemerintah 

daerah

100%                142,000,000 100%                103,004,794 73% 100%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan 

12 Laporan                142,000,000 12 Laporan                103,004,794 73% 100%

Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 100%                377,352,000 100%                370,064,020 98% 100%

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

26 unit                220,760,000 26 unit                213,593,400 97% 100%

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara 

26 unit                  13,930,000 26 unit                  13,808,620 99% 100%

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 

6 Unit                142,662,000 6 Unit                142,662,000 100% 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Adminstrasi Kecamatan
100% 429,310,510 100% 423,218,900 99% 100%

Persentase Koordinasi yang dilaksanakan 

oleh kecamatan

100% 405,570,510 100%                399,478,900 
98%

100%

1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

2 Laporan                204,200,510 2 Laporan                199,753,900 

98%

100%

2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1 Dokumen                201,370,000 1 Dokumen                199,725,000 

99%

100%

Persentase pelayanan yang terakomodir 100%                  23,740,000 100%                  23,740,000 100% 100%

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

terkait dengan Pelayanan Perizinan Non

Usaha

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang 

Dilaksanakan

2 Dokumen                  23,740,000 2 Dokumen                  23,740,000 

100%

100%

Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggarana 

Urusan Pemerintahan Umum
100% 604,033,313 100% 526,513,000 87% 97%

Terwujudnya pelaksanaan penugasan 

kepala daerah

100% 604,033,313 100%                526,513,000 
87%

97%

1 Pelaksanana Semua Urusan Pemerintahan

yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah

dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Jumlah Dokumen Semua Urusan 

Pemerintahan yang Bukan Merupakan 

Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan 

oleh Instansi Vertikal

5 Dokumen                604,033,313 5 Dokumen                526,513,000 

87%

97%

Persentase Peningkatan Lingkungan yang 

Aman dan Kondusif
100% 26,850,000 100% 26,700,000 99% 80%

Persentase Peningkatan Sistem Keamanan 

Lingkungan

100% 26,850,000 100%                  26,700,000 
99%

80%

1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di

Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

1 Laporan                  26,850,000 1 Laporan                  26,700,000 

99%

80%

Persentase Peningkatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
100% 2,125,818,144 100% 1,709,379,934 80% 100%

Persentase Peningkatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan

100% 2,125,818,144 100%             1,709,379,934 
80%

100%

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Kelurahan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa 

3 Lembaga 

Kemasyarak

atan

12,125,000 3 Lembaga 

Kemasyarak

atan

                 12,049,000 

99%

100%

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 

yang Terbangun 

11 Unit                250,000,000 11 Unit                249,960,200 
100%

100%

3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 

Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

5 

Pokmas/Orm

as

            1,863,693,144 5 

Pokmas/Orm

as

            1,447,370,734 

78%

100%

9,575,752,000            8,743,150,152            91.31%

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

JUMLAH

7 Kewilayahan Kecamatan 

Danau Teluk

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
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Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah

71,38

(BB)
7,326,023,913

71,38

(BB)
6,759,899,364 92.27% 100%

Peningkatan Nilai AKIP BB                  44,515,856  BB                  43,054,600 97% 100.00

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

6 Dokumen                  41,062,220  6 Dokumen                  39,894,800 97% 100.00

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1 Laporan                    3,453,636  1 Laporan                    3,159,800 91% 100.00

Tertib Tertib Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

100%             6,025,749,268 100             5,546,655,297 92% 100.00

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

54 Orang/ 

Bulan

            5,701,073,307 54 Orang/ 

Bulan

            5,236,042,647 92% 100.00

2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3 Dokumen                    3,937,402  3 Dokumen                    3,541,100 90% 100.00

3 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1 Dokumen                318,488,800  1 Dokumen                304,988,800 96%

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

12 Dokumen                    2,249,759 12 Dokumen                    2,082,750 93% 100.00

Terwujudnya Tertib administrasi Barang 

Milik daerah

100%                  32,160,000 100%                  24,000,000 75% 100.00

1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

1 Laporan                  32,160,000 1 Laporan                  24,000,000 75% 100.00

Terwujudnya Tertib administrasi 

kepegawaian

100%                122,750,000 100%                122,275,000 100% 100.00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

2 Paket                101,250,000 2 Paket                101,250,000 100% 100.00

3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

5 Orang                  21,500,000  5 Orang                  21,025,000 98% 100.00

Terwujudnya Tertib Administrasi Umum 100%                271,092,853 100                261,305,694 96% 100.00

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

14 Paket                  12,389,598 14 Paket                  12,053,598 97% 100.00

2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

30 Paket                  69,318,725 30 Paket                  65,653,126 95% 100.00

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

240000 

Paket

                 25,694,780 240000 

Paket

                 21,943,015 85% 100.00

4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

25 Laporan                159,000,000 25 Laporan                157,305,955 99%

5 Penatausaahn Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

6 Dokumen                    4,689,750 6 Dokumen                    4,350,000 93% 100.00

Terpenuhinya kebutuhan Barang 

Penunjang Pelaksanaan Urusan 

Pemerintah Daerah

100%                229,864,936 100.00%                222,600,000 97% 100.00

1 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit                110,969,619  25 Unit                107,000,000 96% 90.00

2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

35 Unit                118,895,317  35 Unit                115,600,000 97% 75.00

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

100%                330,468,000 100.00%                279,093,473 84% 100.00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

1 Laporan                  30,364,800 1 Laporan                  30,364,800 100% 100.00

2 Penyediaan  Jasa  Komunikasi,  Sumber  

Daya  Air dan Listrik

Jumah Laporan Penyediaan 

JasaKomunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

3 Laporan                150,000,000 3 Laporan                114,610,273 76% 100.00

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

1 Laporan                150,103,200 1 Laporan                134,118,400 89% 100.00

Presentase Barang Milik Daerah dalam 

Keadaan baik

100%                269,423,000 100%                260,915,300 97% 100.00

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

8 Kewilayahan Kecamatan 

Pelayangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

30 Unit                236,123,000 30 Unit                229,869,500 97% 100.00

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

30 Unit                  33,300,000 30 Unit                  31,045,800 93% 100.00

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Administrasi Kecamatan
9200% 436,849,705 94,91 425,896,414 99.50% 100%

Presentase Koordinasi yang dilaksanakan 

oleh kecamatan

50%                  88,901,210 50.00%                  87,756,600 99.43 100.00

1 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait

1 Laporan                  11,625,000 1 Laporan                  11,625,000 100.00 30.00

2 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan 

di tingkat kecamatan

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

4 Dokumen                  77,276,210 4 Dokumen                  76,131,600 99.36 60.00

Presentase urusan pemerintahan yang 

tidak dilaksanakan di kecamatan

100%                313,692,618 100%                304,711,718 97% 100.00

1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada 

Masyarakat di Kecamatan 

Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan 

Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

6 Dokumen                313,692,618 6 Dokumen                304,711,718 97% 100.00

Presentase Pelayanan yang terakomodir 100%                  34,255,877 100%                  33,428,096 98% 100.00

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non 

Usaha

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang 

Dilaksanakan

3 Dokumen                  24,595,877 3 Dokumen                  24,018,096 98% 100.00

2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Terkait Dengan Non Perizinan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan 

pada Urusan Pemerintahan

10 Laporan                    9,660,000 10 Laporan                    9,410,000 97% 100.00

Presentase Peningkatan Pemberdayaan 

Masyarakat di kelurahan
100% 2,066,088,196 100% 1,592,027,486 77% 100%

Presentase Kelembagaan Masyarakat yang 

ikut serta dalam Pembangunan
100%

            2,066,088,196 
100%

            1,592,027,486 
77%

100.00

1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di Kelurahan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

18 Lembaga 

Kemasyarak

atan

                   8,994,031 18 Lembaga 

Kemasyarak

atan

                   8,929,380 

99%

100.00

2 Pembangunan sarana dan prasarana 

kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 

yang Terbangun

10 Titik 

Lokasi

               228,868,003 10 Titik 

Lokasi

               214,436,200 
94%

97.00

3 Pemberdayaan masyarakat  Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 

Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

18 

Pokmas/Orm

as

            1,828,226,162 18 

Pokmas/Orm

as

            1,368,661,906 

75%

72.00

Presentase Peningkatan Lingkungan yang 

aman dan kondusif
100% 165,637,109 100% 163,542,400 100% 100%

Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem 

Keamanan Lingkungan

100%                165,637,109 100%                163,542,400 99% 100.00

1 Sinegritas Dengan Kepolisian Negara RI , TNI 

dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan 

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

12 Laporan                165,637,109  12 Laporan                163,542,400 99% 100.00

Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum
100% 588,304,077 100% 584,881,100 99.42% 100%

Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan 

Kepala Daerah

100%                588,304,077 100%                584,881,100 
99.42%

100.00

2 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan 

yang bukan Kewenangan Daerah dan Tidak 

Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal 

Jumlah Dokumen Semua Urusan 

Pemerintahan yang Bukan Merupakan 

Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan 

oleh Instansi Vertikal

1 Dokumen                588,304,077 1 Dokumen                584,881,100 

99.42%

100.00

10,582,903,000          9,526,246,764            90%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah
79% 9,332,739,120 N/A 8,886,268,179 95.22% 100%

Peningkatan Nilai APIP 100%                  33,076,128 100%                  31,712,000 96% 100.00

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah 

JUMLAH

9 Kewilayahan Kecamatan 

Alam Barajo

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat 

Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

8 Kewilayahan Kecamatan 

Pelayangan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik

Lampiran 3 - 116



KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

2 Dokumen                    4,822,728 2 Dokumen                    4,812,000 100% 100.00

2 Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

1 Dokumen                    5,408,700 1 Dokumen                    5,300,000 98% 100.00

3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1 Dokumen                    5,686,200 1 Dokumen                    5,400,000 95% 100.00

4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD

1 Dokumen                    5,686,200 2 Dokumen                    5,400,000 95% 100.00

5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-

SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1 Dokumen                    5,686,200 1 Dokumen                    5,100,000 90% 100.00

6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Iktisan Realisasi Kinerja SKPD

2 Dokumen                    5,786,100 2 Dokumen                    5,700,000 99% 100.00

Tertib Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

100%             7,925,068,521 100%             7,498,249,411 95% 100.00

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

63 

Orang/bulan

            7,170,786,031 63 

Orang/bulan

            6,744,116,611 94% 100.00

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

35 Dokumen                748,752,800 35 Dokumen                748,752,800 100%

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran

5 Laporan                    5,529,690 5 Laporan                    5,380,000 97% 100.00

Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah 100%                132,900,000 100%                132,900,000 100% 100.00

1 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada 

SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

12 Laporan                132,900,000 12 Laporan                132,900,000 100% 100.00

Tertib Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

100%                  93,302,500 100%                  89,725,000 96% 90.00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

120 Paket                  90,742,500 120 Paket                  87,165,000 96% 100.00

2 Bimbingan teknis implentasi peraturan 

perundang-undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

1 orang                    2,560,000 1 orang                    2,560,000 100% 80.00

Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum 100%                461,314,941 100%                458,766,126 99% 100.00

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

10 Paket                  29,650,226 10 Paket                  29,574,500 100% 100.00

2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

15 Paket                105,040,664 15 Paket                103,315,500 98% 100.00

3 Penyediaan Bahan Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

7 Paket                  42,074,051 7 Paket                  41,493,000 99% 100.00

4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1560 

Laporan

                 45,950,000 1560 

Laporan

                 45,807,500 100% 100.00

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

20 Laporan                238,600,000 20 Laporan                238,575,626 100% 100.00

Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100%                    7,770,000 100%                    7,600,000 98% 100.00

1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

18 Unit                    7,770,000 2 Unit                    7,600,000 98% 100.00

Tertib jasa penunjang urusan pemerintah 

daerah

100%                172,949,030 100%                169,567,896 98% 100.00

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

36 Laporan                172,949,030 36 Laporan                169,567,896 98% 100.00

Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 100%                506,358,000 100%                497,747,746 98% 100.00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

9 Kewilayahan Kecamatan 

Alam Barajo

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
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1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

30 Unit                244,310,000 30 Unit                240,339,746 98% 100.00

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

102 Unit                  66,020,000 102 Unit                  61,530,000 93% 100.00

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

6 Unit                196,028,000 6 Unit                195,878,000 100% 100.00

Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Administrasi Kecamatan
8800% 926,224,229 9438% 897,895,400 99.60% 100%

Persentase Koordinasi yang dilaksanakan 100%                685,956,434 100%                674,776,000 98% 100.00

1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah

dan Instansi Vertikal Terkait

5 Laporan                543,482,804 5 Laporan                535,948,500 99% 100.00

2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3 Dokumen                142,473,630 3 Dokumen                138,827,500 97% 100.00

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Adminstrasi Kecamatan

88,5                  67,695,600 94.70                  66,649,000 98% 100.00

1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada

Masyarakat di Kecamatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan 

Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

5 Dokumen                  62,460,060 5 Dokumen                  61,678,000 99% 100.00

2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan 

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di 

Wilayah Kecamatan

1 Laporan                    5,235,540 1 Laporan                    4,971,000 95% 100.00

Persentase Pelayanan yang Diakomodir 100%                172,572,195 100%                156,470,400 91% 100.00

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan Pelayanan Perizinan Non 

Usaha

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang 

Dilaksanakan

2 Dokumen                130,917,240 2 Dokumen                119,510,400 91% 100.00

2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan Non Perizinan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan 

pada Urusan Pemerintahan

8 Laporan                  41,654,955 8 Laporan                  36,960,000 89% 100.00

Persentase Peningkatan Lingkungan yang 

Aman dan Kondusif
100% 139,201,377 100% 137,451,000 99.72% 100%

Persentase Peningkatan Sistem Keamanan 

Lingkungan

100%                  96,871,877 100%                  95,537,000 99% 100.00

1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4 Laporan                  96,871,877 4 Laporan                  95,537,000 99% 100.00

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum

9 Kewilayahan Kecamatan 

Alam Barajo

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik
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Persentase Peningkatan Lingkungan yang 

Aman dan Kondusif

100%                  42,329,500 100%                  41,914,000 99% 100.00

1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah 

yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 

di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- 

Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia

2 Laporan                  42,329,500 2 Laporan                  41,914,000 99% 100.00

Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum
100% 558,259,173 100% 547,900,000 99.31% 100%

Terwujudnya pelaksanaan penugasan 

kepala daerah

100%                558,259,173 100%                547,900,000 98% 100.00

1 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan 

yang bukan merupakan Kewenangan Daerah 

dan tidak Dilaksanakan Intansi Vertikal

Jumlah Dokumen Semua Urusan 

Pemerintahan yang Bukan Merupakan 

Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan 

oleh Instansi Vertikal

6 Dokumen                558,259,173 6 Dokumen                547,900,000 98% 100.00

Persentase Peningkatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
100% 4,853,314,101 100% 4,186,048,675 97.11% 100%

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

100%             4,853,314,101 100%             4,186,048,675 86% 100.00

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Kelurahan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

 7 Lembaga 

Kemasyarak

atan

                 16,186,395  7 Lembaga 

Kemasyarak

atan

                 15,006,741 93% 100.00

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 

yang Terbangun

34 Unit                801,888,141 32 Unit                732,938,684 91% 100.00

3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 

Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

7 Pokmas/ 

Ormas

            4,035,239,565 7 Pokmas/ 

Ormas

            3,438,103,250 85% 100.00

15,809,738,000          14,655,563,254          93%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah
100% 6,817,333,979  100% 6,237,149,523 96.36%  100%

Persentase Nilai Akip 100% 20,302,689                 100% 20,107,210                 99% 100%

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen  Perencanaan Perangkat 

Daerah
100%

18,513,785                 100% 18,420,533                 99% 100%

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

100%

1,788,904                   100% 1,686,677                   94% 100%

Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan 100% 5,599,032,494            100% 5,065,428,035            90% 100%

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan 

tunjangan ASN

100% 5,105,251,650            100% 4,580,355,985            90% 100%

2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN

Jumlah dokumen hasil penyediaan 

administrasi pelaksanaan tugas ASN

100% 25,006,910                 100% 24,786,550                 99% 100%

3 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah dokumen penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi keuangan SKPD

100% 457,681,200               100% 451,188,000               99% 100%

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah laporan keuangan 

bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan 

laporan koordinasi penyusunan laporan 

keuangan bulan /triwulan/semester SKPD

100% 11,092,734                 100% 9,097,500                   82% 100%

Terwujudnya Tertib Administrasi  Barang 

Milik Daerah

100% 18,000,000                 100% 18,000,000                 100% 100%

1 Penatausahaan barang milik daerah pada 

SKPD 

Jumlah laporan penatausahaan barang milik 

daerah pada SKPD

100% 18,000,000                 100% 18,000,000                 100% 100%

Terwujudnya Tertib Administrasi 

Kpegawaian

100% 76,250,000                 100% 73,275,000                 96% 100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut 

kelengkapan

100% 70,250,000                 100% 70,250,000                 100% 100%

2  Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah orang yang mengikuti bimbingan 

teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

100% 6,000,000                   100% 3,025,000                   50% 100%

JUMLAH

10 Kewilayahan Kecamatan 

Danau Sipin

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

9 Kewilayahan Kecamatan 

Alam Barajo

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Pemberdayaan Kelurahan
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Terwujudnya Tertib Administrasi Umum 100% 271,038,219               100% 259,351,830               96% 100%

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah paket komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor yang 

disediakan

100% 19,679,357                 100% 19,055,000                 97% 100%

2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang 

disediakan

100% 109,365,650               100% 102,768,028               94% 100%

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah paket barang cetakan dan 

penggandaan yang disediakan

100% 16,993,212                 100% 13,539,560                 80% 100%

4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

konsultasi SKPD

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi SKPD

100% 125,000,000               100% 123,989,242               99% 100%

Terpenuhnya Kebutuhan Barang 

Penunjang Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan Daerah

100% 401,728,210               100% 400,067,000               100% 100%

1 Pengadaan Mebel Jumlah paket yang disediakan 100% 138,181,930               100% 137,327,000               99% 100%

2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

100% 263,546,280               100% 262,740,000               100% 100%

Terpenuhnya Kebutuhan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

100% 195,600,000               100% 174,834,878               89% 100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat 

menyurat

100% 6,000,000                   100% 6,000,000                   100% 100%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

air dan Listrik

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik yang disediakan

100% 189,600,000               100% 168,834,878               89% 100%

Presentase Barang Milik Daerah Dalam 

Kondisi Baik

100% 235,382,367               100% 226,085,570               96% 100%

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional atau 

lapangan yang diperihara dan di bayarkan 

pajak dan perizinan

100% 199,151,600               100% 190,410,570               96% 100%

2 pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang 

diperihara

100% 19,810,000                 19,255,000                 97%

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya 

yang dipelihara/direhabilitasi

100% 16,420,767                 100% 16,420,000                 100% 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Administrasi Kecamatan
100% 826,496,335 100% 728,954,692 91.36% 100%

Persentase Koordinasi yang di laksanakan 

oleh Kecamatan
100%

384,879,011               100% 367,811,870               96% 100%

1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah dokumen peningkatan efektifitas 

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
100%

384,879,011               100% 367,811,870               96% 100%

Presentase Urusan Pemerintahan yang 

Tidak Dilaksanakan di Kecamatan
100%

366,822,280               100% 315,857,352               86% 100%

1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Kecamatan

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan 

pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
100%

366,822,280               100% 315,857,352               86% 100%

Presentase Pelayanan yang Terakomodir 100% 74,795,044                 100% 45,285,470                 61% 100%

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan Pelayanan Perizinan Non 

Usaha

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang 

Dilaksanakan

100% 58,515,660                 100% 37,592,900                 64% 100%

2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan Nonperizinan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan 

Pada Urusan Pemerintahan

100% 16,279,384                 100% 7,692,570                   47% 100%

Persentase Peningkatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
100% 4,045,569,696 100% 3,448,514,013 85% 100%

Presentase Kelembagaan Masyarakat yang 

Ikut Serta dalam Pembangunan
100%

4,045,569,696            100% 3,448,514,013            
85%

100%

1 Penigkatan partisipasi masyarakat dalam 

forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di keluraha

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang 

berpatisipasi dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan di kelurahan

100%

14,999,365                 100% 14,947,946                 

100%

100%

2 Pembangunan sarana dan prasarana 

kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang 

terbangun 
100%

852,629,965               100% 681,130,300               
80%

100%

3 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jumlah pokmas dan ormas yang 

melaksanakan pemberdayaan di kelurahan
100%

3,177,940,366            100% 2,752,435,767            
87%

100%

Persentase Peningkatan Lingkungan Yang 

Aman dan Kondusif
100% 351,795,167 100% 342,597,505 97.39% 100%

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

10 Kewilayahan Kecamatan 

Danau Sipin

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
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Presentase Peningkatan Pembinaan Sistim 

Keamanan Lingkungan
100%

337,245,167               100% 328,147,505               
97.30%

100%

1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah laporan hasil sinergitas dengan 

kepolisian negara Republik Indonesia dan 

instansi vertikal di wilayah kecamatan
100%

337,245,167               100% 328,147,505               

97.30%

100%

Persentase Fasilitasi Penanganan 

Pelanggaran Perda dan Perkada

100% 14,550,000                 100% 14,450,000                 99% 100%

1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah 

yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia

Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan 

perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di 

bidang penegakan peraturan perundang-

undangan dan/atau kepolisian negara republik 

indonsia

100% 14,550,000                 100% 14,450,000                 99% 100%

Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum
 100% 498,329,823  100% 455,352,400 93.98%  100%

 Persentase Terwujudnya Pelaksanaan 

Penugasan Kepala Daerah
 100%

498,329,823                100% 455,352,400               93.98  100%

1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan 

Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan 

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 

Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan 

Nasional

Jumlah orang yang mengikuti pembinaan 

kerukunan antar suku, umat beragama, ras, 

dan golongan lainnya guna mewujudkan 

stabilitas keamanan lokal, regional, nasional

 100%

17,250,000                  100% 10,590,000                 90.99  100%

2 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan 

yang bukan merupakan Kewenangan Daerah 

dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan 

yang bukan merupakan kewenangan daerah 

dan tidak dilaksanakan oleh instasi vertikal
 100%

481,079,823               100% 444,762,400                           94.10 100%

12,539,525,000          100% 11,212,568,133          89% 100%

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah
100% 7,622,708,807 100% 7,232,246,425 98.62% 100%

Peningkatan Nilai AKIP 100%                  18,043,840 100%                  14,490,000 80% 100%

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

2 Dokumen                    7,113,803 2 Dokumen                    4,800,000 67% 100%

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD 

4 Dokumen                    7,914,137 1 Dokumen                    7,440,000 94% 100%

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Laporan                    3,015,900 2 Laporan                    2,250,000 75% 100%

Tertib Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

100%             6,472,314,270 100%             6,241,404,582 96% 100%

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

53 

Orang/Bulan

            5,874,992,670 53 

Orang/Bulan

            5,668,121,982 96% 100%

2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3 Laporan                140,898,400 3 Laporan                140,898,400 100% 100%

3 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

35 Dokumen                456,423,200 35 Dokumen                432,384,200 95% 100%

Tertib Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

100%                  64,500,000 100%                  64,500,000 100% 100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan 

80 Paket                  64,500,000 80 Paket                  64,500,000 100% 100%

Tertib Pengelolaan Administrasi Umum 100%                348,165,920 100%                326,906,371 94% 100%

1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

disediakan

10 Paket                    9,463,649 10 Paket                    8,795,000 93% 100%

2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

15 Paket                  98,652,293 15 Paket                  91,473,100 93% 100%

3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

7 Paket                  35,119,978 7 Paket                  31,070,000 88% 100%

4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1560 

Laporan

                 16,430,000 1560 

Laporan

                 15,800,000 96% 100%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

JUMLAH

11 Kewilayahan Kecamatan 

Paal Merah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

10 Kewilayahan Kecamatan 

Danau Sipin

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
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KINERJA  KEUANGAN KINERJA KEUANGAN
KEUANGAN 

(%)
FISIK (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 REALISASI 

PERMASALAHAN
 UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN 

4

NO URUSAN OPD URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

20 Laporan                188,500,000 20 Laporan                179,768,271 95% 100%

Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100%                101,725,813 100%                  24,900,000 24% 100%

1 Pengadaan Mebel Jumlah Unit Mebel yang disediakan 1 Unit                  10,323,000 1 Unit                  10,000,000 97% 100%

2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

18 Unit                  91,402,813 2 Unit                  14,900,000 16% 100%

Tertib jasa penunjang urusan pemerintah 

daerah

100%                205,110,000 100%                180,010,272 88% 100%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

36 Laporan                165,660,000 1 Unit                147,560,272 89% 100%

2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

12 Laporan                  39,450,000 2 Unit                  32,450,000 82% 100%

Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 100%                412,848,964 100%                380,035,200 92% 100%

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

22 unit                173,456,664 22 unit                155,988,700 90% 100%

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara 

111 unit                  40,830,000 71 unit                  40,420,000 99% 64%

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 

6 Unit                198,562,300 5 Unit                183,626,500 92% 83%

Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Administrasi Kecamatan
100% 650,901,500 100% 583,729,342 89.68% 100%

Persentase Koordinasi yang dilaksanakan 

oleh kecamatan

100%                197,959,600 100%                140,668,020 71% 100%

1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

5 Laporan                157,650,000 5 Laporan                100,358,420 64% 100%

2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3 Dokumen                  40,309,600 3 Dokumen                  40,309,600 100% 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Administrasi Kecamatan

88,5%                452,941,900 94,70%                443,061,322 98% 100%

1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan

kepada Masyarakat di Kecamatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan 

Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

5 Dokumen                452,941,900 5 Dokumen                443,061,322 98% 100%

Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggarana 

Urusan Pemerintahan Umum
100% 561,304,529 100% 554,704,529 98.82% 97%

Terwujudnya pelaksanaan penugasan 

kepala daerah

100% 561,304,529 100%                554,704,529 
98.82%

97%

1 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan

yang bukan merupakan Kewenangan Daerah

dan tidak Dilaksanakan Intansi Vertikal

Jumlah Dokumen Semua Urusan 

Pemerintahan yang Bukan Merupakan 

Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan 

oleh Instansi Vertikal

6 Dokumen                561,304,529 6 Dokumen                554,704,529 

98.82%

97%

Persentase Peningkatan Lingkungan yang 

Aman dan Kondusif
100% 76,747,300 100% 46,514,800 60.61% 100%

Persentase Peningkatan Sistem Keamanan 

Lingkungan

100%                  76,747,300 100%                  46,514,800 
60.61% 100%

1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Tentara Nasional

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah

Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4 Laporan                  76,747,300 4 Laporan                  46,514,800 

60.61% 100%

Persentase Peningkatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
100% 5,489,389,864 100% 4,930,465,963 89.82% 100%

Persentase Peningkatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan

100% 5,489,389,864 100%             4,930,465,963 
89.82%

100%

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

11 Kewilayahan Kecamatan 

Paal Merah

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
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TARGET

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Kelurahan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa 

7 Lembaga 

Kemasyarak

atan

15,546,970 7 Lembaga 

Kemasyarak

atan

                 15,006,741 

96.53%

100%

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 

yang Terbangun 

35 Unit                989,999,994 32 Unit                941,782,672 
95.13%

91%

3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 

Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

7 

Pokmas/Orm

as

            4,483,842,900 7 Pokmas/ 

Ormas

            3,973,676,550 

88.62%

100%

14,401,052,000          13,347,661,059          92.69%JUMLAH

11 Kewilayahan Kecamatan 

Paal Merah
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Lampiran 4 - 1 

LAMPIRAN 4.  
DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTA JAMBI PADA TAHUN 2024 

 

NO NAMA PENGHARGAAN KATEGORI 

PEJABAT/LEMBAGA 
YANG 

MENERBITKAN/MEN
GANUGERAHKAN 

URAIAN 
TEMPAT/ 
TANGGAL 

PENYERAHAN 
PENERIMA DOKUMENTASI 

        

1 Kota Jambi meraih peringkat 1 

Nasional untuk Performance 

Arsiparis 

Good 

Governance 

ANRI (Arsip Nasional 

Republik Indonesia) 

 

Kota Jambi meraih 

peringkat 1 Nasional 

untuk Performance 

Arsiparis 

1 Januari 2024 Pemerintah Kota 

Jambi 

 
2 Kota Jambi Meraih Anugerah 

Parahita Ekapraya (APE) atas 

Komitmen Pemerintah Kota 

Jambi dalam Penyetaraan 

Gender dan Kesetaraan 

Perempuan 

Good 

Governance 

Kementerian 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

(Kemen PPPA) 

Republik Indonesia 

Kota Jambi Meraih 

Anugerah Parahita  

Ekapraya  (APE) atas 

Komitmen Pemerintah 

Kota Jambi dalam 

Penyetaraan Gander 

dan Kesetaraan 

Perempuan 

6 Januari 2024 Pemerintah Kota 

Jambi 

 
3 Penghargaan Kota Terbaik 

dalam menjalankan Program 

Tabungan Hari Tua, Pensiun 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian pada ASN 

Good 

Governance 

TASPEN Penghargaan Kota 

Terbaik dalam 

menjalankan Program 

Tabungan Hari Tua, 

Pensiun Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian pada 

ASN Tahun 2023 

Jambi, 06 

Januari 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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NO NAMA PENGHARGAAN KATEGORI 

PEJABAT/LEMBAGA 
YANG 

MENERBITKAN/MEN
GANUGERAHKAN 

URAIAN 
TEMPAT/ 
TANGGAL 

PENYERAHAN 
PENERIMA DOKUMENTASI 

        

4 Penghargaan Camat Teladan 

Tingkat Provinsi Jambi 

Sumber Daya 

Manusia 

Gubernur Jambi, Dr. H. 

Al-Haris, S.Sos., M.H 

Camat Alam Barajo 

meraih Penghargaan 

Camat Teladan Tingkat 

Provinsi Jambi 

Jambi, 06 

Januari 2024 

Camat Alam Barajo 

Iper Riyansuni, 

S.Th.I., M.E., 

M.Kom 

 
5 Juara 2 Lomba Desa dan 

Kelurahan Tingkat Provinsi 

Jambi Tahun 2023 

Lingkungan 

Hidup 

Berkelanjutan 

Gubernur Jambi, Dr. H. 

Al-Haris, S.Sos., M.H 

Juara 2 Lomba Desa 

dan Kelurahan Tingkat 

Provinsi Jambi Tahun 

2023 

Jambi, 06 

Januari 2025 

Lurah Paal Merah 

 
6 Predikat Penilaian Kepatuhan 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik 

Pelayanan 

Publik 

Ombudsman RI Pemerintah Kota Jambi 

meraih penghargaan 

Predikat Penilaian 

Kepatuhan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

dengan nilai 85,09 Zona 

Hijau/Kualitas Tinggi) 

Jambi, 06 

Februari 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

7 Penghargaan atas tercapainya 

Indikator Pemetaan Risiko 

Penyakit Infeksi Emerging dan 

Dokumen Rekomendasi Tahun 

2023 

Good 

Governance 

Kementerian 

Kesehatan 

Penghargaan atas 

tercapainya Indikator 

Pemetaan Risiko 

Penyakit Infeksi 

Emerging dan Dokumen 

Rekomendasi Tahun 

2023 

Jakarta, 13 

Februari 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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NO NAMA PENGHARGAAN KATEGORI 

PEJABAT/LEMBAGA 
YANG 

MENERBITKAN/MEN
GANUGERAHKAN 

URAIAN 
TEMPAT/ 
TANGGAL 

PENYERAHAN 
PENERIMA DOKUMENTASI 

        

8 Penghargaan dari Lembaga 

Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

Republik Indonesia (LKPP-RI) 

 

Good 

Governance 

Lingkungan 

Hidup 

Berkelanjutan 

LKPP RI 

 

Pemerintah Kota Jambi 

meraih Penghargaan 

dari Lembaga Kebijakan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah Republik 

Indonesia (LKPP-RI) 

atas Pencapaian 

Memenuhi Kelengkapan 

Atribut pada Sembilan 

Variabel (9/9) untuk 

mencapai Kematangan 

UKPBJ Level 3 

(Proaktif) 

 

Jambi, 29 

Februari 2024 

 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

 

9 Penghargaan Adipura Tahun 

2023 Kategori Kota Besar 

 

Pelayanan 

Publik 

Wakil Menteri LHK, 

Drs. Alue Dohong, 

M,Sc., Ph.D 

 

Pemerintah Kota Jambi 

meraih penghargaan 

dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan berupa 

Penghargaan Adipura 

Tahun 2023 Kategori 

Kota Besar 

 

Jakarta, 05 

Maret 2024 

 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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NO NAMA PENGHARGAAN KATEGORI 

PEJABAT/LEMBAGA 
YANG 

MENERBITKAN/MEN
GANUGERAHKAN 

URAIAN 
TEMPAT/ 
TANGGAL 

PENYERAHAN 
PENERIMA DOKUMENTASI 

        

10 Penghargaan Rensponsif 

Penanganan Masalah Sosial Se 

Provinsi Jambi 

 

Good 

Governance 

Gubernur Jambi, Dr. H. 

Al-Haris, S.Sos., M.H 

 

Dinas Sosial Kota Jambi 

mendapatkan 

penghargaan 

Pelayanan Sosial 

Terbaik I Se Provinsi 

Jambi. 

 

Jambi, 06 

Maret 2024 

 

Dinas Sosial Kota 

Jambi 

 

 
11 Dinas Dukcapil Kota Jambi 

meraih penghargaan Terbaik I 

sebagai Dinas Dukcapil 

Kabupaten/Kota yang memenuhi 

target Kinerja se Provinsi Jambi 

 

Good 

Governance 

Gubernur Jambi, Dr. H. 

Al-Haris, S.Sos., M.H 

 

Dinas Dukcapil Kota 

Jambi meraih 

penghargaan Terbaik I 

sebagai Dinas Dukcapil 

Kabupaten/Kota yang 

memenuhi target 

Kinerja se Provinsi 

Jambi 

 

Jambi, 08 

Maret 2024 

 

Disdukcapil Kota 

Jambi 

 

 
12 Penghargaan atas keberhasilan 

tercapainya target Non-Polio 

AFP (NPAFP) Rate: 100rb 

Penduduk (Kurang dari 15th) 

dan Discarded (Bukan Campak-

Bukan Rubela) Rate: 2/100rb 

Penduduk Tahun 2023 

 

Good 

Governance 

Dr. Prima Yosephine 

M.KM (Direktur 

Pengelolaan Imunisasi) 

Kemenkes 

Penghargaan atas 

keberhasilan 

tercapainya target Non-

Polio AFP (NPAFP) 

Rate: 100rb Penduduk 

(Kurang dari 15th) dan 

Discarded (Bukan 

Campak-Bukan Rubela) 

Rate: 2/100rb Penduduk 

Tahun 2023 

 

Jambi, 07 

Maret 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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TANGGAL 

PENYERAHAN 
PENERIMA DOKUMENTASI 

        

13 Penghargaan di bidang 

percepatan transformasi digital, 

khususnya berkenaan dengan 

fasilitasi dan penataan jaringan 

utilitas kabel udara 

telekomunikasi. 

 

Good 

Governance 

Asosiasi 

Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia 

(APJII) Provinsi Jambi 

 

Pemerintah Kota Jambi 

kembali meraih 

penghargaan di bidang 

percepatan transformasi 

digital kategori 

Pemerintah Daerah 

Peduli Estetika dan 

Penataan Kabel 

 

Jambi, 19 

Maret 2024 

 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

 

14 Penghargaan TOP Pembina 

BUMD 2024 

Sumber Daya 

Manusia 

Institut Otonomi 

Daerah (i-OTDA) 

Walikota Jambi 

memperoleh 

penghargaan TOP 

Pembina BUMD 2023 

Jakarta, 20 

Maret 2024 

Walikota Jambi 

 
15 Perangkat Daerah Diskominfo 

Kota Jambi sebagai Mitra 

Strategis APJII. 

Good 

Governance 

Asosiasi 

Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia 

(APJII) Provinsi Jambi 

Perangkat Daerah 

Diskominfo Kota Jambi 

sebagai Mitra Strategis 

APJII. 

Jambi, 19 

Maret 2024 

Diskominfo Kota 

Jambi 
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PEJABAT/LEMBAGA 
YANG 

MENERBITKAN/MEN
GANUGERAHKAN 

URAIAN 
TEMPAT/ 
TANGGAL 

PENYERAHAN 
PENERIMA DOKUMENTASI 

        

16 Penghargaan sebagai TOP CEO 

BUMD 2024 

Sumber Daya 

Manusia 

Institut Otonomi 

Daerah (i-OTDA) 

 

Direktur Utama PDAM 

Tirta Mayang Dwike 

Riantara memperoleh 

penghargaan sebagai 

TOP CEO BUMD 2024 

 

Jakarta, 20 

Maret 2024 

 

Dirut Perumda Tirta 

Mayang 

 

 
17 Penghargaan TOP BUMD 2024 Good 

Governance 

Institut Otonomi 

Daerah (i-OTDA) 

PDAM Tirta Mayang 

memperoleh TOP 

BUMD 2024 

Jakarta, 20 

Maret 2024 

PDAM Tirta Mayang 

 
18 Penghargaan unt Kota Jambi 

sebagai Kab/Kota Peduli HAM 

2023 

Good 

Governance 

KEMENKUMHAM Kota Jambi meraih 

penghargaan sebagai 

Kab/Kota Peduli HAM 

2023 

Jambi, 23 April 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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MENERBITKAN/MEN
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URAIAN 
TEMPAT/ 
TANGGAL 

PENYERAHAN 
PENERIMA DOKUMENTASI 

        

19 Penganugerahan Kekayaan 

Negara Award Tahun 2023 

Good 

Governance 

Kementerian 

Keuangan Kanwil. 

Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara 

Sumatera Selatan, 

Jambi dan Bangka 

Belitung 

Kota Jambi meraih 

penganugerahan 

Kekayaan Negara 

Award Tahun 2023 

Jambi, 25 April 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 
20 Piagam Penghargaan Kontribusi 

dalam Pembinaan Narapidana 

melalui Program Literasi 

Good 

Governance 

KEMENKUMHAM Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kota 

Jambi meraih piagam 

penghargaan atas 

partisipasi dan 

kontribusi dalam 

Pembinaan Narapidana 

melalui Program Literasi 

Jambi, 27 April 

2024 

Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan 

Kota Jambi 
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URAIAN 
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PENYERAHAN 
PENERIMA DOKUMENTASI 

        

21 Penghargaan dari 

Kemendikbudristek RI melalui 

Balai Guru Penggerak atas 

prestasi guru-guru Kota Jambi 

peringkat 1 lulus terbanyak Guru 

Penggerak se-Provinsi Jambi. 

Sumber Daya 

Manusia 

Kemendikbudristek RI Pemerintah Kota Jambi 

di bidang pendidikan. 

Pemerintah Kota Jambi 

berhasil meraih 

penghargaan dari 

Kemendikbudristek RI 

melalui Balai Guru 

Penggerak atas prestasi 

guru-guru Kota Jambi. 

Pemerintah Kota 

berhasil meraih 

peringkat 1 lulus 

terbanyak Guru 

Penggerak se-Provinsi 

Jambi. 

Jambi, 06 Mei 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

22 Kota Jambi meraih Opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 

atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Jambi 

Tahun Anggaran 2023 

Good 

Governance 

Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik 

Indonesia Perwakilan 

Jambi 

Kota Jambi meraih 

Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) 

ke-8 atas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Jambi 

Tahun Anggaran 2023 

Jambi, 7 Mei 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

23 Pemerintah Kota Jambi meraih 

Penghargaan Digital 

Government Award SPBE 

Summit 2024 

 

Good 

Governance 

Menpan RB 

 

Pemerintah Kota Jambi 

meraih Penghargaan 

Digital Government 

Award SPBE Summit 

2024 atas Penerapan 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

Terbaik Kategori Kota 

Jakarta, 27 Mei 

2024 

 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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24  

Juara 1 lomba TTG unggulan 

tingkat Prov Jambi 

Good 

Governance 

Provinsi Jambi 

 

Kota Jambi meraih 

penghargaan Peserta 

Terbaik Ketiga Inovasi 

Teknologi Tepat Guna 

Unggulan Tingkat 

Provinsi Jambi 2024 

(Tangguk Menggang) 

Jambi, 08 Mei 

2024 

 

Inovator Erpan dan 

Iwan Sobri 

 

 

25 Juara 3 lomba inovasi TTG 

tingkat Prov Jambi 

 

Good 

Governance 

Provinsi Jambi 

 

Kota Jambi meraih 

penghargaan Peserta 

Terbaik Pertama Inovasi 

Teknologi Tepat Guna 

Unggulan Tingkat 

Provinsi Jambi 2024 

(Alat Penyemai Benih 

Kangkung) 

Jambi, 08 Mei 

2024 

 

Inovator Ahmad 

Jubaidi 

 

 
26 Pemerintah Kota Jambi meraih 

penghargaan Peringkat ke- V 

Nasional Kategori “AA” (Sangat 

Memuaskan) Hasil Pengawasan 

Kearsipan Tahun 2023 

Good 

Governance 

Arsip Nasional 

Republik Indonesia 

Pemerintah Kota Jambi 

meraih penghargaan 

Peringkat ke- V 

Nasional Kategori “AA” 

(Sangat Memuaskan) 

Hasil Pengawasan 

Kearsipan Tahun 2023 

Samarinda, 29 

Mei 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 



Lampiran 4 - 10 

NO NAMA PENGHARGAAN KATEGORI 

PEJABAT/LEMBAGA 
YANG 

MENERBITKAN/MEN
GANUGERAHKAN 

URAIAN 
TEMPAT/ 
TANGGAL 

PENYERAHAN 
PENERIMA DOKUMENTASI 

        

27 Penghargaan sebagai Kab/Kota 

dengan Keaktifan Pimpinan 

Daerah Dalam Menurunkan 

Stunting yg diserahkan oleh 

bapak Wakil Gubernur Jambi 

Good 

Governance 

Wakil Gubernur 

Provinsi Jambi 

Penghargaan sebagai 

Kab/Kota dengan 

Keaktifan Pimpinan 

Daerah Dalam 

Menurunkan Stunting yg 

diserahkan oleh bapak 

Wakil Gubernur Jambi 

Jambi, 30 Mei 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

28 Menerima penghargaan untuk 

Pemerintah Kota Jambi yang 

telah memberikan dukungan 

pelaksanan Program PTSL ( 

Pendaftaran Tanah Sistim 

Lengkap) melalui pemberian 

potongan BPHTB 

Good 

Governance 

Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala 

BPN, Agus Harimurti 

Yudhoyono, M.Sc., 

M.P.A., M.A 

Menerima penghargaan 

untuk Pemerintah Kota 

Jambi yang telah 

memberikan dukungan 

pelaksanan Program 

PTSL ( Pendaftaran 

Tanah Sistim Lengkap) 

melalui pemberian 

potongan BPHTB 

Jambi, 25 Juni 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

29 Penghargaan untuk Kota Jambi 

sebagai Terbaik 2 Nasional 

GDPK Award Tahun 2024  yang 

diserahkan oleh kepada BKKBN-

RI di Kota Semarang 

Good 

Governance 

Kepala BKKBN RI di 

Kota Semarang 

Penghargaan untuk 

Kota Jambi sebagai 

Terbaik 2 Nasional 

GDPK Award Tahun 

2024  yang diserahkan 

oleh kepada BKKBN-RI 

di Kota Semarang 

Semarang, 29 

Juni 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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30 Penghargaan iBangga Award 

2024 Tingkat Nasional pada 

acara Harganas ke 31 Tahun 

2024 di kota Semarang 

Good 

Governance 

Kepala BKKBN RI di 

Kota Semarang 

Penghargaan iBangga 

Award 2024 Tingkat 

Nasional pada acara 

Harganas ke 31 Tahun 

2024 di kota Semarang 

Semarang, 29 

Juni 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

31 Kota Jambi  menerima 

penghargaan sebagai Kab/Kota 

yg peduli LAM dgn Prediket 

SANGAT MEMUASKAN "AA" 

Good 

Governance 

Gubernur Jambi, Dr. H. 

Al-Haris, S.Sos., M.H 

Pemerintah Kota Jambi 

Meraih Penghargaan 

Sebagai Pemerintah 

Daerah Dengan Kinerja 

Terbaik Dalam 

Pembinaan Lembaga 

Adat Melayu 

Dengan Nilai ”AA” 

Predikat (SANGAT 

MEMUASKAN) 

Jambi, 07 Juli 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

32 Kota Jambi mendapatkan dari 

Bapak Gubernur sebagai daerah 

di provinsi Jambi yang mendapat 

kunjungan wisatawan terbanyak 

Good 

Governance 

Gubernur Jambi, Dr. H. 

Al-Haris, S.Sos., M.H 

Kota Jambi 

mendapatkan dari 

Bapak Gubernur 

sebagai daerah di 

provinsi Jambi yang 

mendapat kunjungan 

wisatawan terbanyak 

Jambi, 05 Juli 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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33 Kota Jambi meraih penghargaan 

sebagai Kota/Kabupaten Paling 

Berkelanjutan ke 10 di Indonesia 

pada UI Green City Matric 

Ranking Tahun 2024 

Good 

Governance 

Kepala UI Green 

Matric Ranking Tahun 

2024 

Kota Jambi meraih 

penghargaan sebagai 

Kota/Kabupaten Paling 

Berkelanjutan ke 10 di 

Indonesia pada UI 

Green City Matric 

Ranking Tahun 2024 

Jakarta, 08 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

34 Kota Jambi meraih penghargaan 

sebagai Pemerintah Daerah 

dengan Kategori Madya Dalam 

Pencapaian Universal Health 

Coverage 

Sumber Daya 

Manusia 

Menko Bidang 

Pembangunan 

Manusia dan 

Kebudayaan RI (Prof. 

Dr. Muhadjir Effendy, 

M.A.P) 

Kota Jambi meraih 

penghargaan sebagai 

Pemerintah Daerah 

dengan Kategori Madya 

Dalam Pencapaian 

Universal Health 

Coverage 

Jakarta, 08 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

35 Kota Jambi Meraih Juara 1 

Lomba GSI (Gala Siswa 

Indonesia) Tingkat Provinsi 

Jambi sekaligus mewakili 

Provinsi Jambi untuk Lomba GSI 

tingkat Nasional yang 

diselenggarakan 

Kemdikbudristek RI 

Good 

Governance 

Gubernur Jambi, Dr. H. 

Al-Haris, S.Sos., M.H 

Kota Jambi Meraih 

Juara 1 Lomba GSI 

(Gala Siswa Indonesia) 

Tingkat Provinsi Jambi 

sekaligus mewakili 

Provinsi Jambi untuk 

Lomba GSI tingkat 

Nasional yang 

diselenggarakan 

Kemdikbudristek RI 

Jambi, 04 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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36 Penghargaan juara satu iBangga 

Award Tingkat Provinsi Jambi 

pada peringatan Puncak 

Harganas Tingkat Provinsi 

Jambi di Kabupaten Merangin 

Sumber Daya 

Manusia 

BKKBN Provinsi Kota Jambi meraih juara 

satu iBangga Award 

Tingkat Provinsi Jambi 

pada peringatan Puncak 

Harganas Tingkat 

Provinsi Jambi di 

Kabupaten Merangin 

Merangin, 22 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

37 Kota Jambi menerima prestasi 

Tingkat Provinsi sebagai Bidan 

Terbaik 

Sumber Daya 

Manusia 

BKKBN Provinsi Kota Jambi menerima 

prestasi Tingkat 

Provinsi sebagai Bidan 

Terbaik 

Merangin, 22 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

38 Kota Jambi menerima prestasi 

Tingkat Provinsi sebagai Bidan 

Mandiri Terbaik 

Pelayanan 

Publik 

BKKBN Provinsi Kota Jambi menerima 

prestasi Tingkat 

Provinsi sebagai Bidan 

Mandiri Terbaik 

Merangin, 22 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

39 Kota Jambi menerima prestasi 

Tingkat Provinsi sebagai Peran 

Klinik Swasta Terbaik 

Sumber Daya 

Manusia 

BKKBN Provinsi Kota Jambi menerima 

prestasi Tingkat 

Provinsi sebagai Peran 

Klinik Swasta Terbaik 

Merangin, 22 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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40 Kota Jambi menerima prestasi 

Tingkat Provinsi sebagai 

Kelompok KB Pria Terbaik 

Sumber Daya 

Manusia 

BKKBN Provinsi Kota Jambi menerima 

prestasi Tingkat 

Provinsi sebagai 

Kelompok KB Pria 

Terbaik 

Merangin, 22 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

41 Kota Jambi menerima prestasi 

Tingkat Provinsi sebagai 

Kelompok KB Pria Terbaik 

Pelayanan 

Publik 

BKKBN Provinsi Kota Jambi menerima 

prestasi Tingkat 

Provinsi sebagai 

Kelompok KB Pria 

Terbaik 

Merangin, 22 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

42 Kota Jambi menerima prestasi 

Tingkat Provinsi sebagai 

Satyagatra Terbaik 

Sumber Daya 

Manusia 

BKKBN Provinsi Kota Jambi menerima 

prestasi Tingkat 

Provinsi sebagai 

Satyagatra Terbaik 

Merangin, 22 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

43 Kota Jambi menerima prestasi 

Tingkat Provinsi sebagai 

Kelompok KB Pria Terbaik 

Pelayanan 

Publik 

BKKBN Provinsi Kota Jambi menerima 

prestasi Tingkat 

Provinsi sebagai 

Kelompok KB Pria 

Terbaik 

Merangin, 22 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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44 Kota Jambi menerima prestasi 

Tingkat Provinsi sebagai PIK R 

Percontohan Terbaik 

Pelayanan 

Publik 

BKKBN Provinsi Kota Jambi menerima 

prestasi Tingkat 

Provinsi sebagai PIK R 

Percontohan Terbaik 

Merangin, 22 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

45 Kota Jambi menerima prestasi 

Tingkat Provinsi sebagai 

Sekolah Siaga Kependudukan 

(SSK) Terbaik 

Pelayanan 

Publik 

BKKBN Provinsi Kota Jambi menerima 

prestasi Tingkat 

Provinsi sebagai 

Sekolah Siaga 

Kependudukan (SSK) 

Terbaik 

Merangin, 22 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

46 Kota Jambi menerima prestasi 

Tingkat Provinsi sebagai 

Kampung KB Terbaik 

Pelayanan 

Publik 

BKKBN Provinsi Kota Jambi menerima 

prestasi Tingkat 

Provinsi sebagai 

Kampung KB Terbaik 

Merangin, 22 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

47 Kota Jambi menerima prestasi 

Tingkat Provinsi sebagai Rumah 

Data Kependudukan Terbaik 

Good 

Governance 

BKKBN Provinsi Kota Jambi menerima 

prestasi Tingkat 

Provinsi sebagai Rumah 

Data Kependudukan 

Terbaik 

Merangin, 22 

Agustus 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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48 Kota Jambi meraih penghargaan 

dana fiskal kinerja tahun berjalan 

dengan kategori Kinerja 

Penurunan Stunting Tahun 2024 

Good 

Governance 

Menteri Keuangan 

Republik Indonesia 

Kota Jambi meraih 

penghargaan dana 

fiskal dengan kategori 

Kinerja Penurunan 

Stunting Tahun 2024 

Jakarta, 01 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

49 Kota Jambi meraih penghargaan 

dana fiskal kinerja tahun berjalan 

dengan kategori Kinerja 

Penggunaan Produk Dalam 

Negeri Tahun 2024 

Good 

Governance 

Menteri Keuangan 

Republik Indonesia 

Kota Jambi meraih 

penghargaan dana 

fiskal dengan kategori 

Kinerja Penggunaan 

Produk Dalam Negeri 

Tahun 2024 

Jakarta, 01 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

50 Kota Jambi menerima 

penghargaan Wahana Tata 

Nugraha (WTN) Tahun 2024 

Kategori Kota Besar 

Pelayanan 

Publik 

Menteri Perhubungan 

RI (Dr. (H.C). Ir. Budi 

Karya Sumadi 

Kota Jambi menerima 

penghargaan Wahana 

Tata Nugraha (WTN) 

Tahun 2024 Kategori 

Kota Besar 

Jakarta, 07 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

51 Kota Jambi meraih penghargaan 

sebagai Daerah Teraktif dan 

Terinovatif dalam implementasi 

ekonomi keuangan digital di 

Jambi pada Gebyar Ekonomi 

Digital dan Literasi Jambi 

Sumber Daya 

Manusia 

Bank Indonesia 

Perwakilan Provinsi 

Jambi 

Kota Jambi meraih 

penghargaan sebagai 

Daerah Teraktif dan 

Terinovatif dalam 

implementasi ekonomi 

keuangan digital di Jambi 

pada Gebyar Ekonomi 

Digital dan Literasi Jambi 

Jambi, 11 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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52 Kota Jambi meraih Juara 1 Pada 

Pertemuan Ilmiah Tahunan 

Nasional (PITNAS) Jambore 

Nasional (JAMNAS) 

Widyaiswara Tahun 2024 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Pada 

Pertemuan Ilmiah 

Tahunan Nasional 

(PITNAS) Jambore 

Nasional (JAMNAS) 

Widyaiswara Tahun 

2024 

Lembang - 

Jawa Barat, 21 

September 

2024 

Rizki Ananda dan 

Ade Fernanda 

 

53 Kota Jambi meraih Juara 3 Qori 

MTQ ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah Golongan 

Dewasa dengan nilai 231 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 3 Qori MTQ ke-53 

Tingkat Provinsi Jambi 

cabang Tilawah 

Golongan Dewasa atas 

nama Idham Kholik 

dengan nilai 231 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Idham Kholik 

 

 

54 Kota Jambi meraih Juara 1 

Qori'ah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan Dewasa dengan nilai 

238 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Qori'ah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan Dewasa atas 

nama Melyan Safitri 

dengan nilai 238 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Melyan Safitri 
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55 Kota Jambi meraih Juara 2 

Qori'ah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan Dewasa dengan nilai 

236 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 2 Qori'ah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan Dewasa atas 

nama Wulan Rizki 

Amelia dengan nilai 236 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Wulan Rizki Amelia 

 

56 Kota Jambi meraih Juara 2 

Qori'ah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan Remaja dengan nilai 

234 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 2 Qori'ah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan Remaja atas 

nama Helfina Eka 

Fumiyo dengan nilai 

234 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Helfina Eka Fumiyo 

 

57 Kota Jambi meraih Juara 1 

Qori'ah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan Anak-anak dengan 

nilai 236 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Qori'ah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan Anak-anak 

atas nama Anggun Tri 

Cahyati dengan nilai 

236 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Anggun Tri Cahyati 
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58 Kota Jambi meraih Juara 3 

Qori'ah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan  Anak-anak dengan 

nilai 229,5 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 3 Qori'ah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan  Anak-anak 

atas nama Rabiatul 

Adawiyah dengan nilai 

229,5 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Rabiatul Adawiyah 

 

59 Kota Jambi meraih Juara 3 Qori 

MTQ ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah Golongan 

dengan nilai 217 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 3 Qori MTQ ke-53 

Tingkat Provinsi Jambi 

cabang Tilawah 

Golongan Tartil atas 

nama M. Faaza Al-

Halim dengan nilai 217 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi Tartil atas 

nama M. Faaza Al-

Halim 

 

60 Kota Jambi meraih Juara 1 

Qori'ah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tartil 

Golongan Tartil dengan nilai 

224,5 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Qori'ah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan Tartil atas 

nama Khotimah Olivia 

SB dengan nilai 224,5 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Khotimah Olivia SB 

 

61 Kota Jambi meraih Juara 3 

Qori'ah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tartil 

Golongan Cacat Netra dengan 

nilai 231 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 3 Qori'ah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tartil 

Golongan Cacat Netra 

atas nama Ulia dengan 

nilai 231 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Ulia 
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62 Kota Jambi meraih Juara 1 Qori 

MTQ ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah Golongan 

QIRA’AT MUJAWWAD 

DEWASA  dengan nilai 233,5 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Qori MTQ ke-53 

Tingkat Provinsi Jambi 

cabang Tilawah 

Golongan QIRA’AT 

MUJAWWAD DEWASA  

atas nama Mansyur 

dengan nilai 233,5 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Mansyur 

 

63 Kota Jambi meraih Juara 2 

Qori'ah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan QIRA’AT MURATTAL 

DEWASA  dengan nilai 217,5 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 2 Qori'ah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan QIRA’AT 

MURATTAL DEWASA  

atas nama Nuzula 

dengan nilai 217,5 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Nuzula 

 

64 Kota Jambi meraih Juara 1 Qori 

MTQ ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah Golongan 

QIRA’AT MURATTAL REMAJA 

dengan nilai 217,5 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Qori MTQ ke-53 

Tingkat Provinsi Jambi 

cabang Tilawah 

Golongan QIRA’AT 

MURATTAL REMAJA 

atas nama Mohammad 

Ihza Syahreza dengan 

nilai 217,5 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Mohammad Ihza 

Syahreza 
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65 Kota Jambi meraih Juara 3 

Qori'ah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan QIRA’AT MURATTAL 

REMAJA  dengan nilai 213 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 3 Qori'ah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan QIRA’AT 

MURATTAL REMAJA  

atas nama Rifka Nabila 

dengan nilai 213 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Rifka Nabila 

 

66 Kota Jambi meraih Juara 1 

Hafizh MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan 5 Juz dan Tilawah  

dengan nilai 99,83 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Hafizh MTQ ke-

53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan 5 Juz dan 

Tilawah  nama M.Abror 

dengan nilai 99,83 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi nama 

M.Abror 

 

67 Kota Jambi meraih Juara 1 

Hafizhah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan 5 Juz dan Tilawah  

dengan nilai 98,08 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Hafizhah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan 5 Juz dan 

Tilawah  nama Zelfi 

Fiqriatul Islam dengan 

nilai 98,08 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi nama Zelfi 

Fiqriatul Islam 
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68 Kota Jambi meraih Juara 2 

Hafizh MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan 10 Juz dengan nilai 

98,5 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 2 Hafizh MTQ ke-

53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan 10 Juz atas 

nama Afrizaldi Jibran 

dengan nilai 98,5 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Afrizaldi Jibran 

 

69 Kota Jambi meraih Juara 2 

Hafizhah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan 10 Juz dengan nilai 

99,25 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 2 Hafizhah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan 10 Juz atas 

nama Aqila Syakira 

dengan nilai 99,25 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Aqila Syakira 

 

70 Kota Jambi meraih Juara 1 

Hafizh MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan 20 Juz dengan nilai 

95,25 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Hafizh MTQ ke-

53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan 20 Juz atas 

nama M. Adli Irlansyah 

dengan nilai 95,25 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama M. 

Adli Irlansyah 

 

71 Kota Jambi meraih Juara 1 

Hafizh MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan 30 Juz dengan nilai 

97,75 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Hafizh MTQ ke-

53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan 30 Juz atas 

nama Rafif Qurrahman 

dengan nilai 97,75 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Rafif Qurrahman 
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72 Kota Jambi meraih Juara 2 

Hafizhah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tilawah 

Golongan 30 Juz dengan nilai 

89,75 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 2 Hafizhah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tilawah 

Golongan 30 Juz atas 

nama Nalendry 

Maharani dengan nilai 

89,75 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Nalendry Maharani 

 

73 Kota Jambi meraih Juara 1 

Muhaddits MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang 

Musabaqah Hadits Nabi 

Golongan Hafalah 100 Hadirs 

dengan Sanad dengan nilai 

189,5 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Muhaddits MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang 

Musabaqah Hadits Nabi 

Golongan Hafalah 100 

Hadirs dengan Sanad 

atas nama Zulfikar Ali 

Akbar dengan nilai 

189,5 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Zulfikar Ali Akbar 

 

74 Kota Jambi meraih Juara 1 

Muhadditsah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang 

Musabaqah Hadits Nabi 

Golongan Hafalah 100 Hadits 

dengan Sanad dengan nilai 

175,5 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Muhadditsah 

MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang 

Musabaqah Hadits Nabi 

Golongan Hafalah 100 

Hadits dengan Sanad 

atas nama Alya Mafaza 

dengan nilai 175,5 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Alya Mafaza 
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75 Kota Jambi meraih Juara 3 

Muhaddits MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang 

Musabaqah Hadits Nabi 

Golongan Hafalah 500 Hadits 

tanpa Sanad dengan nilai 183,5 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 3 Muhaddits MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang 

Musabaqah Hadits Nabi 

Golongan Hafalah 500 

Hadits tanpa Sanad 

atas nama Ahmad 

Husaini dengan nilai 

183,5 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Ahmad Husaini 

 

76 Kota Jambi meraih Juara 3 

Muhadditsah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang 

Musabaqah Hadits Nabi 

Golongan Hafalah 500 Hadits 

tanpa Sanad dengan nilai 174 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 3 Muhadditsah 

MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang 

Musabaqah Hadits Nabi 

Golongan Hafalah 500 

Hadits tanpa Sanad 

atas nama Naila Najiha 

dengan nilai 174 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Naila Najiha 

 

77 Kota Jambi meraih Juara 1 

Mufassir MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tafsir Al-

Quran Golongan Bahasa Arab 

dengan nilai 194,75 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Mufassir MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tafsir Al-

Quran Golongan 

Bahasa Arab atas nama 

Ahmad Ikrar Amin 

dengan nilai 194,75 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Ahmad Ikrar Amin 
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78 Kota Jambi meraih Juara 1 

Mufassirah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tafsir Al-

Quran Golongan Bahasa 

Indonesia dengan nilai 189 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Mufassirah 

MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang 

Tafsir Al-Quran 

Golongan Bahasa 

Indonesia atas nama 

Novi Saprianti dengan 

nilai 189 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Novi Saprianti 

 

79 Kota Jambi meraih Juara 1 

Mufassir MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tafsir Al-

Quran Golongan Bahasa 

Indonesia dengan nilai 195 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Mufassir MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tafsir Al-

Quran Golongan 

Bahasa Indonesia atas 

nama Fadli dengan nilai 

195 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Fadli 

 

80 Kota Jambi meraih Juara 1 

Mufassirah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tafsir Al-

Quran Golongan Bahasa Inggris 

dengan nilai 191,75 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Mufassirah 

MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang 

Tafsir Al-Quran 

Golongan Bahasa 

Inggris atas nama 

Rihatul Miski dengan 

nilai 191,75 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Rihatul Miski 
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81 Kota Jambi meraih Juara 3 Regu 

Terbaik MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Syahril 

Qur'an Putra dengan nilai 215 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 3 Regu Terbaik 

MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang 

Syahril Qur'an Putra 

atas nama Dafa 

Muhammad Aqil Adrillah 

Siregar, Rifky Afrian 

Setya, M. Najmi dengan 

nilai 215 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Dafa Muhammad 

Aqil Adrillah Siregar, 

Rifky Afrian Setya, 

M. Najmi 

 

82 Kota Jambi meraih Juara 1 Regu 

Terbaik MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Syahril 

Qur'an Putri dengan nilai 221,9 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Regu Terbaik 

MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang 

Syahril Qur'an Putri atas 

nama Mutia Khafidz 

Azzahro, Putri 

Khairunnisa, Kharina 

Melantika dengan nilai 

221,9 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Mutia Khafidz 

Azzahro, Putri 

Khairunnisa, 

Kharina Melantika 

 

83 Kota Jambi meraih Juara 1 

Khattat MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tafsir Al-

Quran Golongan Hiasan Mushaf 

dengan nilai 684 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Khattat MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tafsir Al-

Quran Golongan Hiasan 

Mushaf atas 

namaMuhammad 

Nahrawi dengan nilai 

684 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas 

namaMuhammad 

Nahrawi 
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84 Kota Jambi meraih Juara 1 

Khattatah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tafsir Al-

Quran Golongan Hiasan Mushaf 

dengan nilai 676 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 Khattatah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tafsir Al-

Quran Golongan 

Dekorasi atas nama 

Dewi Latifa dengan nilai 

676 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Dewi Latifa 

 

85 Kota Jambi meraih Juara 3 

Khattatah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang Tafsir Al-

Quran Golongan Dekorasi 

dengan nilai 662 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 3 Khattatah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang Tafsir Al-

Quran Golongan 

Dekorasi atas nama 

Erni Rezqianah dengan 

nilai 662 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Erni Rezqianah 

 

86 Kota Jambi meraih Juara 2  

Katib MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang 

Musabaqah Karya Tulis Ilmiah 

Al-Quran dengan nilai 195,6 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 2  Katib MTQ ke-

53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang 

Musabaqah Karya Tulis 

Ilmiah Al-Quran atas 

nama Nuscarav Al-

Hariri dengan nilai 195,6 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Nuscarav Al-Hariri 
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87 Kota Jambi meraih Juara 3  

Katibah MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi cabang 

Musabaqah Karya Tulis Ilmiah 

Al-Quran dengan nilai 193,4 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 3  Katibah MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi cabang 

Musabaqah Karya Tulis 

Ilmiah Al-Quran atas 

nama Rahmatul Uzwa 

dengan nilai 193,4 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Rahmatul Uzwa 

 

88 Kota Jambi meraih Juara 1 MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi Jambi 

cabang Barzanzi Pria dengan 

nilai 417 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 1 MTQ ke-53 

Tingkat Provinsi Jambi 

cabang Barzanzi Pria 

atas namaSyawaluddin, 

Supriadi, Nursalin, 

Arpan, Rendi S dengan 

nilai 417 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas 

namaSyawaluddin, 

Supriadi, Nursalin, 

Arpan, Rendi S 

 

89 Kota Jambi meraih Juara 2 MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi Jambi 

cabang Barzanzi Wanita dengan 

nilai 405 

Sumber Daya 

Manusia 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi meraih 

Juara 2 MTQ ke-53 

Tingkat Provinsi Jambi 

cabang Barzanzi Wanita 

atas nama Wahyuni 

Ikram, Sri Rosita, 

Hilmaniah, Siti 

Wahdatul Ummah, 

Amanda Clara Puspita 

dengan nilai 405 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi atas nama 

Wahyuni Ikram, Sri 

Rosita, Hilmaniah, 

Siti Wahdatul 

Ummah, Amanda 

Clara Puspita  
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90 Kota Jambi sebagai Juara 

Umum pada MTQ ke-53 Tingkat 

Provinsi Jambi dengan total nilai 

125 

Good 

Governance 

Ketua LPTQ Provinsi 

Jambi Prof. Dr. H. 

Hadri Hasan, M.A 

Kota Jambi sebagai 

Juara Umum pada MTQ 

ke-53 Tingkat Provinsi 

Jambi dengan total nilai 

125 

Kerinci, 25 

September 

2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

 

91 Piagam Penghargaan Program 

Integrated Sustainability 

Indonesia Movement (I-SIM) for 

Cities tahun 2024 

Good 

Governance 

Deouti Bidang 

Kemaritiman dan 

Sumber Daya Alam 

Piagam Penghargaan 

Program Integrated 

Sustainability Indonesia 

Movement (I-SIM) for 

Cities tahun 2024 

dengan Skor 55,46 

sebagai kategori "the 

exciter" dalam 

pencapaian SDGs di 

tingkat kota seluruh 

Indonesia 

Jakarta, 07 

Oktober 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

92 Kota Jambi meraih penghargaan 

Pencapaian Nilai Indeks 

Pembangunan Statistik dengan 

Predikat Baik (2,64) kategori 

Pemerintah Kota dalam Program 

Evaluasi Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 2024 

Good 

Governance 

Kepala BPS Provinsi 

Jambi 

Kota Jambi meraih 

penghargaan 

Pencapaian Nilai Indeks 

Pembangunan Statistik 

dengan Predikat Baik 

(2,64) kategori 

Pemerintah Kota dalam 

Program Evaluasi 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 2024 

Kota Jambi, 29 

Oktober 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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93 Kota Jambi meraih Penilaian 

Kepatuhan Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

Good 

Governance 

Ombudsman RI Kota Jambi meraih 

Penilaian Kepatuhan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

Jakarta, 01 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

94 Kota Jambi meraih penghargaan 

DUKCAPIL PRIMA 

AWARD’2024 

Good 

Governance 

Wakil Menteri Dalam 

Negeri RI Dr. Bima 

Arya Sugiarto 

Kota Jambi meraih 

penghargaan 

DUKCAPIL PRIMA 

AWARD’2024 

Lombok, 5 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

95 Kota Jambi mendapatkan 

Penghargaan Kota Peduli HAM 

Good 

Governance 

Menteri Hak Asasi 

Manusia Republik 

Indonesia 

Kota Jambi 

mendapatkan 

Penghargaan Kota 

Peduli HAM 

Kota Jambi, 15 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

96 Kota Jambi meraih penghargaan 

3rdcCitynet ESCAP SDG City 

Awards (Inclusive City Award) 

Good 

Governance 

Sekjen ESCAP Vijay 

Jagannathan 

Kota Jambi meraih 

penghargaan 

3rdcCitynet ESCAP 

SDG City Awards 

(Inclusive City Award) 

Iloilo, 19 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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97 Dinas Kesehatan Kota Jambi, 

Dalam Asistensi, Pendampingan 

Dan Bimbingan Terhadap 

Percepatan Pelayanan Integrasi 

Layanan Primer (ILP) 

Pelayanan 

Publik 

Dinas Kesehatan 

Provinsi Jambi 

Dinas Kesehatan Kota 

Jambi, Dalam Asistensi, 

Pendampingan Dan 

Bimbingan Terhadap 

Percepatan Pelayanan 

Integrasi Layanan 

Primer (ILP) 

Jambi, 21 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

98 Dinas Kesehatan Kota Jambi, 

Sebagai Apresiasi atas 

Dukungan Capaian Cakupan 

Kepesertaan Universal Healt 

Coverage (UHC) lebih dari 95 % 

dan keaktifan di atas 75 % 

Pelayanan 

Publik 

Dinas Kesehatan 

Provinsi Jambi 

Dinas Kesehatan Kota 

Jambi, Sebagai 

Apresiasi atas 

Dukungan Capaian 

Cakupan Kepesertaan 

Universal Healt 

Coverage (UHC) lebih 

dari 95 % dan keaktifan 

di atas 75 % 

Jambi, 21 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

99 Dinas Kesehatan Kota Jambi, 

Kategori Konsistensi Penurunan 

Stunting Dari Tahun 2021-2023 

Pelayanan 

Publik 

Dinas Kesehatan 

Provinsi Jambi 

Dinas Kesehatan Kota 

Jambi, Kategori 

Konsistensi Penurunan 

Stunting Dari Tahun 

2021-2023 

Jambi, 21 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

100 Dinas Kesehatan Kota Jambi, 

Pencapaian Deteksi Dini 

Program PTM Prioritas Terbaik 

Kedua Tk. Prov Jambi Th 2024 

Pelayanan 

Publik 

Dinas Kesehatan 

Provinsi Jambi 

Dinas Kesehatan Kota 

Jambi, Pencapaian 

Deteksi Dini Program 

PTM Prioritas Terbaik 

Kedua Tk. Prov Jambi 

Th 2024 

Jambi, 21 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 



Lampiran 4 - 32 

NO NAMA PENGHARGAAN KATEGORI 

PEJABAT/LEMBAGA 
YANG 

MENERBITKAN/MEN
GANUGERAHKAN 

URAIAN 
TEMPAT/ 
TANGGAL 

PENYERAHAN 
PENERIMA DOKUMENTASI 

        

101 Dinas Kesehatan Kota Jambi, 

Kinerja Terbaik Pertama 

Pelaksanaan Sistem 

Kewaspadaan Dini dan Respon 

(SKDR) Tk. Prov Jambi Th 2024 

Pelayanan 

Publik 

Dinas Kesehatan 

Provinsi Jambi 

Dinas Kesehatan Kota 

Jambi, Kinerja Terbaik 

Pertama Pelaksanaan 

Sistem Kewaspadaan 

Dini dan Respon 

(SKDR) Tk. Prov Jambi 

Th 2024 

Jambi, 21 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

102 Dinas Kesehatan Kota Jambi, 

Pencapaian Srandar Pelayanan 

Minimal Human 

Immunodeficiency Virus 

Tertinggi Tahun 2024 

Pelayanan 

Publik 

Dinas Kesehatan 

Provinsi Jambi 

Dinas Kesehatan Kota 

Jambi, Pencapaian 

Srandar Pelayanan 

Minimal Human 

Immunodeficiency Virus 

Tertinggi Tahun 2024 

Jambi, 21 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

103 Instalasi Farmasi Pemerintah 

Kota Jambi, Komitmen 

Pengendalian Ketersediaan 

Obat Terbaik Tk. Prov Jambi Th 

2024 

Pelayanan 

Publik 

Dinas Kesehatan 

Provinsi Jambi 

Instalasi Farmasi 

Pemerintah Kota Jambi, 

Komitmen 

Pengendalian 

Ketersediaan Obat 

Terbaik Tk. Prov Jambi 

Th 2024 

Jambi, 21 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

104 Pengelolaan Data SDMK 

Terkoordinatif Tk. Prov Jambi 

Tahun 2024 

Pelayanan 

Publik 

Dinas Kesehatan 

Provinsi Jambi 

Pengelolaan Data 

SDMK Terkoordinatif 

Tk. Prov Jambi Tahun 

2024 

Jambi, 21 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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105 PKM Putri Ayu, Pencapaian 

Skrining Human 

Immunodeficiency Virus 

Terbanyak Tk. PROV Jambi Th 

2024 

Pelayanan 

Publik 

Dinas Kesehatan 

Provinsi Jambi 

PKM Putri Ayu, 

Pencapaian Skrining 

Human 

Immunodeficiency Virus 

Terbanyak Tk. PROV 

Jambi Th 2024 

Jambi, 21 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

106 PKM Simpang Kawat, Kategori 

Puskesmas Melaksanakan 

Integrasi Layanan Primer 

Pelayanan 

Publik 

Dinas Kesehatan 

Provinsi Jambi 

PKM Simpang Kawat, 

Kategori Puskesmas 

Melaksanakan Integrasi 

Layanan Primer 

Jambi, 21 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

 

107 PRAP (Pelayanan Ramah Anak 

di Puskesmas) dimana Kota 

Jambi diwakilkan oleh 

Puskesmas Tanjung Pinang 

telah mendapatkan standarisasi 

dari Tim independent 

KemenPPA Republik Indonesia 

Pelayanan 

Publik 

Kemenkes RI PRAP (Pelayanan 

Ramah Anak di 

Puskesmas) dimana 

Kota Jambi diwakilkan 

oleh Puskesmas 

Tanjung Pinang telah 

mendapatkan 

standarisasi dari Tim 

independent 

KemenPPA Republik 

Indonesia 

Jambi, 21 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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108 Pemerintah Kota Jambi meraih 

Penghargaan Kepatuhan 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik dari Ombudsman RI 

dengan kuliitas tinggi, Zona 

Hijau dengan nilai 93,68 

Good 

Governance 

Ketua Ombudsman RI Pemerintah Kota Jambi 

meraih Penghargaan 

Kepatuhan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik dari 

Ombudsman RI dengan 

kuliitas tinggi, Zona 

Hijau dengan nilai 93,68 

Jambi, 21 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

109 Kota Jambi meraih penghargaan 

LPKRA (Lembaga Perlindungan 

Khusus Anak) pada peringatan 

Hari Anak se-Dunia tingkat 

Madya 

Good 

Governance 

Kementerian PPA Kota Jambi meraih 

penghargaan LPKRA 

(Lembaga Perlindungan 

Khusus Anak) pada 

peringatan Hari Anak 

se-Dunia tingkat Madya 

Jakarta, 25 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

110 Kota Jambi meraih penghargaan 

sebagai Pemda IHK 

Terkolaboratif dalam upaya 

pengendalian Inflasi Daerah di 

Provinsi Jambi Tahun 2024 

Good 

Governance 

Bank Indonesia 

Perwakilan  Provinsi 

Jambi 

Kota Jambi meraih 

penghargaan sebagai 

Pemda IHK 

Terkolaboratif dalam 

upaya pengendalian 

Inflasi Daerah di 

Provinsi Jambi Tahun 

2024 

Jakarta, 29 

November 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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111 Kota Jambi meraih penghargaan 

INNOVATIVE GOVERNMENT 

AWARD (IGA) 2024  dengan 

kategori :  KOTA SANGAT 

INOVATIF 

Good 

Governance 

Kementerian Dalam 

Negeri RI 

Kota Jambi meraih 

penghargaan 

INNOVATIVE 

GOVERNMENT 

AWARD (IGA) 2024  

dengan kategori :  

KOTA SANGAT 

INOVATIF 

Surabaya, 5 

Desember 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

112 Pemerintah Kota Jambi meraih 

penghargaan Pembina Terbaik 

tingkat kabupaten/kota Program 

Keamanan Pangan Olahan Siap 

saji Tahun 2024 

Good 

Governance 

Menteri Kesehatan RI Pemerintah Kota Jambi 

meraih penghargaan 

Pembina Terbaik tingkat 

kabupaten/kota 

Program Keamanan 

Pangan Olahan Siap 

saji Tahun 2024 

Jakarta, 10 

Desember 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

113 Kota Jambi meraih penghargaan 

Anugerah Keterbukaan 

Informasi Publik Provinsi Jambi 

Tahun 2024 sebagai Badan 

Publik “Informatif” yang ke-4 

Kalinya 

Good 

Governance 

Gubernur Jambi, Dr. H. 

Al-Haris, S.Sos., M.H 

Kota Jambi meraih 

penghargaan Anugerah 

Keterbukaan Informasi 

Publik Provinsi Jambi 

Tahun 2024 sebagai 

Badan Publik 

“Informatif” yang ke-4 

Kalinya 

Jambi, 11 

Desember 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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114 Kota Jambi meraih penghargaan 

Juara 1 Lomba Inovasi Daerah 

Antar Pemerintah 

Kabupaten/Kota Se-Provinsi 

Jambi Tahun 2024 

Good 

Governance 

Gubernur Jambi, Dr. H. 

Sudirman, S.H, M.H 

Kota Jambi meraih 

penghargaan Juara 1 

Lomba Inovasi Daerah 

Antar Pemerintah 

Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Jambi Tahun 

2024 

Jambi, 13 

Desember 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

115 Kota Jambi meraih penghargaan 

Juara Umum pada Festival Anak 

Shaleh Indonesia (FASI) XXI 

LPTKA BKPRMI tingkat Provinsi 

Jambi Tahun 2024 

Good 

Governance 

Gubernur Jambi, Dr. H. 

Sudirman, S.H, M.H 

Kota Jambi meraih 

penghargaan Juara 

Umum pada Festival 

Anak Shaleh Indonesia 

(FASI) XXI LPTKA 

BKPRMI tingkat 

Provinsi Jambi Tahun 

2024 

Jambi, 15 

Desember 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 

 

116 Kota Jambi meraih penghargaan 

APBD AWARD kategori realisasi 

belanja daerah tertinggi 

Good 

Governance 

Direktur Jenderal 

Perimbangan 

Keuangan,Dr. Luky 

Alfirman, S.T., M.A. 

Kota Jambi meraih 

penghargaan APBD 

AWARD kategori 

realisasi belanja daerah 

tertinggi 

Jakarta, 18 

Desember 2024 

Pemerintah Kota 

Jambi 
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117 Juara I Anugerah Award Nyata 

Bela Negara 2024 Kategori 

Perseorangan 

Good 

Governance 

Kementerian 

Pertahanan Republik 

Indonesia 

Juara I Anugerah Award 

Nyata Bela Negara 

2024 Kategori 

Perseorangan 

Jakarta, 19 

Desember 2024 

Inovator Fitrian 

Widianto 

 

 



No Judul Kategori Tahun Inovasi SKPD Narasi 

1 Guling Perah (Gotong Royong Keliling Kelurahan 

Pinang Merah)

Pemberdayaan 

Masyarakat

2024 Kelurahan Pinang 

Merah

GULING PERAH (GOTONG ROYONG KELILING KELURAHAN PINANG MERAH) merupakan

inovasi dari Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi untuk

pemberdayaan masyarakat kelurahan. Pemberdayaan sejatinya merupakan upaya sistematis

yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat baik pemerintah (formal) maupun non

pemerintah (informal/civil society) untuk memberi kekuatan atau daya kepada sekelompok

orang yang masih lemah dalam mengakses sumber daya dilingkungannya. Objek yang dituju

dari proses pemberdayaan adalah masyarakat. Secara umum proses pemberdayaan

masyarakat di kelurahan/desa pada prinsipnya telah berjalan dan tidak sedikit diantaranya

tergolong berhasil. 

2 Pakwo "Pelayanan Pelaporan Akta Kematian Melalui 

Aplikasi Whatsapp Online" Pada Dinas Dukcapil Kota 

Jambi

Tata Kelola Pemerintahan 2024 Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

Inovasi PAKWO, masyarakat lebih dimudahkan dan dipercepat dalam pengurusan. Hanya

dengan mengupload persyaratan melalui WhatsApp, dan dinyatakan lengkap,valid oleh

operator, maksimal 6 jam setelah nya (jam kerja) masyarakat dapat mengambil dokumen akta

kematian di Dinas Dukcapil . Bahkan sejak dikeluarkannya PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun

2019 Pasal 12, bahwa pencetakan dokumen kependudukan administrasi kependudukan berupa 

KK dan Akta Catatan Sipil menggunakan Kertas HVS A4 80gr yang dilengkapi tanda tanggan

elektronik dengan QR Barcode, sehingga penduduk bisa mencetak sendiri dokumen

kependudukannya. Hal ini semakin mempermudah masyarakat

3 Mars Bully Pendidikan 2024 Smp N 9 Jambi Di tengah maraknya isu bullying di sekolah, SMP 9 Jambi mengambil langkah proaktif dengan

menciptakan Mars Bully (2024). Lagu ini berisi pesan anti-bullying yang dikemas dengan cara

yang kreatif dan mudah diingat oleh para siswa. Harapanya kami semua keluarga SMP 9 Jambi

bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan selalu menghindari segala sesuatu yang

berhubungan dengan Bully. Mars Bully dikemas dengan melodi yang catchy dan lirik yang

mudah dipahami. Hal ini membuat lagu ini mudah diingat dan dinyanyikan oleh para siswa.

Penggunaan bahasa yang sederhana dan relatable membuat pesan anti-bullying dalam lagu ini

tersampaikan dengan efektif.

4 Gerai Stunting (Gerakan Ibu Muda

Peduli Stunting)

Pelayanan  Publik 2024 Kelurahan Beliung Kegiatan ini nantinya berupa edukasi bagi calon pengantin wanita yang nantinya menjadi calon

ibu dalam upaya antisifasi sejak dini kasus stunting. Kegiatan ini juga akan bersinergi dengan

kegiatan Kampung KB Beliung.

5 Jumpa Lagi (Hari Jum’At Paling Layak Untuk Berbagi) Pelayanan Publik 2024 Kelurahan Beliung Layaknya bersedekah bersama TP-PKK Kelurahan akan mewujudkan Jum’at Barokah yang

akan dihimpun dari para dermawan untuk masyarakat kurang mampu.

Kegiatan tersebut berupa pemberian bantuan sembako untuk masyarakat miskin, dhuafa,

disabilitas dan yang tergolong berhak menerima yang tidak masuk dalam data DTKS maupun

KPM PKH, miskin ekstrem dan sejenisnya.

Kegiatan ini diharapkan bahwa pemerintah selalu ada dan dekat dengan masyarakat.

6 Podcast Dag Dik Duk (Datang Diskusi Adminduk) Pelayanan Publik 2024 Disdukcapil Inovasi yang menghadirkan informasi administrasi kependudukan melalui podcast yang

ditayangkan melalui media social dan chanel Youtube disdukcapil Kota Jambi
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No Judul Kategori Tahun Inovasi SKPD Narasi 

7 Jempol Pa’ Boss (Jemput Bola Perizinan Berusaha 

Oss) Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Pelayanan Publik 

Responsif Gender

2024 Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Inovasi Jempol Pa’ Boss ( Jemput Bola Perizinan Berusaha OSS) bagi Pelaku Usaha Mikro dan

Kecil adalah sebuah inovasi baru yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sebagai upaya untuk mempercepat pemenuhan legalitas usaha

mikro dan kecil yang ada di Kota Jambi. Inovasi ini lahir sebagai bentuk hadirnya pemerintah

dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada pelaku usaha mikro dan

kecil dengan harapan terdapat pertumbuhan dan perkembangan usaha sehingga menjadikan

Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan

berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima

8 Gerobakku (Gerakan Orang Tua Membacakan Buku) Pendidikan 2024 Kecamatan Alam 

Barajo

Gerobakku itu suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja II TP PKK Kecamatan Alam Barajo

yang mengajak dan mengundang orangtua untuk membacakan buku pada anak usia dini,yang

akan dilaksanakan serentak di 7 kelurahan yang ada di kecamatan Alam Barajo. Inovasi

Gerobakku adalah suatu Gerakan yang mengajak orang tua untuk membacakan buku pada

anak anaknya, yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa kesenangan,kegemaran dan

manfaat dari membaca buku, baik bagi orangtua maupun untuk anak anaknya. Gerobakku

ditujukan juga untuk mengurangi kegemaran dan kesenangan anak anak memainkan

gadget/HP,sehingga akan menumbuhkan kembali kecintaan anak untuk membaca buku, baik

itu buku cerita/dongeng dan buku-buku pelajaran yang dijarkan di sekolah. Gerakan ini

ditujukan dulu kepada orangtua untuk mau dan gemar membacakan buku untuk anaknya, dan

menumbuhkan kembali Kebiasaan membacakan dongeng untuk anak anak, karena orangtua

sebagai sekolah pertama tempat utama anak mendapatkan pendidikan.

9 Gardu Fortabel (Gerakan Terpadu Forum Rt Beliung) Pelayanan Publik 

Responsif Gender

2024 Kelurahan Beliung GARDU FORTABEL (Gerakan Terpadu Forum RT Beliung) merupakan kegiatan berbasis

masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di

Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Terkait dengan inovasi GARDU

FORTABEL (Gerakan Terpadu Forum RT Beliung) memiliki potensi untuk di replikasi di instansi

lain atau daerah lain yang memiliki pola kerja dan tata kelola pemerintahan yang sama.

Penggambaran populasi dan kesamaan karakter khususnya Kelurahan memungkinkan inovasi

ini terlahir kembali dengan sebutan yang berbeda. Setidaknya, inovasi ini menjadi inspirasi yang 

mengedukasi dan bagian dari perluasan rencana aksi dalam pelayanan publik.

10 Sipekad (Sistem Informasi Penyelesaian Kerugian 

Daerah) 

Tata Kelola Pemerintahan 2024 Badan Pengelola 

Keuangan Dan Aset 

Daerah

SIPEKAD merupakan aplikasi yang pertama di provinsi Jambi dan solusi inovatif yang dapat

diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelesaian

kerugian daerah. Implementasi teknologi informasi, perbaikan prosedur pengelolaan keuangan

daerah, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kota

Jambi terhadap risiko kerugian daerah dapat menjadi pilar utama dalam upaya optimalisasi

penyelesaian masalah ini. SIPEKAD diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam

meningkatkan kinerja keuangan daerah dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif

dan efisien. Selanjutnya SIPEKAD juga memberikan kontribusi dan pemahaman lebih lanjut

mengenai upaya optimalisasi penyelesaian kerugian daerah khususnya dalam konteks peran

Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Implikasi praktis dari inovasi ini dapat

menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Jambi untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung

implementasi inovasi dalam penanganan kerugian daerah dimaksud dan meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.
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11 Sibelpo (Sistem Informasi Belanja Penunjang 

Operasional Kdh/Wkdh) 

Tata Kelola Pemerintahan 2024 Bagian Perencanaan 

Dan Keuangan

Sistem Informasi Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH (SIBELPO) adalah Aplikasi yang

dibuat oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Jambi bekerjasama

dengan Dinas Kominfo Kota Jambi dengan tujuan untuk membantu tertib administrasi keuangan 

dan Laporan pertanggung jawaban kegiatan Belanja Penunjang Operasional Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah. Alur kerja pada Sistem Informasi Belanja Penunjang Operasional

KDH/WKDH (SIBELPO) dimulai dari penginputan Proposal bantuan yang telah disetujui

KDH/WKDH oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Jambi yang juga

merangkap sebagai Bendahara Penunjang Operasional KDH/WKDH, setelah proposal diinput

diverifikasi oleh kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Jambi, dilanjutkan

dengan verifikasi oleh Pejabatan Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah Kota

Jambi, setelah selesai proses verifikasi proposal dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran

Sekretariat Daerah untuk menghubungi penerima bantuan untuk mengambil dana bantuan BPO

dengan membawa dokumen kelengkapan pertanggungjawaban belanja BPO, yaitu berupa

Kartu Indentitas/KTP penerima bantuan, stempel organisasi jika penerima bantuan dalam

bentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan, setelah dokumen dilengkapi dan dana bantuan

BPO diserahkan penerima bantuan menandatangani kwitansi umum serta melakukan

dokumentasi pada saat serah terima dengan Bensek, langkah selanjutnya setelah kelengkapan

dokumen sudah dipenuhi Bensek akan mengupload dokumen tersebut ke dalam SIBELPO

sampai tersajinya Laporan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional KDH/KHDH

dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU).

12 Aplikasi Penerimaan Tamu Kota Jambi Tata Kelola Pemerintahan 2024 Dinas Komunikasi Dan 

Informatika

Inovasi Aplikasi Penerimaan Tamu Kota Jambi hadir sebagai solusi untuk menghindari

permohonan kunjungan yang tidak terlayani karena waktu yang bentrok atau permohonan

kunjungan yang melebihi kapasitas (overload). Melalui aplikasi ini, proses administrasi dan

manajemen kunjungan menjadi lebih terstruktur dan efisien, mengurangi potensi antrian, dan

memastikan setiap kunjungan dapat diakomodasi dengan baik. Selain itu, aplikasi ini juga

membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Inovasi ini

menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memanfaatkan teknologi untuk

memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan terus mengembangkan dan

mengimplementasikan aplikasi-aplikasi yang relevan, Pemerintah Kota Jambi tidak hanya

meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi

warga dan tamu yang berkunjung. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi. Melalui inovasi seperti

Aplikasi Penerimaan Tamu, Pemerintah Kota Jambi menegaskan bahwa peningkatan kualitas

pelayanan adalah prioritas utama. Pemerintah berkomitmen untuk terus beradaptasi terhadap

perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Upaya ini merupakan bagian dari visi

jangka panjang untuk menciptakan kota yang lebih maju, responsif, dan berdaya saing tinggi di

era digital.
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No Judul Kategori Tahun Inovasi SKPD Narasi 

13 Si Paling Demen (Si Payo Libas Stunting Dengan 

Suplemen)

Kesehatan 2024 Kecamatan Alam 

Barajo

Inovasi Si Paling Demen( Si Payo Libas StuntiNG DEngan SupleMEN) adalah inovasi yang

merealisasikan rasa empati dan simpati melalui pemberian bantuan berupa makanan tambahan

kepada ibu hamil KEK kurang mampu dan anak Stunting agar tercapainya Kecamatan Bebas

Stunting Khususnya dan Kota Bebas Stunting Umumnya. Bantuan yang diberikan berupa

pemberian makanan tambahan / suplemen kepada anak stunting dan ibu hamil KEK kurang

mampu selama masa kehamilan. Dalam hal ini pemberian suplemen tambahan berupa menu

makanan 3 kali sehari akan diberikan kepada ibu hamil selama 30 (tiga puluh) Hari Kerja di

trimester pertama serta pemberian suplemen tambahan berupa vitaman dan susu ibu hamil

akan diberikan secara berkala setiap bulan di trimester 2 (dua) dan Trimester 3 (tiga),

Sedangkan untuk anak stunting pemberian bantuan diberikan sekali pada tiap anak stunting di

Kecamatan Alam Barajo dikarenakan anak stunting yang ada di Kecamatan Alam Barajo

merupakan anak stunting diatas dua tahun sehingga tidak dapat di intervensi secara lebih

lanjut.

14 Simpatti (Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi 

Terintegrasi)

Pelayanan Publik 

Responsif Gender

2024 Badan Pengelola Pajak 

Dan Retribusi Daerah

SISTEM INFORMASI PAJAK DAN ARETRIBUSI TERINTEGRASI (SIMPATTI) adalah singkatan

dari Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi yang dikembangkan oleh Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota jambi. Sisem Informasi Pajak Terintegrasi untuk

mempermudah petugas pajak dan masyarakat guna mengecek data dan perpajakan di

lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi

(SIMPATTI) untuk Akselerasi Peningkatan Pendapatan pada Pemerintah Daerah, dengan

harapan inovasi ini dapat memberi dampak positif bagi penerimaan pajak dan retribusi daerah

Kota Jambi.

15 Selingan (Senam Keliling Mingguan) Kesehatan 2024 Kecamatan Alam 

Barajo

SELINGAN (Senam Keliling Mingguan) merupakan salah satu inovasi dari Kecamatan Alam

Barajo dari bidang Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Alam Barajo sebagai penerapan

pelaksanaan pengembangan tugas pokok dan fungsi di bidang Kesehatan. Inovasi ini

dilaksanakan setiap minggu pertama di awal bulan dan dilakukan secara berkeliling bergiliran

setiap Kelurahan dalam Kecamatan Alam Barajo Bersama seluruh Pegawai ASN Kecamatan

dan Kelurahan, Puskesmas, Forkompincam, PKK, TKK, RT, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat

Kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan senam bersama. Senam yang dilaksanakan

berfokus pada Senam Jantung Sehat dengan instruktur senam yang mumpuni dibidangnya.

16 Sisurga (Aplikasi Susunan Keluarga) Pelayanan Publik 

Responsif Gender

2024 Kecamatan Alam 

Barajo

inovasi SISURGA (AplikaSI SUsunan KeluaRGA) yang bertujuan untuk memudahkan

pelayanan administrasi yang ada di kecamatan dan menerapkan agile government, sehingga

dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan pelayanan publik dalam bidang non perizinan yaitu susunan keluarga yang

biasanya digunakan sebagai syarat pensiun untuk Aparatur Sipil Negara
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17 Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya Pemberdayaan 

Masyarakat

2024 Kelurahan Bakung 

Jaya

Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya, adalah suatu Kawasan perkampungan yang berada

di Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal merah Kota Jambi, yang terdiri dari 4 wilayah RT

yang sudah pernah mengikuti ajang Lomba kampung Bantar, dimana kondisi lingkungan pasca

kampung bantar tetap mereka jaga dan pertahankan, lingkungan alam di Kawasan kampung

baselang ini memiliki ciri khasnya berupa kebun kebun sayur yang tampak hijau dan asri

disepanjang kiri kanan jalan dan sekeliling pekarangan rumah warga serta jajaran pohon pohon

pinang yang membuat alamnya menjadi semakin teduh, sehingga banyak orang datang hanya

sekedar untuk merasakan suasana di kampung yang jauh dari hiruk-pikuk kota dan sekaligus

membeli sayur segar kepada petaninya langsung di kebun.

18 Siluang (Sistem Informasi Laporan Keuangan) Tata Kelola Pemerintahan 2024 Kecamatan Alam 

Barajo

Sistem Informasi Laporan Keuangan (SILUANG) yang bertujuan untuk membantu dan

meringankan beban kerja Tim Pengelola Keuangan di Bagian Perencanaan dan Keuangan di

Kecamatan Alam Barajo. SILUANG dirancang untuk menjadi platform yang efisien dan

terintegrasi yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap realisasi belanja dan

pelaporan keuangan di tingkat kelurahan

19 Sipadek (Sistem Informasi Pelayanan Adminstrasi 

Perkantoran)

Tata Kelola Pemerintahan 2024 Dinas Komunikasi Dan 

Informatika

Sistem Aplikasi Persuratan Digital atau biasa kita kenal dengan E-Office. menjadi solusi yang

dapat diimplementasikan dalam tata kelola surat-menyurat dan disposisi di kantor. Aplikasi

Persuratan Digital atau E-Office ini adalah suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi

perkantoran yang dikembangkan untuk mempermudah aktivitas surat-menyurat dan disposisi

yang mana data-data yang ada dapat digunakan sebagai media informasi dan komunikasi para

penggunanya.Penerapan teknologi informasi dalam electronic government berupa penerapan e-

office atau e-perkantoran termasuk termasuk dalam salah satu layanan yang ada dalam e-

government, guna mendukung kegiatan perkantoran khususnya dalam hal administrasi

perkantoran. SIPADEK merupakan sistem teknologi informasi yang menyederhanakan proses

kegiatan perkantoran terutama dalam hal korespodensi kedinasan.
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20 Sipaduko (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi 

Kepedudukan Kota Jambi)

Sipaduko "Sistem 

Informasi Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan Kota 

Jambi

2024 Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

Aplikasi Sipaduko Kota Jambi merupakan aplikasi layanan pengajuan administrasi

kependudukan, baik dalam hal layanan pengajuan pendaftaran penduduk maupun layanan

pengajuan pencatatan sipil. Dalam konteks ini, layanan Sipaduko Kota Jambi dapat diakses

oleh masyarakat Kota Jambi di website atau dapat juga di unduh pada PlayStore, sehingga

warga masyarakat dapat mengajukan layanan adminduk secara daring beserta syarat dan

ketentuan yang perlu di upload melalui perangkat pintar yang dimiliki sehingga diharapkan

memberikan kemudahan kepada warga masyarakat dalam pengurusan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil tanpa harus datang dan mengantri ke Kantor Disdukcapil

Kota Jambi serta sebagai upaya untuk menghidari praktek percaloan. Hal lain yang menjadi

pertimbangan pembuatan Sipaduko Kota Jambi adalah upaya untuk memutus mata rantai

penyebaran pandemi Covid-19. Secara Teknis setiap warga masyarakat yang akan melakukan

pengajuan layanan Adminduk wajib menggunakan user nya sendiri yaitu NIK yang sebelumnya

telah dan dapat didaftarkan sendiri oleh yang bersangkutan melalui aplikasi Sipaduko Kota

Jambi dan seterusnya dapat mengikuti langkah-langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang

tertera pada aplikasi dimaksud. Sipaduko Kota Jambi diharapkan dapat menjadi solusi pintar

bagi warga masyarakat Kota Jambi yang ingin melakukan pengajuan layanan Adminduk namun

memiliki keterbatasan ruang dan waktu.

21 Kampung Wisata Berseri Pemberdayaan 

Masyarakat

2024 Kelurahan Eka Jaya Pengembangan Kampung Wisata Berseri menjadi salah satu objek wisata perkotaaan

seyogyanya dilandasi dengan konsep partisipasi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, konsep

pembangunan hijau dan berbasis teknologi digital (ekonomi digital) umtuk mencapai tujuna

kampung wisata yang meyejahterakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat dan

melestarikan lingkungan secara berkelanjutan. Produk ekonomi kreatif oleh masyarakat lokal

dalam kerangka kampung wisata berseri dan berkelanjutan saaat ini didorong lebih kuat

dengan memanfaatkan ekonomi digital sebagai elemen pendorong di era ekonomi digital dan

global. Dengan demikian, Kampung Wisata Berseri memiliki landasan kokoh untuk menuju

pengembangan kampung kota sebagai kampung wisata yang sejahtera , kreatif, cerdas, (smart) 

dan ramah lingkungan. Kelurahan Eka Jaya berada pada posisi geografis yang terletak di

pinggiran Kota Jambi dan berbeda pada jalur lintas antar Provinsi/Kabupaten. Kondisi tersebut

menjadi suatau posisi yang strategis bagi para pendatang untuk mengadu nasib mencari

perkerjaan di Kota Jambi dan sekitarnya. Ada suku Jawa, Padang, Batak, Bugis, Sunda dan

Melayu Jambi tentunya, dengan jumlah penduduk 31.402 jiwa. Sehingga diperlukan adanya

satu wadah pemersatu yang dapat menumbuhkan kekompakan, keperdulian dan kemajuan

masyarakat secara bersama. Dengan demikian pemerintah Kelurahan Eka Jaya berinisiatif

membuat inovasi progam Kampung Wisata Berseri. Sesuai dengan namanya, pelaksanaan

program tersebut secara berlangsung akan melibatkan dan mengutamakan peran serta dari

masyarakat. Kegiatan Wisata Kampung Berseri telah berjalan sejak Tahun 2021. Adapun

pelaksanaannya meliputi gotong royong penataan lingkungan berbasis kampung perkotaan.

Sesuai dengan tujuan awal bahwa program tersebut akan dilaksanakan berbasis gotong

royong.
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22 Papa Darling (Pelaksanaan Pembinaan Pkk Rt Dan 

Dasawisma Keliling)

Pemberdayaan 

Masyarakat

2024 Kelurahan Simpang 

Rimbo

PAPA DARLING (Pelaksanaan Pembinaan PKK RT dan Dasawisma Keliling) merupakan salah

satu inovasi dari TP PKK kelurahan Simpang Rimbo dalam rangka meningkatkan peran

kelompok RT dan dasawisma dalam mewujudkan 10 program pokok PKK. Mengingat

Kelompok PKK RT dan Dasawisma merupakan ujung tombak betapa pentingnya peran serta

kelompok PKK RT dan Dasawisma dalam mewujudkan pentingnya peranan dasawisma maka

tp PKK kelurahan Simpang membuat inovasi papadarling dimana pelaksanaan dan

pembinaannya langsung dilakukan secara keliling dari RT ke RT yg ada dikelurahan Simpang

Rimbo dalam pembinaan tersebut masyarakat diberikan pengertian apa itu dasawisma ,

pengenalan buku 3 dan diajarkan cara pengisian buku 3, kegiatan kelompok dasawisma,peran

dasawisma, serta tatacara pengelompokan dasawisma. Program PAPA DARLING bertujuan

untuk membantu optimalisasi dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat TP

PKK Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo. Dasawisma merupakan kelompok ibu

berasal dari 10 KK (Kepala Keluarga) yang bertetangga dalam satu wilayah dan kemudian

diangkatlah kepengurusan dasawisma yang memiliki tanggung jawab Tim Penggerak

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang ditetapkan dengan SK Dasawisma

PKK. Adapun Tujuan Kelompok Dasawisma ini adalah membantu kelancaran tugastugas pokok

dan program PKK Kelurahan serta diharapkan dapat membantu kelurahan. Kegiatan ini

diarahkan pada peningkatan kesehatan keluarga dalam bentuk antara lain arisan, pembuatan

jamban, sumur, pengembangan dana sehat seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT),

Pengobatan Ringan, Membangun sarana sampah dan kotoran.

23 Siko (Sistem Informasi Inovasi Kota Jambi) Tata Kelola Pemerintahan 2024 Kecamatan Alam 

Barajo

Program SIKO bertujuan untuk membantu optimalisasi dalam merealisasikan tugas pokok dan

fungsi dari Sekretariat Kecamatan Alam Barajo yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Selain itu SIKO (Wadah

Komunikasi Sekretariat Kecamatan Alam Barajo) ini difungsikan untuk membantu Aparatur Sipil

Negara (ASN) dan TKK (Tenaga Kerja Kontrak) se-Kecamatan Alam Barajo dalam menyikapi

perkembangan urusan umum, kepegawaian, dan perencanaan sehingga menambah

pengetahuan dan wawasan terkait hal tersebut dengan saling berkomunikasi dan berbagi

informasi melalui focus group discusion (FGD). Sebelum adanya inovasi SIKO persepsi dan

inspirasi dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi hanya terpikirkan oleh ASN dan

TKK yang bertugas di Sub Bagian terkait, hal ini mengalami pergeseran setelah adanya inovasi

SIKO dimana adanya sumbangsi persepsi dan inspirasi dalam mengimplementasikan tugas

pokok dan fungsi oleh ASN dan TKK lain yang bukan hanya bertugas di Sub Bagian terkait

namun juga oleh ASN dan TKK di Sub Bagian lain dan ASN dan TKK yang bertugas di

Kelurahan.
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LAMPIRAN 6.  
CAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 

 

Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 1.  
Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun 

Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrim 2,50%     1,34%    1,34% 

1.2.1* 
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis 
kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan 
kelompok umur. 

9,36%     8,24% 
   

7,73% 

1.2.2* 

Presentase laki – laki, perempuan dan anak – 
anak dari semua usia, yang hidup dalam 
kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai 
dengan definsi nasional. 

N/A       

    

1.3.1* 

Proporsi penduduk yang menerima program 
perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk 
kategori kelompok semua anak, pengangguran, 
lansia, penyandang difabilitas, ibu 
hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, 
kelompok miskin dan rentan  

90,11% 3,22%     90,11% 3,2% 

  

1.3.1 (a) 
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN 
Bidang Kesehatan 

90,11%     98,06% 90,11% 
  

98,08% 

1.3.1 (b) 
peserta Program Jaminan Sosial Bidang 
Ketenagakerjaan 

Informal 13,52% 
Formal 57,46% 

  
  

  
    

1.4.1* 
Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses 
terhadap pelayanan dasar. 

Air minum 
44,94% 

      

    

Sanitasi dasar 
82,36% 

    

Fasilitas 
penyehatan 

dasar 80,15% 

    

1.4.2* 
Proporsi dan penduduk dewasa yang 
mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh 

84,79% (Milik 
Sendiri) 

  
  

77,89% milik 
sendiri:  
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Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah 
berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.  

5,05% (Bukan 
Milik Sendiri) 

  
  

22,11 bukan 
milik sendiri 

    

1.5.1* 
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena 
dampak bencana per 100.000 orang 

N/A       

    

1.5.4* 

Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi 
dan menerapkan strategi pengurangan risiko 
bencana daerah yang selaras dengan strategi 
pengurangan risiko bencana nasional 

N/A       

    

1.a.2* 
Pengeluaran untu klayanan pokok (pendidikan, 
kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai 
persentase dari total belanja pemerintah. 

Pendidikan 20% 
Kesehatan 

8,2% 
Perlindungan 
sosial 14,9% 

      

    

1.b.1 

Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan 
pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada 
kelompok perempuan, kelompok miskin dan 
rentan. 

N/A       
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Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 2. 
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan, Gizi Yang Baik Serta Meningkatkan Pertanian Yang Berkelanjutan 

Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, 
bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 

2.1.1* 
Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan 
(Prevalence of Undernourishment). 

8,53%     10,66% 8,53% 
  

8,53% 

2.1.2* 
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan 
sedang atau berat, berdasarkan pada Skala 
Pengalaman Kerawanan Pangan. 

4,50%     1,61% 4,50% 
  

1,61% 

Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan 
memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 

2.2.1* 
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) 
pada anak di bawah lima tahun/balita. 

21,60%     13,50% 21,60% 
  

1.32% 

2.2.2* 
Prevalensi wasting (berat badan berdasarkan 
tipe./tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 
tahun, 

7,70%       7,70% 
   

2.2.2.(a) 
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan 
oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). 

92,90%   90,4   92,90% 0 
  

2.2.3* 
Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 
tahun. 

N/A     7%  N/A 
  

10% 

Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk 
melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian 

2.4.1 
Proporsi areal pertanian produktif dan 
berkelanjutan. 

N/A           

2.4.1 (a) 
Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan 
sebagai kawasan pertanian pangan 
berkelanjutan 

N/A     89,82% N/A 
  

89,82% 

Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan 
ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang. 

2.a.1* 
Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk 
pengeluaran pemerintah 

N/A 
  

        

2.a.2* 
Total bantuin Pembangunan (ODA) dan bantuin 
lain untuk sektor pertanian. 

N/A     
58 alat 

pertanian/3.750 
N/A 0 
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Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

polybag, APBD (42 
ekor kambing, 2 

paket kandang, 11 
karung pakan) 

Bantuan Provinsi 
(ayam 600 ekor, 

kambing 175 ekor, 
sapi 24 ekor) 
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Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 3.  
Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. 

3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). 230/100.000   4/100.000 230/100.000   4/100.000 

3.1.2* 

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 
tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) 
ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di 
fasilitas kesehatan 

Fasilitas 
kesehatan 

91,15% 

  
fasilitas 

kesehatan: 
93,05% 

Fasilitas 
kesehatan 

91,15% 
  

Fasilitas 
kesehatan: 100% 

Tenaga 
kesehatan 

95,69% 

  

ditolong oleh 
tenaga 

kesehatan 
terlatih: 100% 

Tenaga 
kesehatan 

95,69% 
  

ditolong oleh 
tenaga 

kesehatan 
terlatih: 100% 

Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran 
Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. 

3.2.1* 
(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka 
Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 

Balita 
19,83/1.000 

Bayi 
16,85/1.000 

  Balita 2/1000; 
bayi 1/1000 

Balita 
19,83/1.000 

Bayi 
16,85/1.000 

  
Balita 0/1000; 
bayi 0/1000 

3.2.2* 
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 
kelahiran hidup. 

N/A   33/1000 N/A   36/1000 

Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 

3.3.1* 
Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak 
terinfeksi. 

0,09/1.000 0,3   0,09/1.000 0,32   

3.3.2* 
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 
penduduk. 

385 422   385 
 

  381 

3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang 1,61/1.000   0 1,61/1.000   
0 
 

3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk. 1,64   0 1,64   0 

3.3.5* 
Jumlah orang yang memerlukan intervensi 
terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) 
Filariasis dan (b) Kusta 

49%    49%   0 

Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 
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Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

3.4.1 

Kematian akibat penyakit 

N/A   0 N/A   0 kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit 
pernapasan kronis. 

3.4.1 (a) 
Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 
tahun. 

9,10%   0 9,10% 
16,83% 
(2.615) 

  

3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi. 29,2%   22.47% 
(32.091) 

   
23,41% 
(20.673) 

3.4.1 (c) 
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 
tahun. 

21,84%   0 21,84%   
37,68% 
(32.676) 

3.4.2 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. N/A    N/A    

Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alcohol yang membahayakan 

3.5.1 
Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, 
psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca 
intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat. 

N/A   0 N/A   0 

3.5.1 (a) 
Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan 
pelayanan rehabilitasi medis 

10.500   80     

3.5.1 (b) 
Jumlah yang mengakses layanan pasca 
rehabilitasi 

5.405 jiwa        

3.5.2* 
Konsumsi alcohol (liter per kapita) oleh penduduk 
umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. 

0,37   0    0 

Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas. 

3.6.1 
Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan 
lalu lintas. 

N/A        

Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi 
dan program nasional. 

3.7.1* 

Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 
tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga 
berencana terpenuhi menurut metode 
kontrasepsi modern. 

77,10%    77,10%    
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Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

3.7.2* 
Angka kelahiran remaja (umur 1014 tahun; umur 
15-19tahun) per 1000 Perempuan di kelompok 
umur yang sama. 

25   0 
25 

 
  0 

3.7.2.[a] Total Fertility Rate (TFR). 2,4   0 2,4   0 

Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat – obatan dan vaksin, berkualitas dan 
terjangkau bagi semua orang 

3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan essensial 5,22 0   5,22 0   

3.8.1 (a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan 6,09 0   6,09 0   

3.8.2* 

Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah 
tangga yang besar untuk kesehatan sebagai 
bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau 
pendapatan. 

>10% = 10,85 
>25% = 0,34 

   

>10% = 
10,85 

>25% = 
0,34 

   

3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 91,77%  76,63%  91,77%   80,64% 

Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. 

3.9.1 
Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi 
udara ambien. 

N/A   0 N/A   0 

3.9.2 
Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi 
tidak aman, dan tidak higienis. 

86,96%   76,63% 86,96%   
0 
 

3.9.3 Angka kematian akibat keracunan. N/A   0 N/A   0 

Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat 

3.a.1* 
Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 
tahun. 

28,62%   20,46% 28,62%   5,71% 

Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama  berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar 
yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan 
atas AspekAspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. 

3.b.1* 
Proporsi target populasi yang telah memperoleh 
vaksin program nasional. 

Imunisasi 
campak 33,1%  
imunisasi dasar 
lengkap 66,3% 

  94,13% 

Imunisasi 
campak 
33,1%  

imunisasi 
dasar 

  85,7% 
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Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

imunisasi DPT3 
78,4% 

lengkap 
66,3% 

imunisasi 
DPT3 
78,4% 

3.b.3* 
Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat 
essensial yang tersedia dan terjangkau secara 
berkelanjutan. 

92,22% 20   92,22% 20   

Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara 
berkembang pulau kecil 

3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 

Apoteker 0,17 
Bidan 1,21 

Dokter gigi 0,1  
Dokter gigi 

spesialis 0,01 
Dokter spesialis 

0,22 
Dokter Umum 

0,4 
Perawat 2,08 
Tenaga gizi 

0,13 
Tenaga 

kesehatan 
lingkungan 

0,09 
Tenaga 

Kesehatan 
Masyarakat 

0,19  
Tenaga 

Kesehatan 
Medis 0,18 

  16,09 

Apoteker 
0,17 

Bidan 1,21 
Dokter gigi 

0,1  
Dokter gigi 
spesialis 

0,01 
Dokter 

spesialis 
0,22 

Dokter 
Umum 0,4 
Perawat 

2,08 
Tenaga gizi 

0,13 
Tenaga 

kesehatan 
lingkungan 

0,09 
Tenaga 

Kesehatan 

  16,52 
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Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Tenaga 
Biomedika 0,29  

0,435 

Masyarakat 
0,19  

Tenaga 
Kesehatan 
Medis 0,18 

Tenaga 
Biomedika 

0,29  
0,435 
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Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 4.  
Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Sepanjang Hayat Untuk Semua 

Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD- SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan 
efektif.  

4.1.1 

Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, 
(b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir 
SMP/kelas 9 yang mencapai standarkemampuan 
minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 

N/A       N/A 

   

4.1.1.(a) 

Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) 
kelas 8, dan (C)usia 15 tahun yang mencapai 
setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) 
membaca, (ii) matematika. 

Membaca 
62,82 

Matematika 
59,88 

      

Membaca 
62,82 

Matematika 
59,88 

  Membaca 
SD: 60,90 
SMP: 77,70 
Numerisasi 
SD: 44,79 
SMP: 72,09 

4.1.2* 
Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang 
SD/sederajat, SMP/sederajat, dan 
SMA/sederajat. 

SD: 97,83 
  

  100% SD: 97,83 
  

100% 

SMP: 90,44     100% SMP: 90,44   100% 

SMA: 66,79     100% SMA: 66,79   100% 

4.1.2 (a) 
Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, 
SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ 
sederajat. 

SD: 0,71     SD 0,03% SD: 0,71 SD 0,49%   

SMA: 21,61       SMA: 21,61 SMA 0,78%   

SMP: 6,94     SMP 0,03% SMP: 6,94 SMP 0,24%   

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, 
sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 

4.2.1* 

Proporsi anak usia 24-59 bulan yang 
berkembang dengan baik dalam bidang 
kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, 
menurut jenis kelamin. 

N/A     0 N/A   0 

4.2.2* 
Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang 
teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah 
dasar), menurut jenis kelamin. 

95,54% 28,38%     95,54% 
   

Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan lakilaki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. 
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Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

4.3.1* 
Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam 
pendidikan dan pelatihan formal dan non formal 
dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin. 

Usia 25-64 1,62 
Usia 15-24 

47,21% 
  

  8,65% 

Usia 25-64 
1,62 

Usia 15-24 
47,21% 

   

4.3.1 (a) 
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 
(PT). 

31,45       
31,45    

Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang 
layak dan kewirausahaan. 

4.4.1 
Proporsi remaja dan dewasa dengan 
keterampilan teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK). 

N/A       
    

4.4.1 (a) 
Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa 
(usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK). 

N/A 
  

    
    

Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang 
cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. 

4.5.1* 

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada 
tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka 
Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat 
SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan 
Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, 
(b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil 
terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas 

APK PT 116,31 
APK SMA 

106,97 
APK SMP 

99,83 
APM SD 
100,01 

  

APM SD 
99,62% 

APK SMP 
75,46 
APK 

SMA/SMK 

  

APK PT 
116,31 

APK SMA 
106,97 

APK SMP 
99,83 

APM SD 
100,01 

 

 

APM SD 
99,91% 

APK SMP 
112,37 
APK 

SMA/SMK 

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. 

4.6.1 

Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia 
tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level 
tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) 
menghitung, menurut jenis kelamin. 

N/A       N/A 

   

4.6.1 (a) 
Persentase angka melek aksara penduduk umur 
≥15 tahun 

0,96     100,00% 0,96 
  

100,00% 

Membangun dan meningkatkan fasilitas Pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. 
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Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

4.a.1* 

Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) 
listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) 
komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum 
layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis 
kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, 
sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 

N/A     100,00% N/A 

  

100,00% 

4.a.1. [a] 
Persentase siswa yang mengalami perundungan 
dalam 12 bulan terakhir. 

N/A       N/A 
   

Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, 
dan negara berkembang kepulauan kecil. 

4.c.1* 
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi 
sesuai dengan standar nasional menurut jenjang 
pendidikan. 

N/A     98,00% N/A 
  

98,50% 
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Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 5.  
Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan 

Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2023 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Mengakhiri  segala bentuk diskriminasi terhadapkaum perempuan dimanapun. 

5.1.1* 

Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, 
menetapkan dan memantau kesetaraan gender 
dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis 
kelamin. 

N/A     

1. Perda no 2 
Tahun 2023 
Ketahanan 
Keluarga     
2. SK Walikota 
Jambi No.107 
tentang 
kelompok kerja 
PUG Kota 
Jambi 

N/A     

1. Perda no 2 
Tahun 2023 
Ketahanan 
Keluarga     
2. SK 
Walikota 
Jambi No.107 
tentang 
kelompok 
kerja PUG 
Kota Jambi 
3. Perwal 
Nomor 49 
tahun 2018 
tentang 
Pengarusuta
maan Gender 

 

Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya 

5.2.1* 

Proporsi perempuan dewasa dan anak 
perempuan (umur 1564 tahun) mengalami 
kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh 
pasangan atau mantan pasangan dalam 12 
bulan terakhir. 

5,23    0,015 5,23  

 

0,022 

5.2.2* 

Proporsi perempuan dewasa dan anak 
perempuan (umur 1564 tahun) mengalami 
kekerasan seksual oleh orang lain selain 
pasangan dalam 12 bulan terakhir. 

N/A 0.011     N/A 0.038 

  

Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. 
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Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2023 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

5.3.1* 

Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang 
usia kawin pertama atau usia hidup bersama 
pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum 
umur 18 tahun. 

sebelum umur 
15 0,46 

Sebelum umur 
18 8,06 

      

sebelum 
umur 15 

0,46 
Sebelum 
umur 18 

8,06 

  

Sebelum 
umur 18 0,092 

5.3.2 
Persentase anak perempuan dan perempuan 
berusia 15-49 tahun yang telah menjalani 
FGM/C, menurut kelompok umur. 

N/A       N/A 
   

Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 

5.5.1* 
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) 
parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah 
daerah 

N/A 

  

  
(a)17,78 % (b) 

25,00 % 

   

(a) 0%(b) 
15.55% 

5.5.2* 
Proporsi perempuan yang berada di posisi 
managerial. 

32,26%     42,14% 32,26% 18.75% 

  

Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and 
Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut. 

5.6.1* 

Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun 
yang membuat keputusan sendiri terkait 
hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan 
layanan kesehatan. 

29,49%       

    

5.6.2* 

Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi 
perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan 
pelayanan, informasi dan Pendidikan terkait 
kesehatan seksual dan reproduksi. 

N/A       

    

Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi  untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.. 



Lampiran 6 - 15 

Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2023 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

5.b.1* Proporsi individu yang memiliki telepon genggam. 67,88%     90.48%    92.46% 

Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundangundangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan disemua tingkatan. 

5.c.1* 
Ketersediaan sistem untuk melacak dan 
membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender 
dan pemberdayaan perempuan. 

N/A       

   

GAfP dan 
GBS 
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Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 6.  
Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Untuk Semua 

Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2023 

Capaian Target 2023 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 

6.1.1 
Presentase rumah tangga yang menggunakan 
layanan air minum yang dikelola secara aman 

91,72%   80,88%   91,72% 
 

82,84%  

Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian 
khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 

6.2.1 

Persentase rumah tangga yang menggunakan 
layanan sanitasi yang dikelola secara aman, 
termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan 
sabun 

Fasilitas cuci 
tangan 79,33% 
Sanitasi layak 

82,36% 
BABS 4,2% 

  

  

 
Ctps (88,7%) 

Fasilitas 
cuci tangan 

79,33% 
Sanitasi 

layak 
82,36% 

BABS 4,2% 

  

 
Ctps (87,1%) 

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air 
limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 

6.3.1 
Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri 
cair yang diolah secara aman 

N/A       
    

6.3.1 (a) 
Persentase limbah cair industri cair yang diolah 
secara aman 

N/A       
    

6.3.2 
Proporsi badan air dengan kualitas air ambien 
yang baik. 

N/A       
    

6.3.2 (a) Kualitas air permukaan sebagai air baku 53,88% 35,19%     
    

Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara 
signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. 

6.4.2 
Tingkat water stress: proporsi pengambilan 
(withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya 

N/A       
    

6.4.2 (a) 
Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air 
permukaan terhadap ketersediaannya 

N/A       
    

6.4.2 (b) 
Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air 
tanah terhadap ketersediaanya 

N/A       
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Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 7.  
Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, Dan Modern Untuk Semua 

Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Target 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Target 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. 

7.1.1* Rasio elektrifikasi 99,97%     100%     

7.1.2 (a) 
Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah 
tangga. 

N/A       
    

7.1.2 (b) Rasio penggunaan gas rumah tangga 87,12%     97,37%     

 



Lampiran 6 - 18 

Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 8. 
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif, Serta Pekerjaan Layak Untuk Semua 

Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. 

8.1.1* Laju pertumbuhan PDB perkapita 1,63%     5,34%     

8.1.1 (a) PDB per kapita  Rp74.965,00 34,89 Juta         

Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. 

8.2.1* 
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat 
pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per 
tahun. 

N/A 
  

  3,26% 
    

Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, 
kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan 

8.3.1* 
Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan 
sektor dan jenis kelamin 

59,11% 
  

38,57   
    

Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan 
yang sama nilainya 

8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja Rp.19027,29   Rp. 18.671,72   
    

8.5.2* 
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis 
kelamin dan kelompok umur 

5,32% 8,27%     
    

8.5.2 (a) Persentase setengah pengangguran 6,68% 38,57%     
    

 

8.6.1* 
Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak 
sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) 

22,25%       
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Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

8.7.1 

Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, 
yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis 
kelamin dan kelompok umur (dibedakan 
berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak) 

N/A       

    

8.7.1 (a) 
Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, 
yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis 
kelamin dan kelompok umur 

22,44%       
    

Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal 

8.9.1 (a) Jumlah wisatawan mancanegara N/A     6.163 N/A   6.163 

8.9.1 (b) Jumlah kunjungan wisatawa nusantara. N/A     883.542 N/A   636.866 
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Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 9.  
Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi 

Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

terpenuhi 
Terpenuhi 

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, 
dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. 

9.1.1. (a) Kondisi mantap jalan nasional. 92,20%   89,43%   92,20%  90,23  

9.1.2* 
Jumlah penumpang dan barang berdasarkan 
moda transportasi 

N/A 
  

  1000 N/A   162000 

9.1.2 (a) Jumlah bandara. N/A     1     

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi 
nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. 

9.2.1* 
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur 
terhadap PDB dan per kapita 

Nilai tambah 
sektor industri 

manufaktur 
8998,33 

Proporsi nilai 
tambah 20,39 

PDB 10,75      

    

9.2.1 (a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. 4,64% 0,55%         

9.2.2 * 
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri 
manufaktur 

13,83% 7,80%     
    

Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang 
berkembang, negaranegara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil 

9.a.1 
Total dukungan resmi internasional (bantuan 
resmi pembangunan ditambah aliran bantuan 
resmi biaya) untuk infrastruktur. 

N/A       
    

Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 
2020. 

9.c.1* 
Proporsi penduduk yang terlayani mobile 
broadband 

96,97       
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Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 10. 
Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara 

Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaiantarget 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. 

10.1.1* Rasio Gini. 0,388     0,37 0,388   0,315 

10.1.1 (a) 
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis 
kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan 
kelompok umur. 

9,36% 
  

  8,24% 
    

10.1.1 (f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. 24,29%           

Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status 
lainnya. 

10.2.1* 
Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen 
dari median pendapatan, menurut jenis kelamin 
dan penyandang difabilitas. 

9,44       
    

Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan 
yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. 

10.3.1.(b) 
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak 
Asasi Manusia (HAM). 

N/A       
    

10.3.1.(c) 
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak 
Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama 
kekerasan terhadap perempuan 

N/A     
  

   
136 

10.3.1.(d) 
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 
bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi 
menurut hukum HAM internasional 

N/A      0 
   

0 

Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 

10.4.1.(b) 
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang 
Ketenagakerjaan 

Informal 
13,52% 
Formal 
57,46% 
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Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaiantarget 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

10.4.2 Dampak redistributif dari kebijakan fiskal. N/A           

Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan embaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya 

10.5.1 (a) Indikator Kesehatan Perbankan. N/A           

Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan 
migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. 

    

10.7.2. (a) 
Jumlah dokumen Kerjasama ketenagakerjaan dan 
perlindungan pekerja migran antara negara RI 
dengan negara tujuan penempatan 

N/A       
    

10.7.2 (b) 
Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN 
berdasarkan okupasi. 

N/A       
    

Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-
negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka. 

10.b.1 

Total aliran sumberdaya yang masuk untuk 
pembangunan, terpilah berdasarkan negara-
negara penerima dan donor serta jenis aliran 
(misalnya, bantuan Pembangunan resmi, investasi 
asing langsung, serta aliran yang lain) 

N/A       
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Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 11.  
Menjadikan Kota Dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh, Dan Berkelanjutan 

Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian Nasional 

2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh 

11.1.1 
Proporsi populasi penduduk perkotaan yang 
tinggal di daerah kumuh, permukiman liar 
atau rumah yang tidak layak 

N/A 0,46     
 

 0,58  

11.1.1 (a) 
Persentase rumah tangga yang memiliki 
akses terhadap hunian yang layak dan 
terjangkau 

0,6315   
  

96,47% 0,6315   95,94 

Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas 
jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua 

11.2.1 

Proporsi populasi yang mendapatkan akses 
yang nyaman pada transportasi publik, 
terpilah menurut jenis kelamin, kelompok 
usia, dan penyandang disabilitas 

N/A       N/A 

   

11.2.1 (a) 
Proporsi populasi yang mendapatkan akses 
yang nyaman pada transportasi publik 

56,01 0,000031     
 

56,01 0,000070 
  

11.2.1 (b) 
Persentase penduduk terlayani transportasi 
umum 

5,74% 0,0015     5,74% 0,000070 
  

Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. 

11.3.1 (a) 
Rasio laju perluasan lahan terbangun 
terhadap laju pertumbuhan penduduk 

N/A 
  

  5,55 
    

Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. 

11.4.1 (a) 

Total pengeluaran per kapita yang 
diperuntukan untuk preservasi, 
perlindungan, konservasi pada semua 
warisan budaya dan alam (non-PPP) 

N/A 

  

  Rp 75.706.470,- 

    

Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh 
bencana, dengan ocus melindungi orang miskin dan orangorang dalam situasi rentan 

11.5.1* 
Jumlah korban meninggal, hilang dan 
terkena dampak bencana per 100.000 
orang.  

N/A       
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Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian Nasional 

2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

11.5.2 (a) 
Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat 
bencana relatif terhadap PDB 

N/A       
    

Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. 

11.6.1 

Proporsi limbah padat perkotaan yang 
dikumpulkan secara teratur dengan 
pemrosesan akhir yang baik terhadap total 
limbah padat perkotan yang dihasilkan oleh 
suatu kota 

N/A       

    

11.6.1 (a) 
Persentase rumah tangga di perkotaan 
yang terlayani pengelolaan sampahnya 

N/A       
    

11.6.1 (b) Persentase sampah nasional yang terkelola 76,81%           

11.6.2 
Rata-rata tahunan materi partikular halus 
(PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan 
(dibobotkan jumlah penduduk) 

N/A     
PM 2,5 N/A 

PM 10 (22,59) 

    

11.6.2. (a) 
Rata-rata tahunan materi partikular halus 
PM 10 

N/A     PM 10 (22,59) 
    

11.6.2. (b) Indeks Kualitas Udara 88,06 88,52         

Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. 

11.7.1 (a) 
Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk 
semua   

N/A 
  

  30,72% 
    

Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber 
daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the 
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030. 

11.a.1 (a) 
Proporsi penduduk yang tinggal di daerah 
dengan RTRW yang sudah dilengkapi 
KLHS 

N/A     100% 
    

11.b.2* 

 
Persentase pemerintah daerah yang 
mengadopsi dan menerapkan strategi 
penanggulangan bencana daerah yang 
selaras dengan rencana/strategi nasional 
penanggulangan bencana 
  

N/A       

    



Lampiran 6 - 25 

Kode 
Indikator 

Indikator TPB 
Capaian Nasional 

2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan angguh, dengan memfaatkan bahan lokal. 

11.c.1. (a) 

Persentase Daerah yang memiliki Perda 
Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, 
Berketahanan, dan menggunakan Material 
Lokal 

N/A     100% 
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Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 12.  
Menjamin Pola Konsumsi Dan Produksi Yang Berkelanjutan 

Kode 
Indikator 

Nama Indikator 
Capaian Nasional 

2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 

Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk 
kerugian paska panen. 

12.3.1.(a) Persentase Sisa Makanan 41,55%     36,65%     

Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah 
disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 

12.4.1.(a) 
Persentase pengurangan dan 
penghapusan merkuri dari baseline 50 ton 
penggunaan Merkuri 

20%       
    

12.4.2.* 

(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; 
dan 

97,50%       
    

 (b) Proporsi limbah B3 yang 
ditangani/diolah berdasarkan jenis 
penanganannya / pengelolaannya 

97,50%       
    

Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. 

12.5.1.(a) 
Jumlah timbulan sampah yang didaur 
ulang. 

14,94%   
  

  
    

Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka 

12.6.1* 
Jumlah perusahaan yang mempublikasi 
laporan keberlanjutannya 

N/A       
    

12.6.1.(a) 
Jumlah perusahaan yang menerapkan 
sertifikasi SNI ISO 14001. 

2,729       
    

Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. 

12.7.1* 
Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan 
publik dan implementasi rencana aksi 

N/A       
    

12.7.1.(a) 
Jumlah produk ramah lingkungan yang 
teregister dan masuk dalam pengadaan 
barang dan jasa pemerintah  

N/A       
    

12.7.1.(b) 
Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah 
Lingkungan untuk pengadaann Barang dan 
Jasa   

N/A       
    

Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. 
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Kode 
Indikator 

Nama Indikator 
Capaian Nasional 

2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 

12.8.1.(b) 
Jumlah fasilitas publik yang menerapkan 
Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan 
teregister. 

14 
  

    
    

Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya 
dan produk lokal. 

12.b.1(a) 
Jumlah lokasi penerapan sustainable 
tourism development  

N/A 
  

  20 lokasi N/A   57 lokasi 
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Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 13.  
Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya 

Kode 
Indikator 

Nama Indiaktor 
Capaian 

Nasional 2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Belum 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Belum 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. 

13.1.1* 
Jumlah korban meninggal, hilang 
dan terkena dampak bencana per 
100.000 orang 

N/A           

N/A 
  

    
    

13.1.3* 

Persentase pemerintah daerah 
yang mengadopsi dan 
menerapkan strategi 
penanggulangan bencana daerah 
yang selaras dengan 
rencana/strategi nasional 
penanggulangan bencana 

44,55     100% 

    

13.2.2* 
Jumlah emisi gas rumah kaca 
(GRK) per tahun 

2,185 Mton 
tC02e 

4.277,53 Gg/
CO2 Eq 

    
    

13.2.2.(a) 
Potensi penurunan emisi gas 
rumah kaca (GRK) 

N/A 
3.914,28 Gg 

Co2 
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Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 16.  
Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan berkelanjutan        

Kode 
Indikator 

Nama Indikator 
Capaian Nasional 

2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Tidak 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Tidak 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun. 

16.1.1.(a) 
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan 
pada satu tahun terakhir.  

N/A       
    

16.1.2.(a) 
Kematian disebabkan konflik per 100.000 
penduduk. 

N/A       
    

16.1.3.(a) 
Proporsi penduduk yang menjadi korban 
kejahatan kekerasan dalam 12 bulan 
terakhir.  

0,03       
    

Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. 

16.2.1.(a) 
Proporsi rumah tangga yang memiliki 
anak umur 1-17 tahun yang mengalami 
hukuman fisik 

48,4 
  

  10 48,4   0 

16.2.1.(b) 
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang 
pernah mengalami kekerasan sepanjang 
hidupnya 

34       
   

0.087 

16.2.2* 

Angka korban perdagangan manusia per 
100.000 penduduk menurut jenis 
kelamin, kelompok umur dan jenis 
eksploitasi. 

N/A       

    

16.2.3.(a) 

Proporsi perempuan dan laki-laki muda 
umur 18-24 tahun yang mengalami 
kekerasan seksual sebelum umur 18 
tahun. 

N/A       

    

Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. 

16.3.1.(b) 
Persentase orang miskin yang menerima 
bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi 

Litigasi 83,3 
Non litigasi 86,54  

      
    

16.3.1.(c) 

Persentase orang tidak mampu yang 
menerima layanan hukum berupa pos 
bantuan hukum, sidang di luar gedung 
pengadilan, dan pembebasan biaya 
perkara 

N/A       
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Kode 
Indikator 

Nama Indikator 
Capaian Nasional 

2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Tidak 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Tidak 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

16.3.2.(a) 
Proporsi tahanan yang melebihi masa 
penahanan terhadap seluruh jumlah 
tahanan. 

N/A       
    

16.3.3.(a) 
Indeks Akses terhadap Keadilan (Access 
to Justice Index) 

N/A       
    

Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. 

16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). 3,92     2,9     

Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 

16.6.1* 
Proporsi pengeluaran utama pemerintah 
terhadap anggaran yang disetujui. 

100,2       
    

16.6.1.(a) 
Persentase instansi pemerintah yang 
mendapat opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). 

91       
    

16.6.1.(b) 
Persentase instansi pemerintah dengan 
skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) ≥ B 

72,05%   68,35%   72,05%   68,64%   

16.6.1.(c) 
Persentase instansi pemerintah dengan 
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B 

32,28% 
  

  63,23%  
  

   

16.6.2.(a) 
Jumlah Instansi pemerintah dengan 
tingkat kepatuhan pelayanan publik 
kategori baik. 

53 
      

    

Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. 

16.7.1.(a) 

Persentase keterwakilan perempuan di 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD). 

15,30%   

  

17,78% 15,30%   

  

17,78% 

16.7.1.(b) 
Persentase keterwakilan perempuan 
sebagai pengambilan keputusan di 
lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 

N/A   
  

0,15 N/A 
  

0,15% 

Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global. 

16.8.1.(a) 
Jumlah keanggotaan dan kontribusi 
dalam forum dan organisasi internasional 

882 Milyar rupiah       
    

Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. 
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Kode 
Indikator 

Nama Indikator 
Capaian Nasional 

2023 

Capaian Target 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Capaian Target 2024 

Tidak 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Tidak 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

16.9.1* 
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun 
yang kelahirannya dicatat oleh lembaga 
pencatatan sipil menurut umur. 

83,44%     99,37% 
   

99,08% 

16.9.1.(a) 
Persentase kepemilikan akta lahir untuk 
penduduk 0-17 tahun  pada 40% 
berpendapatan bawah. 

88,42%     95,87% 
    

16.9.1.(b) 
Persentase cakupan kepemilikan akta 
kelahiran pada penduduk 0-17 tahun. 

91,79%     97,48% 
   

98,82% 

16.10.1(b) 
Jumlah penanganan pengaduan 
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 

N/A       N/A 
   

16.10.1(c) 

Jumlah penanganan pengaduan 
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 
perempuan terutama kekerasan terhadap 
perempuan. 

N/A 45     

    

16.10.2.(a) 
Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi 
Informatif. 

N/A       
    

16.10.2.(b) 
Jumlah penyelesaian sengketa informasi 
publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi 
non litigasi. 

98       
    

Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. 

16.b.1.(a) 

Jumlah kebijakan yang diskriminatif 
dalam 12 bulan lalu berdasarkan 
pelarangan diskriminasi menurut hukum 
HAM Internasional. 

N/A       
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Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 17.  
Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan 

Kode 
Indikator 

Nama Indikator 
Capaian Nasional 

2023 

Target Capaian 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Target Capaian 2024 

Tidak 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Tidak 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. 

17.1.1.* 
Total pendapatan pemerintah sebagai 
proporsi terhadap PDB menurut 
sumbernya. 

13,28%       
    

17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 10,39           

17.1.2* 
Proporsi anggaran domestik yang didanai 
oleh pajak domestik. 

66,98       
    

Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi 
pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui 
mekanisme fasilitasi teknologi global. 

17.6.1.(a) 
Persentase pelanggan terlayani jaringan 
internet akses tetap pitalebar (fixed 
broadband) terhadap total rumah tangga 

22,91     80,60% 
    

17.6.1.(b) 
Persentase kecamatan  yang terjangkau  
infrastruktur jaringan serat optik 
(kumulatif). 

65,22     100% 
    

Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan 
teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.  

17.8.1* Persentase pengguna internet. 78,19     80,60%     

Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.  

17.17.1.(a) 
Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek 
KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap 
tahun. 

N/A       
    

17.17.1.(b) 
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk 
dilaksanakan dengan skema Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

N/A 
  

    
    

17.17.1.(c) 
Jumlah nilai investasi proyek KPBU 
berdasarkan tahap perencanaan, 
penyiapan dan transaksi. 

N/A       
    

Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung 
pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. 
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Kode 
Indikator 

Nama Indikator 
Capaian Nasional 

2023 

Target Capaian 2023 Capaian 
Nasional 

2024 

Target Capaian 2024 

Tidak 
Terpenuhi 

Hampir 
Terpenuhi 

Terpenuhi 
Tidak 

Terpenuhi 
Hampir 

Terpenuhi 
Terpenuhi 

17.19.2.(b) 
Tersedianya data registrasi terkait 
kelahiran dan kematian (Vital Statistics 
Register). 

N/A       Ada N/A      Ada 
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